
 

 

 
 

BUPATI MALINAU 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI MALINAU 
NOMOR 14 TAHUN 2026 

 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
TAHUN 2027 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MALINAU, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan 

pembangunan yang berkulaitas dan bersinergi dengan 

perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan 

pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, 

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana 

Kerja Pemerintah; 

b. bahwa untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah, 

perlu disusun prioritas dan sasaran pembangunan 

tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2027; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Renana Kerja Pemerintah Darah, 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimabangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2027. 

 
 
 

 
 

Mengingat :................. 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan 

Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten 
Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 Tahun 
2004); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2026 Nomor 395); 
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2025 ð 2045 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 7);  

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2025 ð 2029 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 2);  
 

MEMUTUSKAN:................
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Malinau; 
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daera. 

7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas 
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat 

Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai 
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah. 

 
Pasal 2 

 
RKPD Tahun 2027 digunakan sebagai: 
a. Dasar penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 

2027; 
b. pedoman  penyusunan rancangan kebijakan umum 

anggaran dan prioritas plafond anggaran sementara; 

c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan 
daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2027; 
d. bahan  pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pembangunan daerah hingga triwulan II 

Tahun 2027. 
 

Pasal 3 
 

(1) RKPD Tahun 2027 memuat: 

a. rancangan kerangka ekonomi Daerah; 
b. prioritas pembangunan Daerah; 
c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 

(satu) tahun. 
 

d. arah ................
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d. arah kebijakan pembangunan nasional meliputi tema, 

sasaran pembangunan nasional, prioritas nasional, 
program prioritas, program hasil terbaik cepat, 

kegiatan prioritas utama, proyek strategis Nasional 
dan program kerja prioritas nasional; 

e. program strategis nasional; dan 

f. kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2026. 

(2) RKPD Tahun 2027, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN; 
BAB II :  GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 
KEUANGAN DAERAH; 

BAB IV :  SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH; 
BAB V :  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH; 
BAB VI :  KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DAERAH; dan 

BAB VII :  PENUTUP. 

(3) Rincian RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

BAB II 

PELAKSANAAN  

 

Pasal 4 

Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 dimulai pada tanggal 1 

Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027. 

 
BAB III 

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2027 
 

Pasal 5 
(1)  RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan sebagai 

upaya sinkronisasi perencanaan dan pembangunan dan 

penganggaran dengan memperhatikan dinamika yang 

bergembang, serta menjaga prinsip efisien, efektif, dan 

akuntabel; 

(2) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi 

pelakasanaan pada tahun berjalan yang menunjukan 
adanya : 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

prioroas pembangunan daerah, kerangka ekonomi 

daerah, dan keuangan daerah, rencana program, 

kegiatan, dan subkegiatan; 

b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih 

pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus 

digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 

 

 
c. perubahan...........
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c. perubahan kebijakan daerah. 

(3) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, 
dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan,  dan perintah dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah 
RPJMD ditetapkan, RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan 

perubahan tanpa melalui tahapan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) meliputi perubahan: 
a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

b. target tujuan dan sasaran pembangunan daerah; 
c. prioritas pembangunan daerah; 
d. penambahan dan/atau pengurangan program 

perangkat daerah, sebagai akibat terdapat kebijakan 
nasional dan/atau daerah, keadaan darurat, keadaan 

luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi; 

e. penambahan dan/ataupengurangan kegiatan, dan 

subkegiatan perangkat daerah, rencana kerja dan 
pendanaan daerah, mencakup program, kegiatan, 
subkegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, 

lokasi kegiatan sertakelompok sasaran penerima 
manfaat; dan/atau 

f. target kinerja penyelenggaraanpemerintah daerah. 
(5) Penyusunan rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 

dimulai paling lambat pada minggu pertama bulan Juni 

Tahun 2027; 
(6) Rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disusun berpedoman pada : a. 

peraturan daerah tentang RPJMD; dan b. Hasil evaluasi 
pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sampai dengan triwulan II 

yang dapat bersifat prognosis. 
(7) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan dalam sistematika perubahan 

RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 6 

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan kriteria : 
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang belum terakomodir; 
b. belanja daerah yang bersifat mengikat; 

c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan 
kerugian yang besar bagi pemerintah maupun 
masyarakat; 

d. dalam rangka mempercepat capaian tujuan dan 
sasaran RKPD dan/atau rencana strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah; 
e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas 

nasional yang mendukung percepatan pembangunan 

daerah; dan/atau 
 

 

 
f. dilakukan........
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f. dilakukan jikan kegiatan dan/atau sub kegiatan yang 

dilaksanakan sebelumnya belum memberikan 

keluaran yang signifikn terhadap pencapaian hasil 

program. 

 

Pasal 7 
(1) perubahan RKPD Tahun 2027 dituangkan dalam 

Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD 

Tahun 2027. 

(2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur 

Kalimantan Utara melalui Kepala Badan Perncanaan Riset 

dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

(3) Rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat 

permohonan fasilitasi dengan melampirkan : 

a. rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2027; 

b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sampai 

dengan triwulan II; dan 

c. daftar isian fasilitasi rancangan peraturan bupati 

tentang perubahan RKPD Tahun 2027. 

 
Pasal 8 

Aparat pengawasan internal Pemerintah dilakukan reviu 

terhadap RKPD Tahun 2027 dan perubahan RKPD Tahu 2027 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 9 

Rancangan peraturan bupati mengenai perubahan RKPD 

Tahun 2027 ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang perubahan 

RKPD Tahun 2027 berlaku atau minggu keempat bulan Juli 

Tahun 2027. 

 

Pasal 10 
(1) Bupati menyampaikan peraturan bupati tentang 

perubahan RKPD Tahun 2027 beserta atriks hasil 

penyempurnaan kepada Gubernur Kalimantan Utara 

melalui Kepala Badan Pernacanaan Riset dan Inovasi 

Daerah Kalimantan Utara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

terhitung sejak peraturan bupati ditetapkan. 

(2) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan sebagai : 

a. dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat 

Daerah Tahun 2027; 

b. pedoman penyusunan rancangan perubahan kebijakan 

umum anggaran dan perubahan prioritas plafon 

anggaran sementara; 

 
 

 
c. bahan............
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c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan 

daerah mengenai anggaran penapatan dan belanja 
daerah perubahan tahun anggaran 2027; dan 

d. bahan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan 
Daerah Tahun 2027. 

 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. 

 

 
Ditetapkan di Malinau 
pada tanggal 3 Juli 2026. 

 
BUPATI MALINAU, 
 

Ttd 
 

WEMPI W.MAWA 
 
Diundangkan di Malinau 

pada tanggal, 3 Juli 2026. 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, 
 

Ttd 

 
ERNES SILVANUS 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2026 NOMOR 14. 
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PENDAHULUAN I-1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG 

Tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menciptakan 

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini dapat diwujudkan dengan 

proses pembangunan yang mampu memaksimalkan pengelolaan sumber daya  

daerah  untuk  kepentingan  Masyarakat. Dalam  mewujudkan cita-cita  dan  

tujuan  pembangunan  nasional,  setiap daerah  harus  memiliki sikap dan garis 

pembangunan yang selaras dengan pembangunan pemerintah pusat. Mendukung 

hal tersebut, melalui mekanisme sistem perencanaan pembangunan nasional yang 

terintegrasi dengan pembangunan daerah, diharapkan terwujud kesejahteraan 

daerah yang secara simultan dapat menopang pencapaian sasaran pembangunan 

nasional. Pembangunan daerah Kabupaten Malinau diprioritaskan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang 

terintegrasi dan berkelanjutan. Fokus utama mencakup peningkatan kualitas 

sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pengembangan 

infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas 

antar wilayah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan 

sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Hal 

ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan 

masyarakat, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan 

manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan. Prioritas dan fokus utama 

pembangunan yang diinginkan diatas tetap memperhatikan arah kebijakan 

kewilayahan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2025-

2029. Untuk sektor pertanian sebagai sektor unggulan, maka pembangunan sektor 

pertanian untuk ketahanan pangan di tahun 2027 diarahkan untuk mendukung 

pencapaian Asta Cita Presiden melalui peningkatan produksi pangan strategis, 

perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penguatan cadangan 

pangan pemerintah daerah, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta 

pengurangan wilayah rentan rawan pangan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menegaskan tentang latar belakang dan hubungan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Dengan ini menegaskan bahwa pemberian otonomi yang 

seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 

peran serta masyarakat. Artinya secara langsung dan jelas bahwa pemberian 

otonomi daerah kepada pemerintah daerah bertujuan salah satunya untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan peran serta masyarakat didaerah. Selanjutnya 

sesuai pasal 263, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Dokumen 

perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJP (Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang) untuk jangka 20 Tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah) untuk jangka 5 Tahunan, dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah) untuk jangka tahunan. Secara beruntun RPJPD dilaksanakan melalui 

RPJMD dalam 4 (empat) tahapan pembangunan tiap 5 Tahun. Begitu juga dengan 

RPJMD dilaksanakan melalui RKPD dalam 5 (lima) tahap pembangunan tiap 1 

(satu) tahun. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) harus disusun secara 

sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang memuat rancangan kerangka 
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ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan 

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman 

kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau 

tahun 2027 memiliki urgensi yang tinggi sebagai landasan operasional 

pembangunan tahunan, yang harus didasarkan pada evaluasi capaian 

pembangunan sebelumnya dan potensi daerah yang dimiliki. Capaian 

pembangunan yang telah diraih, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun 

lingkungan, perlu dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi keberhasilan 

dan tantangan yang masih dihadapi. Evaluasi ini menjadi dasar untuk 

menentukan prioritas pembangunan tahun 2027, serta merumuskan program dan 

kegiatan yang lebih efektif dan efisien. 

Selain itu, potensi daerah Kabupaten Malinau yang kaya akan sumber daya 

alam, seperti pertambangan, kehutanan, dan pariwisata, perlu dioptimalkan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

RKPD 2027 harus mampu merumuskan strategi pengembangan potensi daerah 

yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dengan 

demikian, penyusunan RKPD 2027 yang berbasis pada capaian pembangunan dan 

potensi daerah akan menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang lebih 

baik dan berkelanjutan di Kabupaten Malinau. 

  RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2027 merupakan pelaksanaan RPJMD 

pada tahun ke 2 (dua) dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Dengan 

pelaksanaan pembangunan berbagai capaian pembangunan telah  dapat  dilihat  

dan  dirasakan  masyarakat  Kabupaten  Malinau.  Capaian  pembangunan  ini  

menjadi  pertimbangan  dalam  menentukan  kebijakan  ditahun  mendatang.  

Sebagai dasar dalam memperbaiki kinerja dan mencapai target pembangunan yang 

diharapkan. Dengan pelaksanaan pembangunan berbagai capaian pembangunan 

telah dapat dilihat dan dirasakan masyarakat Kabupaten Malinau. Capaian 

pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan ditahun 

mendatang. Dengan capaian yang sudah ada juga dapat menjadi tolak ukur dalam 

mengevaluasi kinerja, dan sebagai dasar dalam memperbaiki kinerja dan mencapai 

capaian pembangunan yang ditargetkan. 

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana  Kerja  

Pemerintah  Daerah  (RKPD)  yang  merupakan  penjabaran  dari  Rencana  

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  untuk  jangka  waktu  1 

(satu) tahun.  RKPD  memuat  rancangan  kerangka  ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017. Dalam menyusun RKPD digunakan 4 (empat) pendekatan 

perencanaan pembangunan yang meliputi : 

1) Pendekatan teknokratik yaitu pendekatan dalam penyusunan RKPD 

dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk 

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 

2) Pendekatan partisipatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan. 
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3) Pendekatan politis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menerjemahkan 

visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan 

pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. 

4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang 

diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari 

kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. 

Selanjutnya dalam penyusunan substansi RKPD Kabupaten Malinau tahun 

2027 dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu 

1) Holistic-tematik, perencanaan pembangunan daerah dengan 

mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan 

sebagai satu kesatuan factor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau 

permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; 

2) Integrative, dalam penyusunan RKPD 2027 dilaksanakan dengan menyatukan 

beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan focus yang jelas dalam 

upaya pencapaian tujuan pembangunan; dan 

3) Spasial, penyusunan RKPD 2027 dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

dimensi keruangan dalam perencanaan. 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

tahun 2025-2029 sangat penting untuk memastikan kesinambungan dan 

efektivitas pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. RKPD 

2027 berfungsi sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD, menguraikan program 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara rinci untuk mencapai target-target 

yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan berpedoman pada RPJMD, RKPD 

2027 akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan 

selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, 

sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efisien dan efektif untuk 

mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam penyusunan RKPD 

Kabupaten Malinau tahun 2027 dilaksanakan dengan beberapa tahapan, secara 

rinci tahapan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Malinau disajikan pada 

gambar sebagai berikut. 

Gambar I.1  
Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Malinau 
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Memahami lebih mendalam dari beberapa hal terkait penyusunan RKPD 

Kabupaten Malinau Tahun 2027, bahwa penyusunan RKPD disusun untuk 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan 

tahunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029. 

Selanjutnya, RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2027 akan menjadi pedoman 

penyusunan Rancangan APBD Tahun 2027 termasuk penyusunan Kebijakan 

Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 

anggaran 2027. Selain itu, RKPD Tahun 2027 juga menjadi acuan dalam 

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi 

pembangunan tahun 2027 yang akan dilaksanakan pada tiap akhir tahun. 

Kemudian RKPD 2027 ini diharapkan akan menjadi tolak ukur untuk menilai 

capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program 

dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam penyusunan RKPD 2027 Kabupaten Malinau harus 

mengimplementasikan dan melaksanakan agenda Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai bagian dari 

perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan dalam program dan kegiatan. 

Pemerintah daerah memiliki peran yang krusial dalam melaksanakan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) guna mencapai pembangunan yang inklusif, 

berkelanjutan, dan merata. Melalui inisiatif lokal, pemerintah daerah dapat 

menyelaraskan kebijakan, program, dan proyek pembangunan dengan prinsip-

prinsip TPB yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan 

memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah tidak hanya 

berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga 

menjamin bahwa pembangunan mampu berkelanjutan hingga dapat dinikmati 

generasi mendatang. Oleh karena itu, penerapan TPB oleh pemerintah daerah 

menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan yang holistik dan 

berkesinambungan di tingkat lokal. 

 Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malinau, RKPD menjadi 

urgensi dalam pelaksanaan perencanaan strategis antara dokumen perencanaan 

dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas 

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan 

Organisasi Perangkat Daerah (PD). Dengan RKPD 2027 dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan diharapkan mampu menghasilkan capaian-capaian 

pembangunan yang optimal. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau dapat 

segera terwujud. 

1.2    DASAR HUKUM PENYUSUNAN 

Penyusunan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten 

Malinau Tahun 2027 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang 

berlaku, yaitu: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan agar ditambahkan peraturan perubahannya yang 

terakhir yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan PerundangUndangan 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 229);  

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara,  

Penyusunan, Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  

Pembangunan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6042); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 5888) sebagaimana telah diubah 
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6056); 

15. Peraturan  Pemerintah Nomor  2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 6841); 

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 172 ); 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan 

Anak Tidak sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 

8); 

24. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015 tentang 

Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 
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25. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  Tentang  Tata  

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan  Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1419); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman 

Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027; 

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2026 Nomor 4); 

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2025ð2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 12); 

36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang 

Penghirmatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Diabilitas; 

37. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 1); 

38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 
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39. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2026 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2027. 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13); 

41. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang   Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah  Kabupaten  Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau 

Tahun 2016 Nomor 4,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau No.5) 

sebagaimana  telah  diubah  beberapa kali,  terakhir  dengan  Peraturan  

Daerah  Nomor  6  Tahun  2025  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  

Daerah  Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau 

Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 

6); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045 

(Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Malinau Nomor 7); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 

(Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Malinau Nomor 2); 

44. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang  Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

8); 

45. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah  Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026 (Berita 

Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 27). 

1.3    HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan 

dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh 

unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen 

perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Dalam 

amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005, ruang lingkup perencanaan 

pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP), sejalan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat 

maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Perangkat 

Daerah (Renja SKPD). Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan 

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
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2004, maka keberadaan RKPD Kabupaten Malinau tahun 2026 merupakan satu 

bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Malinau khususnya bagi OPD  dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027. Keterkaitan antar dokumen 

perencanaan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 

 

Gambar I.2  
Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran 

 
Sumber: UU No.25 Tahun 2004 

Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. 

RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah 

dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan 

dalam arah pembangunan tiap lima tahun (RPJMD). Selanjutnya RPJMD 

dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam 

pelaksanaan RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat 

terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. RKPD juga 

diserasikan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Provinsi dan 

Nasional. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan Renja OPD dan menjadi pedoman 

bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan 

DPRD menjadi pedoman  perangkat daerah  dalam menyusun  RKA-PD,  yang  

selanjutnya  akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malinau. 

1.4    MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2027 adalah 

sebagai berikut:  

1. Penjabaran dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029; 

2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat 

Daerah; dan 

3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta 

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 
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b. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 

2027, yaitu: 

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi 

sumberdaya dalam pembangunan daerah;  

2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan 

prioritas program dan kegiatan Tahun 2027;  

3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif 

dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;  

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan;  

5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan 

pemerintahan daerah; dan 

6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Malinau. 

1.5    SISTEMATIKA 

Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Malinau Tahun 2027 sebagai berikut: 

BAB I        PENDAHULUAN   

Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas 

tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 

rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen 

RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja 

Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan 

RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian 

ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan 

RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab 

Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan 

dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab 

Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan 

penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan 

dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika 

mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan 

pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 

BAB II       GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

Berisikan tentang Kondisi Umum Kondisi Daerah, Aspek Geografi dan 

Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat,   Aspek   Pelayanan   

Umum,   Aspek   Daya   Saing   Daerah. Evaluasi pelaksanaan program 

dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD. 

Permasalahan pembangunan daerah berisikan tentang permasalahan 

daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 

Daerah, Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah 

Daerah. 

BAB III    KERANGKA  EKONOMI  DAERAH  DAN  KEUANGAN  DAERAH  Bab 

ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan 

tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan 

ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan 

pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan 
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perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan 

pembiayaan daerah. 

BAB IV      SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan 

sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap 

hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang 

direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat 

daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta 

kerangka pendanaan.   

BAB V        RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Berisikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan capaian 

kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, yang dalam rencana 

program dan kegiatan tersebut mewakil aspirasi dan kepentingan 

masyarakat. 

BAB VI     KINERJA   PENYELENGGARAAN   PEMERINTAHAN   DAERAH 

Berisikan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang bertujuan sebagai panduan dalam pencapaian Kinerja Tahunan 

yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) ataupun 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. 

BAB VII      PENUTUP  
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BAB II       

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
 
2.1 Kondisi  Umum Daerah  

Kabupaten Malinau terletak antara 114¯35õ22õõ sampai dengan 116¯50õ55õõ 

Bujur Timur dan 1¯21õ36õõ sampai dengan 4¯10õ55õõ Lintang Utara. Kabupaten  

Malinau  menjadi  salah  satu  dari  lima  Kabupaten  yang  menjadi  bagian  dari 

Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 

Tanggal 16 November 2012.  Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara 

Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Malinau oleh Tim Penegasan Batas 

Daerah (TPBD) Kabupaten Malinau, maka luas wilayah Kabupaten Malinau 

mencapai 38.901,83 Km² yang merupakan daratan dengan topografi bervariasi 

berdasarkan bentuk relief sehingga menjadikan Malinau sebagai Kabupaten terluas 

di Provinsi Kalimantan Utara. 

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis 

Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah 

hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang- Undang 

Nomor 47 Tahun 1999 dan wilayahnya terletak di bagian Utara Provinsi  

Kalimantan  Utara. Wilayah administratif Kabupaten Malinau terdiri dari 15 

Kecamatan dan 2 Kecamatan Perwakilan yakni  Kecamatan Perwakilan Long Sule 

dan Kecamatan Perwakilan Malinau Utara Timur dengan 109 desa. Kabupaten 

Malinau juga secara langsung berbatasan dengan negara tetangga yakni 

Malaysia serta beberapa Kabupaten/Kota, tepatnya Negara Bagian Serawak di 

sebelah barat, Kabupaten Nunukan di sebelah utara, Kabupaten Tana Tidung, 

Berau, Kutai Timur dan Bulungan di sebelah timur, Kabupaten Mahakam Ulu 

dan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur di sebelah selatan. 

Dari lima belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, Kecamatan 

Kayan Hilir merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Malinau yang 

menyumbang 32,02% dari keseluruhan luas Wilayah Kabupaten Malinau yaitu 

mencapai 12.457,71 km². Sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan 

Malinau Kota, yaitu sebesar 111,56 Km² atau 0,29% dari keseluruhan luas 

wilayah Kabupaten Malinau. Sementara itu Kecamatan Sungai Boh merupakan 

Kecamatan terjauh di Kabupaten Malinau, dengan jarak 277,87 km dari ibu kota 

Kabupaten.  

Tabel II.1  
Luas Daerah menurut Kecamatan  
di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

Kecamatan Ibu Kota Kecamatan 
Jumlah 

Desa 

Jumlah 

RT* 
Luas (Km²) 

Persentase 

Terhadap 

Luas Kab 

(%) 

1 Sungai Boh Mahak Baru 6 15 3.032,88 7,20 

2 Kayan Selatan Long Ampung 5 13 2.107,75 3,53 

3 Kayan Hulu Long Nawang 5 20 996,29 5,07 

4 Kayan Hilir Data Dian 5 15 12.457,71 29,22 

5 Pujungan Long Pujungan 9 21 5.831,50 17,76 

6 Bahau Hulu Long Alango 6 13 3.082,64 7,88 

7 Sungai Tubu Long Pada 5 13 2.338,06 6,28 

8 Malinau Selatan Hulu Metut 8 27 1.878,66 6,02 

9 Malinau Selatan Long loreh 9 32 1.566,49 2,63 
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Kecamatan Ibu Kota Kecamatan 
Jumlah 

Desa 

Jumlah 

RT* 
Luas (Km²) 

Persentase 

Terhadap 

Luas Kab 

(%) 

10 Malinau Selatan Hilir Setarap 8 21 645,57 1,55 

11 Mentarang Pulau Sapi 6 34 668,75 1,75 

12 Mentarang Hulu Long Berang 10 13 2.416,90 6,15 

13 Malinau Utara Malinau Seberang 12 47 1.063,99 2,76 

14 Malinau Barat Tanjung Lapang 9 43 703,08 1,90 

15 Malinau Kota Malinau kota 6 54 111,56 0,29 

J u m l a h 109 381 38.901,83 100,00 

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 

Tabel II.2  
Tinggi wilayah dan jarak ke Ibu kota menurut Kecamatan 

di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

Kecamatan Tinggi Wilayah (mdpl) Jarak ke ibukota (km) 

1 Sungai Boh 780,75 277,87 

2 Kayan Selatan 862,18 274,26 

3 Kayan Hulu 897,32 273,25 

4 Kayan Hilir 914,73 238,69 

5 Pujungan 1.031,14 140,78 

6 Bahau Hulu 979,67 111,43 

7 Sungai Tubu 781,31 76,75 

8 Malinau Selatan Hulu 582,99 69,27 

9 Malinau Selatan 314,29 45,69 

10 Malinau Selatan Hilir 189,95 21,80 

11 Mentarang 359,27 12,20 

12 Mentarang Hulu 709,83 56,64 

13 Malinau Utara 224,70 4,94 

14 Malianu Barat 125,00 4,42 

15 Malinau Kota 56,96 - 

Malinau 587,34 - 

Sumber : Malinau dalam Angka, 2026 

2.1.1.1 Topografi 

Secara umum, topografi Kabupaten Malinau dapat dibedakan menjadi 

perbukitan dan dataran rendah. Kawasan perbukitan terdapat pada bagian barat 

dari wilayah utara yang merupakan jalur pegunungan dengan puncaknya yaitu 

Gunung Naga Feratu di Kecamatan Mentarang. Kawasan perbukitan juga 

terdapat di wilayah selatan Kabupaten Malinau dengan ketinggian 500-1.500 

meter di atas permukaan laut. Sementara itu dataran rendah terdapat pada 

sekitar daerah aliran sungai di bagian timur dari wilayah utara yaitu Kecamatan 

Malinau Kota, Malinau Barat, dan Malinau Selatan sepanjang Sungai Malinau, 

Sungai Simendurut, Sungai Sembuak, dan Sungai Salap. 

Melihat peta wilayah Kecamatan Kabupaten Malinau, Kecamatan yang  

tersempit dan teadat di Kabupaten Malinau, dengan luas hanya 111,56 km² 

adalah Kecamatan Malinau Kota. Kecamatan yang terluas di Kabupaten Malinau 

yakni Kecamatan Kayan Hilir dengan luas mencapai 12.457,71 km² dan berjarak 

238,69 km dari ibu kota Kabupaten, semantara Kecamatan Sungai Boh 

merupakan kecamatan yang terjauh dari ibu Kota Kabupaten dengan jarak 

277,87 km dan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kalimantan 

Timur. Disisi lain Kecamatan Pujungan merupakan kecamatan yang tertinggi 

dari permukaan laut dengan ketinggian mencapai 1031,14 mdpl. 
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2.1.1.2 Geologi 

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Malinau mencakup daerah yang 

sangat luas dan umumnya tersusun oleh batu-batuan sedimen yang kompak dan 

batu-batuan gunung api tua. Morfologi perbukitan bergelombang kasar dan 

morfologi terjal umumnya meliputi daerah-daerah perbukitan terjal serta 

tersusun oleh batuan sedimen berumur tua yang mengalami pengangkatan, 

pelipatan dan pesesaran. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Malinau 

terutama didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah 

tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta 

memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang 

berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur, 

Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan merupakan hasil 

pengendapan dan doposisi longsoran tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang 

memiliki horison spodik yang bersifat asam dengan kesuburan tanah yang 

rendah. Struktur Geologi suatu daerah gambaran secara regional sangat 

diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam menganalisanya 

karena di dalam pembentukan struktur geologi gaya yang bekerja lebih bersifat 

regional, dan merupakan satu kesatuan. Penyimpangan yang terjadi antara 

struktur geologi suatu daerah dengan struktur geologi regional lebih cenderung 

disebabkan akibat telah terjadinya reorientasi dari gaya utama yang bekerja. 

2.1.1.3 Hidrologi 

Potensi hidrologi di Kabupaten Malinau sangat besar terutama dengan 

adanya aliran sungai seperti Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Kayan, 

Sungai Bahau dan sungai-sungai besar lainnya beserta anak-anak sungainya. 

Aliran sungai besar ini sangat penting dalam menunjang kebutuhan air baku, 

transportasi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. 

Wilayah Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan kawasan hutan 

yang dapat menyerap air dalam jumlah sangat besar yang selanjutnya 

menghasilkan potensi air sangat besar melalui aliran sungai dan anak-anak 

sungai. Sungai Malinau berfungsi sebagai sumber air baku dan penyediaan air 

minum bagi penduduk di sepanjang wilayah sungai, serta transportasi air yang 

menghubungkan antardesa di kecamatan (transportasi lokal) dan antarwilayah 

(transportasi regional). 

Berdasarkan kondisi hidrologinya sungai ð sungai utama di Kabupaten 

Malinau terdiri dari: Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Mentarang, Sungai 

Bahau, Sungai Kayan  yang menyebar pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sesayap, 

DAS Kayan, DAS Mahakam, DAS Sembakung, dan DAS Berau.  Sekitar 37.84 % 

Wilayah Kabupaten Malinau merupakan dataran tinggi (> 900dpl) dan menjadi 

hulu beberapa sungai besar maupun kecil yang mengalir ke berbagai Kabupaten 

di Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten 

Bulungan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau 

dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sungai tepanjang di Kabupaten Malinau 

antara lain Sungai Bahau (622 Km), Sungai Kayan (576 Km), Sungai Pengenau 

(242 Km) dan Sungai Mentarang (176 Km). Kelebihan-kelebihan yang menonjol 

dari air bawah tanah terhadap permukaan, antara lain adalah bahwa air bawah 

tanah terdapat pada reservoir yang tersebar luas, tetapi tidak menyita tempat, 

tidak memerlukan jaringan penyaluran, cadangannya tidak berkurang karena 

penguapan, bebas dari bahaya banjir, bebas polusi bakteri, suhunya stabil, dan 
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aman dari pencemaran termasuk pencemaran radioaktif. Pemanfaatan air bawah 

tanah yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan akan menimbulkan 

berbagai akibat yang merusak, seperti penurunan muka pisometrik air tanah 

sehingga akan menyebabkan debit air berkurang. 

2.1.1.4 Klimatologi 

Dari pengamatan unsur iklim menurut bulan di stasiun Meteorologi 

Tanjung Harapan diperoleh Rata-rata suhu di wilayah Kabupaten Malinau dan 

sekitarnya berkisar 27 hingga 28 ¯c dengan suhu maksimum yang tercatat pada 

bulan Juli 2025 sebesar 28,1¯c. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 79 

hingga 86 persen. Kecepatan angin paling kencang tercatat pada bulan Juli 2023 

yakni mencapai 36 knot. 

Curah hujan di Kabupaten Malinau cukup tinggi, dengan curah hujan 

tertinggi tercatat pada bulan Januari 2025 yang mencapai 420,4 mm dan 

terendah tercatat pada bulan Agustus sebesar 159,5 mm. Sepanjang tahun 2025, 

jumlah hari hujan di Kabupaten Malinau cukup bervariasi, paling sedikit dalam 

satu bulan terjadi 16 hari hujan dan terbanyak mencapai 25 hari hujan dengan 

total hari hujan dalam setahun 267 hari. 

Tabel II.3  

Pengamatan Unsur Iklim menurut Bulan di Stasiun BMKG  
Tanjung Harapan Tahun 2025 

Bulan 

Suhu Udara 

(¯c) Rata-

rata 

Kelembapan 

(%)  
Rata-rata 

Kecepatan 

angin 

(Knot) 

Maksimum 

Jumlah 

Curah Hujan 
(mm/bulan) 

Jumlah 

Hari 

Hujan 

(hari) 

Rata-Rata 

Harian 

Penyinaran 
Matahari 

(jam) 

Januari 27 86,3 14 420,4 25 47,2 

Februari 27 85.0 12 287,8 25 44,1 

Maret 27,1 83,8 23 229 25 49,6 

April 27,6 82,1 40 248,6 19 52,5 

Mei 28 81,0 18 172,4 20 64,4 

Juni 27,5 83,4 16 345,1 22 55,6 

Juli 28,1 79,4 36 267,8 16 77 

Agustus 27,3 81,1 16 159,5 22 49,9 

September 27,7 81,3 20 210,6 23 47,2 

Oktober 27,6 82,3 12 238,7 22 51,3 

November 27,9 81,1 24 319,4 24 46,6 

Desember 27,3 83,0 14 248,6 24 42,0 

Sumber : BMKG Klas III Tanjung Harapan-Bulungan, 2026 

2.1.1.5 Potensi Sumber Daya Alam 

Kabupaten Malinau memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah 

dan menjadi salah satu aset strategis dalam mendukung pembangunan daerah. 

Wilayah ini dianugerahi hutan tropis yang masih terjaga dengan baik, aliran 

sungai yang deras dan jernih, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Potensi 

sumber daya alam tersebut mencakup hasil hutan seperti kayu, rotan, dan 

berbagai jenis tanaman obat, serta hasil pertanian seperti kelapa sawit, karet, 

dan buah-buahan tropis. Selain itu, potensi mineral dan tambang seperti emas, 

timah, dan batu bara juga ditemukan di beberapa wilayah, yang apabila dikelola 

secara berkelanjutan dapat menjadi penggerak ekonomi yang signifikan bagi 

masyarakat. 

Salah satu sektor unggulan yang menonjol dari kekayaan alam Kabupaten 

Malinau adalah perikanan budidaya, khususnya untuk komoditas ikan patin dan 
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ikan nila. Sungai Sesayap dan Sungai Kayan yang mengalir membelah wilayah 

Malinau merupakan salah satu pusat budidaya ikan patin dengan kualitas 

unggul. Ikan patin hasil budidaya di sungai ini dikenal memiliki bobot besar, 

rata-rata mencapai 9ð15 kg per ekor, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kondisi 

lingkungan yang masih alami, kualitas air yang baik, serta pengetahuan lokal 

masyarakat dalam memelihara ikan menjadi keunggulan tersendiri yang 

mendukung keberhasilan budidaya patin di daerah ini. Tidak hanya patin, ikan 

nila juga menunjukkan perkembangan yang sangat positif sebagai salah satu 

komoditas air tawar yang diminati pasar. Budidaya ikan nila dilakukan di kolam-

kolam buatan maupun aliran sungai di berbagai kecamatan, dengan sistem 

pemeliharaan yang mulai mengadopsi pendekatan teknologi dan manajemen 

modern. Berdasarkan data Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai 

dengan triwulan IV Tahun 2025 yang di sampaikan Dinas Perikanan, total 

produksi ikan budidaya di Kabupaten Malinau tercatat sebesar 323.230 kg. 

Jumlah ini mencerminkan kontribusi sektor perikanan terhadap ketahanan 

pangan daerah dan menunjukkan adanya potensi besar untuk terus 

dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan. 

Kondisi geografis Malinau yang didominasi oleh bentang alam perairan dan 

hutan tropis menciptakan ekosistem yang sangat mendukung pengembangan 

perikanan budidaya. Di samping itu, infrastruktur lokal seperti irigasi, tambak 

rakyat, serta akses jalan dan transportasi perdesaan yang terus ditingkatkan 

turut memperkuat mata rantai produksi perikanan. Tradisi masyarakat yang 

telah lama bergelut di sektor ini menjadi modal sosial yang penting dalam 

menjaga kontinuitas produksi dan memastikan transfer pengetahuan lokal antar 

generasi. 

Dengan mengedepankan pendekatan berbasis komunitas serta dukungan 

teknologi tepat guna, potensi sumber daya alam di Malinau dapat dikembangkan 

secara optimal. Penguatan rantai pasok dan peningkatan akses pasar menjadi 

langkah strategis dalam menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Jika dikelola 

dengan perencanaan yang baik dan prinsip keberlanjutan, sektor perikanan 

budidaya di Malinau bukan hanya mampu meningkatkan pendapatan 

masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif 

dan memperkuat posisi Malinau untuk daya saing daerah di Kalimantan Utara. 

2.1.1.6 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 

Kondisi pelanggan listrik di Kabupaten Malinau pada periode 2021ð2025 

menggambarkan percepatan akses layanan listrik dan peningkatan daya 

tampung sistem kelistrikan. Jumlah pelanggan PLN terus bertumbuh dari 18.039 

pelanggan pada 2021 menjadi 28.103 pelanggan pada 2025, dengan 

penambahan paling signifikan terjadi pada 2024ð2025, sehingga cakupan listrik 

semakin merata ke rumah tangga, usaha mikro, dan fasilitas publik di wilayah 

perkotaan maupun pedesaan. Secara paralel, produksi listrik dan penjualan 

energi juga meningkat dari tahun ke tahun. Produksi listrik melonjak dari sekitar 

60,0 juta kWh pada 2021 menjadi 97,3 juta kWh pada 2025, sementara listrik 

terjual meningkat dari 53,8 juta kWh menjadi 93,5 juta kWh dalam periode yang 

sama. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pelanggan tidak hanya 

bersifat kuantitatif, tetapi juga diikuti oleh peningkatan beban konsumsi per 

pelanggan dan peningkatan pemanfaatan listrik untuk kebutuhan sehari-hari 

dan aktivitas ekonomi. 
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Secara keseluruhan, kedua sisi data (jumlah pelanggan dan volume 

produksi/penjualan listrik) menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dan 

daya saing ekonomi Kabupaten Malinau meningkat seiring dengan perluasan 

akses listrik dan peningkatan kapasitas sistem kelistrikan, namun tetap perlu 

dijaga dan ditingkatkan lagi kapasitas pembangkit, jaringan, dan manajemen 

kehilangan listrik agar layanan tetap handal di masa mendatang. 

Tabel II.4  

Daya Terpasang, Produksi Listrik, Distribusi Listrik PT.PLN (Persero) 
pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Malinau 2021 ð 2025 

Tahun 
Daya Teasang 

(KW) 

Produksi 

Listrik (KWh) 

Listrik Terjual 

(KWh) 

Dipakai 

Sendiri 
(KWh) 

Susut/Hilang 

(KWh) 

2021 29.754.520 60.031.040 53.791.250 4.788 1.878.630 

2022 16.000.000 78.206.630 75.477.200 482.610 23.615.940 

2023 62.432.350 84.870.323 81.649.930 514.063 2.706.329 

2024 48.150.650 94.906.577 90.845.359 596.370 4.061.218 

2025 48.680.450 97.297.491 93.470.991 642.503 3.826.500 

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 

Grafik II.1 
Jumlah Pelanggan Listrik PT.PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di 

Kabupaten Malinau 2021-2025 

 
Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 

Selain itu, ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat 

yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Penyediaan air 

bersih sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber air baku, pemeliharaan dan 

pembangunan jaringan distribusi air sampai ke desa dan kecamatan. Pada tahun 

2022, pelanggan air PDAM mencapai 14.525, sedangkan pada tahun 2025 ini 

jumlah pelanggan air meningkat sebesar 9,1 persen menjadi 15.990 pelanggan. 

Peningkatan jumlah pelanggan tentu akan berdampak pada kenaikan produksi 

dan nilainya. Pada tahun 2025  jumlah air disalurkan meningkat menjadi 5,7 
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juta m3 dari sebelumnya 5,2 juta m3 dengan peningkatan nilai mencapai 8,77 

persen dari 21,3 miliar menjadi 27,4 miliar. 

Grafik II.2 
Jumlah Pelanggan Air menurut Kecamatan 

di Kabupaten Malinau Tahun 2022-2025 

 
Sumber : Perumda Air Minum Apaõ Mening, 2026 

Selain pelayanan air bersih oleh PDAM Malinau, Kabupaten Malinau juga 

memiliki 72 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tersebar di 

beberapa desa dan seluruhnya dalam kondisi berfungsi. Kapasitas air baku yang 

digunakan mencapai 217,31 liter per detik (lpd). Sementara itu, kapasitas 

terpasang dan kapasitas produksi masing-masing sebesar 217 lpd, dengan 

kapasitas distribusi sebesar 105 lpd dan air terjual sebesar 71 lpd. 

Data tersebut menunjukkan masih terdapat kapasitas yang belum 

dimanfaatkan secara optimal (idle capacity). Idle capacity pada kapasitas 

produksi tercatat sebesar 112,40 lpd atau sekitar 51,72% dari kapasitas yang 

tersedia. Sedangkan idle capacity teasang tercatat 0,00 lpd. Tingkat kehilangan 

air di Kabupaten Malinau mencapai 34,21 lpd atau sebesar 32,61%, yang 

menunjukkan masih cukup tingginya kehilangan air dalam proses distribusi. 

Selain itu, jumlah sambungan rumah (SR) pemilik aset tercatat sebanyak 3.721 

SR, dengan jumlah SR wilayah administrasi yang sama yaitu 3.721 SR. 

2.1.1.7 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 

Wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Malinau, memiliki potensi adanya 

bencana alam yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-

upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana 

seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan 

pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko 

bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar 

dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana. 

Secara umum, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Malinau mengalami 

penurunan dari 155,85 pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 144,18 pada 2023, 

126,17 pada 2024, dan 127,51 pada 2025, yang menunjukkan bahwa tingkat 
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kerentanan dan dampak bencana secara bertahap berkurang seiring perbaikan 

mitigasi dan tata kelola wilayah. Sementara itu, Indeks Ketahanan Daerah 

meningkat dari 0,20 pada 2021 dan 2022 menjadi 0,34 pada 2023 dan 0,48 pada 

2024, meskipun sedikit turun menjadi 0,39 pada 2025, menggambarkan bahwa 

kapasitas daerah dalam menghadapi, menanggulangi, dan memulihkan dari 

bencana terus membaik, namun masih berada pada level yang relatif rendah 

sehingga perlu penguatan berkelanjutan di bidang kelembagaan, infrastruktur, 

dan kesiapsiagaan masyarakat. 

Tabel II.5  

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 
Indikator 2021 2022 2023 2024 2025 

Indeks Risiko Bencana 155,85 155,85 144,18 126,17 127,51 

Indeks Ketahanan Daerah 0,20 0,20 0,34 0,48 0,39 

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2021-2025. 

Apabila melihat indeks risiko per ancaman bencana di Kabupaten Malinau 

seperti pada tabel di bawah, terlihat untuk resiko gempa bumi pada tahun 2025 

mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dari angka 

7,30 turun menjadi 1,33 dengan kategori rendah. Untuk resiko bencana 

kebakaran hutan dan lahan berada pada skor 24,35 di tahun 2024 dan menurun 

menjadi 21,01 pada tahun 2025 namun tetap masih pada kategori tinggi.  

Pada risiko bencana lainnya, ancaman tanah longsor dengan skor 16,23 

pada tahun 2024 meningkat menjadi 22,01 yang masih berada pada kategori 

tinggi. Ancaman bencana tsunami di angka 2,71 pada tahun 2024 namun data 

tidak tersedia pada tahun 2025 sehingga dengan angka terakhir di tahun 2024 

berada pada kategori rendah. Sedangkan ancaman kekeringan mengalami 

penurunan dari 24,35 di tahun 2024 menjadi 22,01 dengan kategori tinggi di 

tahun tinggi. Adapun risiko cuaca ekstrim kembali mengalami peningkatan dari 

9,20 di tahun 2024 menjadi 14,67 pada tahun 2025 dengan kategori tinggi. 

Tabel II.6  
Kelas Risiko Bencana Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 

Indeks Risiko 

Bencana 

Skor 155,85 155,85 144,18 126,17 127,51 

Kelas Risiko Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Sedang 

Banjir 
Skor N/A N/A N/A N/A 14,67 

Kelas Risiko N/A N/A N/A N/A Tinggi 

Banjir Bandang 
Skor N/A N/A N/A N/A 7,34 

Kelas Risiko N/A N/A N/A N/A Sedang 

Gempa Bumi 
Skor 10,80 10,80 10,15 7,30 1,33 

Kelas Risiko Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah 

Kebakaran 

Hutan  

dan Lahan 

Skor 36,00 36,00 33,85 24,35 21,01 

Kelas Risiko Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

Tanah Longsor 
Skor 24,00 24,00 22,56 16,23 22,01 

Kelas Risiko Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

Tsunami 
Skor 4,00 4,00 3,76 2,71 N/A 

Kelas Risiko Rendah Rendah Rendah Rendah N/A 

Kekeringan 
Skor 36,00 36,00 33,85 24,35 22,01 

Kelas Risiko Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

Cuaca Ekstrim 
Skor 13,60 13,60 12,79 9,20 14,67 

Kelas Risiko Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2021-2025 
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2.1.1.8 Demografi 

Berdasarkan data BPS tahun 2026, Kabupaten Malinau pada tahun 2024ð

2025 memiliki total penduduk sebanyak 88.931 ribu jiwa dengan laju 

pertumbuhan 1,54% per tahun dan kepadatan rata-rata 2,29 jiwa/km², yang 

masih tergolong rendah mengingat luas wilayah yang sangat besar; distribusi 

penduduk sangat tidak merata, dengan kecamatan Malinau Kota menjadi pusat 

konsentrasi utama (31,19% dari total penduduk dan kepadatan 248,66 

jiwa/km²), sementara kecamatanȤkecamatan perdesaan dan hulu sungai seperti 

Kayan Hilir, Sungai Tubu, Pujungan, dan Bahau Hulu memiliki kepadatan di 

bawah 1 jiwa/km²; secara struktur gender, rasio jenis kelamin Kabupaten 

Malinau adalah 111,24, dengan beberapa kecamatan seperti Kayan Hilir 

(130,00), Bahau Hulu (120,42), dan Sungai Boh (117,06) menunjukkan dominasi 

lakiȤlaki yang lebih tinggi, sehingga secara keseluruhan kondisi demografi 

menunjukkan pola polarisasi kuat antara kawasan perkotaan dan pusat 

pertumbuhan dengan kawasan perdesaan yang sangat jarang penduduknya, 

sehingga menuntut penguatan kebijakan pemerataan pembangunan, akses 

jaringan jalan, dan pelayanan dasar di wilayah-wilayah berkepadatan rendah. 

Tabel II.7  
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase  

Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk  
menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

No Kecamatan 
Penduduk 

(Ribu) 

Laju 

Pertumbuhan 
Penduduk per 

2024-2025(%) 

Persentase 
Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk per 

km2 

Rasio Jenis 

Kelamin 

Penduduk 

1 Sungai Boh 2.557 0,71 2,88 0,84 117,06 

2 
Kayan 

Selatan 
2.014 0,95 2,26 0,96 107,84 

3 Kayan Hulu 2.494 -0,32 2,80 2,50 109,05 

4 Kayan Hilir 1.587 -0,81 1,78 0,13 130,00 

5 Pujungan 2.013 0,65 2,26 0,35 113,92 

6 Bahau Hulu 1.457 0,83 1,64 0,47 120,42 

7 Sungai Tubu 1.055 4,98 1,19 0,45 115,31 

8 
Malinau 

Selatan Hulu 
2.886 2,23 3,25 1,54 113,46 

9 
Malinau 

Selatan 
5.626 0,30 6,33 3,59 115,80 

10 
Malianu 
Selatan Hilir 

3.169 2,03 3,56 4,91 112,54 

11 Mentarang 5.888 1,62 6,62 8,80 109,31 

12 
Mentarang 

Hulu 
1.926 0,68 2,17 0,80 108,22 

13 
Malinau 

Utara 
16.370 1,89 18,41 15,39 113,93 

14 
Malinau 

Barat 
12.148 1,57 13,66 17,28 110,50 

15 
Malinau 

Kota 
27.741 1,90 31,19 248,66 107,55 

Malinau 88.931 1,54 100,0 2,29 111,24 

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 

Tabel II.8  
Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin 

di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

Kelompok Umur 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

0 ð 4 4.000 3.840 7.840 

5 ð 9 3.550 3.310 6.860 
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Kelompok Umur 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

10 ð 14 3.460 3.280 6.740 

15 ð 19 3.990 3.660 7.650 

20 ð 24 4.040 3.870 7.910 

25 ð 29 4.080 3.580 7.660 

30 ð 34 4.070 3.530 7.600 

35 ð 39 3.970 3.380 7.350 

40 ð 44 3.460 3.010 6.470 

45 ð 49 3.210 2.640 5.850 

50 ð 54 2.750 2.120 4.870 

55 ð 59 1.960 1.600 3.560 

60 ð 64 1.530 1.210 2.740 

65 ð 69 950 840 1.790 

70-74 660 590 1.250 

75+ 690 670 1.360 

Malinau 46.370 41.130 87.500 

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

(1) Pertumbuhan PDRB 

Perekonomian di Kabupaten Malinau mengalami perlambatan pertumbuhan 

ekonomi dalam dua tahun terakhir dimana pada tahun 2023 terjadi 

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,22 persen yang melambat dibanding tahun 

sebelumnya sebesar 5,00 persen (2022) serta pada tahun 2024 melambat 

kembali hingga mencapai 3,55 persen dan 3,56 persen di tahun 2025. Kondisi 

ini dipicu adanya perlambatan yang cukup signifikan pada sektor lapangan 

usaha pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi dominan pada 

perekonomian Malinau dengan pertumbuhan ekonomi melambat hingga 0,45 

persen. 

Meskipun demikian, beberapa sektor dominan memiliki pertumbuhan 

ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau seperti 

kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,80 persen; konstruksi 

sebesar 12,05 persen, maupun administrasi pemerintahan, pertahanan dan 

kaminan sosial wajib sebesar 4,94 persen. 

Tabel II.9  

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 
di Kabupaten Malinau tahun 2021-2025 (Rp. Miliar) 

Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

A 
Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 
1.414,92 1.503,91 1.590,48 1.685,29 1.764,98 

B 
Pertambangan dan 
Penggalian 

6.552,31 11.049,94 11.389,02 10.141,53 9.981,76 

C Industri Pengolahan 314,26 339,22 360,77 376,98 399,06 

D 
Pengadaan Listrik dan 

Gas 
4,62 5,21 6,28 6,59 6,81 

E 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

9,66 10,4 10,83 11,94 12,53 

F Konstruksi 2.009,58 2.121,01 2.203,90 2.485,04 3.149,91 

G 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

572,84 652,5 716,15 799,01 856,49 

H 
Transportasi dan 

Pergudangan 
367,81 422,15 464,78 501,78 524,12 
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Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

I 
Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 
246,32 292,44 321,3 370,18 415,85 

J Informasi dan Komunikasi 47,74 54,67 58,73 65,74 69,45 

K 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

29,12 34,54 42,13 47,25 49,91 

L Real Estat 29,46 32,39 34,11 36,13 38,55 

M,N Jasa Perusahaan 19,28 21,61 23,44 24,5 25,46 

O 

Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

760,48 840,86 899,62 949,53 948,21 

P Jasa Pendidikan 285,73 322,26 345,44 359,52 360,29 

Q 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

184,01 193,28 203,54 212,63 223,42 

R,S,T,U Jasa lainnya 10,62 12,13 13,47 14,57 15,68 

PDRB 12.858,77 17.908,54 18.683,96 18.088,22 18.842,47 

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 

Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara. 

Tabel II.10  

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan 
Usaha di Kabupaten Malinau tahun 2021-2025 (Rp. Milyar) 
LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023 2024* 2025** 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
862,3 877,47 896,23 930,25  949,48  

B Pertambangan dan Penggalian 4.344,09 4.616,41 4.835,66 4.857,44 4.818,52 

C Industri Pengolahan 192,91 198,87 202,21 203,79 210,37 

D Pengadaan Listrik dan Gas 3,34 3,63 4,19 4,38 4,49 

E 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

6,51 6,82 7,03 7,52 7,82 

F Konstruksi 1.162,63 1.168 1.206,61 1.352,00 1.641,59 

G 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

325,63 354,98 374,97 410,87 429,47 

H Transportasi dan Pergudangan 246,97 268,14 278,57 294,45 308,66 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
137,96 152,67 163,03 182,48 198,48 

J Informasi dan Komunikasi 34,62 37,39 38,87 42,26 43,74 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 16,18 18,11 21,74 24,13 25,11 

L Real Estat 17,17 18,09 18,63 19,43 20,22 

M,N Jasa Perusahaan 11,14 11,86 12,41 12,65 12,68 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

528,43 551,75 574,88 603,26 601,28 

P Jasa Pendidikan 160,42 171,28 178,4 182,25 179,87 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
103,31 105,38 108,31 110,71 114,48 

R,S,T,U Jasa lainnya 5,68 6,21 6,67 7,09 7,46 

PDRB 8.159,29 8.567,06 8.928,41 9.244,98 9.573,71 

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 

Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara. 

Tabel II.11  

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 
Menurut lapangan Usaha Kabupaten Malinau 2021-2025 (%) 

Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

A 
Pertanian, 
Kehutanan, 

dan Perikanan 

11,00 8,40 8,51 9,32 9,37 

B 
Pertambangan 
dan Penggalian 

50,96 61,70 60,96 56,07 52,97 

C 
Industri 

Pengolahan 
2,44 1,89 1,93 2,08 2,12 

D 
Pengadaan 

Listrik dan Gas 
0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 
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Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

E 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, 

Limbah dan 
Daur Ulang 

0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 

F Konstruksi 15,63 11,84 11,80 13,74 16,72 

G 

Perdagangan 

Besar dan 

Eceran; 

Reparasi Mobil 
dan Sepeda 

Motor 

4,45 3,64 3,83 4,42 4,55 

H 
Transportasi 
dan 

Pergudangan 

2,86 2,36 2,49 2,77 2,78 

I 
Penyediaan 
Akomodasi dan 

Makan Minum 

1,92 1,63 1,72 2,05 2,21 

J 
Informasi dan 

Komunikasi 
0,37 0,31 0,31 0,36 0,37 

K 
Jasa Keuangan 

dan Asuransi 
0,23 0,19 0,23 0,26 0,26 

L Real Estat 0,23 0,18 0,18 0,20 0,20 

M,N 
Jasa 
Perusahaan 

0,15 0,12 0,13 0,14 0,14 

O 

Administrasi 

Pemerintahan, 
Pertahanan 

dan Jaminan 

Sosial Wajib 

5,91 4,70 4,81 5,25 5,03 

P 
Jasa 

Pendidikan 
2,22 1,80 1,85 1,99 1,91 

Q 

Jasa 

Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

1,43 1,08 1,09 1,18 1,19 

R,S,T,U Jasa lainnya 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 

Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara. 

Tabel II.12  

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut 
Lapangan Usaha di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 (%) 

Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

A 
Pertanian, 
Kehutanan, dan 

Perikanan 

2,70 1,76 2,14 3,80 2,07 

B 
Pertambangan 
dan Penggalian 

6,63 6,27 4,75 0,45 -0,80 

C 
Industri 

Pengolahan 
2,29 3,09 1,68 0,78 3,23 

D 
Pengadaan 

Listrik dan Gas 
3,55 8,82 15,44 4,52 2,42 

E 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

2,60 4,69 3,10 7,07 3,92 

F Konstruksi -0,24 0,46 3,31 12,05 21,42 

G 

Perdagangan 

Besar dan 

Eceran; Reparasi 

Mobil dan 
Sepeda Motor 

6,68 9,01 5,63 9,57 4,53 

H 
Transportasi dan 
Pergudangan 

2,06 8,57 3,89 5,70 4,83 
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Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

I 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

3,94 10,66 6,78 11,93 8,77 

J 
Informasi dan 

Komunikasi 
8,87 8,01 3,95 8,72 3,49 

K 
Jasa Keuangan 

dan Asuransi 
12,20 11,91 20,05 10,97 4,06 

L Real Estat 2,32 5,34 3,00 4,30 4,04 

M,N Jasa Perusahaan 2,55 6,47 4,64 2,00 0,21 

O 

Administrasi 

Pemerintahan, 
Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

0,99 4,41 4,19 4,94 -0,33 

P Jasa Pendidikan 5,31 6,77 4,16 2,16 -1,31 

Q 

Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan 

Sosial 

7,92 2,00 2,78 2,21 3,40 

R,S,T,U Jasa lainnya 7,15 9,37 7,36 6,38 5,22 

PDRB 4,50 5,00 4,22 3,55 3,56 

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 

Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara. 

Grafik II.3 

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau 
Tahun 2021-2025 

 
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau pada tahun 2025 sebesar 3,56% 

menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih tumbuh positif, meskipun 

lajunya lebih rendah dibandingkan tahunȤtahun sebelumnya (4,22% pada 2023 

dan 3,55% pada 2024). Secara historis, Malinau sempat mencatat performa 

cukup tinggi pada 2021 (4,5%) dan 2022 (5,0%), namun sejak 2023ð2025 terjadi 

penurunan bertahap, yang menggambarkan bahwa momentum ekspansi 

ekonomi melambat dan ekonomi bergerak pada tingkat pertumbuhan moderat. 

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara, yang tumbuh di kisaran 

4,56ð5,31% pada periode 2021ð2025, dan capaian nasional sekitar 3,7ð5,31%. 
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Grafik II.4 
Perbandingan Capaian Kinerja Makro Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025 

 
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 

Malinau tetap berada dalam lingkup pertumbuhan ekonomi yang sejalan 

dengan tren provinsi dan nasional, namun tidak menjadi pendorong utama 

pertumbuhan di Kaltara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa basis ekonomi 

Malinau masih relatif terbatas pada sektor primer (perkebunan, kehutanan, dan 

pertambangan cadangan), dengan kapasitas diversifikasi sektor pertanian, 

industri dan jasa yang belum terlalu besar untuk mendorong percepatan 

pertumbuhan yang lebih tinggi. 

(2) Inflasi 

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi 

yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (Inflasi/Deflasi) di 

tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu 

ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi 

oleh rumah tangga.  

Di Indonesia, tingkat  inflasi diukur dari persentase perubahan Indeks 

Harga Konsumen (IHK) dan  diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja 

pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi di Kabupaten Malinau merujuk  

kepada  perkembangan IHK Kota  Tanjung Selor (Bulungan), yang pada tahun 

2025  mengalami fluktuasi namun secara umum  masih berada  dalam kisaran   

terkendali, termasuk salah satu contohnya pada bulan Agustus 2025  di mana 

Kota Tanjung Selor mencatat inflasi yearȤonȤyear (y-on-y) sebesar 2,93% dengan 

Indeks Harga Konsumen sebesar 107,99 menunjukkan  adanya tekanan  

kenaikan  harga cukup nyata selama tahun itu, terutama pada komoditas 

pangan dan transportasi yang    menjadi penyumbang utama inflasi. 

Berikut  grafik perkembangan Inflasi Malinau merujuk inflasi Kota Tanjung 

Selor dan perbandingan capaian kinerja makro inflasi Kabupaten Malinau, 

Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional 5 tahun terakhir sebagai berikut : 
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Grafik II.5 
Perkembangan Inflasi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

(Inflasi Tanjung Selor) 

 
Sumber : BPS Kaltara, 2026 

 

Grafik II.6 

Perbandingan Capaian Kinerja Makro Inflasi 
Kabupaten Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025 

 
Sumber : BPS Kaltara dan BPS RI, 2026 

 

Inflasi Malinau merujuk kepada angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) 

yang dikeluarkan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Malinau 

bersama BPS Kabupaten Malinau, dengan data terbaru menunjukkan bahwa 

pada periode 2024ð2025 terjadi fluktuasi IPH yang relatif terkendali di kisaran 

sekitar 2,5ð3 persen, yang masih sejalan dengan tren inflasi Provinsi Kalimantan 

Utara yang sekitar 2,93% pada akhir 2025.  

2021 2022 2023 2024 2025

PUSAT 1,87 5,51 2,61 1,57 2,92

KALIMANTAN UTARA 2,73 4,74 2,44 1,29 2,59

MALINAU 2,33 7,98 2,38 0,4 2,93
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Angka tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan utama, 

terutama Cabai Rawit, Cabai Merah, dan Bawang Merah, yang kembali menjadi 

kelompok komoditas penyumbang inflasi utama di Malinau, menunjukkan 

bahwa harga sayuran dan rempah tetap menjadi faktor utama tekanan kenaikan 

harga di tingkat konsumen.  

(3) Indeks Gini 

 Penilaian  kinerja ekonomi daerah  tidak  hanya  dilihat  dari  sejauh  mana 

tingkat pertumbuhan ekonomi  dan pendapatan perkapita  penduduk,  akan  

tetapi  pemerataan  distribusi  pendapatan  daerah  harus menjadi  acuan  utama 

dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nilai indeks 

gini berkisar antara 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan 

indeks gini dibagi menjadi 3 kelompok/kategori, yaitu : 

1) Indeks gini lebih dari 0,5 termasuk kedalam kategori òketimpangan tinggió; 

2) Indeks gini antara 0,30-0,49 termasuk kategori òketimpangan sedangó; dan 

3) Indeks gini kurang dari 0,30 termasuk dalam kategori òketimpangan rendahó. 

Indeks Gini Kabupaten Malinau tahun 2024 dan tahun 2025 mencatat 

penurunan ketimpangan menjadi 0,283 di tahun 2024 dan 0, 249 di tahun 2025, 

setelah sebelumnya mengalami lonjakan menjadi 0,285 pada tahun 2023. 

Meskipun terjadi peningkatan ketimpangan pada tahun 2023, indeks gini 

tersebut masih berada dalam kategori ketimpangan rendah. Peningkatan 

ketimpangan di tahun 2023 dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa 

komoditas barang yang memicu inflasi, sehingga pengeluaran masyarakat secara 

umum meningkat, terutama di kalangan kelompok dengan penghasilan rendah 

yang lebih rentan terhadap perubahan harga. Namun, pada tahun 2024 dan 

tahun 2025, ketimpangan mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan 

peningkatan kualitas perlindungan sosial masyarakat serta upaya stabilisasi 

harga kebutuhan pokok dan upaya pemerintah dalam mengendalikan harga, 

yang berdampak positif terhadap kesenjangan distribusi pengeluaran 

masyarakat di Kabupaten Malinau.  

Selain itu, terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, 

meskipun terdapat peningkatan kemiskinan pada rumah tangga di Kabupaten 

Malinau. Pada tahun 2025, penurunan ketimpangan di Kabupaten Malinau 

berlanjut dengan Indeks Gini sebesar 0,249, menunjukkan bahwa kesenjangan 

pendapatan dan pengeluaran antar kelompok penduduk semakin menyusut ke 

arah kategori ketimpangan sangat rendah. Penurunan ini menggambarkan 

bahwa kebijakan perlindungan sosial, penguatan program bantuan sosial, dan 

peningkatan upaya pemerataan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, 

dan jaring pengaman ekonomi) mulai berdampak nyata terhadap pemerataan 

kesejahteraan.  

Meskipun demikian, tantangan dalam penurunan angka kemiskinan rumah 

tangga masih perlu diperhatikan, sehingga penurunan ketimpangan yang terjadi 

pada 2024ð2025 perlu diikuti langkahȤlangkah konkret untuk mengurangi beban 

pengeluaran dasar kelompok rentan, memperkuat lapangan kerja, serta 

memastikan distribusi manfaat pembangunan mencapai seluruh lapisan 

masyarakat di Kabupaten Malinau. 

Berikut grafik perkembangan Indeks gini Kabupaten Malinau dan 

perbandingan capaian kinerja makro Indeks gini Kabupaten Malinau, Provinsi 

Kalimantan Utara dan Nasional 5 tahun terakhir sebagai berikut : 
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Grafik II.7 
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Malinau 

Tahun 2021-2025 

 
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 

 

Grafik II. 8 

Perbandingan Capaian Kinerja Makro 
Indeks Gini Kabupaten Malinau, Provinsi dan Nasional 

Tahun 2021-2025 

 
    Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-18 

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial  

(1) Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terbentuk dari tiga indikator : (1) 

Kesehatan : Umur Harapan Hidup (UHH), (2) Pendidikan : Harapan Lama Sekolah 

(HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), (3) Daya Beli : Pengeluaran per Kapita 

yang disesuaikan.  

Peningkatan IPM Kabupaten Malinau tahun 2025 terjadi pada semua 

dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar 

hidup layak, dengan skor IPM 2025 mencapai 75,21, naik dibanding 74,72 pada 

2024. Angka ini menempatkan Malinau pada posisi kedua tertinggi di Provinsi 

Kalimantan Utara setelah Kota Tarakan. Pada dimensi umur panjang dan hidup 

sehat, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan hidup sekitar 73,33 

tahun, meningkat 0,06 tahun dibanding periode sebelumnya. Data umur 

harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 

(SP2020ȤLF) yang diperbarui dan diproyeksikan dengan data vital dan kesehatan 

terbaru. 

Di dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 

tahun meningkat dari 13,35 tahun pada 2024 menjadi 13,58 tahun pada 2025, 

menunjukkan generasi baru di Malinau memiliki peluang yang lebih besar untuk 

menyelesaikan pendidikan setara perguruan tinggi. Sementara itu, RataȤRata 

Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 9,63 tahun 

menjadi 9,64 tahun, menggambarkan perbaikan bertahap dalam tingkat 

pendidikan penduduk dewasa. Dimensi standar hidup layak yang diukur 

berdasarkan rataȤrata pengeluaran riil per kapita per tahun menunjukkan 

peningkatan menjadi sekitar 11,44 juta pada 2025, naik sekitar 250 ribu (2,3%) 

dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan pengeluaran riil ini mencerminkan 

peningkatan daya beli dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, termasuk biaya pendidikan jangka panjang, serta mendukung 

peningkatan IPM secara menyeluruh di Kabupaten Malinau. Data pengeluaran 

riil per kapita per tahun bersumber dari Susenas Maret yang dikelola dan 

diperbarui oleh BPS Kabupaten Malinau. 

Tabel II.13  

Indikator Pembentuk Manusia Kabupaten Malinau 

Menurut Indikator Pembentuk Tahun 2021-2025 

No Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Indeks Kesehatan Angka 81,88 81,89 81,92 81,95 82,05 

1.a Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 73,22 73,23 73,25 73,27 73,33 

2 Indeks Pendidikan Angka 68,31 68,39 68,49 69,18 68,86 

2.a 
Harapan Lama Sekolah 

(HLS) 
Tahun 13,31 13,33 13,34 13,35 13,58 

2.b 
Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS) 
Tahun 9,40 9,41 9,43 9,63 9,64 

3 Pengeluaran per kapita Rp.000 9.928 10.304 10.708 11.190 11.436 

4 
Indeks Pembangunan 

Manusia 
Angka 73,12 73,55 74,00 74,72 75,21 

Sumber: BPS Kabupaten Malinau 2026 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malinau menunjukkan tren 

positif dengan peningkatan yang konsisten selama periode 2021ð2025. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Malinau, IPM Kabupaten Malinau 

pada tahun 2021 tercatat sebesar 73,12 dan terus meningkat menjadi 74,00 

pada 2023, 74,72 pada 2024, dan mencapai 75,21 pada 2025. Kenaikan selama 

kurun 5 tahun ini mencerminkan rataȤrata pertumbuhan IPM sekitar 0,71 persen 

per tahun, yang menunjukkan percepatan pembangunan manusia di Malinau. 

Secara khusus, pada tahun 2024 IPM meningkat 0,72 poin atau 0,97 persen 

dibandingkan tahun 2023, sedangkan pada 2025 naik lagi menjadi 75,21, atau 

naik sekitar 0,49 poin (0,66 persen) dibanding tahun sebelumnya. Dengan 

capaian tersebut, Kabupaten Malinau mempertahankan posisi IPM tertinggi 

kedua di Provinsi Kalimantan Utara setelah Kota Tarakan, dan masuk kategori 

pembangunan manusia òtinggió. Peningkatan IPM ini terjadi pada semua dimensi 

utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup 

layak. Pada periode 2021ð2025, terjadi peningkatan Harapan Lama Sekolah 

(HLS) dan RataȤRata Lama Sekolah (RLS), serta peningkatan pengeluaran riil per 

kapita per tahun, yang menunjukkan perbaikan kesejahteraan yang lebih merata 

di berbagai sektor pembangunan manusia. Kenaikan pengeluaran per kapita 

disesuaikan selama 5 tahun terakhir, dengan nilai sekitar 11,19 juta rupiah per 

kapita pada 2024 dan meningkat lagi pada 2025 sekitar 11,43 juta rupiah, turut 

berkontribusi terhadap peningkatan daya beli dan kemampuan masyarakat 

memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mendorong terus meningkatnya Indeks 

Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau. 

Grafik II.9 
Perbandingan Capaian Kinerja Makro Indeks Pembangunan Manusia 

Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025 

 
Sumber :  BPS Nasional, 2026 

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2021 

hingga 2025, terlihat tren peningkatan yang konsisten di tingkat nasional (Pusat), 

Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Malinau. Pada tahun 2021, IPM 

nasional berada di angka 73,16, Kalimantan Utara 71,57, dan Malinau 73,12. 
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Setiap tahun, angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2025 mencapai 

75,90 untuk nasional, 74,04 untuk Kalimantan Utara, dan 75,21 untuk 

Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau secara konsisten memiliki IPM yang 

lebih tinggi dibandingkan rataȤrata provinsi, yang menunjukkan bahwa daerah 

ini memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan 

dengan wilayah lain di Kalimantan Utara. Dari tren tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pembangunan manusia di Malinau lebih maju dibandingkan tingkat 

provinsi dan kini telah melampaui rataȤrata nasional.  

Peningkatan IPM yang terjadi menunjukkan adanya perbaikan dalam akses 

pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Meskipun demikian, selisih antara kinerja Malinau dan kondisi nasional pada 

awal periode tetap menunjukkan bahwa keberhasilan yang diraih hasil dari 

perbaikan yang berkelanjutan, sehingga perlu terus memperkuat kebijakan dan 

strategi di bidang SDM, infrastruktur dasar, dan pelayanan umum agar kualitas 

pembangunan manusia dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa 

mendatang. 

(2) Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk 

mengukur  perkembangan  ekonomi  suatu wilayah. Secara sederhana 

kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana terjadi 

ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar seperti  makanan,  

pakaian, tempat  berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan yang 

sangat  erat  kaitannya  dengan  tingkat  kesejahteraan  selalu  menjadi  fokus  

yang  bisa   diintervensi   oleh     pemerintah     dan     menjadi  prioritas  dalam  

rencana  pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang.  

Kemiskinan bersifat multidimensi tidak hanya menyangkut rendahnya 

pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan pemenuhan hak dasar 

rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan 

rasa aman, dan partisipasi. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara 

lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi, 

ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup  dan standar  hidup yang tinggi, 

pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi 

lingkungan.  

Sebagian besar penduduk Kabupaten Malinau tinggal di daerah perdesaan. 

Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan harus dapat 

bersentuhan langsung secara mendasar serta dapat menyelesaikan persoalan 

yang ada. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa 

mendatang yang akan beengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. 

Pemberantasan kemiskinan adalah tantangan global terbesar yang dihadapi 

dunia saat ini.  

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malinau pada tahun 2025 

menunjukkan tren perbaikan dengan penurunan yang signifikan dibandingkan 

tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Malinau, 

jumlah penduduk miskin pada 2025 tercatat sebesar 5,24 ribu jiwa atau 5,56 

persen, menurun sekitar 1,21 ribu jiwa dan 1,38 persen dibandingkan tahun 

2024 yang mencapai 6,94 persen. Penurunan ini juga diikuti perbaikan Indeks 

Kedalaman Kemiskinan yang turun dari 0,57 pada 2024 menjadi 0,25 pada 2025, 

menandakan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap 
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garis kemiskinan semakin mengecil. Sementara itu, Indeks Keparahan 

Kemiskinan turun dari 0,06 pada 2024 menjadi 0,01 pada 2025, menunjukkan 

ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin mereda dan situasi 

mereka semakin merata. 

Perbaikan kondisi kemiskinan ini terjadi meskipun garis kemiskinan di 

Kabupaten Malinau naik 3,81 persen dari 791.037 per kapita per bulan pada 

2024 menjadi 821.188 per kapita per bulan pada 2025, menunjukkan bahwa 

penyelesaian kemiskinan dilakukan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok 

dan tekanan inflasi. Faktor yang mendukung penurunan kemiskinan antara lain 

kombinasi program perlindungan  sosial yang  berkelanjutan, peningkatan akses 

ekonomi di daerah perdesaan, dan perbaikan pendapatan  rumah  tangga  akibat  

pertumbuhan  ekonomi  sebesar 3,56 persen  yang tercatat pada 2025. Namun, 

tantangan tetap ada, karena  angka kemiskinan 5,56 persen masih 

menempatkan Malinau pada posisi kedua tertinggi di Kalimantan Utara setelah 

Kabupaten Bulungan, sehingga kebijakan pengurangan kemiskinan perlu 

diperkuat terutama pada kelompok rentan dan desa yang belum terjangkau 

secara merata. 

Tabel II.14 
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan  

Garis Kemiskinan Kabupaten Malinau tahun 2021 ð 2025 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin (Ribu 
Jiwa) 

Persentase 
Penduduk 

Miskin (%) 

Garis 

kemiskinan () 

2025 88.931 5,24 5,56 821.188 

2024 87.582 6,45 6,94 791.037 

2023 85.073 5,95 6,54 749.933 

2022 85.316 5,93 6,64 692.605 

2021 83.796 6,39 7,30 650.444 

Sumber:  Malinau Dalam Angka, 2026 

 

Grafik II.10 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan 
(P2) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

 
Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 
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Grafik II.11 

Perbandingan Capaian Kinerja Makro 
Angka Kemiskinan Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025 

 
Sumber :  BPS Kabupaten Malinau, 2026 

 

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional dan provinsi, persentase 

penduduk miskin Kabupaten Malinau pada 2025 masih lebih rendah dari angka 

nasional tetapi mendekati rataȤrata Provinsi Kalimantan Utara. Secara nasional, 

angka kemiskinan tahun 2025 berada di sekitar 8ð9 persen, sedangkan 

Kalimantan Utara secara provinsi mencatatkan angka kemiskinan berkisar 6ð7 

persen. Dengan persentase 5,56 persen, Malinau berada di bawah rata-rata 

nasional namun cukup dekat dengan angka provinsi.  

Penurunan penduduk miskin secara absolut dan peningkatan IPM menjadi 

75,21 pada 2025 menunjukkan bahwa jalur pembangunan yang ditempuh 

mampu menekan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan, namun 

diperlukan strategi konkret untuk menjaga momentum penurunan kemiskinan 

agar tidak terganggu oleh gejala inflasi tinggi atau bencana alam di masa 

mendatang. 
 

(3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kabupaten Malinau pada 

tahun 2025 sebanyak 66.358 jiwa, dengan jumlah penduduk angkatan kerja 

sebanyak 49.044 jiwa sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja 

diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Malinau pada tahun 

2025 sebesar 76,52 mengalami kenaikan dibanding tahun 2024 sebesar 73,23, 

didorong oleh peningkatan partisipasi perempuan sebesar 5,90 poin persentase. 

TPAK Kabupaten Malinau pada tahun 2025 mencapai tingkat yang lebih tinggi 

artinya dari 100 total penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 73-74 orang yang 
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termasuk dalam angkatan kerja, mencerminkan antusiasme mencari kerja yang 

lebih besar. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Malinau adalah rasio 

jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, yang mencerminkan 

besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di 

Kabupaten Malinau. Dengan demikian, semakin tinggi TPAK Kabupaten Malinau, 

maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi 

barang dan jasa.  

Grafik II.12 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

 

Sumber : Malinau dalam Angka, 2026 

 
(4) Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malinau pada tahun 2025 

mencapai 3,42 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,32 poin persen 

dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan angkatan 

kerja baru sebanyak 254 orang, terutama lulusan SMA/sederajat dan perguruan 

tinggi yang aktif mencari pekerjaan, bukan akibat pemutusan hubungan kerja 

(PHK). Kenaikan TPT ini sejalan dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK), khususnya pada perempuan yang naik 5,90 poin persen, 

mencerminkan antusiasme lebih besar di pasar kerja meski penyerapan masih 

menjadi tantangan. 

Perubahan sekecil apa pun terhadap kesempatan kerja sangat 

memengaruhi tingkat pengangguran di suatu wilayah. Semakin tinggi 

kesempatan kerja, maka tingkat pengangguran akan semakin rendah. 

Tantangan ke depan bagi Kabupaten Malinau adalah menciptakan lapangan 

kerja dan usaha melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar 

masyarakat, seperti pelatihan vokasi untuk lulusan baru dan pengembangan 

sektor jasa. 

Secara umum, TPT Kabupaten Malinau menunjukkan tren fluktuatif dari 

tahun 2020 hingga 2025, dengan nilai yang relatif rendah dibandingkan rata-

rata nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten 
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Malinau tercatat sebesar 4,14 persen, lebih rendah dari TPT Kalimantan Utara 

namun jauh lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 6,49 persen. 

Hingga tahun 2025, TPT Malinau meningkat menjadi 3,42 persen, masih lebih 

rendah dari TPT provinsi sekitar 3,85 persen dan nasional 4,85 persen (data 

hingga Agustus 2025). Tren ini mencerminkan ketahanan ekonomi daerah, meski 

ada kenaikan akibat dinamika demografi. 

Grafik II.13 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

 
Sumber : Kabupaten Malinau Dalam Angka 2026 

Grafik II.14 

Perbandingan Capaian Kinerja Makro Tingkat Pengangguran Terbuka 
Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional 

Tahun 2021-2025 

 
Sumber: BPS Nasional, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Malinau (2021-2025) 
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2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga 

(1) Pariwisata 

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, 

pada tahun 2025 terdapat 154 objek wisata yang tersebar di seluruh kecamatan 

di Kabupaten Malinau. Objek wisata tersebut dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori, yaitu Wisata Alam sebanyak 114 objek (seperti air terjun, gunung, dan 

sejenisnya), Wisata Buatan sebanyak 14 objek (seperti waduk, embung, dan 

sejenisnya), serta Wisata Minat Khusus sebanyak 26 objek (seperti hiking, arung 

jeram, dan kegiatan sejenis). Dari seluruh kecamatan, Kecamatan Kayan Selatan 

merupakan wilayah dengan jumlah objek wisata terbanyak, yaitu sebanyak 23 

objek wisata. 

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Malinau selama tahun 2025 

mencapai 383.794 orang, meningkat sebesar 1.092 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya, baik wisatawan yang berasal dari dalam maupun luar daerah. Dari 

total kunjungan tersebut, mayoritas merupakan wisatawan lokal sebanyak 

369.711 orang. Peningkatan yang signifikan ini merupakan dampak dari 

perayaan Festival Irau atau hari jadi Kabupaten Malinau. 

Grafik II.15 
Jumlah Kunjungan Wisatawan menurut Kecamatan di Kabupaten di 

Kabupaten Malinau Tahun 2025 

 
Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 

Tabel II.15 
Jumlah Obyek Wisata menurut Jenis dan Kecamatan 

di Kabupaten Malinau Tahun 2025 
Kecamatan Alam Buatan Minat Khusus 

1. Sungai Boh 10 0 0 

2. Kayan Selatan 17 2 4 

3. Kayan Hulu 6 2 0 

4. Kayan Hilir 6 1 4 

5. Pujungan 8 0 0 

6. Bahau Hulu 11 0 5 

7. Sungai Tubu 5 0 0 

8. Malinau Selatan Hulu 4 0 0 

9. Malinau Selatan 5 0 2 

10. Malinau Selatan Hilir 6 1 2 

11. Mentarang 8 2 2 

12. Mentarang Hulu 7 0 0 
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Kecamatan Alam Buatan Minat Khusus 

13. Malinau Utara 16 3 4 

14. Malinau Barat 4 2 1 

15. Malinau Kota 1 1 2 

Jumlah 114 14 26 

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 

Tabel II.16 

Jumlah Kunjungan Wisatawan menurut Kecamatan 
di Kabupaten Malinau Tahun 2024-2025 

Kecamatan 

2024 2025 

Lokal 
Luar 

Daerah 

Luar 

Negeri 
Lokal 

Luar 

Daerah 

Luar  

Negeri 

1. Sungai Boh - - - - - - 

2. Kayan Selatan - - - - - - 

3. Kayan Hulu - - - - - - 

4. Kayan Hilir - - - - - - 

5. Pujungan - - - - - - 

6. Bahau Hulu 807 350 - 2.013 312 10 

7. Sungai Tubu - - - - - - 

8. Malinau Selatan Hulu - - - - - - 

9. Malinau Selatan 2.552 366 31 3.002 102 7 

10. Malinau Selatan Hilir 13.340 2.700 112 21.607 1.449 99 

11. Mentarang 8.226 1.115 131 18.495 1.614 95 

12. Mentarang Hulu - - - - - - 

13. Malinau Utara 2.159 265 34 2.076 181 54 

14. Malinau Barat - - - - - - 

15. Malinau Kota - - - 322.518 10.046 114 

Jumlah 27.084 4.796 308 369.711 13.704 379 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2025 dan Malinau Dalam Angka 2026, 2026 

(2) Pemuda dan Olah Raga 

Pemuda usia 15-34 tahun merupakan 35,8 persen dari total penduduk 

Kabupaten Malinau yang berjumlah 31.360 jiwa dari keseluruhan 87.582 jiwa 

pada tahun 2025 (Malinau Dalam Angka 2026). Kondisi ini menunjukkan bonus 

demografi yang signifikan sejalan dengan Misi 1 RPJMD 2025-2029 

"Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas" melalui program inovasi 

unggulan "Millennial Mandiri". Tantangan utama yang dihadapi adalah Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,42 persen dengan jumlah 1.735 orang 

pada tahun 2025, didominasi laki-laki dan lulusan baru daerah. Program 

prioritas "Millennial Mandiri" dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029 

secara konsisten menyerap tenaga kerja pemuda melalui pelatihan vokasi 

berbasis potensi lokal pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. 

Di bidang olahraga, Kabupaten Malinau menunjukkan komitmen serius 

dengan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porov) II Kalimantan Utara 

tahun 2026 yang akan dibuka pada 9 September 2026 (Pijar Malinau, Radar 

Tarakan). Penyelenggaraan Porov 2026 akan mendorong peningkatan 

infrastruktur olahraga di seluruh kecamatan, selaras dengan 83 kegiatan 

prioritas nasional JMN 2025-2029 pada klaster Pengembangan Sumber Daya 

Manusia yang sehat dan berestasi.  

Tabel II.17 

Statistik Pemuda Kabupaten Malinau 2021-2025 
Indikator 2021 2022 2023 2024 2025 

Total Penduduk 82.501 84.500 85.200 86.471 87.582 

Pemuda 15-34 tahun 29.500 30.200 30.500 30.900 31.360 

Pengangguran Pemuda (%) 4,2 4,0 3,8 3,5 3,42 

Jumlah Pengangguran 1.270 1.220 1.170 1.090 1.735 

Sumber: Malinau Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Malinau, Dinas Tenaga Kerja, 2026 
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2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 

(1) Pendidikan 

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya 

manusia yang berkualitas, dengan pendidikan sebagai pilar utama peningkatan 

kualitas tersebut. Peningkatan mutu pendidikan terus diupayakan melalui 

perluasan akses pendidikan bagi penduduk serta peningkatan kualitas dan 

kuantitas sarana prasarana. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama tahun 2025, di 

Kabupaten Malinau terdapat sekitar 110 Sekolah Dasar (termasuk madrasah 

ibtidaiyah), 42 Sekolah Menengah Pertama (termasuk madrasah tsanawiyah), 21 

Sekolah Menengah Atas, dan 4 Sekolah Menengah Kejuruan. Jumlah ini relatif 

memadai mengingat jumlah penduduk yang masih terbatas, meskipun 

tantangan geografis wilayah pedalaman tetap menjadi hambatan utama. 

Rasio murid-guru di Malinau tetap ideal, dengan SD sekitar 7,5:1, SMP 

6,8:1, SMA 8,5:1, dan SMK 9,0:1, sesuai standar Pasal 17 PP No. 74/2008 

(maksimal 20:1 untuk SD/SMP/SMA dan 15:1 untuk SMK). Indikator partisipasi 

sekolah menurut BPS 2025 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 

7-12 tahun mencapai 99,11%, usia 13-15 tahun 97,18%, sementara Angka 

Partisipasi Murni (APM) SD ~98%, SMP ~90%, dan SMA ~75%. Peningkatan ini 

berkontribusi pada lonjakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Malinau 

menjadi 75,21 pada 2025 (peringkat 2 tertinggi di Kaltara), didorong dimensi 

pengetahuan, kesehatan, dan ekonomi, meskipun mutu literasi-numerasi masih 

perlu perbaikan melalui program Disdik.Keberhasilan pembangunan suatu 

wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan 

merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena 

itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan 

membuka kesempatan seluasðluasnya kepada penduduk untuk mengenyam 

pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana pendidikan.  

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang 

memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk 

menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu 

wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: 

Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka 

Partisipasi Murni (APM). Menurut data BPS tahun 2025, Angka Partisipasi Murni 

untuk Sekolah Dasar di Malinau adalah sebesar 93,44 SMP 79,39 dan SMA 

77,21. Angka tersebut dinilai wajar karena rataðrata 1 kecamatan hanya 

memiliki 1 Sekolah Menengah Atas dan tidak semua desa di kecamatan tersebut 

memiliki akses kesana.  

Tabel II.18 
Angka APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan 

di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

Jenjang Pendidikan 2021 2022 2023 2024 2025 

Angka Partisipasi Kasar (APK)      

- SD/MI 104,91 105,74 104,40 108,69 110,42 

- SMP/MTs 100,26 96,15 97,93 96,53 102,59 

- SMA/SMK/MA 92,39 92,44 95,12 96,57 105,80 

Angka Partisipasi Murni (APM)      

- SD/MI 94,17 96,9 97,46 96,5 93,44 
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Jenjang Pendidikan 2021 2022 2023 2024 2025 

- SMP/MTs 82,10 82,24 82,11 86,2 79,39 

- SMA/SMK/MA 68,53 68,83 68,31 72,7 77,21 

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2022-2026, data diolah 

Tabel II.19 

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 
dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut 

Kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2025/2026 

 Kecamatan Sekolah Murid Guru 
Rasio Murid 

Guru 

1. Sungai Boh 1 41 4 10,25 

2. Kayan Selatan - - - - 

3. Kayan Hulu 2 50 11 4,55 

4. Kayan Hilir 1 12 3 4,00 

5. Pujungan 1 24 6 4,00 

6. Bahau Hulu - - - - 

7. Sungai Tubu - - - - 

8. Malinau Selatan Hulu - - - - 

9. Malinau Selatan 3 163 17 9,59 

10. Malinau Selatan Hilir 1 27 6 4,50 

11. Mentarang 2 125 11 11,36 

12. Mentarang Hulu 1 20 6 3,33 

13. Malinau Utara 6 200 19 10,53 

14. Malinau Barat 3 142 16 8,88 

15. Malinau Kota 11 641 73 8,78 

Jumlah 32 1.445 172 8,40 

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 

Tabel II.20 

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid  Sekolah Dasar (SD) Negeri dibawah 
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut Kecamatan di 

Kabupaten Malinau tahun 2025/2026 

Kecamatan Sekolah Murid Guru 
Rasio Murid 

Guru 

1 Sungai Boh 6 281 58  4,84  

2 Kayan Selatan 4 205 50  4,10  

3 Kayan Hulu 5 245 38  6,45  

4 Kayan Hilir 3 148 30  4,93  

5 Pujungan 8 289 61  4,74  

6 Bahau Hulu 6 127 47  2,70  

7 Sungai Tubu 5 92 45  2,04  

8 Malinau Selatan Hulu 7 313 61  5,13  

9 Malinau Selatan 6 743 86  8,64  

10 Malinau Selatan Hilir 7 336 74  4,54  

11 Mentarang 6 699 74  9,45  

12 Mentarang Hulu 8 142 51  2,78  

13 Malinau Utara 14 2.029 183  11,09  

14 Malinau Barat 10 1.308 129  10,14  

15 Malinau Kota 13 3.000 212  14,15  

Kabupaten Malinau 108 9.957 1.199  8,30  

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah 
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Tabel II.21 
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah dibawah 

Kementerian Agama menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 
2025/2026 

Kecamatan Sekolah Murid  Guru  
Rasio Murid 

Guru 

1 Sungai Boh -           -            -                  -  

2 Kayan Selatan -           -            -                  -  

3 Kayan Hulu -           -            -                  -  

4 Kayan Hilir -           -            -                  -  

5 Pujungan -           -            -                  -  

6 Bahau Hulu -           -            -                  -  

7 Sungai Tubu -           -            -                  -  

8 Malinau Selatan Hulu -           -            -                  -  

9 Malinau Selatan -           -            -                  -  

10 Malinau Selatan Hilir -           -            -                  -  

11 Mentarang -           -            -                  -  

12 Mentarang Hulu -           -            -                  -  

13 Malinau Utara 1 295  20 14,75  

14 Malinau Barat - - -                 -  

15 Malinau Kota 1 4 6 0,67 

Kabupaten Malinau 2 299 26 11,5  

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah 

Tabel II.22 

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
Negeri dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut 

Kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2025/2026 

Kecamatan Sekolah Murid Guru 
Rasio Murid 

Guru 

1 Sungai Boh 2 135 34  3,97  

2 Kayan Selatan 3 100 36  2,78  

3 Kayan Hulu 2 114 25  4,56  

4 Kayan Hilir 2 74 18  4,11  

5 Pujungan 2 101 20  5,05  

6 Bahau Hulu 1 75 9  8,33  

7 Sungai Tubu 1 39 13  3,00  

8 Malinau Selatan Hulu 2 109 32  3,41  

9 Malinau Selatan 2 304 36  8,44  

10 Malinau Selatan Hilir 4 148 51  2,90  

11 Mentarang 3 338 55  6,15  

12 Mentarang Hulu 1 30 13  2,31  

13 Malinau Utara 4 728 93  7,83  

14 Malinau Barat 4 636 85  7,48  

15 Malinau Kota 3 1.364 100  13,64  

Kabupaten Malinau 36 4.295 620  6,93  

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah 

Tabel II.23 
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Swasta dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut 
Kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2025/2026 

Kecamatan Sekolah Murid Guru Rasio Murid Guru 

1 Sungai Boh - - - - 

2 Kayan Selatan - - - - 

3 Kayan Hulu - - - - 



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-30 

Kecamatan Sekolah Murid Guru Rasio Murid Guru 

4 Kayan Hilir - - - - 

5 Pujungan - - - - 

6 Bahau Hulu - - - - 

7 Sungai Tubu - - - - 

8 Malinau Selatan Hulu - - - - 

9 Malinau Selatan - - - - 

10 Malinau Selatan Hilir - - - - 

11 Mentarang - - - - 

12 Mentarang Hulu - - - - 

13 Malinau Utara 2 148 10 14,80 

14 Malinau Barat - - - - 

15 Malinau Kota 2 100 8 12,50 

Kabupaten Malinau 4 248 18 13,78 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026. Data diolah 

Tabel II.24 

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs)  Negeri 
dibawah Kementerian Agama Kabupaten Malinau tahun 2025/2026 

Kecamatan Sekolah Murid Guru 
Rasio Murid 

Guru 

1 Sungai Boh - - - - 

2 Kayan Selatan - - - - 

3 Kayan Hulu - - - - 

4 Kayan Hilir - - - - 

5 Pujungan - - - - 

6 Bahau Hulu - - - - 

7 Sungai Tubu - - - - 

8 Malinau Selatan Hulu - - - - 

9 Malinau Selatan - - - - 

10 Malinau Selatan Hilir - - - - 

11 Mentarang - - - - 

12 Mentarang Hulu - - - - 

13 Malinau Utara 1 237 15 15,80 

14 Malinau Barat - - - - 

15 Malinau Kota 1 81 9 9,00 

Kabupaten Malinau 2 318 24 13,25 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah 

Tabel II.25 
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas  (SMA) Negeri 

dibawah Kementerian Dasar dan Menengah menurut Kecamatan di 
Kabupaten Malinau tahun 2025/2026 

Kecamatan Sekolah Murid Guru 
Rasio Murid 

Guru 

1 Sungai Boh 1 78 14  5,57  

2 Kayan Selatan 1 66 18  3,67  

3 Kayan Hulu 1 80 17  4,71  

4 Kayan Hilir 2 53 24  2,21  

5 Pujungan 1 54 11  4,91  

6 Bahau Hulu 1 51 16  3,19  

7 Sungai Tubu 1 37 12  3,08  

8 Malinau Selatan Hulu 1 40 11  3,64  

9 Malinau Selatan 1 194 15  12,93  

10 Malinau Selatan Hilir 1 25 14  1,79  
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Kecamatan Sekolah Murid Guru 
Rasio Murid 

Guru 

11 Mentarang 1 276 23  12,00  

12 Mentarang Hulu 1 35 14  2,50  

13 Malinau Utara 1 582 38  15,32  

14 Malinau Barat 1 554 32  17,31  

15 Malinau Kota 1 943 50  18,86  

Kabupaten Malinau 16 3.068 309  9,93  

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah 

Tabel II.26 
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta 

dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut 
Kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2025/2026 

Kecamatan Sekolah Murid Guru 
Rasio Murid 

Guru 

1 Sungai Boh - - - - 

2 Kayan Selatan - - - - 

3 Kayan Hulu - - - - 

4 Kayan Hilir - - - - 

5 Pujungan - - - - 

6 Bahau Hulu - - - - 

7 Sungai Tubu - - - - 

8 Malinau Selatan Hulu - - - - 

9 Malinau Selatan - - - - 

10 Malinau Selatan Hilir - - - - 

11 Mentarang - - - - 

12 Mentarang Hulu - - - - 

13 Malinau Utara 1 8 1 8,00 

14 Malinau Barat - - - - 

15 Malinau Kota 3 106 24  4,42  

Kabupaten Malinau 4 114 25 4,56 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah 

Tabel II.27 
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK) 
Negeri dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut 

Kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2025/2026 

Kecamatan Sekolah Murid Guru 
Rasio Murid 

Guru 

1 Sungai Boh - - - - 

2 Kayan Selatan - - - - 

3 Kayan Hulu - - - - 

4 Kayan Hilir - - - - 

5 Pujungan - - - - 

6 Bahau Hulu - - - - 

7 Sungai Tubu - - - - 

8 Malinau Selatan Hulu - - - - 

9 Malinau Selatan - - - - 

10 Malinau Selatan Hilir - - - - 

11 Mentarang - - - - 

12 Mentarang Hulu - - - - 

13 Malinau Utara 1 116 22 5,27 

14 Malinau Barat 1 168 26 6,46 

15 Malinau Kota 1 617 43 14,35 

Kabupaten Malinau 3 901 91 9,90 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah 
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Tabel II.28 
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas  

Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar di  
Kabupaten Malinau, 2021, 2024, dan 2025 

Kecamatan 
Fasilitas Sekolah SD 

2021 2024 2025 

1. Sungai Boh 5 5 5 

2. Kayan Selatan 4 4 4 

3. Kayan Hulu 5 5 5 

4. Kayan Hilir 4 3 3 

5. Pujungan 8 8 8 

6. Bahau Hulu 6 6 6 

7. Sungai Tubu 5 5 5 

8. Malinau Selatan Hulu 6 7 7 

9. Malinau Selatan 6 6 7 

10. Malinau Selatan Hilir 7 7 7 

11. Mentarang 6 5 5 

12. Mentarang Hulu 7 7 7 

13. Malinau Utara 11 11 11 

14. Malinau Barat 8 8 8 

15. Malinau Kota 6 6 6 

Jumlah 94 93 94 

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 

Tabel II.29 

Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas  
Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama di Kabupaten Malinau, 2021, 2024, dan 2025 

Kecamatan 
Fasilitas Sekolah SMP 

2021 2024 2025 

1. Sungai Boh 2 2 2 

2. Kayan Selatan 2 3 3 

3. Kayan Hulu 1 1 1 

4. Kayan Hilir 2 2 2 

5. Pujungan 2 2 2 

6. Bahau Hulu 1 1 1 

7. Sungai Tubu 1 1 1 

8. Malinau Selatan Hulu 2 2 2 

9. Malinau Selatan 1 1 2 

10. Malinau Selatan Hilir 4 4 4 

11. Mentarang 3 3 3 

12. Mentarang Hulu 1 1 1 

13. Malinau Utara 4 4 4 

14. Malinau Barat 4 4 4 

15. Malinau Kota 3 3 3 

Jumlah 33 34 35 

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 

Tabel II.30 
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas  

Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah 
Atas di Kabupaten Malinau, 2021, 2024, dan 2025 

Kecamatan 
Fasilitas Sekolah SMA 

2021 2024 2025 

1. Sungai Boh 1 1 1 

2. Kayan Selatan 1 1 1 

3. Kayan Hulu 1 1 1 
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Kecamatan 
Fasilitas Sekolah SMA 

2021 2024 2025 

4. Kayan Hilir 2 2 2 

5. Pujungan 1 1 1 

6. Bahau Hulu 1 1 1 

7. Sungai Tubu 1 1 1 

8. Malinau Selatan Hulu 1 1 1 

9. Malinau Selatan 1 1 1 

10. Malinau Selatan Hilir 2 1 1 

11. Mentarang 1 1 1 

12. Mentarang Hulu 1 1 1 

13. Malinau Utara 1 1 1 

14. Malinau Barat 1 1 1 

15. Malinau Kota 3 3 3 

Jumlah 19 18 18 

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 

Tabel II.31 
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas  

Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah 
Kejuruan di Kabupaten Malinau, 2021, 2024, dan 2025 

Kecamatan 
Fasilitas Sekolah SMK 

2021 2024 2025 

1. Sungai Boh - - - 

2. Kayan Selatan - - - 

3. Kayan Hulu - - - 

4. Kayan Hilir - - - 

5. Pujungan - - - 

6. Bahau Hulu - - - 

7. Sungai Tubu - - - 

8. Malinau Selatan Hulu - - - 

9. Malinau Selatan - - - 

10. Malinau Selatan Hilir - - - 

11. Mentarang - - - 

12. Mentarang Hulu - - - 

13. Malinau Utara 1 1 1 

14. Malinau Barat 1 1 1 

15. Malinau Kota 2 2 2 

Jumlah 4 4 4 

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 

Tabel II.32 

Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas  
Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi  

di Kabupaten Malinau, 2021, 2024, dan 2025 

Kecamatan 
Fasilitas Perguruan Tinggi 

2021 2024 2024 

1. Sungai Boh - - - 

2. Kayan Selatan - - - 

3. Kayan Hulu - - - 

4. Kayan Hilir - - - 

5. Pujungan - - - 

6. Bahau Hulu - - - 

7. Sungai Tubu - - - 

8. Malinau Selatan Hulu - - - 

9. Malinau Selatan - - - 

10. Malinau Selatan Hilir - - - 

11. Mentarang - - - 
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Kecamatan 
Fasilitas Perguruan Tinggi 

2021 2024 2024 

12. Mentarang Hulu -   

13. Malinau Utara 1 1 1 

14. Malinau Barat - 1 1 

15. Malinau Kota - - - 

Jumlah 1 2 2 

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026 

Penyediaan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing merupakan prioritas 

utama pembangunan Kabupaten Malinau sesuai RPJMD 2025-2029, dengan 

fokus peningkatan kualitas SDM merata di perkotaan, perdesaan, pedalaman, 

hingga perbatasan melalui program inovasi daerah seperti Desa Sarjana Unggul 

dan Wajib Belajar Malinau Maju. Upaya ini mencakup perluasan sarana 

prasarana sekolah, pelatihan guru, serta peningkatan kualifikasi dosen untuk 

menghasilkan lulusan kompeten yang siap bersaing di dunia usaha dan kerja. 

Selain pendidikan dasar hingga menengah, Program Desa Sarjana Unggul 

merupakan salah satu program prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten 

Malinau dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas sesuai 

Misi 1 RPJMD 2025-2029. Program ini difokuskan untuk mencetak tenaga 

terampil dari berbagai desa di 15 kecamatan, dengan cakupan 103 desa hingga 

April 2026. 

Tabel II.33 
Statistik Peserta Program Desa Sarjana Malinau 2021-2025 

Tahun Peserta Baru Kumulatif Cakupan Desa 

2021 250 250 60 

2022 350 600 80 

2023 296 896 96 

2024 450 1.346 100 

2025 743 1.859 103 

Sumber: Portal Satu Data Malinau 

Pencapaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau 

dalam memanfaatkan bonus demografi pemuda untuk pembangunan 

berkelanjutan, selaras dengan prioritas nasional JMN 2025-2029 klaster 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Keberhasilan program ini menjadi 

momentum strategis dalam RKPD 2027 untuk memperluas akses pendidikan 

vokasi dan mengurangi pengangguran pemuda di wilayah pedalaman. 

Pada periode 2021-2025, capaian indikator literasi dan numerasi pada 

jenjang SD dan SMP di Kabupaten Malinau menunjukkan tren peningkatan 

secara umum, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun. Indikator 

literasi SD meningkat dari 40,93 pada 2021 menjadi 53,50 pada 2023, namun 

mengalami penurunan menjadi 44,13 pada 2025. Sementara itu, literasi SMP 

terus membaik dari 47,38 menjadi 64,23. Untuk numerasi SD, capaian naik 

signifikan dari 18,26 pada 2021 ke 42,63 pada 2024, sebelum turun sedikit 

menjadi 39,15 pada 2025. Numerasi SMP juga progresif, dari 29,56 menjadi 

56,95. Secara keseluruhan, capaian SMP lebih tinggi dan stabil dibandingkan 

SD, menandakan perlunya intervensi khusus untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dasar. 

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten 

Malinau bertransformasi dari metode lama (skala 0-100 tertimbang berat) 

menjadi metode baru nasional (skala 0-10 normalisasi) sesuai Renstra 
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Peustakaan Nasional 2025-2029. Penurunan numerik dari 73,77 (2022, metode 

lama) menjadi 6,34 (2025, metode baru) bukan indikasi kemunduran, melainkan 

akibat perubahan baseline pengukuran yang lebih objektif dan seragam secara 

nasional. 

Tabel II.34 
Literasi dan Numerasi di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 
Indikator 2021 2022 2023 2024 2025 

Literasi SD 40,93 48,02 53,50 48,10 41,00 

Literasi SMP 47,38 52,30 57,45 63,33 65,42 

Numerasi SD 18,26 34,59 42,10 42,63 33,04 

Numerasi SMP 29,56 33,41 53,00 56,45 56,96 

Indeks Pembangunan 

Literasi Masyarakat 
NA 73,77 67,67 65,35 6,34 

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, 2026 dan Dinas Peustakaan dan Kearsipan  

Kabupaten Malinau, 2026 

  (2) Kesehatan 

Kesehatan adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu 

daerah. Kondisi kesehatan yang baik memberikan kesempatan kepada penduduk 

untuk aktif bekerja dan berkreasi. Di Kabupaten Malinau, terdapat 3 Unit Rumah 

Sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Malinau Utara, 

Rumah Sakit Berjalan Langap di Malinau Selatan, dan Rumah Sakit Pratama 

Long Ampung di Kayan Selatan. Selain itu, terdapat 1 unit Puskesmas di setiap 

dari 15 kecamatan (termasuk Sungai Tubu yang kini memiliki Puskesmas utama 

dan 4 Pustu), dengan 64,17% warga memilih puskesmas/pustu sebagai tempat 

berobat jalan berdasarkan Susenas 2025. 

Kesehatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi produktivitas 

dan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan yang baik, merata, dan 

bermutu merupakan hak dasar rakyat serta tolok ukur keberhasilan pemenuhan 

hak tersebut. Berdasarkan data BPS Kaltara "Kabupaten Malinau Dalam Angka 

2024", pada tahun 2023 terdapat 64 dokter, 480 perawat, 245 bidan, 51 tenaga 

kefarmasian, 38 tenaga kesehatan masyarakat, 18 tenaga kesehatan lingkungan, 

20 tenaga gizi, dan 35 ahli teknologi laboratorium medik. Jumlah ini relatif 

memadai tapi masih kurang untuk wilayah luas dan geografis sulit. Tantangan 

yang harus diatasi adalah pembangunan prasarana kesehatan, revitalisasi 

Puskesmas/Posyandu, peningkatan RSUD sebagai rujukan, serta perbaikan 

sanitasi dan gizi masyarakat  

Tabel II.35 
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

Kecamatan Rumah Sakit Puskesmas 
Puskemas 

Pembantu 
Apotek 

1. Sungai Boh 0 1 3 0 

2. Kayan Selatan 1 1 3 0 

3. Kayan Hulu 0 1 4 0 

4. Kayan Hilir 0 2 1 0 

5. Pujungan 0 1 6 0 

6. Bahau Hulu 0 1 5 0 

7. Sungai Tubu 0 1 4 0 

8. Malinau Selatan Hulu 0 1 7 0 

9. Malinau Selatan 1 1 5 1 

10. Malinau Selatan Hilir 0 2 6 0 
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Kecamatan Rumah Sakit Puskesmas 
Puskemas 

Pembantu 
Apotek 

11. Mentarang 0 1 5 1 

12. Mentarang Hulu 0 1 9 0 

13. Malinau Utara 1 1 11 2 

14. Malinau Barat 0 2 6 1 

15. Malinau Kota 0 1 4 3 

Jumlah 3 18 79 8 

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2026 

Tabel II.36 

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

No Kecamatan Puskesmas Dokter 
Dokter 

Gigi 
Perawat Bidan 

Tenaga 

Kefarmasian 

1 Malinau Kota Malinau Kota 6 2 27 21 4 

2 Malinau Utara 
Malinau 

Seberang 
44 7 224 87 43 

3 Malinau Barat 
Tanjung Lapang 4 1 24 11 2 

Sesua 1 1 17 9 2 

4 Mentarang 
Pulau Sapi 4 0 39 21 1 

5 Sungai Tubu 

6 Malinau Selatan Hilir 
Setulang 2 1 17 11 4 

Sehati 1 0 10 7 1 

7 Malinau Selatan Long Loreh 7 1 31 25 7 

8 Malinau Selatan Hulu Metut 1 0 10 9 1 

9 Mentarang Hulu Long Berang 2 1 13 7 1 

10 Pujungan Long Pujungan 1 0 25 7 1 

11 Bahau Hulu Long Alango 1 0 16 6 0 

12 Kayan Hilir 
Data Dian 1 0 14 10 2 

Long Sule 0 0 4 3 1 

13 Kayan Hulu Long Nawang 0 0 10 13 2 

14 Kayan Selatan Long Ampung 5 0 25 13 4 

15 Sungai Boh Sungai Boh 0 0 10 4 1 

Sumber : Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Malinau, 2026 

Tabel II.37 

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

No Kecamatan Puskesmas 
Ahli Teknologi 
Laboratorium 

Medik 

Tenaga 
Kesehatan 
Masyarakat 

Tenaga 
Kesehatan 
Lingkungan 

Tenaga 
Gizi 

1 Malinau Kota Malinau Kota 3 3 0 2 

2 Malinau Utara 
Malinau 
Seberang 

14 5 4 8 

3 Malinau Barat 
Tanjung Lapang 1 3 2 0 

Sesua 2 2 2 1 

4 Mentarang 
Pulau Sapi 1 2 1 2 

5 Sungai Tubu 

6 Malinau Selatan Hilir 
Setulang 2 2 2 1 

Sehati 1 1 1 1 

7 Malinau Selatan Long Loreh 2 9 3 2 

8 Malinau Selatan Hulu Metut 1 3 1 0 
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No Kecamatan Puskesmas 
Ahli Teknologi 
Laboratorium 

Medik 

Tenaga 
Kesehatan 
Masyarakat 

Tenaga 
Kesehatan 
Lingkungan 

Tenaga 
Gizi 

9 Mentarang Hulu Long Berang 1 1 1 1 

10 Pujungan Long Pujungan 0 3 1 1 

11 Bahau Hulu Long Alango 1 1 1 1 

12 Kayan Hilir 
Data Dian 0 0 1 1 

Long Sule 0 1 0 0 

13 Kayan Hulu Long Nawang 1 4 1 0 

14 Kayan Selatan Long Ampung 2 5 1 1 

15 Sungai Boh Sungai Boh 0 4 1 1 

Sumber : Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Malinau, 2026 

   (3) Sosial 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 

oleh faktor alam maupun faktor non alam serta faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda, dan dampak psikologis.Di Kabupaten Malinau, bencana alam seperti 

gempa bumi dan tanah longsor tidak begitu signifikan terjadi, namun memang 

terjadi di beberapa wilayah kecamatan atau desa/kelurahan. Berdasarkan data 

Malinau Dalam Angka 2026, selama periode 2021ð2025 tidak terdapat 

desa/kelurahan yang melaporkan bencana gempa bumi, sedangkan tanah 

longsor hanya terjadi di sejumlah kecamatan, masingȤmasing 2 desa/kelurahan 

pada tahun 2021 dan 2 desa pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 3 desa 

pada tahun 2025. 

Sementara itu, bencana banjir mengalami peningkatan yang cukup tajam. 

Pada tahun 2021 tercatat 21 kejadian banjir di 21 desa/kelurahan tersebar di 

berbagai kecamatan, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 43 

desa/kelurahan terdampak, dan pada tahun 2025 melonjak menjadi 52 

desa/kelurahan yang mengalami banjir. Jumlah desa/kelurahan yang 

terdampak banjir terjadi di seluruh kawasan utama, terutama di wilayah 

Kecamatan Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Kota, Mentarang, Mentarang 

Hulu, dan Malinau Selatan Hilir yang menjadi fokus utama risiko banjir. 

Dengan kondisi ini, tantangan ke depan bagi Kabupaten Malinau adalah 

tetap menjaga kelestarian lingkungan dan seluruh ekosistem yang ada. 

Pemanfaatan hutan harus dilakukan secara tepat dan berkelanjutan untuk 

meminimalisir eksploitasi hutan yang berlebihan, mengingat banjir dan tanah 

longsor umumnya dipicu oleh perubahan alih fungsi lahan dan kerusakan 

tutupan hutan. Sebagai Kabupaten Konservasi, Malinau harus konsisten 

menjaga perannya sebagai pelestari alam dan menjaga agar wilayahnya tetap 

menjadi kawasan hijau yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat dan 

ekosistem setempat. 

Tabel II.38 

Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam 
Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2021, 2024, dan 2025 

Kecamatan 
Banjir Gempa Bumi Tanah Longsor 

2021 2024 2025 2021 2024 2025 2021 2024 2025 

1. Sungai Boh - - - - - - - - - 

2. Kayan Selatan - - - - - - - - 2 

3. Kayan Hulu 1 3 4 - - - - - 1 
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Kecamatan 
Banjir Gempa Bumi Tanah Longsor 

2021 2024 2025 2021 2024 2025 2021 2024 2025 

4. Kayan Hilir 2 - 2 - - - 1 - - 

5. Pujungan - 1 2 - - - - - - 

6. Bahau Hulu - - 1 - - - - - - 

7. Sungai Tubu 3 - 2 - - - - - - 

8. Malinau Selatan 

Hulu 
1 - 1 - - - - - - 

9. Malinau Selatan 2 - - - - - - - - 

10. Malinau Selatan 

Hilir 
3 5 4 - - - - - - 

11. Mentarang - 6 6 - - - 1 - - 

12. Mentarang Hulu 1 4 4 - - - - - - 

13. Malinau Utara 5 9 9 - - - - 1 - 

14. Malinau Barat 3 9 11 - - - - 1 - 

15. Malinau Kota - 6 9 - - - - - - 

Jumlah 21 43 52 - - - 2 2 3 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 

(4) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Infrastruktur jalan di Kabupaten Malinau pada tahun 2025 tetap menjadi 

salah satu fondasi utama dalam pembangunan dan konektivitas antar 

desaȤkecamatan, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Secara 

kewenangan, jaringan jalan di Malinau yang berada di bawah kewenangan 

kabupaten dengan total panjang jalan sebesar 1.043,2 km. Dari total panjang 

tersebut, jenis permukaan jalan pada tahun 2025 terdiri atas jalan beraspal 

sepanjang 335,66 km, jalan kerikil 160,24 km, jalan tanah 541,75 km, dan jalan 

jenis lainnya 5,55 km. Perkembangan ini menunjukkan upaya peningkatan jalan 

beraspal, meskipun jalan tanah tetap mendominasi jaringan jalan di kabupaten. 

Dari sisi kualitas, jalan pada tahun 2025 tercatat dalam kondisi baik sepanjang 

291,45 km, sedang 24,57 km, rusak 4,09 km, serta rusak berat sepanjang 723,08 

km, sehingga sebagian besar jalan masih berada pada kategori rusak dan rusak 

berat. Kondisi ini menyebabkan mobilitas masyarakat dan barang antar 

desaȤkecamatan terhambat, biaya transportasi meningkat, serta berdampak 

pada keterbatasan distribusi barang dan pemasaran hasil pertanian dan 

kerajinan lokal. Tantangan ke depan pada tahun 2025 adalah terus mempercepat 

peningkatan ruas jalan beraspal terutama yang menghubungkan 

desaȤkecamatan dengan ibu kota kabupaten serta pusat produksi dengan pusat 

perdagangan dan industri kerajinan, memberikan perhatian khusus pada 

pemeliharaan dan perbaikan jalan rusak dan rusak berat agar beralih ke kategori 

sedang dan baik, serta memperkuat keterhubungan jalan Malinau dengan 

kawasan perbatasan (misalnya jalan MalinauðLong Nawang) untuk memperkuat 

konektivitas dan perekonomian daerah perbatasan. Infrastruktur jalan yang 

lebih mantap pada tahun 2025 akan menjadi katalis penting bagi percepatan 

pembangunan desa, penurunan kesenjangan wilayah, dan peningkatan kualitas 

hidup masyarakat di Kabupaten Malinau. 

Tabel II.39 
Panjang Jalan  Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah 

Di Kabupaten Malinau  2023-2025 (km) 
Tingkat Kewenangan 

Pemerintah 
2023 2024 2025 

1. Jalan Negara 21,49 21,49 21,49 

2. Jalan Provinsi 111,82 111,82 111,82 

3. Jalan Kabupaten 1.043,2 1.043,2 1.043,2 

Jumlah 1.043,2 1.043,2 1.043,2 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 
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Tabel II.40 
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan 

di Kabupaten Malinau 2023-2025 (km) 
Jenis Permukaan Jalan 2023 2024 2025 

Aspal 296,58 245,38 335,66 

Kerikil 229,89 284,49 160,24 

Tanah 509,11 505,71 541,75 

Lainnya 7,61 7,61 5,55 

Jumlah 1.043,2 1.043,2 1.043,2 

Sumber : Malinau dalam Angka 2026 

Tabel II.41 
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan 

di Kabupaten Malinau 2023-2025 (km) 
Jenis Permukaan 2023 2024 2025 

Baik 215,91 238,41 291,45 

Sedang 43,6 37,47 24,57 

Rusak 28,63 22,55 4,09 

Rusak Berat 755,06 744,76 723,08 

Jumlah 1.043,2 1.043,2 1.043,2 

Sumber : Malinau dalam Angka 2026 

(5) Perumahan dan Permukiman 

Upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam meningkatkan kualitas 

tempat tinggal masyarakat ditunjukkan melalui program perbaikan Rumah 

Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini merupakan bagian dari agenda strategis 

untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta 

mendukung pemenuhan hak atas hunian yang layak. 

Berdasarkan data yang tersedia, selama kurun waktu 2020 hingga 2024, 

capaian pengurangan jumlah unit RTLH menunjukkan dinamika yang cukup 

fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian penanganan RTLH cukup tinggi yakni 

sebesar 7,50 persen, menandakan adanya komitmen dan alokasi program yang 

kuat di awal periode. Namun, pada tahun 2021, capaian mengalami penurunan 

menjadi 3,31 persen, dan bahkan tidak ada penanganan yang tercatat pada 

tahun 2022, yang mengindikasikan kemungkinan terhambatnya program akibat 

kendala teknis, pembiayaan, atau dampak pandemi. 

Grafik II.16 
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2024 

 
Sumber : Dinas PUPR dan Perkim, 2021-2024 
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Pemulihan upaya penanganan mulai terlihat kembali pada tahun 2023 

dengan capaian sebesar 2,36 persen, dan sedikit menurun menjadi 2,30 persen 

pada tahun 2024. Meskipun tren setelah 2022 menunjukkan pemulihan, angka 

capaian relatif lebih rendah dibanding awal periode, menunjukkan perlunya 

penguatan konsistensi program perbaikan RTLH ke depan. 

Secara keseluruhan, capaian pengurangan unit RTLH selama lima tahun 

terakhir mencerminkan adanya langkah awal yang kuat namun belum diiringi 

kesinambungan program yang optimal. Oleh karena itu, pada periode mendatang 

dibutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi, sinergi dengan program bantuan 

perumahan dari pemerintah pusat dan provinsi, serta dukungan pembiayaan 

alternatif untuk mempercepat pengurangan RTLH secara berkelanjutan di 

Kabupaten Malinau. 

(6) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

Tetap perlu adanya kewaspadaan di Kabupaten Malinau terkait keamanan, 

mengingat terjadinya penurunan angka kriminalitas yang tertangani dimana 

pada tahun 2023 menurun menjadi 78,53 persen setelah pada tahun 

sebelumnya mencapai 95,38 persen, sehingga dengan adanya kewaspadaan 

membuat angka kriminalitas yang tertangani alami kenaikan dari 90,40 persen 

pada tahun 2024 menjadi 94,31 persen pada tahun 2025 

Tabel II.42 
Kondisi Keamanan dan Ketertiban 

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

No Indikator Kinerja Satuan 
Capaian Kinerja 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Angka Kriminalitas yang Tertangani % 90,77 95,38 78,53 90,40 94,31 

2 Persentase Penegakan Perda % 100 100 100 100 100 

3 
Persentase Gangguan Trantibum  

yang dapat diselesaikan 
% 100 100 100 100 100 

Sumber : Satpol PP Kabupaten Malinau, 2026 

Selanjutnya tolak ukur kinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah 

maupun Persentase Gangguan Trantibum  yang dapat diselesaikan mencapai 

100 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan 

bahwa perhatian pemerintah dalam menjaga kondusivitas wilayah menjadi perlu 

guna menciptakan kemakmuran masyarakat, khususnya rasa toleransi dan 

kerukunan pada seluruh suku dan golongan. 

(7) Tenaga Kerja 

Jumlah tenaga kerja baik lakiȤlaki maupun perempuan meningkat pada 

tahun 2025, namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga meningkat 

menjadi 3,42 persen, menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja lebih rendah 

dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja, terutama angkatan kerja 

perempuan. Secara angka, pengangguran perempuan pada tahun 2025 tercatat 

sebesar 731 orang dengan TPT perempuan mencapai 3,72 persen, lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2024 sebesar 2,26 persen, sedangkan TPT lakiȤlaki justru 

mengalami penurunan dari 3,59 persen menjadi 3,23 persen. 

Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada 

tahun 2025 cukup signifikan, yakni naik sekitar 5,90 poin sehingga TPAK 
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perempuan mencapai kurang lebih 63,74 persen, menunjukkan semakin banyak 

perempuan Malinau yang aktif masuk ke pasar kerja, baik bekerja maupun 

sedang mencari pekerjaan. Namun, kenaikan angkatan kerja perempuan 

tersebut belum sepenuhnya terserap oleh lapangan kerja yang tersedia sehingga 

menyumbang peningkatan angka pengangguran perempuan dan mendorong 

kenaikan TPT secara keseluruhan, sementara pengangguran laki-laki cenderung 

menurun. 

Tabel II.43 
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan 

Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau 
Tahun 2025 

Kegiatan Utama 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki Perempuan 
Laki-Laki + 

Perempuan 

I. Angkatan Kerja 31.118 19.661 50.779 

1. Bekerja 30.114 18.930 49.044 

2. Pengangguran Terbuka 1.004 731 1.735 

II. Bukan Angkatan Kerja 4.393 11.186 15.579 

1. Sekolah - - - 

2. Mengurus Rumah Tangga - - - 

3. Lainnya - - - 

Jumlah 35.511 30.847 66.358 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 

Tabel II.44 

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang bekerja Selama Seminggu yang 
lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin 

di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

Status Pekerjaan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Berusaha Sendiri 3.121 2.206 5.327 

3. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh 

tidak dibayar 
6.489 3.188 9.677 

4. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh 

dibayar 
647 368 1.015 

Buruh/Karyawan/Pegawai 13.694 6.367 20.061 

4. Pekerjaan Bebas 1.842 568 2.410 

5. Pekerja Keluarga/tidak dibayar 4.321 6.233 10.554 

Jumlah 30.114 18.930 49.044 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 

Tabel II.45 

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di 
Kabupaten Malinau Tahun 2023 dan 2024 

Indikator Ketenagakerjaan 2024 2025 Perubahan (Poin) 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,10 3,42 +0,32 

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 73,23 76,52 +3,29 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 

(8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Pengarusutamaan gender merupakan langkah penting untuk mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang 



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-42 

berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat tercapai apabila perempuan 

dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan 

sosial. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan 

untuk mengukur kesetaraan gender di suatu wilayah atau negara. IPG mencakup 

beberapa dimensi utama, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi 

ekonomi. Di Kabupaten Malinau, IPG menunjukkan peningkatan yang konsisten 

dari 81,36 pada tahun 2020 menjadi 83,06 pada tahun 2024 dan 84,78 di tahun 

2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kesetaraan gender di 

Kabupaten Malinau. 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi perempuan 

dalam pembangunan. Meskipun IDG menunjukkan peningkatan dari 68,85 pada 

tahun 2020 hingga mencapai 70,11 pada tahun 2021, terdapat sedikit 

penurunan pada tahun 2022 menjadi 69,10 namun meningkat kembali pada 

tahun 2024 menjadi 76,58. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, 

masih ada tantangan dalam memberdayakan perempuan di Kabupaten Malinau. 

Ketimpangan gender dalam pembangunan dapat menghambat pencapaian 

potensi pembangunan secara optimal. Idealnya, penduduk laki-laki dan 

perempuan memiliki akses yang sama dalam berkontribusi terhadap 

pembangunan, mengendalikan sumber daya pembangunan, dan mendapatkan 

manfaat dari pembangunan secara adil dan setara. Indeks Ketimpangan Gender 

(IKG) mengukur kerugian dari pencapaian pembangunan manusia akibat 

ketidaksetaraan gender, yang mencakup aspek kesehatan, pemberdayaan, dan 

akses pasar tenaga kerja. Di Kabupaten Malinau, IKG menurun dari 0,515 pada 

tahun 2021 menjadi 0,511 pada tahun 2022, 0,491 pada tahun 2023 dan 0,480 

dan 0,448 pada tahun 2024 dan tahun 2025. Secara umum ketimpangan gender 

di Kabupaten Malinau menunjukkan tren penurunan. Secara keseluruhan, 

meskipun ada kemajuan dalam beberapa indikator, masih diperlukan upaya 

lebih lanjut untuk meningkatkan kesetaraan dan pemberdayaan gender di 

Kabupaten Malinau. 

Tabel II.46 
Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks 

Ketimpangan Gender Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

Indikator 2021 2022 2023 2024 2025 

Indeks Pembangunan Gender 81,95 82,61 82,86 83,06 84,78 

Indeks Pemberdayaan Gender 70,11 69,10 72,55 76,58 
Belum 

rilis 

Indeks Ketimpangan Gender 0,515 0,511 0,491 0,480 0,448 

Sumber: BPS Kabupaten Malinau, 2026 

Kemudian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebuah 

indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah 

memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang memadai bagi 

mereka. Indeks ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan anak, 

seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, 

eksploitasi, dan diskriminasi, serta partisipasi anak dalam kehidupan sosial dan 

budaya. Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2024, IPA di Kabupaten 

Malinau mencapai 69,02 dimana angka tersebut masih mengindikasikan belum 

optimalnya perlindungan pemerintah terhadap hak-hak anak, kemudian untuk 
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mengevaluasi pemenuhan hak anak dengan Indeks Pemenuhan Hak Anak 

capaian tahun 2024 sebesar 71,10 poin serta untuk memonitor pelaksanaan 

perlindungan khusus anak dengan Indeks Pelindungan Khusus Anak capaian 

tahun 2024 sebesar 78,02 poin. 

(9) Pangan 

Secara umum, capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau 

selama 2021ð2025 memperlihatkan tren yang tidak sepenuhnya stabil. Setelah 

mengalami penurunan pada 2022, IKP membaik pada 2023 dan mencapai titik 

tertinggi pada 2024. Pada 2025, IKP turun menjadi 68,84 poin. Perubahan ini 

perlu diinteretasikan secara hati-hati karena penyusunan IKP 2025 

menggunakan metodologi yang telah dimutakhirkan, sehingga nilai 2025 tidak 

sepenuhnya sebanding dengan tahun sebelumnya dan lebih tepat diperlakukan 

sebagai titik awal evaluasi baru. 

Tabel II.47 

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 
Indikator 2021 2022 2023 2024 2025 

Indeks Ketahanan Pangan (Poin) 70,78 67,25 73,08 74,67 68,84 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, 2026 

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Malinau 

mengalami fluktuasi signifikan sepanjang 2021-2025. Pada tahun 2021, angka 

ini meningkat tajam menjadi 16,35%, kemudian mencapai puncak tertinggi 

sebesar 19,89% pada 2022. Tren membaik mulai terlihat pada 2023 dengan 

penurunan ke 16,64%, dilanjutkan penurunan signifikan menjadi 11,44% pada 

2024, namun mengalami kenaikan kembali menjadi 13,95% pada 2025 akibat 

dampak banjir berulang yang melanda wilayah pada Januari dan Mei 2025.Data 

ini menunjukkan bahwa meskipun intervensi pemerintah daerah berhasil 

menurunkan prevalensi secara substansial pada 2023-2024, kenaikan pada 

2025 yang dipicu bencana alam mengindikasikan kerentanan terhadap 

gangguan cuaca ekstrem. Lonjakan awal periode (2021-2022) dan rebound 2025 

memerlukan analisis mendalam faktor pemicu untuk mencegah risiko serupa, 

sementara upaya perbaikan ketahanan pangan harus diperkuat melalui mitigasi 

bencana dan cadangan pangan berkelanjutan dalam RPJMD. 

Grafik II.17 
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan  

di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

 
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan 2026 
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(10) Lingkungan Hidup 

Kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Malinau tercermin dari 

capaian kinerja lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan. Kinerja 

lingkungan hidup ditunjukkan melalui upaya pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada media air, udara, serta pemenuhan 

persetujuan lingkungan termasuk dokumen AMDAL. Adapun kinerja 

pengelolaan persampahan tercermin dari kegiatan pengumpulan, pengangkutan, 

pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Capaian Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Malinau pada tahun 2025 meningkat 

dibandingkan tahun 2024, yaitu dari 79,33 menjadi 87,24. Peningkatan tersebut 

didukung oleh membaiknya Indeks Kualitas Air (IKA) dari 51,08 menjadi 72,77, 

Indeks Kualitas Udara (IKU) yang relatif stabil meskipun sedikit menurun dari 

94,38 menjadi 93,77, serta Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang tetap berada pada 

angka 100. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan 

hidup di Kabupaten Malinau masih berada pada kategori baik, namun tetap 

memerlukan penguatan pengendalian pencemaran air dan peningkatan 

pengelolaan persampahan secara berkelanjutan. 

Tabel II.48 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 
Indikator 2021 2022 2023 2024 2025 

Indeks Kualitas Air (IKA) 55,83 62,38 62,38 51,08 72,77 

Indeks Kualitas Udara (IKU) 91,15 95,20 96,71 94,38 93,77 

Indeks Kualitas Lahan (IKL) 100 100 100 100 100 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  84,27 83,91 84,52 79,33 87,24 

Sumber: DLHD Kabupaten Malinau, 2026 

Jika ditinjau dari segi administratif, usaha yang dikelola mewajibkan 

pemiliknya untuk memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu persyaratan administratif 

adalah perusahaan harus memiliki persyaratan administrasi dan teknis 

pencegahan dalam pencemaran air maupun udara. Persentase usaha dan/atau 

kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan 

pencemaran air serta persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak 

bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan 

pencemaran udara merupakan dua indikator kinerja lingkungan hidup yang 

berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi 

kewenangan Kabupaten/Kota merupakan salah satu indikator kinerja dalam 

urusan lingkungan hidup. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting 

suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan. Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

menyebutkan bahwa dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan 

pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dan izin lingkungan. 

Kabupaten Malinau juga turut  berupaya  dalam  memberikan ruang gerak 

kepada masyarakat untuk beraktivitas, bersosialisasi dan saling berinteraksi 

dalam bentuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Definisi RTH pada 
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dasarnya merupakan kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi 

oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan 

atau sarana lingkungan/kota dan atau pengamanan jaringan prasarana dan 

atau budidaya pertanian. Penyediaan RTH berdasarkan Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30 persen dari seluruh 

luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20 persen peruntukan RTH yang bersifat 

publik dan 10 persen diantaranya bersifat privat. Adapun dari pemanfaatan 

ruang mencapai 8,31 persentase pemanfaatan ruang di Kabupaten Malinau 

Tabel II.49 

Persentase Pemanfaatan Ruang Kabupaten Malinau Tahun 2018-2022 
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 

Persentase Pemanfaatan Ruang 8,23 8,23 8,23 8,31 8,31 

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Malinau, 2024 

(11) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses 

terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, 

aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta 

penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Peningkatan jumlah 

Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun di Kabupaten Malinau memiliki 109 

desa, dimana pada tahun 2025 sebanyak 29 desa berstatus desa mandiri 

sehingga persentase desa Mandiri di Kabupaten Malinau mencapai 26,61 persen. 

Kemudian status desa Maju di Kabupaten Malinau sebanyak 31 desa, sehingga 

persentase desa Maju sebesar 28,44 persen dan status Desa Berkembang 

sebanyak 49 desa dengan persentase 44,95 persen. 

(12) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Malinau merupakan salah satu 

indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan keluarga dalam 

meningkatkan kualitas hidup keluarga sebagai unit dasar masyarakat. 

Pembangunan keluarga diarahkan pada penguatan aspek kesehatan, 

pendidikan, ekonomi, serta ketahanan dan keharmonisan hubungan 

antaranggotanya. Melalui pengembangan layanan kesehatan keluarga, 

pendidikan anak, penguatan ekonomi produktif, dan peningkatan peran 

keluarga dalam pengasuhan serta pengambilan keputusan, diharapkan tercipta 

keluarga yang sejahtera, mandiri, dan tangguh. Capaian Indeks Pembangunan 

Keluarga Kabupaten Malinau pada tahun 2023 sebesar 67,37, sedangkan pada 

tahun 2025 sebesar 53,9. Penurunan capaian tersebut mengindikasikan bahwa 

masih terdapat tantangan dalam pemenuhan fungsi keluarga, terutama pada 

aspek kesejahteraan, ketahanan, dan kualitas interaksi antaranggota keluarga. 

Kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh belum meratanya akses layanan 

pendukung keluarga, keterbatasan pemberdayaan ekonomi keluarga, serta 

perlunya penguatan program intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan. 

(13) Perhubungan 

Perhubungan udara di Kabupaten Malinau semakin penting sebagai tulang 

punggung konektivitas di wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan banyak 

kabupaten/kota, serta bermedan perbukitan, hutan, dan sungai yang sulit 

dijangkau darat. Berdasarkan òMalinau dalam Angka 2026ó yang 

menggambarkan kondisi 2025, pergerakan penerbangan dan jumlah penumpang 
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di Bandara Kolonel RA Bessing Malinau menunjukkan peningkatan 

dibandingkan tahunȤtahun sebelumnya, sejalan dengan pulihnya aktivitas 

perekonomian dan pemerintahan pasca pandemi. Peningkatan ini juga didukung 

oleh pertumbuhan ekonomi Malinau sekitar 3,56 persen pada 2025 dan PDRB 

per kapita di atas 210 juta per tahun, yang meningkatkan kebutuhan mobilitas 

manusia dan barang.Namun, tantangan konektivitas Malinau masih besar 

karena wilayah yang luas, medan sulit, dan infrastruktur jalan darat yang 

terbatas membuat banyak desa sangat bergantung pada akses udara. Rute 

penerbangan komersial yang terbatas, kapasitas pesawat yang kecil, serta biaya 

tiket yang relatif tinggi menjadi hambatan bagi masyarakat umum. 

Ketergantungan pada sektor pertambangan juga membuat kebutuhan 

perjalanan dan barang fluktuatif, sehingga jaringan penerbangan perlu diperkuat 

melalui peningkatan frekuensi rute, optimalisasi fungsi bandara sebagai simpul 

konektivitas kawasan perbatasan, dan integrasi antara moda udara, darat, dan 

perairan. Dengan demikian, perhubungan udara dapat menjadi kunci 

memperkecil kesenjangan ruang dan mendukung percepatan pembangunan di 

wilayah yang sangat luas dan bermedan sulit. 

Tabel II.50 

Lalu Lintas Udara di Bandara menurut Bulan 
di Kabupaten Malinau, Tahun 2025 

Bulan 
Penerbangan Penumpang 

Datang Berangkat Datang Berangkat 

Januari 127 102 1.130 1.054 

Februari 176 148 1.394 1.235 

Maret 178 156 1.278 1.243 

April 167 154 1.270 1.640 

Mei 182 168 1.480 2.907 

Juni 176 165 1.367 5.339 

Juli 192 341 1.534 1.584 

Agustus 206 195 1.493 1.254 

September 198 184 1.093 1.631 

Oktober 216 193 1.781 1.623 

November 202 197 1.551 1.374 

Desember 184 175 1.349 1.246 

Total Tahun 2025 2.204 2.178 16.720 22.130 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 

Selain transportasi udara, peningkatan volume penumpang juga terjadi 

pada transportasi laut yaitu speed boat. Dapat dilihat pada tabel di bawah, 

jumlah penumpang sepanjang tahun 2025 meningkat sebesar 6,04 persen 

dibanding tahun 2024. 

Tabel II.51 
Jumlah Penumpang Speed Boat menurut Bulan di Kabupaten Malinau, 

Tahun 2021-2025 

Bulan 2021 2022 2023 2024 2025 

Januari 3.727 7.833 3.727 11.947 13.348 

Februari 3.926 6.400 3.933 10.014 11.136 

Maret 4.731 6.908 4.731 14.545 12.892 

April 5.001 7.514 5.001 14.379 16.594 

Mei 4.663 9.716 4.663 11.818 12.369 

Juni 7.778 9.335 7.733 14.025 14.680 
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Bulan 2021 2022 2023 2024 2025 

Juli  2.654 10.498 3.806 15.129 15.919 

Agustus 5.029 9.906 2.654 12.854 12.170 

September 6.161 8.148 5.029 12.119 13.428 

Oktober 7.560 8.778 6.161 13.034 14.316 

November 8.096 9.185 7.560 12.677 13.263 

Desember 3.806 8.096 8.096 13.950 15.825 

Jumlah 63.132 102.317 63.094 156.491 165.940 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2025 dan 2026 

Jumlah angkutan yang layak jalan di Kabupaten Malinau mengalami 

fluktuasi namun cenderung meningkat dalam periode 2021ð2025. Pada tahun 

2021 tercatat sebanyak 1.983 unit angkutan, jumlah yang sama juga tercatat 

pada tahun 2022. Pada 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi 964 unit, 

namun kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 2.989 unit, dan 

sedikit menurun pada tahun 2025 menjadi 2.297 unit. 

Jenis angkutan didominasi oleh mobil penumpang dan mobil barang bukan 

umum. Pada tahun 2021ð2022, mobil penumpang tercatat sebanyak 97 unit dan 

mobil barang bukan umum sebanyak 1.629 unit. Pada tahun 2023, data mobil 

penumpang tidak tersedia, sedangkan mobil barang bukan umum sebanyak 874 

unit. Pada tahun 2024, mobil penumpang melonjak menjadi 1.658 unit, 

sementara mobil barang bukan umum mencapai 1.012 unit, dan pada tahun 

2025 mobil penumpang menurun menjadi 1.340 unit, sedangkan mobil barang 

bukan umum sebanyak 737 unit.Tantangan yang harus diatasi terkait dengan 

peningkatan jumlah angkutan ini adalah pembangunan jalan yang memadai, 

penataan lalu lintas, serta penyediaan dan pemeliharaan rambuȤrambu lalu 

lintas agar dapat menjamin keselamatan dan kelancaran arus transportasi di 

Kabupaten Malinau. 

Tabel II.52 
Jumlah Angkutan yang Layak Jalan menurut Jenis Kendaraan 

di Kabupaten Malinau 2021-2025 

Jenis Angkutan 2021 2022 2023 2024 2025 

Mobil Penumpang 97 97 - 1.658 1.340 

Mobil Barang 168 168 - 146 42 

Mobil Barang Bukan Umum 1.629 1.629 874 1.012 737 

Mobil barang dinas 56 56 57 140 156 

Mobil Bus Umum 14 14 14 - - 

Mobil Bus Bukan Umum 6 6 6 7 10 

Mobil Bus Dinas 2 2 2 15 12 

Kendaraan Khusus Bukan Umum 8 8 8 8 - 

Kendaraan Khusus Dinas 3 3 3 3 - 

Jumlah 1.983 1.983 964 2.989 2.297 

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2025 dan 2026 

Tabel II.53 

Jumlah Kendaraan Bermotor yang Teregister menurut Jenis Kendaraan di 
Kabupaten Malinau Tahun 2025 

Jenis Angkutan 2025 

Mobil Penumpang 1.340 

Bus 22 

Mobil Beban - 

Sepeda Motor 7.610 

Jumlah 8.972 

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2026 
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(14) Komunikasi dan Informatika 

Komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan yang 

memiliki peran strategis dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Malinau, 

khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan 

berbasis data, serta mendorong pembangunan inklusif hingga ke wilayah teencil. 

Di tengah wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan banyak daerah, dan 

memiliki banyak desa teencil, layanan informasi dan teknologi komunikasi 

menjadi tulang punggung dalam menghubungkan pemerintah, masyarakat, dan 

dunia usaha. Dalam kerangka program inovasi daerah, urusan ini mencakup 

pengelolaan informasi publik yang terbuka, penguatan infrastruktur 

telekomunikasi, pengembangan layanan penyiaran, pembangunan ekosistem 

digital teadu, serta perlindungan keamanan dan privasi data dalam tata kelola 

pemerintahan. 

Dalam konteks pembangunan daerah, komunikasi dan informatika menjadi 

fondasi penting untuk mendukung kelima program inovasi daerah Malinau, 

seperti òSmart Government (SAGET)ó, òDesa Sarjanaó, òWajib Belajar Malinau 

Majuó, dan program-program desa digital, serta penguatan pelayanan publik 

berbasis data. Penerapan Portal Satu Data, SAGET, dan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik mempercepat transformasi birokrasi, meningkatkan literasi 

digital aparatur dan masyarakat, serta memperluas akses informasi di desaȤdesa 

teencil. Konektivitas digital juga menjadi instrumen pendukung dalam 

pengambilan keputusan perencanaan pembangunan, pengelolaan data 

penduduk, pelayanan administrasi kependudukan, serta penguatan partisipasi 

masyarakat melalui kanal informasi yang terbuka dan terukur. 

Pencapaian digitalisasi di Kabupaten Malinau terlihat dari kinerja lapangan 

usaha informasi dan komunikasi dalam PDRB, yang meskipun kontribusinya 

terhadap struktur ekonomi masih relatif kecil dan fluktuatif, namun 

pertumbuhannya cukup signifikan bahkan pada saat pertumbuhan ekonomi 

Malinau secara umum mengalami perlambatan atau kontraksi akibat pandemi 

COVIDȤ19. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan berbasis informasi, 

telekomunikasi, dan aplikasi digital justru menjadi pendorong penting 

keberlangsungan aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan sosial. Dengan 

demikian, komunikasi dan informatika tidak hanya selaras dengan misi Malinau 

dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan sumber daya manusia yang 

unggul, tetapi juga menjadi pilar kunci dalam mewujudkan pembangunan 

berbasis inovasi, data, dan keterhubungan digital di seluruh wilayah Kabupaten 

Malinau. 

Tabel II.54 

Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan 
Komunikasi di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

Pertumbuhan Ekonomi 

Informasi dan Komunikasi 
(%) 

8,87 8,01 3,95 8,72 3,49 

Kontribusi PDRB Kategori 

Informasi dan Komunikasi 
(%) 

0,37 0,31 0,31 0,36 0,37 

Sumber:  Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2026 

*angka sementara  ** angka sangat sementara 
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(15) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi 

kerakyatan di Kabupaten Malinau. Pemerintah daerah terus mendorong 

penguatan kelembagaan koperasi agar mampu menjadi wadah ekonomi yang 

sehat, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus beeran aktif dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan. 

Selama periode 2022ð2025, data jumlah koperasi aktif di Kabupaten 

Malinau menunjukkan tren peningkatan yang nyata. Pada tahun 2022 tercatat 

sebanyak 98 koperasi aktif, meningkat menjadi 100 unit pada tahun 2023, 101 

unit pada tahun 2024, dan melonjak menjadi 213 unit pada tahun 2025. 

Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas tata kelola koperasi, 

bertambahnya koperasi aktif, pelaporan keuangan yang lebih tertib, serta 

peningkatan daya saing koperasi dalam menjalankan usaha produktif. 

Pada tahun 2024 terdapat 101 koperasi aktif di Kabupaten Malinau, dan 

sekitar 65,3 persen di antaranya berada di Kecamatan Malinau Utara, Malinau 

Barat, dan Malinau Kota. Pada tahun 2025, jumlah koperasi aktif mencapai 213 

unit, dengan penambahan koperasi merah putih yang mencapai 108 koperasi, 

terutama tersebar di Kecamatan Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Kota, 

serta beberapa kecamatan di wilayah perbatasan dan pedalaman seperti Malinau 

Selatan, Mentarang, Pujungan, dan Kayan Hulu. 

Pentingnya peningkatan jumlah koperasi di Kabupaten Malinau terletak 

pada kemampuannya untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan 

perekonomian, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan. Koperasi 

menjadi wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperluas akses 

pembiayaan, menyerap tenaga kerja lokal, serta memperkuat rantai pasok lokal 

dalam rangka diversifikasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.  

Tabel II.55 
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan 

di Kabupaten Malinau Tahun 2022-2025 
Kecamatan 2022 2023 2024 2025 

1. Sungai Boh 6 6 4 12 

2. Kayan Selatan 4 4 4 8 

3. Kayan Hulu 1 1 1 6 

4. Kayan Hilir 4 4 4 9 

5. Pujungan 3 3 3 12 

6. Bahau Hulu 1 1 1 8 

7. Sungai Tubu - - - 5 

8. Malinau Selatan Hulu 1 1 1 9 

9. Malinau Selatan 7 7 7 16 

10. Malinau Selatan Hilir 4 4 4 11 

11. Mentarang 5 5 5 11 

12. Mentarang Hulu 1 1 1 11 

13. Malinau Utara 15 16 16 29 

14. Malinau Barat 16 16 16 26 

15. Malinau Kota 30 31 34 40 

Jumlah 98 100 101 213 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 
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Grafik II.18 
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi 

di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

 
Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 

(16) Penanaman Modal 

Investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan daerah. 

Pemerintah Kabupaten Malinau terus berupaya menciptakan iklim investasi 

yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, promosi potensi daerah, serta 

penguatan infrastruktur penunjang kegiatan usaha. 

Berdasarkan data tahun 2021ð2025, tren peningkatan investasi di 

Kabupaten Malinau menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2021, 

pertumbuhan investasi melonjak tajam mencapai 241,53 persen, sebagai hasil 

dari masuknya investasi strategis dan pulihnya sektor pertambangan serta 

perkebunan. Tahun 2022 masih menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 

127,56 persen, menandakan keberlanjutan ekspansi usaha. Pada tahun 2023, 

pertumbuhan melambat menjadi 18,11 persen, mengindikasikan penyesuaian 

pasar pasca-lonjakan sebelumnya. Tahun 2024 kembali menguat dengan 

pertumbuhan 76,75 persen, didorong proyek penanaman modal dalam negeri 

dan promosi pemerintah daerah. Sementara itu, tahun 2025 menunjukkan 

pertumbuhan stabil melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 11,76 

persen, yang menyumbang utama pada pertumbuhan ekonomi keseluruhan 3,56 

persen, dengan realisasi investasi lokal mencapai 168 miliar pada triwulan I. 

Peningkatan pada 2025 didukung sektor sekunder seperti industri dan 

konstruksi yang tumbuh hingga 18,92 persen, serta kontribusi pertambangan 

mencapai 52,97 persen terhadap PDRB 18,84 triliun. Secara keseluruhan, tren 

lima tahunan ini menunjukkan daya tarik investasi Malinau yang kuat meski 

fluktuatif. Ke depan, konsistensi dalam menciptakan kepastian hukum, 

penyediaan infrastruktur pendukung, serta fasilitasi kemitraan usaha menjadi 

kunci untuk menjaga pertumbuhan investasi yang sehat, inklusif, dan 

berkelanjutan di Malinau. 



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-51 

(17) Statistik 

Pembangunan statistik menjadi pondasi krusial dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RPJPD Kabupaten Malinau 2025-2045 

dan RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029 yang berbasis bukti. Statistik yang 

akurat, terkini, dan mudah diakses memungkinkan pemerintah daerah 

merumuskan kebijakan tepat sasaran, mengukur kinerja lima program inovasi 

utama seperti SAGET, Wajib Belajar Malinau Maju, Desa Sarjana Unggul, 

Pertanian Sehat (PESAT), serta Milenial Mandiri, serta mengidentifikasi isu 

prioritas seperti pemerataan pembangunan wilayah selatan dan pengelolaan 

sumber daya alam. 

Di tengah transformasi digital, statistik Malinau tidak hanya berfungsi 

sebagai instrumen teknis, melainkan alat strategis untuk membangun 

kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta mewujudkan tata 

kelola yang transparan dan akuntabel sesuai visi RPJMD Kabupaten Malinau 

Tahun 2025-2029. Melalui program Satu Data Indonesia, serta laporan kinerja, 

sambil mengatasi tantangan geografis teencil dan ketergantungan ekonomi pada 

komoditas primer. 

Oleh karena itu, investasi dalam sistem statistik Malinauñtermasuk 

penguatan BPS lokal, pelatihan SDM literasi data, dan infrastruktur digitalñ

menjadi langkah fundamental untuk mempercepat transformasi digital melalui 

SAGET, memastikan pembangunan inklusif yang berkeadilan bagi masyarakat 

adat dan pedesaan, serta mendukung enam misi besar RPJMD guna 

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan Kegiatan 

Penyelenggaraan  Statistik Sektoral lingkup kabupaten. Kegiatan ini berupa 

Pengumpulan, Pemeriksaan dan Publikasi Data Statistik melalui portal SATU 

DATA MALINAU (data.malinau.go.id) serta melaksanakan Forum Data Satu Data 

Kabupaten Malinau yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 050 

Tahun 2024 dan peraturan Bupati Malinau Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau sebagai wadah 

koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara Satu Data Malinau. Kegiatan ini 

bertujuan untuk menyediakan data dan informasi hasil pembangunan guna 

perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah melalui Satu 

Data Malinau serta mendukung Pengambilan Kebijakan Pimpinan. 

(18) Kebudayaan 

Pembangunan kebudayaan merupakan upaya untuk memperkuat, 

melestarikan, dan mempromosikan warisan budaya yang kaya dan beragam di 

Kabupaten Malinau, meliputi seni, tradisi Dayak, bahasa lokal, agama, adat 

istiadat, serta pengetahuan tradisional masyarakat adat. Pembangunan ini 

menjadi bagian integral dari visi RPJMD 2025-2029 "Malinau Maju, Mandiri, dan 

Sejahtera", di mana Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dirumuskan sebagai 

rapor utama untuk mengukur kemajuan budaya daerah. 

Adapun capaian IPK di Kabupaten Malinau merujuk pada IPK Provinsi 

Kalimantan Utara mengalami tren peningkatan secara keseluruhan selama 

2021ð2025, dari 50,08 pada tahun 2021 menjadi 56,25 pada tahun 2025, 

meskipun fluktuatif akibat tantangan pandemi awal dan pemulihan pasca-2022. 

Secara rinci, IPK tercatat 50,08 (2021) akibat kontraksi kegiatan budaya, pulih 

menjadi 52,94 (2022), naik ke 54,12 (2023), mencapai 55,40 (2024), dan menguat 

pada 56,25 (2025) didorong program pelestarian seperti festival IRAU dan 
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integrasi budaya dalam lima inovasi daerah. Peningkatan ini mencerminkan 

komitmen pemerintah daerah dalam melindungi 109 desa, mendukung kesenian 

lokal melalui Disdikbudpora, serta mengintegrasikan dimensi budaya dalam 

transformasi digital SAGET, sehingga memperkuat identitas Malinau sebagai 

kawasan konservasi budaya yang berkelanjutan. 

(19) Perpustakaan 

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Malinau 

menunjukkan dinamika perubahan yang cukup tajam selama periode 2022ð

2025, terutama akibat penyesuaian metode pengukuran pada tahun-tahun 

akhir. Pada tahun 2022, IPLM tercatat sebesar 73,77, yang menjadi capaian 

tertinggi dalam periode ini, menunjukkan percepatan akses literasi, peningkatan 

kunjungan peustakaan, dan keterlibatan aktif masyarakat setelah pelonggaran 

pembatasan pandemi. 

Pada tahun 2023, IPLM mengalami penurunan menjadi 67,67 akibat 

penyesuaian indikator dan perbaikan kualitas data, meskipun kegiatan literasi 

secara faktual terus berkembang melalui program pelatihan petugas peustakaan 

desa dan gerakan gemar membaca. Tren kemudian kembali menguat dengan 

capaian 65,35 pada tahun 2024, yang didukung penguatan jaringan literasi di 

desa, peningkatan partisipasi komunitas, serta integrasi program literasi dalam 

lingkungan sekolah dan OPD terkait. 

Pada tahun 2025, IPLM tercatat sebesar 6,34, yang secara nilai sangat 

menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan 

mencerminkan kemerosotan literasi, melainkan dampak perubahan metode 

pengukuran dan skala perhitungan IPLM, di mana bobot indikator disesuaikan 

sesuai pedoman baru, sehingga nilai indeks menjadi lebih rendah secara 

numerik. Secara substansi, akses literasi, kegiatan membaca, dan penguatan 

ekosistem literasi di Kabupaten Malinau-termasuk perluasan akses baca digital 

di 109 desa dan integrasi dalam transformasi digital SAGET-tetap mengalami 

peningkatan dan semakin terstruktur. 

Capaian ini menunjukkan Pemda Malinau semakin berhasil membangun 

fondasi literasi kuat melalui integrasi Satu Data Indonesia, pelibatan komunitas 

adat, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses belajar 

inklusif bagi masyarakat pedesaan. 

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 

(1) Pertanian 

Sebagai kabupaten dengan wilayah terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, 

Kabupaten Malinau memiliki Potensi untuk mengembangkan sektor pertanian. 

5 (lima) komoditas sayur dan buah-buahan terbesar sepanjang tahun 2025 

adalah semangka sebanyak 8.800 kuintal, kemudian sawi sebanyak 7.400 

kuintal disusul melon, kacang panjang dan kubis sebanyak 5.510 kuintal, 4.665 

kuintal dan 3.600 kintal. 

Selanjutnya dari sektor perkebunan Rakyat di Kabupaten Malinau 

didominasi tanaman Kelapa Sawit dimana setiap tahunnya produksi terus 

meningkat hingga tahun 2023 mencapai 4.788 Ton dengan luas areal tanam 

3.118,3 hektar. Melihat perkembangan sektor pertanian perkebunan di 

Kabupaten Malinau kedepan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk 
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meningkatkan produksi  guna menopang  pertumbuhan perekonomian hingga 

berdampak pada peningkatan pendapat asli daerah. 

Tabel II.56 
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis 

Tanaman (ha) di Kabupaten Malinau Tahun 2022-2025 
Jenis Tanaman 2022 2023 2024 2025* 

Sayuran dan buah-buahan     

1. Bawang Daun 8 3 7 2 

2. Bawang Merah 0 1 0 0 

3. Bawang Putih 0 0 0 0 

4. Bayam 17 12 39,6 19 

5. Buncis 0 0 8,4 0 

6. Cabai Besar (Group) 16 14 7,3 9 

7. Cabai Besar/ TW / Teropong 13 10 3,8 7 

8. Cabai Keriting 3 4 3,5 2 

9. Cabai Rawit 49 38 30,8 38 

10. Jamur (Group) 0 0 0 0 

11. Jamur Lainnya 0 0 0 0 

12. Jamur Merang 0 0 0 0 

13. Jamur Tiram 0 0 0 0 

14. Kacang Merah 6 13 28,3 14 

15. Kacang Panjang 9 14 32,1 12 

16. Kangkung 0 0 0 0 

17. Kembang Kol 0 0 0 0 

18. Kentang 0 0 0 0 

19. Kubis 1 5 8,2 6 

20. Labu Kuning/Waluh 0 1 5,4 1 

21. Labu Siam 7 10 20 10 

22. Lobak 0 0 0 0 

23. Melon 23 15 41 29 

24. Mentimun 4 4 9 10 

25. Paprika 0 0 0 0 

26. Petsai/Sawi 12 11 22,2 12 

27. Semangka 10 14 19,1 15 

28. Stroberi 0 0 0 0 

29. Terung 8 3 7 2 

30. Tomat 0 1 0 0 

31. Wortel 0 0 0 0 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, 2026 

Tabel II.57 
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis 

Tanaman (Kuintal) di Kabupaten Malinau Tahun 2022-2025 
Jenis Tanaman 2022 2023 2024 2025 

Sayuran     

1. Bawang Daun 40 15 35 10 

2. Bawang Merah 0 5 0 0 

3. Bawang Putih 0 0 0 0 

4. Bayam 850 700 1.409,40 1.550,00 

5. Buncis 0 0 252 0 

6. Cabai Besar (Group) 2.240,00 3.600,00 401 290 

7. Cabai Besar/ TW / Teropong 1.840,00 2.560,00 210 270 

8. Cabai Keriting 400 1.040,00 191 20 

9. Cabai Rawit 9.200,00 9.920,00 2.029,40 2.369,00 

10. Jamur (Group) 0 0 0 0 

11. Jamur Lainnya 0 0 0 0 

12. Jamur Merang 0 0 0 0 

13. Jamur Tiram 0 0 0 0 

14. Kacang Merah 99 270 722,8 360 

15. Kacang Panjang 1.500,00 2.718,00 4.997,00 4.665,00 

16. Kangkung 0 0 0 0 
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Jenis Tanaman 2022 2023 2024 2025 

17. Kembang Kol 0 0 0 0 

18. Kentang 0 0 0 0 

19. Kubis 300 3.000,00 3.801,00 3.600,00 

20. Labu Kuning/Waluh 0 200 508 200 

21. Labu Siam 1.200,00 2.300,00 2.815,50 2.600,00 

22. Lobak 0 0 0 0 

23. Melon 4.370,00 2.850,00 4.720,00 5.510,00 

24. Mentimun 800 800 920 2.000,00 

25. Paprika 0 0 0 0 

26. Petsai/Sawi 4.800,00 4.600,00 7.023,90 7.400,00 

27. Semangka 3.800,00 6.200,00 8.430,00 8.800,00 

28. Stroberi 0 15 0 0 

29. Terung 40 5 35 10 

30. Tomat 0 0 0 0 

31. Wortel 0 700 0 0 

Sumber : Dinas Pertanian, 2026 

Tabel II.58 

Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (ha)  di 
Kabupaten Malinau Tahun 2022-2025 

Jenis Tanaman 2022 2023 2024 2025 

Tanaman Tahunan     

1. Karet 2.218,70 259,31 1.606,90 118,6 

2. Kelapa Sawit 1.707,40 2.884,65 3.084,70 3.118,3 

3. Kopi 554,40 501,0 413,70 19,1 

4. Kakao 506,20 450,00 481,20 283 

5. Lada 137,25 11,8 124,03 13,98 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, 2026 

Tabel II.59 

Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (Ton) di  
Kabupaten Malinau Tahun 2022-2025 

Jenis Tanaman 2022 2023 2024 2025 

Tanaman Tahunan     

1. Karet 256,20 955 645,96 646,0 

2. Kelapa Sawit 4.208,30 4.717,30 4.780,5 4.788,0 

3. Kopi 83,90 38,30 45,00 45,50 

4. Kakao 61,38 68,10 45,10 46,10 

5. Lada 10 11,79 11,84 11,90 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, 2026 

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Malinau terus diutamakan 

dalam pembangunan perekonomian daerah, sejalan dengan prioritas RPJMD 

2025-2029 melalui program Pertanian Sehat (PESAT). Pendekatan ini mendorong 

pertumbuhan ekonomi tinggi sambil menjaga keberlanjutan daya dukung 

lingkungan, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang 

menjadi tulang punggung ekonomi lokal. 

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Malinau 

mengalami fluktuasi pada 2021 (pertumbuhan 2,7 persen) dan 2022 (1,76 

persen) akibat dampak pandemi COVID-19 serta wabah ternak babi, dengan 

kontribusi PDRB menurun dari 11,00 persen menjadi 8,40 persen. Pemulihan 

terjadi pada 2023 dengan pertumbuhan 2,14 persen dan kontribusi 8,51 persen, 

menguat pada 2024 menjadi 3,8 persen (kontribusi 9,32 persen), serta stabil 

pada 2025 dengan pertumbuhan 2,07 persen dan kontribusi 9,37 persen, 

menandakan ketahanan ekonomi lokal yang semakin menguat. 
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Pembangunan berkelanjutan ini menjaga keseimbangan pemanfaatan 

sumber daya alam dan pelestariannya melalui praktik agroforestry, sertifikasi 

berkelanjutan, serta integrasi dengan transformasi digital SAGET untuk 

monitoring lingkungan real-time di 109 desa, sehingga mendukung ekonomi 

inklusif bagi masyarakat adat. 

Tabel II.60 
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 
Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

Pertumbuhan Ekonomi 

Kategori Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan 

(%) 

2,7 1,76 2,14 3,8 2,07 

Kontribusi PDRB Kategori 

Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan (%) 

11,00 8,40 8,51 9,32 9,37 

Sumber: Malinau Dalam Angka 2026  
*angka sementara  ** angka sangat sementara 

Dalam kerangka ekonomi biru, Kabupaten Malinau perlu memperkuat 

strategi konservasi sungai-sungai di Malinau sebagai sumber daya perairan 

utama yang mendukung budidaya ikan air tawar seperti patin dan nila, sejalan 

dengan program Pertanian Sehat (PESAT) dalam RPJMD 2025-2029. Strategi ini 

mencakup penetapan kawasan perlindungan habitat ikan lokal di hulu Sungai 

Kayan, pembatasan aktivitas tambang liar dan pencemaran yang merusak 

kualitas air, serta rehabilitasi ekosistem bantaran sungai melalui penanaman 

vegetasi riparian di 109 desa. 

Penguatan peran masyarakat adat Dayak melalui edukasi pengelolaan 

berkelanjutan dan pelibatan dalam patroli sungai menjadi langkah krusial, 

didukung monitoring digital via SAGET Dinas Komunikasi dan Informatika untuk 

deteksi dini ancaman degradasi. Integrasi dengan ekowisata sungai berbasis 

komunitas-like tubing tradisional dan wisata budidaya ikanñtidak hanya 

melestarikan lingkungan tetapi juga menciptakan pendapatan alternatif bagi 

warga Desa Mara I dan sekitarnya. 

Pendekatan ini memperkokoh sektor perikanan dalam ketahanan pangan, 

dengan kontribusi stabil 0,28 persen terhadap PDRB 2025, sekaligus menjadi 

model ekonomi biru berkelanjutan di Kalimantan Utara yang inklusif bagi 

masyarakat lokal. 

(2) Perindustrian dan Perdagangan 

Dalam rangka perwujudan akselerasi pembangunan ekonomi di daerah 

adalah dengan menciptakan kinerja ekonomi berbasis hilirisasi, khususnya pada 

hilirisasi potensi unggulan daerah. Hilirisasi merupakan suatu proses 

pengolahan suatu barang untuk meningkatkan nilai tambah sehingga lebih 

bernilai jual. Tujuan akhir dari hilirisasi adalah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dimana terjadi kenaikan produktivitas tenaga kerja. Namun pada 

prosesnya, terjadi penurunan PDRB industri pengolahan dari 2,44 persen pada 

tahun 2021 menjadi 2,12 persen pada tahun 2025 yang memperlihatkan adanya 

penurunan daya saing sektor tersebut dalam struktur ekonomi Kabupaten 

Malinau. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi tetap dijaga sehingga masih ada 

peluang untuk akselerasi sektor hilirasi dalam mewujudkan pembangunan yang 

inklusif dan berdaya saing. 



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-56 

Berdasarkan hasil pencacahan Updating Data Potensi Desa tahun 2022, di 

Malinau terdapat 1 Kelompok Pertokoan, 13 Pasar dengan bangunan permanen, 

20 Pasar dengan bangunan semi permanen, 5 Pasar tanpa bangunan semi 

permanen, 7 Swalayan, 91 Warung Kelontong, 6 Restoran dan 32 Kedai 

Makanan. Dari jumlah tersebut terjadi beberapa penurunan seperti jumlah 

minimarket dan toko dari tahun sebelumnya.  

Tantangan kedepan yakni meningkatan penyediaan sarana dan prasarana 

perdagangan yang representatif, mudah diakses serta kemudahan dalam 

perizinan guna meningkatkan kontribusi sektor pajak daerah  dan laju 

pertumbuhan ekonomi. 

Tabel II.61 
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya 

di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

Jenis Sarana Perdagangan 2025 

Kelompok Pertokoan 1 

Pasar dengan Bangunan Permanen  12 

Pasar dengan Bangunan Semi Permanen  20 

Pasar Tanpa Bangunan Semi permanen 3 

Minimarket/swalayan 45 

Toko/Warung Kelontong 1296 

Restoran/Rumah Makan 28 

Warung/Kedai Makanan 517 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 

2.1.3.3 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

1. Perencanaan 

Sebuah pembangunan akan terarah dan teadu jika memiliki dokumen 

perencanaan pembangunan secara komprehensif. dokumen ini menjadi salah 

satu penentu keberhasilan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah 

mendasarkan pada peraturan perundangan yang memberikan pengaturan 

secara jelas. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya 

menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari Penyusunan Dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian lebih teerinci dijabarkan melalui 

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tantang  tata cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara 

perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah.  

Berkaitan dengan strategisnya penyusunan dokumen perencanaan tersebut 

dalam pembangunan daerah maka perlu sebuah sistem perencanaan yang baik 

yang disusun berdasarkan pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, 

pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawa-atas (top down dan 

bottom up). Di Kabupaten Malinau Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan perundangan-undangan telah 
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disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala 

Daerah (Perkada).  

Pada tahun 2024, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Malinau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2025ð2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Malinau merupakan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah yang memuat arah kebijakan dan visi pembangunan jangka panjang 

untuk periode 20 tahun, yaitu tahun 2025ð2045. Dokumen ini menjadi pedoman 

utama bagi perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan 

(RKPD), serta menjadi acuan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, 

dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini, RPJMD Kabupaten 

Malinau Tahun 2025ð2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2025 setelah mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah 

Kabupaten Malinau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 

Tahun 2025ð2029 merupakan dokumen perencanaaan lima tahunan yang 

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program 

prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi penjabaran dari visi jangka 

panjang yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Malinau 2025ð2045, sekaligus 

menjadi instrumen operasional dalam menjawab berbagai tantangan dan 

dinamika pembangunan daerah di periode pemerintahan kepala daerah teilih. 

Saat ini Pemerintah Kabupaten Malinau sedang menyusun dokumen 

Tahunan yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 

2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau 

Tahun 2026. Dokumen RKPD merupakan dokumen yang setiap tahunnya 

disusun lebih teerinci untuk mencapai target-target indikator daerah yang 

termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tolak ukur 

kinerja urusan perencanaan diukur dengan capaian SAKIP Kabupaten Malinau 

Tahun 2025 dari Komponen Perencanaan dengan capaian 26,30 dari bobot target 

30 dan Komponen Pengukuran Kinerja dengan capaian 18,77 dari bobot target 

30. 

2. Keuangan 

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan 

pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam 

laporan keuangan. Menurut UndangȤUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini 

merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2025, secara berturutȤturut 

selama 12 (dua belas) tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau selalu 

mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP diberikan 

dengan kriteria sistem pengendalian internal yang memadai dan tidak terdapat 

salah saji yang material atas posȤpos laporan keuangan, sehingga secara 

keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan informasi secara wajar sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Capaian ini mencerminkan komitmen 

daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan 

keuangan daerah hingga LKPD Tahun Anggaran 2025. 
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Pada kondisi saat ini, pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan 

dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, 

antara lain: dinamika anggaran yang semakin kompleks, tekanan peningkatan 

kualitas pelayanan publik dalam konteks fiskal terbatas, serta kebutuhan 

percepatan implementasi reformasi birokrasi dan digitalisasi pengelolaan 

keuangan. Selain itu, transformasi digital dan pengelolaan APBD yang lebih 

responsif terhadap RPJPD dan RPJMD menuntut penguatan sistem 

pengendalian internal serta peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan, 

pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah. 

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, pemerintah daerah 

menyelaraskan kebijakan pengelolaan keuangan dengan arah reformasi yang 

tertuang dalam regulasi-regulasi terkait percepatan reformasi birokrasi, 

peningkatan akuntabilitas kinerja, serta optimalisasi pengelolaan keuangan 

negara dan daerah. InpresȤinpres ini menekankan pentingnya penguatan tata 

kelola, penyederhanaan proses, peningkatan integrasi sistem informasi 

keuangan, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Dengan 

demikian, capaian WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi fondasi yang 

kuat untuk melanjutkan upaya penguatan tata kelola keuangan daerah, 

sekaligus menjadikan kebijakanȤkebijakan Inpres sebagai acuan strategis dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan 

Kabupaten Malinau di masa mendatang. 
 

3. Kepegawaian 

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam meningkatkan 

pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melalui programȤprogram 

unggulan daerah, seperti Desa Sarjana, yakni memberikan peluang bagi 

putraȤputri terbaik daerah menurut wilayah kecamatan dan desa untuk 

diberikan bantuan beasiswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. Kemudian pada sisi kepegawaian, maka Pemerintah Kabupaten 

Malinau juga memberikan dukungan kepada Aparatur Sipil Negara yang berada 

di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin belajar dengan 

beasiswa yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Kalimantan 

Utara dan di luar Kalimantan Utara, sehingga ASN dapat melanjutkan 

pendidikan lanjutan tanpa harus menghentikan tugas pelayanan. 

Upaya penguatan kualitas SDM ASN tersebut terlihat dari perkembangan 

komposisi pendidikan aparatur. Jumlah ASN yang beendidikan S-1 masih 

mendominasi, hal ini menunjukkan terdapat tren peningkatan yang signifikan 

pada kelompok DȤIV/SȤ1, yang berarti semakin banyak ASN yang menyelesaikan 

pendidikan setara sarjana. Selain itu, jumlah ASN beendidikan SȤ2 juga mulai 

bertambah, meskipun masih dalam proporsi yang lebih kecil, namun arahnya 

sudah menunjukkan ke arah pembentukan kader pemimpin dan pelaksana yang 

memiliki kapasitas akademik dan kemampuan analitis yang lebih kuat. 

Dengan komposisi pendidikan demikian, Pemerintah Kabupaten Malinau 

menunjukkan komitmen bahwa peningkatan kualitas pendidikan ASN bukan 

hanya berhenti pada jenjang dasar dan menengah, tetapi terus dikembangkan 

hingga tingkat sarjana dan pascasarjana, sesuai dengan kebutuhan reformasi 

birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Program kuliah dan 

beasiswa bagi ASN diharapkan dapat terus diperluas, sehingga kualitas 

perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan program 
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pembangunan daerah semakin berbasis pada pengetahuan dan kompetensi yang 

memadai. PNS Kabupaten Malinau saat ini di dominasi dengan pendidikan 

terakhir S1/Sarjana sebanyak 1.462 orang dan S2/Pascasarjana sebanyak 476 

orang. Kemudian berdasarkan golongan didominasi Golongan IV dan III. 

Tabel II.62 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan 

 dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

Tingkat Pendidikan 
2025 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Sekolah Dasar (SD) 10 1 11 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 14 3 17 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 326 166 492 

Diploma I/Akta I 1 2 3 

Diploma II/Akta II 10 9 19 

Diploma III/Akta III 102 328 430 

Diploma IV/Akta IV 69 49 118 

S1/Sarjana 701 761 1.462 

S2/Pascasarjana 291 185 476 

S3/Doktor/Ph.D 8 1 9 

Jumlah 1.532 1.505 3.037 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 

Tabel II.63 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan 

 dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

Pangkat/Golongan/Ruang 
2025 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Golongan I 10 2 12 

Golongan II 183 102 285 

Golongan III 1.065 1.183 2.248 

Golongan IV 274 218 492 

Jumlah 1.532 1.505 3.037 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 Data diolah 

4. Penelitian dan Pengembangan 

Keberhasilan fasilitasi kepada pemerintah terkait penerapan inovasi daerah 

dapat dilihat dari jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan oleh suatu 

pemerintah. Semakin banyak kebijakan inovasi yang dapat diterapkan 

menunjukkan bahwa fasilitasi yang diberikan tepat dan berdampak, namun 

apabila yang terjadi sebaliknya maka perlu adanya evaluasi dan perbaikan 

kebijakan. Data terkait jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan saat ini belum 

tersedia secara rinci, sehingga belum memungkinkan untuk menghitung capaian 

secara kuantitatif. 

Inovasi daerah yang dilakukan tidak terlepas dari adanya kajian 

pendahuluan terlebih dahulu mengenai potensi dan peluang suatu daerah. 

Kajian yang dilakukan juga harus mempertimbangkan beberapa aspek dan 

sudut pandang, sehingga tidak jarang terdapat banyak kajian yang dilakukan 

dan berulang setiap tahunnya. Data terkait ketersediaan dokumen hasil kajian 

saat ini belum tersedia secara teadu, sehingga diperlukan pengarsipan yang lebih 

rapi agar kajian tersebut dapat menjadi pembelajaran dan dasar perencanaan di 

masa yang akan datang. Penelitian dan kajian juga akan lebih baik dilakukan 

secara berkala, terutama pada topikȤtopik penting serta isuȤisu strategis, agar 

tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dapat segera 

diidentifikasi dan diselesaikan. 
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Adapun pencapaian inovasi di Kabupaten Malinau terus mengalami 

kenaikan hingga pada tahun 2025. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Malinau 

tahun 2025 mencapai 58,21, dengan kategori òInovatifó, menunjukkan kenaikan 

yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai 25,39. 

Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah yang lebih konsisten 

dalam mendorong budaya inovasi, baik melalui programȤprogram unggulan, 

penguatan SDM, maupun pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. 

Grafik II.19 
Indeks Inovasi Daerah  

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

 
Sumber : Kementerian Dalam Negeri,  2021-2025 

Peningkatan di setiap tahun, termasuk pada tahun 2025, menjadi 

pendorong bagi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk terus mendorong inovasi 

dalam pembangunan daerah, sekaligus menunjukkan bahwa arah kebijakan 

inovasi yang ditempuh sudah tepat. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah 

memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam merancang inovasi, serta 

kemampuan menciptakan dan menyebarluaskan berbagai inovasi yang 

dilakukan oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat, baik melalui 

programȤprogram unggulan maupun inisiatifȤinisiatif sektoral. 

Digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada aspek 

pelayanan publik maupun pelayanan internal, terus diupayakan sebagai bagian 

dari transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif. 

Capaian terakhir Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

Kabupaten Malinau tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan, meskipun 

masih berada di bawah standar kategori òBaikó yang menjadi target minimal di 

tingkat provinsi. Kondisi ini menegaskan bahwa implementasi inovasi digital 

sudah berjalan namun perlu diperkuat dan diperluas secara sistematis agar 

sejalan dengan capaian daerah lain di Kalimantan Utara. 

Untuk mendukung perbaikan ini, Pemerintah Kabupaten Malinau telah 

mengintegrasikan digitalisasi ke dalam program inovasi dan program unggulan 

tahun 2025, seperti Wajib Belajar Malinau Maju, Desa Sarjana Unggul, Pertanian 

Sehat (Pesat), Smart Government (Saget), dan Millennial Mandiri. Program Smart 
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Government (Saget) diwujudkan melalui pengembangan ekosistem digital, 

termasuk portal satu data Malinau. 

Salah satu upaya strategis tahun 2025 adalah perluasan akses internet ke 

wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan melalui penggunaan perangkat 

satelit Starlink, yang dipasang di 11 kecamatan daerah nonȤperkotaan dan 78 

kantor desa di Kabupaten Malinau. Pemasangan Starlink di kantor desa ini 

dijadikan titik pusat koneksi digital untuk pelayanan publik, pendidikan, 

kesehatan, dan administrasi pemerintahan desa, terutama di wilayah yang 

selama ini minim atau blankspot konektivitas. 

Pengembangan program digital ini juga memperhatikan koordinasi teknis 

dengan instansi provinsi dan pihak ketiga, serta penguatan kapasitas SDM di 

bidang teknologi informasi, pemantauan berkelanjutan, dan mitigasi risiko 

keamanan siber, sehingga perbaikan nilai SPBE dapat menjadi landasan bagi 

percepatan transformasi digital. Dengan demikian, program Starlink tidak hanya 

menjawab tantangan keterbatasan jaringan di desaȤdesa pelosok, tetapi juga 

menjadi bagian integral dari Smart Government, sehingga pelayanan publik 

berbasis digital di Kabupaten Malinau menjadi lebih mudah diakses, cepat, 

aman, dan akuntabel, terutama di wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan. 

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan inovasi daerah masih terdapat 

beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2027. 

Tantangan tersebut antara lain : Masih perlunya peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia aparatur dalam pengembangan inovasi, budaya kerja inovatif pada 

sebagian perangkat daerah masih perlu diperkuat, Belum optimalnya 

dokumentasi, pelaporan inovasi sehingga menyebabkan hasil dan manfaat 

inovasi belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengembangan dan 

perbaikan inovasi ke depan, dan keterbatasan anggaran dan sarana pendukung 

menjadi tantangan dalam pengembangan serta penguatan inovasi.  

Untuk menjawab tantangan tersebut arah kebijakan inovasi daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2027 diarahkan pada Peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia aparatur melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan 

kompetensi dalam pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, 

Penguatan budaya kerja inovatif, kreatif, dan adaptif pada seluruh perangkat 

daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Peningkatan 

dokumentasi, pelaporan, dan evaluasi inovasi daerah sebagai dasar 

pengembangan, perbaikan, dan keberlanjutan inovasi dengan disertai 

pengembangan inovasi yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan 

daerah, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan 

ekonomi masyarakat serta Peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan 

pendanaan untuk mendukung pengembangan dan penguatan inovasi daerah 

secara berkelanjutan. Beberapa inovasi layanan yang telah dikembangkan 

Pemerintah Kabupaten Malinau beserta perangkat daerah pengampu : 

Tabel II.64 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan 

 dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

No. Perangkat Daerah Nama Inovasi 

1. 
Bagian Protokol Dan 
Komunikasi Pimpinan 

Optimalisasi Sistem Informasi Jadwal Protokoler 
Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Pada Bagian 
Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Malinau 
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No. Perangkat Daerah Nama Inovasi 

2. 
Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga 

Strategi Peningkatan Aksesbilitas Olahraga Bagi 
Disabilitas 

3. 
Bagian Protokol Dan 
Komunikasi Pimpinan 

Optimalisasi Kualitas Distribusi Dokumentasi 
Pimpinan Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi 
Pimpinan (OPSI DOKPIM) 

4. 
Dinas Komunikasi Dan 
Informatika 

Sarana Layanan Media Digital "Sandi Digital" 

5. RSUD 
Transformasi Digital Pelayanan Kesehatan Di Rsud 
Malinau 

6. Kantor Camat  Malinau Barat Sistem Peningkatan Disiplin Asn (Si-Pedes) 

7. Kantor Camat Malinau Utara Sapa Malam 

8. 

Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana 

Taruna Intimung 

9. Bappeda Dan Litbang 

Pelaporan Digitalisasi Indikator Kinerja Utama Di 

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau 

(GITARKU) 

10. Bappeda Dan Litbang 
Sistem Informasi Pendataan, Monitoring, Dan 

Evaluasi (Si PELANGI) 

11. Kantor Camat Mentarang 
Transparansi Informasi Publik Kecamatan 

Mentarang 

12. Dinas Perikanan Domestik Ikan Lokal Kabupaten Malinau 

13. Dinas Perikanan 
Optimalisasi Data Kepegawaian Dengan Aplikasi 

S.Id (Sea Drive)  

14. 
Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik 

Penyusunan Rencana Aksi Penanganan Konflik 

Sosial 

15. 
Badan Kepegawaian, 

Pendidikan Dan Pelatihan 

Optimalisasi Layanan Kenaikan Pangkat Pns 

Melalui Pembentukan Approval BKPP 

Kab.Malinau(SIKENPA BENTUK OVAL) 

16. 
Badan Kepegawaian, 

Pendidikan Dan Pelatihan 
Sistem Dokumentasi Digital Tugas Belajar 

17. 
Kantor Camat Malinau 

Selatan Hulu 

Pengendalian Data Penyusunan Laporan SAKIP 

Melalui Pemanfaatan Digitalisasi. 

18. Sekretariat Dewan 
Peningkatan Kualitas Agenda Pimpinan Melalui 

Pemanfaatan Layanan Google Calender 

19. 
Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Desa 

Integrasi Sistem Pengelolaan Data dan Informasi 
Penyelenggaraan Desa Sarjana Unggul 
(INSPIRASI GAUL) 

20 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa Destilasi Pestisida Nabati (Despesnab) 

21. 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa 

Roda Apung Hand Tractor Solusi Lahan Rawa 

(RAPTOR) 

22. Kantor Camat Sungai Tubu 
Sistem Pelaporan Posyandu Kecamatan Sungai 

Tubu (Sipandu KESITU) 

23. Kantor Camat Sungai Tubu 
Penggunaan Link S.Id Dalam Meningkatkan 

Akurasi Dan Efisiensi Pelaporan Keuangan 
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No. Perangkat Daerah Nama Inovasi 

24. Kantor Camat Sungai Tubu 
Sistem Informasi Administrasi Perijinan Kecamatan 
Sungai Tubu (SIAP KESITU) 

25. Kantor Camat Sungai Tubu Malinau Bisa 

26. 
Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil 
Sistem Informasi Administrasi 

27. 
Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil 

Pencatatan Perkawinan Bekerjasama Dengan 
Pengelola Rumah Ibadah (PANCARAN KASIH) 

28. 
Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil 
Inovasi Sharing Database Kependudukan 

29. 
Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil 

Penerbitan dan Pemanfaatan Kartu Identitas Anak ( SI 
INTAN) 

30. Dinas Ketenagakerjaan 
Strategi Fasilitasi Penyediaan Lapangan Pekerjaan 
pada Dinas Ketenagakerjaan (SI LAPER 

31. Dinas Pertanian 
Optimalisasi Pemanfaatan Data Base Perkebunan 
Berbasis Spasial Pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Malinau (Sipeta Parsial ) 

32. 
Badan Pengelola Perbatasan 

Daerah 

Optimalisasi Koordinasi, Integrasi Dan 
Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan 

33. 
Dinas Perpustakaan Dan 

Kearsipan 

Strategi Peningkatan Literasi Melalui Kolaborasi 
Pentahelix Di Perpustakaan Dinas Perpustakaan 
Dan Kearsipan Kabupaten Malinau 

34. Bagian Kesejahteraan Rakyat Optimalisasi Bantuan Hibah 

35. Bagian Hukum Pembentukan Pos Bantuan Hukum 

36. 
Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Klinik Pelayanan Perizinan 

37. 
Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Layanan Perizinan Keliling Dokumen Elektronik Satu 
Atap (LAPAK DESA) 

38. 
Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Sistem Pelayanan Terpadu Malinau Harmonis 
(SIPADUMANIS) 

39. Dinas Lingkungan Hidup 
Mengurangi Limbah Plastik Sebagai Solusi 
Inovatif Mewujudkan Lingkungan Bersih Melalui 
"Spesifik Intimung" Di Kabupaten Malinau 

40. 
Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata 

Optimalisasi Fungsi Balai Adat Sebagai Upaya 
Pemberdayaan Sanggar Seni Untuk Melestarikan 
Budaya Lokal 

41. 
Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata 

Optimalisasi Pemberdayaan Sanggar Tari Guna 
Menjaga Kearifan Budaya Lokal Masyarakat 
Kabupaten Malinau 

42. Dinas Pendidikan Sistem Pangkalan Data Siswa (SIPANDAWA) 

43. Dinas Ketahanan Pangan Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) 
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No. Perangkat Daerah Nama Inovasi 

44. 
Badan Pengelola Keuangan 

Daerah 

Sistem Pencairan dan Pelaporan Pajak Organisasi 
Perangkat Daerah (SI PELAKON) 

45. 
Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Lapak Putra Daerah (Laporan Penyetoran Pajak 
Pusat Perangkat Daerah) 

46. 
Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah melalui Sistem 

Informasi PBB ( PALAK DESA) 

Inovasi unggulan pelayanan publik Kabupaten Malinau diarahkan pada 

peningkatan akses dan kualitas pelayanan masyarakat melalui pelayanan 

jemput bola bagi wilayah terpencil dan perbatasan, pelayanan administrasi 

kependudukan berbasis digital, pengembangan pelayanan kesehatan bergerak, 

serta penguatan pelayanan perizinan terpadu secara elektronik guna 

menciptakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. 

Pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Malinau memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam 

mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan 

layanan berbasis digital dan pelayanan jemput bola membantu meningkatkan 

akses pelayanan masyarakat, khususnya pada wilayah terpencil dan perbatasan. 

Selain itu, inovasi daerah juga mendorong pelayanan yang lebih efektif, 

transparan, dan responsif sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan pemerintah daerah. 
 

5. Pengawasan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/pimpinan lembaga, 

gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. 

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern 

tersebut dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan 

intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri 

dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat 

Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan 

intern, Inspektorat Provinsi, serta Inspektorat Kabupaten/Kota. APIP melakukan 

pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan 

pengawasan lainnya. 

Pelaksanaan pengawasan intern tersebut merupakan salah satu instrumen 

penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan 

akuntabilitas kinerja, memperkuat sistem pengendalian intern, serta mendorong 

upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Efektivitas 

penyelenggaraan pengawasan dapat diukur melalui berbagai indikator yang 

mencerminkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Kinerja tata kelola pemerintahan dan pengawasan daerah dapat dilihat 

melalui perkembangan beberapa indikator, antara lain Nilai Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Maturitas Sistem Pengendalian Intern 
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Pemerintah (SPIP), Indeks Manajemen Risiko, Kapabilitas APIP, nilai capaian 

Monitoring, Controlling, Surveilance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan 

Korupsi, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) BPK RI. 

Perkembangan indikator-indikator tersebut selama tiga tahun terakhir 

memberikan gambaran mengenai kondisi pengawasan dan tata kelola 

pemerintahan daerah. 

Tabel II.65 
Capaian Indikator Tata Kelola, Pengendalian Intern, dan Pengawasan 

Tahun 2023ð2025 

No Indikator Satuan 2023 2024 2025 

1. Nilai SAKIP Nilai 62,04 70,12 71,17 

2. Maturitas SPIP (SPIP-T) Nilai 3,137 3,14 3,094 

3. Manajemen Risiko (SPIP-T) Nilai 2,861 2,903 2,903 

4. IEPK (SPIP-T) Nilai 2,216 - 2,634 

5. Kapabilitas APIP Nilai 2,085 3,00 - 

6. MCSP KPK Persen 74,68 80,98 85,58 

7. Survei Penilaian Integritas 

(SPI) KPK 

Persen 64,94 72,31 71,23 

8. TLHP BPK Persen 81,45 87,73 83,65 

Perkembangan indikator pengawasan dan tata kelola pemerintahan daerah 

selama periode Tahun 2023ð2025 menunjukkan capaian yang relatif baik 

meskipun beberapa indikator masih memerlukan perhatian untuk ditingkatkan. 

Indikator tersebut mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja, efektivitas 

pengendalian intern, penerapan manajemen risiko, upaya pencegahan korupsi, 

serta kualitas pengawasan intern pemerintah daerah. 

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

menunjukkan tren peningkatan dari 62,04 pada Tahun 2023 menjadi 70,12 pada 

Tahun 2024 dan meningkat kembali menjadi 71,17 pada Tahun 2025. 

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas perencanaan 

kinerja, penganggaran berbasis kinerja, pengukuran capaian sasaran, serta 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berorientasi 

pada hasil. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T)  Maturitas 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) tercatat 

sebesar 3,137 pada Tahun 2023, meningkat sedikit menjadi 3,140 pada Tahun 

2024, namun mengalami penurunan menjadi 3,094 pada Tahun 2025. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur pengendalian intern telah 

berada pada kategori yang cukup baik yaitu masih konsisten berada pada level 

3, namun masih diperlukan penguatan dalam kebijakan pengelolaan risiko, 

pengendalian kegiatan, serta pemantauan berkelanjutan agar tingkat maturitas 

dapat terus meningkat. 

Indeks Manajemen Risiko (SPIP-T) mengalami peningkatan dari 2,861 

pada Tahun 2023 menjadi 2,903 pada Tahun 2024 dan bertahan pada nilai yang 

sama pada Tahun 2025 atau masih berada pada level 2. Capaian tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah 

daerah telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan upaya 

peningkatan kualitas identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko pada seluruh 

perangkat daerah. 
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Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menunjukkan 

perkembangan yang positif, dari nilai 2,216 pada Tahun 2023 menjadi 2,634 

pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya penguatan 

berbagai upaya pencegahan korupsi, peningkatan pengendalian intern, serta 

perbaikan tata kelola pada area-area yang berpotensi menimbulkan risiko 

penyimpangan. 

Kapabilitas APIP mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari nilai 

2,085 pada Tahun 2023 menjadi 3,00 pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025 

terdapat perubahan metodologi penilaian kapabilitas APIP. Jika sebelumnya 

penilaian berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Penilaian Kapabilitas APIP, maka pada Tahun 2025 penilaian dilakukan 

berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 yang memperbarui kerangka, 

indikator, dan mekanisme penilaian kapabilitas APIP. Perubahan metode 

penilaian tersebut menyebabkan standar yang harus dipenuhi menjadi lebih 

komprehensif dan menuntut penguatan pada berbagai aspek kelembagaan 

pengawasan. Berdasarkan hasil sementara dari evaluai BPKP Provinsi 

kalimantan Utara, tahun 2025 nilai Kapabilitas APIP menjadi 2,33. Penurunan 

nilai tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan menurunnya kualitas 

penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, melainkan turut dipengaruhi oleh 

perubahan metodologi penilaian diatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah 

masih perlu terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber 

daya manusia, penerapan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi 

informasi, serta dukungan manajemen guna meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan mencapai tingkat kapabilitas APIP 

yang lebih tinggi. 

Capaian MCSP (Monitoring, Controlling, Surveilance for Prevention) 

KPK menunjukkan tren yang terus meningkat, yaitu dari 74,68 persen pada 

Tahun 2023 menjadi 80,98 persen pada Tahun 2024 dan mencapai 85,58 persen 

pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya 

implementasi langkah-langkah pencegahan korupsi pada berbagai area 

intervensi yang menjadi fokus MCSP.  

Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK mengalami peningkatan dari 64,94 

pada Tahun 2023 menjadi 72,31 pada Tahun 2024, meskipun sedikit menurun 

menjadi 71,23 pada Tahun 2025. Secara umum capaian tersebut menunjukkan 

persepsi integritas yang semakin baik dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, namun masih diperlukan penguatan budaya integritas dan pengendalian 

gratifikasi di lingkungan perangkat daerah. 

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK menunjukkan 

capaian sebesar 81,45 persen pada Tahun 2023, meningkat menjadi 87,73 

persen pada Tahun 2024, namun menurun menjadi 83,65 persen pada Tahun 

2025. Meskipun secara umum tingkat penyelesaian tindak lanjut telah berada 

pada kategori baik, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan komitmen 

perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan guna 

memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah. 

Secara umum, perkembangan indikator pengawasan dan tata kelola 

pemerintahan daerah selama periode Tahun 2023ð2025 menunjukkan 

kecenderungan yang positif, terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, 

pencegahan korupsi, dan penguatan integritas. Namun demikian, beberapa 
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indikator seperti maturitas SPIP, kapabilitas APIP, dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan masih memerlukan perhatian dan upaya perbaikan secara 

berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan 

daerah. 
 

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 

2.1.4.1 Prasarana dan Sarana Daerah 

1. Telekomunikasi 

Pengembangan telekomunikasi memegang peran sangat penting dalam 

menghubungkan antar penduduk dan antar desa, memajukan kehidupan 

masyarakat, serta mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Pada 

tahun 2025, menunjukkan 15 kecamatan di Kabupaten Malinau dengan total 

sekitar 109 desa/ruas layanan yang tercatat memiliki akses atau keterjangkauan 

sinyal seluler. Dari jumlah tersebut, 89 titik tercatat sudah 4G, sementara 10 

titik masih 2G dan 10 titik merupakan desa yang menerima sinyal dari desa lain 

atau belum berdiri layanan mandiri. Berdasarkan penyedia, provider Telkomsel 

paling dominan dengan sekitar 66 titik, disusul Indosat 36 titik, dan XL 7 titik. 

Sebaran terbesar terdapat di Malinau Utara 12 titik, Pujungan 9 titik, Malinau 

Barat 9 titik, serta Malinau Kota 6 titik. Secara umum, kondisi ini menunjukkan 

bahwa cakupan telekomunikasi di Kabupaten Malinau sudah cukup luas, tetapi 

masih ada beberapa wilayah pedalaman yang memerlukan penguatan jaringan, 

terutama pada titik-titik yang masih 2G atau bergantung pada sinyal dari desa 

terdekat. 

Kemudian hasil inventarisasi dan verifikasi data akses internet BAKTI 

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Kabupaten Malinau 

Tahun 2026, tercatat sebanyak 154 titik layanan akses internet yang tersebar 

pada berbagai lokasi pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pemerintahan 

desa, kecamatan, serta fasilitas umum lainnya di wilayah Kabupaten Malinau. 

Dari total 154 titik akses internet, sebanyak 153 titik berstatus aktif (On Air) 

dan 1 titik berstatus tidak aktif (Off Air). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar layanan akses internet BAKTI di Kabupaten Malinau masih 

beroperasi dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta 

aktivitas masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. 

Sebaran titik akses internet BAKTI mencakup hampir seluruh kecamatan di 

Kabupaten Malinau, dengan jumlah titik terbanyak berada di Kecamatan 

Pujungan sebanyak 20 titik, diikuti Kecamatan Bahau Hulu sebanyak 16 titik, 

Kecamatan Mentarang Hulu sebanyak 14 titik, serta Kecamatan Kayan Selatan, 

Sungai Tubu, dan Malinau Selatan yang masing-masing memiliki 12 titik akses 

internet. Sebaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas 

layanan konektivitas digital hingga ke wilayah terpencil yang memiliki 

keterbatasan akses telekomunikasi. 

Keberadaan layanan akses internet BAKTI di Kabupaten Malinau menjadi 

salah satu faktor penting dalam mendukung transformasi digital daerah, 

peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan pendidikan berbasis 

teknologi informasi, serta mendukung percepatan pembangunan di kawasan 

perbatasan dan daerah tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan 
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pemeliharaan secara berkelanjutan agar seluruh titik layanan dapat beroperasi 

secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. 

Secara umum, tingkat operasional layanan akses internet BAKTI di 

Kabupaten Malinau telah menunjukkan kondisi yang sangat baik dengan 

persentase layanan aktif mencapai sekitar 99,35%, sehingga dapat menjadi 

modal penting dalam mendukung program pembangunan dan pemerataan akses 

informasi di Kabupaten Malinau. 

Selain Tower BTS dan Internet Bakti, Pemerintah Kabupaten Malinau 

melalui Keputusan Bupati Malinau nomor : 140/K.296/2024 tentang Petunjuk 

Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa Tambahan Kabupaten Malinau Tahun 

Anggaran 2024 memberikan Bantuan Peningkatan Akses Jaringan 

Telekomunikasi Desa berupa Pengadaan Jaringan Internet (Starlink) bagi Desa 

yang masih terkendala komunikasi (Blank Spot) dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 7.000.000,00 setiap desa di  12 Kecamatan dan 78 desa. Diharapkan 

jaringan komunikasi dan informasi starlink dapat menjangkau desaȤdesa yang 

sebelumnya sulit atau sama sekali tidak terhubung. 

Ketersediaan akses telekomunikasi dan informasi saat ini tidak hanya 

ditentukan oleh jaringan konvensional, tetapi juga oleh prasarana dan sarana 

komunikasi berbasis satelit, keterpaduan sistem telekomunikasi dan informasi, 

serta keterjangkauan jaringan internet yang lebih merata, murah, mudah, dan 

cepat. Dengan penerapan Starlink, pemerintah daerah berupaya menjawab 

keterbatasan infrastruktur fisik di wilayah teencil sekaligus mendorong 

pelayanan publik, pendidikan, dan administrasi pemerintahan desa yang lebih 

terhubung dan efektif. 

Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat 3 Kantor Pos di 

Malinau, dimana ketiga Kantor Pos tersebut merupakan kantor pos pasif atau 

hanya dapat menerima surat dan tidak bisa untuk melakukan pengiriman surat.  

Tabel II.66 

Jumlah Kantor Pos Pembantu menurut Kecamatan 
di Kabupaten Malinau, 2022-2025 

Kecamatan 2022 2023 2024 2025 

1. Sungai Boh - - - - 

2. Kayan Selatan - - - - 

3. Kayan Hulu 1 1 1 1 

4. Kayan Hilir - - - - 

5. Pujungan - - - - 

6. Bahau Hulu - - - - 

7. Sungai Tubu - - - - 

8. Malinau Selatan Hulu - - - - 

9. Malinau Selatan - - - - 

10. Malinau Selatan Hilir - - - - 

11. Mentarang 1 1 1 1 

12. Mentarang Hulu - - - - 

13. Malinau Utara - - - - 

14. Malinau Barat - - - - 

15. Malinau Kota 1 1 1 1 

Jumlah 3 3 3 3 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 
 

2. Air Minum 

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus 

dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Penyediaan air bersih sangat 
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ditentukan oleh pengelolaan sumber air baku, pemeliharaan dan pembangunan 

jaringan distribusi air sampai ke desa dan kecamatan. 

Pada tahun 2022 lalu, pelanggan air PDAM mencapai 14.525, sedangkan 

pada tahun 2025 ini jumlah pelanggan air meningkat sebesar 9,1 persen menjadi 

15.990 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan tentu akan berdampak pada 

kenaikan produksi dan nilainya. Pada tahun 2025  jumlah air disalurkan 

meningkat menjadi 5,7 juta m3 dari sebelumnya 5,2 juta m3 dengan peningkatan 

nilai mencapai 8,77 persen dari 21,3 miliar menjadi 27,4 miliar. 

Grafik II.20 

Jumlah Pelanggan Air menurut Kecamatan 
di Kabupaten Malinau Tahun 2022-2025 

 
Sumber : Perumda Air Minum Apaõ Mening 

Tabel II.67 

Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan menurut Pelanggan  
di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

No Kecamatan Pelanggan Air Disalurkan Nilai ( Juta rupiah) 

1 Sungai Boh 0 0 0 

2 Kayan Selatan 418 87.192 366.411.050 

3 Kayan Hulu 0 0 0 

4 Kayan Hilir 0 0 0 

5 Pujungan 0 0 0 

6 Bahau Hulu 0 0 0 

7 Sungai Tubu 0 0 0 

8 Malinau Selatan Hulu 235 55.038 252.304.250 

9 Malinau Selatan 763 0 0 

10 Malinau Selatan Hilir 0 0 0 

11 Mentarang 1.028 282.465 1.242.845.050 

12 Mentarang Hulu 132 0 0 

13 Malinau Utara 3.021 999.686 5.494.801.446 

14 Malinau Barat 2.369 681.488 3.453.684.757 

15 Malinau Kota 6.912 2.208.509 14.637.988.024 

 Jumlah 14.878 4.644.855 27.365.041.627 

Sumber : Perumda Air Minum Apaõ Mening, 2026 
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3. Listrik 

Berdasarkan data PLN, Jumlah pelanggan listrik 5 tahun terakhir terus 

mengalami kenaikan hingga dan pada tahun 2025 jumlah pelanggan listrik di 

Malinau mencapai 28.103 pelanggan. Pada tahun 2025 dengan 28.103 

pelanggan total daya teasang mencapai 48.680 KVA Dengan total prosuksi listrik 

mencapai 97,297 ribu Mega Watt. Jumlah produksi tersebut meningkat secara 

signifikan dari tahun tahun sebelumnya yang hanya mencapai 78 ribu Mega Watt 

pada 2022 dan 60 ribu Mega Watt pada 2021. Selain itu pasca Covid-19 juga 

banyak usaha-usaha baru yang dibuka seperti cafe, rumah makan maupun toko-

toko di Malinau yang tentunya berdampak pada kebutuhan akan listrik yang 

semakin tinggi. Ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung kegiatan 

sosial dan ekonomi masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten 

Malinau.  

Tabel II.68 
Daya Terpasang, Produksi Listrik, Distribusi Listrik PT.PLN (Persero) 

pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Malinau 2021 ð 2025 

Tahun 
Daya Teasang 

(KW) 

Produksi 

Listrik (KWh) 

Listrik Terjual 

(KWh) 

Dipakai 
Sendiri 

(KWh) 

Susut/Hilang 

(KWh) 

2021 29.754.520 60.031.040 53.791.250 4.788 1.878.630 

2022 16.000.000 78.206.630 75.477.200 482.610 23.615.940 

2023 62.432.350 84.870.323 81.649.930 514.063 2.706.329 

2024 48.150.650 94.906.577 90.845.359 596.370 4.061.218 

2025 48.680.450 97.297.491 93.470.991 642.503 3.826.500 

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 

Grafik II.21 

Jumlah Pelanggan Listrik PT.PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di 
Kabupaten Malinau 2021-2025 

 
Sumber : Malinau Dalam Angka 2026
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2.2. Evaluasi   Pelaksanaan    Program   dan   Kegiatan   RKPD sampai Tahun  

       Berjalan dan Realisasi RPJMD 

2.2.1. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 

Dalam pelaksanaan dokumen perencanaan  sangat dimungkinkan dapat 

meleset dari yang telah ditetapkan, dirumuskan dan ditargetkan. Dalam 

pelaksanaannya pasti banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan 

dan kendala mengiringi dalam perjalanan pembangunan daerah. Dalam 

rangka mengoptimalkan dan memperbaiki kualitas perencanaan 

pembangunan perlu adanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan, hal ini dibutuhkan guna memonitoring perkembangan dalam 

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Mengingat 

urgensinya sasaran dan arah kebijakan pembangunan pada setiap tahapan 

pelaksanaan pembangunan (RKPD) maka perlu kiranya dilakukan evaluasi 

pada dokumen RKPD sebagai turunan pelaksanaan RPJMD sehingga pada 

akhirnya akan memberikan  keselarasan utamanya terhadap rumusan 

sasaran dan prioritas pembangunan. Dalam dokumen perencanaan jangka 

menengah daerah, visi, misi, sasaran dan arah kebijakan merupakan 

permulaan dari perencanaan pembangunan daerah. Sasaran dan 

strategi/arah kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah 

tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen RKPD sebagai dasar 

untuk merumuskan program dan kegiatan pada tahapan pelaksanaan 

pembangunan. 

a. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 

RKPD Tahun 2025 menjadi pelaksanaan agenda tahun pertama dalam 

pelaksanaan RPJMD periode 2025ð2029. Dalam penyusunan RKPD 2025, 

selain memedomani RPJMD 2025ð2029, perlu memperhatikan urgensi 

permasalahan yang berkembang, isu dan kebijakan pusat yang akan 

dilaksanakan pada tahun berkenaan, serta tetap mempertimbangkan sisa 

agenda dan kebijakan yang sebelumnya mengacu pada RPJMD 2021ð2026. 

Pada fase transisi ini, penyusunan RKPD 2025 dilakukan dengan memadukan 

arahan kebijakan dari RPJMD lama yang masih berlaku secara teknis 

administratif, namun secara bertahap diselaraskan dengan tujuan dan 

sasaran baru dalam RPJMD 2025ð2029. 

Memahami hal tersebut, dengan penjabaran pada RKPD Tahun 2025, 

terlihat sudah selaras antara sasaran pembangunan RKPD dengan sasaran 

pembangunan RPJMD 2025ð2029. Evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan 

menyandingkan antara RPJMD dan RKPD pada sasaran, indikator dan target 

pembangunan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025 terhadap RPJMD Tahun 

2025ð2029 pada agenda pembangunan tahun 2025, menunjukkan bahwa 

proses transisi dari RPJMD 2021ð2026 ke RPJMD 2025ð2029 telah 

dilaksanakan secara bertahap dan terkendali. Dengan demikian, kesimpulan 

sebagai berikut: melihat sandingan antara tujuan, sasaran, dan target RPJMD 

Kabupaten Malinau khususnya pada tahun 2025 dengan tujuan, sasaran, dan 

target RKPD tahun 2025, secara umum tujuan dan sasaran sudah 

dirumuskan dan dilaksanakan dengan maksimal dalam kerangka RPJMD 

2025ð2029. Namun terlihat beberapa indikator dilakukan penyesuaian target 

sebagai bagian dari proses transisi, hal ini dilakukan untuk menyelaraskan 

target dengan arah kebijakan nasional, mempertimbangkan sisa agenda 
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RPJMD 2021ð2026, dan menyesuaikan dengan kemampuan daerah dalam 

mencapai target di tahun 2025.  

b. Prioritas Pembangunan Tahun 2025 

Dengan memahami pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 

2025ð2029 pada RKPD Kabupaten Malinau 2025, maka dalam penyusunan 

prioritas pembangunan RKPD Tahun 2025 harus mengakomodir prioritas 

pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD 2025ð2029. 

Pada fase awal periode ini, penyusunan RKPD 2025 tetap memperhatikan 

kebijakan dan sisa agenda yang sebelumnya berbasis RPJMD 2021ð2026, 

namun secara bertahap diselaraskan dengan rumusan strategi dan arah 

kebijakan RPJMD 2025ð2029. 

Dengan menelaah prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2025, 

kalimat prioritas pembangunan Kabupaten Malinau mengadopsi secara 

langsung dari kalimat strategi dan arah kebijakan RPJMD yang tertuang pada 

Bab III RPJMD 2025ð2029. Hal ini terlihat pada penjabaran sandingan 

evaluasi prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025 

terhadap RPJMD Tahun 2025ð2029 yang dapat dilihat pada Bab II (dua) 

Dokumen Evaluasi RKPD 2025, dengan kesimpulan sebagai berikut : melihat 

sandingan antara strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Malinau 

khususnya pada tahun 2025 dengan strategi dan arah kebijakan RKPD tahun 

2025, secara umum sudah selaras, meskipun terdapat beberapa penyesuaian 

penjabaran kata dan penekanan prioritas untuk menyesuaikan dengan arah 

kebijakan nasional dan kondisi kemampuan daerah dalam pelaksanaan 

agenda tahunan 2025.  
 

c. Konsistensi program pembangunan RPJMD 2025-2029 dan RKPD 

Tahun 2025 

Selanjutnya, RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

menjadi pedoman bagi penyusunan RAPBD. Konsistensi perencanaan dan 

penganggaran memiliki makna bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan 

yang telah ditetapkan dalam RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan 

KUA dan PPAS dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka 

menengah daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa 

dalam RPJMD, RKPD tahun 2025, direncanakan program perangkat daerah 

dengan jumlah sebagai berikut: 

a. RPJMD : 124 program 

b. RKPD : 120 program 

Penjabaran program pada RPJMD ke RKPD tahun 2025 dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Jumlah program di RPJMD yang konsisten dijabarkan ke RKPD yaitu 119 

program atau sebesar 95,97 % 

b. Terdapat 5 program RPJMD yang tidak dilaksanakan di RKPD pada Tahun 

2025 atau 4,03 % 

c. Terdapat 1 program baru di RKPD tahun 2025 yang tidak direncanakan di 

RPJMD yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. 
 

2.2.2. Capaian Kinerja RKPD Tahun 2025 

a. Capaian Indikator Makro 

 Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang 

mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum. 
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Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret 

pencapaian pembangunan Kabupaten Malinau. Indikator makro Kabupaten 

Malinau yang berjumlah enam indikator dengan rata-rata capaian indikator 

makro sebesar 93,89 persen dengan status TINGGI. Secara lengkap, capaian 

indikator makro Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel II.69 
Capaian Indikator Makro Tahun 2025 

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Tingkat Capaian 

1 IPM Poin 74,90 75,21 100,00 

2 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3,07 3,42 89,77 

3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,26 3,56 83,57 

4 PDRB per Kapita (non Batubara) Rupiah (juta) 104,57 113,05 100,00 

5 Indeks Gini Poin 0,275 0,249 100,00 

6 Angka Kemiskinan Persen 6,64 5,56 100,00 

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 93,89 

Predikat Kinerja Tinggi 

Sumber : Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025, data diolah 
 

b. Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai dari kinerja 

program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis atau yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat 

ukur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis, baik 

berupa kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan penetapan IKU adalah 

memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator 

penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan 

jangka menengah daerah. 

Dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2021ð2026, terdapat 6 tujuan 

pembangunan, yang dijabarkan menjadi 9 indikator tujuan. Selain itu, 

terdapat 20 sasaran pembangunan yang dijabarkan lebih lanjut menjadi 32 

indikator sasaran. Dari jumlah tersebut, tidak semua indikator dapat diukur 

secara langsung pada tahap awal pelaksanaan, karena keterbatasan data, 

metode, maupun penentuan OPD pengampu. 

Secara umum, sumber data indikator tujuan dan indikator sasaran 

diperoleh dari BPS Kabupaten Malinau maupun organisasi perangkat daerah. 

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel II.70 

Capaian Indikator Kinerja Tujuan RPJMD Tahun 2025 

NO TUJUAN/SASARAN RPJMD INDIKATOR SATUAN 
TARGET 

RPJMD 
TARGET P-RKPD REALISASI CAPAIAN (%) 

I 

Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya 

Manusia yang Berkualitas dan Memiliki 

Daya Saing Tinggi 

Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) 
Nilai 73,84 74,90 75,21 100,00 

1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup Tahun 72,27 72,27 73,33 100,00 

2 
Meningkatnya Kesempatan Pendidikan yang 

Merata 
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 10,27 10,27 9,64 93,87 

3 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Pengeluaran perkapita 
ribu 

rupiah 
10.600 10.600 11.436 100,00 

II 

Tujuan 2. Menciptakan Suasana Kondusif 

yang Mendukung Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

Indeks Ketahanan Nasional poin 2,82 N/A N/A N/A 

4 Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram 

dan Harmonis Serta Bebas Bencana 

Angka kriminalitas persen 0,40 0,40 0,65 37,6 

5 Indeks Resiko Bencana poin 124,4 124,4 127,51 97,50 

6 Meningkatnya Kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Gender poin 86,36 86,36 76,58 88,67 

7 
Mantapnya Kehidupan Keagamaan serta 

Karakter dan Budaya Masyarakat 

Indeks Kerukunan Beragama poin 82,8 82,8 80,18 96,84 

8 
Indeks Pembangunan 

Kebudayaan/ Masyarakat 
poin 81,5 81,5 Belum Rilis Belum Rilis 

III 

Tujuan 3. Mewujudkan Pertumbuhan 

Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik 

Daerah 

Pertumbuhan PDRB Persen 5,86  3,56 60,75 

Indeks Gini poin 0,282 0,275 0,249 100,00 

Angka Kemiskinan persen 6,50 6,64 5,56 100,00 

Laju Inflasi persen 0,3 2,5 Ñ 1 2,93 100,00 

9 

Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor 

Ekonomi Primer Berorientasi pada Potensi dan 

Karakteristik Lokal 

Kontribusi Pertanian terhadap 

PDRB 
persen 4,92 4,95 Belum Rilis 

Belum Rilis 
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NO TUJUAN/SASARAN RPJMD INDIKATOR SATUAN 
TARGET 

RPJMD 
TARGET P-RKPD REALISASI CAPAIAN (%) 

10 Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, 

Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang 

berorientasi pada Potensi dan  

Karakteristik Wilayah 

Kontribusi Industri, Perdagangan 

Dan Jasa Terhadap PDRB 
persen 2,80 3 4,55 100,00 

11 
Kontribusi Pariwisata Terhadap 

PDRB 
persen 1,85 1,85 2,03 100,00 

12 
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi serta 

Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas 

Persentase Peningkatan Koperasi 

Berkualitas 
persen 75 75 12,5 16,67 

13 
Persentase Peningkatan Usaha 

Mikro dan Kecil 
persen 76,60 83,3 3,97 4,77 

14 Meningkatnya Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan poin 76,52 77,96 68,84 88,30 

15 Menurunnya Angka Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka persen 4,09 4,05 3,42 115,56 

16 Meningkatnya Investasi Daerah Nilai Investasi Daerah rupiah 92.000.000.000 3,500,000,000,000 2,142,241,228,503 61,21 

IV 

Tujuan 4. 

Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan 

Pelayanan Dasar 

Indeks Kepuasan Layanan 

Infrastruktur 
Poin 3,9 N/A N/A N/A 

17 

Meningkatnya Kualitas dan Akses 

Infrastruktur yang berwawasan lingkungan 

Persentase Panjang Jalan dalam 

Kondisi Mantap 
persen 54,80 59,60 30,29 50,82 

18 
Persentase Pemukiman yang 

Layak 
persen 80 81 82,07 100,00 

19 Rasio Rumah Layak Huni rasio 1:1,068 1:1,065 1:144,84 1:42,27 

20 
Persentase Desa yang Terhubung 

dengan Moda Transportasi 
persen 75 80 98 100,00 

21 
Persentase Penduduk Berakses 

Air Minum 
persen 77 82 77,33 94,30 

22 
Persentase Irigasi Kabupaten 

yang Berfungsi 
persen 32,46 34,69 54,49 100,00 
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NO TUJUAN/SASARAN RPJMD INDIKATOR SATUAN 
TARGET 

RPJMD 
TARGET P-RKPD REALISASI CAPAIAN (%) 

26 
Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi 

yang membuka Keterisolasian Daerah 

Persentase Desa Yang Terlayani 

Telekomunikasi 
persen 98,17 99,09 100 100,00 

V 
Tujuan 5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan 

Hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH) 
Poin 79,19  87,34 100,00 

23 

Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan 

(Nilai Angka 0-100) 
poin 100 100 100 100,00 

24 
Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 

0-100) 
poin 53,85 75,41 73,50 97,47 

25 
Indeks Kualitas Udara (Nilai 

Angka 0ð100) 
poin 91,47 91,58 93,77 100,00 

VI 

Tujuan 6. Mewujudkan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang Baik 

(GoodGovernance) 

Indeks RB Nilai 67,51  65,44 96,93 

26 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah 

Nilai SAKIP Nilai 69,15 72,5 71,75 98,97 

27 Nilai LPPD Nilai 2,960 2,98 Belum Rilis Belum Rilis 

28 
Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih 

dan Bebas dari KKN 
Opini BPK Opini WTP WTP Belum Rilis Belum Rilis 

29 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah 
Persentase PAD terhadap 

Pendapatan Daerah 
persen 6 6,5 5,21 80,15 

30 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 
Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
Nilai 88 88,31 83,66 94,73 

31 
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan 

Berbasis Desa 

Persentase Peningkatan Status 

Desa Mandiri 
persen 17,77 19,22 3,92 

tidak dapat di 

bandingkan 

karena 

menggunakan 

rumus yang 

berbeda 

Sumber : Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025. data diolah 
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c. Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai dari kinerja 

program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis atau yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat 

ukur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis, baik 

berupa kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan penetapan IKU adalah 

memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator 

penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan 

jangka menengah daerah. 

Dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2025ð2029, terdapat 5 tujuan 

pembangunan, yang dijabarkan menjadi 6 indikator tujuan. Selain itu, 

terdapat 17 sasaran pembangunan yang dijabarkan lebih lanjut menjadi 25 

indikator sasaran. Dari jumlah tersebut, tidak semua indikator dapat diukur 

secara langsung pada tahap awal pelaksanaan, karena keterbatasan data, 

metode, maupun penentuan OPD pengampu. 

Secara umum, sumber data indikator tujuan dan indikator sasaran diperoleh 

dari BPS Kabupaten Malinau maupun organisasi perangkat daerah. Data yang 

berhasil diukur pada tahunȤtahun awal periode RPJMD 2025ð2029 memberikan 

gambaran bahwa rataȤrata tingkat capaian kinerja indikator tujuan dan indikator 

sasaran yang terukur relatif tinggi, dengan pola capaian yang mengarah pada predikat 

kinerja Tinggi (T), sebagaimana tren capaian pada periode RPJMD sebelumnya. Secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel II.71 

Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 

I Tujuan 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia 
yang unggul, sejahtera, dan bermartabat 

Indeks Pembangunan Manusia Poin 74,90 75,21 100,00 

1   Sasaran 1.1 Meningkatnya Akses dan 

Kualitas Pendidikan yang Merata 

Indeks Pendidikan* Poin 71,24 69,86 98,06 

2 Sasaran 1.2 Meningkatnya Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

Indeks Kesehatan* Poin 82,01 82,05 100,00 

3 Sasaran 1.3 Meningkatnya kesetaraan 

dan perlindungan dalam pembangunan 

dan kehidupan sosial masyarakat 

Indeks Ketimpangan Gender* Poin 0,472 0,448 100,00 

4 Persentase Kelompok Disabilitas 

mengakses layanan dasar (%) 

% 100 64,08 64,08 

5 Sasaran 1.4 Meningkatnya Kualitas 
Kehidupan Keluarga dan Penerapan 

Nilai-Nilai Budaya untuk mendukung 

SDM yang berkarakter dan beretika 

Indeks Pembangunan Kebudayaan Poin 58,79 Belum Rilis N.A 

6 Indeks Pembangunan Keluarga 

(iBANGGA) 

Poin 68,22 53,90 79,01 

7 Sasaran 1.5 Menurunnya Tingkat 

Kemiskinan 

Indeks Kemiskinan % 6,64 5,56 100,00 

8 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) % 3,07 3,42 89,77 

9 Indeks Gini Poin 0,275 0,249 100,00 

II Tujuan 2. Meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi daerah 

Pertumbuhan ekonomi (non 

Batubara) (%) 

% 6,78 7,35 100,00 

10   Sasaran 2.1 Meningkatnya 

pengembangan ekonomi sektor 

unggulan 

Kontribusi sektor pertanian 

terhadap PDRB (%) 

% 9,77 9,37 95,91 

11 Kontribusi sektor perindustrian 

terhadap PDRB (%) 

% 2,11 2,12 100,00 

12 Kontribusi Sektor Pariwisata 

terhadap PDRB (%) 

% 2,06 2,21 100,00 

13 Kontribusi Sektor Perikanan 
terhadap PDRB (%) 

% 0,98 0,28 28,57 

14 Sasaran 2.2 Meningkatnya nilai tambah 
produk olahan pertanian dalam arti luas 

Pertumbuhan nilai produksi 
pengolahan sektor pertanian (%) 

% 5,94 9,37 100,00 

15 Sasaran 2.3 Meningkatnya Realisasi 

nilai investasi 

Pertumbuhan realisasi investasi 

daerah (%) 

% 54,87 -5.31 0 

16 Sasaran 2.4 Terwujudnya infrastruktur 

pendukung investasi 

Persentase infrastruktur daerah 

penunjang investasi yang dalam 

kondisi mantap (%) 

% 26,67 30,29 100,00 

17 Sasaran 2.5 Meningkatnya kemandirian 

 ekonomi daerah 

Rasio Kemandirian Fiskal Rasio 4,3 5,21 100,00 

18 Laju inflasi daerah (%) % 2,5 ± 1 2,93 100,00 

III Tujuan 3. Meningkatkan kapasitas infrastruktur 

pembangunan yang adil dan handal 

Indeks Infrastruktur Poin 46,52 63,58 100,00 
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NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 

19   Sasaran 3.1 Meningkatnya kapasitas 
dan kualitas aksesibilitas dan 

konektivitas antar wilayah 

Indeks Konektivitas Poin 0,5 0,54 100 

20 Sasaran 3.2 Meningkatnya Pemerataan 
Infrastruktur Dasar Wilayah 

Persentase wilayah yang memiliki 
infrastruktur layanan dasar baik (%) 

% 43,04 48,12 100,00 

IV Tujuan 4. Meningkatnya kualitas lingkungan 

hidup yang lestari dan ketahanan bencana daerah 

Penurunan Intensitas Emisi GRK TonCo2Eq 2.958.026,33 Belum Rilis N.A 

Indeks Risiko Bencana Poin 125,2 127,51 98,19 

21   Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas 
Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 79,86 87,51 100,00 

22 Sasaran 4.2 Meningkatnya kapasitas 
daerah dalam penanganan bencana 

Indeks Ketahanan Daerah Poin 0,49 0,39 100,00 

V Tujuan 5. Meningkatkan kinerja pemerintah 

daerah yang baik, bersih, dan berorientasi 
pelayanan 

Indeks Reformasi Birokrasi Poin 71,13 69,35 97,50 

23   Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik 

Indeks Kepuasan Masyarakat Poin 84,32 83,66 99,22 

24 Sasaran 5.2 Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja Pemerintah Daerah 

Nilai SAKIP Nilai 72,1 71,17 98,71 

25 Sasaran 5.3 Meningkatnya kualitas 

pengelolaan keuangan dan aset daerah 

Opini BPK Opini WTP Belum Rilis N.A 

Sumber : Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025, data diolah 
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d. Rata-rata Capaian Program dan Sub Kegiatan pada Program 

Pembangunan Perangkat olaDaerah. 

Capaian rata-rata kinerja dan realisasi anggaran baik pada program maupun 

subkegiatan untuk setiap program rencana kerja perangkat daerah dapat disajikan 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel II.72 
Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program Perangkat 

Daerah di Kabupaten Malinau Tahun 2025 

N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

1 Dinas Pendidikan  93,46 75,89 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Angka partisipasi 

Sekolah 

100 % 159.908.397.203,

08 

93,60 

% 

128.127.655.216,

00 

93,60 80,13 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KURIKULUM 

Pesentase siswa 

dengan nilai 

kompetensi 

literasi dan 

numerasi yang 

memenuhi 

kompetensi 

minimum 

35,00 867.673.500,00 57,72 

% 

605.048.412,00 164,91 69,73 

PROGRAM 

PENDIDIK DAN 

TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

Persentase 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan 

yang 

Ditempatkan 

Sesuai Analisis 

Kebutuhan Per 

Wilayah 

100 % 4.263.840.741,10 80,25 

% 

3.635.233.518,00 80,25 85,26 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 73,61 

% 

397.325.806.147,

63 

73,61 

% 

271.920.533.964 100,00 68,44 

2 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 78,58 77,26 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Cakupan 

Fasilitas 

Kesehatan 

Dengan 

Ketersediaan 

Sarana, 

Prasarana, Alkes 

Dan Ketersediaan 

Obat Essensial 

Yang Sesuai 

Standar 

95 % 118.826.494.960,

88 

90,00 

% 

96.472.157.734,0

0 

94,74 81,19 

Cakupan Standar 

Pelayanan 

Minimal Bidang 

Kesehatan 

100 %  84,00 

% 

 84,00 78,45 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN 

Persentase 

Ketersediaan 

SDMK Sesuai 

Standar Di 

Fasilitas 

Kesehatan 

84 % 7.187.009.000,00 55,00 

% 

4.544.582.074,00 65,48 63,23 

PROGRAM 

SEDIAAN FARMASI, 

ALAT KESEHATAN 

DAN MAKANAN 

MINUMAN 

Cakupan 

Kecamatan 

Dengan 

Pemberian Izin 

Operasi, 

Pembinaan Dan 

Pengawasan 

Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan 

100 % 353.563.160,00 100 % 326.973.026,00 100,00 92,48 
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N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

Dan Makanan 

Minuman 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

BIDANG 

KESEHATAN 

Cakupan 

Kecamatan 

Dengan Kegiatan 

Advokasi, 

Kemitraan, 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Bidang 

Kesehatan Serta 

Pelaksanaan 

UKBM 

100 % 654.411.400,00 85 % 427.474.031,21 85,00 65,32 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK 

Persentase 

Kecamatan Yang 

Melaksanakan 

Program KB 

53 % 189.600.000,00  145.892.195,00 0,00 76,95 

Persentase 

Pelayanan KB 

bagi perempuan 

berisiko yang 

sesuai  standar 

16,05 

% 

 14,7 

% 

  

91,59   

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB) 

Persentase 

Kecamatan Yang 

Melaksanakan 

Program KB 

53 % 1.023.000.000,00 85 % 791.499.000,00 81,00 77,37 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS) 

Persentase 

keluarga yang 

mengikuti 

pemberdayaan 

secara aktif 

53 % 787.400.000,00 85 % 604.431.040,00 84,00 76,76 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 83,54 215.671.250.416,

66 

83,54 180.281.988.283 100,00 83,59 

3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  66,83 68,20 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA AIR 

(SDA) 

Persentase luas 

kawasan 

permukiman 

rawan banjir 

yang terlindungi 

oleh 

infrastruktur 

pengendalian 

banjir di WS 

Kewenangan 

Kab/Kota 

11,28 

% 

63.192.253.333,0

0 

9,43 

% 

52.334.012.722,0

0 

83,60 82,82 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 

PENYEDIAAN AIR 

MINUM 

Persentase 

Rumah Tangga 

yang memiliki 

akses terhadap 

layanan sumber 

air minum layak 

66,2 %         

40.517.614.470,0

0 

41,92 

% 

        

19.491.114.991,0

0 

63,32 48,11 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SISTEM DAN 

PENGELOLAAN 

Persentase 

Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

45,9 %              

897.687.200,00 

45,9 

% 

             

833.395.480,00 

100,00 92,84 
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N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

PERSAMPAHAN 

REGIONAL 

Pengelolaan 

Sampah 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM AIR 

LIMBAH 

Persentase 

rumah tangga 

yang memperoleh 

layanan 

pengolahan air 

limbah domestik 

21,8 %           

2.284.825.000,00 

10,09 

% 

          

1.255.056.650,00 

46,28 54,93 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM DRAINASE 

Persentase 

drainase dalam 

kondisi baik/ 

pembuangan 

aliran air tidak 

tersumbat  

100 %              

470.931.200,00 

100 %              

444.623.320,00 

100,00 94,41 

PROGRAM 

PENATAAN 

BANGUNAN 

GEDUNG 

Persentase 

kepatuhan Izin 

Mendirikan 

Bangunan (IMB) 

Kab/Kota 

80 %         

71.074.366.394,9

9 

68 %         

50.259.860.050,0

0 

85,00 70,71 

PROGRAM 

PENATAAN 

BANGUNAN DAN 

LINGKUNGANNYA 

Persentase 

Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungannya 

yang tertangani 

70 %         

44.777.853.614,0

0 

70 %         

42.512.232.365,0

0 

100,00 94,94 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN JALAN 

Persentase 

Panjang Jalan 

Kabupaten 

Dalam Kondisi 

Baik 

30 %       

277.102.928.030,

71 

30 %       

254.443.402.403,

00 

100,00 91,82 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN PENATAAN 

RUANG 

Persentase 

Ketaatan 

Terhadap RTRW 

75 %           

6.477.239.952,00 

67,97 

% 

          

3.303.558.995,00 

90,63 51,00 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN 

Persentase warga 

yang terkena 

relokasi akibat 

program 

Pemerintah 

Daerah atau 

warga  korban 

bencana yang 

memperoleh 

fasilitasi 

penyediaan 

rumah yang 

layak huni 

56,5 300.000.000,00 0 %                                    

- 

0,00 0,00 

PROGRAM 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

Persentase 

kawasan 

permukiman 

kumuh dibawah 

10 ha yang 

ditangani  

1,48 %           

2.240.000.000,00 

0 %              

893.195.000,00 

0,00 39,87 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PRASARANA, 

SARANA DAN 

UTILITAS UMUM 

(PSU) 

Persentase 

Perumahan yang 

sudah dilengkapi 

PSU (Prasarana, 

Sarana dan 

Utilitas Umum) 

  

        

57.570.519.420,5

6 

         

56.203.755.389,0

0 

0,00 97,63 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 75 %         

78.811.794.922,1

0 

80,4 

% 

             

53.199.410.907 

107,20 67,50 

4 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  83,33 94,20 
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N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Persentase 

Gangguan 

Trantibum yang 

dapat 

diselesaikan  

100 %              

941.438.275,00 

100 %              

925.635.095,00 

100,00 98,32 

PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGA

N, PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

NON KEBAKARAN 

Persentase 

kabupaten/kota 

yang mendapat 

pendampingan 

pelayanan 

pemadaman dan 

penyelamatan 

kebakaran 

100 %              

448.016.750,00 

100 %              

443.249.800,00 

100,00 98,94 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Persentase 

Pemenuhan 

Layanan 

Administrasi 

Penyelenggara 

Pemerintah 

Daerah Dilingkup 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

100 %         

22.048.041.087,8

6 

50 %              

18.815.767.781 

50,00 85,34 

5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  100,00 89,53 

PROGRAM 

PENANGGULANGA

N BENCANA 

Persentase 

Pelayanan Dalam 

Rangka 

Pencegahan, 

Mitigasi Dan 

Penyelamatan 

Serta Evakuasi 

Korban Bencana 

100 %           

6.253.248.594,00 

100 %           

5.794.301.375,00 

100,00 92,66 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 74.33 

nilai 

          

6.329.684.763,45 

74.33 

nilai 

          

5.468.435.534,00 

100,00 86,39 

6 Dinas Ketenagakerjaan 80,67 80,54 

PROGRAM 

PELATIHAN KERJA 

DAN 

PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA 

Persentase 

Pelatihan Dan 

Peningkatan 

Produktivas 

Tenaga Kerja 

100 %           

4.726.166.400,00 

95,27 

% 

          

3.584.303.193,00 

95,27 75,84 

PROGRAM 

PENEMPATAN 

TENAGA KERJA 

Persentase 

Pencari Kerja 

Yang Terdaftar 

Dan Ditempatkan 

100 %              

639.487.400,00 

27,41 

% 

             

432.642.477,00 

27,41 67,65 

PROGRAM 

HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 

Peresentase 

Perusahaan Yang 

Menerapkan Tata 

Kelola Kerja Yang 

Layak (PP/PKB, 

LKS Bipartit, 

Strutur Skala 

Upah, Dan 

Terdaftar Peserta 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

100 %              

522.816.400,00 

100 %              

505.781.078,00 

100,00 96,74 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 

Perangkat 

Daerah 

73,96 

Nilai 

          

4.533.755.017,70 

73,96 

Nilai 

          

3.714.154.905,00 

100,00 81,92 

7 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Teadu Satu Pintu  91,35 86,74 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

Persentase 

Peningkatan 

100 %                

46.999.100,00 

87 %                

37.118.430,00 

87,00 78,98 
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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-84 

N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

IKLIM PENANAMAN 

MODAL 

Jumlah Pelaku 

Usaha 

PROGRAM 

PELAYANAN 

PENANAMAN 

MODAL 

Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat (Ikm) 

Atas Pelayanan 

Perizinan 

78,8 %              

146.024.900,00 

87,17 

% 

             

144.852.982,00 

110,62 99,20 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN 

MODAL 

Persentase 

Peningkatan 

Realisasi   

Investasi Pma 

Dan Pmdn 

100 %              

121.247.800,00 

61,2 

% 

             

110.636.850,00 

61,20 91,25 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DATA DAN SISTEM 

INFORMASI 

PENANAMAN 

MODAL 

Persentase 

Informasi Yang 

Tersampaikan 

Kepada 

Masyarakat 

100 %                

40.047.000,00 

100                

38.298.700,00 

100,00 95,63 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 80.24 

nilai 

          

5.810.305.481,62 

80.14 

nilai 

          

5.197.888.610,00 

99,88 89,46 

  PROGRAM 

PROMOSI 

PENANAMAN 

MODAL 

Persentase 

Peningkatan 

Jumlah Peminat 

Investasi 

100 %              

201.752.200,00 

125,6 

% 

             

132.948.572,00 

125,60 65,90 

8 Dinas Ketahanan Pangan  99,75 93,89 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI 

DAN KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Persentase 

Peningkatan 

Diverifikasi dan 

Ketaanan Pangan 

Masyarakat 

135 

Persen 

             

589.722.905,00 

140,2 

Persen 

             

519.941.610,00 

103,87 88,17 

PROGRAM 

PENANGANAN 

KERAWANAN 

PANGAN 

Persentase 

Penanganan 

Kerawanan 

Pangan 

100 

Persen 

             

119.288.550,00 

99 

Persen 

             

118.285.226,00 

99,00 99,16 

PROGRAM 

PENGAWASAN 

KEAMANAN 

PANGAN 

Persentase 

Pangan Segar 

Asal Tumbuhan 

yang Memenuhi 

Persyaratan 

Mutu dan 

Keamanan 

Pangan 

57,5 

Persen 

               

48.003.000,00 

57,5 

Persen 

               

47.752.200,00 

100,00 99,48 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

75,26 

Nilai 

          

6.510.191.131,32 

80,19 

Nilai 

               

5.778.212.186 

106,55 88,76 

9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 97,38 96,33 

PROGRAM 

PENDAFTARAN 

PENDUDUK 

Persentase 

Perekaman KTP 

Elektronik 

99,50%              

184.171.900,00 

87,48

% 

             

179.774.685,00 

87,92 97,61 

PROGRAM 

PENCATATAN SIPIL 

Persentase 

Kepemilikan Akta 

Kelahiran 

99 %                

64.206.000,00 

98,34 

% 

               

62.556.000,00 

99,33 97,43 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

Persentase OPD 

yang 

memanfaatkan 

data 

kependudukan 

berdasarkan 

11,53 

% 

             

240.933.550,00 

13,64 

% 

             

233.809.208,00 

118,30 97,04 
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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-85 

N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

perjanjian 

kerjasama 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PROFIL 

KEPENDUDUKAN 

Penyajian Data 

Penduduk 

Tingkat 

Kabupaten 

100,00

% 

                

9.227.000,00 

100%                

9.071.000,000 

100,00 98,31 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

87,73 

Nilai 

          

7.164.162.748,00 

87,43 

Nilai 

               

6.535.971.294 

99,66 91,23 

10 Dinas Lingkungan Hidup  100,00 90,52 

PROGRAM 

PERENCANAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

Persentase 

Perencanaan 

Lingkungan 

Hidup 

100 %              

889.647.400,00 

100 %                  

872.140.556 
100,00 98,03 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

Persentase 

Pengendalian 

Pencemaran 

dan/atau 

Kerusakan 

Lingkungan 

Hidup 

100 %           

3.712.477.400,00 

100 %                

3.660.245.282 

100,00 98,59 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

KEANEKARAGAMA

N HAYATI (KEHATI) 

Persentase 

Pengelolaan 

Keanekaragaman 

Hayati (KEHATI) 

100 %           

2.533.604.960,00 

100 %                

2.157.241.612 

100,00 85,15 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN DAN 

IZIN 

PERLINDUNGAN 

DAN 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP (PPLH) 

Persentase 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Terhadap Izin 

Lingkungan dan 

Izin Perlindungan 

dan Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup (PPLH) 

100 %                

74.999.500,00 

100 %                    

74.771.800 

100,00 99,70 

PROGRAM 

PENGAKUAN 

KEBERADAAN 

MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 

(MHA), KEARIFAN 

LOKAL DAN HAK 

MHA YANG 

TERKAIT DENGAN 

PPLH 

Persentase 

Pengakuan 

Keberadaan 

Masyarakat 

Hukum Adat 

(MHA), Kearifan 

Lokal dan Hak 

MHA yang Terkait 

dengan PPLH 

100 %           

2.139.969.200,00 

100 %                

1.001.983.532 

100,00 46,82 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, 

PELATIHAN DAN 

PENYULUHAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT 

Persentase 

Peningkatan 

Pendidikan, 

Pelatihan, dan 

Penyuluhan 

Lingkungan 

Hidup 

100 %              

631.834.800,00 

100 %                  

604.937.827 

100,00 95,74 

PROGRAM 

PENGHARGAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT 

Persentase 

Penghargaan 

Lingkungan 

Hidup untuk 

Masyarakat 

100 %                

73.995.400,00 

100 %                    

73.743.000 

100,00 99,66 

PROGRAM 

PENANGANAN 

PENGADUAN 

Persentase 

Penanganan 

pengaduan 

masyarakat 

terkait izin 

100 %                

99.951.200,00 

100 %                    

93.667.500 

100,00 93,71 
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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-86 

N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

LINGKUNGAN 

HIDUP 

lingkungan, izin 

PPLH dan PUU 

LH yang 

diterbitkan oleh 

pemerintah 

daerah 

kabupaten/kota, 

lokasi usaha dan 

dampaknya di 

daerah kab/kota 

yang ditangani 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

Persentase 

Pengelolaan 

Persampahan  

100 %           

2.745.311.779,00 

100 %                

2.606.881.890 

100,00 94,96 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 75.76 

nilai 

          

9.633.897.528,31 

80.57 

nilai 

               

8.941.453.639 

106,36 92,81 

11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial 98,75 95,79 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL 

Persentase 

Kualitas 

Kesejahteraan 

Sosial 

100 %              

307.172.050,00 

100 %                  

286.993.710 

100,00 93,43 

PROGRAM 

REHABILITASI 

SOSIAL 

Persentase 

Pemberdayaan 

Sosial 

100 %              

527.066.800,00 

100%                  

520.458.920 

100,00 98,75 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

DAN JAMINAN 

SOSIAL 

Persentase 

Penyelenggara 

Kesejahteraan 

Sosial yang 

memberikan 

Layanan 

berkualitas. 

100 %           

1.294.725.000,00 

100 %                

1.249.894.000 

100,00 96,54 

PROGRAM 

PENANGANAN 

BENCANA 

Persentase 

Penanganan 

Bencana 

100 %                

57.897.000,00 

100 %                    

56.856.700 

100,00 98,20 

PROGRAM 

PENGARUSUTAMA

AN GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

Persentase 

Pengarustamaan 

Gender 

100 %              

100.000.000,00 

100 %                    

99.343.900 

100,00 99,34 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN 

Persentase 

Perlindungan 

Perempuan 

100 %           

1.322.087.000,00 

8030

% 

               

1.318.852.400 

80,30 99,76 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

KELUARGA 

Persentase 

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

100 %              

150.420.400,00 

100%                  

150.037.800 

100,00 99,75 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SISTEM DATA 

GENDER DAN 

ANAK 

Persentase 

Sistem Data 

Gender dan Anak 

100 %                

88.089.000,00 

100 %                    

79.415.389 

100,00 90,15 

PROGRAM 

PEMENUHAN HAK 

ANAK (PHA) 

Kategori 

Kabupaten Layak 

Anak 

100 %              

410.558.558,00 

100 %                  

408.992.571 

100,00 99,62 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK 

Persentase 

Perlindungan 

Khusus Anak 

100 %              

184.460.910,00 

100 %                  

163.826.250 

100,00 88,81 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 75 nilai           

6.170.072.943,92 

77.19 

nilai 

               

5.515.823.744 

105,95 89,40 
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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-87 

N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100,00 95,37 

PROGRAM 

PENATAAN DESA 

Presentase 

Pengentasan 

Desa Tertinggal 

89,91 

% 

                

80.670.400,00  

73,39 

% 

                    

79.790.725  

81,63 98,91 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KERJA SAMA DESA 

Presentase Desa 

Yang Melakukan 

Kerjasama 

Antara Desa 

0,05 %              

115.704.500,00 

12,05 

% 

                 

115.506.903 

24100,00 99,83 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Presentase 

Administrasi 

Pemerintahan 

Desa Yang Baik 

88 %              

539.130.150,00 

100 %                  

532.384.892 

113,64 98,75 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATA

N, LEMBAGA ADAT 

DAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 

Presentase  

Lembaga 

Kemasyarakatan 

, Lembaga Adat 

Dan Masyarakat 

Hukum Adat 

Yang 

Diberdayakan 

2 %         

10.779.047.910,0

0 

84,90

% 

               

9.205.922.836 

42,45 85,41 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 

Perangkat 

Daerah 

77,81 

% 

          

7.893.406.355,55 

77,81 

% 

               

7.416.456.891 

100,00 93,96 

13 Dinas Perhubungan  100,00 55,92 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN LALU LINTAS 

DAN ANGKUTAN 

JALAN (LLAJ) 

Persentase 

sarana dan 

prasarana 

penyelenggaraan 

lalu lintas dan 

angkutan jalan 

yang beroperasi 

62%         

14.456.642.241,0

0 

62%                

6.891.543.231 

100,00 47,67 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PELAYARAN 

Persentase 

sarana dan 

prasarana 

pengelolaan 

pelayaran 

54 %           

1.967.658.750,00 

54 %                  

519.325.500 

100,00 26,39 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 71,72 

Nilai 

          

9.877.957.025,26 

71,72 

Nilai 

          

9.254.291.302,00 

100,00 93,69 

14 Dinas Komunikasi dan Informatika  96,60 75,64 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

PUBLIK 

Persentase 

Penyebaran 

Informasi Publik 

100 %              

523.095.700,00 

90 %                  

485.966.188 

90,00 92,90 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA 

Persentase 

Penggunaan 

Aplikasi 

Informatika 

100 %         

13.289.222.540,0

0 

98,16 

% 

               

5.786.610.254 

98,16 43,54 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 65 nilai           

5.598.775.508,62 

66.06 

nilai 

               

5.065.211.000 

101,63 90,47 

15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 100,00 96,89 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN 

Persentase 

Peningkatan 

Pengembangan 

Kebudayaan 

79 %           

4.214.277.600,00 

100 %                

4.153.008.044 

126,58 98,55 
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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-88 

N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KESENIAN 

TRADISIONAL 

Persentase 

Peningkatan 

Pengembangan 

Kesenian 

Tradisional 

Daerah 

100 %           

5.611.650.309,20 

100 %                

5.553.325.348 

100,00 98,96 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

SEJARAH 

Persentase 

Sejarah yang 

Dibina 

100 %              

160.492.750,00 

100 %                  

157.325.162 

100,00 98,03 

PROGRAM 

PELESTARIAN DAN 

PENGELOLAAN 

CAGAR BUDAYA 

Persentase Cagar 

Budaya yang 

Dilestarikan dan 

Dikelola 

100 %              

306.902.550,00 

100 %                  

301.261.206 

100,00 98,16 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DAYA TARIK 

DESTINASI 

PARIWISATA 

Persentase 

Peningkatan 

Daya Tarik 

Destinasi 

Pariwisata 

100 %           

6.297.579.252,99 

100 %                

6.141.489.686 

100,00 97,52 

PROGRAM 

PEMASARAN 

PARIWISATA 

Persentase 

Peningkatan 

Pemasaran 

Pariwisata 

100 %           

1.623.742.525,00 

100 %                

1.567.078.407 

100,00 96,51 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 

PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF 

Persentase 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

100 %           

1.925.280.279,96 

100 %                

1.914.349.775 

100,00 99,43 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

78 Nilai           

6.620.458.445,15 

80,03 

Nilai 

               

5.821.810.285 

102,60 87,94 

16 Dinas Peustakaan dan Kearsipan  100,00 86,70 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

PEUSTAKAAN 

Persentase 

peustakaan yang 

mendapatkan 

pembinaan 

100 %              

822.990.000,00 

100 %                  

725.394.920 

100,00 88,14 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

ARSIP 

Persentase OPD 

yang mengelola 

arsip secara baku 

100 %              

236.656.180,00 

100 %                  

194.521.717 

100,00 82,20 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 68.76 

nilai 

          

5.177.070.884,00 

69.31 

nilai 

               

4.647.801.863 

100,80 89,78 

17 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 98,38 83,70 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEPEMUDAAN 

Persentase 

Pengembangan 

Kapasitas 

Pemuda yang 

Berdaya Saing 

65 %           

2.643.378.900,00 

67.27 

% 

          

2.094.977.048,00 

103,49 79,25 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEOLAHRAGAAN 

Cakupan 

Pembinaan 

Olahraga 

100 %         

63.927.443.312,0

0 

100 %         

53.337.271.577,0

0 

100,00 83,43 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS 

KEPRAMUKAAN 

Persentase 

Anggota Pramuka 

Yang Dibina 

100 %              

283.998.700,00 

95 %              

236.784.200,00 

95,00 83,38 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

67,27 

nilai 

          

6.270.000.122,36 

66,28 

nilai 

          

5.564.103.969,00 

98,53 88,74 
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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-89 

N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

18 Dinas Pertanian  100,00 89,35 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SARANA 

PERTANIAN 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Sarana Pertanian 

100 %         

38.636.012.124,0

0 

100 %         

37.721.488.945,4

0 

100,00 97,63 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Persentase 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Prasarana 

Pertanian 

100 %           

5.546.335.191,00 

100 %           

4.303.451.246,00 

100,00 77,59 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

KESEHATAN 

HEWAN DAN 

KESEHATAN 

MASYARAKAT 

VETERINER 

Persentase 

Pengendalian 

Kesehatan 

Hewan dan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Veteriner 

100 %              

430.477.000,00 

100 %              

388.750.200,00 

100,00 90,31 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

DAN 

PENANGGULANGA

N BENCANA 

PERTANIAN 

Persentase 

Pengendalian dan 

Penanggulangan 

Bencana 

Pertanian 

100 %              

434.090.482,00 

100 %              

403.201.943,00 

100,00 92,88 

PROGRAM 

PERIZINAN USAHA 

PERTANIAN 

Persentase 

Perizinan Usaha 

Pertanian 

100 %                

38.476.000,00 

100 %                

36.734.162,00 

100,00 95,47 

PROGRAM 

PENYULUHAN 

PERTANIAN 

Persentase 

Penyuluh 

Lapangan 

100 %           

3.119.184.150,00 

100 %           

2.739.267.841,00 

100,00 87,82 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 73,84 

nilai 

        

13.688.318.170,2

1 

73,84 

nilai 

        

11.458.940.425,0

0 

100,00 83,71 

19 Dinas Perikanan 100,00 91,99 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 

TANGKAP 

Jumlah Produksi 

Perikanan 

Tangkap 

80 Ton           

2.049.358.209,00 

163.4

1 Ton 

          

1.910.324.912,00 

204,26 93,22 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 

BUDIDAYA 

Jumlah Produksi 

Pengelolaan 

Perikanan 

Budidaya 

319 

Ton 

          

1.691.186.225,00 

323.2

3 Ton 

          

1.596.515.860,00 

101,33 94,40 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 

Perangkat 

Daerah 

75,25 

Nilai 

          

4.870.135.708,11 

76,1 

Nilai 

               

4.302.311.780 

101,13 88,34 

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan  73,34 86,09 

PROGRAM 

PENDIDIKAN DAN 

LATIHAN 

PERKOPERASIAN 

Prosentase 

Peningkatan 

jumlah Diklat 

Koperasi yang 

diadakan 

100%              

198.116.950,00 

100%              

197.340.674,00 

100,00 99,61 

 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

USAHA 

MENENGAH, 

USAHA KECIL, DAN 

USAHA MIKRO 

(UMKM) 

Prosentase 

peningkatan 

jumlah UMKM 

yang 

Diberdayakan 

2 %              

350.554.600,00 

3,97%              

317.970.419,00 

198,50 90,70 



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-90 

N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

UMKM 

Jumlah Unit 

Usaha UMKM 

yang 

mendapatkan 

fasilitas produksi 

dan pengolahan, 

pemasaran, 

sumber daya 

manusia serta 

desain teknologi 

5%           

1.579.115.400,00 

100 %                

1.465.711.666 

200000,0

0 

92,82 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

SARANA 

DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN 

Prosentase 

Peningkatan 

Jumlah Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

100 %           

2.280.395.451,00 

38,88 

% 

                 

867.765.855 

38,88 38,05 

PROGRAM 

STABILISASI 

HARGA BARANG 

KEBUTUHAN 

POKOK DAN 

BARANG PENTING 

Prosentase 

Stabilitas Harga 

Barang 

Kebutuhan 

Pokok dan 

Barang Penting 

100 %           

1.086.183.644,00 

23,52 

% 

               

1.078.659.528 

23,52 99,31 

PROGRAM 

STANDARDISASI 

DAN 

PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

Prosentase 

peningkatan 

jumlah 

konsumen yang 

dilindungi 

100 %                

49.474.000,00 

46,00 

% 

                   

49.474.000 

46,00 100,0

0 

PROGRAM 

PENGGUNAAN DAN 

PEMASARAN 

PRODUK DALAM 

NEGERI 

Jumlah UMKM 

yang memperoleh 

fasilitasi Promosi 

Penggunaan 

produk dalam 

negeri di Tingkat 

Kabupaten 

Malinau 

5 %                

81.825.000,00 

210 %                

75.153.224,00 

42000,00 91,85 

PROGRAM 

PERENCANAAN 

DAN 

PEMBANGUNAN 

INDUSTRI 

Prosentase 

peningkatan 

jumlah pelaku 

usaha sektor 

industri 

100 %           

2.511.128.850,00 

100 %                

2.308.407.080 

100,00 91,93 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 

Perangkat 

Daerah 

75,75 

nilai 

          

7.835.464.383,30 

79,52 

nilai 

          

6.947.858.204,00 

104,98 88,67 

21 Sekretariat Daerah  92,53 87,82 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

Persentase 

Pelaksanaan 

Penunjang 

Urusan Melalui 

Kegiatan 

Pemerintahan 

dan 

Kesejahteraan 

Rakyat 

100 %       

138.920.482.939,

23 

100 %       

132.254.589.747,

00 

100,00 95,20 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN 

Persentase 

Pelaksanaan 

Penunjang 

Urusan Melalui 

Kegiatan 

Perekonomian 

dan 

Pembangunan 

100 %         

80.903.724.720,0

0 

93,97 

% 

        

77.037.627.005,0

0 

93,97 95,22 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

NIlai SAKIP 78.05 

nilai 

      

436.615.869.104,

45 

77.08 

nilai 

      

362.013.809.722,

00 

98,76 82,91 

Bappeda dan Litbang 89,30 85,84 



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-91 

N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

22

  

PROGRAM 

PERENCANAAN, 

PENGENDALIAN 

DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Persentase Rata-

rata Capaian 

Program 

Pembangunan 

Daerah 

100 %           

3.112.888.400,00 

83,26 

% 

          

2.764.423.793,00 

83,26 88,81 

PROGRAM 

KOORDINASI DAN 

SINKRONISASI 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Persentase 

Konsistensi 

Program dalam 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah dengan 

Program 

Perangkat 

Daerah 

100 %           

1.802.948.214,00 

73,93 

% 

               

1.316.261.874 

73,93 73,01 

PROGRAM 

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

DAERAH 

Persentase Hasil 

Penelitian yang 

diimplementasik

an dalam 

Perencanaan 

Pembangunan 

80 %              

940.299.650,00 

100 %              

834.629.660,00 

125,00 88,76 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 81 nilai         

13.743.170.768,0

3 

81.67 

nilai 

        

12.751.065.774,0

0 

100,83 92,78 

23 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 93,31 88,56 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD 

Presentase 

Program 

Dukungan  

Pelaksanaan 

Tugas dan fungsi 

DPRD 

100 %         

30.215.200.500,0

0 

86,61 

% 

        

28.710.964.740,0

0 

86,61 95,02 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 68 nilai         

28.095.423.128,4

4 

71.02 

nilai 

        

23.067.202.373,0

0 

104,44 82,10 

24 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 100,02 84,66 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH 

Persentase Perda 

Dan Perbub Apbd 

Yang Ditetapkan 

100 %       

386.716.475.248,

68 

100 %       

361.767.485.814,

60 

100,00 93,55 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

BARANG MILIK 

DAERAH 

Persentase 

Ketetapan Waktu 

Penyampaian 

Laporan Barang 

Milik Daerah 

100 %           

2.814.320.240,00 

100 %           

2.727.921.540,00 

100,00 96,93 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDAPATAN 

DAERAH 

Persentase 

Pengeloaan 

Pelaksanaan 

Pemungutan Pbb 

P2 Dan Bphtb 

100 %           

7.329.752.300,00 

100 %           

6.156.678.653,00 

100,00 84,00 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 77 Nilai         

61.555.783.233,5

0 

77,07 

% 

        

39.499.085.110,0

0 

100,09 64,17 

25 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  100,00 85,28 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Persentase 

Pelayanan 

Administrasi 

Kepegawaian 

100 %         

19.052.090.525,0

0 

176,1 

% 

        

17.575.516.027,0

0 

176,10 92,25 
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GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-92 

N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

Persentase ASN 

yang 

Dikembangkan 

Kapasitasnya 

100 %           

4.731.746.500,00 

133,1

1 % 

          

3.318.516.995,00 

133,11 70,13 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 70 nilai           

7.613.296.861,20 

70 

nilai 

          

7.116.253.788,00 

100,00 93,47 

26 Badan Pengelola Perbatasan Daerah  100,00 88,23 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERBATASAN 

Cakupan 

Kawasan 

Perbatasan yang 

Dikelola 

100 %              

351.648.900,00 

100 %              

337.632.820,00 

100,00 96,01 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 80 nilai           

4.698.767.374,92 

80,59 

nilai 

          

4.337.597.308,00 

100,74 92,31 

27 Inspektorat       100,00 76,37 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN PENGAWASAN 

Persentase 

Pengawasan 

Terhadap Objek 

Pemeriksaan 

100 %           

3.889.644.756,00 

116,1

2 % 

          

2.769.278.271,00 

116,12 71,20 

PROGRAM 

PERUMUSAN 

KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN 

DAN ASISTENSI 

Persentase 

Pendampingan 

Yang 

Diilaksanakan 

100 %           

5.622.841.100,00 

102,6

1 

          

3.847.750.715,00 

102,61 68,43 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 

Perangkat 

Daerah 

82 nilai         

21.884.828.680,3

1 

82.09 

nilai 

        

19.580.313.792,0

0 

100,11 89,47 

28 Kecamatan Mentarang Hulu 99,35 96,52 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Fasilitasi 

Percepatan 

Pencapaian 

Standar 

Pelayanan 

Minimal di 

Wilayah 

Kecamatan 

45 Kali              

428.660.000,00 

45 

Kali 

             

428.660.000,00 

100,00 100,0

0 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase 

Pemberdayaan 

Kepada 

Masyarakat 

Tingkat 

Kecamatan dan 

Desa 

7 Desa              

170.000.000,00 

10 

Desa 

             

168.960.000,00 

100,00 99,39 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Persentase 

Fasilitasi 

Administrasi Tata 

Pemerintahan 

Desa 

45 Kali              

206.000.000,00 

45 

Kali 

             

196.050.000,00 

100,00 95,17 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 100 %           

2.487.651.480,45 

63,3 

% 

          

2.276.559.216,00 

97,38 91,51 

29 Kecamatan Pujungan  98,44 97,51 



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-93 

N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Prosentase 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

dan Pelayanan 

Publik 

87,00%              

375.740.000,00 

0%              

375.701.000,00 

96,66 99,99 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Prosentase 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan 

86 %              

111.780.000,00 

86 %              

111.250.000,00 

100,00 99,53 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Prosentase 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

86 %              

336.400.000,00 

86 %              

333.440.000,00 

100,00 99,12 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 67 Nilai           

3.303.408.917,42 

65.07 

Nilai 

          

3.019.436.947,00 

97,12 91,40 

30 Kecamatan Kayan Selatan  96,52 97,50 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Persentase 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

yang dilakukan 

sesuai standar 

86 %              

386.670.000,00 

86 %              

386.536.660,00 

100,00 99,97 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase  desa 

yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesejahteraan 

sosial 

100 %              

100.000.000,00 

86 %              

100.000.000,00 

86,00 100,0

0 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Persentase desa 

yang 

menyelenggaraka

n administrasi 

pemerintah desa 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku 

86 %              

140.600.000,00 

86 %              

140.600.000,00 

100,00 100,0

0 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 65 Nilai           

3.352.167.743,82 

65.05 

nilai 

               

3.018.560.221 

100,08 90,05 

31 Kecamatan Bahau Hulu  97,69 98,60 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Persentase 

penyelenggaraan 

pelayanan publik 

yang dilakukan 

sesuai standar 

86 %              

190.180.000,00 

86 %              

189.790.000,00 

100,00 99,79 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase 

pelayanan 

kesejahteraan 

sosial yang 

sesuai standar 

86 %                

95.850.000,00 

86 %                

95.560.000,00 

100,00 99,70 

PROGRAM 

KOORDINASI 

KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Persentase 

pelanggaran 

ketentraman dan 

ketertiban umum 

dan fasilitasi 

sesuai standar 

(SOP) 

86 %              

161.420.000,00 

86 %              

160.250.000,00 

100,00 99,28 



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-94 

N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM 

Persentase 

fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum 

86 %              

314.436.000,00 

86 %              

314.016.000,00 

100,00 99,87 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Persentase 

Programpembina

an Dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

86 %              

120.582.000,00 

86 %              

120.192.000,00 

100,00 99,68 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 70 nilai           

2.848.944.404,30 

60.30 

nilai 

               

2.658.483.604 

86,14 93,31 

32 Kecamatan Kayan Hilir  100,00 99,81 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan 

100 %                

55.000.000,00 

100 %                

54.894.600,00 

100,00 99,81 

  PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 70 %           

3.713.185.707,00 

68,18 

% 

          

3.602.502.423,00 

97,40 97,02 

33 Kecamatan Sungai Boh  100,00 98,44 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Persentase 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

dan Pelayanan 

Publik di 

Kecamatan 

100 %              

372.852.500,00 

100 %              

372.852.500,00 

100,00 100,0

0 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

di Masyarakat 

100 %                

84.996.000,00 

100 %                

84.996.000,00 

100,00 100,0

0 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM 

Persentase 

penyelenggaraan 

urusan 

pemerintah 

umum di 

kecamatan 

100 %              

250.000.000,00 

100 %              

250.000.000,00 

100,00 100,0

0 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 76 nilai           

4.550.563.891,66 

78.07 

nilai 

          

4.266.069.406,00 

102,72 93,75 

34 Kecamatan Malinau Utara 97,20 95,35 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Persentase 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Publlik yang 

dilakukan sesuai 

standar 

85 %              

595.680.000,00 

85 %              

595.680.000,00 

100,00 100,0

0 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Prosentase Desa 

yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesejahteraan 

sosial 

85 %                

79.900.000,00 

85 %                

79.900.000,00 

100,00 100,0

0 



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-95 

N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

PROGRAM 

KOORDINASI 

KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Persentase 

pelanggaran 

ketentraman dan 

ketertiban umum 

yang difasilitasi 

sesuai standar 

(SOP) 

85 %                

29.723.000,00 

85 %                

27.494.750,00 

100,00 92,50 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM 

Persentase 

fasilitasi 

penyelenggaraan 

urusan 

pemerintahan 

umum 

85 %                

14.960.000,00 

85 %                

14.960.000,00 

100,00 100,0

0 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 75 nilai           

4.497.356.904,14 

64.49 

nilai 

          

3.788.926.761,00 

85,99 84,25 

35 Kecamatan Mentarang  100,00 96,38 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan 

100 %              

100.000.000,00 

100 %                

99.421.679,00 

100,00 99,42 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Prosentase 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

100 %              

505.020.000,00 

100 %              

505.020.000,00 

100,00 100,0

0 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 65 nilai           

4.066.773.373,80 

68.38 

nilai 

          

3.648.477.161,00 

105,20 89,71 

36 Kecamatan Malinau Selatan  96,32 95,46 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Indek Kepuasan 

Masyarakat 

Perhadap 

Pelayanan Publik 

88 %              

432.200.000,00 

88 %              

431.890.000,00 

100,00 99,93 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM 

Prosentase 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

88 %              

187.880.000,00 

88 %              

186.130.500,00 

100,00 99,07 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP 78,31 

Nilai 

          

3.294.952.047,02 

69,67 

Nilai 

          

2.879.333.065,00 

88,97 87,39 

37 Kecamatan Malinau Barat  100,00 95,86 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat desa 

dan Kelurahan 

100 %              

149.999.450,00 

100 %              

149.999.450,00 

100,00 100,0

0 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Persentase 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintah Desa 

100 %              

565.366.550,00 

100 %              

565.313.000,00 

100,00 99,99 
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N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

NIlai SAKIP 65 Nilai           

4.248.252.876,10 

69,6 

Nilai 

          

3.721.018.456,00 

107,08 87,59 

38 Kecamatan kayan Hulu 98,87 96,15 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase Desa 

Yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesejahteraan 

Sosial 

86 %              

200.000.000,00 

86 %              

199.921.200,00 

100,00 99,96 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Persentase desa 

yang 

menyelenggaraka

n adminitrasi 

pemerintahan 

desa sesuai 

dengan 

peraturan yang 

berlaku 

86 %              

221.242.000,00 

86 %              

220.767.280,00 

100,00 99,79 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 70,34 

Nilai 

          

4.484.974.159,50 

67,96 

Nilai 

          

3.978.789.964,00 

96,62 88,71 

39 Kecamatan Malinau Selatan Hilir  100,00 97,12 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Persentase 

penyelenggaraan 

pelayanan publik 

yang dilakukan 

sesuai standar 

88 %              

380.000.000,00 

88 %              

379.730.000,00 

100,00 99,93 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM 

Persentase 

fasilitasi 

penyelenggaraan 

urusan 

pemerintahan 

umum 

88 %                

60.000.000,00 

88 %                

59.600.000,00 

100,00 99,33 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 69,69 

Nilai 

          

3.034.047.483,22 

71,19 

Nilai 

          

2.794.087.246,00 

102,15 92,09 

40 Kecamatan Malinau Selatan Hulu  100,00 96,67 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Persentase desa 

yang menyusun 

APBDes selaras 

dengan RKPDes 

85 %              

289.982.000,00 

85 %              

279.220.000,00 

100,00 96,29 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 78,31 

Nilai 

          

3.153.843.421,63 

78,31 

Nilai 

          

3.061.036.541,00 

100,00 97,06 

41 Kecamatan Malinau Kota  100,00 96,01 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Persentase 

Penyelenggaraan 

pelayanan publik 

yang sesuai 

standar 

85 %              

367.838.000,00 

85 %              

350.190.000,00 

100,00 95,20 
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N

O 

PERANGKAT 

DAERAH / 

PROGRAM 

INDIKATOR  

PROGRAM 

TARGET REALISASI 
TINGKAT 

CAPAIAN (%) 

K Rp  K Rp  K K  

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase desa 

yang 

mendapatkan 

pelayanan 

kesejahteraan 

sosial 

85 %              

128.272.770,00 

100 %              

128.272.770,00 

100,00 100,0

0 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 70 Nilai           

5.946.188.929,07 

70 

Nilai 

               

5.519.807.976 

100,00 92,83 

42 Kecamatan Sungai Tubu  95,26 93,71 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Peningkatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Dan Kelurahan 

100 %              

135.373.000,00 

90,52 

% 

             

123.373.000,00 

90,52 91,14 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 65 Nilai           

3.324.743.978,16 

68,48 

Nilai 

          

3.201.268.286,00 

105,35 96,29 

43 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  99,00 94,52 

PROGRAM 

PENGUATAN 

IDEOLOGI 

PANCASILA DAN 

KARAKTER 

KEBANGSAAN 

Persentase 

masyarakat yang 

memahami 

ideologi Pancasila 

dan Karakter 

Kebangsaan 

100 %           

1.221.245.200,00 

95 %           

1.186.513.100,00 

95,00 97,16 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PERAN PARTAI 

POLITIK DAN 

LEMBAGA 

PENDIDIKAN 

MELALUI 

PENDIDIKAN 

POLITIK DAN 

PENGEMBANGAN 

ETIKA SERTA 

BUDAYA POLITIK 

Persentase 

Pendidikan 

Politik Untuk 

Paol Yang Ada Di 

Kabupaten 

Malinau 

100 %              

585.892.166,00 

100 %              

576.900.901,00 

100,00 98,47 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

KETAHANAN 

EKONOMI, SOSIAL, 

DAN BUDAYA 

Persentase 

Pembinaan 

Forum 

Kerukunan Umat 

Beragama 

100 %              

615.332.900,00 

100 %              

562.719.015,00 

100,00 91,45 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KEWASPADAAN 

NASIONAL DAN 

PENINGKATAN 

KUALITAS DAN 

FASILITASI 

PENANGANAN 

KONFLIK SOSIAL 

Persentase 

kualitas keadaan 

aman, nyaman 

dan damai di 

lingkungan 

masyarakat 

100 %           

1.724.982.298,00 

100 %           

1.697.302.537,00 

100,00 98,40 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Nilai Sakip 75,86 

Nilai 

          

6.464.109.187,13 

75,86 

Nilai 

          

5.632.697.297,00 

100,00 87,14 

Sumber : Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2025 

2.2.3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat 

 Hasil capaian evaluasi Indikator Kinerja Utama, dapat digambarkan ke 

beberapa indikator kinerja tujuan, sasaran RPJMD Kabupaten Malinau cukup 
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berhasil, ada beberapa indikator yang masih rendah dan masih belum tercapai, 

disebabkan oleh beberapa indikator yang belum/tidak dapat diukur secara 

pasti serta keterbatasan waktu penyerapan anggaran. Meski demikian, ada 

beberapa faktor pendorong dan penghambat yang perlu diperhatikan dari 

indikator-indikator pembangunan sebagai berikut:  

a. Faktor Penghambat 

1. Urusan Pendidikan 

Keterbatasan akses ke sekolah dan kurang memadainya 

infrastruktur sekolah seperti internet atau fasilitas lainnya, terutama di 

daerah terpencil atau pedesaan. Keterlibatan anak-anak dalam 

pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga, kurangnya 

kesadaran orang tua, kasus pernikahan dini, serta jarak ke sekolah yang 

terlalu jauh sehingga anak usia sekolah tidak bersekolah. Kondisi sistem 

pendataan guru yang belum optimal menyebabkan ketidakakuratan 

data guru di lapangan dengan data yang ada di sistem, yang berdampak 

pada tidak optimalnya realisasi program penunjang.  

2. Urusan Kesehatan 

Masih terdapat sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas 

dan Rumah Sakit yang belum sesuai standar, serta keterlambatan 

pelaporan dari Puskesmas, terutama untuk 8 Puskesmas di wilayah 

perbatasan. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 

Kesehatan belum mencapai target 100% (realisasi 84%) akibat 

keterbatasan SDM, belum optimalnya pelacakan sasaran, rendahnya 

kepatuhan masyarakat dalam mengakses layanan, serta kendala 

geografis wilayah. Sulitnya mendapatkan jadwal penerbangan ke wilayah 

pedalaman (seperti Apau Kayan) yang tidak sinkron dengan waktu 

pelaksanaan kegiatan, serta adanya pembatalan kehadiran peserta 

dalam peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan. Keterbatasan 

anggaran dan kapasitas pengelola/kader yang belum merata, serta 

koordinasi lintas sektor yang belum optimal dalam pelaksanaan program 

di Kampung Keluarga Berkualitas. 

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Adanya paket kegiatan strategis yang gagal tender (seperti 

pembangunan DAM Desa Setarap, Pembangunan Reservoir Desa Singai, 

dan Pembangunan SPALD Kecamatan Malinau Kota). Beberapa kegiatan 

fisik mengalami keterlambatan pelaksanaan sehingga harus di-

addendum dan diberikan kesempatan peanjangan waktu maksimal 50 

hari kalender menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di tahun 

berikutnya (seperti di Desa Laban Nyarit, Desa Punan Bengalun, dan 

Desa Mirau). Kegiatan operasi dan pemeliharaan kanal banjir bersifat 

swakelola yang bergantung pada alat berat UPTD dan BBM, di mana 

berat-ringannya pekerjaan mengikuti medan lapangan sehingga tidak 

dapat diukur secara pasti capaiannya. Hambatan akses geografis dan 

keterbatasan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi untuk 

pemeliharaan jembatan (seperti di Desa Pujungan). 

4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Infrastruktur jalan, transportasi, dan jaringan internet yang belum 

merata menghambat distribusi dan pemasaran produk desa. 

Terbatasnya kapasitas pelaku ekonomi desa dan pengelola BUMDes 

dalam manajemen usaha, inovasi produk, serta tata kelola usaha yang 
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berkelanjutan. Perbedaan tingkat pemahaman regulasi di tingkat desa 

serta keterbatasan sarana pendukung dan koordinasi pendampingan 

lintas sektor. 

5. Urusan Perindustrian, Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan Investasi 

Kurangnya modal, tenaga ahli, kompetensi SDM, serta minimnya 

perluasan penelitian teknologi yang menghambat efektivitas produksi 

UMKM dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Pengawas 

Koperasi (Jafung) belum pernah mengikuti pelatihan sertifikasi 

pengawasan dan penilaian koperasi. Di bidang ketenagakerjaan, 

realisasi penempatan tenaga kerja belum optimal karena belum 

terbentuknya Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di 

lapangan dan tidak terlaksananya kesepakatan (MoU) luar negeri akibat 

waktu yang terbatas. Database dan peta potensi investasi belum lengkap 

serta keterbatasan anggaran media promosi daerah. 

6. Urusan Tata Kelola Pemerintahan, Kepegawaian, dan Pengawasan 

Adanya penambahan alur regulasi kenaikan pangkat (wajib 

mendapatkan Pertek dari BKN melalui Aplikasi I-Mut) serta belum 

siapnya Peta Jabatan OPD berdasarkan KepMenPanRB No. 11 Tahun 

2024. Sistem penawaran barang pada aplikasi pihak ketiga (INAPROC 

V.6 dan E-Katalog) yang membatasi penyerapan anggaran hingga tidak 

bisa 100%. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil 

(outcome), pemanfaatan teknologi belum optimal, serta lemahnya tindak 

lanjut rekomendasi hasil pengawasan.  
 

b. Faktor Pendorong 

1. Urusan Pendidikan  

Perencanaan penganggaran untuk peningkatan kompetensi siswa 

dalam bentuk barang dan jasa (Muatan Lokal) sudah berjalan sesuai 

perencanaan dan berhasil dinegosiasikan dengan baik bersama 

penyedia. 

2. Urusan Kesehatan dan KB  

Adanya peran strategis kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 

sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat tapak yang 

didukung semangat pengabdian dan partisipasi sosial yang tinggi. 

Adanya komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan 

akses pelayanan kesehatan reproduksi, ketersediaan standar pelayanan 

yang jelas, serta kerja sama lintas sektor yang memperkuat sistem 

rujukan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan 

konsultasi dan pendampingan keluarga melalui Pusat Pelayanan 

Keluarga Sejahtera (PPKS). 

3. Urusan Ketenagakerjaan 

Pelaksanaan pendataan produktivitas dan daya saing tenaga kerja 

dilakukan secara teusat memanfaatkan momentum perayaan daerah 

(seperti pelaksanaan Irau), sehingga pengumpulan data jauh lebih 

maksimal dengan penyerapan biaya logistik yang lebih efisien karena 

berada dalam satu lokasi. Penyelenggaraan job fair berhasil melampaui 

target, di mana pembekalan pencari kerja mencapai 377 orang dari 

target awal yang hanya 65 orang. 

4. Urusan Pekerjaan Umum dan Lingkungan Permukiman 

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) 

yang merupakan kebutuhan strategis muncul dari bawah berhasil 
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diakomodir ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD untuk mendukung 

target daerah secara cepat. Adanya efisiensi anggaran belanja bahan 

materi serta koordinasi rapat yang rasional pada penunjang urusan 

pemerintahan sehingga akuntabilitas kinerja SAKIP tetap berjalan 

dengan baik. 

Secara lengkap dan rinci faktor penghambat dan faktor pendorong pada 

masing-masing perangkat daerah sesuai urusan, outcome dan indikator 

program disajikan pada tabel IV.2 dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten 

Malinau Tahun 2025. 
 

2.3 Permasalahan Pembangunan  Daerah  

2.3.1. Permasalahan Utama Daerah 

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja 

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan 

kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil 

saat perencanaan dibuat. Permasalahan utama merupakan masalah-masalah 

pembangunan daerah secara makro yang dirumuskan berdasarkan kumpulan 

berbagai masalah-masalah urusan yang relevan dan saling terkait. Adapun 

permasalahan utama daerah saat ini berdasarkan data capaian makro, tujuan, 

dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Malinau, antara lain: 

1. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan 
berdaya saing 

2. Belum optimalnya tingkat produktivitas masyarakat dalam menekan angka 
kemiskinan  

3. Belum optimalnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah. 
4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang merata dan 

berkualitas 

5. Adanya potensi kerusakan lingkungan hidup dampak aktivitas 
pembangunan 

6. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan 
melayani 
 

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah 

Kenam permasalahan utama pembangunan daerah dapat dirinci lagi 

berdasarkan permasalahan-permasalahan urusan yang memicu terbentuknya 

masalah utama. Identifikasi permasalahan urusan pada masing-masing 

masalah permasalahan utama disajikan pada tabel di bawah : 
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Tabel II.73 
Rincian Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 

Permasalahan Pokok Urusan Permasalahan 

1. Belum optimalnya tingkat produktivitas 
masyarakat dalam menekan angka kemiskinan. 

2. Belum optimalnya pembangunan ekonomi 

sektor unggulan daerah. 

Tenaga Kerja Kegiatan pembinaan hubungan industrial dan sosialisasi peraturan perundang-undangan 
belum dapat di laksanakan pada tahun 2025 

Kegiatan Pendataan dilakukan pada saat pelaksanaan Irau sehingga pendataan lebih maksimal 

dan  penyerapan lebih lebih kecil karena 1 lokasi 

Kegiatan Pendataan Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja dilakukan pada saat 

pelaksanaan Irau sehingga pendataan lebih maksimal dan penyerapan lebih kecil 

Tenaga Kerja yang di tempatkan bekerja ke luar negeri 2 orang, serta sosialisasi dan MOU tidak 

terlaksana dikarenakan waktu pelaksanaan tidak cukup. 

Sesuai dengan Hasil Survei dilapangan belum terbentuk LPTKS 

Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 

Berdasarkan Infrastruktur jalan, transportasi dan internet yang belum merata sehingga 
menghambat distribusi dan pemasaran produk desa. Kapasitas pelaku ekonomi desa dan 

pengelola BUMNDes yang masih terbatas dalam manajemen usaha, inovasi produk dan 

pemasaran juga menyebabkan rendahnya daya saing dan nilai tambah. Selain itu, keterbatasan 

akses permodalan, lemahnya tata Kelola dan keberanjutan usaha BUMDes, serta mnimnya 

kemitraan dan akses pasar menjasi kendala utama. Kurangnya pemanfaatan potensi lokas 

secara optimal, dukungan kebijakan yang urang maksimal serta rendahnya partisipasi dan 
kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes turut menghambat pencapaian kinerja ekonomi 

desa secara optimal 

Keterbatsan dan kondisi infrastruktur jalan serta ytansportasi yang belum memadai, jarak 

fasilitas Kesehatan dan pensisikan yang jauh dari permukiman desa, keterbatasan tenaga 
Kesehatan dan pendidik, minimnya anggaran dan dukungan sarana prasarana, rendahnya 

kesadaran Sebagian masyarakat terhadap pentingnya Kesehatan dan Pendidikan yang tinggi, 

keterbatasan akses informasi dan teknologi serta kondisi ekonomi keluyaga yang masih lemah 

sehingg menghambat pemanfataan layanan dan kelanjutan Pendidikan hingga jenjang sarjana 

Keterbatasan anggarn pembangunan, kondisi geografis dan cuaca yang sulit, masih rendahnya 

kualitas infrastruktur lama, keterbatasan kapasitas teknis pelaksana di desa, serta belum 

meratanya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan lingkungan permukiman 

Perbedaan tingkat pemahaman regulasi, keterbatas sarana pendudkung serta belum optimalnya 

koordinasi dan pendampingan pada beberapa desa 

Dukungan anggaran untuk pengentasan desa tertinggal masih terbatas 

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan kerja sama desa sesuai dengan perencanaan yang telah 
ditetapkan. Meskipun realisasi kinerja mencapai 12,5 dari target 0,05, beberapa kegiatan 

pendukung program tidak dapat dilaksanakan secara maksimal akibat keterbatasan waktu 

pelaksanaan, penyesuaian jadwal kegiatan, serta koordinasi yang belum optimal dengan 

pemerintah desa. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya realisasi program sehingga 

capaian kinerja belum mencapai target yang diharapkan. 

jenis kelembagaan masyarakat desa lebih dari 1 ; pkk, lpm, rt, rw, karang taruna, ditambah 

lembaga adat desa dengan pembiayaan kegiatan yang belum maksimal sehingga pelaksanaan 
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Permasalahan Pokok Urusan Permasalahan 

kegiatan hanya berupa kegiatan pemberdayaan seperti gotong royong, rt bersih yang telah 
berjalan. 

Penanaman Modal Daerah Tidak ada kegiatan sosialisasi  Aplikasi PIR dari Kementerian Investasi/ BKPM tidak sepenuhnya 

berjalan 

Keterbatasan SDM yang memahami regulasi investasi kompleks  

Koordinasi antar SKPD yang belum optimal 

Database dan peta potensi investasi yang belum lengkap 

Promosi investasi daerah yang belum maksimal 

Keterbatasan anggaran untuk kegiatan media promosi (seperti 

pembuatan video, buku, penyewaan media promosi untuk 
ditampilkan diruang publik) 

Sistem monitoring pelaporan realisasi investasi yang belum efektif 

Perikanan Tidak ada penyedia yang bersedia untuk mengerjakan kegiatan tersebut. dikarenakan adanya 
kendala teknis  

(teutusnya akses ke tapak proyek) disebabkan adanya kegiatan drainase yang dilaksanakan 

Dinas PUPR Perkim. 

Pertanian waktu pelaksanaan kegiatan pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 
tidak mencukupi 

Perencanaan baru selsai  karena masuk dipergeseran (Pagar H tidak dapat dilaksanakan tahun 

2025) 

Perindustrian dan Perdagangan Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja 

 Faktor internal UMKM yang tidak mau berkembang 

 Faktor internal Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang tidak maumberkembang 

 Kurangnya modal dan tenaga ahli, serta kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang 

teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi 

 Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha (Pedagang) dalam menjaga kebersihan areal Pasar. 

 Jafung Pengawas Koperasi belum pernah mengikuti pelatihan dalam melakukan pengawasan 

dan melakukan penilaian koperasi 

 Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten 

 Iklim pendukung dan tenaga kurang 

 Tidak tersedianya lokasi industri dan transportasi 

 Kegiatan rehab pasar dianggarkan melalui APBD Perubahan yang di sahkan Okt 2025, sehingga 

yang terealisasi hanya kegiatan konsultasi perencanaan. Penyelesaian kegiatan fisik akan 

dilanjutkan tahun 2026. 

 Anggaran seluruhnya untuk pengadaan alat untuk tera ulang, 

 Anggaran perjalanan dinas ke lapangan tidak tersedia sehingga alat UTTP yang di tera ulang 
terbatas dan tidak mencapai target 

Pariwisata Sulitnya akses/transportasi menuju Lokasi sehingga mengambat tim dalam melaksanakan 

pendataan 
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Sosial a. Kurangnya SDM untuk menjangkau wilayah yang sulit. 
b. Stigma masyarakat belum berubah. 

c. Keterbatasan anggaran 

d. Sistem monitoring tidak sesuai target. 

e. Data dinamis. 

f. Kelemahan sistem verifikasi data. 

g. Ketergantungan pada bantuan pemerintah. 
h. Migrasi dan kesibukan relawan. 

i. Keterbatasan tenaga pendampingan lapangan. 

j. Program bersifat stimulan. 

k. Keterlambatan pelaksanaan survei dampak 

l. Inflasi dan kenaikan garis kemiskinan. 

m. Hambatan akses pasar dan logistik. 

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur 

yang merata dan berkualitas 

 

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 

dikarenakan kegiatan operasi dan pemeliharaan kanal banjir sifatnya swakelola dengan 

menggunakan alat berat uptd dan bbm yang disiapkan bidang SDA. berat dan ringannya 

pekerjaan tentatib mengikuti medan di lapangan. dan tidak bisa di ukur secara pasti 

 terdapat 2 kegiatan yang gagal tender (pembangunan DAM Desa Setarap, Pembangunan 

Reservoil Desa Singai ) 

 Adanya kegiatan yang addendum (diberikan kesempatan di tahun 2026) di desa laban nyarit, 

desa punan bengalun, desa mirau 

 terdapat 1 kegiatan yang gagal tender (Pembangunan SPALD Kec. Malinau Kota) 

 adanya kegiatan KDP dan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan 

 Terdapat 2 paket kegiatan yang mengalami keterlambatan, sehingga diberikan kesempatan 

dengan peanjangan waktu maksimal 50 Hari Kalender dan menjadi KDP 

 Terdapat sisa anggaran yang belum terserap akibat satu paket kegiatan mengalami 
keterlambatan pelaksanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada penyedia diberikan 

kesempatan penyelesaian pekerjaan melalui peanjangan waktu pelaksanaan paling lama 50 (l 

 Kegiatan pemeliharaan jembatan di Desa Pujungan tidak dapat dilaksanakan karena proses 

tender bertepatan dengan keterbatasan akses menuju lokasi kegiatan, sehingga waktu 
pelaksanaan yang tersedia tidak mencukupi. Sementara itu, kegiatan pemeliharaan jembatan 

 Kegiatan bertujuan untuk pelepasan kawasan hutan. memperhatikan isu nasional (bencana 

alam di sumatera/Aceh)  beengaruh besar terhadap pemrosesan di kemenhut. Sehingga 

kegiatan pengajuan pelepasan kawasan ditunda hingga waktu yang kondusif. 

 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya di bencana di tahun 2025 

 ada nya rumah yang tidak lolos hasil verifikasi 

Perhubungan Keterlambatan pekerjaan Rencana ada Adendum Pekerjaan dikasi waktu 50 Hari Maksimal 

 Tidak cukupnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan fisik, 2. adanya pergeseran anggaran, 

proses lelang perencanaan memakan waktu yang cukup lama. ada 3 item kegiatan yang tidak 

terlaksana seperti Pembangunan Dermaga, 2. Pengadaan dan Pemasangan Rmbu Suar 
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Komunikasi dan Informatika Kegiatan tidak dapat terealisasi 100% disebabkan oleh beberapa kendala sebagai berikut:  Peta 
Rencana Induk SPBE baru disusun pada bulan Agustus tahun 2025, sehingga proses 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan.  Terjadi perubahan 

Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan melayani 

 

Ketenteraman, Ketertiban 

Umum, dan Pelindungan 

Masyarakat 

Sarana dan Prasarana belum memadai dan jumlah satgas yang masih kurang 

Masih kurangnya Aparatur Satpol PP yang berkompeten dibidang teknis. 

Masih kurangnya Aparatur Tenaga Damkar yang berkompeten dibidang teknis. 

Pengawasan Lemahnya komitmen penanggung jawab kerugian  

 Proses hukum yang lama 

 Kurangnya koordinasi antar lembaga 

 Dokumen pendukung tidak lengkap 

 Perencanaan kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil(outcome). 

 Pemanfaatan teknologi belum optimal. 

 Koordinasi lintas OPD yang belum efektif. 

 Keterlambatan dalam penyerapan anggaran 

 Realisasi Anggaran tidak optimal karena perencanaan Anggaran yang tidak sesuai dimana 

beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan Waktu dan SDM.  

 Rendahnya tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan 

Kepegawaian Terjadinya penambahan alur usulan di kenaikan pangkat yang mewajibkan setiap usulan 

mendapatkan Pertek dari BKN melalui Sistem Aplikasi I-Mut; 

OPD pengusul belum memiliki Peta Jabatan sesuai KepMenPanRB Nomor 11 Tahun 2024 
tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Pelatihan PKN Tk. II tidak dapat dilaksanakan karena pejabat JPT belum terisi pada jabatan 

yang kosong 

Biasanya terjadi dalam proses penerbitan SK pencairan dimana tidak sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan 

Menunggu Juknis tentang Efisiensi Anggaran dari BPKAD 

Penyesuaian pihak ketiga dalam penggunaan Aplikasi INAPROC pada  E-Katalog 

Penyerapan anggaran tidak dapat digunakan 100% dikarenakan sistem penawaran barang yang 

ada aplikasi INAPROC V.6 

Kecamatan - kecamatan Kurangnya Pemahaman Aparat Desa dalam menyelesaikan Laporan 

Beberapa Desa masih terlambat dalam menyampaikan laporan 

Sarana dan Prasarana Kurang Memadai 

 ASN di Kecamatan belum memadai 

Adanya potensi kerusakan lingkungan hidup 
dampak aktivitas pembangunan 

Lingkungan Hidup a. Sebagian pemukimam belum memiliki sistem pengolahan limbah domestik sehingga 
mempengaruhi parameter BOD, COD dan TSS 

b. Jumlah titik pantau dan peralatan uji laboratorium masih terbatas sehingga pengendalian 

pencemaran belum optimal 

c. Keterbatasan alat pemantau kualitas udara ambien sehingga pengendalian berbasis data 

belum maksimal 
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d. Aktivitas pembukaan lahan dan peningkatan kendaraan pada periode tertentu berpotensi 
menurunkan kualitas udara. 

e. Belum optimalnya sistem inventarisasi dan pelaporan GRK sektor non kehutanan. 

f. Keterbatasan program pengurangan emisi berbasis masyarakat. 

g. Potensi alih fungsi lahan akibat aktivitas perkebunan dan pertambangan. 

h. Luas wilayah menyebabkan pengawasan perubahan tutupan lahan belum maksimal. 

i. Terbatasnya data spesies endemik dan langka yang terverifikasi. 
j. Aktivitas pembukaan lahan berpotensi mengganggu habitat satwa dan flora. 

k. Banyak pelaku usaha belum rutin menyampaikan laporan UKL-UPL/SPP. 

l. Terbatasnya SDM pengawas lingkungan. 

m. Keterbatasan armada dan sarana persampahan serta jangkauan layanan pengangkutan 

sampah belum merata. 

n. Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan pemilahan sampah. 
o. Belum meratanya pemahaman SAKIP pada seluruh unit kerja. 

p. Beban kerja perencana cukup tinggi  

Belum optimalnya pembangunan sumber daya 

manusia yang unggul dan berdaya saing. 

Pendidikan Keterbatasan Akses Kesekolah dan kurang memadainya infrastruktur sekolah seperti internet 

atau Fasititas lainnya terutama di Daerah teencil atau Pedesaan. 

 Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga hal ini 

terjadi bisa disebabkan karena kurang kesadaran orang tua akan pentingnya Pendidikan untuk 

anak, bisa juga adanya pernikahan dini atau jarak ke sekolah yang di tempuh jauh sehingga 

anak-anak saat usia sekolah tapi tidak bersekolah. 

 Perencanaan penganggaran untuk peningkatan kompetinsi siswa yang berbentuk barang dan 

jasa ( Mulok ) sudah sesuai, akan tetapi realisasi anggaran merupakan hasil negosiasi penyedia 

dan pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan 

 Realisasi anggaran program penunjang yang tidak optimal disebabkan oleh Kondisi sistem 

pendataan yang belum optimal menyebabkan tidak akuratnya data guru dilapangan  dengan 

data yang ada disistem. 

Kesehatan Masih terdapat sarana, prasarana dan alat Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang 
belum sesuai standar  

Laporan dari Puskesmas yang sedikit terlambat terutama untuk 8 Puskesmas di wilayah 

perbatasan 

ada satu pekerjaan yang tidak sempat dicairkan 

2 kegiatan fisik yang tidak sempt di proses tender kerena mengingat sisa waktu tidak cukup 

Capaian kinerja SPM sebesar 84% menunjukkan masih terdapat kesenjangan 16% dari target. 
Faktor penghambat antara lain keterbatasan SDM,  

belum optimalnya pelacakan sasaran, 

rendahnya kepatuhan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan 

kendala geografis pada wilayah tertentu. Selain itu, monitoring dan evaluasi indikator belum 

dilakukan secara berkala sehingga intervensi belum tepat sasaran. 
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ada kegiatan yang selisih di pembayaran transport peserta dan ada peserta kegiatan tidak dapat 
hadir di dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan 

-Transport lokal dibayarkan sesuai dengan peserta kegiatan yang hadir dan ada kegiatan yang 

bersamaan dengan kegiatan tersebut dengan pembiayaan dari kegiatan yang lain. 

-Perjalanan dinas dalam kota (49.962.800) tidak dapat dilaksanakan karena sulitnya mendapat 

jadwal penerbangan ke apau kayan sehinggah  tidak dapat disesuaikan dengan jadwal. sisa 
pembayaran untuk kegiatan  Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 

Acara, dan Panitia (6.600.000). 

-Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) didorong oleh adanya peran strategis 

kader sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat masyarakat, dukungan kebijakan 

dan pembinaan dari pemerintah, kedekatan kader dengan sasaran program, serta semangat 
pengabdian dan partisipasi sosial yang tinggi. 

-Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan, 

termasuk jaringan dan jejaringnya, didorong oleh adanya komitmen pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas dan akses pelayanan, dukungan kebijakan serta standar pelayanan yang 

jelas, ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, dan kerja sama lintas sektor yang 

memperkuat sistem rujukan. 
-Pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 

didorong oleh adanya dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah pusat dan daerah, 

keterlibatan lintas sektor, peran aktif kader dan masyarakat, serta integrasi program yang 

menjadikan kampung sebagai locus pembangunan keluarga, dalam pelaksanaannya masih 

terdapat berbagai faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya, 
kapasitas pengelola dan kader yang belum merata, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, 

serta partisipasi masyarakat yang fluktuatif, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas dan 

keberlanjutan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas. 

- Pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) didorong 

oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan konsultasi dan pendampingan 
keluarga, dukungan kebijakan pemerintah, peran tenaga pendamping yang kompeten, serta 

kerja sama lintas sektor yang memperkuat akses layanan. 

-Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, 

PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA) didorong oleh 

adanya dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan anggaran program, partisipasi aktif 
anggota kelompok, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan kualitas keluarga 

dan ekonomi keluarga. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti 

keterbatasan anggaran dan sarana yang memadai, distribusi sarana yang belum merata, 

rendahnya kapasitas anggota kelompok dalam memanfaatkan sarana secara optimal, serta 

kurangnya koordinasi dan pendampingan berkelanjutan dari pihak terkait, sehingga dapat 

mengurangi efektivitas dan keberlanjutan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 
- Pembayaran dilakukan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh kader yang ada 

dilapangan 
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- Pembayaran dilakukan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh kader yang ada 
dilapangan 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Kurangnya regulasi atau kebijakan terkait pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan.  

Minimnya Anggaran pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan 

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan. 

Kurangnya pelatihan terhadap perempuan terkait peningkatan kualitas keluarga 

Minimnya Anggaran kegiatan pelatihan bagi perempuan sehingga peserta pelatihan 

Kurangnya Kebijakan dan Komitmen Kepala Daerah terkait Program Perlindungan 

Perempuan seperti MOU atau perjanjian kerjasama dengan lembaga hukum. 

SDM yang kurang maksimal dalam menyiapkan data 

kurangnya Kerjasama antara OPD dengan Mitra kerja terkait perlindungan 

Keterbatasan anggaran dibandingkan dengan kebutuhan program. 

Kekurangan SDM, baik dari jumlah maupun kompetensi teknis. 

Koordinasi internal antar bidang belum optimal. 

Fasilitas layanan perlindungan dan sarana pendukung masih terbatas. 

Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak masih rendah. 

Norma budaya dan stigma sosial yang membuat korban enggan melapor. 

Kerjasama lintas sektor belum optimal. 

Akses geografis ke wilayah teencil/perbatasan menyulitkan pelayanan. 

Kondisi sosial-ekonomi (kemiskinan, pengangguran) meningkatkan kerentanan kelompok 

rentan. 

Kurangnya Kompetensi  yang dimiliki tenaga pengelola pada bidang pengampu. 

Kurangnya Koordinasi dan alat pengendali dalam melakukan kegiatan. 

Tidak tersedianya data yang valid dan sudah terverifikasi. 

Pemuda dan Olahraga Data Pelaku wirausaha muda kepemudaan masih mengalami kendala dengan undang-undang 

nomor 40 tahun 2009 tentang batasan usia umur 16-30 tahun tentang kepemudaan. 

 Pengurus dan anggota organisasi kepemudaan masih mengalami kendala dengan undang-
undang nomor 40 tahun 2009 tentang batasan usia umur 16-30 tahun tentang kepemudaan. 

 Kurang tenaga teknis yang membidangi kepemudaan 

 Belum adanya sinkronisasi terkait data organisasi pemuda yang aktif 

 Belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. 

Malinau dikarenakan kurang tenaga ataupun SDM di Dinas Kepemudaan dan olahraga 

Kebudayaan Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Kebudayaan (tenaga profesional) 

 Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing  

 Minimnya tenaga ahli profesional/ahli di bidang kebudayaan dan pariwisata 

 Kurangnya integrasi antar kecamatan terkait permintaan data dan pelaporan di bidang 

kebudayaan  
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 Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang di sekitar cagar budaya  

 Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menetapkan suatu desa menjadi desa budaya 

 Kurangnya kesadaran atau ketertarikan masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya bisa 

menghambat upaya pendaftaran cagar budaya 

 Terdapat beberapa Objek yang di duga Cagar Budaya yang Jarak Lokasi Objek Di duga Cagar 

Budaya yang jauh dari Ibu Kota. 

Sumber : Dokumen evaluasi RKPD Tahun 2025



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-109 

2.3.3  Telaah Pokok Pokok Pikiran DPRD 

Dalam penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2027, DPRD 

Malinau perlu memberikan masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD, untuk 

memastikan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan 

urgensi kebutuhan masyarakat Malinau untuk memenuhi ranah fungsi DPRD 

sebagai legeslatif untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. 

Penelaahan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan pokok-pokok 

pikiran DPRD Kabupaten Malinau dijadikan sebagai masukan dalam perumusan 

kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2027 berdasarkan prioritas pembangunan 

daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2025-2029. Berikut adalah 

pandangan DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD sebagai berikut: 

1. PENDIDIKAN 

1. Reformasi Tata Kelola Pendidikan Melalui Penerapan Sistem Managemen 

Berbasis Kinerja Dan Akuntabilitas Yang Terukur, Dengan Konsekuensi 

Evaluasi Dan Rotasi Bagi Pejabat Maupun Kepala Sekolah Berdasarkan Hasil 

Evaluasi Secara Objektif Dan Berbasis Hasil Evaluasi Kinerja Dengan 

Indikator Yang Terukur. 

2. Mengintegrasikan Sistem Perencanaan Pendidikan Berbasis Elektronik 

(Tetap Berpedoman Pada Data Dapodik) Sebagai Bentuk Penguatan Tata 

Kelola Kelembagaan Berbasis Digital Dalam Pengambilan Keputusan Dan 

Kebijakan Bidang Pendidikan ( Dasar Perencanaan Dan Penganggaran) 

3. Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas  Dan Penurunan Kesenjangan 

Mutu Antar Sekolah Melalui Afirmasi Di Wilayah Perbatasan Dan Pedalaman 

4. Peningkatan  Sarana Prasarana Sekolah (Rehabilitasi Dan Pembangunan 

Ruang Kelas, Laboratorium Komputer, Ruang Guru, Rumah Dinas Guru) 

Sebagai Pendukung Proses Belajar Mengajar Yang Memadai 

5. Optimalisasi  Pemanfaatan Data Pendidikan (Dapodik) Sebagai Basis 

Perencanaan, Penganggaran Dan Intervensi Kebijakan Bidang Pendidikan 

6. Penyediaan Infrastruktur Internet Dan Perangkat Pembelajaran Berbasis It 

Di Seluruh Kecamatan/Desa. 

7. Transformasi Digital Pendidikan Melalui Program Digitalisasi Manajemen 

Sekolah  Dan Integrasi Data Pendidikan, Penguatan Kompetensi Literasi 

Digital Guru, Ptk Dan Peserta Didik, tanpa meninggalkan Literasi 

Konvensional. 

8. Penguatan Literasi, Numerasi dan Karakter Sebagai Prioritas Utama 

Pembangunan Sdm  Dalam Rangka Mewujudkan Visi Misi Daerah Tentang 

SDM yang  Berdaya Saing. 

9. Kurikulum Pembelajaran Dengan Tambahan Muatan Lokal Yang Memuat 

Kearifan Lokal, Pendidikan Budaya Dan Bahasa Daerah (11 Etnis), Wawasan 

Kebangsaan Bagi Wilayah Perbatasan Didukung Regulasi, Penganggaran Dan 

Perangkat Ajar Yang Memadai 

10. Peningkatan Kualitas Dan Penguatan Kompetensi Guru Dengan Menyusun 

Roadmap Peningkatan Kompetensi Guru Berbasis Hasil Rapor Pendidikan 

Dan Kebutuhan Spesifik Satuan Pendidikan Terutama Di Kawasan 

Perbatasan Pedalaman. 

11. Profesionalisme Guru Dan Akuntabilitas Managemen Sekolah , Penegakan 

Disiplin Asn Pendidikan Dan Penerapan Sangsi Yang Dilaksanakan Secara 

Konsisten Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan 
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12. Penempatan Guru (Tenaga Pppk) Dan Distribusi Guru Sesuai  Kebutuhan 

Sekolah Dan Melakukan Penataan Penempatan Tenaga Guru  Secara 

Bertahap. 

2. KESEHATAN 

1. Mengimplementasikan Sistem Data Kesehatan Terintegrasi Mulai Dari 

Pustu-Puskesmas-RSUD/RS Pratama-Dinas Kesehatan Berbasis Digital 

untuk mendukung Pengambilan Kebijakan Yang Akurat Dan Berbasis 

Kebutuhan Pelayanan Oleh Masyarakat 

2. Peningkatan Sanpras Dan Alat Kesehatan Dalam Mewujudkan Pelayanan 

Kesehatan Prima  Diseluruh Pustu Dan Puskesmas 

3. Pemenuhan Tenaga Kesehatan Dan Penguatan Layanan Yang Bermutu, 

Merata, Dan Terjangkau Pada Semua  Pustu, Puskesmas, Rsud/Rs Pratama  

4. Peningkatan Mutu Pelayanan (Pelayanan Prima) Untuk Keselamatan Pasien 

Melalui Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis Dan Memastikan Standar 

Akurasi Diagnosis Dengan Memberikan Edukasi Pada Pasien (Promosi 

Kesehatan Masyarakat)  

5. Tata Kelola Obat Dengan Menjamin Ketersediaan Obat Melalui Perbaikan 

Sistem Perencanaan Kebutuhan Obat Berbasis Digital/E-Logistik Yang 

Terupdate 24 Jam, Kecukupan Stock Obat Dan Logistik Medis Pada Semua 

Layanan Kesehatan (Pustu/Puskesmas/Rs) Dan Penguatan Pengawasan 

Distribusi Obat Dan Didukung Penganggaran Yang Cukup. 

6. Pelatihan Kompetensi Berkala Untuk Dokter, Perawat Dan Tenaga Medis 

Sesuai Standar Kemnkes dan IDI. 

7. Pembangunan Fasilitas Kesehatan & Rumah Dinas Bagi Tenaga Kesehatan 

Dan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Di Seluruh Pusat Layanan Kesehatan 

8. Pemerataan Tenaga Medis ( Dokter, Perawat, Bidan Dan Tenaga 

Administrasi)  Untuk Semua Pustu, Puskesmas, RSUD/RS Pratama) 

Terutama Di Daerah Pedalaman Dan Perbatasan Dengan 

Mempertimbangkan Insentif Khusus Bagi Tenaga Kesehatan Yang Bertugas 

Di Daerah Perbatasan/Pedalaman 

9. Penanganan Stunting Yang Terintegrasi Dengan Program Lintas Opd  Agar 

Lokus Stunting Tidak Berulang Dengan Melakukan Intervensi Spesifik 

Berbasis Data Keluarga Beresiko Melalui Edukasi Stunting (Gizi Dan 

Kesehatan Reproduksi Remaja, Pranikah, Penanganan Ibu Hamil, Dll)  

10. Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Dengan Penguatan Layanan 

Persalinan 24 Jam Dan Penempatan Tenaga Bidan Dan Dokter Diwilayah 

Beresiko Tinggi Terutama Di Pedalaman Dan Perbatasan 

11. Pemberian Dan Perluasan  Jaminan  Kesehatan Masyarakat Melalui Skema 

Pembiayaan Daerah Bagi Warga Kabupaten Malinau Tanpa Berdasarkan 

Kriteria Mampu Atau Tidak Mampu 

3. INSFRASTRUKTUR 

1. Pembangunan Jalan Dan Jembatan  Untuk Meningkatkan Konektivitas 

Antar-Desa Dan Kecamatan 

2. Perbaikan Dan Pembangunan Jalan Serta Jembatan Guna Mempercepat 

Pemerataan Infrastruktur Di Seluruh Wilayah, Termasuk Pedalaman Dan 

Perbatasan 

3. Perlu Alternatif Jembatan (Bealy Mobile) Untuk Mengurangi Resiko 

Kecelakaan Dan Kelancaran Aktifitas Warga Terutama Di  Daerah 

Pedalaman/Perbatasan  
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4. Pembangunan, Peningkatan, Perluasan, Operasi, Dan Pemeliharaan Sistem 

Penyediaan Air Minum (Spam) Baik Jaringan Perpipaan, Maupun Bukan 

Jaringan Perpipaan Untuk Mencapai Standar Pelayanan Minimal (Spm). 

5. Pembangunan Baru Ipa Pdam Apaõ Mening Di Sungai Sembuak Kecamatan 

Malinau Utara 

6. Normalisasi/Restorasi Sungai, Pembangunan Tanggul Sungai, Serta 

Pembangunan Dan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan Sebagai Upaya 

Mitigasi Banjir 

7. Pembangunan, Rehabilitasi, Dan Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Jalan 

8. Pembangunan, Peningkatan, Operasi, Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Permukaan Guna Mendukung Produktivitas Hasil Pertanian Pada Program 

Pertanian Sehat (Pesat) 

9. Pembangunan Fisik Disinergikan Dengan Optimalisasi Dana Desa Dan 

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Untuk Pemeliharaan 

Infrastruktur. 

10. Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan 

11. Perlu Merencanakan Dan Membangun Jalan Baru Termasuk Jalan Lingkar 

Luar Dan Pelebaran Akses Strategis Dalam Kota, Sebagai Langkah Antisipatif 

Terhadap Potensi  Kemacetan Dan Pertumbuhan Kawasan Perkotaan  10/20 

Tahun  Kedepan Guna Mewujudkan Malinau Yang Tertata, Berorientasi Pada 

Kenyamanan Dan Keselamatan Warga. 

 
4. LINGKUNGAN HIDUP  

1. Pemanfaatan Potensi Hutan Di Kabupaten Malinau Secara Berkelanjutan 

Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (PAD)  Terbarukan, Termasuk Melalui 

Adanya Investasi PLTA yang berada di Kabupaten Malinau. 

2. Perlu Adanya  Jaminan Ketersediaan Lahan Permukiman Dan Perlindungan 

Hak Masyarakat Pada Wilayah Yang Berpotensi Terdampak Kehadiran 

Investasi Yang Semakin Masif, Termasuk Ganti Untung Dan Penataan Ruang 

Yang Berkeadilan Bagi Masyarakat Terdampak. 

3. Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Menuju Zero Waste Melalui 

Penguatan Regulasi, Peningkatan Infrastruktur Dan Partisipasi Masyarakat. 

4. Reaktivasi Edukasi Dan Kampanye Gerakan Pemilahan Sampah (Berbasis 

Sekolah, Desa Dan Masyarakat 

5. Perlindungan Fungsi Ekologis Kawasan Hulu Sungai Sebagai Sumber Air 

Dan Penyangga Ekologis Daerah, Serta Memperkuat Peran Masyarakat Adat 

Dalam Perlindungan Hutan Melalui Skema Pengakuan, Pemberdayaan Dan 

Insentif Sosial.  

6. Menegaskan Pengendalian Implementasi Rpplh Dan Pengawalan Ketat 

Terhadap Pelaksanaan Klhs Dalam Setiap Kebijakan, Program, Dan Kegiatan 

Pembangunan Daerah. 

7. Memperkuat Upaya Pencegahan Pencemaran Dan Pemantauan Berkala 

Kualitas Air, Tanah, Dan Udara Sebagai Langkah Perlindungan Kesehatan 

Dan Kelestarian Lingkungan. 

8. Menyediakan Dan Meningkatkan Sarana Prasarana Pemantauan Kualitas 

Lingkungan, Termasuk Fasilitas Pengambilan Sampel, Pengujian Parameter, 

Dan Penguatan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten. 

9. Menindak Tegas Dan Menghentikan Setiap Bentuk Pencemaran Dan/Atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Dan Sanksi Yang 

Konsisten. 
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10. Mengoptimalkan Pengelolaan Dan Perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Sebagai Penyangga Ekologis Dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. 

11. Mendorong Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat  Adat 

(MHA), Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, Serta Hak-Hak Mha Dalam 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

12. Memperkuat Pemberdayaan, Kemitraan, Dan Penguatan Kelembagaan Mha 

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Skema Dukungan Kebijakan, 

Pendampingan, Dan Insentif Berbasis Kearifan Lokal. 

 
5. PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN 

1. Adanya Kepastian Hukum Dan Perlindungan Kepemilikan Lahan Pertanian 

Melalui Pengakuan Formal Negara  Serta Integrasi Dalam  Tata Ruang Daerah 

Guna Menjamin Keberlanjutan  Produksi Pangan Dan Mencegah Alih Fungsi 

Lahan.  

2. Penyelamatan Bibit Unggul Daerah  (Jenis-Jenis Padi Lokal, Buah-Buahan, 

Dan Komoditas Khas Daerah Lainnya) Sebagai Upaya Menjaga Kedaulatan 

Dan Ketahanan Pangan Daerah, Minimal Tercermin Pada Bank Data /Bank 

Benih Daerah.  

3. Pemberian Bantuan Pupuk, Bibit Unggul Yang Bernilai Ekonomis (Misalnya 

Kopi, Vanili, Coklat, Durian Unggul,  Sawit, Dll) 

4. Perbaikan Jalan Produksi Pertanian Untuk Daerah Sentral Produksi Padi 

Dan Pusat Pertumbuhan Baru Sektor Pertanian 

5. Peningkatan Kapasitas Petani Millenial Melalui Pelatihan Tehnis Dan 

Kewirausahaan Pertanian 

6. Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Desa  Gunda 

Meningkatkan Peroduktifitas Dan Kemendirian Pangan 

7. Penguatan Kapasitas Petani , Pelatihan Pascapanen Dan Perluasan Akses 

Pemasaran Hasil Perkebunan  

8. Mengembangkan Sentra Perikanan Desa Berbasis Potensi Lokal Melali 

Dukungan Sanpras, Akses Permodalan, Penguatan Kelembagaan Guna 

Meningkatkan Produksi Serta Nilai Tambah Ekonomi Masyarakat 

9. Menyelenggarakan Pelatihan Budidaya Air Tawar Berbasis Tehnologi 

Modern(Pakan, Manajemen Kualitas Air, Dll)  Untuk Meningkatkan 

Produktifitas Dan Daya Saing Pembudidaya Lokal 

10. Peningkatan Kapasitas Peternak Melalui Pelatihan Managemen Usaha 

Berbasis Individu Dan Kelompok 

11. Pemberian Bantuan Ternak Beserta Pakan Dan Vitamin Ternak Tepat 

Sasaran Untuk Meningkatkan Produktivitas 

12. Penguatan Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Vaksinasi Rutin Guna 

Mencegah Penyakit Ternak. 

6. EKONOMI 

1. Optimalisasi Kinerja Bumd Sesuai Dengan Core Bisnis Yang Sesuai Dengan 

Kebutuhan Ekonomi Lokal Dan Kepentingan Pembangunan Daerah 

Khususnya Guna Sukses Program Rasda Plus, Serta Penguatan Tata Kelola, 

Profesionalitas Manajemen, Dan Diversifikasi Usaha Guna Meningkatkan 

Kontribusi Terhadap PAD. 

2. Sinkronisasi Dan Integrasi Program Ekonomi  Daerah Dengan Opd Tehnis 

(Perindagkop, Pertanian, Dan Perhubungan) Untuk Memastikan Efektifitas, 

Efesiensi Dan Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi 
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3. Pendampingan UMKM Berbasis Potensi Lokal Melalui Penguatan Kapasitas, 

Akses Permodalan, Pengembangan Jaringan Usaha Dan Pemberian Bantuan 

Keuangan Sektor Ekonomi Kreatif. 

4. Dukungan Jaringan Internet Yang Lancar Untuk Sektor Pertanian, Ekonomi 

Kreatif Dan UMKM. 

5. Penyesuaian Dan Pembaharuan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Secara 

Berkala Sesuai Kondisi Terkini 

6. Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Agar Tepat Sasaran Serta 

Menjangkau Wilayah Pedalaman Dan Perbatasan. 

7. Perlu Dipertimbangkan Penetapan Subsidi Ongkos Angkut (Soa) 

Penerbangan Barang Dan Orang Sebagai Program Multiyears Guna 

Menjamin Konektivitas Dan Pemerataan Akses Logistik Ke Daerah 

Pedalaman/ Perbatasan. 

 

7. PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA 

1. Penetapan Subsektor Unggulan Ekonomi Kreatif  Daerah Sesuai Mekanisme 

Dan Regulasi Pemerintah Sebagai Arah Pengembangan Pariwisata Berbasis 

Potensi Lokal 

2. Pengalokasian Anggaran Yang Memadai Bagi Sektor Pariwisata Serta 

Dukungan Subsidi Transportasi Untuk Meningkatkan Akses Wisatawan 

Luar Daerah 

3. Pengembangan Desa Wisata Berbasis  Kearifan Lokal Guna Mendorong 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ekonomi Desa 

4. Pendataan Potensi Budaya, Cagar Budaya, Situs Budaya, Seni Tradisional 

Untuk Membuat Roadmap Kepariwisataan Daerah 

5. Pemberdayaan Dan Keberlanjutan Desa Desa Wisata Yang Sudah Ada Secara 

Simultan Dan Melengkapi Fasilitas Dasar (Toilet, Tempat Parkir, Gazebo, Dll) 

6. Penataan  Kawasan Wisata Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan Dengan 

Memperhatikan Daya Dukung Serta Kelestarian Alam Yang Dikuatkan 

Dengan Regulasi Daerah 

7. Penguatan Penyelenggaraan Event Dan Promosi Pariwisata Secara 

Terencana Dan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Tarik Kunjungan 

8. Kolaborasi Aktif Dengan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Kawasan 

Wisata Sebagai Penghormatan Terhadap Hak, Budaya Dan Kearifan Lokal 

 

8. PEMUDA DAN OLAHRAGA 

1. Pelaksanaan Seleksi Atlet Daerah Secara Profesional, Transparan, Dan 

Berkelanjutan Untuk Menjamin Kualitas Dan Regenerasi Atlet. 

2. Pembinaan Dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Secara Terencana 

Dan Berkesinambungan Melalui Program Latihan, Pendampingan, Dan 

Kompetisi. 

3. Penyediaan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Bagi Cabang 

Olahraga Unggulan Dan Berprestasi. 

4. Penguatan Program Pengembangan Kapasitas Dan Daya Saing Kepemudaan 

Melalui Organisasi Kepemudaan, Pelatihan Kewirausahaan, Dan 

Pembentukan Karakter Generasi Muda. 

 
9. TATA KELOLA PEMERINTAHAN 

1. Penguatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui 

Integrasi Aplikasi Perencanaan, Penganggaran, Keuangan Dan Pelaporan 
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sebagai  Perwujudan Tata Kelola Kelembagaan Berbasis Digital. 

2. Penataan Ornanisasi Perangkat Daerah Yang Menjamin Efesiensi 

Pembiayaan Keuangan Daerah Dan Berbasis Kebutuhan Riil Dan Efektifitas 

Organisasi 

3. Penyesuaian Dan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Agar 

Selaras Dengan Struktur Pemerintah Pusat, Guna Memperkuat Koordinasi, 

Sinkronisasi Program, Dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan. 

4.  Pembentukan Badan Riset Daerah Yang Terintegrasi Dalam Bapedalitbang 

Sebagai Basis Perumusan Kebijakan Berbasis Data, Inovasi, Dan Kebutuhan 

Strategis Daerah. 

5. Kesiapan Dan Transformasi Opd Dalam Menghadapi Digitalisasi Teknologi 

Melalui Penguatan Sdm, Infrastruktur, Dan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Digital Sesuai Visi Pembangunan Daerah. 

6. Penguatan Reformasi Birokrasi Dan Sistem Merit (Mutasi Berbasis Kinerja 

Dan Kompetensi) 

7. Peningkatan Akuntabilitas Dan Penguatan Pengawasan Internal Pada Setiap 

Opd Melalui Sistem Pengawasan Berjenjang Dengan Pengawasan Melekat 

Oleh Atasan Langsung Dan Optimalisasi Peran Apip Terutama Terkait Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan 

8. Pendampingan dan Pengawasan terhadap pemanfaatan dana Desa. 

10. PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

1. Pengalokasian  Operasional Layanan Transportasi  Selama 12 Bulan, 

Termasuk Antisipasi  Gangguan Jaringan Di Wilayah Perbatasan/Pedalaman 

2. Perlu Upaya Mitigasi Awal Untuk Penyusunan Masterplan Transportasi 

Jangka Panjang Sebagai Langkah Strategis Mengantisipasi Pertumbuhan 

Kendaraan Dan Perkembangan Kawasan Perkotaan, Melalui Pengaturan Lalu 

Lintas, Penataan Parkir, Agar Malinau Dalam 10ð20 Tahun Ke Depan Tetap 

Menjadi Kota Yang Lancar, Tertib, Dan Ramah Bagi Warganya 

3. Pembangunan Dan Penataan Halte Sungai Pada Dermaga Utama Di Sungai 

Kayan, Mentarang, Dan Sesayap Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan 

Kenyamanan Transportasi Air. 

4. Pelaksanaan Sosialisasi Dan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas Secara 

Berkelanjutan Di Sekolah Dan Desa. 

5. Peningkatan Dan Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Utama Kelapis 

Sebagai Simpul Transportasi Dan Distribusi Barang. 

6. Pengadaan Dan Penyediaan Alat Keselamatan Transportasi Air, Termasuk 

Life Jacket Dan Rambu Sungai, Secara Memadai Dan Berstandar 

Keselamatan. 

11. PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 

1. Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Dan Inovasi  Pengemasan Guna 

Meningkatkan Daya Saing Dan Nilai Tambah Produk Lokal 

2. Fasilitasi Sertifikasi Halal Dan Pirt Bagi Pelaku Umkm Untuk Menjamin 

Legalitas, Keamanan, Dan Perluasan Akses Pasar 

3. Pengembangan Sentra Industri Berbasis Potensi Lokal Sebagai Pusat 

Produksi, Inovasi Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

4. Pelatihan Manajemen Usaha Dan Pembukuan Umkm Guna Meningkatkan 

Tata Kelola, Akses Pembiayaan, Dan Keberlanjutan Usaha 
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5. Rehabilitasi  Bangunan Pasar Yang  Ada Di Kabupaten Malinau  Dan 

Melengkapi Dengan Etersediaan  Fasilitas Sanitasi Dan Drainase Pasar 

6. Reaktifasi Pasar Pasar  Yang Sudah Dibangun Di Desa-Desa Dan Kecamatan 

12. PENGELOLAAN PERBATASAN 

1. Peningkatan Infrastruktur Jalan Dan Penerangan Jalan Di Desa Dan 

Kecamatan Perbatasan Serta Pedalaman Untuk Menjamin Aksesibilitas, 

Keamanan, Dan Pemerataan Pembangunan. 

2. Pembangunan dan Pengembangan PLTS Komunal Bagi Desa Yang Belum 

Terjangkau Layanan PLN guna meningkatkan kemandirian energi dan 

kualitas hidup masyarakat. 

3. Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa (Darat, Sungai Dan 

Udara), Serta Penyediaan Ongkos Angkut Barang (Soa) Khusus Ke Daerah 

Yang Terisolir Atau Belum Tersedia Akses Jalan 

4. Perawatan Jalan Khususnya Di Wilayah Pedalaman Dan Perbatasan (Antar 

Desa-Antar Kecamatan-Antar Kabupaten) Untuk Menjamin Terbukanya 

Akses Jalan Yang Memadai, Aman Dan Mengantisipasi Terjadinya Krisis 

Ekonomi Akibat Kelangkaan Sembako 

5. Mendorong Pemekaran DOB Apau Kayan Sebagai Strategi Pendekatan 

Pelayanan Publik, Percepatan Pembangunan, Dan Penguatan Ketahanan 

Nasional Di Wilayah Perbatasan. 

2.3.4  Isu Strategis Tahun 2027 

Berdasarkan telaahan terhadap permasalahan dan analisis lingkungan 

organisas baik internal maupun eksternal, maka Isu Strategis Kabupaten Malinau 

Tahun 2027 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Konsistensi pelayanan dasar yang mudah diakses masyarakat Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Malinau merupakan wilayah dengan karakteristik geografis 

yang sangat unik dan menantang, ditandai dengan luas wilayah yang sangat 

besar, jarang penduduk, serta banyaknya kawasan terpencil, perbatasan, dan 

daerah yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai maupun udara. Di 

tengah keterbatasan aksesibilitas dan kondisi alam yang berat tersebut, 

Pemerintah Kabupaten Malinau menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga 

konsistensi penyelenggaraan 11 jenis urusan pelayanan dasar sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sekaligus terus berupaya memastikan 

seluruh layanan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan 

masyarakat, baik yang berada di pusat pemerintahan, kecamatan, maupun di 

desa-desa di wilayah paling pelosok. 

Konsistensi pelayanan tercermin dari penerapan standar, prosedur, persyaratan, 

dan kualitas layanan yang seragam dan sama berlaku di seluruh wilayah 

kabupaten, tanpa memandang lokasi. Dalam sektor pendidikan, kurikulum dan 

standar pengajaran diterapkan secara seragam, didukung dengan kebijakan 

tunjangan khusus bagi tenaga pendidik agar keberadaan guru tetap terjaga di 

daerah terisolir, serta inovasi program sekolah terbang untuk menjangkau anak-

anak di perbatasan. Di bidang kesehatan, standar pelayanan, ketersediaan obat, 

dan kualifikasi tenaga medis diupayakan setara, dengan keberadaan fasilitas 

mulai dari Rumah Sakit Umum Daerah hingga Puskesmas Pembantu, serta 

layanan unggulan berupa Perahu Sehat dan Pesawat Sehat yang beroperasi 

dengan jadwal rutin setiap bulan untuk menjamin warga di wilayah sulit 
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terjangkau tetap mendapatkan pelayanan medis secara teratur dan 

berkesinambungan.  

Pemerintah daerah juga menjaga konsistensi pembangunan dan pemeliharaan 

sarana prasarana melalui urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, di mana 

standar konstruksi jalan, jembatan, serta penyediaan air bersih diterapkan sama, 

sekaligus didukung dengan kebijakan Subsidi Ongkos Angkut yang menjamin 

konektivitas jalur darat, sungai, dan udara tetap berjalan lancar dan terjangkau 

biayanya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan urusan perhubungan, di mana 

jadwal keberangkatan, tarif subsidi, dan standar keselamatan angkutan diatur 

secara baku dan dipatuhi, menjadi tulang punggung keterjangkauan wilayah. 

Kemudahan akses pelayanan semakin diperkuat melalui transformasi layanan 

publik, terutama pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

yang dinilai paling konsisten dan mudah diakses. Melalui keberadaan Mal 

Pelayanan Publik òMalinau Sagetó, masyarakat dapat mengurus berbagai 

dokumen dalam satu tempat terpadu dengan sistem digital dan antrean daring, 

sementara bagi warga di pedalaman, layanan keliling yang terjadwal rutin datang 

langsung ke desa-desa untuk memproses pembuatan KTP, Kartu Keluarga, 

hingga akta pencatatan sipil secara gratis. Hal serupa juga diterapkan dalam 

pelayanan sosial, di mana penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan BPNT 

dilakukan sesuai kriteria dan jadwal yang pasti, disalurkan melalui perangkat 

daerah maupun perangkat desa agar tepat sasaran dan mudah diambil warga. 

Konsistensi juga dipegang teguh dalam urusan perumahan rakyat, lingkungan 

hidup, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, 

serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Di setiap sektor tersebut, 

peraturan, kriteria bantuan, standar pelayanan, dan jadwal kegiatan ditetapkan 

secara seragam dan dijalankan dengan tertib. Bagi wilayah yang sulit dijangkau, 

pendekatan dilakukan melalui petugas keliling, pendampingan langsung, serta 

pemberdayaan perangkat desa agar layanan tetap dapat dirasakan 

keberadaannya.  

Secara keseluruhan, meskipun tantangan geografis, keterbatasan sumber daya 

manusia, dan biaya logistik yang tinggi masih menjadi kendala utama, 

Pemerintah Kabupaten Malinau telah berhasil membangun sistem pelayanan 

dasar yang konsisten standarnya dan terus meningkatkan kemudahan aksesnya. 

Strategi pengembangan layanan terpadu di pusat, operasional layanan keliling 

rutin ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta kebijakan subsidi 

transportasi menjadi kunci utama yang memastikan bahwa hak masyarakat atas 

pelayanan dasar tetap terpenuhi dengan setara, adil, dan dapat diandalkan di 

seluruh wilayah Kabupaten Malinau. 
 

b) Percepatan menekan angka kemiskinan yang tepat sasaran, Meskipun Angka 

kemiskinan di Kabupaten Malinau telah menurun menjadi 5,56% pada tahun 

2025, upaya percepatan penurunan lebih lanjut masih menghadapi tantangan 

utama berupa karakteristik wilayah yang sangat luas, terpencil, dan sulit 

dijangkau. Isu strategis utamanya adalah memastikan penanganan kemiskinan 

berjalan tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan hingga ke wilayah perbatasan 

dan pedalaman.  

Akar permasalahan mendasar meliputi: belum akurat dan mutakhirnya data 

penerima manfaat akibat keterbatasan akses, kesenjangan akses pelayanan 

dasar antara pusat dan daerah terpencil, rendahnya kualitas sumber daya 

manusia yang membatasi kemampuan berusaha, serta tingginya biaya logistik 
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yang menekan daya beli dan nilai jual hasil bumi. Kondisi ini membuat bantuan 

sosial sering kali belum menjawab kebutuhan inti dan belum mampu 

mengangkat kemandirian ekonomi masyarakat. 

Untuk mengatasinya, strategi diarahkan pada empat hal utama: pertama, 

menyempurnakan sistem data terintegrasi dan verifikasi berkala agar bantuan 

tepat kepada yang membutuhkan. Kedua, memeratakan akses pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur sebagai syarat dasar peningkatan kualitas hidup. 

Ketiga, mengubah pola bantuan menjadi pemberdayaan ekonomi berbasis 

potensi lokal seperti pertanian, gaharu, dan pariwisata, disertai pendampingan 

usaha. Keempat, memperkuat konektivitas dan subsidi ongkos angkut untuk 

menekan biaya hidup dan membuka akses pasar. 

Pendekatan dilakukan secara beragam sesuai kondisi wilayah, dengan prinsip 

memberikan perlindungan bagi yang lemah dan peluang bagi yang berusaha. 

Langkah ini bertujuan agar penurunan angka kemiskinan tidak hanya berupa 

data statistik, tetapi benar-benar dirasakan dampaknya secara nyata dan merata 

oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malinau. 

c) Keberlanjutan pembangunan PLTA Mentarang sebagai roda penggerak 

perekonomian Malinau, Pembangunan PLTA Mentarang merupakan proyek 

strategis yang menjadi tulang punggung energi dan penggerak utama 

perekonomian Kabupaten Malinau. Isu strategis utamanya adalah menjamin 

keberlanjutan proyek ini, mulai dari tahap konstruksi hingga pengoperasian, 

agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal, merata, dan berkelanjutan 

bagi masyarakat maupun daerah. 

Tantangan mendasar yang dihadapi meliputi: pemenuhan pendanaan dan 

kelancaran pelaksanaan pembangunan di wilayah yang memiliki akses yang 

belum maksimal dan bisa menyebabkan biaya logistik tinggi, pengelolaan 

dampak lingkungan dan sosial akibat perubahan tata guna lahan, serta kesiapan 

sumber daya manusia lokal untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

energi nantinya. Selain itu, diperlukan jaminan agar manfaat ekonomi berupa 

pendapatan daerah, kesempatan kerja, dan kemudahan akses listrik tidak hanya 

bersifat sementara, tetapi menjadi kekuatan jangka panjang. 

Untuk itu, strategi keberlanjutan diarahkan pada: menjamin kepastian hukum 

dan komitmen investasi, mengutamakan pelibatan dan pemberdayaan 

masyarakat setempat, serta menyusun rencana induk pemanfaatan listrik yang 

terintegrasi dengan pengembangan sektor industri, pariwisata, dan pertanian. 

PLTA Mentarang diposisikan bukan sekadar pembangkit tenaga listrik, namun 

sebagai sarana utama transformasi ekonomi daerah, yang mampu mendorong 

pertumbuhan usaha, membuka keterisolasian wilayah, dan meningkatkan 

pendapatan asli daerah secara berkesinambungan demi kesejahteraan seluruh 

warga Malinau. 
 

d) Transformasi ekonomi berkelanjutan menuju ekonomi hijau, Transformasi 

ekonomi hijau menjadi arah utama pembangunan Malinau untuk memastikan 

pertumbuhan ekonomi berjalan seimbang dengan pelestarian kekayaan alam dan 

lingkungan hidup. Isu strategis utamanya adalah mengubah pola ekonomi yang 

sebelumnya berbasis eksploitasi sumber daya alam semata, menjadi kegiatan 

ekonomi bernilai tambah tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan jangka 

panjang. 

Tantangan mendasarnya meliputi masih dominannya sektor primer dengan 

pengelolaan yang belum memperhatikan Amdal, risiko kerusakan hutan dan 
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keanekaragaman hayati akibat aktivitas ekonomi, serta keterbatasan teknologi 

dan akses pasar untuk produk ramah lingkungan. Selain itu, diperlukan 

penyesuaian kebijakan dan peningkatan keterampilan masyarakat agar mampu 

beralih ke usaha yang menjaga kelestarian alam. 

Strategi yang dijalankan berfokus pada pengembangan potensi unggulan 

berbasis prinsip hijau, seperti pariwisata alam, hasil hutan bukan kayu, 

pertanian organik, dan energi terbarukan. Langkah ini bertujuan menjadikan 

kelestarian lingkungan sebagai modal utama kesejahteraan, meningkatkan nilai 

produk lokal, serta menjamin manfaat ekonomi dinikmati generasi sekarang 

maupun mendatang tanpa merusak ekosistem wilayah. 

e) Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, konsisten dan berkualitas, 

Pembangunan infrastruktur merupakan kunci utama keterjangkauan dan 

pertumbuhan ekonomi di tengah wilayah Malinau yang sangat luas dan beragam 

karakteristiknya. Isu strategis utamanya adalah menjamin pemerataan 

pembangunan antara pusat dan wilayah terpencil, menjaga kesinambungan 

program, serta memastikan setiap bangunan memiliki mutu yang andal dan 

tahan lama. 

Tantangan utamanya meliputi tingginya biaya pembangunan dan logistik, kondisi 

geografis yang sulit, serta perbedaan ketersediaan fasilitas yang masih mencolok 

antarwilayah. Selain itu, diperlukan standar kualitas yang seragam dan 

pemeliharaan rutin agar manfaat infrastruktur dapat dinikmati dalam jangka 

panjang. 

Strategi pembangunan difokuskan pada pemerataan akses jalan, jembatan, 

sarana transportasi, air bersih, dan energi hingga ke pelosok desa, dengan 

standar konstruksi yang disesuaikan kondisi alam. Langkah ini bertujuan agar 

seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang setara, konektivitas tetap 

terjaga, dan infrastruktur benar-benar menjadi penopang utama pemerataan 

kesejahteraan seluruh warga Malinau. 
 

f) Keberlanjutan ketahanan kualitas lingkungan hidup serta ketangguhan 

mengantisipasi bencana daerah, dengan kekayaan hutan dan ekosistem yang 

luas, lingkungan hidup merupakan modal dasar pembangunan sekaligus 

pelindung utama wilayah. Isu strategis utamanya adalah menjaga kualitas 

lingkungan dari tekanan aktivitas ekonomi dan kerusakan, serta membangun 

kesiapan daerah dalam menghadapi risiko bencana seperti kebakaran hutan, 

banjir, dan dampak perubahan iklim. 

Tantangan utama meliputi potensi degradasi lahan, kerusakan ekosistem, serta 

keterbatasan sistem mitigasi dan pemahaman masyarakat di wilayah terpencil. 

Strategi difokuskan pada pengawasan dan pemulihan kawasan kritis, pengelolaan 

sumber daya alam secara bertanggung jawab, serta penguatan sistem peringatan 

dini dan kesiapan tanggap darurat hingga ke tingkat desa. Hal ini bertujuan 

menjaga keseimbangan alam, melindungi keselamatan dan harta benda warga, 

serta menjamin kelestarian fungsi lingkungan sebagai penopang kehidupan dan 

pembangunan jangka panjang daerah. 
 

g) Tuntutan implementasi pemanfaatan digitalisasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan, Pemanfaatan teknologi informasi dan 

digitalisasi saat ini menjadi kebutuhan mendasar dan tuntutan mutlak dalam tata 

kelola pemerintahan modern, tidak terkecuali di Kabupaten Malinau. Di tengah 

karakteristik wilayah yang sangat luas, memiliki akses geografis yang sulit, serta 
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penyebaran penduduk yang terpisah-pisah di wilayah pedalaman dan perbatasan, 

digitalisasi dipandang sebagai solusi strategis untuk menjembatani keterbatasan 

jarak, waktu, dan biaya. Isu strategis utamanya bukan hanya sekadar 

menerapkan teknologi, melainkan bagaimana mewujudkan transformasi 

menyeluruh dari sistem kerja konvensional menuju sistem berbasis data dan 

digital yang terintegrasi, efektif, transparan, dan dapat diakses secara merata, 

guna mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas 

pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Malinau. 

Secara mendasar, tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaannya meliputi 

beberapa aspek utama. Pertama, keterbatasan infrastruktur konektivitas, di 

mana jaringan internet dan sinyal komunikasi masih sangat terbatas dan belum 

merata, terutama di kecamatan-kecamatan pedalaman dan perbatasab, sehingga 

menimbulkan kesenjangan akses digital yang cukup lebar antara wilayah kota 

dan daerah terpencil. Kedua, ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM), baik aparatur pemerintah maupun masyarakat, yang belum sepenuhnya 

memiliki keterampilan, pemahaman, dan kemampuan teknis yang memadai 

dalam mengoperasikan sistem digital maupun memanfaatkannya secara optimal. 

Ketiga, fragmentasi sistem dan data, di mana aplikasi dan basis data yang ada di 

berbagai perangkat daerah masih berjalan sendiri-sendiri, belum saling 

terhubung, belum terstandarisasi, serta belum sepenuhnya akurat dan mutakhir, 

sehingga sering kali menimbulkan duplikasi data, kesalahan informasi, dan 

menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti. Keempat, keamanan data 

dan kepercayaan publik, yang menjadi perhatian penting mengingat 

meningkatnya risiko ancaman siber, serta kebutuhan untuk menjamin 

kerahasiaan dan keamanan data penduduk maupun data strategis daerah. 

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan dan strategi implementasi 

digitalisasi diarahkan secara rinci pada tiga lingkup utama, yaitu pemerintahan, 

pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan. Dalam lingkup 

pemerintahan, fokus utamanya adalah mewujudkan tata kelola yang bersih, 

efisien, dan akuntabel melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik (SPBE). Hal ini mencakup digitalisasi proses bisnis mulai dari tata 

persuratan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, hingga pengawasan kinerja, 

yang bertujuan memangkas biaya operasional, mempercepat alur kerja, serta 

meminimalkan praktik-praktik birokrasi yang berbelit dan tidak transparan. 

Pada lingkup pelayanan publik, strategi diarahkan untuk menghadirkan layanan 

yang mudah diakses, setara, dan cepat tanpa dibatasi jarak. Hal ini diwujudkan 

melalui pengembangan dan penyempurnaan layanan terpadu seperti Mal 

Pelayanan Publik (MPP) òMalinau Sagetó, perluasan layanan administrasi 

kependudukan secara daring, hingga pengembangan aplikasi layanan kesehatan 

dan pendidikan jarak jauh. Pemanfaatan digital menjadi jawaban utama agar 

masyarakat di desa-desa terisolir dapat memperoleh hak pelayanannya dengan 

standar yang sama seperti di ibu kota kabupaten, tanpa harus menempuh 

perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi. 

Sementara itu, dalam lingkup perencanaan dan pembangunan, digitalisasi 

dituntut untuk menjadi landasan utama penyusunan kebijakan. Pemanfaatan 

sistem informasi geografis, data statistik terintegrasi, dan aplikasi perencanaan 

pembangunan sangat diperlukan agar setiap perencanaan program, 

penganggaran, hingga pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan dapat 

dilakukan secara tepat sasaran, terukur, dan berbasis pada kondisi nyata di 

lapangan. Data digital yang akurat akan menjadi rujukan utama dalam 
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menentukan prioritas pembangunan infrastruktur, penanganan kemiskinan, 

pemanfaatan sumber daya alam, hingga pengendalian lingkungan hidup. 

Secara keseluruhan, keberhasilan transformasi digital di Kabupaten Malinau 

akan sangat bergantung pada komitmen untuk memperluas jangkauan 

infrastruktur telekomunikasi hingga ke wilayah 3T, meningkatkan kompetensi 

SDM secara berkelanjutan, serta membangun sistem data daerah yang satu 

pintu, aman, dan terpadu. Tuntutan implementasi ini bertujuan menjadikan 

teknologi sebagai tulang punggung kemajuan daerah, sehingga tercipta 

pemerintahan yang cerdas, responsif, dan mampu melayani masyarakat dengan 

lebih baik, sekaligus mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan sosial 

yang merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kabupaten Malinau. 
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BAB III 

KERANGKA EKONOMI DAERAH 

DAN KEUANGAN DAERAH 

Pembangunan Kabupaten Malinau berada pada periode pembangunan 

daerah tahun 2025-2029 dimana pada saat ini perencanaan pembangunan 

memasuki tahun ketiga untuk pelaksanaannya. Kondisi pelaksanaan 

pembangunan periode 2025-2029 merupakan tahap awal pelaksanaan 

pembangunan jangka Panjang Kabupaten Malinau tahun 2025-2045 dan 

perencanaan pembangunan di tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan 

pembangunan di periode tersebut. Oleh karena itu, dalam hal perencanaan 

pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pemahaman bahwa anggaran memiliki 

fokus dalam pencapaian prioritas-prioritas pembangunan khususnya dalam 

menyelesaikan pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau. 

Pada dasarnya, perencanaan pembangunan perlu mengenali karakter 

ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah 

disekitarnya. Strategi pembangunan perlu memerhatikan kekhasan daerah yang 

menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Menentukan kualitas rencana 

pembangunan ekonomi daerah, perlu mengkaji pola-pola pertumbuhan ekonomi 

dari berbagai aspek. Menentukan kebijakan perekonomian Kabupaten Malinau 

akan menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Optimalisasi 

capaian pembangunan daerah dengan òbesaran anggaranó yang telah direncanakan 

akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada 

pembangunan periode berikutnya. 

Rumusan perencanaan pembangunan 2027 berpedoman pada dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 

2025-2029. Selain itu, penyusunan dokumen ini juga melihat bagaimana 

perencanaan tahun 2027 baik pada level Provinsi Kalimantan Utara maupun 

perencanaan Nasional. Selain itu, rancangan kerangka ekonomi makro daerah 

diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada 

tahun sebelumnya dan memperkiraan kondisi ekonomi dalam melaksanakan 

pembangunan pada tahun 2027 untuk mewujudkan target pembangunan pada 

tahun berkenaan.  

Guna melihat arah kebijakan perekonomian yang akan dilaksanakan pada 

tahun 2027, analisis ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam 

mengambil keputusan pada tahapan pembangunan daerah. Analisis ekonomi 

melalui indikator makro ekonomi daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh 

mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, 

apakah sudah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah atau belum 

sepenuhnya terlaksana. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan 

setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam 

menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, 

utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya. 

 
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

3.1.1 Kondisi Perekonomian Global  

Ekonomi global tahun 2025 tumbuh 3,4 persen dan diprakirakan melambat 

menjadi 3,1 persen pada 2026 (Internasional Monetary Fund (IMF), April (2026). 
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Perlambatan tersebut dipengaruhi utamanya ketidakpastian kebijakan tarif dan 

eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketidakpastian tarif dan investigasi Section 301 

terhadap negara mitra oleh Amerika Serikat, termasuk Indonesia, berpotensi 

menekan kinerja perdagangan dan rantai pasok global. 

 Eskalasi konflik geopolitik tersebut memperbesar risiko kenaikan harga 

energi dan komoditas. Harga minyak mentah pada pertengahan April 2026 berada 

di kisaran US$100 per barel atau meningkat 76,43 persen secara yearto date (YtD), 

sehingga meningkatkan risiko imported inflation, menahan ruang pelonggaran 

moneter, dan mendorong perpindahan modal ke aset aman. Volatilitas juga terjadi 

pada batubara dan crude palm oil (CPO), dua komoditas ekspor utama Indonesia, 

yang masing-masing meningkat 23,95 persen dan 12,98 persen secara YtD. 

Namun, disisi lain aktivitas manufaktur global masih ekspansif, tecermin dari 

Purchasing Managersõ Index (PMI) manufaktur Maret 2026 sebesar 51,30. 

Pada tahun 2027, ekonomi global diproyeksikan tumbuh 3,2 persen, 

ditopang terutama oleh Tiongkok  dan India, masing-masing 4,0 persen dan 6,5 

persen (IMF, April 2026). Pertumbuhan tersebut didukung oleh investasi teknologi, 

termasuk artificial intelligence (AI), namun tetap dibayangi ketidakpastian 

perdagangan dan geopolitik. Di sisi lain, tekanan perubahan iklim mendorong 

investasi rendah emisi dan produksi hijau, termasuk penerapan carbon border 

adjustment mechanism (CBAM) yang mempengaruhi pola perdagangan dan 

struktur industri global. 

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional 

Di sisi domestik, stabilitas makro tahun 2025 tetap terjaga, ditopang 

pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, inflasi terkendali, cadangan devisa kuat, dan 

surplus neraca perdagangan. Pertumbuhan ekonomi terutama didukung konsumsi 

rumah tangga, ekspor, investasi, serta sektor industri pengolahan, perdagangan, 

dan pertanian.  

Pada triwulan I-2026, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,6 persen 

year on year (YoY) didorong oleh akselerasi konsumsi masyarakat pada momentum 

Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN); implementasi program prioritas 

pembangunan; serta peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan 

domestik yang meningkat. Kinerja ini menjadi sinyal positif dalam mencapai target 

pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen dan menjadi fondasi yang 

kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2027. 

Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan utama ekonomi tahun 2026 

akan didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Sementara itu, 

sumber pertumbuhan dari sisi lapangan usaha akan didorong utamanya oleh 

sektor industri pengolahan yang didukung oleh hilirisasi sektor-sektor prioritas 

serta program di sektor pertanian. 

Secara kewilayahan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan terjaga melalui 

keseimbangan antara akselerasi hilirisasi di timur dan penguatan sektor 

manufaktur serta jasa di wilayah barat. Pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia 

(KTI) diproyeksikan mencapai enam persen, dipicu oleh masifnya aktivitas hilirisasi 

nikel di Wilayah Maluku dan Sulawesi, pemulihan pariwisata di Bali-Nusa 

Tenggara serta sektor peningkatan sektor pertambangan dan berlanjutnya 

konstruksi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Sementara itu, 

Kawasan Barat Indonesia (KBI) diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3 persen yang 

ditopang oleh kinerja wilayah Jawa melalui sektor industri dan jasa, serta wilayah 
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Sumatera yang didorong oleh peningkatan permintaan komoditas unggulan dan 

pembangunan infrastruktur. 

Sektor eksternal tetap terjaga pada tahun 2025, tecermin dari defisit 

transaksi berjalan yang rendah sebesar US$1,45 miliar atau 0,1 persen PDB serta 

cadangan devisa US$156,47 miliar atau setara 6,2 bulan impor. Pada tahun 2026, 

neraca perdagangan barang diprakirakan surplus US$47,23 miliar, utamanya 

didukung produk hilirisasi bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global, 

pemanfaatan free trade agreement (FTA), kerja sama internasional, dan reformasi 

kebijakan perdagangan dan iklim usaha. Neraca keseluruhan diprakirakan surplus 

US$1,75 miliar dengan cadangan devisa US$158,22 miliar pada tahun 2026. 

Di sisi keuangan negara, kinerja APBN 2025 tetap solid, dengan pendapatan 

negara Rp2.756,2 triliun (11,61 persen dari PDB) dan belanja negara Rp3.434,7 

triliun (14,42 persen dari PDB). APBN tetap berperan menjaga stabilitas, daya beli, 

kesinambungan fiskal, dan pelaksanaan prioritas pembangunan. Defisit terjaga di 

bawah batas tiga persen yaitu sebesar 2,81 persen PDB, serta rasio utang berada 

jauh di bawah batas 60 persen PDB. 

Di tahun 2026, APBN diarahkan untuk mendukung pertumbuhan tinggi dan 

pemerataan, dengan pendapatan negara diprakirakan 12,26 persen PDB, belanja 

negara 14,94 persen PDB, defisit 2,68 persen PDB, dan keseimbangan primer 

negatif 0,35 persen PDB. 

Kebijakan moneter 2025 relatif lebih ekspansif, ditandai penurunan BI-Rate 

sebesar 125 bps menjadi 4,75 persen. Pada tahun 2026, inflasi diprakirakan tetap 

terkendali, namun penurunan suku bunga akan lebih terbatas dipengaruhi 

ketidakpastian global. Ketahanan sektor keuangan tetap terjaga dan mendukung 

pertumbuhan ekonomi, tecermin dari peningkatan likuiditas, pertumbuhan uang 

beredar dalam arti luas (M2) dan terjaganya fungsi intermediasi. 

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2025 tumbuh sebesar 5,39 

persen (YoY) dan 5,11 persen (CtC) pada keseluruhan tahun 2025. Peningkatan 

pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, aktivitas 

produksi yang meningkat, ekspor yang tetap terjaga, realisasi investasi yang terus 

bertumbuh, serta akselerasi belanja pemerintah sebagai penopang daya beli dan 

aktivitas usaha. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pengeluaran mengalami 

pertumbuhan positif. Dari sisi lapangan usaha, semua sektor mencatatkan 

pertumbuhan positif, kecuali sektor Pengadaan Air dan sektor Pertambangan. 

Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan pertumbuhan 

tertinggi yaitu sebesar 8,98 persen (YoY) dan 8,78 persen (CtC). Sektor Informasi 

dan Komunikasi merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi berikutnya, 

yaitu sebesar 8,09 persen (YoY) dan 8,35 persen (CtC). Sementara itu, sektor 

Pertambangan masih mengalami kontraksi sebesar 1,31 persen (YoY) dan 0,66 

persen (CtC) yang terutama disebabkan penurunan ekspor batu bara. Realisasi 

pendapatan negara tahun 2025 perlu terus ditingkatkan di tengah ketidakpastian 

global dan normalisasi harga komoditas. Realisasi Pendapatan Negara akhir 

triwulan IV tahun 2025 mencapai Rp2.756,3 triliun atau sekitar 91,7 persen dari 

target APBN 2025 dan terkontraksi sebesar 3,3 persen dari realisasi APBN tahun 

sebelumnya. Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir 2025 mencapai 

Rp3.451,4 triliun (95,3 persen terhadap pagu). Realisasi Belanja Negara terdiri dari 

Belanja Pemerintah Pusat yang tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun dan Transfer ke 

Daerah (TKD) yang tercatat sebesar Rp849,0 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah 



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA KEUANGAN DAERAH III-4 

Pusat sampai dengan akhir 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,04 persen 

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. 

Pada triwulan IV tahun 2025, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku 

bunga acuan (BI Rate) sejak Oktober hingga Desember sebesar 4,75 persen. 

Keputusan mempertahankan suku bunga acuan sejalan dengan upaya menjaga 

stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global 

dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan 

makroprudensial untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan 

perekonomian nasional. Pada akhir triwulan IV tahun 2025 Rupiah tercatat 

sebesar Rp16.690, melemah sebesar 0,18 persen (MtM). Hingga akhir triwulan IV 

tahun 2025 tingkat inflasi tercatat 2,92 persen (YoY) pada Desember tahun 2025, 

meningkat dari triwulan sebelumnya dan berada dalam rentang sasaran inflasi 

nasional 2025 sebesar 1,5 ð 3,5 persen (YoY). Kinerja Neraca Pembayaran 

Indonesia (NPI) pada triwulan IV tahun 2025 tetap terjaga, namun mengalami 

defisit secara keseluruhan tahun 2025. NPI triwulan IV tahun 2025 mencatatkan 

surplus USD6,1 miliar. Di sisi lain, NPI keseluruhan tahun 2025 mencatatkan 

defisit USD7,8 miliar, setelah selama enam tahun sebelumnya secara beruntun 

membukukan surplus. Neraca transaksi berjalan pada triwulan IV tahun 2025 

mencatat defisit sebesar USD2,5 miliar atau 0,7 persen dari PDB, berbalik arah 

dari triwulan sebelumnya yang membukukan surplus USD4,0 miliar atau 1,1 

persen dari PDB. Untuk keseluruhan tahun 2025, neraca transaksi berjalan 

mencatat defisit rendah sebesar USD1,5 miliar atau 0,1 persen dari PDB, 

menyempit dari defisit USD8,6 miliar atau 0,6 persen dari PDB pada tahun 2024. 

Neraca perdagangan barang pada triwulan IV tahun 2025 mencatat surplus 

USD10,2 miliar, lebih rendah dari surplus triwulan sebelumnya sebesar USD16,1 

miliar. Secara keseluruhan 2025, surplus neraca perdagangan barang mencapai 

USD49,8 miliar, lebih tinggi dari surplus USD39,8 miliar pada tahun 2024. 

Beberapa lembaga seperti World Bank, IMF, OECD, ADB, dan Oxford 

Economics telah melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dari 

berbagai negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh lembaga-lembaga tersebut 

pada tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran 5,0ð5,3 persen. Beberapa faktor yang 

diprakirakan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu 

kondisi keuangan yang akomodatif sehingga memperkuat ekspansi investasi 

swasta, peningkatan belanja investasi publik melalui optimalisasi peran 

Danantara. Selain itu, stimulus fiskal secara terukur akan menjaga daya beli 

masyarakat dan menopang konsumsi swasta sehingga memberikan dorongan 

tambahan terhadap pertumbuhan. 

Belanja Negara hingga Desember 2025 mencapai 63,4 persen dari outlook 

pagu APBN 2025 dengan tetap responsif dan antisipatif mendukung program 

prioritas dan melindungi rakyat. Realisasi Belanja Negara sampai  akhir 2025 

mencapai Rp3.451,4 triliun (95,3 persen terhadap pagu). Realisasi Belanja Negara 

terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat yang tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun dan 

Transfer ke Daerah (TKD) yang tercatat sebesar Rp849,0 triliun. Realisasi Belanja 

Pemerintah Pusat sampai dengan akhir 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,04 

persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. 

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp1.500,4 triliun (129,3 persen dari pagu 

dan tumbuh 13,3 persen YoY), dan Realisasi Belanja non-K/L Rp1.102,0 triliun 

(71,5 persen dari Pagu dan menurun 5,9 persen, YoY). Realisasi belanja K/L 
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tersebut utamanya dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas Pemerintah, 

bantuan sosial, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai termasuk THR serta 

respons cepat terhadap kejadian bencana. Hingga akhir 2025, realisasi Belanja 

Non-K/L mencapai Rp1.102,0 triliun atau 71,5 persen dari pagu, menunjukkan 

penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Realisasi tersebut didukung oleh 

ketepatan waktu pembayaran manfaat pensiun, serta penyaluran subsidi dan 

kompensasi, baik energi maupun Nonenergi, yang bersifat wajib dan menjaga 

kesinambungan perlindungan sosial. Dalam APBN Tahun Anggaran 2025, Belanja 

Subsidi mencapai Rp281,6 triliun dan terkontraksi 3,8 persen, belanja subsidi 

terdiri atas Subsidi Energi sebesar Rp185,2 triliun dan Subsidi Nonenergi sebesar 

Rp96,4 triliun. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2025, realisasi Subsidi dan 

Kompensasi Energi mencapai Rp401,6 triliun, terutama digunakan untuk menjaga 

keterjangkauan harga BBM bersubsidi, LPG 3 Kg, dan listrik di tengah dinamika 

harga energi global. Sementara itu, realisasi Subsidi Nonenergi mencapai Rp96,4 

triliun, yang utamanya dimanfaatkan untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat 

(KUR), pupuk bersubsidi, serta dukungan sektor perumahan. 

Realisasi Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi dipengaruhi oleh 

perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, khususnya fluktuasi harga minyak 

mentah Indonesia (ICP), pergerakan nilai tukar rupiah, serta volume penyaluran 

energi bersubsidi, sedangkan Subsidi Non-Energi dipengaruhi oleh peningkatan 

penyaluran pupuk bersubsidi yang didukung oleh penyederhanaan tata kelola 

melalui pemangkasan regulasi. Secara keseluruhan, Belanja Non-K/L berperan 

penting dalam menjaga stabilitas fiskal, melindungi daya beli masyarakat, serta 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Selanjutnya TKD secara keseluruhan pada tahun 2025 terealisasi 

Rp849,0triliun, setara 97,7 persen dari pagu TKD pasca Inpres Nomor 1 Tahun 

2025 sebesar Rp869,3 triliun. Realisasi TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) 

sebesar Rp168,9triliun (94,7 persen pagu), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 

Rp433,3triliun (100,6 persen pagu), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp162,9 

triliun (98,5 persen pagu) yang terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp17,6 triliun (94,6 

persen pagu), DAK Nonfisik sebesar Rp145,3 triliun (99 persen pagu), dan Hibah ke 

daerah sebesar Rp240,7 miliar (15,1 persen pagu), Dana Otonomi Khusus sebesar 

Rp17 triliun (100 persen pagu) dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1 triliun 

(100 persen pagu), Dana Desa 61,6 triliun (89,3 persen dari Pagu) dan Insentif 

Fiskal sebesar Rp4,27 triliun (71,2 persen pagu). Penyaluran DAU, Dana 

Keistimewaan DIY, DAK Non Fisik, DAK Fisik, dan DBH menunjukkan kinerja yang 

baik. Realisasi DAU mengindikasikan bahwa secara umum mekanisme penyaluran 

DAU telah berjalan sesuai harapan, didukung oleh kesiapan Pemerintah Daerah 

dalam memenuhi syarat penyaluran, serta konsistensi Pemerintah Pusat dalam 

menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian DAK Nonfisik 

sejalan dengan kebijakan penyaluran tunjangan profesi guru secara langsung ke 

rekening guru serta penguatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah. 

Capaian DAK Fisik dipengaruhi oleh kesiapan pelaksanaan kegiatan di daerah, 

terutama terkait aspek perencanaan teknis serta pengadaan barang dan jasa. 

Selama tahun 2025, pemanfaatan DBH mendukung penyediaan layanan kepada 

masyarakat, antara lain berupa bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN), 

bantuan iuran jamsostek, serta perlindungan dan pengamanan hutan. 
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Sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 adalah òNegara Nusantara 

Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutanó, Tahun 2027 merupakan tahun kedua 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan periodesasi awal RPJPN Tahun 2025-2029 

dan RPJMN Tahun 2025 ð 2029. Tahapan pembangunan 2025ð2029 sangat 

strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis 

untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi window 

opportunity untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2027 

difokuskan pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, 

investasi dan industri. Tantangan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan 

pertumbuhannya sebesar 8%  diakhir RPJMN 2025-2029 juga menjadi tantangan 

saat ini. Dalam RPJMN target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 pada 

kisaran 6,3 ð 7,5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis mampu 

mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Untuk itu diperlukan pembangunan yang 

menyasar pertumbuhan inklusif melalui transformasi ekonomi dan sosial. 

 Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-

2029 Pemerintah Indonesia telah menetapkan visi dan misi pemerintah tahun 

2025-2029. Adapun visi yang ingin diwujudkan pemerintahan Prabowo-Gibran 

selama pelaksanaan pembangunan yakni òBersama Indonesia Maju Menuju 

Indonesia Emas 2045ó dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Didalam RPJMN, Asta 

Cita dituangkan menjadi Prioritas Nasional yang berisi delapan misi yang akan 

dilaksanakan pemerintah antara lain. 

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, 

ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan 

infrastruktur; 

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, 

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan 

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di 

dalam negeri; 

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat 

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; 

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, 

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai 

masyarakat yang adil dan makmur. 

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam 

dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, 

mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan 

aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan 

arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan 

pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, isu strategis dan 

kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2027 mengangkat tema 
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òAkselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan 

Industrió. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 

òBersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045ó. RKP Tahun 2027 

merupakan perencanaan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang 

memberikan penekanan pada tiga kata kunci utama, yaitu Produktivitas, Investasi 

dan Industri dengan akselerasi pertumbuhan yang masing-masing didukung oleh 

Prioritas Nasional.  

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara 

Perekonomian Kalimantan Utara triwulan IV 2025 tumbuh positif lebih 

tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh kinerja 

Lapangan Usaha sektor Konstruksi, Perdagangan, dan Industri Pengolahan. 

Pertumbuhan ini tercermin dari kinerja mayoritas Lapangan Usaha (LU) yang 

mengalami pertumbuhan. Kinerja LU Konstruksi juga masih ditopang oleh aktivitas 

pembangunan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Sejalan dengan itu, 

kinerja LU Perdagangan utamanya didukung oleh peningkatan output produksi 

dan aktivitas perdagangan pada masa HBKN Nataru. Kinerja Industri Pengolahan 

juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Kaltara didukung oleh 

meningkatnya hasil produksi pabrik pengolahan kertas di Tarakan. Dari sisi 

permintaan, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 juga tumbuh 

positif lebih tinggi yang didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, net 

ekspor, dan investasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekspor dari hasil olahan 

kayu maupun investasi pembelian barang modal di KIHI. 

Pada Triwulan IV 2025, realisasi keuangan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara mengalami penurunan dibandingkan dengan Triwulan IV 2024 

dengan pendapatan sebesar 31,07% (yoy) dan belanja sebesar 37,12% (yoy). 

Penurunan belanja ini terutama disebabkan oleh berkurangnya belanja 

operasional. Adapun dari sisi pendapatan, penurunan bersumber dari 

berkurangnya transfer Pemerintah Pusat akibat kebijakan efisiensi serta 

menurunnya PAD akibat penyesuaian tarif pajak daerah. Pola ini juga terjadi pada 

5 (lima) kabutapen/kota di Kalimantan Utara yang juga secara agregat mengalami 

penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya baik dari 

sisi pendapatan maupun belanja daerah. Oleh karena itu, percepatan digitalisasi 

pajak dan retribusi melalui TP2DD perlu terus ditingkatkan untuk mendorong 

penguatan kemandirian fiskal daerah. 

Dari segi inflasi, Inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi 

Kalimantan Utara pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,57% (yoy), lebih 

rendah dibandingkan pencapaian inflasi nasional sebesar 2,93% (yoy). Peningkatan 

inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh kelompok Perawatan Pribadi 

dan Jasa Lainnya, khususnya kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan 

penguatan harga emas global di tengah ketidakpastian geopolitik dan dinamika 

kebijakan suku bunga internasional. Selain itu, tekanan inflasi juga bersumber 

dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama akibat kenaikan 

harga ikan bandeng, beras, daging ayam ras, dan bawang merah yang dipengaruhi 

dinamika pasokan serta peningkatan permintaan menjelang periode Hari Besar 

Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru. Namun demikian, tekanan inflasi 

yang lebih tinggi tertahan oleh rendahnya inflasi pada kelompok Transportasi 



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA KEUANGAN DAERAH III-8 

secara tahunan, didukung oleh peningkatan kompetisi antar maskapai serta 

kebijakan diskon tarif angkutan laut pada periode tertentu. 

Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, 

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan 

Utara didukung oleh intermediasi perbankan. Penyaluran kredit tumbuh di atas 

level regional Kalimantan dan Nasional. Penyaluran kredit dalam bentuk kredit 

konsumsi dan modal kerja masing-masing tumbuh 7,89% (yoy) dan 25,87% (yoy). 

Meningkatnya investasi sejalan dengan optimisme pelaku usaha terhadap 

pemulihan ekonomi nasional dan Kaltara serta akselerasi beberapa proyek 

strategis. Realisasi investasi yang sudah dilakukan selama tahun 2025 adalah 

sebesar Rp22 Triliun atau 58,36% dari target investasi 2025 yang ditetapkan 

sebesar Rp37,7 Triliun. Meningkatnya kredit modal kerja terjadi seiring optimisme 

masyarakat terhadap perekonomian, terutama pada sektor bisnis. 

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, 

Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai maupun nontunai melalui Sistem 

Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia Real Time Gross 

Settlement (BI-RTGS) pada triwulan IV 2025 menunjukkan kinerja yang tetap 

terjaga. Transaksi SKNBI meningkat secara triwulanan meskipun secara tahunan 

masih mengalami kontraksi, sementara transaksi BI-RTGS tumbuh positif baik 

dari sisi nominal maupun volume, mencerminkan tetap kuatnya aktivitas transaksi 

bernilai besar di Kalimantan Utara. Aliran uang kartal mencatatkan net outflow 

sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang tunai masyarakat pada periode 

akhir tahun, sementara distribusi Uang Layak Edar (ULE) terus dilakukan sebagai 

implementasi Clean Money Policy (CMP) yang disertai edukasi Cinta Bangga Paham 

(CBP) Rupiah. Dari sisi digitalisasi, jumlah pengguna dan merchant QRIS terus 

meningkat dengan dominasi pada segmen Usaha Mikro dan penyebaran yang 

semakin luas di seluruh wilayah, serta kinerja Elektronifikasi Transaksi 

Pemerintah Daerah (ETPD) tetap solid dengan seluruh pemerintah daerah di 

Kalimantan Utara berada pada tahap Digital. 

Perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara 

pada triwulan IV 2025 tetap menunjukkan kondisi yang terjaga. Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,85%, menurun 

dibandingkan 3,90% pada Agustus 2024. Penurunan ini mengindikasikan 

perbaikan berkelanjutan di pasar tenaga kerja, sejalan dengan meningkatnya 

jumlah penduduk bekerja serta membaiknya serapan tenaga kerja pada berbagai 

lapangan usaha. Kualitas hidup masyarakat juga terus meningkat. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 

74,04, meningkat dibandingkan 73,41 pada tahun 2024. Peningkatan ini 

mencerminkan perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup 

layak masyarakat. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan 

perbaikan. Gini Ratio Kalimantan Utara pada September 2025 tercatat sebesar 

0,251, menurun dibandingkan 0,261 pada Maret 2025. Penurunan ini didukung 

oleh membaiknya distribusi pengeluaran masyarakat, tercermin dari meningkatnya 

porsi pengeluaran kelompok 40% terbawah menjadi 24,89%, yang menunjukkan 

ketimpangan tetap berada pada kategori rendah. Secara keseluruhan, kondisi 

ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara pada Triwulan IV 2025 

tetap solid, ditopang oleh penurunan tingkat pengangguran, peningkatan kualitas 
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pembangunan manusia, serta ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dan 

semakin membaik. 

Prospek Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara 2026 diprakirakan 

tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2025, yaitu dalam kisaran 

5,0%-5,5% (yoy). Proyeksi tersebut terutama didorong oleh kinerja LU Perdagangan, 

LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. LU Perdagangan diperkirakan akan 

memiliki andil besar dalam PDRB 2026 sejalan dengan peningkatan aktivitas 

perdagangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di Prov. 

Kaltara serta adanya komoditas ekspor baru yaitu Aluminium. LU Industri 

Pengolahan diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan realisasi investasi dan 

operasi smelter aluminium, produksi pabrik pengolahan kertas di Kota Tarakan, 

dan peningkatan target produksi CPO oleh beberapa perusahaan kelapa sawit. LU 

Konstruksi juga diperkirakan akan tetap tumbuh positif didukung oleh finalisasi 

pembangunan kawasan KIHI dan berlanjutnya konstruksi beberapa proyek 

strategis di Prov. Kaltara lainnya. Sementara itu, LU dengan pangsa terbesar di 

Provinsi Kalimantan Utara, yaitu LU Pertambangan diperkirakan tumbuh terbatas 

akibat perlambatan permintaan energi dari negara besar pengguna batu bara (a.l 

Tiongkok, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara) di tengah perlambatan 

prospek ekonomi akibat perang tarif dagang, pengembangan sumber energi 

terbarukan serta upaya pemenuhan sumber energi secara domestik. Inflasi Prov. 

Kaltara 2026 diprakirakan berada di dalam target inflasi nasional yaitu 2,5±1%. 

Provinsi Kalimantan Utara diprakirakan dapat mengalami tekanan harga yang 

lebih tinggi pada 2026, sejalan dengan berlanjutnya kenaikan harga komoditas 

global seperti emas, berkurangnya subsidi ongkos angkut akibat efisiensi 

anggaran, dan peningkatan permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan 

program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Provinsi Kalimantan Utara bagian wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2027 

akan menjadi fondasi untuk mewujudkan òSuperhub Ekonomi Nusantaraó sesuai 

dengan amanat RPJMN 2025-2029. Dalam upaya memperkuat peran Kalimantan 

sebagai simpul strategis dalam mengurangi ketimpangan antara KBI dan KTI, 

dibutuhkan akselerasi diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri hilir 

berbasis sumber daya alam, penguatan konektivitas antarkawasan strategis, 

termasuk koridor pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, diperlukan juga, 

peningkatan investasi sumber daya manusia guna mempersempit disparitas 

kualitas SDM antarprovinsi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif 

melalui perluasan akses lapangan kerja formal dan penguatan perlindungan sosial 

di daerah perbatasan dan kawasan perdesaan. 

Sejalan dengan prioritas pembangunan kewilayahan nasional, pembangunan 

Pulau Kalimantan tahun 2027 didorong melalui lima fokus utama. Pertama, 

mengintegrasikan perencanaan kota dengan wilayah sekitarnya dalam kerangka 

pengembangan wilayah metropolitan, antara lain dengan mengembangkan sistem 

transportasi massal dan mengelola perkotaan secara terpadu, serta melanjutkan 

pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN yang didukung oleh integrasi 

dengan pembangunan daerah sekitarnya. Kedua, mempercepat pemerataan 

layanan dasar, khususnya di kawasan pedalaman guna mempersempit disparitas 

kualitas SDM antarwilayah, sekaligus mengoptimalkan kawasan transmigrasi 

sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian berkelanjutan. 

Ketiga, mengembangkan jaringan konektivitas dan simpul transportasi untuk  
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membuka akses pasar dan menekan biaya logistik, menghubungkan lintas wilayah 

untuk menciptakan superhub, dan termasuk menghubungkan wilayah pulau-

pulau dengan daratan utama. Keempat, mempercepat diversifikasi ekonomi untuk 

mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga global serta mendorong 

penciptaan lapangan kerja formal yang lebih luas melalui hilirisasi komoditas 

unggulan, dengan menyiapkan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus 

dalam rangka pengembangan superhub, serta mengembangkan kawasan sentra 

produksi pangan atau kawasan lumbung pangan untuk memperluas basis 

ekonomi non ekstraktif sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan serta 

mempercepat pemerataan kesejahteraan di kawasan perdesaan. Kelima, 

penguatan investasi pada modal manusia melalui peningkatan akses dan kualitas 

pendidikan vokasi, penurunan stunting, serta penguatan layanan kesehatan dasar. 

Highlight intervensi kewilayahan Pulau Kalimantan khususnya provinsi 

Kalimantan Utara pada tahun 2027, yaitu dilakukan pengembangan sumber energi 

bersih di Kalimantan Utara melalui pembangunan PLTS untuk mendukung 

aktivitas Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dan industri rumput laut, 

dilakukan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana dan 

prasarana air minum, limbah domestik, dan persampahan yang terintegrasi pada 

perumahan tapak (Bantuan PSU) di wilayah pertumbuhan, serta dilakukan 

pengembangan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan dengan memanfaatkan 

keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta pemenuhan sarana prasarana 

layanan dasar di kecamatan perbatasan prioritas. 

Target pembangunan dan intervensi umum kewilayahan pulau Kalimantan 

khususnya Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2027 adalah : 

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,40 ð 6,90%. 

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target 3,72% 

3) Tingkat Kemiskinan dengan target 3,70 ð 4,70% 

4) Rasio Gini dengan target 0,244 ð 0,250. 

5) Indeks Modal Manusia dengan target 0,566 ð 0,580 poin 

Berdasarkan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2027, tema 

pembangunan adalah  ò Pembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkarakter 

dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI 

yang Makmur ò. Tema òPembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkarakter dan 

Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang 

Makmuró memiliki makna bahwa pembangunan Kalimantan Utara tahun 2027 

akan diarahkan pada 3 (tiga) pesan utama pembangunan daerah, yaitu : 

1. Pembangunan Wilayah Yang Merata, melalui penguatan konektivitas, layanan 

dasar dan dukungan bagi kawasan perbatasan, pesisir dan pedalaman. 

2. SDM Berkarakter, melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, perlindungan 

sosial dan pembentukan karakter masyarakat. 

3. Ekonomi Bernilai Tambah, melalui penguatan sektor unggulan, hilirisasi, 

investasi berkelanjutan serta pengembangan ekonomi hijau dan biru. 
 

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Malinau 

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Malinau tahun 2027 merupakan 

bagian dari komitmen Kabupaten Malinau dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi 

nasional dan daerah. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan 

Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2027, yang memuat gambaran kondisi ekonomi 
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makro capaian tahun 2025, proyeksi Tahun 2027 serta kebutuhan dan sumber 

pembiayaan pembangunan yang diperlukan di tahun 2027. Gambaran kerangka 

ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas 

pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk 

menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah 

pembangunan daerah Tahun 2027 dapat dicapai sesuai dengan pencapaian visi 

pembangunan daerah.  

A. Kondisi Ekonomi Daerah 

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah 

merupakan bagian yang penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan 

keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang dirancang. 

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, diperlukan data statistik 

sebagai pijakan dalam dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran 

pembangunan dapat dicapai dengan tepat.  

Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada periode pembangunan 

sebelumnya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas 

rumusan kebijakan ke depan. Adapun indikator kinerja makro yang digunakan 

untuk menggambarkan kondisi perekonomian adalah Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), Laju pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Per kapita, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Inflasi dan Indeks Gini. 

Berikut penjabaran analisis indikator tersebut sebagai dasar penyusunan 

kebijakan anggaran Kabupaten Malinau. 

 a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)    

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto 

seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu 

negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu 

tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-

residen. PDRB ini menggambarkan kemampuan suatu wilayah menciptakan output 

(nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Semakin meningkatnya PDRB setiap 

tahunnya mencerminkan semakin pesat pula  arus perekonomian di suatu wilayah 

tersebut. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya 

ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan 

kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. 

Perkembangan PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 

menurut Lapangan Usaha Tahun 2021ð2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel III.1  
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau tahun 

2021-2025 (Rp. Milyar) 
Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
1.414,92 1.503,91 1.590,48 1.685,29 1.764,98 

B 
Pertambangan dan 
Penggalian 

6.552,31 11.049,94 11.389,02 10.141,53 9.981,76 

C Industri Pengolahan 314,26 339,22 360,77 376,98 399,06 

D Pengadaan Listrik dan Gas 4,62 5,21 6,28 6,59 6,81 

E 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

9,66 10,4 10,83 11,94 12,53 

F Konstruksi 2.009,59 2.121,01 2.203,90 2.485,04 3.149,91 

G 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil 

572,84 652,5 716,55 799,01 856,49 
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Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025** 

dan Sepeda Motor 

H 
Transportasi dan 
Pergudangan 

367,81 422,15 464,78 501,78 524,12 

I 
Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 
246,32 292,44 321,3 370,18 415,85 

J Informasi dan Komunikasi 47,74 54,68 58,73 65,74 69,45 

K 
Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
29,12 34,54 42,13 47,25 49,91 

L Real Estat 29,46 32,39 34,11 36,13 38,55 

M,N Jasa Perusahaan 19,28 21,61 23,44 24,51 25,46 

O 

Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

760,48 840,86 899,62 949,53 948,21 

P Jasa Pendidikan 285,73 322,26 345,44 359,52 360,29 

Q 
Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
184,01 193,28 203,54 212,83 223,42 

R,S,T,U Jasa lainnya 10,62 12,13 13,47 14,57 15,68 

PDRB 12.858,77 17.908,54  18.683,96  18.088,22  18.842,47 

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 

Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara. 

 b. Struktur Ekonomi  

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi 

barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur 

ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan 

usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap 

kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama 5 (lima) tahun 

terakhir (2021 ð 2025) struktur perekonomian Malinau didominasi oleh 4 (empat) 

kategori lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Pertambangan dan 

Penggalian; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Malinau pada 

tahun 2025  yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 52,97 

persen. Berikut dapat dilihat pada Grafik dibawah ini : 

Gambar III.1  
Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2025 

 

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 
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          c. Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian Malinau Tahun 2025 yang diukur berdasarkan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp18,84 

triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp9,57 triliun. 

Ekonomi Kabupaten Malinau tahun 2025 tumbuh sebesar 3,56 persen, 

sedikit mengalami percepatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang 

tumbuh sebesar 3,55 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi 

dicapai oleh Sektor Sekunder sebesar 18,92 persen. Dari sisi pengeluaran, 

petumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Pembentukan Modal 

Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,84 persen. 

 Ekonomi Malinau Triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami 

pertumbuhan sebesar 3,80 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan 

tertinggi dicapai oleh Sektor Sekunder sebesar 20,34 persen. Dari sisi pengeluaran, 

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Pembentukan Modal 

Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,15 persen. 

Ekonomi Malinau Triwulan IV-2025 terhadap triwulan III-2025 mengalami 

pertumbuhan sebesar 3,36 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan 

tertinggi dicapai oleh Sektor Sekunder sebesar 9,71 persen. Dari sisi pengeluaran, 

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir 

Pemerintah (PK-P) sebesar 32,48 persen. 

Secara spasial, struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 

didominasi oleh Kota Tarakan sebesar 37,68 persen. Sementara itu, Kabupaten 

Malinau menempati posisi keempat dengan kontribusi sebesar 11,87 persen. 

Kabupaten Malinau memiliki pertumbuhan ekonomi terendah dibandingkan 

dengan kabupaten kota di Kalimantan Utara. Adapun pertumbuhan ekonomi 

tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Bulungan dengan capaian pertumbuhan sebesar 

5,40 persen (c-to-c). 

Gambar III.2  
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

 
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 
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pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara maupun Nasional dalam kurun waktu 

tiga tahun terakhir.  Hal ini dikarenakan kondisi dominasi produksi batubara yang 

cukup tinggi dominasinya terhadap struktur ekonomi Malinau mengalami 

penurunan produksi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi sektoral dalam 

beberapa tahun terakhir. 

d. Kemiskinan 

 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malinau tahun 2025 sebanyak 5,24 

ribu (5,56 persen). Pada tahun 2024 penduduk miskin berjumlah 6,45 ribu (6,94 

persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 1,21 ribu jiwa atau secara 

persentase turun 1,38 persen poin. 

 Selama tahun 2024 - 2025, garis kemiskinan (GK) naik sebesar 3,81 persen, 

yaitu dari Rp791.037,00 per kapita pada tahun 2024 menjadi Rp821.188,00 per 

kapita pada tahun 2025. 

 Pada periode 2024 - 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami 

penurunan, dari 0,57 pada tahun 2024 menjadi 0,25 pada tahun 2025. Hal serupa 

terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengalami penurunan dari 

0,06 menjadi 0,01. 

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se- Provinsi Kalimantan Utara, 

angka kemiskinan di Kabupaten Malinau masih berada di atas angka kemiskinan 

Provinsi Kaltara. Angka kemiskinan Kabupaten Malinau berada di atas angka 

kemiskinan Kabupaten Tana Tidung, Nunukan dan Kota Tarakan. Sedangkan 

dibandingkan dengan Kabupaten Bulungan, angka kemiskinan Kabupaten Malinau 

jauh lebih rendah. 

Membaiknya daya beli masyarakat Malinau seiring dengan meningkatnya 

pendapatan perkapita penduduk. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

program-program penanggulangan kemiskinan dapat terus dilanjutkan dan 

ditingkatkan lagi dengan lokus masyarakat miskin agar tepat sasaran. 

Gambar III.3  

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Kalimantan Utara dan 
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

 
Sumber  : BPS Kabupaten Malinau, 2026 
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Berdasarkan distribusi kemiskinan pada level Provinsi Kalimantan Utara 

tahun 2025, Kabupaten Malinau menduduki peringkat kedua secara persentase 

penduduk miskin setelah Kabupaten Bulungan. Sedangkan Kabupaten Nunukan, 

Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung menduduki peringkat ketiga, keempat, 

dan kelima. Jika ditinjau dari jumlah penduduk miskin, kabupaten/kota di 

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 yang mengalami peningkatan penduduk 

miskin adalah Kabupaten Tana Tidung. Sedangkan empat kabupaten/kota, yaitu 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota 

Tarakan mengalami penurunan penduduk miskin. 

Garis Kemiskinan (GK) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 

2024 sampai dengan 2025 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, tercatat 

Garis Kemiskinan Kabupaten Malinau sebesar Rp791.037,00 per kapita per bulan. 

Kemudian pada tahun 2025, Garis Kemiskinan Kabupaten Malinau mengalami 

peningkatan menjadi Rp821.188,00 per kapita per bulan. Pada tahun 2025, 

kabupaten/kota dengan Garis Kemiskinan terbesar hingga terkecil secara 

berurutan adalah Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung. 

Pada periode 2024 ð 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami 

penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,57 pada tahun 2024 

menjadi 0,25 pada tahun 2025. Artinya, selisih pengeluaran penduduk miskin 

dengan Garis Kemiskinan semakin kecil. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan 

(P2) pada tahun 2024 dan 2025 juga mengalami penurunan dari 0,06 menjadi 

0,01. Artinya, jarak pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin kecil. 

e.  Pendapatan Perkapita 

  Indikator tingkat kesejahteraan yang sering digunakan adalah indikator 

pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita atau juga PDRB perkapita 

merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan 

ekonomi dengan jumlah penduduk atau dengan kata lain adalah suatu pendapatan 

rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah diterima oleh masing-masing 

penduduk. Tapi keadaan ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan ukuran 

kesejahteraan karena ukuran agregat yang dihasilkan dapat membuat pendapatan 

besar sekelompok orang terdistribusi keseluruh penduduk. Besar kecilnya jumlah 

penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya 

nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor 

produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita  atas dasar harga 

berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. 

Pendapatan per Kapita Kabupaten Malinau didekati dengan atau dihitung 

berdasarkan PDRB per Kapita. PDRB per Kapita diperoleh dari angka PDRB ADHB 

(Atas Dasar Harga Berlaku) dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Malinau. 

Berdasarkan data capaian, maka Pendapatan Perkapita Malinau alami peningkatan 

yang signifikan dari Rp.154,01 juta per kapita pada tahun 2021 hingga tahun 2023 

sebesar 218,44 juta per kapita. Namun pada tahun 2024, terjadi penurunan PDRB 

per kapita Kabupaten Malinau menjadi sebesar Rp209,06 juta per kapita dimana 

angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Kalimantan Utara dan 

Nasional kemudian meningkat di tahun 2025 sebesar Rp. 215,36 juta perkapita. 

Lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :  
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Gambar III.4     

Grafik Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau 
Tahun 2021-2025 

 
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 

f. Tingkat Pengangangguran Terbuka (TPT)   

Pengangguran terbuka merupakan kondisi di mana seseorang yang termasuk 

dalam angkatan kerja aktif tidak memiliki pekerjaan dan sedang secara aktif 

mencari pekerjaan. Fenomena ini menjadi salah satu indikator utama dalam 

menilai kesehatan pasar tenaga kerja suatu negara. Tingginya tingkat 

pengangguran terbuka sering kali mencerminkan ketidakseimbangan antara 

jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kesempatan kerja yang ada. Namun, 

analisis lanjutan dalam melihat kualitas tenaga kerja perlu menjadi perhatian 

dalam perumusan kebijakan pembangunan. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan 

untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan 

menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil 

Sakernas Agustus 2025 sebesar 3,42 persen. Hal ini berarti dari 100 orang 

angkatan kerja, terdapat sekitar tiga hingga empat orang penganggur. Pada 

Agustus 2025, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen poin dibandingkan 

dengan Agustus 2024.  

Pada Agustus 2025, TPT laki-laki sebesar 3,23 persen, lebih rendah 

dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,72  persen. Jika dibandingkan Agustus 

2024 TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,36 persen poin, sedangkan TPT 

perempuan mengalami peningkatan sebesar 1,41 persen poin.  

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh 

angkatan kerja, TPT pada Agustus 2025 mempunyai pola yang sedikit berbeda 

dengan Agustus 2024. Pada Agustus 2025, TPT dari tamatan SMK merupakan 

yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 

5,95 persen. Sementara TPT yang paling rendah terdapat pada pendidikan 

Universitas, sebesar 1,03 persen. Dibandingkan Agustus 2024, kategori yang 

mengalami peningkatan terbesar adalah kategori pendidikan SMP yaitu sebesar 
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PUSAT 62,26 71,04 74,96 78,62 83,75
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3,92 persen poin. Sedangkan kategori yang mengalami penurunan terbesar adalah 

kategori pendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 1,63 persen poin. 

Jika melihat perbandingan dengan level provinsi dan nasional, Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Malinau paling rendah dengan capaian 3,42 persen pada 

tahun 2025. Tingginya proporsi tenaga kerja di Kabupaten Malinau diserap 

sebagian besar oleh sektor pertanian. Adapun jika melihat dari kualitasnya, 

pekerja paling banyak hanya berpendidikan SD ke bawah (termasuk tidak sekolah) 

yang mencapai 30,29 persen. 

Gambar III.5  
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Kalimantan 

Utara dan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

 
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 

g. Inflasi 

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus 

menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yakni 

penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Salah satu bahan 

dasar dalam penghitungan inflasi adalah IHK/ Survei Biaya Hidup (SBH) yang 

dilakukan di daerah perkotaan. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Malinau tidak 

melakukan perhitungan inflasi. Inflasi di Kabupaten Malinau merujuk pada inflasi 

kota Tarakan dan Tanjung Selor, kedua daerah ini sebagai daerah pantauan Indeks 

Harga Konsumen (IHK) yang merupakan titik distribusi barang di provinsi Kaltara 

yang mewakili pergerakan harga barang di level provinsi. Sehingga dari kedua kota 

tersebut indikator pergerakan harga sudah bisa dilihat, bila harga barang naik di 

Tarakan dan Tanjung Selor atau ada pergerakan harga, maka hampir dapat 

dipastikan daerah sekitar yang mendapat distribusi barang dari kedua kota 

tersebut dipastikan juga naik.  

Inflasi Malinau merujuk angka inflasi Kota Tanjung selor adalah 2,93 persen, 

sedangkan merujuk pada angka Indeks Perkembangan Harga yang dirilis Bagian 

Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau yang merupakan 

sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah. Adapun indeks perkembangan harga di 
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Kabupaten Malinau cukup fluktuatif dimana paling tinggi berada di bulan Maret 

2025 (2,420) dan terendah pada bulan sesudahnya di April 2025 (-1,560). Adapun 

pada bulan terakhir yakni Desember 2025, Indeks Perkembangan Harga sebesar 

1,700 dengan andil terbesar pada komoditas bawang merah (0,4202), cabai rawit 

(0,2852), dan bawang putih (0,0528). 

Gambar III.6  
Indeks Perkembangan Harga Malinau Tahun 2025 

 
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 

h. Indeks Gini 

Gini Ratio atau Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk 

melihat tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Untuk memberikan 

gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan 

digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang 

digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada 

pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran 

ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan 

koefisien gini rasio antara 0 ð 1 (>0 dan <1).  Secara umum dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 0,00 < G < 0,35 Ƃ pemerataan tinggi / ketimpangan rendah; 0,35 

< G < 0,50 Ƃ pemerataan / ketimpangan sedang; G > 0,50 Ƃ pemerataan rendah / 

ketimpangan tinggi.  

Gini Ratio di Kabupaten Malinau cukup fluktuatif yang menggambarkan 

ketimpangan pengeluaran konsumsi masyarakat masih belum stabil, namun 

secara umum memiliki pola penurunan. Pada tahun 2025, angka Gini Ratio 

mengalami penurunan sebanyak 0,034 poin menjadi 0,249 dibandingkan dengan 

indeks gini tahun 2024 di 0,283 poin, yang mengindikasikan semakin meratanya 

kesejahteraan Masyarakat Malinau jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 
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Gambar III.7  

Grafik Indeks Gini Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

 
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 

 

i. Indeks Pembangunan Manusia 

 Pembangunan manusia di Kabupaten Malinau terus mengalami kemajuan. 

Sejak tahun 2020, status indeks pembangunan manusia Kabupaten Malinau 

sudah berada di level òtinggió. Selama 2021ð2025, IPM Kabupaten Malinau rata-

rata meningkat sebesar 0,71 persen per tahun, dari 73,12 pada 2021 menjadi 

75,21 pada 2025. 

 Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, 

terutama Umur Harapan Hidup (UHH) dan pengetahuan. Dua indikator mengalami 

percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Umur Harapan 

Hidup (UHH) sebesar 0,80 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,30 

persen dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 1,72 persen dibanding tahun 

sebelumnya sebesar 0,07 persen. Sementara itu, pertumbuhan pengeluaran riil per 

kapita per tahun (yang disesuaikan) melambat dari tahun sebelumnya yaitu 

sebesar 2,20 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,50. Demikian juga 

pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (HLS) melambat dari 2,12 persen menjadi 

0,10 persen. 

 Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi 

umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama 

periode 2021 hingga 2025, UHH meningkat 0,11 tahun atau rata-rata tumbuh 

sebesar 0,04 persen per tahun. Pada 2021, UHH Kabupaten Malinau adalah 73,22 

tahun dan pada 2025 mencapai 73,33 tahun. UHH tahun 2025 meningkat 0,06 

tahun atau 0,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

 Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan 

Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah 

(RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2025, HLS rata- rata meningkat 0,51 

persen per tahun, sementara RLS rata-rata meningkat 0,64 persen per tahun. HLS 

pada 2025 meningkat 0,23 tahun atau 1,72 persen dibandingkan tahun 2024, 

lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021ð2024 yang sebesar 0,10 

persen. Sementara itu, RLS pada 2025 meningkat 0,01 tahun atau 0,10 persen 
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dibandingkan 2024, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021ð2024 

yang sebesar 0,81 persen. 

 Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup 

layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang 

disesuaikan). Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat dari tahun 

ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2025, Pengeluaran riil per kapita yang 

disesuaikan telah meningkat sebesar 1,51 juta atau secara rata-rata tumbuh 

sebesar 3,60 persen per tahun. Pada 2025, pengeluaran riil per kapita per tahun 

(yang disesuaikan) Kabupaten Malinau mencapai 11,44 juta rupiah. Capaian ini 

meningkat 246 ribu rupiah atau 2,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya, 

lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021ð2024 yang sebesar 4,07 

persen per tahun. 

 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara 

pada 2025 berada pada status òtinggió (70 Ò IPM<80). Pada tahun 2025, 

perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Malinau mengalami 

peningkatan dan termasuk dalam kategori IPM òTinggió, dengan capaian IPM 75,21. 

Jika dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota, terdapat 4 kabupaten/kota 

dengan capaian pembangunan manusia berstatus òtinggió yaitu Kota Tarakan 

dengan nilai IPM sebesar 78,62; Kabupaten Malinau dengan nilai IPM sebesar 

75,21; Kabupaten Bulungan dengan nilai IPM sebesar 74,53; dan Kabupaten Tana 

Tidung dengan nilai IPM sebesar 71,86. Sementara itu, capaian pembangunan 

manusia di Kabupaten Nunukan masih berada pada status òsedangó (60ÒIPM<70) 

dengan nilai IPM sebesar 69,87. 

Gambar III.8  

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Kalimantan 

Utara dan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

 
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026 

    B. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2026-2027 

Selama 80 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai 

oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara 
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berpendapatan menengah (middle income trap) yang diwarnai dengan kesenjangan 

antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu 

diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, 

perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons 

berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara 

lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. 

Dengan demikian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 

2045, menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 

2045 dapat terwujud. 

Pembangunan nasional dihadapkan dengan berbagai tantangan baik yang 

berasal dari dinamika global maupun nasional. Fenomena òpolycrisisó, krisis 

simultan dari berbagai peristiwa global, sangat berpengaruh pada pencapaian 

sasaran pembangunan. Tantangan pembangunan juga dapat bersumber dari 

manajemen pelaksanaan pembangunan antar-instansi dan antarjenjang 

pemerintah, serta kolaborasi dengan nonpemerintah. Berbagai tantangan tersebut 

menekankan urgensi pengendalian pembangunan dalam mengawal pencapaian 

sasaran pembangunan. Pelaksanaan pengendalian bertujuan untuk memberikan 

perbaikan kontinu atas proses pembangunan. Aktivitas pengendalian juga 

dilakukan untuk memastikan kebermanfaatan pelaksanaan pembangunan bagi 

masyarakat.  

Selain itu, dalam proses pembangunan baik pada tahap perencanaan 

maupun pelaksanaan, dukungan tata kelola data sangat penting dalam 

menghasilkan kebijakan pembangunan berbasis bukti. Tata kelola data 

pembangunan tersebut diwujudkan melalui Satu Data Indonesia. Meskipun 

kebijakan Satu Data Indonesia telah memberikan perbaikan dalam tata kelola data, 

namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan yang dihadapi agar 

tujuan utama Satu Data Indonesia dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan regulasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam rangka 

memperkuat kewenangan terutama dalam mengatur penyelenggaraan data agar 

lebih terpadu, baik untuk data pemerintah dan nonpemerintah dengan didukung 

oleh sumber daya manusia digital dan data yang unggul. 

Perbaikan positif yang telah dicapai pada tahun 2025 masih dihadapkan 

pada berbagai tantangan pembangunan, yang membutuhkan tindak lanjut dan 

penanganan pada pelaksanaan tahun berikutnya. Secara umum tantangan yang 

dihadapi adalah tantangan global dan tantangan domestik sebagai berikut : 

1. Tantangan Global : 

a. Ketidakpastian kebijakan perdagangan dengan adanya kebijakan tarif yang 

dapat meluas dan pembatasan perdagangan; 

b. Meningkatnya dinamika dan ketegangan geopolitik serta geoekonomi 

berpotensi dapat mengganggu stabilitas global; 

c. Risiko utang global yang tinggi dan defisit fiskal lebih lebar karena adanya 

pengetatan kondisi keuangan global; 

d. Ketimpangan teknologi dan disrupsi AI yang dapat meningkatkan 

kesenjangan antara negara maju dan negara berpendapatan rendah; 

e. Perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu global yang 

berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan. 

2. Tantangan Domestik : 
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a. Meningkatnya utang publik dan swasta yang jatuh tempo yang dapat 

menekan ruang fiskal pemerintah sehingga dapat memperlebar defisit fiskal; 

b. Produktivitas tenaga kerja masih rendah serta tingkat kesejahteraan pekerja 

belum optimal dapat menghambat penguatan konsumsi domestik; 

c. Over Regulasi dan proses perizinan yang kompleks yang menghambat arus 

investasi; 

d. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah bernilai rendah yang dapat 

meningkatkan kerentanan terhadap gejolak harga global. 

e. Adopsi teknologi dan digitalisasi yang belum merata di Indonesia 

memperlambat transformasi digital dan dapat menurunkan daya saing 

nasional. 

Pembangunan kesehatan masih dihadapkan pada kondisi rendahnya status 

kesehatan ibu dan anak yang disertai dengan tingginya prevalensi masalah gizi, 

serta beban ganda penyakit menular dan tidak menular. Dalam kurun waktu 

terakhir, penyakit tropis terabaikan yang belum sepenuhnya dapat dieliminasi 

kembali mengemuka dan adanya ancaman penyakit emerging dan re-emerging. 

Penanganan permasalahan kesehatan menjadi lebih kompleks akibat rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan memburuknya kondisi 

lingkungan. Selain itu, masih terdapat disparitas akses kesehatan yang disebabkan 

ketersediaan infrastruktur dan alat kesehatan yang belum memadai, pelayanan 

kesehatan yang berkualitas belum tersebar merata, ketersediaan sumber daya 

manusia kesehatan terlatih masih kurang dan distribusinya belum merata, serta 

sistem pembiayaan kesehatan yang belum optimal. Kondisi tersebut berpengaruh 

pada capaian indikator-indikator kesehatan yaitu : 

1) Angka Kematian Ibu masih tinggi (189/100.000);  

2) Stunting masih tinggi (21,60 persen);  

3) Prevalensi obesitas terus meningkat (21,80 persen);  

4) Persentase aktivitas fisik cukup pada penduduk umur Ó10 tahun masih rendah 

(66,50 persen);  

5) Kasus baru tuberkulosis peringkat ke-2 dunia (385 per 100.000 penduduk);  

6) Kasus baru kusta peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru);  

7) Masih terdapat 43,78 persen puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai 

standar;  

8) Masih terdapat 20,36 persen Rumah Sakit Umum Daerah kelas C belum 

memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang;  

9) Rumah sakit terakreditasi paripurna masih belum optimal (78,35 persen); dan  

10) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama terakreditasi paripurna masih belum 

optimal (63,54 persen).  

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan 

sumber daya manusia berkualitas, agar dapat mengoptimalkan bonus demografi 

dan dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Tantangan 

pada pembangunan pendidikan diantaranya, belum meratanya akses pendidikan 

yang menyebabkan ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan 

antarkelompok sosial-ekonomi, kualitas pendidikan masih rendah, revitalisasi 

pendidikan vokasi belum optimal untuk menurunkan pengangguran, keterbatasan 

guru berkualitas yang belum terdistribusi secara merata, serta produktivitas dan 

daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional maupun global juga masih rendah. 
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Beberapa capaian pembangunan bidang pendidikan yang masih perlu perhatian, 

antara lain : 

1) Layanan pendidikan belum merata, terutama jenjang Pendidikan Anak Usia Dini 

(Angka Partisipasi Kasar: 36,36 persen) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah 

Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/sederajat (Angka Partisipasi Kasar: 86,34 

persen); sementara tingkat penyelesaian Sekolah Menengah Atas/Sekolah 

Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/sederajat masih rendah (66,79 persen);  

2) Kualitas pendidikan masih rendah (skor Programme for International Student 

Assessment (PISA) 2022 membaca: 359; matematika: 366; sains: 383);  

3) Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas (<50 persen guru 

memiliki sertifikat pendidik dan kekurangan 679 ribu guru);  

4) Kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah (55,43 persen 

berpendidikan Sekolah Menengah Pertama ke bawah);  

5) Partisipasi pendidikan tinggi masih rendah (31,45 persen) dan masih terdapat 

kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antarkelompok ekonomi (Angka 

Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi penduduk kelompok ekonomi terendah 17,51 

persen dan penduduk kelompok ekonomi tertinggi 52,66 persen);  

6) Masih terdapat lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang 

keahlian rendah (33,7 persen);  

7) Daya saing perguruan tinggi di tingkat global masih perlu ditingkatkan 

(peringkat 85 pada Pilar Human Capital and Research dalam Global Innovation 

Index 2023).  

Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berfokus untuk 

mempercepat penurunan tingkat kemiskinan masih menghadapi berbagai 

tantangan, termasuk masih rendahnya akurasi program bantuan sosial; 

terbatasnya akses terhadap pemberdayaan ekonomi yang berkualitas untuk 

mendorong graduasi; rendahnya akses penduduk miskin dan rentan pada 

pengembangan kapasitas dan aset produktif termasuk lahan, modal, serta hunian 

yang layak dan terjangkau; ancaman risiko bencana dan perubahan iklim di 

sebagian besar wilayah Indonesia; serta belum komprehensifnya perlindungan 

sosial, layanan perawatan, serta kesempatan dan pemberdayaan bagi penyandang 

disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Pelaksanaan Jaminan Sosial 

belum optimal, antara lain: belum efektifnya sosialisasi program dan manfaat; 

program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih bias pekerja formal; dan belum 

memenuhi kebutuhan hari tua. Beberapa indikator terkait perlindungan sosial, 

kemiskinan, pemberdayaan, dan inklusivitas yang masih perlu perhatian, antara 

lain:  

1) Tingkat kemiskinan masih stagnan (di angka 9,36 persen);  

2) Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas masih tinggi(13,81 

persen);  

3) Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia masih tinggi (10,04 persen);  

4) Akurasi program bantuan sosial masih rendah,(rata-rata akurasi sebesar 41,53 

persen). Rincian akurasi untuk setiap program prioritas adalah sebagai berikut:  

(a) Program Sembako (37,32 persen);  

(b) Program Keluarga Harapan (33,71 persen);  

(c) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (53,76 persen).  

5) Rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif masih 

rendah(41,31 persen);  
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6) Rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha masih 

rendah(20,87 persen); 

7) Rumah tangga miskin dan rentan yang bertempat tinggal di hunian layak (hanya 

sebesar 54,37 persen);  

8) Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal masih terbatas, (hanya 

19,71 persen); dan  

9) Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih rendah, 

khususnya pekerja sektor informal (hanya 12,26 persen).  

Pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2025 yang merupakan tahap awal 

dalam mengatasi jebakan negara pendapatan menengah dan mengejar 

pertumbuhan berbasis produktivitas, akan menghadapi berbagai isu dan 

tantangan struktural. Upaya pengembangan sektor industri pengolahan 

dihadapkan pada berbagai isu strategis, baik dari sisi penawaran dan permintaan. 

Produktivitas Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu penggerak 

pertumbuhan ekonomi masih relatif rendah. Kontribusi iptek dan inovasi terhadap 

pembangunan Indonesia pun masih rendah, akibat ekosistem dan kapasitas iptek 

dan inovasi yang masih lemah. Sementara itu, pada sektor pertanian kontribusi 

terhadap penyerapan tenaga kerja cukup tinggi. Namun demikian, nilai tambah 

dan produktivitas sektor ini masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan tenaga 

kerja sektor pertanian masih didominasi oleh pendidikan menengah ke bawah. 

Selain itu, terdapat pula isu percepatan implementasi ekonomi hijau, isu 

pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta 

pemanfaatannya dalam mendorong transformasi digital, isu integrasi ekonomi 

domestik dan global, isu belum optimalnya kualitas urbanisasi sebagai pendorong 

pertumbuhan ekonomi, serta isu-isu lainnya. 

(1) Isu Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi  

(a) Industri  

Á Struktur industri masih didominasi oleh industri berbasis komoditas 

(47,4 persen) dan industri berteknologi rendah (23,9 persen);  

Á Diversifikasi produk yang masih terbatas pada produk industri bernilai 

tambah rendah; 

Á Ketersediaan tenaga kerja terampil dan profesional masih terbatas serta 

produktivitas tenaga kerja di beberapa subsektor industri masih relatif 

rendah;  

Á Daya saing industri relatif rendah akibat inefisiensi faktor produksi 

seperti: 1. ketersediaan bahan baku yang belum konsisten dari sisi 

kuantitas dan kualitas, 2. biaya energi yang belum kompetitif, 3. 

ketersediaan infrastruktur dasar terutama di luar Jawa, serta 4. 

penerapan standardisasi yang belum optimal;  

Á Tuntutan penggunaan energi hijau yang semakin besar Ketidaksiapan 

dalam mengadopsi teknologi yang kian masif;  

Á Masih rendahnya kemampuan inovasi Partisipasi industri dalam global 

value chain yang masih terbatas pada proses perakitan serta mismatched 

produksi dengan permintaan global Persaingan pasar global yang kian 

ketat. 

(b) Ekonomi Biru  

Á Belum optimalnya aktivitas ekonomi yang memanfaatkan sumber daya 

laut, perairan darat, dan pesisir secara berkelanjutan, yang ditunjukkan 
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dengan masih rendahnya kontribusi PDB Kemaritiman yang baru 

mencapai 7,92 persen pada tahun 2022; 

Á Adanya peningkatan degradasi lingkungan laut, kerusakan ekosistem, 

dan peningkatan risiko terkait perubahan iklim dan bencana alam; 

Á Tingginya risiko terkait perubahan iklim dan bencana alam; 

Á Kurangnya infrastruktur maritim, termasuk prasarana dan sarana usaha 

kemaritiman dan konektivitas kemaritiman yang berdampak pada 

tingginya biaya logistik; 

Á Minimnya pelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang dan wilayah 

dalam berusaha, termasuk belum optimalnya tata kelola Wilayah 

Pengelolaan Perikanan (WPP); 

Á Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM maritim yang berdaya 

saing. 

(c) UMKM dan Koperasi  

Á Tingginya proporsi usaha mikro yang bersifat informal dan belum 

memiliki standard mutu produk yang baik; 

Á Belum optimalnya penerapan teknologi, inovasi dan akses pembiayaan 

dalam mendukung daya saing usaha mikro kecil dan menengah; 

Á Masih terbatasnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah 

berkelanjutan untuk mendukung ekonomi hijau; 

Á Rendahnya kontribusi koperasi sektor produksi dan belum optimalnya 

pengawasan koperasi; 

Á Belum terintegrasinya data dan program pengembangan kewirausahaan 

dan usaha mikro kecil dan menengah antar kementerian/lembaga. 

(d) Pariwisata  

Á Degradasi lingkungan di destinasi pariwisata; 

Á Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan 

kaidah pariwisata berkualitas dan berkelanjutan; 

Á Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada 

kepuasan pengalaman wisatawan; 

Á Rendahnya pengeluaran wisatawan; 

Á Kurangnya keterampilan sumber daya manusia pariwisata. 

(e) Ekonomi Kreatif  

Á Data ekonomi kreatif sebagai modal dasar perencanaan pembangunan 

yang masih terfragmentasi;  

Á Daya saing sumber daya manusia dan produk kreatif yang masih rendah 

dalam rantai pasok global;  

Á Ekosistem kekayaan intelektual nasional yang belum dikelola secara 

efektif;  

Á Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum berkembang;  

Á Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum terintegrasi secara optimal. 

(f) Produktivitas Badan Usaha Milik Negara  

Á Rendahnya daya saing Badan Usaha Milik Negara; 

Á Belum optimalnya kualitas peran Badan Usaha Milik Negara sebagai agen 

pembangunan  

(g)  Ekonomi Syariah, belum optimalnya pengembangan ekonomi keuangan 

     syariah. 

(h) Ketenagakerjaan  
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Á Masih rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian angkatan kerja yang 

menjadi salah satu faktor sebagian besar angkatan kerja masih bekerja 

pada sektor informal; 

Á Masih adanya ketidaksesuaian keahlian (mismatch) di pasar kerja; 

Á Masih belum optimalnya pelindungan bagi tenaga kerja di dalam negeri 

dan luar negeri; 

Á Masih belum terpenuhinya permintaan kebutuhan tenaga kerja di dalam 

dan di luar negeri akibat sistem informasi pasar kerja yang belum 

optimal; 

Á Stagnasi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. 

(i) Iptek dan Inovasi  

Á Kontribusi iptek dan inovasi terhadap pembangunan Indonesia masih 

rendah;  

Á Ekosistem dan kapasitas iptek dan inovasi yang masih lemah;  

Á Anggaran penelitian dan pengembangan masih sangat rendah; 

Á Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia iptek dan inovasi yang 

masih belum memadai; 

Á Pemanfaatan iptek dan inovasi masih belum optimal  

(i) Pertanian  

Á Rendahnya nilai tambah produk pertanian;  

Á Rendahnya produktivitas komoditas dan tenaga kerja sektor pertanian; 

Á Rendahnya inovasi dan adopsi teknologi pertanian; 

Á Lambatnya regenerasi petani dan rendahnya kesejahteraan petani; 

Á Degradasi kualitas lahan. 

(2) Isu Penerapan Ekonomi Hijau  

(a) Transisi Energi  

Á Ketergantungan pada energi fosil; 

Á Pemanfaatan energi terbarukan yang masih sangat kecil, padahal potensi 

energi terbarukan sangat besar; 

Á Pemanfaatan energi bersih pada sektor pembangkit dan transportasi yang 

masih sangat rendah; 

Á Keterbatasan dukungan pendanaan dan investasi; 

Á Keterbatasan infrastruktur kelistrikan; 

Á Keterbatasan infrastruktur gas bumi untuk sektor industri  

(b) Ekonomi Sirkular  

Á Rendahnya kapasitas pengumpulan dan pengolahan limbah elektronik (e-

waste); 

Á Belum optimalnya fasilitas pengelolaan sampah sehingga pemanfaatan 

untuk bahan baku industri dari material sirkular masih terbatas; 

Á Industri yang menerapkan standar industri hijau masih terbatas serta 

masih rendahnya restrukturisasi teknologi yang efisien; 

Á Desain produk dan kemasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

industri daur ulang; 

Á Kurangnya kesadaran industri pariwisata akan penerapan ekonomi 

sirkular dan prinsip keberlanjutan dalam operasional kegiatan usaha 

pariwisata; 

Á Penyelamatan pangan untuk mencegah food loss and waste belum 

optimal dilakukan; 
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Á Tata kelola terkait ekonomi sirkular masih belum optimal, termasuk 

pengelolaan data yang terintegrasi. 

(c) Tenaga Kerja Hijau  

Á Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pekerjaan 

hijau;  

Á Data, arah kebijakan, dan strategi pengembangan sumber daya manusia 

dalam mendukung pekerjaan hijau belum terintegrasi; 

Á Belum optimalnya dukungan investasi, akses pendanaan, dan insentif 

baik dalam pengembangan pekerjaan hijau maupun pengembangan 

keterampilan serta kompetensi tenaga kerja hijau; 

Á Tenaga kerja berkeahlian tinggi dan memiliki keterampilan hijau masih 

terbatas; 

Á Peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam 

mendukung pengembangan pekerjaan hijau masih terbatas.  

(d) Hutan Lestari  

Á Terjadinya perambahan dalam kawasan hutan; 

Á Konflik lahan antara pelaku bisnis dengan masyarakat; 

Á Legalitas status lahan yang tumpang tindih; 

Á Aktivitas pemanfaatan oleh kelompok masyarakat ilegal semakin 

meningkat  

Á Keterbatasan sumber daya pemerintah daerah untuk melakukan 

pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan; 

Á Banyaknya kelompok bisnis/pemegang izin usaha yang tidak aktif 

sehingga kawasan tidak terkelola dengan baik; 

Á Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan selain kayu; 

Á Produk hasil dari kehutanan relatif masih berbentuk bahan mentah; 

Á Produk hutan dengan nilai tambah rendah dapat memicu eksploitasi 

berlebih. 

(3) Isu Transformasi Digital  

(a) Fondasi Utama Transformasi Digital  

Á Terdapat beberapa daerah di Indonesia khususnya pada wilayah 

administrasi desa/kelurahan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 

yang belum terjangkau layanan mobile broadband; 

Á Harga layanan telekomunikasi yang kurang terjangkau oleh semua 

lapisan masyarakat; 

Á Kecamatan yang tersambung jaringan serat optik masih 4.883 kecamatan 

atau 67,52 persen; 

Á Tingkat literasi dan keterampilan digital masih rendah  

(b) Digitalisasi Sektor Ekonomi dan Sektor Strategis serta Pemerintah Digital  

Á Pengembangan dan implementasi pemerintah digital yang tidak merata; 

Á Sulitnya integrasi dan interoperabilitas data; 

Á Tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan; 

Á Duplikasi aplikasi dan inefisiensi anggaran; 

Á Tidak ada sumber data yang menjadi referensi pokok.  

(c) Faktor Pendukung dan Akselerator Transformasi Digital  

Á Kebutuhan terkait perlindungan data pribadi masih rendah; 
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Á Perangkat dan sistem teknologi informasi dan komunikasi masih 

didominasi oleh produk impor. 

(4) Isu Integrasi Ekonomi Domestik dan Global  

a) Rendahnya akses usaha mikro kecil dan menengah terhadap pasar ekspor; 

b) Masih terbatasnya pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi di 

daerah; 

c) Terbatasnya infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dalam menunjang 

aktivitas perekonomian domestik dan menghubungkannya dengan rantai 

nilai global  

d) Belum optimalnya sistem logistik nasional dalam memberikan pelayanan 

logistik; 

e) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas investasi swasta dalam 

mendukung pembangunan; 

f) Belum optimalnya perdagangan domestik antarwilayah dan ekspor serta 

partisipasi dalam rantai nilai global.  

(5) Isu Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi  

(a) Perkotaan  

Á Belum optimalnya kontribusi ekonomi perkotaan terhadap nasional; 

Á Pola pembangunan perkotaan yang menyerak dan tidak didukung 

infrastruktur dasar; 

Á Pemenuhan layanan perkotaan yang belum memadai dan inklusif, 

termasuk rendahnya akses rumah layak huni; 

Á Masalah sosial ekonomi masyarakat perkotaan, yang meliputi rendahnya 

kesempatan kerja, banyaknya sektor ekonomi informal yang belum 

tertangani, tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta 

tingkat kriminalitas; 

Á Degradasi lingkungan perkotaan dan rendahnya ketangguhan bencana; 

Á Tata kelola yang belum terpadu, inovatif, dan kolaboratif, yang 

ditunjukkan dengan belum adanya regulasi khusus yang mengatur 

perkotaan, rendahnya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan 

alternatif perkotaan, dan belum tersedianya kelembagaan yang adaptif  

(b) Perdesaan  

Á Perubahan lanskap perdesaan akibat dari pertumbuhan dan 

pembangunan (in situ urbanisasi) yang tidak dikelola dengan baik; 

Á Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia di perdesaan; 

Á Tingginya kerentanan desa terhadap konversi lahan, laju deforestasi, 

bencana alam dan non-alam, serta risiko perubahan iklim; 

Á Tata kelola pemerintahan desa dan pola pendampingan desa yang belum 

adaptif dan asimetris sesuai karakteristik serta kebutuhan desa; 

Á Belum optimalnya skala ekonomi di kawasan transmigrasi untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di 

perdesaan; 

Á Belum optimalnya interaksi desa-kota dalam mendukung pelayanan 

dasar dan penggerak ekonomi di daerah lambat tumbuh. 

Tata kelola memiliki permasalahan seperti reformasi birokrasi yang masih 

bersifat prosedural dan administratif sehingga belum dapat mencegah terjadinya 

praktik-praktik koruptif. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Integritas Nasional 
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yang dirilis lembaga KPK RI, tahun 2025 menghasilkan nilai 72,32 yang 

menunjukkan Indonesia masih rentan korupsi walaupun terjadi kenaikan nilai 

sebesar 0,79 dari tahun 2024 yaitu 71,53. Selain itu, tumpang tindih regulasi, 

lemahnya pengawasan dan koordinasi antarlembaga, serta pembagian kewenangan 

yang belum ideal telah menghasilkan inefisiensi birokrasi. 

Intervensi politik atas birokrasi juga menjadi persoalan dalam tata kelola 

pemerintahan. Hal itu disebabkan karena partai politik sebagai salah satu pilar 

demokrasi masih menghadapi tantangan seperti tata kelola partai politik yang 

belum optimal serta biaya politik yang tinggi. Dalam hal ini, konteks dan 

lingkungan politik menjadi penentu proses transformasi tata kelola. Di sisi lain, 

transformasi tata kelola juga mencakup bidang manajemen Aparatur Sipil Negara, 

pelayanan publik, proses bisnis dan kelembagaan serta penguatan sistem 

antikorupsi dan akuntabilitas pembangunan.  

Isu strategis pada bidang manajemen Aparatur Sipil Negara adalah belum 

adanya peraturan pelaksanaan atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara tersebut memandatkan agenda-agenda transformatif, 

baik dari sisi kelembagaan maupun tata kelola Aparatur Sipil Negara. Agenda 

transformatif tersebut untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, antara lain 

masih rendahnya budaya kerja Aparatur Sipil Negara, belum adanya rencana 

kebutuhan Aparatur Sipil Negara secara nasional, belum adanya profil basis data 

Aparatur Sipil Negara untuk manajemen talenta nasional, serta masih adanya 

disparitas kesejahteraan Aparatur Sipil Negara. Isu strategis pada bidang 

pelayanan publik, antara lain proses digitalisasi pelayanan publik tidak berjalan 

secara optimal, keterbatasan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, 

rendahnya literasi digital, serta belum meratanya akses layanan publik yang 

dinikmati oleh masyarakat. Isu strategis pada bidang proses bisnis dan 

kelembagaan, antara lain kelembagaan dan proses bisnis yang belum tepat fungsi 

dan tepat ukuran, serta pembagian kewenangan dalam kerangka hubungan 

pemerintah pusat-daerah yang belum berjalan optimal.  

Isu strategis dalam upaya penguatan sistem antikorupsi dan akuntabilitas 

pembangunan meliputi rendahnya budaya antikorupsi, belum optimalnya tata 

kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berimplikasi pada adanya 

potensi kecurangan dan tindak pidana korupsi, kinerja birokrasi pemerintah yang 

belum menggambarkan outcome maupun dampak (impact) pada masyarakat, serta 

masih tingginya perilaku maladministrasi di tingkat penyelenggara pelayanan 

publik. 

Dalam pembangunan bidang hukum terdapat beberapa isu strategis yang 

masih menjadi kendala yaitu pada aspek budaya hukum, kelembagaan hukum, 

penerapan dan penegakan hukum baik pidana maupun perdata, perlindungan, 

pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia serta penguatan akses terhadap 

keadilan. Pada pembangunan budaya hukum, masih adanya tantangan dalam hal 

minimnya literasi hukum masyarakat dan belum terpetakannya permasalahan 

hukum, lemahnya budaya hukum penyelenggara negara dan profesi hukum 

sebagai dampak dari diskoneksi antara pengajaran dan tata kelola di Pendidikan 

Tinggi Hukum dengan kebutuhan praktik dan pembangunan hukum. Pada aspek 

kelembagaan hukum, belum meratanya pemenuhan sarana dan prasarana untuk 
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pelayanan hukum dan ketersediaan sumber daya manusia di beberapa lembaga 

penegak hukum yang tidak sebanding dengan beban kerja yang luas. 

Keberagaman sosial dan budaya yang tinggi di Indonesia tercermin dalam 

berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut turut didukung oleh kondisi ekologi 

Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tinggi di 

dunia. Perubahan kehidupan masyarakat dan lingkungan menunjukkan hubungan 

saling memengaruhi dan interaksi timbal balik. Dalam konteks ini, kehidupan 

sosial dan budaya beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan pola 

pengelolaan sumber daya alam dipengaruhi dari kondisi sosial dan budaya 

masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah perlu menitikberatkan pada upaya 

menjawab tantangan sekaligus menentukan langkah perbaikan pada pencapaian 

pembangunan yang masih memerlukan perhatian atau belum memenuhi target. 

Perekonomian nasional serta tantangannya sudah pasti akan 

mempengaruhi tantangan dan prospek perekonomian daerah. Berbagai faktor 

internal dan eksternal diatas akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi 

domestik tahun ini dan 2027 nanti serta berimplikasi pada desain APBN ke depan 

dan pada akhirnya berimplikasi pada APBD. Oleh karena itu, harus tetap terus 

mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di global dan nasional.  

Berdasarkan data BPS Kabupaten Malinau, pertumbuhan ekonomi tahun 

2025 mencapai 3,56 persen. Dalam rangka mengetahui posisi capaian Kabupaten 

Malinau, perlu adanya perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten 

Malinau dengan seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara. 

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Malinau tahun 2025 apabila 

dibandingkan dengan capaian LPE kabupaten sekitar di wilayah Provinsi 

Kalimantan Utara maka terlihat bahwa capaian LPE Kabupaten Malinau memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang terendah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi 

adalah Kabupaten Bulungan (5,40%).  

Dengan adanya kondisi yang cukup menantang ini, diharapkan 

pembangunan yang akan dilaksanakan mampu memaksimalkan segala potensi 

ekonomi yang ada, sehingga perekonomian Kabupaten Malinau semakin meningkat 

dan menguat. Beberapa isu merujuk  RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2025-

2045 yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Malinau di masa yang akan 

datang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Kabupaten Malinau perlu memenuhi berbagai kebutuhan baik secara kuantitas 

maupun kualitas, guna menjadikan perkembangan demografi sebagai peluang 

untuk pembangunan daerah.  

2) Pemerintah Kabupaten Malinau harus mengambil langkah strategis untuk 

memastikan pertumbuhan kelas menengah dapat berlangsung secara 

berkelanjutan agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang dapat memperlebar 

kesenjangan antara kelompok masyarakat. 

3) Untuk menanggulangi intensitas persaingan pemanfaatan sumber daya alam, 

Pemerintah Kabupaten Malinau perlu melakukan pendekatan yang 

berkelanjutan dan kolaboratif. Hal ini melibatkan penerapan regulasi yang 

berkeadilan, pemanfaatan teknologi inovatif guna meningkatkan efisiensi dalam 

pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan strategi berkelanjutan dalam 

pengelolaan sumber daya alam, serta kerja sama daerah untuk mendorong 

penggunaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.  
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4) Kondisi lingkungan hidup Kabupaten Malinau kedepan diproyeksikan bahwa 

timbulan sampah akan semakin besar. Potensi degradasi lingkungan akibat 

dampak aktivitas ekonomi di Kabupaten Malinau dapat memengaruhi global 

warming. 

5) Kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi dan akses terhadap 

layanan keuangan. Namun, hal ini berdampak pada pengaturan keuangan, 

terutama dalam konteks tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malinau dalam 

menjaga stabilitas keuangan.   

6) Kabupaten Malinau memiliki posisi cukup strategis yang mayoritas aktivitas 

perekonomian terkait dengan sektor pertambangan dan penggalian, serta 

perdagangan memiliki potensi untuk membuka peluang kerja sama dalam 

produksi secara internasional dengan meningkatkan inovasi ekonomi dan 

memperluas pasar ekspor. 

7) Perlu adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyediakan 

infrastruktur teknologi dan komunikasi seperti jaringan internet dan 

telekomunikasi sebagai komponen penting dalam koneksi global, akses 

informasi, dan perkembangan teknologi. Selain itu, juga pengembangan 

kapasitas SDM melek teknologi.  

Tantangan Kabupaten Malinau tidak saja pemulihan ekonomi namun juga 

transpormasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan 

dari sekarang, jika dilihat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Malinau masih 

dihadapkan oleh permasalahan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil (fluktuatif) 

dan PDRB yang bertumpu pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih, yaitu 

sektor pertambangan, khususnya tambang batu bara. Kabupaten Malinau harus 

bertransformasi dari ketergantungan pada  sumber daya alam menjadi daya saing 

manufaktur dan jasa  modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi  

kesejahteraan masyarakat. Potensi untuk dapat meningkatkan perekonomian 

sangat besar. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan 

besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan 

kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar,  jika kita mampu membangun SDM 

yang unggul dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif. 

Kabupaten Malinau mempunyai prospek yang menjanjikan di sektor 

pertanian. Keadaan ini dapat dikaitkan dengan masih dominannya sektor 

pertanian selain pertambangan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malinau dan 

masih tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Upaya untuk meningkatkan 

peran sektor ini antara lain dengan meningkatkan produktivitas faktor-faktor 

produksi yang digunakan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana, 

pembenahan sistem manajemen pada jalur distribusi produk, penyediaan informasi 

pasar yang berkesinambungan. 

Selain itu prospek Kabupaten Malinau yang memiliki desa-desa wisata 

dengan sejumlah keunikannya untuk dikembangkan sebagai desa-desa wisata 

khususnya wisata budaya. Pengembangan industri kerajinan dapat dilakukan 

seiring dengan pengembangan wisata. Industri kerajinan dan sektor wisata 

merupakan dua hal yang saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika 

dikelola dengan baik. Dengan pengembangan desa wisata berbasis komoditas lokal 

diharapkan dapat melahirkan berbagai kegiatan produksi sebagai alternatif sumber 

pendapatan  bagi masyarakat perdesaan tanpa harus meninggalkan mata 

pencaharian utama di sektor pertanian. 
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    C. Arah Kebijakan 

Kebijakan umum menggambarkan upaya yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi yang 

ditetapkan. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau tahun 

sesuai RPJMD periode 2025-2029 adalah : 

1) Peningkatan akses pendidikan gratis hingga ke perguruan tinggi, terutama bagi 

keluarga yang kurang mampu.  

2) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan 

infrastruktur pendidikan yang memadai.  

3) Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor, termasuk pemerintah, sekolah, 

masyarakat, dan pihak swasta untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan 

berkualitas. 

4) Optimalisasi penuntasan stunting dan pemenuhan kecukupan gizi.  

5) Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas jaminan kesehatan 

masyarakat. 

6) Mengembangkan karakter masyarakat yang kuat dan memiliki toleransi dan 

nilai kearifan lokal.  

7) Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu 

dan kaum marjinal yang adaptif dan integratif.   

8) Pengembangan sektor pertanian yang produktif  

9) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas.  

10) Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis sumber daya lokal.  

11) Peningkatan kualitas kepariwisataan daerah. 

12) Penguatan peran Generasi Muda khususnya kelompok millenial yang mandiri. 

13) Penyediaan jalur transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan 

logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan. 

14) Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni. 

15) Peningkatan kesadaran pelaksana pembangunan dalam melestarikan 

lingkungan. 

16) Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan 

bencana, termasuk adaptasi perubahan Iklim. 

17) Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif. 

18) Peningkatan manajemen ASN yang lebih baik. 

19) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang 

adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 

20) Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pembangunan daerah. 

21) Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan 

ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan. 

Hasil dari upaya-upaya pengembangan ekonomi dan kualitas investasi pada 

tahun 2025 dengan arah kebijakannya harus terus ditingkatkan di tahun 2027 

nanti untuk semakin mendorong peningkatan ekonomi yang menguatkan 

perekonomian daerah. Peningkatan perekonomian ini dipacu untuk mencapai 

pertumbuhan yang semakin lebih baik dan semakin berdaya saing. Arah kebijakan 

ekonomi daerah mengarah pada kebijakan ekonomi nasional, untuk itu dalam 

rangka peningkatan penguatan ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Malinau 

masih merumuskan arah kebijakan ekonomi tahun 2027 sama dengan arah 

kebijakan ekonomi tahun 2026 dengan tetap mempedomani RPJMD 2025-2029 

sebagai berikut : 
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1) Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan 

ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan  

2) Pengembangan sektor pertanian yang produktif  

3) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas  

4) Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis sumber daya lokal  

5) Peningkatan kualitas kepariwisataan daerah  

6) Penguatan peran Generasi Muda khususnya kelompok millenial yang mandiri. 

Melihat perkembangan kondisi ekonomi sebagaimana tersebut di atas serta 

tantangan, prospek maupun arah kebijakan yang akan ditempuh, maka pada 

tahun 2027 rencana target ekonomi makro Kabupaten Malinau adalah : 

Tabel III.2  

Target Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2027 

Indikator Makro Capaian 2025 
Target RKPD 

2026 

Target RKPD 

2027 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,56 6,83 3,58 

PDRB per Kapita (Juta Rp) (tanpa 

batubara) 
113,05 105,33 113,05 

Persentase Penduduk Miskin (%) 5,56 6,33 5,42 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,42 3,04 3,01 

Indeks Pembangunan Manusia (Poin) 75,21 75,27 75,64 

Gini Rasio (Poin) 0,249 0,270 0,242 

Sumber : Data diolah Bidang Pembiayaan dan Litbang, Bappeda dan Litbang, 2026 

Dalam menentukan target makro tahun 2026 diatas selain melihat 

perkembangan kondisi ekonomi saat ini dan masa lalu serta berbagai strategi dan 

kebijakan yang akan ditempuh, juga memperhatikan target makro ekonomi 

nasional dan provinsi untuk memperkuat dan mendukung pencapaian target 

pembangunan secara keseluruhan, serta  harus berkontribusi dan berperan aktif 

dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.  

3.2   Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Arah kebijakan keuangan daerah adalah asumsi-asumsi dasar yang 

digunakan dengan memperhatikan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Sinergi 

dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus 

dilakukan agar secara bersama dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional.  

Pemerintah daerah melalui APBD harus turut berpartisipasi dalam mendorong 

pemulihan ekonomi dan sinkron dengan arah kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat. Karena jika tidak melakukan penyelarasan maka pemerintah 

daerah  dapat melaksanakan arah kebijakan yang berbeda dan tidak sesuai dengan 

keinginan pemerintah pusat. Ini akan menimbulkan kompleksitas karena APBD di 

daerah dan transfer ke daerah  merupakan sepertiga dari APBN, dan jumlah APBN 

ditambah dengan APBD jumlahnya cukup mempengaruhi perekonomian Indonesia. 

3.2.1. Analisis Kinerja  Keuangan Periode Tahun 2021 - 2025 

a.  Pendapatan 

Perhitungan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Malinau berkaitan 

erat dengan kapasitas keuangan daerah untuk melakukan pembangunan dan 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai daerah otonom, 

pembangunan di Kabupaten Malinau masih dilakukan secara massif diberbagai 

bidang dimana pelaksanaan pembangunan daerah tersebut akan sangat 

bergantung pada kemampuan penganggaran pendapatan daerah. Maka dari itu 
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anggaran pendapatan dan segala potensinya dianalisis untuk melihat seberapa 

besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunannya.  

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pendapatan Daerah terdiri atas  pendapatan 

asli daerah, pendapatan transfer  dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar 

daerah. Transfer Pemerintah pusat untuk Kabupaten Malinau meliputi dana 

perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Sedangkan transfer antar 

daerah meliputi pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Dana 

Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, 

selanjutnya Dana transfer umum meliputi DBH dan DAU, sedangkan dana transfer 

khusus meliputi DAK Fisik dan Non Fisik. 

Sesuai paparan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Malinau pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah 

(Musrenbang) RKPD Tahun 2027, maka tantangan terkait Pendapatan Daerah 

Tahun 2027 adalah sebagai berikut : 

1) Basis data pajak belum merata sehingga sumber pajak terbatas. 

2) Kepatuhan wajib pajak, masih ada wajib pajak belum kooperatif dalam 

pembayaran pajak. 

3) Belum terintegrasi pemanfaatan teknologi secara merata baik optimalisasi pajak 

dan retribusi. 

4) Manajemen aset belum optimal. 

5) Keterbatasan SDM dalam pengelolaan pajak dan retribusi. 

6) Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang belum digali. 

Upaya yang akan dilakukan menghadapi tantangan-tantangan tersebut di atas 

adalah sebagai berikut : 

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi, melakukan pendataan ulang wajib pajak dan 

retribusi, pemutakhiran data, optimalisasi piutang pajak & retribusi. 

2) Optimalisasi Tax Base dengan upaya melakukan uji petik potensi terhadap WP 

yang belum jujur membayar pajak. 

3) Peningkatatan SDM dan Pelayanan, pelatihan bagi petugas dan meningkatkan 

kemudahan pelayanan bagi pelaku usaha/wajib pajak.  

4) Peningkatan pemanfaaran teknologi secara terintergrasi melalui program smart 

government. 

5) Mapping potensi-potensi PAD dengan bekerjasama dengan institusi 

kementerian keuangan dan kemendagri. 

6) Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemungutan pajak dan 

retribusi. 

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Malinau 

Tahun Anggaran 2021-2025 tumbuh sebesar 17,62 persen dengan rincian 

disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel III.3  

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

No Uraian 
Realisasi (dalam juta rupiah) Rata-Rata 

Pertumbuhan % 2021 2022 2023 2024 2025 (Unaudited) 

1 
PENDAPATAN 
DAERAH 

               1.419.812,37                 1.450.730,99                 2.467.024,59                 3.046.319,71                 2.717.561,07  17,62 

1.1 

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 
(PAD) 

                     74.809,72                       67.026,17                       91.436,38                    141.715,11                    149.635,83                 18,92 

1.1.1 Pajak Daerah                      13.866,54                       11.104,53                       17.025,55                       22.683,70                       36.158,25                   27,07 

1.1.2 Retribusi Daerah                        2.408,23                         1.614,24                         1.690,56                         3.303,73                       42.870,67                 105,41  

1.1.3 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

                       3.503,01                         3.794,95                         3.939,96                         4.058,75                         3.216,94                       (2,11) 

1.1.4 
Lain-lain PAD 
yang Sah 

                     55.031,94                       50.512,44                       68.780,31                    111.668,93                       67.389,97                   5,19  

1.2 
PENDAPATAN 
TRANSFER 

               1.324.456,40                 1.379.247,81                 2.369.914,17                 2.899.068,47                 2.566.727,80              17,99  

1.2.1 
Pendapatan 
Transfer 
Pemerintah Pusat 

               1.263.641,71                 1.318.929,68                 2.289.585,36                 2.821.461,53                 2.501.490,17              18,62  

1.2.2 
Pendapatan 
Transfer Antar 
Daerah 

                     60.814,69                       60.318,13                       80.328,81                       77.606,94                       65.237,63                   1,77  

1.3 

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN 
DAERAH YANG 
SAH 

                     20.546,25                         4.457,01                         5.674,05                         5.536,14                         1.197,44                 (50,87) 

1.3.1 
Pendapatan 

Hibah 
                       2.511,00                                      -                               500,00                                      -                                        -                      (100) 

1.3.2 

Lain-lain 
Pendapatan 
Sesuai dengan 
Ketentuan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

                     18.035,25                         4.457,01                         5.174,05                         5.536,14                         1.197,44                 (49,24) 

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, data diolah 2026 
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b. Belanja Daerah 

Belanja Daerah merupakan pengeluaran daerah dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi 

pada pelaksanaan pembangunan daerah agar tercapai tujuan dan sasaran 

pembangunan. Komposisi belanja daerah sampai dengan tahun 2020 disusun 

mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sedangkan komposisi belanja daerah pada tahun 2021 sudah 

mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2018 sampai tahun 2020 dikelompokkan 

ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sedangkan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri 

belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. 

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2021-2025 mengalami 

pertumbuhan sebesar 19,28 persen. Secara rinci, rata-rata pertumbuhan realisasi 

belanja daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel III.4  

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah 
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

No Uraian 
Realisasi Rata-Rata 

Pertumbuhan (%) 2021 2022 2023 2024 2025 (Unaudited) 

2 BELANJA DAERAH 1.353.551.185.811,19  1.354.397.553.445,54  2.129.635.806.426,30  2.871.174.358.821,88  2.739.558.451.385,84  19,28 

2.1 BELANJA OPERASI 900.121.416.079,19  949.275.124.192,54  1.347.706.553.259,30  1.707.151.680.631,88  1.730.695.670.125,84        17,76  

2.1.1 Belanja Pegawai       505.155.869.372,00        470.886.349.226,00        517.179.663.601,00        692.774.633.854,00        712.094.407.426,00  8,96 

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa       368.895.538.503,19        430.317.069.854,54        681.989.682.230,30        824.327.324.746,88        843.561.265.290,84  22,97 

2.1.3 Belanja Subsidi            2.393.507.500,00             4.128.370.000,00       32.069.056.558,00      50.556.674.945,00           73.891.797.738,00  135,72 

2.1.4 Belanja Hibah          20.982.118.202,00           35.644.725.017,00    98.892.608.589,00        137.981.777.086,00        100.010.599.671,00  47,76 

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial            2.694.382.502,00             8.298.610.095,00     17.575.542.281,00         1.511.270.000,00             1.137.600.000,00              (19,39) 

2.2 BELANJA MODAL 101.357.607.237,00  134.670.133.753,00  479.773.888.175,00  781.937.591.304,00  665.385.364.952,40        60,07  

2.2.1 Belanja Modal Tanah                                    -                                       -    2.926.630.777,00       3.508.012.723,00             1.525.686.088,00                    

2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin          54.902.417.219,00           57.972.636.997,00        185.827.769.121,00        202.880.877.292,00        155.756.659.316,00  29,78 

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan          14.725.005.950,00           34.412.135.875,00        152.303.142.023,00        196.973.026.308,00        150.631.665.384,00  78,84 

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi          30.695.745.068,00           41.324.973.425,00        134.691.487.204,00        374.432.398.081,00        353.666.809.614,40  84,24 

2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya            1.034.439.000,00           960.387.456,00           104.000.000,00           282.360.000,00                                     -     (100) 

 
Belanja Modal Aset Lainnya                                     -                                         -        3.920.859.050,00       3.860.916.900,00      3.804.544.550,00  

 

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 25.292.777.495,00  1.024.987.500,00  3.513.349.290,00       4.485.577.411,00       8.217.957.816,60   (24,50) 

2.3.1 Belanja Tidak Terduga          25.292.777.495,00             1.024.987.500,00       3.513.349.290,00       4.485.577.411,00  8.217.957.816,60   (24,50) 

2.4 BELANJA TRANSFER       326.779.385.000,00        269.427.308.000,00  298.642.015.702,00  377.599.509.475,00  335.259.458.491,00  0,64 

2.4.1 Belanja Bagi Hasil                                     -                                        -           1.481.234.162,00       1.776.465.175,00       2.972.188.000,00            

2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan       326.779.385.000,00        269.427.308.000,00  297.160.781.540,00  375.823.044.300,00        332.287.270.491,00   0,42 

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, data diolah 2026 
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c. Neraca Daerah 

Neraca Kabupaten Malinau menggambarkan posisi keuangan suatu entitas 

pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas per akhir periode tahun anggaran. 

Kinerja keuangan Kabupaten Malinau  dapat digambarkan dengan analisa posisi 

keuangan, posisi keuangan tersebut di sajikan dalam Laporan Keuangan Neraca. 

Kinerja posisi keuangan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021-2025 

sebagaimana disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel III.5  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Neraca Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 

Uraian 2021 2022 2023 2024  2025 (Unaudited)  
 Rata-Rata 

Pertumbuhan (%) 

ASET 4.646.632.706.352,17  4.918.893.059.569,54  5.930.870.998.685,05  6.807.966.717.911,73  6.976.961.820.146,09                   33,42 

ASET LANCAR 
               

220.768.607.560,90  

               
380.059.848.681,86  

               
739.706.559.562,76  

           
1.438.977.360.390,67  

           
1.142.990.963.952,32                   (100) 

Kas di Kas Daerah 
               

153.165.831.397,10  
               

242.703.990.118,88  
               

531.872.170.233,42  
               

707.867.323.876,21  
               

485.407.290.198,92  (100) 

Kas di Bendahara Penerimaan 
                            

2.518.000,00  
                          

39.044.000,00  
                            

3.975.000,00  
                                                 

-    
                                                 

-    (15,54) 

Kas di Bendahara Pengeluaran 
                       

216.256.900,00  
                       

605.779.919,00  
                                                 

-    
                                                 

-    
                                                 

-                             7,32 

Kas di BLUD 
                 

10.380.231.254,81  
                    

7.965.827.812,80  
                    

4.295.076.553,24  
                    

2.717.256.263,76  
                    

5.281.404.894,14  
 

Kas Dana BOSP 
                          

76.639.000,00  
                          

98.324.310,28  
                       

382.079.941,00  
                       

299.723.657,00  
                       

101.678.948,00  (100) 

Kas Dana BOK Puskesmas 
                                                 

-    
                                                 

-    
                    

2.990.267.717,00  
                    

3.654.079.066,00  
                    

1.806.495.656,00  3,35 

Kas Lainnya 
                                  

55.501,00  
                                                 

-    
                                                 

-    
                                                 

-    
                                                 

-                                4,68 

Piutang Pajak Daerah 
                    

9.490.795.798,00  
                    

7.349.349.888,00  
                    

8.812.745.987,00  
                 

11.793.258.371,00  
                 

10.827.404.104,00  113,67 

Penyisihan Piutang Pajak Daerah 
                 

(4.589.091.529,69) 
                 

(2.823.598.603,72) 
                 

(3.869.703.102,84) 
                 

(4.741.590.645,17) 
                 

(5.509.824.886,26) 70,79 

Piutang Retribusi Daerah 
                       

302.271.005,00  
                       

172.492.005,00  
                       

197.171.805,00  
                       

309.029.705,00  
                    

6.300.547.295,00                       (37,53)  

Penyisihan Piutang Retribusi 
                     

(167.077.755,00) 
                     

(162.623.205,00) 
                     

(169.477.005,00) 
                     

(193.961.334,00) 
                 

(1.421.788.811,32) (27,45) 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
                    

9.987.553.491,00  
                    

4.630.981.586,43  
                    

5.426.017.205,83  
                    

6.670.235.184,13  
                    

1.520.544.348,15  415,91 

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD 
yang Sah 

                 
(1.081.233.809,90) 

                 
(1.217.500.319,77) 

                 
(1.221.778.392,84) 

                 
(1.266.926.633,75) 

                     
(299.518.947,21) 61,96 

Piutang Transfer Pemerintah 
Pusat 

                       
708.555.139,00  

                 
18.262.626.442,00  

                                    
6.352,00  

               
532.014.664.000,00  

               
501.958.344.400,00  85,19  

Piutang Transfer Antar Daerah 
                    

5.434.760.152,00  
                 

21.426.465.778,00  
                 

28.854.233.075,00  
                 

46.601.588.473,00  
                 

37.397.145.949,00  
 

Piutang Lainnya 
                       

488.862.281,00  
                       

499.133.312,00  
                    

4.461.721.865,00  
                    

4.736.802.041,00  
                    

5.750.418.138,88  
 

Penyisihan Piutang Lainnya 
                     

(400.196.000,00) 
                     

(400.196.000,00) 
                     

(400.196.000,00) 
                     

(400.196.000,00) 
                     

(400.196.000,00) 26,55 

Beban Dibayar Dimuka 
                                                 

-    
                                                 

-    
                                                 

-    
                    

2.432.427.520,00  
                                                 

-    50,84 
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Uraian 2021 2022 2023 2024  2025 (Unaudited)  
 Rata-Rata 

Pertumbuhan (%) 

Persediaan 
                 

36.751.876.736,58  
                 

80.909.751.637,96  
               

158.072.248.328,95  
               

126.483.646.846,49  
                 

94.271.018.665,02  28,806 

Jumlah Aset Lancar 
               

220.768.607.560,90  
               

380.059.848.681,86  
               

739.706.559.562,76  
           

1.438.977.360.390,67  
           

1.142.990.963.952,32  (19,69) 

INVESTASI JANGKA PANJANG 
               

117.826.468.355,30  
               

117.669.256.423,30  
               

124.106.201.706,50  
               

123.145.683.461,50  
               

324.327.626.489,00  
 

Investasi Jangka Panjang Non 
Permanen 

                       
779.618.376,30  

                       
781.073.376,30  

                       
577.809.109,50  

                       
577.809.109,50  

                       
324.228.776,00  5,43 

Dana Bergulir 
                    

2.712.523.087,00  
                    

2.712.523.087,00  
                    

2.712.523.087,00  
                    

2.712.523.087,00  
                    

2.712.523.087,00  28,98 

Penyisihan Dana Bergulir 
                 

(1.932.904.710,70) 
                 

(1.931.449.710,70) 
                 

(2.134.713.977,50) 
                 

(2.134.713.977,50) 
                 

(2.388.294.311,00) 28,98 

Investasi Jangka Panjang 
Permanen 

               
117.046.849.979,00  

               
116.888.183.047,00  

               
123.528.392.597,00  

               
122.567.874.352,00  

               
324.003.397.713,00  28,81  

Penyertaan Modal 
               

117.046.849.979,00  
               

116.888.183.047,00  
               

123.528.392.597,00  
               

122.567.874.352,00  
               

324.003.397.713,00  6,379 

JUMLAH INVESTASI JANGKA 
PANJANG 

               
117.826.468.355,30  

               
117.669.256.423,30  

               
124.106.201.706,50  

               
123.145.683.461,50  

               
324.327.626.489,00  0,43 

ASET TETAP 
           

4.206.146.899.449,22  
           

4.123.805.213.977,71  
           

4.403.225.287.872,72  
           

4.973.370.358.459,90  
           

5.386.491.222.659,54  18,90  

Tanah 
           

1.406.116.262.880,67  
           

1.408.243.587.351,68  
           

1.410.301.717.751,68  
           

1.413.659.559.164,57  
           

1.430.295.157.023,57                       5.85  

Peralatan dan Mesin 
               

522.752.957.974,44  
               

579.893.667.220,44  
               

755.898.661.457,44  
               

894.177.633.270,07  
           

1.044.851.443.329,73                   7,17  

Gedung dan Bangunan 
           

1.801.964.451.298,08  
           

1.825.029.604.231,08  
           

1.935.513.492.120,33  
           

2.101.880.492.408,89  
           

2.262.414.846.042,16  4,66 

Jalan, Jaringan, dan Irigasi 
           

2.783.868.845.659,60  
           

2.824.658.568.384,60  
           

2.961.774.438.052,77  
           

3.284.784.903.761,00  
           

3.673.006.770.549,82                   52,26 

Aset Tetap Lainnya 
                 

21.191.335.475,00  
                 

21.192.843.136,56  
                 

24.179.106.272,56  
                 

23.744.269.197,56  
                 

25.430.929.197,56  
7,44 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 
                 

13.546.260.383,00  
                 

23.630.473.553,00  
                 

63.229.154.778,00  
               

143.220.027.478,00  
                 

72.802.729.075,70  
6,38 

Akumulasi Penyusutan 
         

(2.343.293.214.221,57) 
         

(2.558.843.529.899,65) 
         

(2.747.671.282.560,06) 
         

(2.888.096.526.820,19) 
         

(3.122.310.652.559,00) 
 

JUMLAH ASET TETAP 
           

4.206.146.899.449,22  
           

4.123.805.213.977,71  
           

4.403.225.287.872,72  
           

4.973.370.358.459,90  
           

5.386.491.222.659,54  
 

DANA CADANGAN 
                                                     

-    
                                                 

-    
                                                 

-    
    

Dana Cadangan 
                                                     

-    
                                                 

-    
                                                 

-    4,60 

JUMLAH DANA CADANGAN 
                                                     

-    
                                                 

-    
                                                 

-    373,85 

ASET LAINNYA 
               

101.890.730.986,75  
               

297.358.740.486,67  
               

662.580.560.568,07  
               

271.258.973.884,66  
               

121.975.712.590,23  20,81 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
                          

26.850.000,00  
                    

6.854.413.462,00  
                    

7.339.286.647,18  
                    

8.004.131.961,31  
                 

13.537.321.679,40  
14,99 
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Uraian 2021 2022 2023 2024  2025 (Unaudited)  
 Rata-Rata 

Pertumbuhan (%) 

Aset Tidak Berwujud 
                 

10.926.098.261,00  
                 

11.689.894.061,00  
                 

16.580.648.814,00  
                 

19.470.979.814,00  
                 

23.275.524.364,00  
(2,26) 

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak 
Berwujud 

                 
(6.818.942.954,05) 

                 
(7.853.700.860,13) 

                 
(8.986.861.289,66) 

               
(10.434.204.802,40) 

               
(11.922.440.895,97) 

                   (7,07) 

Aset Lain-lain 
               

145.027.537.296,80  
               

313.510.286.862,80  
               

132.446.314.174,55  
               

217.984.433.930,20  
               

132.338.746.008,80  
 

Akumulasi Penyusutan Aset 
Lainnya 

               
(47.270.811.617,00) 

               
(26.842.153.039,00) 

               
(35.872.430.778,00) 

             
(112.844.670.018,45) 

               
(35.253.438.566,00) 

 

Dana Transfer Treasury Deposit 
Facility (TDF) 

                                                 
-    

                                                 
-    

               
551.073.603.000,00  

               
149.078.303.000,00  

                                                 
-    

 

JUMLAH ASET LAINNYA 
               

101.890.730.986,75  
               

297.358.740.486,67  
               

662.580.560.568,07  
               

271.258.973.884,66  
               

121.975.712.590,23  
 

PROPERTI INVESTASI 
                                                 

-    
                                                 

-    
                    

1.252.388.975,00  
                    

1.214.341.715,00  
                    

1.176.294.455,00  
 

Properti Investasi Gedung dan 
Bangunan 

                                                 
-    

                                                 
-    

                    
1.902.363.000,00  

                    
1.902.363.000,00  

                    
1.902.363.000,00  

 

Akumulasi Penyusutan Properti 
Investasi 

                                                 
-    

                                                 
-    

                     
(649.974.025,00) 

                     
(688.021.285,00) 

                     
(726.068.545,00)                        (2,97) 

JUMLAH PROPERTI INVESTASI 
                                                 

-    
                                                 

-    
                    

1.252.388.975,00  
                    

1.214.341.715,00  
                    

1.176.294.455,00                         (2,97)  

KEWAJIBAN 
                 

39.556.860.398,90  
                 

41.738.294.326,88  
                 

21.725.532.337,81  
                 

44.102.123.742,91  
                 

35.058.303.983,70  
                    

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
                 

39.556.860.398,90  
                 

41.738.294.326,88  
                 

21.725.532.337,81  
                 

44.102.123.742,91  
                 

35.058.303.983,70  
10,72 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga 
(PFK) 

                                                 
-    

                          
95.277.236,00  

                       
111.393.512,00  

                          
40.852.131,00  

                          
16.719.698,00  

14,00  

Pendapatan Diterima Dimuka 
                          

67.989.041,08  
                       

292.594.846,56  
                          

39.840.767,38  
                          

85.680.837,67  
                       

102.178.462,04  
(14,21 

Utang Belanja 
                 

11.812.477.671,82  
                 

13.922.088.301,32  
                 

21.574.288.188,43  
                 

43.975.590.774,24  
                 

19.950.487.823,66  
                   (2,97) 

Utang Jangka Pendek Lainnya 
                 

27.676.393.686,00  
                 

27.428.333.943,00  
                                    

9.870,00  
                                                 

-    
                 

14.988.918.000,00   

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA 
PENDEK 

                 
39.556.860.398,90  

                 
41.738.294.326,88  

                 
21.725.532.337,81  

                 
44.102.123.742,91  

                 
35.058.303.983,70  

 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
                                                 

-    
                                                 

-    
                                                 

-    
                                                 

-    
                                                 

-    
 

Utang Dalam Negeri-Pemerintah 
Pusat 

                                                 
-    

                                                 
-    

                                                 
-    

                                                 
-    

                                                 
-    

10,79 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA 
PANJANG 

                                                 
-    

                                                 
-    

                                                 
-    

                                                 
-    

                                                 
-    

10.79                                                       

EKUITAS 
           

4.607.075.845.953,27  
           

4.877.154.765.242,66  
           

5.909.145.466.347,24  
           

6.763.864.594.168,82  
           

6.941.903.516.162,39  
10,79 

Ekuitas 
           

4.607.075.845.953,27  
           

4.877.154.765.242,66  
           

5.909.145.466.347,24  
           

6.763.864.594.168,82  
           

6.941.903.516.162,39  
10,69 

JUMLAH EKUITAS 
           

4.607.075.845.953,27  
           

4.877.154.765.242,66  
           

5.909.145.466.347,24  
           

6.763.864.594.168,82  
           

6.941.903.516.162,39  

 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN 
EKUITAS 

           
4.646.632.706.352,17  

           
4.918.893.059.569,54  

           
5.930.870.998.685,05  

           
6.807.966.717.911,73  

           
6.976.961.820.146,09  

 

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, data diolah 2026
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Berdasarkan perkembangan Neraca periode tahun 2021-2025, maka aset 

Kabupaten Malinau mengalami peningkatan rata-rata  sebesar 10,69 persen 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

1.  Aset 

a. Total aset meningkat dari Rp 4,646 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 

6,977 triliun pada tahun 2025 (unaudited) 

b. Pertumbuhan terbesar terjadi pada aset tetap, meningkat dari Rp 4,206 

triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 5,386 triliun pada tahun 2025. 

c. Aset lancar sempat melonjak tajam di tahun 2024 sebesar 1,438 triliun 

namun menurun di tahun 2025 menjadi Rp 1,143 triliun. 

d. Investasi jangka panjang relatif stabil hingga tahun 2025 sebesar Rp 324 

miliar. 

e. Aset lainnya berfluktuatif, mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar Rp 

662 miliar lalu menurun drastis di tahun 2025 menjadi Rp 121 miliar.  

2. Kewajiban 

a. Kewajiban jangka pendek menurun secara keseluruhan dari Rp 39,5 miliar 

pada tahun 2021 menjadi Rp 35 miliar di tahun 2025. 

b. Puncak kewajiban terjadi di tahun 2024 sebesar Rp 44,1 miliar karena 

adanya lonjakan utang belanja. 

c. Utang jangka pendek lainnya di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 

merupakan utang lebih bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Kabupaten Malinau. 

d. Sedangkan kewajiban jangka panjang tidak ada tercatat selama periode 

tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. 

3. Ekuitas Dana 

a. Ekuitas tumbuh konsisten dari Rp 4,607 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 

6,941 triliun pada tahun 2025. 

b. Pertumbuhan ekuitas sejalan dengan kenaikan aset yang menunjukkan 

posisi keuangan daerah relatif kuat. 

3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Arah Kebijakan 

a. PENDAPATAN 

Tahun 2027, direncanakan pendapatan daerah bersumber dari : 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

PAD terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

2) Pendapatan Transfer  

Pendapatan transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana 

Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan 

Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 

(Bantuan keuangan dari daerah provinsi) . 

   Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Malinau  tahun 2026 : 

(1) Mengoptimalkan penerimaan daerah  yang bersumber dari Pendapatan Asli  

Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa 

memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai 

berikut : 
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a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam 

pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 

b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan 

kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi 

daerah. 

c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan 

daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah; 

d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, 

ketepatan dan kecepatan pelayanan perpajakan; 

e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di 

lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan 

penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan 

penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak 

kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Malinau. 

f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan asset daerah seperti 

gedung, asrama, aula dan asset produktif lainnya yang dimiliki oleh 

Pemerintah Kabupaten Malinau sehingga dapat memberikan layanan yang 

lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan asset 

tersebut; 

g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan 

meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba 

BUMD;  

h. Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam dengan tetap memperhatikan 

kelestarian lingkungan 

i. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 

dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan 

pengelolaan pendapatan daerah. 

(2) Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari dana perimbangan terutama 

dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil. 

a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri, PPh Pasal 21 dan BPHTB;  

b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam 

pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana 

perimbangan;  

c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan; 

d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus. 

(3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat 

daerah dalam pengelolaan berbagai asset daerah; 

(4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli 

daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan.  

(5) Mendorong iklim investasi dengan menyederhanakan proses perizinan, 

mendekatkan akses pelayanan perizinan dan intensifikasi potensial produk 

unggulan daerah menjadi layak jual. 
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(6) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk 

meminimalisir kebocoran anggaran. 

Sesuai paparan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Malinau saat Musrenbang RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2027, maka target 

proyeksi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Malinau Tahun 2027 sebesar Rp. 1.158.012.834.278,53 dengan asumsi 50% 

dari Dana Bagi Hasil, 70% dari Dana Alokasi Umum APBD Tahun 2026 belum 

termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan SILPA tahun anggaran 2026. 

Pertimbangan penurunan proyeksi target pendapatan daerah Kabupaten 

Malinau tahun 2027 dikarenakan : 

a. Efisiensi yang berlanjut di tahun 2027 akibat gejolak geopolitik dan 

geoekonomi global. 

b. Kebijakan pemerintah pusat terkait transfer keuangan daerah yang 

berdampak kepada pendapatan daerah. 

c. Potensi pendapatan daerah di tahun 2027 belum teralokasikan dikarenakan 

adanya regulasi regulasi pemerintah pusat. (Dana Alokasi Khusus) 

d. Adanya penurunan pendapatan asli daerah di tahun 2025 yang pada tahun 

2024 diasumsikan akan meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Arah kebijakan pemerintah pusat merujuk Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2026 mengatur alokasi pemanfaatan pendapatan daerah sebagai 

berikut : 

(1) 10 % Pendapatan daerah dari Pajak Penerangan Jalan dan Penyediaan 

Penerangan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan. 

(2) 10 % Pendapatan daerah dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan. 

(3) 50 % Pendapatan daerah dari Pajak Rokok digunakan untuk mendanai 

pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.  

(4) 10 % Pendapatan daerah dari Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah 

digunakan untuk alokasi pemerintah/dana desa. 

(5) 10 % Pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi (Pajak Bagi 

Hasil Air Permukaan) digunakan untuk pencegahan, penanggulangan, 

pemulihan pencemaran lingkungan hidup. 

(6) 10 % Pendapatan daerah dari Dana Perimbangan (diluar DAK) digunakan 

untuk alokasi Dana Desa (Gerdema dan RT Bersih). 

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap 

tantangan serta prospek perekonomian, analisis kinerja pelaksanaan APBD dan 

arah kebijakan pendapatan Kabupaten Malinau sebagaimana telah diuraikan 

pada sub bab diatas, maka dapat disajikan proyeksi sumber-sumber 

pendapatan daerah sebagaimana tertuang didalam tabel Realisasi dan 

Proyeksi/Target Pendapatan Daerah pada tabel berikut ini : 
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Tabel III.6 

Realisasi dan Proyeksi  Pendapatan 
Kabupaten Malinau Tahun 2024-2027 

No Uraian 
 Realisasi   Proyeksi  

2024 2025 (Unaudited) 2026 (APBD Murni) 2027 

1 PENDAPATAN DAERAH        3.046.319.713.621,19         2.717.561.070.652,93         1.813.669.345.130,21  1.907.737.040.000,00 

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           141.715.107.854,19            149.635.828.634,93            129.507.360.178,21          123.259.290.000,00 

1.1.1 Pajak Daerah              22.683.699.225,45               36.158.254.569,00               25.459.505.051,00  25.767.630.000,00 

1.1.2 Retribusi Daerah                3.303.729.829,00               42.870.666.825,00               51.534.747.639,56  2.847.370.000,00 

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                4.058.750.422,70                 3.216.941.137,64                 6.449.645.635,15  4.357.500.000,00 

1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah           111.668.928.377,04               67.389.966.103,29               46.063.461.852,50  90.286.790.000,00 

1.2 PENDAPATAN TRANSFER        2.899.068.466.327,00         2.566.727.803.122,00         1.682.276.449.813,00  1.782.592.210.000,00 

1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat        2.821.461.529.454,00         2.501.490.169.368,00         1.618.843.337.000,00  1.715.987.440.000,00 

1.2.1.1 DBH Pajak              42.585.989.000,00               79.094.594.600,00               18.127.534.000,00  871.467.000.000,00 

1.2.1.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA)        1.673.491.240.000,00         1.508.826.376.000,00            298.659.867.000,00  - 

1.2.1.3 DBH Lainnya                9.794.427.000,00                 4.377.638.000,00                 3.031.131.000,00  - 

1.2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)           834.468.033.864,00            727.242.299.014,00         1.083.445.779.000,00  733.078.220.000,00 

1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)           121.886.531.590,00               82.367.478.778,00            120.309.031.000,00  - 

1.2.1.6 Dana Desa           119.657.216.000,00               99.581.782.976,00               95.269.995.000,00  111.442.230.000.00 

1.2.1.7 Insentif Fiskal              19.578.092.000,00                                               -                                                 -    - 

1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah              77.606.936.873,00               65.237.633.754,00               63.433.112.813,00  66.604.770.000,00 

1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil              57.044.884.225,00               61.296.794.015,00               63.433.112.813,00  66.604.770.000,00 

1.2.2.2 Bantuan Keuangan              20.562.052.648,00                 3.940.839.739,00                                               -    - 

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                5.536.139.440,00                 1.197.438.896,00                 1.885.535.139,00  1.885.540.000,00 

1.3.1 
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 
               5.536.139.440,00                 1.197.438.896,00                 1.885.535.139,00  1.885.540.000,00 

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, data diolah 2026 
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b. BELANJA DAERAH 

Belanja Daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

untuk untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib 

terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.  

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan 

Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujdkan dalam 

bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan 

fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial secara adil 

dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa 

diskriminasi. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar 

yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. 

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 

terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. 

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan 

sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.  

Arah kebijakan pemerintah pusat merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 

mengatur alokasi belanja daerah sebagai berikut : 

(1) 20 % untuk belanja pendidikan. 

(2) 0,75 % untuk pembinaan dan pengawasan (APIP) diluar gaji dan tunjangan. 

(3) 0,16 % untuk pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara. 

(4) 30 % untuk belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan Kinerja). 

(5) 40 % untuk belanja infrastruktur. 

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Malinau pada tahun 2027 adalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 

dengan konsisten. Pelaksanaan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Malinau harus mampu menghasilkan keluaran, hasil 

dan dampak positif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan kemajuan daerah; 

2. Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD, yaitu sistem informasi perencanaan dan 

penganggaran yang terpadu sehingga seluruh perangkat daerah Pemerintah 

Kabupaten Malinau menyusun dan menetapkan belanja dalam Rencana Kerja 

(Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara konsisten sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

dalam RKPD Kabupaten Malinau 2027.  Strategi ini dilakukan dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik dan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang 

disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah, 

tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi, serta tidak 

memberikan sumbangan nyata bagi pencapaian tujuan dan sasaran 

pembangunan. 

3. Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah agar mampu merencanakan 
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kegiatan secara cermat, akurat dan terukur disertai dengan indikator kinerja 

yang jelas, spesifik, terukur, masuk akal, dapat dicapai agar belanja daerah 

menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup 

masyarakat secara nyata. 

4. Memberikan  peran  yang lebih besar kepada Pemerintah Desa dengan 

mengalokasikan ADD dan RT bersih serta memprioritaskan  penggunaan  dana  

desa untuk penguatan ekonomi dan pembangunan infrastrukur di desa serta 

perlindungan sosial dan mendukung sektor prioritas. 

5. Mengalokasikan 20 % dari  total belanja untuk bidang pendidikan yang 

difokuskan pada pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dan program 

WM (Wajib Belajar Malinau maju) yaitu pengembangan dari program Wajib 

Belajar 16 tahun. 

6. Mengalokasikan anggaran belanja untuk bidang Kesehatan untuk menuju 

sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal 

7. Penguatan jaring pengaman sosial untuk stabilitas ekonomi 

8. Infrastruktur  dasar untuk mendukung mobilitas, konektivitas dan 

produktivitas  

9. Subsidi Beras Daerah (Program Rasda Plus) 

10. Prioritas alokasi anggaran untuk program inovasi, program prioritas  dan 

program unggulan pemerintah Kabupaten Malinau. 

   Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran 

yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, diperlukan 

kebijakan alokasi anggaran dengan menganalisis keuangan daerah. Kebijakan 

alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malinau dalam 

rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka 

pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program prioritas) dan 

kebutuhan. 
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Tabel III.7 

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah 
Kabupaten Malinau Tahun 2024-2027 

No Uraian 
 Realisasi   Proyeksi  

2024 2025 (Unaudited) 2026 (APBD Murni) 2027 

2 BELANJA DAERAH 2.871.174.358.821,88  2.739.558.451.385,84  2.340.669.345.130,21  1.724.028.119.997,43 

2.1 BELANJA OPERASI                 1.707.151.680.631,88                  1.730.695.670.125,84  1.556.216.385.255,43    1.166.634.209.272,19 

2.1.1 Belanja Pegawai                     692.774.633.854,00                      712.094.407.426,00  757.537.828.258,05  744.700.826.560,19 

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa                     824.327.324.746,88                      843.561.265.290,84  716.764.132.173,38  396.631.345.400,00 

2.1.3 Belanja Subsidi                       50.556.674.945,00                        73.891.797.738,00  29.871.668.220,00  11.824.551.912,00 

2.1.4 Belanja Hibah                     137.981.777.086,00                      100.010.599.671,00  48.616.456.604,00  13.317.485.400,00 

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial                         1.511.270.000,00                          1.137.600.000,00  3.426.300.000,00  160.000.000,00 

2.2 BELANJA MODAL                     781.937.591.304,00                      665.385.364.952,40  494.028.892.366,14  250.432.390.678,24    

2.2.1 Belanja Modal Tanah                         3.508.012.723,00                          1.525.686.088,00  5.343.012.105,43  3.910.101.884,61 

2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin                     202.880.877.292,00                      155.756.659.316,00  63.381.430.737,05  13.991.910.788,05 

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan                     196.973.026.308,00                      150.631.665.384,00  207.784.675.886,60  72.796.303.187,08 

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                     374.432.398.081,00                      353.666.809.614,40  211.050.401.483,06  151.389.664.696,50 

2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                             282.360.000,00                                                        -    -    - 

2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya                         3.860.916.900,00                          3.804.544.550,00  6.469.372.154,00  8.344.410.122,00 

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA                         4.485.577.411,00                          8.217.957.816,60  52.303.304.508,64  52.307.750.508,00                                                

2.3.1 Belanja Tidak Terduga                         4.485.577.411,00                          8.217.957.816,60  52.303.304.508,64  52.307.750.508,00 

2.4 BELANJA TRANSFER                     377.599.509.475,00                      335.259.458.491,00  238.120.763.000,00  254.653.769.539,00                                               

2.4.1 Belanja Bagi Hasil                         1.776.465.175,00                          2.972.188.000,00  2.827.450.000,00  2.827.450.000,00 

2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan                     375.823.044.300,00                      332.287.270.491,00  235.293.313.000,00  251.826.319.539,00 

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, data diolah 2026 
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c.   Pembiayaan Daerah 

       Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang 

berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar 

atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama 

dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. 

Penerimaan pembiayaan antara lain   daerah dibanding dengan pendapatan yang 

diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). 

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan 

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 

Tabel III.8 
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 

Kabupaten Malinau 2024-2027 

No Uraian 

 Realisasi   Proyeksi  

2024 
2025 

(Unaudited) 

2026 (APBD 

Murni) 
2027 

3. PEMBIAYAAN DAERAH 539.432.175.932  514.577.530.731  527.000.000.000  95.000.000.000    

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
         

539.432.175.932  
714.577.530.731  587.000.000.000  95.000.000.000    

3.1.
1 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Sebelumnya 

         
539.432.175.932  

714.577.530.731  
      

587.000.000.000  
95.000.000.000   

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
                                      

-    
200.000.000.000  60.000.000.000  

                                   

-    

3.2.
1 

Penyertaan Modal Daerah -    200.000.000.000  60.000.000.000  
                               

-    

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, data diolah 2026 

3.2.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan 

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas 

riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program 

dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan 

Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja 

periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. 

Untuk itu, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu Belanja Periodik Dan 

Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas. 

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan 

yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal 

ialah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib 

dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja 

pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), 

belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan 

keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada. 

Tabel III.9 

Realisasi dan Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang 
Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Malinau Tahun 2025-2027 

(dalam Jutaan) 

No Uraian 
  Proyeksi 

2025 APBD 2026 2027 

1 Belanja Operasi 1.730.695.670.125,84 1.556.216.385.255,43 1.166.634.209.272,19 

1.1 Belanja Pegawai 712.094.407.426,00 757.537.828.258,05 744.700.826.560,19 

1.2 Belanja Barang dan Jasa 843.561.265.290,84 716.764.132.173,38 396.631.345.400,00 

1.3 Belanja Subsidi 73.891.797.738,00 29.871.668.220,00 11.824.551.912,00 
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No Uraian 
  Proyeksi 

2025 APBD 2026 2027 

1.4 Belanja Hibah 100.010.599.671,00 48.616.456.604,00 13.317.485.400,00 

1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.137.600.000,00 3.426.300.000,00 160.000.000,00 

2 Belanja Transfer 335.259.458.491,00 238.120.763.000,00 254.653.769.539,00                                              

2.1 Belanja Transfer Bagi Hasil 2.972.188.000,00 2.827.450.000,00 2.827.450.000,00 

2.2 
Belanja Transfer Bantuan 

Keuangan 
332.287.270.491,00 235.293.313.000,00 251.826.319.539,00 

3 Belanja Tak Terduga 8.217.957.816,60 52.303.304.508,64 52.307.750.508,00 

2.3.1 Belanja Tak Terduga 8.217.957.816,60 52.303.304.508,64 52.307.750.508,00 

4 Pengeluaran Pembiayaan 200.000.000.000,00 60.000.000.000,00 -- 

4.1. 
Pembayaran cicilan pokok 

Utang yang jatuh tempo 
-- -- -- 

4.2 penyertaan modal daerah; 200.000.000.000,00 60.000.000.000,00 -- 

4.3. 
pembentukan Dana 

Cadangan; 
-- -- -- 

4.4 Pemberian Pinjaman Daerah; -- -- -- 

4.5. 

pengeluaran Pembiayaan 

lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

-- -- -- 

  

Total Belanja Periodik Dan 

Pengeluaran Pembiayaan 

Yang Wajib Dan Mengikat 

Serta Prioritas 

2.274.173.086.432,24 1.906.640.452.764,04 1.473.595.729.319,19 

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, data diolah 2026 

Analisis Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui 

kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi 

total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak 

langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui 

Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka 

kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, 

kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk 

belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 

tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 

Tahun 2023, sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta 

prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah 

masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan hal 

tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan dengan dua metode berbeda Untuk 

itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil 

keuangan daerah dan  kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD. 

Tabel III.10 
Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Malinau 

Tahun 2025-2027 (dalam Jutaan) 

No. Uraian Realisasi 2025 
Proyeksi 

APBD 2026 2027 

1. Pendapatan  2.717.561.070.652,93 1.813.669.345.130,21 1.907.737.040.000,00 

2. Penerimaan Pembiayaan 714.577.530.731,97 587.000.000.000,00 95.000.000.000,00 

  TOTAL PENERIMAAN  3.432.138.601.384,90 2.400.669.345.130,21 2.002.737.040.000,00 

  (Dikurangi):    
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KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA KEUANGAN DAERAH III-51 

No. Uraian Realisasi 2025 
Proyeksi 

APBD 2026 2027 

3. 

Belanja dan Pengeluaran 

Pembiayaan yang Wajib dan 

Mengikat serta Prioritas Utama  

2.274.173.086.432,24 1.906.640.452.764,04 1.473.595.729.319,19 

  
Kapasitas riil kemampuan 

keuangan 
1.157.965.514.951,00 494.028.892.366,00 529.141.310.680,81 

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, data diolah 2026 

Tabel III.11 

Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Malinau 
Tahun 2025-2027 (dalam Jutaan) 

No. Uraian Realisasi 2025 
Proyeksi 

APBD 2026 2027 

1. Pendapatan 2.717.561.070.652,93 1.813.669.345.130,21 1.907.737.040.000,00 

2. Penerimaan Pembiayaan 714.577.530.731,97 587.000.000.000,00 95.000.000.000,00 

  TOTAL PENERIMAAN  3.432.138.601.384,90 2.400.669.345.130,21 2.002.737.040.000,00 

  (Dikurangi):    

3 Belanja Transfer 335.259.458.491,00 238.120.763.000,00 254.653.769.539,00                                              

4 Belanja Tak Terduga 8.217.957.816,60 52.303.304.508,64 52.307.750.508,00 

5 Pengeluaran Pembiayaan 200.000.000.000,00 60.000.000.000,00 -- 

  Kapasitas Riil Pagu OPD 2.888.661.185.076,00 2.050.245.277.621,00 1.695.775.519.953,00 

Sumber: BPKD Kabupaten Malinau, data diolah 2026 
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BAB IV 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

Dalam RKPD tahun 2027, kebijakan pembangunan tahunan berpedoman 

pada pembangunan jangka menengah RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-

2029. RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahap kedua 

RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun pada tahun 2026. Sehingga pembangunan 

tahun 2027 menjadi milestone kedua dalam pelaksaan sasaran dan kebijakan serta 

prioritas RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029. Dalam menyusun 

perencanaan tahunan (2027), tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan 

rumusan perencanaan pembangunan jangka menengah sesuai dengan prioritas 

pembangunan Tahun 2027 yang tertuang dalam RPJMD. Prioritas pembangunan 

Kabupaten Malinau sendiri merupakan fokus atau agenda pembangunan yang 

bersifat strategis untuk mencapai sasaran dan berkaitan langsung dengan 

pencapaian visi dan misi Bupati Malinau dalam RPJMD dari tahun ke tahun. 

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria 

pokok maupun optional sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang 

digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Kabupaten Malinau Tahun 

2027 adalah sebagai berikut: 

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Malinau 

Tahun 2025-2029 dalam mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 

melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam 

peraturan perundangan yang berlaku; 

2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran 

pembangunan Provinsi dan Nasional; 

3. Mempedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional 

sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2027; 

4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada 

tahun 2027; serta 

5. Pengembangan sektor atau bidang  terkait dengan keunggulan kompetitif daerah. 

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau 

RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2027 adalah pelaksanaan tahap kedua 

dalam pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Dengan ini pembangunan Kabupaten 

Malinau tahun 2027 memedomani visi, misi dan tujuan sasaran beserta target 

pembangunan tahun 2027 dari dokumen RPJMD Kabupaten Malinau yang berlaku, 

khususnya dalam upaya akselerasi capaian pembangunan. Dengan 

mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, 

kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Malinau, 

maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 adalah: 
 

òTerwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju 

Kabupaten Malinau yang maju, mandiri, dan sejahtera berlandaskan nilai 

budaya dan kearifan lokal, didukung dengan pemerintahan yang profesionaló 
 
Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin 

dicapai oleh pemerintah Kabupaten Malinau di tahun 2029/2030. Keempat 
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rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal 

yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna 

pokok visi RPJMD Kabupaten Malinau dijelaskan sebagai berikut : 

1. Berkeadilan, Sejahtera, Nilai Budaya dan Kearifan Lokal, Terwujudnya 

pembangunan sosial yang berkualitas secara merata berlandaskan nilai budaya 

dan kearifan lokal 

2. Maju dan Mandiri, pokok visi ini memiliki arti bahwa pembangunan ditujukan 

untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang memiliki daya saing dan 

pertumbuhan ekonomi secara inklusif serta pembangunan infrastruktur yang adil 

dan handal.  

3. Berkelanjutan, Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan 

lingkungan yang lestari dan tangguh bencana.  

4. Pemerintahan yang Profesional, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

berorientasi pelayanan serta meningkatnya daya saing daerah.  

Dalam rangka mewujudkan visi, maka sesuai dokumen RPJMD Kabupaten 

Malinau Tahun 2025-2029 memiliki 6 (enam) misi sebagai berikut. 

1) MISI 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mengembangkan kompetensi 

dan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing melalui 

pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, serta memastikan akses pelayanan 

pendidikan dan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas bagi seluruh 

masyarakat Kabupaten Malinau, dengan fokus pada peningkatan sarana dan 

prasarana, kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. 

2) MISI 2 : Pengembangan Ekonomi Lokal, Mendorong pertumbuhan ekonomi 

berbasis potensi daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, 

pariwisata, dan UMKM melalui pemberian dukungan modal, pelatihan, dan akses 

pasar. 

3) MISI 3 : Peningkatan Infrastruktur, Membangun dan meningkatkan 

infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik, 

telekomunikasi, perumahan permukiman dan sanitasi, untuk mendukung 

aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

4) MISI 4 : Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Mengelola 

sumber daya alam secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dalam 

upaya pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber 

daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. 

5) MISI 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani, 

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan 

efisien dengan pelayanan publik yang prima melalui transformasi digital 

Pemerintah Kabupaten Malinau. 

6) MISI 6 : Pemberdayaan Desa, Memperkuat desa sebagai basis pembangunan 

daerah dengan memberikan dukungan yang maksimal bagi program-program 

desa dan RT yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan maka diperlukan 

rumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan 

capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai 

dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. 

Sasaran dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang 

menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan 

sasaran pembangunan RKPD).  
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Sesuai dengan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran dalam pembangunan 

Kabupaten Malinau tahun 2027. Berikut dijabarkan keterkaitan antara Visi, misi, 

tujuan, sasaran dan target indikator dan target pembangunan pada tahun 2027, 

yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel IV.1  
 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan  

Kabupaten Malinau Tahun 2027 

VISI/MISI TUJUAN SASARAN 

VISI : òTerwujudnya Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Kabupaten 

Malinau yang Maju, Mandiri dan Sejahtera berlandaskan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal 

didukung dengan Pemerintahan yang Profesionaló   

MISI 1: Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

Tujuan 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, 

sejahtera, dan bermartabat 

  Sasaran 1.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas 

Pendidikan yang Merata 

Sasaran 1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan 

Masyarakat 

Sasaran 1.3 Meningkatnya  kesetaraan dan 

perlindungan dalam pembangunan dan kehidupan 

sosial masyarakat 

Sasaran 1.4. Meningkatnya Kualitas Kehidupan 

Keluarga dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya untuk 

mendukung SDM yang berkarakter dan beretika 

Sasaran 1.5 Menurunnya Tingkat Kemiskinan 

MISI 2: Pengembangan 

Ekonomi Lokal 

Tujuan 2. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah 

  Sasaran 2.1 Meningkatnya pengembangan 

ekonomi sektor unggulan 

Sasaran 2.2 Meningkatnya nilai tambah produk 

olahan pertanian dalam arti luas 

Sasaran 2.3. Meningkatnya Realisasi nilai investasi 

Sasaran 2.4. Terwujudnya infrastruktur 

pendukung investasi 

MISI 6: Pemberdayaan Desa Sasaran 2.5. Meningkatnya kemandirian ekonomi 

daerah 

MISI 3: Peningkatan 

Infrastruktur 

Tujuan 3. Meningkatkan kapasitas infrastruktur 

pembangunan yang adil dan handal 

  Sasaran 3.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas 

aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah 

Sasaran 3.2 Meningkatnya Pemerataan 

Infrastruktur Dasar Wilayah 

MISI 4: Pengelolaan Sumber 

Daya Alam yang Berkelanjutan  

Tujuan 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang 

lestari dan ketahanan bencana daerah 

  Sasaran 4.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan 

Hidup 

Sasaran 4.2 Meningkatnya kapasitas daerah 

dalam penanganan bencana 

MISI 5 : Peningkatan Tata 

Kelola Pemerintahan yang 

Baik dan Melayani 

Tujuan 5. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang 

baik, bersih, dan berorientasi pelayanan 

  Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas pelayanan 

publik 

Sasaran 5.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

Pemerintah Daerah 

Sasaran 5.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan 

keuangan dan aset daerah 
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Rumusan tujuan dan sasaran diatas merupakan dasar dalam menyusun 

pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan 

tersebut. Strategi dan arah kebijakan merupakan instrumen bagaimana cara 

melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Penjabaran misi 

kedalam tujuan sasaran serta strategi dan arah kebijakan sesuai RPJMD Kabupaten 

Malinau Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagaimana berikut : 

Tabel IV.2  

 Misi, Strategi dan Arah Kebijakan  
RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 

Misi Strategi Arah Kebijakan 

Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

Pemerataan pendidikan yang 

berkualitas berbasis stratifikasi 

kewilayahan 

 

Peningkatan akses pendidikan gratis 

hingga ke perguruan tinggi, terutama 

bagi keluarga yang kurang mampu 

Meningkatkan kualitas tenaga 

pendidik dan kependidikan serta 

penyediaan infrastruktur pendidikan 

yang memadai 

Melakukan kerjasama dengan 

berbagai sektor, termasuk 

pemerintah, sekolah, masyarakat, 

dan pihak swasta untuk mendukung 

pendidikan yang inklusif dan 

berkualitas 

Pemenuhan dan pemerataan 

pelayanan dasar kesehatan  

 

Optimalisasi penuntasan stunting 

dan pemenuhan kecukupan gizi 

Peningkatan aksesibilitas layanan 

kesehatan dan kualitas jaminan 

kesehatan masyarakat 

Penguatan masyarakat yang 

berkarakter berbasis nilai-nilai agama, 

identitas budaya, dan kesetaraan 

gender 

Mengembangkan karakter 

masyarakat yang kuat dan memiliki 

toleransi dan nilai kearifan lokal 

Penuntasan kemiskinan dengan satu 

sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial 

Ekonomi Nasional) dan perlindungan 

sosial adaptif integratif 

Pemerataan perlindungan sosial 

masyarakat pada masyarakat kurang 

mampu dan kaum marjinal yang 

adaptif dan integratif 

Pengembangan Ekonomi 

Lokal  

Peningkatan kualitas dan 

produktivitas sektor pertanian yang 

mampu mendukung kemandirian 

ekonomi kerakyatan 

Pengembangan sektor pertanian yang 

produktif 

Penyediaan sarana dan prasarana 

pertanian berkualitas 

Peningkatan nilai tambah ekonomi 

dan penguatan hilirisasi produk 

daerah berbasis investasi yang 

berkeadilan 

Penguatan hilirisasi perekonomian 

berbasis sumber daya lokal 

Peningkatan kualitas kepariwisataan 

daerah 

Penguatan peran Generasi Muda 

khususnya kelompok millenial yang 

mandiri 

Peningkatan Infrastruktur Penyediaan infrastruktur yang 

memadai, berkualitas, dan merata 

dalam upaya mendukung 

pengembangan wilayah 

Penyediaan jalur transportasi publik 

yang berkualitas dan merata, jaringan 

logistik, dan penyediaan infrastruktur 

layanan dasar kewilayahan 

Pemenuhan sarana dan prasarana 

perumahan dan permukiman yang 

layak, khususnya dalam penyediaan 

air minum layak, sanitasi aman, 

kelistrikan, akses internet serta akses 

kebutuhan pokok yang murah 

Peningkatan akses perumahan dan 

permukiman layak huni 
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Misi Strategi Arah Kebijakan 

Pengelolaan Sumber Daya 

Alam yang Berkelanjutan 

Pelaksanaan pembangunan dengan 

memperhatikan pengelolaan 

lingkungan hidup yang berkelanjutan 

Peningkatan kesadaran pelaksana 

pembangunan dalam melestarikan 

lingkungan 

Peningkatan ketangguhan dan 

tanggap bencana daerah 

Peningkatan mitigasi struktural dan 

non-struktural dalam 

penanggulangan bencana, termasuk 

adaptasi perubahan Iklim 

Peningkatan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik 

dan Melayani 

Pengembangan sistem layanan publik 

yang terintegrasi dan terjangkau 

Digitalisasi pelayanan publik yang 

inovatif 

Implementasi Reformasi Birokrasi di 

seluruh perangkat daerah 

Peningkatan manajemen ASN yang 

lebih baik 

Penataan kelembagaan dan 

peningkatan kapasitas aparatur 

daerah yang adaptif dan sesuai 

dengan kebutuhan daerah  

Peningkatan kualitas pengelolaan 

anggaran pembangunan daerah 

Pemberdayaan Desa Memperkuat pemberdayaan desa 

berbasis pengelolaan kegiatan 

pembangunan desa secara mandiri 

Peningkatan kemandirian dan 

produktivitas perdesaan dalam 

pembangunan ekonomi dan sarana 

prasarana kewilayahan 

Setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malinau memperoleh arahan 

pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik potensi sumber daya alam, 

kondisi demografis, serta aspek sosial ekonomi masing-masing. Pendekatan ini 

bertujuan untuk mendorong pertumbuhan wilayah yang mandiri, namun tetap 

terintegrasi dalam kerangka pembangunan ruang kabupaten secara menyeluruh. 

Kebijakan pengembangan wilayah mencakup penguatan pusat-pusat 

pertumbuhan lokal, peningkatan konektivitas antarwilayah, pengurangan risiko 

pada kawasan rawan bencana, pelestarian kawasan lindung, serta optimalisasi 

kawasan budidaya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan. Melalui pendekatan kewilayahan tersebut, setiap kecamatan diarahkan 

untuk berperan sebagai unit pembangunan mikro yang berkontribusi terhadap 

pemerataan sosial ekonomi, ketahanan lingkungan, dan pertumbuhan wilayah yang 

inklusif. Kebijakan ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan tata ruang yang 

adaptif, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang 

Kabupaten Malinau sebagaimana diatur dalam RTRW. 

Berikut ini merupakan arah kebijakan pengembangan kewilayahan di 

Kabupaten Malinau berdasarkan geografis yang dibagi menjadi wilayah perkotaan, 

pedalaman, perdesaan serta perbatasan dengan keterkaitan terhadap proyek 

strategis kepala daerah untuk pembangunan 5 tahun ke depan. 

Tabel IV.3  

Arah Kebijakan Wilayah Perkotaan, Perbatasan, Pedalaman dan Pedesaan 
RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 

Kebijakan 
Wilayah 

Perkotaan 

Kebijakan 
Wilayah 

Perbatasan 

Kebijakan 
Wilayah 

Pedalaman 

Kebijakan 
Wilayah 

Perdesaan 

Program 
Inovasi 

Daerah 

Peningkatan 

kualitas tata 

kelola 

kelembagaan 

pendidikan dan 

Pemerataan akses 

pendidikan yang 

efisien dan 

mewujudkan 

kesadaran 

Pemerataan akses 

pendidikan yang 

efisien dan 

mewujudkan 

kesadaran 

Pemerataan akses 

pendidikan yang 

efisien dan 

mewujudkan 

kesadaran 

Wajib Belajar 

Malinau Maju 

 

Desa Sarjana 

Unggul 
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Kebijakan 

Wilayah 
Perkotaan 

Kebijakan 

Wilayah 
Perbatasan 

Kebijakan 

Wilayah 
Pedalaman 

Kebijakan 

Wilayah 
Perdesaan 

Program 

Inovasi 
Daerah 

akses masyarakat 
ke jenjang 

pendidikan yang 

lebih tinggi 

masyarakat akan 
pentingnya 

pendidikan yang 

berkualitas 

masyarakat akan 
pentingnya 

pendidikan yang 

berkualitas 

masyarakat akan 
pentingnya 

pendidikan yang 

berkualitas 

Peningkatan 

kompetensi guru 

dan optimalisasi 

fasilitas serta 

sarana dan 
prasarana sekolah 

yang memadani 

Pemerataan tenaga 

pendidik dan 

kependidikan 

berkualitas ke 

seluruh wilayah 
serta menjamin 

kesejahteraannya 

Pemerataan tenaga 

pendidik dan 

kependidikan 

berkualitas ke 

seluruh wilayah 
serta menjamin 

kesejahteraannya 

Pemerataan tenaga 

pendidik dan 

kependidikan 

berkualitas ke 

seluruh wilayah 
serta menjamin 

kesejahteraannya 

Wajib Belajar 

Malinau Maju 

Melakukan 
kemitraan dengan 

perguruan tinggi 

skala nasional 

dalam rangka 

peningkatan 

jenjang 
pendidikan 

masyarakat 

  

Kolaborasi dengan 
perusahaan swasta 

yang beroperasi di 

Kabupaten Malinau 

dalam rangka 

optimalisasi 

penggunaan CSR 
dan bantuan 

sejenisnya untuk 

kemajuan 

pendidikan wilayah 

perbatasan 

Kolaborasi dengan 
perusahaan swasta 

yang beroperasi di 

Kabupaten Malinau 

dalam rangka 

optimalisasi 

penggunaan CSR 
dan bantuan 

sejenisnya untuk 

kemajuan 

pendidikan wilayah 

Pedalaman 

Kolaborasi dengan 
perusahaan swasta 

yang beroperasi di 

Kabupaten Malinau 

dalam rangka 

optimalisasi 

penggunaan CSR 
dan bantuan 

sejenisnya untuk 

kemajuan 

pendidikan wilayah 

Pedalaman 

Wajib Belajar 
Malinau Maju 

Millenial 

Mandiri 

Pemenuhan gizi 

bagi masyarakat, 

khususnya 

perempuan, anak 

dan generasi 
muda 

Peningkatan akses 

masyarakat dalam 

mengkonsumsi 

makanan yang sehat 

dan bergizi 

Peningkatan akses 

masyarakat dalam 

mengkonsumsi 

makanan yang sehat 

dan bergizi 

Peningkatan akses 

masyarakat dalam 

mengkonsumsi 

makanan yang sehat 

dan bergizi 

SAGET (Smart 

Government) 

Peningkatan 

kapasitas dan 
kualitas fasilitas 

kesehatan 

rujukan di 

wilayah perkotaan 

Peningkatan 

jangkauan layanan 
kesehatan yang 

berkualitas baik 

fasilitas maupun 

tenaga kesehatan 

Peningkatan 

jangkauan layanan 
kesehatan yang 

berkualitas baik 

fasilitas maupun 

tenaga kesehatan 

Peningkatan 

jangkauan layanan 
kesehatan yang 

berkualitas baik 

fasilitas maupun 

tenaga kesehatan 

SAGET (Smart 

Government) 

Peningkatan 

karakter 

masyarakat yang 

berbudaya dan 
toleran dalam 

keberagaman dan 

kesetaraan gender 

Pemantapan 

karakter masyarakat 

yang berbudaya dan 

toleran dalam 
keberagaman dan 

kesetaraan gender 

Pemantapan 

karakter masyarakat 

yang berbudaya dan 

toleran dalam 
keberagaman dan 

kesetaraan gender 

Pemantapan 

karakter masyarakat 

yang berbudaya dan 

toleran dalam 
keberagaman dan 

kesetaraan gender 

Wajib Belajar 

Malinau Maju 

Peningkatan 

kualitas 

perlindungan 

sosial yang 

adaptif berbasis 
data yang valid 

dan relevan 

Peningkatan kualitas 

perlindungan sosial 

yang adaptif berbasis 

data yang valid dan 

relevan 

Peningkatan kualitas 

perlindungan sosial 

yang adaptif berbasis 

data yang valid dan 

relevan 

Peningkatan kualitas 

perlindungan sosial 

yang adaptif berbasis 

data yang valid dan 

relevan 

SAGET (Smart 

Government) 

Akselerasi 
pembangunan 

dan 

pemberdayaan 

desa berbasis 

kewilayahan di 

perkotaan yang 
ramah lingkungan 

Pemberdayaan 
masyarakat dan desa 

dalam 

pengembangan 

infrastruktur dan 

perekonomian 

wilayah sebagai 
pintu gerbang 

perbatasan NKRI 

Peningkatan 
pemberdayaan dan 

produktivitas 

kelembagaan desa 

dalam penyediaan 

sarana dan 

prasarana 
pembangunan di 

daerah pedalaman 

Peningkatan 
pemberdayaan dan 

produktivitas 

kelembagaan desa 

dalam penyediaan 

sarana dan 

prasarana 
pembangunan di 

daerah pedalaman 

SAGET (Smart 
Government) 

Desa Sarjana 

Unggul 

Pengembangan 
teknologi 

pertanian untuk 

meningkatkan 

produktivitas dan 

efisiensi produk 
sektor pertanian, 

khususnya 

pertanian 

Pemanfaatan 
teknologi pertanian 

untuk meningkatkan 

produktivitas dan 

efisiensi produk 

sektor pertanian, 
khususnya pertanian 

tanaman pangan, 

perkebunan, dan 

hasil hutan 

Pemanfaatan 
teknologi pertanian 

untuk meningkatkan 

produktivitas dan 

efisiensi produk 

sektor pertanian, 
khususnya pertanian 

tanaman pangan dan 

perkebunan, dan 

hasil hutan 

Pemanfaatan 
teknologi pertanian 

untuk meningkatkan 

produktivitas dan 

efisiensi produk 

sektor pertanian, 
khususnya pertanian 

tanaman pangan dan 

perkebunan 

Pesat 
(Pertanian 

Sehat) 
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Kebijakan 

Wilayah 
Perkotaan 

Kebijakan 

Wilayah 
Perbatasan 

Kebijakan 

Wilayah 
Pedalaman 

Kebijakan 

Wilayah 
Perdesaan 

Program 

Inovasi 
Daerah 

tanaman pangan 

dan perkebunan 

Menyediakan 

subsidi alat 

dan/atau mesin 

pertanian, 

kemudahan akses 
pupuk dan benih 

untuk 

mendukung 

petani, terutama 

petani skala kecil 

Menyediakan subsidi 

alat dan/atau mesin 

pertanian, 

kemudahan akses 

pupuk dan benih 
untuk mendukung 

petani, terutama 

petani skala kecil 

Menyediakan subsidi 

alat dan/atau mesin 

pertanian, 

kemudahan akses 

pupuk dan benih 
untuk mendukung 

petani, terutama 

petani skala kecil 

Optimalisasi 

prasarana pertanian 

berupa akses 

pembiayaan dan 

perlindungan usaha 
pertanian, air untuk 

pertanian, 

ketersediaan lahan 

untuk pertanian 

Pesat 

(Pertanian 

Sehat) 

Penguatan 

kerjasama antara 

pemerintah 
dengan 

masyarakat dan 

pelaku usaha 

(khususnya 

UMKM) dalam 

pendampingan 
(termasuk 

pelatihan), 

permodalan dan 

pemasaran 

Peningkatan 

keterampilan, 

permodalan dan 
pemasaran para 

pelaku usaha 

industri kecil dan 

mikro di wilayah 

perbatasan 

Peningkatan 

keterampilan, 

permodalan dan 
pemasaran para 

pelaku usaha 

industri kecil dan 

mikro di wilayah 

pedalaman 

Peningkatan 

keterampilan, 

permodalan dan 
pemasaran para 

pelaku usaha 

industri kecil dan 

mikro di wilayah 

perdesaan 

  

Millenial 

Mandiri 

  
  

  

  

  

  

Memberikan 

pelatihan dan 

keterampilan 

serta permodalan 
bagi generasi 

muda khususnya 

millenial 

Memberikan 

pelatihan dan 

keterampilan serta 

permodalan bagi 
generasi muda 

khususnya millenial 

  

Memberikan 

pelatihan dan 

keterampilan serta 

permodalan bagi 
generasi muda 

khususnya millenial 

  

Memberikan 

pelatihan dan 

keterampilan serta 

permodalan bagi 
generasi muda 

khususnya millenial 

  

Millenial 

Mandiri 

  

Peningkatan 

kualitas 

pembangunan 

infrastruktur di 
daerah perkotaan, 

khususnya 

aksesibilitas, 

komunikasi, dan 

infrastruktur 

dasar lainnya 

Peningkatan 

kapasitas dan 

kualitas jalan antar 

wilayah dan luar 
wilayah kawasan 

perbatasan serta 

kualitas komunikasi 

masyarakat berbasis 

IT 

  

Peningkatan 

kapasitas dan 

kualitas jalan antar 

wilayah dan luar 
wilayah kawasan 

Pedalaman serta 

kualitas komunikasi 

masyarakat berbasis 

IT 

  

Peningkatan 

kapasitas dan 

kualitas jalan 

perdesaan dan 
lingkungan 

  

Pesat 

(Pertanian 

Sehat) 

SAGET (Smart 

Government) 

Penyediaan 

perumahan yang 

layak, terjangkau, 
dan berkelanjutan 

dengan prasarana 

dan sarana 

utilitas memadai 

Peningkatan akses 

bahan bangunan 

murah, ketersediaan 
air bersih, listrik, 

dan sanitasi layak 

  

  

Peningkatan akses 

bahan bangunan 

murah, ketersediaan 
air bersih, listrik, 

dan sanitasi layak 

  

  

Penyediaan 

perumahan yang 

layak, terjangkau, 
dan berkelanjutan 

dengan prasarana 

dan sarana utilitas 

memadai 

SAGET (Smart 

Government) 

  
  

Peningkatan 

pengawasan 

terhadap aktivitas 

ekonomi yang 
berpotensi 

menyebabkan 

degradasi kualitas 

lingkungan hidup, 

khususnya 

aktivitas 
pertambangan 

Perlindungan 

keanekaragaman 

hayati dan 

penguatan ekosistem 
lingkungan berbasis 

kearifan lokal 

Perlindungan 

keanekaragaman 

hayati dan 

penguatan ekosistem 
lingkungan berbasis 

kearifan lokal 

Perlindungan 

keanekaragaman 

hayati dan 

penguatan ekosistem 
lingkungan berbasis 

kearifan lokal 

Pesat 

(Pertanian 

Sehat) 

Optimalisasi 

penurunan 
intensitas emisi 

GRK dan 

peningkatan 

kapasitas 

antisipasi dan 

Pengawasan aktivitas 

ekonomi yang 
meningkatkan 

intensitas emisi GRK 

dan tanggap 

terhadap potensi 

bencana 

Pengawasan aktivitas 

ekonomi yang 
meningkatkan 

intensitas emisi GRK 

dan tanggap 

terhadap potensi 

bencana 

Pengawasan aktivitas 

ekonomi yang 
meningkatkan 

intensitas emisi GRK 

dan tanggap 

terhadap potensi 

bencana 

Pesat 

(Pertanian 
Sehat) 
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Kebijakan 

Wilayah 
Perkotaan 

Kebijakan 

Wilayah 
Perbatasan 

Kebijakan 

Wilayah 
Pedalaman 

Kebijakan 

Wilayah 
Perdesaan 

Program 

Inovasi 
Daerah 

tanggap terhadap 

potensi bencana 

Percepatan 

digitalisasi 

layanan publik 

dan pelaksanaan 

audit  
SPBE untuk 

penguatan aspek 

pemerintahan 

digital 

Peningkatan 

pelayanan publik di 

kecamatan dan desa 

wilayah perbatasan 

  
  

Peningkatan 

pelayanan publik di 

kecamatan dan desa 

wilayah Pedalaman 

  
  

Optimalisasi dana 

desa dalam 

pembangunan 

wilayah perdesaan 

yang efektif dan 
efisien 

  

  

SAGET (Smart 

Government) 

  

  

Peningkatan 

Pengawasan 
Proses 

Pengembangan 

Karier, Promosi, 

Mutasi  ASN, dan 

Manajemen 
Kinerja yang  

Berbasis  Sistem 

Merit 

Peningkatan kualitas 

ASN di wilayah 
perbatasan 

Peningkatan kualitas 

ASN di wilayah 
Pedalaman 

Peningkatan 

aparatur desa yang 
profesional dan 

berkualitas 

SAGET (Smart 

Government) 

Penguatan 

kapasitas 

aparatur daerah 

dan lembaga 

dalam hal 

manajemen 
kinerja urusan 

pemerintahan, 

pengelolaan data 

dan  informasi, 

kapasitas digital 
SDM ASN, dan 

pengelolaan aset 

daerah 

Peningkatan tata 

kelola kecamatan 

dan desa di wilayah 

perbatasan 

Peningkatan tata 

kelola kecamatan 

dan desa di wilayah 

Pedalaman 

Peningkatan tata 

kelola kelembagaan 

desa 

SAGET (Smart 

Government) 

  

Pengelolaan 

keuangan daerah 

maupun APBN 

yang akuntabel, 

transparan dan 

bebas korupsi 
yang terintegrasi 

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pengawasan 

penggunaan dana 

desa dan kecamatan 

baik dari APBD 
maupun APBN 

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pengawasan 

penggunaan dana 

desa dan kecamatan 

baik dari APBD 
maupun APBN 

Peningkatan 

pengelolaan dan 

pengawasan 

penggunaan dana 

desa baik dari APBD 

maupun APBN 

SAGET (Smart 

Government) 

 
Kemudian dalam melaksanakan kinerja pembangunan sesuai tema 

pembangunan tahap II pada tahun 2027, maka dirumuskan strategi pembangunan 

sesuai tema òPenguatan Tata Kelola Kelembagaan Berbasis Digital menuju 

Pemerintahan yang Bersih, Adaptif, Melayani dan berkeadilanó, yaitu : 

1. Peningkatan profesionalitas pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan 

ASN, penguatan etika dan integritas, serta edukasi pemerintahan berbasis 

elektronik. 

2. Penguatan sistem manajemen pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, 

dan berbasis data, optimalisasi perencanaan dan penganggaran responsif 

kesehatan, serta pengawasan mutu layanan secara berkelanjutan. 

3. Peningkatan pemanfaatan sistem tata kelola kelembagaan berbasis digital untuk 

memperluas akses layanan perlindungan sosial yang cepat, tepat sasaran, dan 

terintegrasi, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam 

penanganan kemiskinan. 

4. Pemanfaatan sistem tata kelola kelembagaan berbasis digital untuk perencanaan, 

monitoring, dan evaluasi pertanian secara real-time serta penguatan basis data 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-9 
 

 

petani, lahan, dan produksi untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran, 

serta peningkatan kapasitas SDM pertanian dan aparatur terkait teknologi 

informasi. 

5. Pemanfaatan teknologi digital untuk perencanaan, pembangunan, dan 

pemeliharaan infrastruktur secara transparan dan efisien serta integrasi layanan 

infrastruktur lintas sektor melalui platform terpadu. 

6. Penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, integrasi data lingkungan 

dalam perencanaan pembangunan, serta penerapan e-regulation untuk perizinan 

dan pengawasan yang transparan. 

7. Penyederhanaan struktur dan proses kerja untuk meningkatkan efisiensi, 

penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan 

manajemen kinerja dan kompetensi aparatur, serta peningkatan transparansi 

dan akuntabilitas melalui sistem pengawasan berbasis teknologi. 

4.2. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Nasional Dan Provinsi Kalimantan 

Utara 

Penelaahan dokumen lainnya terutama dokumen perencanaan di atasnya 

dimaksudkan agar terjadi keselarasan perencanaan pusat, provinsi dan daerah. 

Pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. 

4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 

Prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2027 disusun dengan 

memperhatikan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat tahun 

2027 sebagai mana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 

2027. RKP 2027 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD, yang mana arah 

pembangunan termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Kabupaten Malinau 

dalam berkolaborasi dan mendukung pencapaian pembangunan nasional.  

a. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2027 

Rencana Kerja Pembangunan Nasional merupakan dokumen perencanaan 

tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional 

sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Memahami bahwa RKP 2027 merupakan 

bagian dari RPJMN 2025-2029 yang memiliki Visi sebagai berikut : 

 

 

 

Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam 

RPJMN periode tahun 2025 - 2029 yang dijabarkan dalam 8 Misi sebagai berikut :  

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) 

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, 

ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja 

yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran 

aktif koperasi. 

4. Memperkuat pembangunan Sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, 

Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan 

        ò Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 ò 
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peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang 

disabilitas. 

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam 

untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. 

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat 

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. 

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, 

dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai 

Masyarakat adil dan Makmur. 

Dengan Visi dan Misi RPJMN diatas, maka pembangunan tahun 2027 sesuai 

RKP 2027 menetapkan sasaran strategis, prioritas pembangunan, serta alokasi 

sumber daya guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan 

kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. 

Adapun tema pembangunan Nasional sesuai RKP tahun 2027 yaitu : 

 

 

 

Dengan tema diatas, Adapun fokus-fokus pemerintah pusat dalam 

pembangunan tahun 2027 tergambarkan pada gambar sebagai berikut. 

Gambar IV.1.  

Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2027 

 

Pada tahun 2027 ini, pemerintah pusat berkomitmen sesuai tema RKP 2027 

di atas fokus pada 3 hal yaitu Produktivitas, Investasi dan Industri serta perintah 

Presiden (direktif Presiden), yaitu sebagai berikut : 

1. Fokus Produktivitas (Mendukung ASTA CITA / Prioritas Nasional 3, 4, 6, 7 dan 8) 

òAkselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi,  

dan Industrió 
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a. FP1 : Kualitas SDM Tenaga Kerja Produktif dan Inovatif. 

1) Makan Bergizi Gratis (MBG) Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita. 

2) Makan Bergizi Gratis (MBG) Anak Sekolah. 

3) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas. 

4) 20 Sekolah Garuda Baru, 80 Sekolah Garuda Transformasi. 

5) 514 Sekolah Rakyat. 

6) 66 Rumah Sakit Upgrade. 

7) Pemeriksaan Kesehatan Gratis. 

8) Penuntasan Tuberkulosis. 

9) Digitalisasi Pendidikan (2 Juta Papan Interaktif Digital). 

10) Studio Guru. 

11) Bantuan Perlengkapan Sekolah. 

12) 500.000 lulusan SMK Go Global. 

13) 10 Universitas Baru: Medical University berbasis STEMM. 

14) Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional. 

15) 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). 

16) Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan. 

17) Perlindungan Anak di Ruang Digital melalui PP Tunas. 

b. FP2 : Stimulus untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat. 

1) PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi. 

2) PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja. 

3) Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

4) Gerakan ASRI (Gentengisasi). 

5) Program 3 Juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru dan 2 Juta Renovasi Rumah. 

6) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. 

c. FP3 : Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola 

1) Pusat Data Nasional (Enabler). 

d. FP4 : Regulasi dan Kelembagaan 

1) Diplomasi Tangguh. Pemberantasan Judi Online (Enabler), P4GN (Enabler), 

Pemberantasan Penyelundupan (Enabler). 

2. Fokus Investasi (Mendukung ASTA CITA / Prioritas Nasional 3 dan 6) 

a. FP6 : Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi 

1) Elektrifikasi 10.000 desa. 

2) Percepatan Pembangunan Daerah 3T. 

3) Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional. 

3. Fokus Industri (Mendukung ASTA CITA / Prioritas Nasional 2 dan 5) 

a. FP9 : Industri Nasional 

1) Gerakan ASRI (Pengendalian Sampah). 

2) Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). 

3) Konversi 6 Juta Unit Motor BBM ke Motor Listrik. 

4) Mobil Nasional. 

5) Motor Nasional. 

6) Ekosistem Industri Kerdigantaraan. 

7) Pengembangan Industri Semikonduktor. 

b. FP10 : Hilirisasi SDA Strategis 

a. Kawasan Sentra Industri Garam Nasional. 

b. Hilirisasi Industri Strategis (18 Proyek). 

c. FP11 : Swasembada Pangan, Energi dan Air 

1. Mandatori biodiesel 50 persen (B50). 

2. Mandatori bioetanol 20 persen (E20). 

3. Program PLTS 100 GW. 
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4. PLTA Skala Besar Terintegrasi. 

5. 4.582 Kapal Ikan Modern. 

6. Modelling dan Replikasi 2.000 Ha Tambak Udang Terintegrasi. 

7. Peningkatan Produksi Daging,Susu, dan Telur. 

8. Kompor Listrik untuk 2-5 Juta Rumah Tangga. 

9. Pembangunan Jaringan Gas Kota untuk 1 Juta Sambungan Rumah. 

10. Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi. 

11. Eksplorasi 10 Blok Migas Baru. 

12. Optimalisasi 45.000 Sumur Minyak Masyarakat. 

13. Optimalisasi Lifting di 13.824 Sumur Tua. 

14. 10 Small Scale Green Modular Refinery and 6 Storage (Deployable Mass Model). 

15. Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM). 

16. Konversi 6 Juta Unit Motor BBM ke Motor Listrik. 

17. Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi. 

18. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Sawit, Tebu, Kakao, Kelapa, Kopi, Jambu 

Mete, Rempah). 

19. Giant Sea Wall. 

20. Swasembada Air. 

21. 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih 

22. Revitalisasi Tambak Nila Salin 14.090 Ha di Pantura. 

23. 40.000 Lokasi Budi Daya Ikan Darat Tematik. 

24. Gerakan ASRI (Penghijauan). 

Gambar IV.2.  

Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027 

 

Pada digambar diatas, dapat dilihat sasaran pembangunan nasional tahun 

2027 terbagi dalam tiga prioritas utama. Pertama, pertumbuhan tinggi 

berkelanjutan, yang ditargetkan melalui laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 ð 

6,5 persen, peningkatan GNI per kapita hingga 5.840 USD, penurunan intensitas 

emisi GRK sebesar 39,57 persen, dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan 
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Hidup menjadi 76,84. Kedua, penurunan kemiskinan, dengan target menurunkan 

tingkat kemiskinan ke kisaran 6,0ð6,5 persen, pengurangan ketimpangan dengan 

Rasio Gini antara 0,362ð0,367, pengendalian tingkat pengangguran terbuka di 

kisaran 4,30 ð 4,87 persen, serta eliminasi kemiskinan ekstrem hingga 0 persen. 

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan target 

capaian Indeks Modal Manusia sebesar 0,575. Keseluruhan indikator ini 

mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan yang 

berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri. 

Asta Cita memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana 

pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil 

Terbaik Cepat (Quick Wins). Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk 

menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur 

guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai 

program pembangunan nasional. Program hasil terbaik cepat (Quick Wins) sejumlah 

8 tersaji pada gambar sebagai berikut. 

Gambar IV.3.  

Program hasil terbaik cepat (Quick Wins) Nasional 

 
 

Selain itu, Program Strategis Nasional (ProSN) adalah program yang ditetapkan 

Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya 

meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga 

pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pro-SN menjadi acuan penting 

bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan 

Subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan 

berkelanjutan, yaitu :  

1) Pengentasan Kemiskinan, yaitu : Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan 

Kemiskinan dan Penghapusan, Sekolah Rakyat dan Pembangunan 3 juta rumah; 

2) Ketahanan Pangan, yaitu : Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung 

Swasembada Pangan), Pendayagunaan Penyuluh Pertanian, Pengadaan dan 

Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras 

Pemerintah, Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian 
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(Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate), Pangan Akuatik dan Kampung Nelayan 

Merah Putih; 

3) Kesehatan untuk Semua, yaitu : Pencegahan dan Penurunan Stunting, 

Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Jaminan Kesehatan Nasional, Penuntasan TBC, 

Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Makan 

Bergizi Gratis; 

4) Perluasan Akses Pendidikan, yaitu : Percepatan Pelaksanaan Program 

Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 

Dasar, dan Pendidikan Menengah; 

5) Pertumbuhan Ekonomi, yaitu : Pengendalian Inflasi, Percepatan Pembentukan 

Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi 

dan Lapangan Pekerjaan) dan Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah. 

Selanjutnya pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2027, wajib 

mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintah daerah yang 

besarannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yaitu urusan mandatory spending, yaitu sebagai berikut : 

A. Prioritas Kebijakan Mandatory Spending Bidang Pendidikan. 

Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan Kebijakan Mandatory 

Spending Bidang Pendidikan Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut: 

1. Mendukung pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan 

pendidikan; 

2. Mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di satuan pendidikan; 

3. Mendukung pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran di satuan 

pendidikan; 

4. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; 

5. Mendukung program sekolah nasional terintegratif; 

6. Pengembangan anak usia dini holistik integratif; 

7. Mendukung pelaksanaan program revitalisasi pendidikan vokasi dan 

pelatihan vokasi; 

8. Penguatan kemampuan literasi, numerasi, sains, teknologi, pembelajaran 

mendalam, koding  dan kecerdasan artifisial; 

9. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra; 

10. Penguatan pendidikan karakter, dengan penerapan tujuh kebiasaan anak 

Indonesia hebat dan budaya sekolah aman dan nyaman, didukung dengan 

penguatan Bimbingan Konseling; 

11. Pemenuhan, distribusi dan redistribusi, serta profesionalisme, kompetensi 

pendidik dan tenaga kependidikan;  

12. Mendukung pelaksanaan budaya antikorupsi dan pencegahan 

penyalahgunaan narkotika di satuan pendidikan; 

13. Pembinaan terhadap perpustakaan umum, khusus dan perpustakaan sekolah, 

dalam bentuk layanan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan) baik sarana 

prasarana, akses, pengadaan buku bacaan untuk pojok baca, taman bacaan 

masyarakat, perpustakaan kabupaten/kota dan perpustakaan desa, serta layanan 

peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia perpustakaan. 
 

B. Prioritas Kebijakan Mandatory Spending Bidang Infrastruktur. 

Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan Kebijakan Mandatori Bidang 

Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2027 antara lain sebagai berikut: 
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1. Penguatan tata kelola air minum dan sanitasi (air limbah domestik) yang 

berorientasi pada berkelanjutan; 

2. Perubahan perilaku seluruh penghasil sampah menuju budaya literasi 

sampah, termasuk pemicuan, pemilahan dan pengurangan yang terintegrasi 

sistem serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna serta 

optimalisasi TPST dan memastikan offtaker hasil olahan sampah; 

3. Peningkatan ketahanan air dan percepatan pencapaian swasembada pangan 

berkelanjutan melalui konservasi, pengendalian daya rusak air, pengelolaan 

drainase untuk mengurangi risiko genangan maupun banjir, pendayagunaan 

sumber daya air berkelanjutan dan sinergitas kewenangan pemerintah pusat 

dan Pemerintah Daerah; 

4. Peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 

melalui kemantapan jalan, penetapan fungsi jalan, kelas jalan dan 

penyusunan rencana umum jalan; 

5. Mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal, 

menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serasi dan selaras dengan 

lingkungannya; 

6. Meningkatkan kualitas konstruksi dengan standar efisiensi, keamanan, 

keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur; 

7. Peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan antara lain terminal, 

pelabuhan penyeberangan, fasilitas angkutan umum, prasarana keselamatan 

lalu lintas, serta fasilitas pendukung transportasi lainnya. 

Arah kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan 

untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya pencapaian visi dan agenda 

prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan 

pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional sehingga 

Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan 

untuk mencapai outcome prioritas dalam rangka mendukung Asta Cita. 

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian 

Asta Cita selain melalui Pro-SN dan outcome prioritas penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah, diantaranya melalui kegiatan yang bersifat direktif pemerintah 

yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan/atau Instruksi Presiden sebagai 

program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, serta berdampak 

luas terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Beberapa direktif 

pemerintah yang perlu didukung oleh pemerintah daerah, antara lain sebagai 

berikut: 

Å Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional MRPN); 

Å Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 

Å Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 

Å Konektivitas Jalan Daerah; 

Å Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 

Å Pembangunan 3 Juta Rumah; 

Å Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana; 

Å Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 

Å Kampung Nelayan Merah Putih; 

Å Administrasi Kependudukan, dan lain-lain. 
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Memedomani Rancangan RKP yang dikeluarkan Kementerian PPN / Bappenas, 

pemerintah pusat merumuskan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 

berperan sebagai simpul konsolidasi kebijakan lintas sektor yang menyinergikan 

berbagai intervensi konkret untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. 

PKPN menjadi mandat investasi nasional yang terukur untuk mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan kemiskinan, pengurangan kesenjangan 

antarwilayah dan antarpendapatan, serta peningkatan penciptaan lapangan kerja. 

PKPN terdiri dari 8 klaster prioritas yaitu Kedaulatan Pangan, Kemandirian 

Energi dan Air, Pendidikan, Kesehatan, Hilirisasi dan Industrialisasi, Infrastruktur, 

Perumahan, dan Ketahanan Bencana, Ekonomi Kerakyatan dan Desa, dan 

Penurunan Kemiskinan, yang ditopang oleh fondasi penguatan tata kelola. 

PKPN dilaksanakan melalui pembiayaan APBN dan Non-APBN, dengan 

indikasi kebutuhan investasi sebesar Rp9.300,0 Triliun ð Rp10.300,0 Triliun hingga 

Tahun 2029 dengan kebutuhan 2027 sebesar Rp2.178,2 Triliun (bersumber dari 

APBN sebesar Rp625,28 Triliun dan Non-APBN sebesar Rp1.552,9 Triliun). Adapun 

pembiayaan utamanya didorong melalui dukungan Danantara dan pembiayaan 

privat lainnya, dengan APBN sebagai pengungkit investasi. Dengan demikian, PKPN 

merupakan program investasi cerdas, bukan sekadar belanja pemerintah. 

 Untuk menjamin kesinambungan kebijakan dari Prioritas Nasional (ASTA 

CITA)  hingga Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), maka dalam Rancangan RKP 

Tahun 20207 dirumuskan melalui 8 (delapan) PN yang diterjemahkan ke dalam 11 

(sebelas) Fokus Prioritas (FP) untuk mempertajam arah kebijakan dan efektivitas 

pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya yang 

selanjutnya 11 FP dijabarkan lebih konkret melalui 8 Klaster PKPN dan 60 PKPN 

guna memastikan intevensi lintas sektoral lebih terintegrasi, terukur dan 

mendukung pencapaian pembangunan. 

Gambar IV.4.  

Kerangka Keterkaitan Prioritas Nasional, Sub Tema, Fokus 

Pembangunan dan Klaster PKPK sesuai RKP Tahun 2027 
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4.2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2027 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2027 menjadi langkah selanjutnya dalam pelaksanaan RPJMD 2025-2029. 

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 merupakan upaya 

terencana dan sistematis yang tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2027 Provinsi Kalimantan Utara memuat tema sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Tema ini memberi penekanan pada pembangunan wilayah yang merata. 

Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian 

diharapkan semakin merata pada kawasan perbatasan, pedalaman, dan 

pesisir/kepulauan. Keberadaan PLBN di perbatasan mampu menggerakkan 

perekonomian kawasan. Selain itu, potensi ekonomi biru dan hijau dapat 

dioptimalkan dan bernilai tambah. Nilai tambah ekonomi selain digerakkan oleh 

keberdayaan masyarakat juga perlu didukung oleh peningkatan investasi. 

Penanaman modal yang masuk diarahkan dapat padat karya dan menerapkan 

standar berkelanjutan.  

Aspek pembangunan SDM ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan 

dasar pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial yang semakin adaptif 

terhadap kerentanan dan penyebab kemiskinan masyarakat. Tidak kalah penting, 

pembangunan SDM juga diarahkan untuk memperkuat SDM yang berkarakter, 

antara lain melalui penguatan kesetaraan gender, pemajuan kebudayaan dan 

pengamalan nilai-nilai agama. Pembangunan SDM yang berkarakter juga didukung 

oleh sarana dan prasarana yang memadai. 

Lebih lanjut, pembangunan pada tahun 2027 juga diarahkan untuk 

kelestarian lingkungan, penurunan emisi GRK, dan peningkatan ketahanan daerah 

terhadap bencana. Aspek lingkungan hidup harus tetap lestari di tengah laju 

pembangunan, serta kapasitas mitigasi bencana dan perubahan iklim semakin 

menguat. Pengelolaan kawasan pesisir dan ekosistem mangrove memiliki posisi yang 

sangat strategis karena mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon alami, 

pelindung wilayah pesisir dari abrasi dan bencana iklim, serta penyangga 

keanekaragaman hayati. Dengan menjaga dan merehabilitasi mangrove secara 

terencana, pembangunan daerah dapat berkontribusi langsung pada pengurangan 

emisi GRK sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan 

iklim. Lebih jauh, pengelolaan mangrove perlu diarahkan tidak hanya pada aspek 

konservasi, tetapi juga pada pemanfaatan ekonomi berkelanjutan yang memberikan 

nilai tambah bagi masyarakat lokal. 

Dalam implementasinya, pengelolaan mangrove yang berorientasi pada 

penurunan emisi GRK dan ekonomi hijau perlu diintegrasikan dengan 

pemberdayaan masyarakat yang inklusif berdasarkan prinsip GESI (Gender Equality 

and Social Inclusion). Perempuan, masyarakat adat, nelayan kecil, dan kelompok 

rentan lainnya harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan 

ñ Pembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkarakter dan Ekonomi Bernilai Tambah 

 Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur ò 
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pemanfaatan mangrove, serta memperoleh akses yang setara terhadap manfaat 

ekonomi yang dihasilkan. Berbagai fokus pembangunan akan dapat dilaksanakan 

dengan baik bila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Aspek tata 

kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan sinergi lintas sektor untuk 

akselerasi akuntabilitas kinerja, peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui 

optimalisasi PAD dan sumber pembiayaan alternatif berupa KPBU dan CSR, 

peningkatan kualitas tata kelola perbatasan melalui pendekatan soft border, serta 

penguatan sistem integritas dan pengawasan agar pembangunan dan pelayanan 

publik berkualitas dan bersih dari praktik korupsi. Prioritas pembangunan 

Kalimantan Utara dalam RKPD Tahun 2027 adalah program unggulan dalam RPJMD 

Tahun 2025-2029. Program unggulan merupakan program strategis daerah yang 

berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja pembangunan Provinsi 

Kalimantan Utara selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan program unggulan 

daerah berasal dari telaah terhadap program prioritas nasional, program politik 

gubernur dan wakil gubernur, serta permasalahan dan isu strategis daerah. Dengan 

kata lain, program unggulan daerah merupakan program terpilih yang diharapkan 

mampu menyelesaikan berbagai permasalahan atau isu strategis secara cepat dan 

tepat sasaran. Program unggulan sebagai prioritas pembangunan Provinsi 

Kalimantan Utara tahun 2027, meliputi: 

1. SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender 

2. Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera  

3. Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan  

4. Pengembangan Sektor Unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan  

5. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang berkelanjutan.  

6. Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara  

7. Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah Kaltara  

8. Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif 

Delapan program unggulan daerah di atas masing-masing memiliki fokus 

dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah. Fokus ini bertujuan untuk 

memperjelas arah dari program unggulan daerah. Sesuai tema diatas berikut 

dijabarkan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 melihat 

dari penjabaran Rancangan RPJMD yang mana prioritas pembangunan melihat dari 

transformasi super prioritas. Transformasi super prioritas merupakan agenda 

pembangunan yang diharapkan menjadi lompatan dan pengubah wajah Kalimantan 

Utara. Penyusunan upaya transformasi super prioritas atau game changers berbasis 

dan terintegrasi dengan game changers nasional. Rumusan game changers 

pembangunan jangka panjang Kalimantan Utara yang termuat dalam RPJPD Tahun 

2025-2045 menjadi bagian yang penting dalam pembangunan jangka menengah dan 

tahunan. Adapun game changers pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai 

berikut: 

1) Percepatan wajib belajar 13 tahun dengan fasilitas peningkatan kualitas 

pendidikan pra sekolah dan dasar, serta optimalisasi kualitas pendidikan menengah. 

2) Dukungan dan fasilitasi partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM 

berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan, serta fasilitasi pembukaan 

PSDKU. 

3) Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM pendidikan dan Kesehatan 
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4) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi 

penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, terutama tuberkulosis dan kusta. 

5) Penuntasan kemiskinan dengan dukungan pada kualitas satu data regsosek, 

perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan masyarakat. 

6) Dukungan kebijakan dan anggaran, serta hilirisasi IPTEKIN 

7) Pengembangan pusat industri hijau dan biru 

8) Pengembangan lumbung energi baru dan terbarukan 

9) Peningkatan talenta digital 

10) Peningkatan infrastruktur konektivitas untuk mendukung kawasan 

pertumbuhan ekonomi dan posisi gerbang internasional. 

11) Pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan 

12) Integrasi dan peningkatan rantai pasok kebutuhan IKN. 

13) Penataan wilayah melalui pemekaran daerah untuk akselerasi pembangunan dan 

pelayanan public 

14) Sistem kerja birokrasi yang dinamis, adaptif dan berintegritas, serta kebijakan 

daerah yang berkualitas. 

15) Peningkatan partisipasi masyarakat bermakna. 

16) Dukungan dan fasilitasi tata kelola perbatasan berbasis soft border yang 

kolaboratif. 

17) Penguatan manajemen risiko dalam proses pembangunan dan penganggaran 

inovatif. 

18) Fasilitasi reformasi subsidi tepat sasaran, serta bantuan keuangan dari provinsi 

yang berorientasi kinerja 

19) Pembudayaan nilai Pancasila 

20) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, dan penguatan 

budaya ramah lingkungan. 

21) Penguatan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan berbasis potensi. 

Dalam RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 telah ditetapkan strategis dan 

arah kebijakan. Selanjutnya arah kebijakan merupakan rincian  agenda 

pembangunan dari setiap misi yang dijabarkan sebagai berikut. 

Tabel IV.4  

Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan  

Provinsi Kalimantan Utara 

MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
Misi 1 Mewujudkan 

Transformasi Sosial 

yang Inklusif dan 
Berkeadilan 

Peningkatan akses dan 

kualitas pelayanan 

kesehatan 

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan 

pembudayaan perilaku hidup sehat.  

2. Kolaborasi peningkatan cakupan Universal  
Health Coverage (UHC).  

3. Pengendalian penyakit serta intensifikasi 

penemuan kasus dan pengobatan penyakit 
menular (TBC, HIV/AIDS, Malaria), antara lain  

melalui penyediaan layanan survei dan 

pengendalian faktor risiko.   

4. Dukungan pemenuhan dan pemerataan 
tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan 

spesialis yang disertai peningkatan 

kesejahteraan.  
5. Dukungan pemerataan akses dan kualitas 

pelayanan kesehatan primer, dan peningkatan 

kualitas pelayanan RSUD.   
6. Pengembangan RS Provinsi Tipe A dan Rumah 

Sakit Jiwa.   
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MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 
7. Dukungan Percepatan penurunan stunting 

melalui penguatan intervensi sensitif dan 

sensitif.  
8. Penguatan intervensi sensitif stunting, dengan 

output pengembangan infrastruktur air 

minum berbasis masyarakat.  
9. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi 

bagi peserta didik, dengan output penyediaan 

bantuan pengembangan peningkatan mutu 
UKS.  

10. Penguatan intervensi gizi spesifik untuk 

percepatan penurunan stunting pada balita.  
11. Peningkatan cakupan imunisasi dasar 

lengkap melalui penguatan sistem rantai 

dingin (cold chain)  
12. Perluasan jangkauan layanan kesehatan 

primer hingga ke wilayah perbatasan dan 

pedalaman  

13. Penguatan keluarga berencana dan kesehatan 
reproduksi.  

14. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana 

olahraga prestasi dan rekreasi/kebugaran.   
15. Peningkatan pembinaan atlet dan cabang 

olahraga. 

Peningkatan akses dan 

kualitas pendidikan. 

1. Kolaborasi percepatan wajib belajar 13 tahun 

(1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah).  
2. Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan.   

3. Pembenahan data penduduk usia pendidikan 

yang menjadi tugas dan wewenang daerah 
provinsi dalam memberikan layanan 

pendidikan pada semua warga negara usia 16-

18 tahun yang wajib dilayani pendidikan 
menengah dan penduduk usia 4-18 tahun 

penyandang disabilitas yang wajib dilayani 

pendidikan khusus. 

4. Peningkatan rata-rata lama sekolah dengan 
menerapkan wajib belajar 13 tahun, capaian 

rata-rata lama sekolah sebagai subindikator 

pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, 
dan juga sebagai tolok ukur capaian wajib 

belajar.  

5. Penanganan Anak Tidak Sekolah, baik Anak 
Tidak Sekolah Belum Pernah Belajar, Anak 

Tidak Sekolah Drop Out, dan Anak Tidak 

Sekolah Lulusan Tidak Melanjutkan yang 
dapat mempengaruhi capaian rata-rata lama 

sekolah, dan capaian wajib belajar  

6. Biaya personil untuk pelajar pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus  
7. Peningkatan kualitas guru dan revitalisasi 

pendidikan vokasi (SMK) berbasis pengelolaan 

sumber daya laut untuk mendukung Ekonomi 
Biru  

8. Peningkatan kompetensi pendidik yang 

adaptif terhadap perkembangan kondisi 
aktual.  

9. Dukungan peningkatan pemerataan pendidik 

dan tenaga kependidikan yang disertai 
peningkatan kesejahteraan.   

10. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan 

vokasi untuk menyediakan tenaga kerja 
dengan talenta terampil dan berpengalaman 

sesuai potensi daerah.  
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11. Pelatihan vokasi di sektor strategis, dengan 

output: pelatihan berbasis kompetensi di 

Provinsi Kalimantan Utara.   
12. Dukungan peningkatan akses dan 

pengembangan Perguruan Tinggi.  

13. Peningkatan kualitas infrastruktur sosial, 
dengan output pengembangan gedung 

perguruan tinggi vokasi yang direvitalisasi di 

Kabupaten Nunukan.  
14. Penyediaan afirmasi akses pendidikan berupa 

bantuan/beasiswa pendidikan, serta bagi 

daerah yang masih belum terjangkau melalui 
pengembangan sistem pembelajaran jarak 

jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan 

asrama siswa dan guru, dan penguatan 
sekolah terbuka.  

15. Dukungan peserta didik penerima bantuan 

operasional satuan pendidikan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD), dengan output 
penyediaan  

16. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) 

kepada siswa Raudlatul Athfal (RA).  
17. Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana 

sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang 

pendidikan.  
18. Dukungan peningkatan literasi masyarakat 

melalui pengembangan perpustakaan dan 

literasi digital.  

Perlindungan sosial 

dan penanggulangan 
kemiskinan secara 

kolaboratif dan 

terpadu.  

1. Dukungan peningkatan kualitas data 

kemiskinan yang terpadu, akurat dan 
akuntabel.   

2. Pengelolaan perlindungan dan jaminan sosial 

bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin dan 
marginal/rentan yang tepat sasaran.   

3. Perlindungan sosial yang adaptif terhadap 

kerentanan masyarakat, antara lain petani 

dan nelayan yang terdampak perubahan iklim.  
4. Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, 

dengan output siswa SMTK/SMAK penerima 

PIP, gerakan pangan murah yang 
dilaksanakan.  

5. Peningkatan akses rumah layak huni, 

terjangkau dan berkelanjutan.   
6. Memadukan perlindungan sosial dengan 

pemberdayaan masyarakat, antara lain 

melalui penumbuhan usaha berkelanjutan 
dan inovatif bagi masyarakat miskin dan 

rentan. 

7. Peningkatan perlindungan sosial bagi 

pemerintah desa dan BPD di bidang kesehatan 
dan ketenagakerjaan 

Misi 2 Mewujudkan 

Transformasi 

Ekonomi 
Daerah yang 

Berkelanjutan 

Pengembangan sektor 

unggulan pangan dan 

agribisnis 
berkelanjutan 

1. Peningkatan diversifikasi pangan lokal.  

2. Peningkatan produksi pangan lokal.   

3. Penjaminan mutu dan kualitas pangan lokal.  
4. Pengembangan pertanian organik.   

5. Pembangunan sentra produksi pertanian, 

tanaman pangan, peternakan, hortikultura 

dan perkebunan.   
6. Pengembangan budidaya komoditas unggulan 

daerah.  

7. Peningkatan produk unggulan daerah, antara 
lain sawit dan rumput laut.   

8. Integrasi produksi sektor agro dengan rantai 

pasok regional, nasional dan global.   
9. Penguatan pasca panen pangan nabati, 

dengan output pengembangan sarana 
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pascapanen tanaman pangan dan sarana 

pengolahan hasil tanaman pangan.  

10. Sertifikasi dan peredaran benih nabati, 
dengan output penyaluran benih padi.  

11. Jaminan ketersediaan bahan baku bioindustri 

agro, dengan output penyediaan bahan tanam 
komoditi perkebunan.  

12. Adopsi teknologi pertanian, dengan output 

penerapan teknologi pertanian.  
13. Mencetak dan meningkatkan produktivitas 

lahan pertanian dengan lumbung pangan 

desa, daerah, dan nasional, termasuk 
peningkatan indeks pertanaman 

(intensifikasi).  

14. Peningkatan produktivitas perikanan tangkap 
dan pengembangan budidaya perikanan 

unggulan berbasis praktik budidaya baik 

berkelanjutan   

15. Mendorong pengembangan industri 
pengolahan hasil perikanan yang higienis dan 

memenuhi standar  

16. Perluasan akses pembiayaan dan 
perlindungan usaha masyarakat pesisir 

Peningkatan 
produktivitas ekonomi 

kerakyatan dan 

pedesaan 

1. Peningkatan akses permodalan, kualitas 
produk, pengembangan usaha dan pemasaran 

produk UMKM dan IKM.  

2. Pengembangan riset dan inovasi pendukung 
pengembangan produk unggulan daerah dan 

diversifikasi produk.  

3. Pengembangan ekonomi digital dan akses 
inklusi keuangan.  

4. Dukungan pembentukan dan pengembangan 

koperasi desa/kelurahan Merah Putih.  
5. Peningkatan kerjasama antara investor besar 

dengan IKM, UMKM, dan Koperasi.   

6. Dukungan revitalisasi dan pengembangan 

usaha BUMDes dan BUMDesMa.   
7. Pengembangan kawasan ekonomi pedesaan 

berbasis optimalisasi potensi dan aset desa, 

serta peningkatan kerjasama desa dengan 
stakeholders.   

8. Dukungan pengembangan sarana dan 

prasarana perdagangan dan logistik. 

Pengembangan 

ekonomi biru dan 
hijau. 

1. Dukungan pengembangan kawasan industri 

hijau.   
2. Konservasi komoditas pertanian dan praktik 

pertanian berkelanjutan, melalui 

perlindungan lahan pertanian, untuk 
mewujudkan ketahanan pangan 

berkelanjutan.  

3. Pengembangan blue economy, revitalisasi 
pelabuhan perikanan, dan pengembangan 

pelabuhan logistik.  

4. Perlindungan, rehabilitasi, dan pemanfaatan 
lestari ekosistem pesisir dan mangrove.  

5. Pengembangan kegiatan ekonomi pesisir yang 

produktif dan ramah lingkungan, seperti 

perikanan berbasis ekosistem, budidaya 
berkelanjutan, ekowisata bahari, serta 

industri pengolahan hasil laut yang 

melibatkan masyarakat pesisir termasuk 
nelayan kecil, perempuan, masyarakat adat, 

dan kelompok rentan.  

6. Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.   
7. Pengembangan ekonomi sirkuler.   

8. Akselerasi industri SDA berkelanjutan.   
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9. Optimalisasi kawasan pesisir dan kepulauan.  

10. Pengembangan energi baru dan terbarukan 

berbasis bioenergi.  
11. Swasembada energi serta penguatan 

konektivitas dan transisi energi berbasis 

energi baru terbarukan. 

Penguatan daya saing 
pariwisata berbasis 

potensi daerah. 

1. Pengembangan ecotourism destinasi wisata 
mangrove, wisata kawasan pesisir dan 

perairan, dan Heart of Borneo.  

2. Pengembangan daerah tujuan wisata dan 

kawasan strategis pariwisata provinsi.   
3. Integrasi kawasan strategis pariwisata 

provinsi ke dalam kawasan strategis 

pariwisata nasional.   
4. Pengembangan destinasi, promosi dan 

pemasaran dan peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan 
pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Peningkatan iklim 
investasi dan lapangan 

pekerjaan. 

1. Mendorong tata kelola Proyek Strategis 
Nasional (PSN) secara kolaboratif dan berbasis 

manajemen risiko.   

2. Peningkatan iklim investasi berbasis 
dukungan kebijakan, infrastruktur 

berkualitas dan stabilitas wilayah.   

3. Peningkatan iklim investasi padat karya dan 
penerapan standar berkelanjutan.   

4. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan.  

5. Dukungan peningkatan kompetensi angkatan 
kerja berbasis potensi daerah dan kebutuhan 

dunia usaha dan dunia industri.  

6. Advokasi dan peningkatan kompetensi kerja 

penyandang disabilitas.   
7. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan 

sosial ketenagakerjaan khususnya bagi 

pekerja bukan penerima upah dan rentan.   
8. Peningkatan sistem pengawasan 

ketenagakerjaan dan pengembangan 

hubungan industrial yang berkualitas.   
9. Dukungan peningkatan dan daya saing 

wirausaha muda melalui fasilitasi akses 

permodalan, pengembangan produk, dan 
pemasaran. 

Misi 3 Mewujudkan 
Transformasi Tata 

Kelola yang 

Kolaboratif 
dan Inovatif 

Peningkatan 
akuntabilitas kinerja 

dan keuangan 

1. Akselerasi reformasi birokrasi general dan 
tematik yang berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat.   

2. Peningkatan kualitas perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi kinerja.   

3. Peningkatan kualitas manajemen data 

pembangunan dan statistik sektoral.   

4. Peningkatan penganggaran berbasis kinerja 
dan kualitas belanja daerah.   

5. Peningkatan kapasitas PAD berbasis 

optimalisasi pajak dan retribusi daerah.   
6. Peningkatan kapasitas dan kontribusi BUMD 

dalam pelayanan publik dan peningkatan 

pendapatan daerah.   
7. Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan 

Badan Usaha (KPBU), serta Public Private 

Partnership sebagai bagian pembiayaan 
pembangunan inovatif.  

8. Peningkatan kualitas manajemen aset dan 

optimalisasi aset daerah untuk peningkatan 
PAD.   

9. Peningkatan profesionalitas ASN berbasis 

sistem merit.  
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10. Peningkatan kualitas tata kelola arsip secara 

baku. 

Peningkatan inovasi 

dan digitalisasi yang 
mendorong kualitas 

pelayanan publik 

1. Pengembangan sistem pemerintahan digital 

yang terintegrasi dan inklusif.   
2. Peningkatan ketercukupan infrastruktur 

digital.   

3. Penguatan layanan publik yang mudah 
dijangkau dan berbasis TIK.  

4. Penerapan standar pelayanan, SOP dan proses 

bisnis pelayanan publik yang efektif dan 

efisien.   
5. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi 

daerah secara kolaboratif yang mendukung 

akselerasi pembangunan daerah. 

Penguatan sistem 
pengendalian intern 

dan integritas 

1. Transformasi APIP sebagai GRC (Governance, 
Risk and Compliance) dan quality assurance 

dalam mendukung pembangunan daerah.   

2. Penguatan manajemen risiko dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.   
3. Pengembangan zona integritas.   

4. Peningkatan ketangguhan sistem pencegahan 

korupsi. 

Peningkatan kualitas 

kebijakan yang 
partisipatif dan 

transparan untuk 

akselerasi 
pembangunan daerah. 

1. Perumusan kebijakan berbasis riset dan 

bukti.   
2. Peningkatan partisipasi masyarakat yang 

bermakna dalam pembangunan dan 

perumusan kebijakan.   
3. Peningkatan transparansi pemerintah daerah 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan laporan 

kinerja pembangunan.   
4. Peningkatan kualitas tata kelola perbatasan 

negara secara kolaboratif antara pemerintah 

kabupaten, provinsi dan nasional dengan 
mengedepankan pendekatan soft border.  

5. Dukungan pembentukan Daerah Otonom 

Baru (DOB) untuk akselerasi pembangunan 

daerah dan pelayanan publik.  
6. Peningkatan kualitas kebijakan Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam 

pembinaan pemerintah kabupaten/kota.   
7. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah 

provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, 

serta pemerintah provinsi dengan pusat dan 
berbagai pemangku kepentingan 

pembangunan. 

Misi 4 

Memantapkan 

Supremasi Hukum 
dan 

Stabilitas Daerah 

Sebagai Beranda 
Depan NKRI 

Penguatan stabilitas 

wilayah dan 

perlindungan hukum 

1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi 

tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas  

2. Penyelesaian permasalahan Outstanding 
Boundary Problems (OBP) di kawasan 

perbatasan, antara lain perdagangan 

narkotika dan manusia.  
3. Penguatan ketangguhan diplomasi lintas 

batas yang kolaboratif.  

4. Perlindungan dan bantuan hukum bagi 
Masyarakat. 

Penguatan stabilitas 
ekonomi 

1. Pengendalian inflasi secara kolaboratif. 
2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk 

mendukung stabilitas pembangunan.   

3. Penguatan pembiayaan pembangunan yang 
kreatif dan inovatif, antara lain melalui KPBU, 

CSR, dan skema pembiayaan lainnya. 

Misi 5 

Memantapkan 

Pemajuan kebudayaan 

dan menjaga harmoni 

sosial 

1. Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat 

adat.   
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Ketahanan Sosial 

Budaya dan Ekologi 

2. Penyelenggaraan festival budaya sebagai 

sarana pelestarian dan pemajuan kebudayaan 

daerah.   
3. Pemajuan pokok-pokok pikiran kebudayaan 

daerah dan pelestarian cagar budaya.   

4. Peningkatan forum harmoni dan kolaborasi 
antar suku dan agama.   

5. Peningkatan forum harmoni dan kolaborasi 

antar organisasi masyarakat.   
6. Peningkatan peran partai politik dalam 

pendidikan politik masyarakat.   

7. Deteksi dini potensi konflik, serta pencegahan 
dan penanganan konflik secara kolaboratif.   

8. Pengembangan karakter masyarakat berbasis 

nilai Pancasila, Agama dan Budaya, termasuk 
melalui dukungan pengembangan sarana dan 

prasarana, antara lain melalui pembangunan 

Islamic Center. 

Peningkatan 

kesetaraan gender, 
pemberdayaan 

perempuan, 

perlindungan dari 

kekerasan, ketahanan 
keluarga dan 

pemenuhan hak anak 

1. Peningkatan partisipasi aktif perempuan di 

ekonomi dan ketenagakerjaan  
2. Dukungan peningkatan akses pelayanan 

perlindungan perempuan.   

3. Peningkatan kebijakan pengarusutamaan 

gender di semua sektor dan peningkatan 
anggaran responsif gender.   

4. Dukungan pemberdayaan ekonomi 

perempuan dan perlindungan sosial bagi 
perempuan rentan/miskin ekstrem.   

5. Pemenuhan hak anak, termasuk 

pembangunan fasilitas publik yang ramah 
anak.  

6. Peningkatan ketahanan keluarga dan 

pencegahan pernikahan anak.   
7. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta 

peningkatan kepemimpinan perempuan 

dalam pengambilan keputusan  

8. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan 
bebas dari kekerasan  

9. Penguatan tata kelola dan pelembagaan 

Pengarusutamaan Gender dalam proses 
pembangunan 

Peningkatan kualitas 

lingkungan hidup 

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 

melalui pengendalian daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup yang berimbang.  

2. Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat 
hukum adat dalam menjaga kelestarian 

lingkungan hidup.   

3. Dukungan dan fasilitasi rehabilitasi hutan 
(termasuk reboisasi hutan) dan pengendalian 

reklamasi lahan bekas tambang serta 

penghambatan laju deforestasi.  
4. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem 

alami berupa hutan daratan (termasuk lahan 

gambut) dan mangrove (termasuk bakau).  
5. Mempertahankan luasan hutan sebagai 

tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan 

konektivitas spesies yang dilindungi.  

6. Penataan aset reforma agraria, melalui 
penguatan inventarisasi dan verifikasi 

penguasaan tanah dalam kawasan hutan.  

7. Dukungan reformasi pengelolaan sampah 
yang terintegrasi dari hulu ke hilir.   

8. Penguatan implementasi skema Transfer 

Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi 
(TAPE)/Transfer Fiskal Ekologis (TFE) untuk 

mendukung pembangunan rendah karbon. 
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Penguatan mitigasi 

bencana dan 

perubahan iklim 

1. Penguatan mitigasi bencana struktural dan 

non struktural.   

2. Penguatan respon atas bencana lintas batas 
negara.   

3. Penguatan adaptasi perubahan iklim bagi 

sektor dan masyarakat yang terdampak.   
4. Pengembangan ekonomi rendah emisi dan 

berkelanjutan. 

Misi 6 

Memantapkan 

Pembangunan 
Wilayah 

yang Merata dan 

Berkeadilan 

Membangun kawasan 

perbatasan, 

pedalaman, pesisir dan 
kepulauan yang 

sejahtera 

1. Penuntasan rencana umum dan rencana rinci 

tata ruang, termasuk kewenangan tata ruang 

laut serta penyelenggaraan pengendalian 
pemanfaatan ruang.  

2. Kolaborasi pemenuhan layanan dasar pada 

kawasan pedalaman, perbatasan dan 
kepulauan.   

3. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan 

dasar dan pendukung perekonomian yang 
berkualitas di kawasan perbatasan, 

pedalaman, serta pesisir dan kepulauan.  

4. Pengembangan infrastruktur yang inklusif, 
terutama terhadap masyarakat rentan, 

termasuk penyandang disabilitas.  

5. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan 

digital.   
6. Pengembangan desa dan kawasan pedesaan di 

wilayah pedalaman dan perbatasan negara.   

7. Pemberdayaan masyarakat perbatasan, 
pedalaman, pesisir dan kepulauan yang 

inklusif  

8. Memperkuat kerjasama antar daerah untuk 
peningkatan kelancaran rantai pasok.   

9. Optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 

dan pengembangan potensi ekonomi di 
sekitarnya.   

10. Pengembangan PLBN sebagai kawasan 

pertumbuhan baru.   

11. Fasilitasi pembentukan DOB untuk akselerasi 
pembangunan kawasan perbatasan.  

12. Menyusun regulasi daerah khusus untuk 

pembangunan kawasan perbatasan dan 
pesisir.   

13. Mengalokasikan pembiayaan pembangunan 

secara berimbang untuk pembangunan 
kawasan perbatasan dan pesisir.  

14. Dukungan pembangunan jaringan distribusi 

dan listrik pedesaan, dengan output 
pemasangan sambungan baru listrik bagi 

rumah tangga yang belum berlistrik yang tidak 

mampu atau berada di daerah 3T.  

Misi 7 

Memantapkan 
Sarana dan 

Prasarana 

Berkualitas dan 
Ramah 

Lingkungan 

Pengembangan 

infrastrukur yang 
berkelanjutan 

1. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian 

vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan 
layanan dasar permukiman  

2. Penanganan permukiman kumuh secara 

komprehensif dan inklusif.  
3. Penyediaan akses air minum serta sanitasi 

aman, berkelanjutan, dan inklusif.  

4. Pengembangan sistem persampahan berbasis 

masyarakat melalui fasilitasi pengelolaan 
sampah berbasis 3R dan Pengolahan Sampah 

Terpadu (TPST).  

5. Dukungan peningkatan kapasitas pembangkit 
listrik energi terbarukan, dengan output 

pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS) di Kabupaten Nunukan, dan 
Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 

(PLTMG).  
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6. Dukungan pembangunan infrastruktur 

transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta 

infrastruktur gardu induk. 

Akselerasi konektivitas 
inter dan antar wilayah 

1. Dorongan dan fasilitasi peningkatan 
konektivitas wilayah.  

2. Pengembangan transportasi multi moda 

untuk mendukung pengembangan ekonomi 
superhub IKN.  

3. Dukungan dan fasilitasi pembangunan dan 

pengembangan bandara yang terintegrasi 

dengan pengembangan wilayah   
4. Fasilitasi pengembangan jalan Trans 

Kalimantan  

5. Pembangunan serta peningkatan kualitas 
jalan dan jembatan.   

6. Peningkatan kualitas layanan perhubungan 

yang inklusif.  
7. Pengembangan angkutan sungai untuk 

distribusi logistik serta akses ke simpul utama 

transportasi.  
8. Pengembangan transportasi perkotaan yang 

andal, sesuai, dan modern.  

9. Dukungan penguatan infrastruktur 

konektivitas penunjang logistik, dengan 
output: pengembangan Jalan Koridor 

LogistikðSekatak BujiðMalinau, Jalan Akses 

Simpul Transportasi Lingkar Pulau Sebatik, 
serta Pengembangan Bandar Udara Long 

Apung Tahap III.   

10. Penanganan konektivitas jalan/jembatan non 
lintas utama, dengan output: pengembangan 

jalan koridor logistik serta pembangunan 

jembatan koridor logistik (backbone). 

Misi 8 Mewujudkan 

Kesinambungan 
Pembangunan 

Kalimantan Utara 

untuk Mengawal 
Indonesia Emas 

Penguatan 

kesinambungan 
pembangunan 

1. Memperkuat sinkronisasi dan integrasi 

perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan 
pembangunan.  

2. Memperkuat sistem pengawasan untuk 

menjaga kesinambungan pembangunan.   
3. Peningkatan kualitas pengendalian dan 

evaluasi sebagai bahan penyusunan 

perencanaan periode pembangunan jangka 
menengah berikutnya.  

4. Memperkuat penerapan manajemen risiko 

pembangunan daerah melalui identifikasi dan 

pengelolaan risiko.   
5. Optimalisasi potensi pembiayaan 

pembangunan alternatif dan inovatif, antara 

lain KPBU, Public Private Partnership dan 
CSR.   

6. Penguatan peran GWPP untuk 

kesinambungan pembangunan 
kabupaten/kota dan provinsi, serta 

keselarasannya dengan nasional 

Strategi pembangunan kewilayahan di Provinsi Kalimantan Utara dirumuskan 

berbasis wilayah administrasi kabupaten/kota. Strategi pembangunan ini 

dirumuskan dalam rangka membangun kolaborasi dan sinergi antara provinsi dan 

kabupaten/kota di Kalimantan Utara, serta untuk merespon isu strategis, 

permasalahan dan mengoptimalkan potensi setiap daerah. Strategi pembangunan 

kewilayahan Kabupaten Malinau untuk tahun 2027 sebagai berikut : 

1. Peningkatan konektivitas di kawasan perbatasan.   

2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman.  
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3. Pembangunan fasilitas ketenagalistrikan.  

4. Akselerasi peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar.  

5. Optimalisasi kawasan PLBN dengan pengembangan fasilitas ekonomi.  

6. Pembangunan permukiman terintegrasi yang adaptif terhadap budaya.  

7. Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai  

8. Fasilitasi pembentukan DOB Kabupaten Apau Kayan  

9. Pengelolaan wilayah Heart of Borneo  

10. Perlindungan sosial dampak Proyek Strategis Nasional 

11. Perlindungan ekosistem Kawasan Hidrologi Gambut 

Kemudian pemerintah provinsi juga memiliki peran strategis dalam 

mendorong harmonisasi kebijakan, pemberian dukungan afirmatif bagi 

kabupaten/kota dengan capaian rendah, serta penguatan koordinasi lintas wilayah. 

Melalui peningkatan kinerja kabupaten/kota secara merata dan berkelanjutan, 

kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Utara akan terdorong secara signifikan, 

sehingga target pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih efektif, inklusif, dan 

berkeadilan. 

Capaian kinerja Kabupaten Malinau memiliki keterkaitan yang sangat erat 

dengan pencapaian kinerja Provinsi Kalimantan Utara, karena indikator kinerja 

provinsi pada dasarnya merupakan agregasi dari kinerja pembangunan di seluruh 

kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Capaian indikator yang tinggi, berperan 

sebagai penggerak utama peningkatan kinerja provinsi. Sebaliknya, capaian yang 

masih tertinggal pada indikator-indikator strategis menjadi faktor penahan yang 

dapat memperlambat pencapaian target provinsi secara keseluruhan. Dengan 

demikian, kesenjangan kinerja antarwilayah secara langsung memengaruhi 

kecepatan dan kualitas pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan 

Utara. Target 6 (enam) indikator makro tahun 2027 Kabupaten Malinau diarahkan 

sebagai berikut : 

¶ Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar : 3,58% 

¶ Tingkat Kemiskinan sebesar : 5,42% 

¶ Tingkat Pengangguran Terbuka : 3,01% 

¶ Indeks Pembangunan Manusia : 75,64% 

¶ Indeks Gini : 0,242% 

¶ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 87,76% 

 

4.3. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2027 

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2027 berpedoman 

pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan mengimplementasi pada sasaran 

dan arah kebijakan yang berfokus pada agenda pembangunan ditahun 2027. Pada 

pembangunan tahun 2027 ini merupakan tahun kedua bagi Pemerintah Kabupaten 

Malinau dalam merealisasikan RPJMD 2025-2029. Merujuk hal tersebut, RKPD 

Tahun 2027 ini memiliki arah pembangunan berdasarkan arahan pembangunan 

jangka menengah pada tema/fokus di tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025-

2029.   

4.3.1 Tema Pambangunan Kabupaten Malinau Tahun 2027 

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Malinau, sasaran dan prioritas 

pembangunan Kabupaten Malinau berdasarkan arah pembangunan Kabupaten 

Malinau dalam RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahap pembangunan ke-II (kedua) 
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ditahun 2027. Dengan ini, tema pembangunan Kabupaten Malinau pada tahun 2027 

adalah : 

 

 

 
 
Berdasarkan tema tersebut, pembangunan Kabupaten Malinau diarahkan 

terus berupaya memperkuat fondasi pembangunan melalui penguatan tata kelola 

kelembagaan berbasis digital untuk mencapai pemerintahan Kabupaten Malinau 

yang bersih, adaptif, melayani dan berkeadilan. Fokus ini bertujuan untuk 

menciptakan birokrasi modern yang tidak lagi kaku  melainkan transparan dan 

berpusat pada kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang bersih yang dapat 

mencegah terjadinya korupsi, transparansi anggaran yang memastikan setiap 

rupiah dapat lacak melalui sistem perencanaan yang efektif dan akuntabilitas data 

yang valid agar hasil kerja pemerintah bisa dipertanggungjawabkan secara nyata. 

Pemerintahan yang adaptif yang memungkinkan mengambil kebijakan secara cepat 

berdasarkan data real time bukan sekedar asumsi. Selain itu, pemerintahan yang 

melayani di mana masyarakat dapat mengakses layanan publik kapan saja dan di 

mana saja melalui digitalisasi yang memangkas prosedur manual yang lama dengan 

memanfaatkan teknologi untuk mempermudah urusan masyarakat. Pemerintahan 

yang berkeadilan yang dapat memastikan warga di wilayah pedalaman dan 

perbatasan mendapatkan layanan yang sama kualitasnya dan inklusiv dengan 

wilayah perkotaan. Semua upaya ini terangkum dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau tahun 2025-2029, yang 

menekankan pada tahapan penguatan tata kelola kelembagaan berbasis digital, di 

mana melalui pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Malinau bertekad untuk 

menciptakan pemerintahan yang bersih, adaptif, melayani dan berkeadilan. 

4.3.2. Sasaran dan Prioritas Pambangunan Kabupaten Malinau Tahun 2027 

RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD periode 

2025-2029 khususnya pada poin sasaran dan target pembangunan ditahun 

berkenaan. Dokumen RKPD perlu memperhatikan kondisi aktual capaian kinerja 

pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat (Nasional) dalam dokumen RKP 

2027. Selanjutnya dokumen RKPD juga harus selaras dengan pembangunan 

pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang tercantum dalam RKPD 2027 Provinsi 

Kalimantan Utara. Menindaklanjuti hal tersebut maka prioritas pembangunan dan 

sasaran pembangunan Kabupaten Malinau selain memedomani RPJMD namun juga 

mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah 

Provinsi. Dengan ini sasaran dan prioritas Kabupaten Malinau harus selaras dengan 

kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

Kabupaten Malinau mampu mendukung secara optimal pencapaian target 

pembangunan Provinsi dan Nasional.  

Perumusan prioritas harus memahami kondisi aktual dan permasalahan 

pembangunan yang sedang terjadi, dengan memperhatikan kondisi yang terupdate 

dan rumusan kebijakan pembangunan dalam RPJMD terutama pada agenda 

pembangunan tahun 2027, sehingga dalam perumusan prioritas pembangunan 

diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Dengan 

ñPENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN BERBASIS DIGITAL  
MENUJU PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADAPTIF, MELAYANI DAN 

BERKEADILANò 
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begitu target tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai dengan maksimal. 

Berikut disajikan keterkaitan permasalahan pembangunan dengan rumusan 

prioritas pembangunan tahun 2027. 

Tabel IV.5  

Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis serta  

Prioritas Pembangunan Tahun 2027 

ISU STRATEGIS PERMASALAHAN TUJUAN SASARAN 
PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 2027 

Konsistensi 
pelayanan dasar 

yang mudah diakses 

masyarakat 

Kabupaten Malinau 

Belum optimalnya 
pembangunan 

sumber daya 

manusia yang unggul 

dan berdaya saing 

Tujuan 1. Terwujudnya Sumber 
Daya Manusia yang unggul, 

sejahtera, dan bermartabat 

  

  Sasaran 1.1 
Meningkatnya Akses 

dan Kualitas 

Pendidikan yang 

Merata 

Meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia 

yang unggul dan berdaya 

saing 

 Sasaran 1.2 

Meningkatnya 

Derajat Kesehatan 

Masyarakat 

Percepatan 

menekan angka 

kemiskinan yang 
tepat sasaran 

Belum optimalnya 

tingkat produktivitas 

masyarakat dalam 
menekan angka 

kemiskinan 

Sasaran 1.3 

Meningkatnya  

kesetaraan dan 
perlindungan dalam 

pembangunan dan 

kehidupan sosial 

masyarakat 

Peningkatan kemandirian 

dan produktivitas 

perdesaan dalam 

pembangunan ekonomi 

dan sarana prasarana 

kewilayahan 

  
Sasaran 1.4 

Meningkatnya 

Kualitas Kehidupan 

Keluarga dan 

Penerapan Nilai-Nilai 

Budaya untuk 
mendukung SDM 

yang berkarakter 

dan beretika 

 

Sasaran 1.5 

Menurunnya Tingkat 

Kemiskinan 
 

1. Keberlanjutan 

pembangunan 

PLTA Mentarang 

sebagai roda 

penggerak 

perekonomian 

Malinau 

2. Transformasi 

ekonomi 

berkelanjutan 

menuju ekonomi 

hijau 

 

Belum optimalnya 

pembangunan 

ekonomi sektor 

unggulan daerah 

Tujuan 2. Meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi daerah 

   

  Sasaran 2.1 

Meningkatnya 

pengembangan 

ekonomi sektor 

unggulan 

Peningkatan kemandirian 

dan produktivitas 

perdesaan dalam 

pembangunan ekonomi 

dan sarana prasarana 

kewilayahan 

 

 

Sasaran 2.2 

Meningkatnya nilai 

tambah  produk 

olahan pertanian, 
Perkebunan dan 

Perikanan 

 

Sasaran 2.3 
Meningkatnya 

Realisasi nilai 

investasi 

 

Sasaran 2.4 

Terwujudnya 

infrastruktur 

pendukung investasi 

 

Sasaran 2.5 

Meningkatnya 

kemandirian 

ekonomi daerah 

 

Pembangunan 

infrastruktur yang 

berkeadilan, 
konsisten dan 

berkualitas 

Belum optimalnya 

pembangunan 

infrastruktur yang 
merata dan 

berkualitas 

Tujuan 3. Meningkatkan 

kapasitas infrastruktur 

pembangunan yang adil dan 
handal 

  

 

  Sasaran 3.1 
Meningkatnya 
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ISU STRATEGIS PERMASALAHAN TUJUAN SASARAN 
PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 2027 

kapasitas dan 

kualitas aksesibilitas 

dan konektivitas 
antar wilayah 

Peningkatan infrastruktur 

publik serta jaringan 

logistik yang berkualitas 

dan merata 

 
Sasaran 3.2 

Meningkatnya 
Pemerataan 

Infrastruktur Dasar 

Wilayah 

 

Keberlanjutan 

ketahanan kualitas 

lingkungan hidup 

serta ketangguhan 

mengantisipasi 
bencana daerah 

Adanya potensi 

kerusakan 

lingkungan hidup 

dampak aktivitas 

pembangunan 

Tujuan 4. Meningkatnya 

kualitas lingkungan hidup yang 

lestari dan ketahanan bencana 

daerah 

  

 

  Sasaran 4.1 

Meningkatnya 

Kualitas Lingkungan 

Hidup 

Mitigasi struktural dan 

non struktural dalam 

penanggulangan bencana 

dan adaptasi perubahan 

iklim 

 

 

Sasaran 4.2 

Meningkatnya 

kapasitas daerah 
dalam penanganan 

bencana 

 

Tuntutan 
implementasi 

pemanfaatan 

digitalisasi dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 
pembangunan 

Belum optimalnya 
penyelenggaraan tata 

kelola pemerintahan 

yang baik dan 

melayani 

Tujuan 5. Meningkatkan kinerja 
pemerintah daerah yang baik, 

bersih, dan berorientasi 

pelayanan 

  

 

  Sasaran 5.1 

Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

publik 

Digitalisasi pelayanan 

publik yang inovatif dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pembangunan 

 

Sasaran 5.2 

Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

Pemerintah Daerah 

 

Sasaran 5.3 

Meningkatnya 

kualitas pengelolaan 
keuangan dan aset 

daerah 

 

 
Memahami terkait perumusan prioritas pembangunan diatas, dan merujuk 

pada sasaran pembangunan pada tahun 2027 dan target yang telah disesuaikan 

berdasarkan data capaian realisasi 2024 dan 2025 maka keterkaitan prioritas 

pembangunan, sasaran dan target pembangunan tahun 2027 disajikan pada tabel 

sebagai berikut. 

Tabel IV.6  

Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2027 
PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

2027 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN 

REALISASI 

TAHUN 

2025 

TARGET 

2027 

 Tujuan 1. Terwujudnya 

Sumber Daya Manusia 

yang unggul, sejahtera, 

dan bermartabat 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Poin 75,21 75,64 

Meningkatkan 

kualitas sumber 

daya manusia yang 
unggul dan berdaya 

saing 

 

  Sasaran 1.1 

Meningkatnya 

Akses dan 
Kualitas 

Pendidikan 

yang Merata 

Indeks 

Pendidikan 

Poin 69,86 72,65 

Sasaran 1.2 

Meningkatnya 
Derajat 

Kesehatan 

Masyarakat 

Indeks 

Kesehatan 

Poin 82,05 82,09 
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PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

2027 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN 

REALISASI 

TAHUN 

2025 

TARGET 
2027 

Peningkatan 

kemandirian dan 
produktivitas 

perdesaan dalam 

pembangunan 

ekonomi dan sarana 

prasarana 

kewilayahan 
 

Sasaran 1.3 

Meningkatnya  
kesetaraan dan 

perlindungan 

dalam 

pembangunan 

dan kehidupan 

sosial 
masyarakat 

Indeks 

Ketimpangan 
Gender* 

Poin 0,448 0,446 

Persentase 

Kelompok 
Disabilitas 

mengakses 

layanan dasar 

Persen 64,08 100 

Sasaran 1.4 

Meningkatnya 
Kualitas 

Kehidupan 

Keluarga dan 

Penerapan 

Nilai-Nilai 
Budaya untuk 

mendukung 

SDM yang 

berkarakter 

dan beretika 

Indeks 

Pembangunan 
Kebudayaan 

Poin Belum rilis 61,17 

Indeks 

Pembangunan 
Keluarga 

(IBANGGA) 

Poin 53,9 69,07 

Sasaran 1.5 

Menurunnya 

Tingkat 

Kemiskinan 

Tingkat 

Kemiskinan 

% 5,56 5,42 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

% 3,42 3,01 

Indeks Gini Poin 0,249 0,242 

 Tujuan 2. Meningkatkan 
laju pertumbuhan 

ekonomi daerah 

Pertumbuhan 
PDRB (non 

Batubara) 

% 7,35 7,35 

Peningkatan 

kemandirian dan 

produktivitas 

perdesaan dalam 

pembangunan 

ekonomi dan sarana 
prasarana 

kewilayahan 

 

  Sasaran 2.1 

Meningkatnya 

pengembangan 

ekonomi sektor 

unggulan 

Kontribusi 

sektor 

pertanian 

terhadap 

PDRB 

% 9,26 10,79 

Kontribusi 

sektor 

perindustrian 

terhadap 
PDRB 

% 2,12 2,19 

Kontribusi 

Sektor 
Pariwisata 

terhadap 

PDRB 

% 2,21 2,21 

Kontribusi 

Sektor 

Perikanan 

terhadap 

PDRB 

% 0,27 1,08 

Sasaran 2.2 

Meningkatnya 

nilai tambah 
produk olahan 

pertanian, 

Perkebunan 

dan Perikanan 

Pertumbuhan 

nilai produksi 

pengolahan 
sector 

pertanian 

% Belum rilis 6,49 

Sasaran 2.3. 

Meningkatnya 

Realisasi nilai 

investasi 

Pertumbuhan 

realisasi 

investasi 

daerah  

% -5,31 1,01 

Sasaran 2.4 

Terwujudnya 

infrastruktur 
pendukung 

investasi 

Persentase 

infrastruktur 

daerah 
penunjang 

investasi yang 

dalam kondisi 

mantap 

% 30,29 40 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-33 
 

 

PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

2027 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN 

REALISASI 

TAHUN 

2025 

TARGET 
2027 

Sasaran 2.5 

Meningkatnya 
kemandirian 

ekonomi 

daerah 

Rasio 

Kemandirian 
Fiskal 

% 5,21 5,21 

Laju inflasi 

daerah  

% 2,93 2,5 ± 1 

 Tujuan 3. Meningkatkan 

kapasitas infrastruktur 

pembangunan yang adil 
dan handal 

Indeks 

Infrastruktur 

Poin 63,58 63,58 

Peningkatan 

infrastruktur publik 
serta jaringan 

logistik yang 

berkualitas dan 

merata 

 

  Sasaran 3.1 

Meningkatnya 
kapasitas dan 

kualitas 

aksesibilitas 

dan 

konektivitas 
antar wilayah 

Indeks 

Konektivitas  

Poin 0,54 0,60 

Sasaran 3.2 

Meningkatnya 
Pemerataan 

Infrastruktur 

Dasar Wilayah 

Persentase 

wilayah yang 
memiliki 

infrastruktur 

layanan dasar 

baik 

% 48,122 48,122 

 Tujuan 4. Meningkatnya 

kualitas lingkungan 

hidup yang lestari dan 

ketahanan bencana 

daerah 

Penurunan 

Intensitas 

Emisi GRK 

Ton CO2  Belum rilis 3.628.845,66 

Indeks Risiko 

Bencana 

Poin 127,51 123,5 

Mitigasi struktural 

dan non struktural 

dalam 

penanggulangan 

bencana dan 
adaptasi perubahan 

iklim 

 

  Sasaran 4.1 

Meningkatnya 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

Indeks 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

Poin 87,24 87,76 

Sasaran 4.2 

Meningkatnya 

kapasitas 
daerah dalam 

penanganan 

bencana 

Indeks 

Ketahanan 

Daerah 

Poin 0,39 0,51 

 Tujuan 5. Meningkatkan 

kinerja pemerintah 

daerah yang baik, bersih, 

dan berorientasi 

pelayanan 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

Poin 65,44 74,68 

Digitalisasi 

pelayanan publik 

yang inovatif dalam 
penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pembangunan 

  Sasaran 5.1 

Meningkatnya 

kualitas 
pelayanan 

publik 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Poin 83,66 85,89 

Sasaran 5.2 
Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

Pemerintah 

Daerah 

Nilai SAKIP Nilai 71,17 76,05 

Sasaran       5.3 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 
keuangan dan 

aset daerah 

Opini BPK Predikat WTP WTP 

 
Sesuai agenda pembangunan dan prioritas pembangunan Kabupaten Malinau 

pada tahun 2027, maka berikut penjabaran program prioritas pembangunan dapat 

terlihat pada tabel berikut : 
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Tabel IV.7  

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2027 
TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS 

Terwujudn

ya Sumber 

Daya 

Manusia 

yang 
unggul, 

sejahtera, 

dan 

bermartab

at 

  
  

    Indeks Pembangunan 

Manusia 

  

Meningkatnya 

Akses dan 

Kualitas 

Pendidikan 

yang Merata 

  Indeks Pendidikan   

Meningkatnya 
kualitas dan 

pemerataan hasil 

belajar Peserta 

Didik 

¶ Skor Kemampuan Literasi 

SD (Nilai). 

¶ Skor Kemampuan Literasi 

SMP (Nilai) 

¶ Skor Kemampuan 

Numerasi SD (Nilai) 

¶ Skor Kemampuan 

Numerasi SMP (Nilai) 

Program Pengelolaan 
Pendidikan 

Meningkatnya 

Kualitas dan 

Pemerataan 
Layanan Satuan 

Pendidikan 

¶ Indeks Iklim inklusivitas 

SD/MI/Paket A (%) 

¶ Indeks Iklim inklusivitas 

SMP/MTs/Paket B (%) 

¶ Indeks Iklim Keamanan 
SD/MI/Paket A (%) 

¶ Indeks Iklim Keamanan 

SMP/MTs/Paket B (%) 

¶ Indeks Iklim Kebhinekaan 
SD/MI/Paket A (%) 

¶ Indeks Iklim Kebhinekaan 

SMP/MTs/Paket B (%) 

¶ Persentase PAUD 

terakreditasi B (%) 

Program Pengelolaan 

Pendidikan 

Meningkatnya 
partisipasi dan 

pemerataan 

Peserta Didik 

¶ APK SD/MI/Paket A 7-12 

Tahun (%) 

¶ APK SMP/MTs/Paket B 

13-15 Tahun (%) 

¶ APM PAUD 5-6 Tahun (%) 

¶ APM SD/MI/Paket A 7-12 

Tahun (%) 

¶ APM SMP/MTs/Paket B 

13-15 Tahun (%) 

¶ APS Kesetaraan 7-18 

Tahun (%) 

¶ APS PAUD 5-6 Tahun (%) 

¶ APS SD/MI/Paket A 7-12 

Tahun (%) 

¶ APS SMP/MTs/Paket B 13-

15 Tahun (%) 

Program Pengelolaan 
Pendidikan 

Meningkatnya 
Penataan dan 

Pendistribusian 

Pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

¶ Rasio Pendidik dan Murid 

jenjang  PAUD (Rasio) 

¶ Rasio Pendidik dan Murid 

jenjang SD (Rasio) 

¶ Rasio Pendidik dan Murid 

jenjang SMP (Rasio) 

Program Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 

Meningkatnya 

Akses dan Mutu 

Layanan 

Perpustakaan 

Sesuai Dengan 

Standar Nasional 
Perpustakaan 

(SNP) 

Persentase Perpustakaan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota Yang 

Sesuai SNP (%) 

Program Pembinaan 

Perpustakaan 

 

Meningkatnya 
kualitas kebijakan 

kesejahteraan 

rakyat (Bagian 

Kesejahteraan 

Rakyat) 

Efektifitas Pelaksanaan 
Kebijakan kesejahteraan 

rakyat (%) 

Program Pemerintahan 
dan Kesejahteraan 

Rakyat (Desa Sarjana 

Unggul) 

Meningakatnya 

kualitas dan akses 

layanan dasar 
sosial di desa 

¶ Persenatse desa yang 

memiliki paud berstandar 
baik (%) 

¶ Persentase Desa dengan 

posyandu/puskesmas 

dalam kondisi baik  (%) 

Program Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat dan 

Masyarakat Hukum 
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Meningkatnya 
akses masyarakat 

desa terhadap 

layanan 

pendidikan dasar 

Persentase anak usia 
sekolah yang bersekolah (%) 

Adat. (Desa Sarjana 
Unggul) 

Meningkatnya 

Derajat 

Kesehatan 

Masyarakat 

  

  Indeks Kesehatan   

Meningkatnya 

status 

kesejahteraan ibu 

dan anak 

¶ Angka kematian balita 

(Angka) 

¶ Angka kematian ibu 
(Angka) 

Program Pemenuhan 

Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

Terkendalinya 

penyakit menular 
dan tidak menular 

¶ Insiden HIV (%) 

¶ Insiden TBC (Angka) 

¶ Persentase DM dalam 

pengendalian (%) 

¶ Persentase Hipertensi 

dalam pengendalian (%) 

Meningkatnya 

status gizi 

masyarakat 

Prevalensi wasting balita 

(angka) 

Meningkatnya 

kualitas faskes 
¶ Persentase faskes yang 

mendapatkan akreditasi 

paripurna (%) 

¶ Proporsi faskes terintegrasi 

SIKN (Angka) 

Meningkatnya 
kepesertaan JKN 

Persentase cakupan JKN (%) 

Meningkatnya 

kualitas layanan 

rujukan 

Indikator Nasional Mutu  

(INM) RS (Angka) 

Meningkatnya 

kualitas 

perbekalan Faskes 

¶ Proporsi faskes dengan 

perbekalan kesehatan 
sesuai standar (Angka) 

¶ Proporsi faskes dengan 

SPA sesuai standar (Angka) 

Meningkatnya 

PHBS Masyarakat 
¶ Persentase 

desa/kelurahan STBM (%) 

¶ Persentase rumah tangga 

ber PHBS (%) 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang 

Kesehatan 

Meningkatnya 
kualitas tenaga 

medis dan tenaga 

kesehatan sesuai 

standar 

Rasio Nakes dan named 
sesuai standar (Angka) 

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

Meningkatnya  

kesetaraan 

dan 

perlindungan 

dalam 
pembangunan 

dan 

kehidupan 

sosial 

masyarakat 
  

  Indeks Ketimpangan 

Gender 

  

Meningkatnya 

peran dan 

partisipasi 

perempuan dalam 

pembangunan 

¶ Persentase partisipasi 

perempuan di lembaga 

pemerintah (%) 

¶ Persentase Perangkat 

Daerah yang menerapkan 

Perencanaan dan 

Penganggaran Responsif 

Gender (PPRG) (%) 

¶ Persentase perempuan 

yang aktif dalam organisasi 

wanita (%) 

Program 

Pengarusutamaan 

Gender dan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

Menurunnya 

kekerasan 

terhadap 
perempuan 

Prevalensi kekerasan 

terhadap perempuan   (%) 

Program Perlindungan 

Perempuan 

Meningkatnya 

perlindungan 
terhadap anak 

Prevalensi kekerasan 

terhadap anak (%) 

Program Perlindungan 

Khusus Anak 

Meningkatnya 

kualitas hidup 

anak 

Persentase Anak yang 

mendapatkan layanan 

peningkatan kualitas hidup 

anak (%) 

Program Pemenuhan 

Hak Anak 
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  Persentase Kelompok 
Disabilitas mengakses 

layanan dasar 

  

Meningkatnya 

cakupan 

pemenuhan 
kebutuhan dasar 

PPKS 

Persentase PPKS yang 

mendapat bantuan 

kebutuhan dasar sesuai 
kriteria (%) 

Program Rehabilitasi 

Sosial 

Meningkatnya 
Akses Disabilitas 

terhadap layanan 

dasar 

Persentase fasilitas layanan 
dasar ramah disabilitas (%) 

Meningkatnya 

Kualitas 

Kehidupan 
Keluarga dan 

Penerapan 

Nilai-Nilai 

Budaya untuk 

mendukung 

SDM yang 
berkarakter 

dan beretika 

  

  Indeks Pembangunan 

Keluarga (IBANGGA)* 

  

Meningkatnya 

kualitas ketahanan 

keluarga 

Persentase keluarga yg 

mengikuti program 

pemberdayan secara aktif 

(%) 

Program Pemberdayaan 

dan Peningkatan 

Keluarga Sejahtera (KS) 

Meningkatnya 

cakupan 
pemenuhan 

kebutuhan dasar 

PPKS 

Persentase PPKS yang 

mendapat bantuan 
kebutuhan dasar sesuai 

kriteria (%) 

Program Rehabilitasi 

Sosial 

Meningkatnya 

Akses Disabilitas 

terhadap layanan 

dasar 

Persentase fasilitas layanan 

dasar ramah disabilitas (%) 

  Indeks Pembangunan 

Kebudayaan 

  

Meningkatnya 

Kualitas 

pelestarian OPK 

dan CB 

Persentase OPK dan CB yang 

dilindungi sesuai 

standar/ketentuan (%) 

Program Pengembangan 

Kebudayaan 

Meningkatnya 

Pelestarian 

Kesenian 

Tradisional 

Persentase Peningkatan 

Capaian Pembinaan dan 

Pengembangan Kesenian 

Tradisional (%) 

Program Pengembangan 

Kesenian Tradisional 

Meningkatnya 
pembudayaan dan 

prestasi olahraga 

Rasio Cabor dan Atletnya 
yang berprestasi 

Program pengembangan 
kapasitas daya saing 

keolahragaan 

Menurunnya 

Tingkat 

Kemiskinan 

  

  

  

  

¶ Angka Kemiskinan 

¶ Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

¶ Indeks Gini 

  

Meningkatnya 

Pemberdayaan 

usaha, menengah, 

kecil dan mikro 

(UMKM) 

Persentase UMKM yang 

diberdayakan (%) 

Program Pemberdayaan 

Usaha Menengah, 

Usaha Kecil dan Usaha 

Mikro (UMKM) 

Meningkatnya 

kapasitas tenaga 

kerja 

Persentase tenaga kerja 

terdaftar yang memiliki 

kompetensi/ sertfikasi 

Program Pelatihan Kerja 

dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Meningkatnya 

penempatan 

tenaga kerja 

Persentase pencari kerja 

yang terdaftar dan 

ditempatkan (%) 

Program Penempatan 

Tenaga Kerja 

Meningkatnya 

cakupan 

perlindungan dan 
jaminan sosial bagi 

masyarakat miskin 

¶ Persentase masyarakat 

miskin memiliki BPJS (%) 

¶ Persentase masyarakat 

miskin menerima bantuan 

sosial (%) 

Program Perlindungan 

dan Jaminan Sosial 

 

Meningkatnya 

efektivitas 

pemberdayaan 

ekonomi 

masyarakat miskin 

Jumlah masyarakat miskin 

yang dibina mampu berwira 

usaha mandiri (%) 
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Meningkatnya 
kualitas data data 

tunggal sosial 

ekonomi nasional 

( DTSEN) 

Pesentase data DTSEN yang 
terverifikasi dan tervalidasi 

(%) 

Meningkat

kan laju 

pertumbuh

an 

ekonomi 
daerah 

  

    Pertumbuhan ekonomi 

(non Batubara)  

  

Meningkatnya 

Pengembanga

n Ekonomi 

Sektor 

unggulan 

  Kontribusi sektor 

pertanian terhadap PDRB 

  

Meningkatnya 

Pemanfaatan 

Sarana Pertanian 

Yang Berkualitas 

¶ Persentase kelompok tani 

yang menggunakan 

Alsintan (%) 

¶ Persentase kelompok tani 

yang menggunakan benih 

yang berkualitas (%) 

¶ Persentase kelompok tani 

yang menggunakan pupuk 

berimbang (%) 

Program penyediaan 

dan pengembangan 

sarana pertanian 

Meningkatnya 

kualitas prasarana 

pertanian 

¶ Persentase luas lahan 

pertanian yang 

mendapatkan akses jalan 

usaha tani (%) 

¶ Persentase Luas Lahan 

Pertanian yang 

Mendapatkan Akses 

Jaringan Irigasi Tersier (%) 

Program Penyediaan 

dan Pengembangan 

Prasarana Pertanian 

Meningkatnya 

Keberagaman / 

Diversivikasi 
Pangan 

Angka Ketersediaan Pangan 

Utama (Kg/Orang) 

Program 

peningkatan  diversifika

si dan ketahanan 
pangan masyarakat 

Menurunnya 

daerah potensi 
kerawanan pangan 

Persentase Daerah Rentan 

Rawan Pangan (%) 

Program Penanganan 

Kerawanan Pangan 

Meningkatnya 

kinerja  pelayanan  

penyediaan 

jaringan irigasi 

Persetase luas layanan 

irigasi multikomoditas 

kewenangan 

kabupaten/kota (%) 

Program Pengelolaan 

Sumber Daya Air 

 Kontribusi Sektor 

Perindustrian terhadap 

PDRB 

 

Meningkatnya 

Pemberdayaan 
usaha, menengah, 

kecil dan mikro 

(UMKM) 

Persentase UMKM yang 

diberdayakan (%) 

Program Pemberdayaan 

Usaha Menengah, 
Usaha Kecil dan Usaha 

Mikro (UMKM) 

 Kontribusi Sektor 

Pariwisata terhadap PDRB 

  

Meningkatnya 

daya tarik 

destinasi 

pariwisata 

Persentase Destinasi yang 

terkelola sesuai standar (%) 

Program Peningkatan 

Daya Tarik Destinasi 

Pariwisata 

Meningkatnya 

Kualitas Promosi 

Pariwisata 

Persentase Kunjungan  (%) Program Pemasaran 

Pariwisata 

Meningkatnya 

Peran SDM di 

Sektor Pariwisata 

dan Ekonomi 
Kreatif 

Persentase Pelaku 

Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Yang Aktif (%) 

Program Pengembangan 

sumber daya Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif 

   Kontribusi Sektor 

Perikanan terhadap PDRB 
   

Meningkatnya 

Produksi 

perikanan 

budidaya 

Jumlah produksi perikanan 

budidaya (Ton) 

Program Pengelolaan 

Perikanan Budidaya 

Meningkatnya 

nilai tambah 

produk olahan 

  

  

Pertumbuhan nilai 

produksi pengolahan 

sektor pertanian 
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pertanian 
dalam arti 

luas  

Meningkatnya 
kelembagaan 

pertanian 

Pertumbuhan kelompok 
petani yang naik 

kelas/status 

Program Penyuluhan 
Pertanian 

Meningkatnya 

Realisasi nilai 

investasi 

  

  Pertumbuhan realisasi 

investasi daerah  

  

Meningkatnya 
kemudahan 

perijinan dan 

berusaha 

Persentase perda/perbup 
yang ramah investasi 

Program Pengembangan 
Iklim Penanaman Modal 

Terwujudnya 

infrastruktur 

pendukung 

investasi 

  

  Persentase infrastruktur 

daerah penunjang 

investasi yang dalam 

kondisi mantap  

  

Meningkatnya 

Pelayanan 
Perizinan 

Persentase   Izin yang 

diterbitkan tepat waktu dan 
sesuai standar  (%) 

Program Pelayanan 

Penanaman Modal 

Meningkatnya 
kualitas 

kelembagaan 

hubungan 

industrial 

¶ Persentase Penurunan 

Kasus Hubungan 

Industrial  (%) 

¶ Persentase perusahaan 

yang menerapkan tata 

kelola kerja yang layak 

(PP/PKB, LKS, Bipartit, 

struktur skala upah dan 

BPJS) 

Program Hubungan 
Industrial 

Meningkatnya 

kemandirian 

ekonomi 

daerah 

  

  Rasio kemandirian fiskal    

Meningkatnya 
kemandirian 

ekonomi desa 

¶ Persentase Desa dengan 

BUMDes Aktif (%). 

¶ Persentase Kelompok 

Masyarakat Penggerak 

Ekonomi Aktif (%) 

Program Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Meningkatnya 
kualitas 

administrasi desa 

(perencanaan dan 

pelaporan 

kinerja+keuangan 
desa) 

¶ Persentase desa yang 

menyampaikan laporan 

realisasi APBDesa tepat 

waktu (%) 

¶ Persentase desa yang 

menyusun RKPDes tepat 

waktu (%) 

Meningkatnya 

Peran Pemuda 

Dalam 
Perekonomian dan 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

¶ Jumlah Pemuda (Usia 16-

30) Yang Berwirausaha 

(Orang)  

¶ Tingkat partisipasi 

pemuda dalam organisasi 

kepemudaan dan 

organisasi sosial 

kemasyarakatan (%) 

Program Pengembangan 

kapasitas daya saing 

kepemudaan 

  Laju inflasi daerah    
 

Meningkatnya 

kelancaran 

distribusi dan 

stabilitas harga 

barang kebutuhan 

pokok dan barang 
penting 

Persentase koefisien harga 

bapokting  (%) 

Program Stabilisasi 

Harga Barang 

Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting 

Meningkat

kan 
Kapasitas 

Infrastrukt

ur 

Pembangu

nan yang 
Adil dan 

Handal 

  

    Indeks Infrastruktur   

Meningkatnya 

kapasitas dan 

Kualitas 
Aksesbilitas 

dan 

Konektivitas 

antar wilayah 

  

  Indeks Konektivitas 

Wilayah 

  

Meningkatnya 

Konektivitas jalan 

Persentase jalan dalam 

kondisi mantap 

Program 

Penyelenggaraan Jalan 

Meningkatnya 

kualitas kebijakan 

pengelolaan 

perekonomian dan 

pembangunan 
(Bagian 

Efektivitas Pelaksanaan 

Kebijakan Pengelolaan 

Perekonomian dan 

Pembangunan (Persentase) 

Program Perekonomian 

dan Pembangunan 
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Perekonomian dan 

SDA) 

Meningkatnya 
Pemerataan 

Infrastruktur 

Dasar Wilayah 

  

  Persentase wilayah yang 
memiliki infrastruktur 

layanan dasar baik 

  

Meningkatnya 
kualitas 

pelaksanaan 

Perencanaan 

penataan ruang 

Persentase Pelaksanaan 
Perencanaan Tata Ruang 

Daerah (%) 

Program 
Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

 

Meningkatnya 

kualitas 

pelaksanaan 

Pemanfaatan 

penataan ruang 

Persentase pelaksanaan 

pemanfaatan Tata Ruang 

Daerah (%) 

Meningkatnya 

kualitas 
pelaksanaan 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang 

Persentase pelaksanaan 

pengendalian pemanfaatan 
tata ruang daerah (%) 

Meningkatnya 

pengelolaan dan 

pengembangan 

Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) 

Persentase rumah tangga 

mendapat akses layanan air 

minum yang layak (%) 

Program Pengelolaan 

dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air 

Minum 

Meningkatkan 

Kualitas Kawasan 
Permukiman 

Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) 

Persentase rumah layak 

huni dalam kawasan 
permukiman kumuh (%) 

Program Kawasan 

Permukiman 

Meningkatnya 

cakupan dan 

efektivitas 

pengelolaan air 
limbah domestik 

Persentase rumah tangga 

yang dilayani SPALD (Sistem 

Pengelolaan Air Limbah 

Domestik) (%) 

Program Pengelolaan 

dan Pengembangan 

Sistem Air Limbah 

Meningkatnya 

ketersediaan 
prasarana dan 

utilitas umum 

perumahan 

Persentase perumahan yang 

sudah dilengkapi PSU 

(Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum) (%) 

Program Peningkatan 

Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum (PSU) 

Meningkatnya 

kinerja  pelayanan  

penyediaan 

jaringan irigasi 

Persetase luas layanan 

irigasi multikomoditas 

kewenangan 

kabupaten/kota (%) 

Program Pengelolaan 

Sumber Daya Air (SDA) 

Meningkatnya 

cakupan 

Infrastruktur 

Telekomunikasi 

dan layanan publik 
berbasis IT 

¶ Persentase Layanan Publik 

Yang Diselenggarakan 

secara Online Dan 

Terintregrasi (%) 

¶ Persentase Wilayah yang 

memiliki akses digital dan 

telekomunikasi (%) 

Program Pengelolaan 

Aplikasi Informatika 

Meningkat
nya 

kualitas 

lingkungan 

hidup yang 

lestari dan 

    ¶ Penurunan Intensitas 

Emisi GRK. 

¶ Indeks Resiko Bencana 

  

Meningkatnya 

Kualitas 

  Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup**  
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ketahanan 
bencana 

daerah  

  

  

  

Lingkungan 
Hidup 

  

  

Meningkatnya 
status mutu air, 

udara dan tanah 

¶ Persentase parameter 

status mutu udara yang 

tidak melampui baku 

mutu (%) 

¶ Persentase parameter 
kualitas tanah yang 

memenuhi baku mutu 

sesuai perentukannya (%) 

¶ Persentase pemenuhan 
status mutu air dalam 

kategori baik (%) 

Program Pengendalian 
Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

Optimalisasi 
Pengelolaan 

sampah 

Persentase Pengelolaan 
Persampahan (%) 

Program Pengelolaan 
Persampahan 

Meningkatnya 
penanganan 

Bahan Berbahaya  

dab Beracun (B3) 

Limbah Bahan 

Berbahaya dan 

Beracun (Limba 
B3) 

Persentase limbah B3 yang 
tertangani (%) 

Program Pengendalian 
Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) dan 

Limbah bahan 

berbahaya dan beracun 

(limbah B3) 

Meningkatnya 

kapasitas 
daerah dalam 

penanganan 

bencana 

  

  Indeks Ketahanan Daerah   

Meningkatnya 

Penyebarluasan 

Data dan Informasi 
Kebencanaan 

Persentase Masyarakat yang 

mendapat layanan informasi 

Rawan Bencana (%) 

Program 

Penanggulangan 

Bencana 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana 

¶ Persentase Dokumen 

Kebencanaan (%) 

¶ Persentase Masyarakat 

yang memperoleh layanan 

pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap 

Bencana (%) 

¶ Persentase Pelatihan dan 

Simulasi Masyarakat Yang 

Dilaksanakan (%) 

¶ Persentase Pembentuk 

Desa Tanggu Bencana (%) 

Meningkatkan 

kecepatan dan 

efektivitas 

penyelamatan dan 
evakuasi korban 

bencana serta 

penanganan pasca 

bencana 

Persentase Respon time 

Penanganan Bencana  (%) 

Meningkatnya 

kinerja 

penanganan banjir 

Persentase peningkatan 

perlindungan kawasan 

permukiman rawan banjir 

kewenangan 

kabupaten/kota (%) 

Program Pengelolaan 

Sumber Daya Air 

Meningkat

kan 
Kinerja 

Pemerinta

h Daerah 

yang Baik,  

Bersih dan 

Berorienta
si 

Pelayanan 

  

    Indeks Reformasi 

Birokrasi* 

  

Meningkatnya 

kualitas 
pelayanan 

publik 

  Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

  

Meningkatnya 
Pengembangan 

Kompetensi ASN 

Persentase ASN Yang 
mendapatkan 

Pengembangan Kompetensi 

Sesuai Kualifikasi (%) 

Program Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

Meningkatnya 
Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

¶ Persentase gangguan 

Trantibum yang dapat 

diselesaikan (%) 

¶ Persentase Perda dan 
Perkada yang ditegakkan  

(%) 

Program Peningkatan 
Ketentraman dan 

ketertiban Umum 
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Meningkatnya 
Masyarakat Paham 

Peraturan Daerah 

Persentase Peningkatan 
Masyarakat Yang Teredukasi 

Perda (%) 

Meningkatnya 
Kapasitas Sumber 

daya Manusia 

Bidang 

Trantibunlinmas 

¶ Persentase Petugas Linmas 

yang Meningkat 

Kapasitasnya  (%) 

¶ Presentase SDM Satpol PP 

yang memenuhi Standar 
Kualifikasi  (%) 

Meningkatnya 

cakupan 

Infrastruktur 

Telekomunikasi 

dan layanan publik 

berbasis IT 

¶ Persentase Layanan Publik 

Yang Diselenggarakan 

secara Online Dan 

Terintregrasi (%) 

¶ Persentase Wilayah yang 

memiliki akses digital dan 

telekomunikasi (%) 

Program Pengelolaan 

Aplikasi Informatika 

Meningkatnya 

pemanfataan 

inovasi daerah  

dalam 

pembangunan 

Persentase Produk Inovasi 

yang Dimanfaatkan 

Program Riset dan 

Inovasi Daerah 

Meningkatnya 

harmonisasi dan 

sinkronisasi 
rancangan produk 

hukum daerah 

yang sesuai 

dengan peraturan 

perundang-
undangan, 

kebutuhan 

masyarakat dan 

penyelenggaraan 

pemerintah daerah 

(Bagian Hukum) 

¶ Persentase kepastian 

hukum melalui bantuan 

hukum dan pelayanan 

hukum serta pelaksanaan 

HAM dan kesadaran 

hukum (%) 

¶ Persentase Naska produk 

hukum daerah dan 

Perundang-undangan yang 

didokumentasikan (%) 

¶ Persentase Produk Hukum 

Daerah Yang Ditetapkan 

(%) 

Program Pemerintahan 

dan Kesejahteraan 

Rakyat 

Meningkatnya 
kualitas kebijakan 

kesejahteraan 

rakyat (Bagian 

Kesejahteraan 

Rakyat) 

Efektifitas Pelaksanaan 
Kebijakan kesejahteraan 

rakyat (%) 

Meningkatnya 

kualitas kebijakan 

kesejahteraan 
rakyat (Bagian Tata 

Pemerintahan) 

Efektifitas Pelaporan 

penyelenggaraan 

pemerintah daerah sesuai 
ketentuan (%) 

Meningkatnya 
Efektivitas 

Pemantauan 

Tindak Lanjut 

Temuan Auditor 

Internal dan 
Eksternal 

¶ Persentase Penyelesaian 

Kerugian Keuangan 

Daerah (%) 

¶ Persentase Penyelesaian 

TLHP APIP (%) 

¶ Persentase Penyelesaian 

TLHP BPKP (%) 

Program 
Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Meningkatnya 

Efektivitas 
Pengawasan 

Laporan Keuangan 

dan Laporan 

Kinerja 

¶ Persentase PD yang 

menindaklanjuti hasil 

Pengawasan Laporan 

Keuangan  (%) 

¶ Persentase PD yang 

menindaklanjuti hasil 

Pengawasan Laporan 

Kinerja (%) 

Meningkatnya 

Pengawasan 
Dengan/Untuk 

Tujuan Tertentu 

(PDTT/PUTT) 

Persentase Kasus hasil 

pengawasan dengan tujuan 
tertentu/khusus yang 

ditindaklanjuti  (%) 
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TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS 

Meningkatnya 
Efektivitas 

Pengawasan 

Keuangan Desa 

¶ Persentase Desa yang 

diawasi  menggunakan 

SISWASKUEDES (%) 

¶ Persentase Pemdes yang 

pengelolaan keuangannya 

kategori "Baik" (%) 

Meningkatnya 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Evaluasi SAKIP 

¶ Persentase Rekomendasi 

LHE AKIP Inspektorat yang 

telah selesai 

ditindaklanjuti  (%) 

¶ Persentase Rekomendasi 

LHE AKIP PD yang telah 

selesai ditindaklanjuti  (%) 

Meningkatnya 
Kerjasama 

Pengawasan 

Persentase Kerjasama 
pengawasan yang dilakukan  

(%) 

Meningkatnya 
Kualitas 

Manajemen ASN 

Indeks Kepuasan Layanan 
Pada BKPP (Indeks) 

Program Kepegawaian 
Daerah 

Meningkatnya 

ketahanan 

ekonomi, sosial, 

dan budaya 

masyarakat 

Persentase Kebijakan di 

Bidang Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 

Beragama dan Penghayat 

Kepercayaan di Daerah yang 

Dilaksanakan 

Program Pembinaan dan 

pengembangan 

ketahanan ekonomi, 

sosial dan budaya 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 
  

  Nilai SAKIP   

Meningkatnya 

akuntabilitas 
kinerja perangkat 

daerah 

Persentase Nilai SAKIP 

Perangkat Daerah Baik 

Program Pemerintahan 

dan Kesejahteraan 
Rakyat 

Meningkatnya 
jangkauan dan 

kualitas 

komunikasi publik 

pemerintah daerah 

Persentase Tingkat 
Kepuasan Masyarakat 

Terhadap Akses dan 

Kualitas Informasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Program Pengelolaan 
Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Meningkatnya 

pencapaian 
pembangunan 

daerah dalam 

mewujudkan visi 

dan misi daerah 

¶ Persentase Keselarasan 
sasaran RPJMD dengan 

RKPD (% 

¶ Rata-rata Capaian Program 

Pembangunan Daerah (%) 

Program Perencanaan, 

Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan 

Daerah   

Meningkatnya 

Keamanan 

Informasi 

Tingkat Kesiapan 

Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah (%) 

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 
Pengamanan Informasi 

  Meningkatnya 

kualitas 
pengelolaan 

keuangan dan 

aset daerah 

  

 

Opini BPK 
  

 

Meningkatnya 
Kualitas 

Perencanaan 

Penganggaran 

Persentase Penyampaian 

Dokumen Keuangan sesuai 

Ketentuan (%) 

Program Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

 

Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Perbendaharaan/P

enatausahaan 

Keuangan 

Rata-rata Penerbitan SP2D 

(Dokumen) 

 

Meningkatnya 

Laporan Keuangan 

Daerah 

Presentase Penyampaian LK 

perangkat daerah tepat 

waktu dan sesuai SAP (%) 

 

Meningkatnya 

kinerja 
pengelolaan BMD 

¶ Persentase Ketepatan 
Waktu Penyampaian 

Laporan BMD/LKPD (%) 

¶ Persentase Penambahan 

Nilai Aset  Tetap 

Program Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 
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Memahami bahwa RKPD merupakan pelaksanaan RPJMD yang memiliki 

program kerja dan janji politik Kepala Daerah terpilih, maka RKPD Kabupaten 

Malinau tahun 2027 juga memiliki bagian dalam pelaksanaannya. Berikut disajikan 

program Unggulan Kepala Daerah/Program Prioritas yang diterjemahkan kedalam 

program pembangunan daerah sesuai nomenklatur Permendagari 90 tahun 2020 

yang disajikan pada tabel sebagai berikut. 

Tabel IV.8  

Program Janji Kampanye dan Program  Prioritas 
 Kabupaten Malinau Tahun 2027 

PROGRAM PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH 

MISI 1 : Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Program Pengelolaan Pendidikan Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat 
Desa Sarjana Unggul 

Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan 

Masyarakat Hukum Adat 

Desa Sarjana Unggul 

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan 

Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 
Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 

Kesehatan 
Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 
Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Pembinaan Perpustakaan Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Pengembangan Kebudayaan Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan 
Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Pengembangan Kesenian Tradisional Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Perlindungan Perempuan Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Perlindungan Khusus Anak Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Pemenuhan Hak Anak Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Pemberdayaan dan Peningkatan 

Keluarga Sejahtera (KS) 
Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Rehabilitasi Sosial Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Pembinaan dan Pengembangan 

Ketahanan, Sosial dan Budaya 
Wajib Belajar Malinau Maju 

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 

Keolahragaan 
Millenial Mandiri 

MISI 2 : Pengembangan Ekonomi Lokal 

MISI 6 : Pemberdayaan Desa 

Program Peningkatan Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat 
Pertanian Sehat (Pesat) 

Program Penanganan Kerawanan Pangan Pertanian Sehat (Pesat) 

Program Penyuluhan Pertanian Pertanian Sehat (Pesat) 

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

Pertanian 
Pertanian Sehat (Pesat) 
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PROGRAM PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH 

Program Penyediaan dan Pengembangan 

Prasarana Pertanian 
Pertanian Sehat (Pesat) 

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pertanian Sehat (Pesat) 

Program Perekonomian dan Pembangunan Pertanian Sehat (Pesat) 

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, 

Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 
Millenial Mandiri 

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan 
Millenial Mandiri 

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi 

Pariwisata 
Millenial Mandiri 

Program Pemasaran Pariwisata Millenial Mandiri 

Program Pengembangan Iklim Penanaman 

Modal 
Millenial Mandiri 

Program Pelayanan Penanaman Modal Millenial Mandiri 

Program Hubungan Industrial Millenial Mandiri 

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting 
Millenial Mandiri 

Program Pengembangan Sumber Daya 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Millenial Mandiri 

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 
Millenial Mandiri 

Program Penempatan Tenaga Kerja Millenial Mandiri 

MISI 3 : Peningkatan Infrastruktur 

Program Penyelenggaraan Jalan Pertanian Sehat (Pesat) 

Program Kawasan Permukiman Pertanian Sehat (Pesat) 

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum (PSU) 
Pertanian Sehat (Pesat 

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pertanian Sehat (Pesat) 

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Pertanian Sehat (Pesat) 

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 
Pertanian Sehat (Pesat) 

MISI 4 : Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan 

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Air Limbah 
Pesat (Pertanian Sehat) 

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 
Pesat (Pertanian Sehat) 

Program Pengelolaan Persampahan Pesat (Pertanian Sehat) 

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (Limbah B3) 

Pesat (Pertanian Sehat) 

Program Penanggulangan Bencana Pesat (Pertanian Sehat) 

MISI 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani 

Program Peningkatan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Pertanian Sehat (Pesat) 

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  Smart Government (Saget) 

Program Administrasi Pemerintahan Desa Smart Government (Saget) 
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PROGRAM PRIORITAS PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH 

Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika Smart Government (Saget) 

Program Penyelenggaraan Persandian untuk 

Pengamanan Informasi 

Smart Government (Saget) 

Program Riset dan Inovasi Daerah Smart Government (Saget) 

Program Kepegawaian Daerah Smart Government (Saget) 

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik 

Smart Government (Saget) 

Program Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah 

Smart Government (Saget) 

Program Pengelolaan Keuangan Daerah Smart Government (Saget) 

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Smart Government (Saget) 

Program Penyelenggaraan Pengawasan Smart Government (Saget) 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malinau juga terus berupaya mempercepat 

pembangunan daerah guna mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Malinau. RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025ð2029 menekankan pentingnya 

peningkatan infrastruktur dasar, kualitas layanan publik, pelestarian budaya, serta 

penguatan konektivitas wilayah sebagai prasyarat terwujudnya masyarakat Malinau 

yang sejahtera dan berdaya saing. Dalam konteks tersebut, diperlukan terobosan 

melalui pelaksanaan proyek-proyek strategis yang mampu memberikan dampak 

signifikan bagi percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran RPJMD. 

Saat ini telah disepakati terdapat tiga proyek strategis yang akan dilaksanakan 

dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Malinau dengan mekanisme 

pembiayaan tahun jamak terhitung sejak tahun 2027 sampai dengan tahun 2029. 

Ketiga proyek strategis dimaksud meliputi:  

1. Pembangunan Jembatan Rangka Baja Turan Mas ð Sungai Sesayap ð Tanjung 

Lapang ð proyek infrastruktur jembatan penghubung yang akan meningkatkan 

aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi 

lokal. 

2. Pembangunan Kantor dan Mess Perwakilan Malinau di Tanjung Selor ð proyek 

penyediaan fasilitas representasi pemerintah daerah di ibu kota provinsi untuk 

mendukung koordinasi dan pelayanan publik. 

3. Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Malinau ð proyek pengembangan 

sarana pelestarian dan promosi budaya daerah sebagai daya tarik wisata dan 

edukasi. 

Ketiga proyek strategis di atas mencakup berbagai sektor vital pembangunan, 

mulai dari penyediaan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, pengelolaan 

lingkungan, pelestarian budaya, hingga penguatan infrastruktur konektivitas. 

Pelaksanaan proyek-proyek tersebut diharapkan dapat mengakselerasi 

pembangunan daerah secara menyeluruh, sejalan dengan visi pembangunan 

Malinau yang berkeadilan dan berkelanjutan di berbagai bidang. Masing-masing 

proyek diidentifikasi memiliki nilai investasi yang besar dan kompleksitas teknis 

yang tinggi, serta memerlukan kesinambungan pelaksanaan  agar dapat diselesaikan 

tepat waktu dengan hasil optimal.  

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Malinau merencanakan skema 

pembiayaan tahun jamak (multiyears) untuk proyek-proyek strategis tersebut. 
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Skema tahun jamak memungkinkan pengerjaan proyek dilaksanakan secara 

berkelanjutan lintas tahun anggaran, sehingga target penyelesaian dapat tercapai 

tanpa terhambat oleh keterbatasan satu tahun anggaran tunggal. Pertimbangan 

penggunaan skema ini didasarkan pada besarnya lingkup pekerjaan dan kebutuhan 

pendanaan, tingkat kerumitan teknis yang memerlukan periode konstruksi panjang, 

serta pentingnya menjaga kesinambungan progres proyek agar efisien dan efektif. 

Tabel IV.9  
Rencana Skema Pembiayaan Kegiatan Tahun Jamak 

 Kabupaten Malinau Tahun 2027-2029 

No. 
Nama 

Kegiatan 
Total Pagu (Rp) 

Skema Pembiayaan (Rp) 
Nama Sub 

Kegiatan 

2027 2028 2029 

1. Pembangunan 
Jembatan 
Turan Mas 

115.920.000,000 40.000.000.000 40.000.000.000 35.920.000.000 Pembangunan 
Jembatan 

2. Pembangunan 
Kantor 

Perwakilan 
dan Mess 

Kabupaten 
Malinau di 
Tanjung Selor 

24.829.351.000 13.142.877.000 8.018.348.000 3.668.126.000 Pembangunan, 
Pemanfaatan, 

Pelestarian dan 
Pembongkaran 
Bangunan 
Gedung untuk 
Kepentingan 
Strategis Daerah 
Kabupaten/Kota 

3. Pembangunan 

Taman Budaya 

123.814.506.000 7.797.910.950 66.617.424.225 49.399.170.825 Penyediaan dan 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Taman Budaya 

di 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah 
Pembiayaan 

264.563.857.000 60.940.787.950 114.635.772.225 88.987.296.825 
 

Sumber : Bappeda dan Litbang, Tahun 2026 

4.3.3. Keselarasan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau terhadap Prioritas 

Provinsi Kalimantan Utara dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027 

Dalam rumusan RKPD Tahun 2027 Kabupaten Malinau harus memiliki arah 

pembangunan yang terintegrasi dan selaras harus dilakukan. Hal ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten 

Malinau mampu mendukung dalam pencapaian pembangunan Provinsi Kalimantan 

Utara dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian pembangunan 

Nasional. Dalam rangka itu maka perlu adanya sandingan prioritas pembangunan 

pada tingkat daerah dan pusat. Berikut disajikan tabel dukungan keselarasan 

program prioritas Pemerintah Kabupaten Malinau terhadap Prioritas Nasional (ASTA 

CITA) / Program Strategis Nasional (ProSN), Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 

dan Prioritas Provinsi Kalimantan Utara tahun 2027 sebagai berikut : 

Tabel IV.10  

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Utara dan 

Kabupaten Malinau Tahun 2027 

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 
TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN 

MALINAU 

AKSELERASI PERTUMBUHAN BERKUALITAS 

MELALUI PRODUKTIVITAS, INVESTASI DAN 

INDUSTRI 

PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN 

BERBASIS DIGITAL MENUJU PEMERINTAHAN 

YANG BERSIH, ADAPTIF, MELAYANI DAN 

BERKEADILAN 

PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS KABUPATEN MALINAU 

(P1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan 

hak asasi manusia (HAM) 

(P1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

yang Unggul dan Berdaya Saing 
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(P2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan 

negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, 

ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 

(P2) Peningkatan Kemandirian dan Produktivitas 

Perdesaan dalam Pembangunan Ekonomi dan Sarana 

Prasarana Kewilayahan 

(P3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan 

meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, mengembangkan 

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui peran aktif 

koperasi. 

¶ (P2) Peningkatan Kemandirian dan Produktivitas 

Perdesaan dalam Pembangunan Ekonomi dan 

Sarana Prasarana Kewilayahan. 

¶ (P3) Peningkatan Infrastuktur Publik serta 

Jaringan Logistik yang Berkualitas dan Merata 

(P4) Memperkuat pembangunan Sumber daya 

manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, 

Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi 

milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas. 

(P1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

yang Unggul dan Berdaya Saing. 

(P5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan 

industri berbasis sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 

(P2) Peningkatan Kemandirian dan Produktivitas 

Perdesaan dalam Pembangunan Ekonomi dan Sarana 

Prasarana Kewilayahan 

(P6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan 

pemberantasan kemiskinan 

(P2) Peningkatan Kemandirian dan Produktivitas 

Perdesaan dalam Pembangunan Ekonomi dan Sarana 

Prasarana Kewilayahan 

(P7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan 

birokrasi serta memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan 

penyelundupan 

(P5) Digitalisasi Pelayanan Publik yang Inovatif dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 

(P8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang 

harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta 

peningkatan toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai Masyarakat adil dan Makmur 

(P4) Mitigasi Struktural dan Non Struktural dalam 

Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan 

Iklim 

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI 

KALIMANTAN UTARA 

TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN 

MALINAU 

PEMBANGUNAN WILAYAH YANG MERATA, SDM 

BERKARAKTER DAN EKONOMI BERNILAI 

TAMBAH MENUJU KALTARA SEBAGAI BERANDA 

DEPAN NKRI YANG MAKMUR 

PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN 

BERBASIS DIGITAL MENUJU PEMERINTAHAN 

YANG BERSIH, ADAPTIF, MELAYANI DAN 

BERKEADILAN 

PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN UTARA PRIORITAS KABUPATEN MALINAU 

(P1) SDM Sehat, Cerdas dan Setara Gender (P1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

yang Unggul dan Berdaya Saing 

(P2) Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera (P3) Peningkatan Infrastuktur Publik serta Jaringan 

Logistik yang Berkualitas dan Merata 

(P3) Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Pedesaan (P2) Peningkatan Kemandirian dan Produktivitas 

Perdesaan dalam Pembangunan Ekonomi dan Sarana 

Prasarana Kewilayahan 

(P4) Pembangunan Sektor Unggulan Pangan dan 

Agribisnis yang Berkelanjutan 

(P2) Peningkatan Kemandirian dan Produktivitas 

Perdesaan dalam Pembangunan Ekonomi dan Sarana 

Prasarana Kewilayahan 

(P5) Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru yang 

berkelanjutan 

(P2) Peningkatan Kemandirian dan Produktivitas 

Perdesaan dalam Pembangunan Ekonomi dan Sarana 

Prasarana Kewilayahan 

(P4) Mitigasi Struktural dan Non Struktural dalam 

Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan 

Iklim 

(P6) Gerakan Bersama bangun Pariwisata dan Budaya 

Kaltara 

(P2) Peningkatan Kemandirian dan Produktivitas 

Perdesaan dalam Pembangunan Ekonomi dan Sarana 

Prasarana Kewilayahan 

(P7) Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah (P3) Peningkatan Infrastuktur Publik serta Jaringan 

Logistik yang Berkualitas dan Merata 

(P8) Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif (P5) Digitalisasi Pelayanan Publik yang Inovatif dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan 
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Tabel IV.11  

Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita Hasil Kesepakatan Desk Urusan Rakortekbang Tahun 2026 dengan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Tarikan SIPD RI) 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 

2027 

KET. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1. 2.18 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
PENANAMAN 
MODAL 

Melanjutkan 
hilirisasi dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatka
n nilai 
tambah di 

dalam negeri. 

                    

        

Tercapainya 
Target 
realisasi 
Penanaman 
Modal 

                  

          2.18.05 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
PENANAMAN 
MODAL 

              

              
2.18.05.2.01.0

006 

Pengawasan 

Penanaman Modal 

Jumlah Kegiatan 
Usaha dari Pelaku 
Usaha yang Telah 
Dianalisa dan 
Diverifikasi Data,  
Profil dan Informasi 
Kegiatan Usaha dari 

Pelaku  DIlakukan 
Inspeksi Lapangan ; 
serta DIlakukan 
Evaluasi Penilaian 
Kepatuhan 
Pelaksanaan 
Perizinan Berusaha 

Kegiatan 

Usaha 
50 50.00   

              
2.18.05.2.01.0
007 

Penyelesaian 
Permasalahan dan 
Hambatan yang 
dihadapi Pelaku 
Usaha dalam 
Merealisasikan 
Kegiatan 
Usahanya 

Jumlah Penyelesaian 
Permasalahan dan 
Hambatan yang  
dihadapi Pelaku 

Usaha dalam 
merealisasikan 
Kegiatan Usahanya 

Kegiatan 
Usaha 

25 25.00   
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-49 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

2. 3.30 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 

PERDAGANGA
N 

Melanjutkan 
hilirisasi dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatka
n nilai 
tambah di 
dalam negeri. 

                    

        

Meningkatny

a 
Perdagangan 
melalui 
Integrasi 
Rantai Pasar 
Domestik dan 
Global 

                  

          3.30.04 

PROGRAM 
STABILISASI 
HARGA BARANG 
KEBUTUHAN 
POKOK DAN 
BARANG 
PENTING 

              

              
3.30.04.2.02.0
002 

Pemantauan 
Harga dan Stok 
Barang 
Kebutuhan Pokok 
dan Barang 
Penting pada 
Pasar Rakyat yang 
Terintegrasi dalam 
Sistem Informasi 
Perdagangan 

Jumlah Laporan 
Pemantauan Harga 
dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok 
dan Barang Penting 
pada Pasar Rakyat 
yang Terintegrasi 
dalam Sistem 
Informasi 
Perdagangan 

Laporan 12   

Tidak terdapat 
pada Renstra 
dan Renja PD, 
PD 
menggunakan 
Sub kegiatan 
Pemantauan 
Harga dan Stok 
Barang 

Kebutuhan 
Pokok dan 
Barang Penting 
pada Pelaku 
Usaha 
Distribusi 
Barang dalam 
1 (Satu) 
Kabupaten/Kot
a 

          3.30.05 
PROGRAM 
PENGEMBANGA
N EKSPOR 

              

              
3.30.05.2.01.0
004 

Misi Dagang bagi 
Produk Ekspor 
Unggulan 

Jumlah Pelaku 
Usaha yang 
Difasilitasi dalam 

Pelaku 
Usaha 

2 2   
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

Misi Dagang Produk 
Ekspor Unggulan 

3. 3.31 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
PERINDUSTRI
AN 

Melanjutkan 
hilirisasi dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatka
n nilai 
tambah di 

dalam negeri. 

                    

        

Meningkatny
a Peran 
Industri 
Dalam 
Perekonomia

n Nasional 

                  

          3.31.02 

PROGRAM 
PERENCANAAN 
DAN 
PEMBANGUNAN 
INDUSTRI 

              

              
3.31.02.2.01.0
001 

Penyusunan 
Rencana 
Pembangunan 
Industri 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Rencana 
Pembangunan 
Industri 

Dokumen 0  0 

Sudah 
dilakukan 
dilakukan RPIK 
tahun 2024 

              
3.31.02.2.01.0
005 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 
Pemberdayaan 
Industri dan Peran 
Serta Masyarakat 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 
Pemberdayaan 
Industri dan Peran 

Serta Masyarakat 

Dokumen 1 1   

          3.31.03 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 
IZIN USAHA 
INDUSTRI 

              

              
3.31.03.2.01.0
003 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Pengawasan 
terhadap 
Perizinan 
Berusaha sektor 
perindustrian 
yang menjadi 
kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen 
hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengawasan 
terhadap Perizinan 
Berusaha industri 
dengan skala usaha 

Industri Kecil dan 
Industri Menengah 
yang berlokasi di 
satu Kab./Kota 

Dokumen 10 10   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-51 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

sepanjang 
merupakan 
Penanaman Modal 
Dalam Negeri dan 
selain bidang u 

              
3.31.03.2.01.0
004 

Fasilitasi verifikasi 
pemenuhan 
persyaratan/stand
ar kegiatan usaha 
sektor 
perindustrian 
dalam rangka 

penerbitan 
perizinan 
berusaha berbasis 
risiko melalui 
Sistem Informasi 
Industri Nasional 
(SIINas) yang 
terintegrasi 
dengan Sistem 
Online Single 
Submission 

Jumlah dokumen 
Laporan Verifikasi 
pemenuhan 
persyaratan/standar 
kegiatan usaha 
sektor perindustrian 
dalam rangka 
penerbitan perizinan 
berusaha berbasis 
risiko untuk bidang 
usaha sektor 

perindustrian 
dengan tingkat risiko 
usaha Menengah-
TInggi dan Tinggi,  

Dokumen 1 1   

4. 1.03 

URUSAN 
PEMERINTAH

AN BIDANG 
PEKERJAAN 
UMUM  DAN 
PENATAAN 
RUANG  

Melanjutkan 
hilirisasi dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatka
n nilai 
tambah di 
dalam negeri. 
Memantapka
n sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 
mendorong 
kemandirian 

bangsa 
melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-52 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

        

Terlaksanany
a 
pembanguna
n daerah 
sesuai 
dengan 

rencana tata 
ruang 

                  

          1.03.12 

PROGRAM 
PENYELENGGAR
AAN PENATAAN 
RUANG 

              

              
1.03.12.2.01.0
010 

Penetapan RDTR 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Perkada 
RDTR 
Kabupaten/Kota 

Dokumen 1  1  

              
1.03.12.2.04.0
007 

Pengenaan Sanksi 
Administratif 
terhadap 
pelanggaran 
pemanfaatan 
ruang dalam RTR 

Jumlah Kasus yang 

dikenakan sanksi 
administratif 

Kasus 1 1   

        

Penyelenggar
aan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum Yang 
Andal Dan 
Berkelanjuta
n 

                  

          1.03.02 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 
AIR (SDA) 

              

              
1.03.02.2.01.0
093 

Normalisasi/Resto
rasi Sungai 

Panjang Sungai yang 

Dinormalisasi/Direst
orasi 

KM 0 0  

Berdasarkan 
renstra, target 
0,3 Km dan 
Pagu Rp. 2,18 
Milyar. 
Direnja 2027, 
sub kegiatan 
normalisasi / 

restorasi 
sungai tidak 
digunakan 
Sungai Kab. 
Malinau masuk 
dalam WS 
Sesayap 
(Kewenangan 
Pusat) 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

              
1.03.02.2.01.0
115 

Pembangunan 
Tanggul Sungai 

Panjang Tanggul 
Sungai yang 
Dibangun 

KM 0.16 0.16   

          1.03.03 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DAN 
PENGEMBANGA
N SISTEM 
PENYEDIAAN AIR 
MINUM 

              

              
1.03.03.2.01.0
025 

Penyusunan 
Rencana, 
Kebijakan, 
Strategi dan 
Teknis Sistem 
Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 

Jumlah Dokumen 

Rencana, Kebijakan, 
Strategi dan Teknis 
Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) 
yang disusun 

Dokumen 1 1   

              
1.03.03.2.01.0
032 

Perluasan Sistem 
Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 
Jaringan 
Perpipaan 

Jumlah Sambungan 
Rumah yang 
terlayani oleh 
perluasan Sistem 
Penyediaan Air 
Minum (SPAM) 
Jaringan Perpipaan 

SR 40 40   

          1.03.04 

PROGRAM 
PENGEMBANGA
N SISTEM DAN 
PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

REGIONAL 

              

              
1.03.04.2.01.0
012 

Pengembangan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Sistem 
Pengelolaan 
Infrastruktur 
Persampahan 

Jumlah pelaksana 
penyelenggaraan  
Sistem Pengelolaan 
Persampahan yang 

ditingkatkan 
kapasitasnya 

Orang 0  0 

pengelolaan 
kelembagaan 
persampahan 
dilaksanakan 
oleh Dinas 

Lingkungan 
Hidup Kab. 
Malinau 

              
1.03.04.2.01.0
017 

Penyediaan 
Sarana 
Pendukung 
TPA/TPST/SPA/T
PS-3R/TPS 

Jumlah Sarana 
Pendukung 
TPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS yang 
Disediakan 

Unit 0 0  

Sub Kegiatan 
Sarana 
Pendukung 

TPA/TPS3R 
ada di Renstra 
DLH 1 unit 
dengan pagu 
Rp. 
150.000.000, 
tetapi di Renja 
DLH 2027 
pagu dan target 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

0 karena 
efisiensi. 

          1.03.05 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DAN 
PENGEMBANGA
N SISTEM AIR 
LIMBAH 

              

              
1.03.05.2.01.0
038 

Operasi dan 
Pemeliharaan 
Sistem 
Pengelolaan Air 
Limbah Domestik 
(SPALD) 

Jumlah Sistem 
Pengelolaan Air 
Limbah Domestik 
(SPALD) yang 
Dioperasikan dan 
Dipelihara 

Unit 0 0  

Tidak terdapat 
pada Renstra 
PD dan Renja 
PD 

              
1.03.05.2.01.0
045 

Penyusunan 
Rencana, 
Kebijakan, 
Strategi dan 
Teknis Sistem 
Pengelolaan Air 
Limbah Domestik 
(SPALD) 

Jumlah Dokumen 
Rencana, Kebijakan, 
Strategi dan Teknis 

Sistem Pengelolaan 
Air Limbah Domestik 
(SPALD) yang 
disusun 

Dokumen 1 1   

          1.03.10 
PROGRAM 
PENYELENGGAR
AAN JALAN 

              

              
1.03.10.2.01.0
055 

Rehabilitasi Jalan 
Panjang Jalan yang 
Direhabilitasi 

KM 3.5 3.5   

              
1.03.10.2.01.0
059 

Rekonstruksi 
Jalan 

Panjang Jalan yang 
Direkonstruksi 

KM 10 10.   

          1.03.11 

PROGRAM 
PENGEMBANGA
N JASA 
KONSTRUKSI 

              

              
1.03.11.2.04.0
004 

Pengawasan dan 
Evaluasi Tertib 
Penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Paket 
Pekerjaan Jasa 
Konstruksi 
Kabupaten/Kota 
yang Diawasi dan 
Dievaluasi Tertib 
Penyelenggaraan 

Paket 
Pekerjaan 

6 6   

              
1.03.11.2.04.0
006 

Pembinaan Tertib 
Usaha, Tertib 
Penyelenggaraan, 
dan Tertib 
Pemanfaatan 
Produk Jasa 
Konstruksi 

Jumlah Lembaga 
Jasa Konstruksi 
yang Dibina Tertib 
Usaha, Tertib 
Penyelenggaraan, 
dan Tertib 
Pemanfaatan Produk 

Lembaga 4 0  

Tidak terdapat 
pada Renstra 
PD dan Renja 
PD dan belum 
ada Bidang 
yang 
menangani 

5. 2.15 
URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 

Melanjutkan 
hilirisasi dan 
mengembang
kan industri 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

PERHUBUNG
AN 

berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatka
n nilai 
tambah di 

dalam negeri. 
Melanjutkan 
pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 
meningkatka
n lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa

n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 

aktif 
koperasi. 

        

Terwujudnya 
Peningkatan 
Konektivitas 
antar wilayah 

dan 
Penurunan 
Angka 
Kecelakaan 
Lalu Lintas 
dan 
Angkutan 
Jalan 

                  

          2.15.02 

PROGRAM 
PENYELENGGAR
AAN LALU 
LINTAS DAN 
ANGKUTAN 
JALAN (LLAJ) 

              

              
2.15.02.2.02.0
002 

Penyediaan 
Perlengkapan 

Jumlah 
Perlengkapan Jalan 

Unit 0 0 
Pada RKPD 
2027 Dinas 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

Jalan di Jalan 
Kabupaten/Kota 

di Jalan 
Kabupaten/Kota 
yang Tersedia 

Perhubungan 
sub kegiatan 
ini tidak 
dianggarkan.  
Untuk 
mendukung 

prioritas 
nasional 
terdapat sub 
kegiatan 
pemeliharaan 
perlengkapan 
jalan dan 
peningkatan 
SDM pengujian 
kendaraan 
bermotor 

              
2.15.02.2.03.0
011 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Terminal Tipe C 
(Fasilitas Utama 
dan Penunjang) 

Jumlah Terminal 
Tipe C (Fasilitas 
Utama dan 
Penunjang) yang 
terehabilitasi dan 
terpelihara 

Unit 1 1   

          2.15.03 
PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PELAYARAN 

              

              
2.15.03.2.13.0
003 

Pengoperasian 
dan Pemeliharaan 
Pelabuhan Sungai 
dan Danau 

Jumlah Pelabuhan 
Sungai dan Danau 
yang Beroperasi dan 
Terpelihara 

Unit 2 3   

              
2.15.03.2.13.0
011 

Pemenuhan 
fasilitas Pelayanan 
Angkutan 
Pelabuhan 
Sungai, Danau 
dan 
Penyeberangan 

Jumlah Fasilitas 
Pelayanan Angkutan 
Pelabuhan Sungai, 
Danau dan 
Penyeberangan yang 

Tersedia 

Unit 3 3   

6. 2.09 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
PANGAN 

Memantapka
n sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 

pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

        
Meningkatny
a ketahanan 
pangan 

                  

          2.09.03 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI 
DAN 
KETAHANAN 
PANGAN 
MASYARAKAT 

              

              
2.09.03.2.01.0
007 

Peningkatan 
Ketahanan 
Pangan Keluarga 

Jumlah Keluarga 
yang Mengikuti 
Peningkatan 
Ketahanan Pangan 
Keluarga 

Keluarga 20 20   

              
2.09.03.2.01.0
008 

Stabilisasi 
Pasokan dan 
Harga Pangan 
Tingkat Produsen 
dan Konsumen di 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan 
Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan 
Tingkat Produsen 
dan Konsumen di 
Kabupaten/Kota 

laporan 10 10   

          2.09.04 

PROGRAM 
PENANGANAN 
KERAWANAN 
PANGAN 

              

              
2.09.04.2.02.0
002 

Pelaksanaan 

Pengadaan, 
Pengelolaan, dan 
Penyaluran 
Cadangan Pangan 
pada Kerawanan 
Pangan yang 
Mencakup dalam 
1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Pengadaan, 
Pengelolaan, dan 
Penyaluran 
Cadangan Pangan 
pada Kerawanan 
Pangan yang 
Mencakup dalam 1 

(Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Dokumen 1 1   

              
2.09.04.2.02.0
003 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penanganan 
Kerawanan 
Pangan dan Gizi 
Kabupaten/Kota 

Jumlah koordinasi 
dan sinkronisasi 
penanganan 
kerawanan pangan 
dan gizi  
kabupaten/kota 

Laporan 10 10   

7. 3.25 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 

KELAUTAN  
DAN 
PERIKANAN 

Memantapka
n sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 
mendorong 
kemandirian 
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-58 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

bangsa 
melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 

kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

        

Terwujudnya 
Tata Kelola 

Kelautan dan 
Perikanan 
yang 
Berkelanjuta
n 

                  

          3.25.04 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PERIKANAN 
BUDIDAYA 

              

              
3.25.04.2.04.0

002 

Penyediaan 
Prasarana 
Pembudidayaan 

Ikan dalam 1 
(Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Prasarana 
Pembudidayaan Ikan 
dalam 1 (Satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Unit 5 5   

              
3.25.04.2.04.0
012 

Perencanaan, 
Pengembangan, 

Pemanfaatan dan 
Perlindungan 
Lahan untuk 
Pembudidayaan 
Ikan di Darat 

Jumah Usulan 

Dokumen 
Pemanfataan dan 
Perlindungan Lahan 
Pembudidayaan Ikan 

Dokumen 11 11   

          3.25.05 

PROGRAM 

PENGAWASAN 
SUMBER DAYA 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

              

              
3.25.05.2.01.0
004 

Pengawasan 
usaha 
pembudidayaan 
ikan sesuai 
kewenangan 
kabupaten/kota 

Jumlah  pelaku 
usaha 

pembudidayaan ikan 
yang diperiksa 
kepatuhannya sesuai 
kewenangan 
kabupaten/kota 

Pelaku 
Usaha 

100 100   

              
3.25.05.2.01.0
006 

Pengawasan 

usaha pemasaran 
hasil perikanan 
dan/atau usaha 
pengolahan hasil 

Jumlah pelaku 

usaha pemasaran 
hasil perikanan 
dan/atau usaha 
pengolahan hasil 

Pelaku 
Usaha 

100 100   
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-59 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

perikanan sesuai 
kewenangan 
kabupaten/kota 

perikanan sesuai 
kewenangan 
kabupaten/kota 

8. 3.27 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
PERTANIAN 

Memantapka
n sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 

swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

                    

        
Meningkatny
a Produksi 
Pertanian 

                  

          3.27.02 

PROGRAM 

PENYEDIAAN 
DAN 
PENGEMBANGA
N SARANA 
PERTANIAN 

              

              
3.27.02.2.01.0
001 

Pengawasan 
Penggunaan 
Sarana 
Pendukung 
Pertanian Sesuai 
dengan 
Komoditas, 
Teknologi dan 
Spesifik Lokasi 

Jumlah Pengawasan 
Penggunaan Sarana 
Pendukung 
Pertanian Sesuai 
dengan Komoditas, 
Teknologi dan 
Spesifik Lokasi 

Laporan 1 1   

              
3.27.02.2.01.0
003 

Perbanyakan 
Benih Bersertifikat 
Tanaman Pangan 
Berbentuk 
Biji/Benih 

Jumlah benih 
bersertifikat 
tanaman pangan 
berbentuk biji/benih 
yang diperbanyak 

Ton 21 21   

          3.27.03 

PROGRAM 
PENYEDIAAN 
DAN 
PENGEMBANGA
N PRASARANA 
PERTANIAN 

              

              
3.27.03.2.01.0
015 

Pengelolaan Lahan 
Pertanian Pangan 

Lahan Pertanian 
Pangan 

Dokumen 2 2   
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-60 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

Berkelanjutan/LP
2B, Kawasan 
Pertanian Pangan 
Berkelanjutan/KP
2B dan Lahan 
Cadangan 

Pertanian Pangan 
Berkelanjutan/LC
P2B di 
Kabupaten/Kota 

Berkelanjutan/LP2B, 
Kawasan Pertanian 
Pangan 
Berkelanjutan/KP2B 
dan Lahan Cadangan 
Pertanian Pangan 

Berkelanjutan/LCP2
B yang dikelola 

              
3.27.03.2.01.0
016 

Penyusunan Peta 
Kawasan, Lahan 

dan Lahan 
Cadangan 
Pertanian Pangan 
Berkelanjutan di 
Kabupaten/Kota 

Peta Lahan Pertanian 
Pangan 
Berkelanjutan/LP2B 

Dokumen 1 1   

9. 2.21 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
PERSANDIAN 

Memantapka

n sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 

ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 
Memperkuat 
reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 

pencegahan 
dan 
pemberantas
an korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupa
n. 

                    

        
Menguatnya 
keamanan 
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-61 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

siber dan 
sandi 
lingkungan 
Pemerintah 
Daerah 

          2.21.02 

PROGRAM 
PENYELENGGAR
AAN 
PERSANDIAN 
UNTUK 
PENGAMANAN 
INFORMASI 

              

              
2.21.02.2.01.0
009 

Penetapan 
Kebijakan Tata 
Kelola Keamanan 
Informasi dan 
Persandian 
Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Kebijakan 
Tata Kelola 
Keamanan Informasi 
dan Persandian 
Pemerintah Daerah 
yang Ditetapkan baik 

berupa Peraturan 
Bupati/Walikota, 
Keputusan 
Bupati/Walikota 
maupun Norma, 
Standar, Prosedur 
dan Kriteria yang 
digunakan sebagai 
panduan dalam 
menjalankan 

Dokumen 1 1   

              
2.21.02.2.01.0
010 

Pelaksanaan 

Keamanan 
Informasi 
Pemerintahan 
Daerah Berbasis 
Elektronik dan 
Non Elektronik 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Keamanan Informasi 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
Berbasis Elektronik 

dan Non Elektronik 

Laporan 12 12   

10
. 

2.11 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
LINGKUNGAN 
HIDUP 

Memantapka
n sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-62 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

hijau, dan 
ekonomi biru 
Memperkuat 
penyelarasan 
kehidupan 
yang 

harmonis 
dengan 
lingkungan, 
alam, dan 
budaya serta 
peningkatan 
toleransi 
antarumat 
beragama 
untuk 
mencapai 
masyarakat 

yang adil dan 
makmur. 

        
Lingkungan 
Hidup 
Berkualitas 

                  

          2.11.03 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENCEMARAN 
DAN/ATAU 
KERUSAKAN 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

              

              
2.11.03.2.01.0
007 

Pelaksanaan 
pemantauan 
kualitas 

Lingkungan Hidup 
terhadap Media 
Tanah, Air, Udara, 
dan Laut 

Data dan informasi 
indeks kualitas 
lingkungan hidup 
(Iindeks Kualitas Air, 
Indeks Kualitas 

Udara, Indeks 
Kualitas Lahan, 
Indeks Kualitas 
Ekosistem Gambut 
dan Indeks Kualitas 
Air Laut) 

Lokasi 8 8   

              
2.11.03.2.01.0
011 

Penyusunan 
dokumen status 
lingkungan hidup 
daerah 

Jumlah dokumen 
status lingkungan 
hidup daerah yang 
disusun 

Dokumen 1 1   

          2.11.06 

PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 
TERHADAP IZIN 
LINGKUNGAN 
DAN IZIN 
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-63 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

PERLINDUNGAN 
DAN 
PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN 
HIDUP (PPLH) 

              
2.11.06.2.01.0
001 

Fasilitasi 
Pemenuhan 
Ketentuan dan 
Kewajiban Izin 
Lingkungan 
dan/atau Izin 

PPLH 

Jumlah 
Rekomendasi 
dan/atau 
Persetujuan Teknis, 
Persetujuan 
Lingkungan, dan 
Surat Kelayakan 

Operasi yang 
Diberikan 

Dokumen 1 1   

              
2.11.06.2.01.0
009 

Pengawasan 
Perizinan 
Berusaha atau 
Persetujuan 

Pemerintah terkait 
Persetujuan 
Lingkungan yang 
diterbitkan oleh 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
dan Peraturan 
Perundang-
undangan di 
bidang 

Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Jumlah Badan 
usaha dan/atau 
kegiatan yang 
diawasi 

Badan 
Usaha 

17 17   

11
. 

1.04 

URUSAN 

PEMERINTAH
AN BIDANG 
PERUMAHAN 
DAN 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 

Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 

untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantas
an 
kemiskinan. 

                    

        

Terpenuhinya 
rumah layak, 
terjangkau, 
dan 
berkelanjutan 

                  

          1.04.03 
PROGRAM 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-64 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

              
1.04.03.2.03.0
002 

Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni  

Jumlah Rumah 
Tidak Layak Huni 
yang Diperbaiki 

Unit 
Rumah 

10 10   

              
1.04.03.2.03.0
012 

Pembangunan 
Rumah Baru 

Layak Huni untuk 
Peningkatan 
Kualitas 
Permukiman 
Kumuh dengan 
Luas di Bawah 10 
(Sepuluh) Ha 

Jumlah Rumah Baru 
Layak Huni yang 
Dibangun untuk 
Peningkatan Kualitas 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas di 
Bawah 10 (Sepuluh) 
Ha 

Unit 0 0  

tidak 
menggunakan 
sub kegiatan 
1.04.03.2.03.0
012, tahun 
2027 fokus 
pada sub 
kegiatan 
perbaikan 

RTLH 

          1.04.05 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PRASARANA, 
SARANA DAN 
UTILITAS UMUM 

(PSU) 

              

              
1.04.05.2.01.0
011 

Perbaikan 
Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas Umum di 
Perumahan 

Jumlah Lokasi PSU 
Perumahan yang 
Dilaksanakan 
Perbaikan 

Lokasi 12 12   

              
1.04.05.2.01.0
012 

Penyediaan 
Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas Umum di 
Perumahan 

Jumlah Lokasi 
Perumahan yang 
Disediakan 
Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum 

Lokasi 7 7   

12
. 

1.06 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
SOSIAL 

Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 

pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantas
an 
kemiskinan. 
Memperkuat 
pembanguna
n sumber 
daya manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-65 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

        

Tercapainya 

Indeks 
Kesejahteraa
n Sosial 

                  

          1.06.02 
PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

              

              
1.06.02.2.03.0
004 

Peningkatan 
Kemampuan 
Potensi Sumber 
Kesejahteraan 
Sosial 
Kelembagaan 

Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Lembaga 
Kesejahteraan Sosial 
yang Meningkat 
Kapasitasnya 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Lembaga 37 37   

              
1.06.02.2.03.0
015 

Fasilitasi 
Pengembangan 

Potensi Sumber 
Kesejahteraan 
Sosial Daerah di 
Kabupaten/Kota 
melalui 
Pemberdayaan 
Ekonomi 

Jumlah Potensi 

Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Daerah yang 
Mendapatkan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 

Orang 0 0  

- tidak 
dianggarkan 

tahun 2027 - 
sasaran kepada 
PSKS sudah 
dianggarkan 
melalui sub 
kegiatan 
lainnya 

          1.06.05 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN 
SOSIAL 

              

              
1.06.05.2.02.0
006 

Fasilitasi Bantuan 
Sosial 
Kesejahteraan 
Keluarga 

Jumlah Penerima 

Manfaat (PM) yang 
Mendapatkan 
Bantuan Sosial 
Kesejahteraan 
Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Orang 50 50   

              
1.06.05.2.02.0
008 

Pengelolaan Data 
Fakir Miskin 

Jumlah Usulan 
Penindaklayakan, 
Usulan yang 

Usulan 12 45   
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-66 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Terverifikasi dan 
Tervalidasi, dan 
Usulan Perbaikan 
yang dilaksanakan 

14
. 

2.07 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
TENAGA 
KERJA 

Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantas
an 
kemiskinan. 
Memperkuat 
pembanguna
n sumber 
daya manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

                    

        

Meningkatny
a kinerja 
pembanguna
n 

ketenagakerja
an 

                  

          2.07.03 

PROGRAM 
PELATIHAN 
KERJA DAN 
PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA 

              

              
2.07.03.2.01.0
009 

Proses 
Pelaksanaan 
Pelatihan Vokasi 

Jumlah Tenaga Kerja 
yang Mendapat 
Pelatihan Berbasis 

Orang 80 230   
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-67 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

bagi Pencari Kerja 
berdasarkan Unit 
Kompetensi 

Kompetensi pada 
Tahun n 

          2.07.05 
PROGRAM 
HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 

              

              
2.07.05.2.01.0
001 

Pengesahan 
Peraturan 
Perusahaan bagi 

Perusahaan 

Jumlah Perusahaan 
yang Melaksanakan 
Pengesahan 
Peraturan 
Perusahaan yang 
Terkait dengan 
Hubungan Industrial 
dan Terdaftar di 
WLKP Online 

Perusahaa
n 

5 15   

              
2.07.05.2.02.0
005 

Pengembangan 
Pelaksanaan 
Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja dan 
Fasilitas 
Kesejahteraan 
Pekerja 

Terlaksananya 
Program Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja 
dan Fasilitas 
Kesejahteraan 
Pekerja 

Orang 500 500   

15
. 

2.13 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
PEMBERDAYA
AN 
MASYARAKAT 
DAN DESA 

Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 

ekonomi dan 
pemberantas
an 
kemiskinan. 
Memperkuat 
penyelarasan 
kehidupan 
yang 
harmonis 
dengan 
lingkungan, 
alam, dan 

budaya serta 
peningkatan 
toleransi 
antarumat 
beragama 
untuk 
mencapai 
masyarakat 
yang adil dan 
makmur. 
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-68 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

        

Meningkatny
a 
Kemandirian 
Pedesaan 
yang 
Berkelanjuta

n yang 
didukung 
oleh Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
Desa 

                  

          2.13.03 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KERJA SAMA 
DESA 

              

              
2.13.03.2.01.0

003 

Fasilitasi 
Pembangunan 

Kawasan 
Perdesaan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Fasilitasi 

Pembangunan 
Kawasan Perdesaan 

Dokumen 1 1   

              
2.13.03.3.01.0

004 

Pelaksanaan 
pembinaan umum 
dan koordinasi 
pelaksanaan 

pemantauan, 
evaluasi dan 
pelaporan, 
pemberian 
bimbingan teknis 
dan supervisi 
dalam rangka 
kerja sama 
antarKampung 
maupun kerja 
sama Kampung 

dengan pihak 
ketiga dalam 1 
(satu) daerah 
kabupaten/ kota 

Jumlah Dokumen 
Pelaksanaan 
pembinaan umum 

dan koordinasi 
pelaksanaan 
pemantauan, 
evaluasi dan 
pelaporan, 
pemberian 
bimbingan teknis 
dan supervisi dalam 
rangka kerja sama 
antarKampung 
maupun kerja sama 

Kampung dengan 
pihak ketiga dalam 1 
(satu) daerah kabu 

Dokumen 0 0  

 Sub kegiatan 
ini tidak 
terakomodir 
dalam renstra 

dan renja 
tahun 2027 
DPMD 
Kab.Malinau 

          2.13.04 

PROGRAM 
ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 
DESA 

              

              
2.13.04.2.01.0
005 

Pembinaan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Aparatur 
Pemerintah Desa 

Jumlah Aparatur 
Pemerintah Desa 
yang Mengikuti 
Pembinaan 

Peningkatan 
Kapasitas 

Orang 12 12   

              
2.13.04.2.01.0
012 

Fasilitasi 
Manajemen 

Jumlah Dokumen 
Hasil Fasilitasi 

Dokumen 1 1   
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-69 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

Pemerintahan 
Desa 

Manajemen 
Pemerintahan Desa 

16
. 

2.20 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
STATISTIK 

Memperkuat 
reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantas

an korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupa
n. 

                    

        

Tercapainya 

kolaborasi, 
integrasi, dan 
standardisasi 
dalam 
penyelenggar
aan Sistem 
Statistik 
Nasional 
(SSN) 

                  

          2.20.02 

PROGRAM 
PENYELENGGAR
AAN STATISTIK 
SEKTORAL 

              

              
2.20.02.2.01.0
019 

Peningkatan 
Kualitas Statistik 
Sektoral 

Persentase kegiatan 
statistik sektoral 
yang hasilnya dapat 
diakses oleh 
pengguna data. 

% 100 100   

              
2.20.02.2.01.0
023 

Pengelolaan 
Kegiatan Statistik 
Sektoral Dalam 
Sistem Statistik 

Nasional 

Persentase kegiatan 
statistik sektoral 
yang sudah 
mendapatkan 
rekomendasi dari 
pembina data 
statistik pusat 
dan/atau daerah 

% 80 0  

Tidak terdapat 
pada Renstra 
PD dan Renja 
PD 

17

. 
2.16 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 

KOMUNIKASI 
DAN 
INFORMATIKA 

Memperkuat 
reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

pencegahan 
dan 
pemberantas
an korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 

penyeludupa
n. 
Memperkoko
h ideologi 
Pancasila, 
demokrasi, 
dan hak asasi 
manusia 
(HAM). 

        

Terakselerasi
nya 
transformasi 
pemerintah 
digital di 
daerah 

                  

          2.16.02 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI 
PUBLIK 

              

              
2.16.02.2.01.0
026 

Sosialisasi/Disemi
nasi Informasi 
serta Pengelolaan 
Media Komunikasi 
Publik 

Jumlah khalayak 
yang terpapar 
informasi publik 

Orang 41421 41421   

              
2.16.02.2.01.0
027 

Penyusunan 
Strategi 
Komunikasi 
Publik 

Jumlah Strategi 
Komunikasi Publik 
yang disusun 
(strakom tematik dan 
strakom isu daerah) 

Dokumen 0 0  

- Terkait 
Strakom di 
DKISP Kab. 
Malinau, 
menunggu 
penjabaran 
dari Komdigi 
- Tahun 2026 
& Tahun 2027 
akan 

dilaksanakan 
Sosialisasi dari 
DKISP Prov. 
Kaltara 

          2.16.03 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

APLIKASI 
INFORMATIKA 

              

              
2.16.03.2.02.0
040 

Penyediaan Akses 
Internet 

Jumlah Perangkat 
Daerah dan UPTD 

Titik 32 32   
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

yang memanfaatkan 
akses internet yang 
disediakan oleh 
Dinas 

              
2.16.03.2.02.0
042 

Koordinasi 
pengelolaan 
aplikasi, 
data/informasi, 
dan layanan 
pemerintah 
daerah berbasis 
elektronik yang 
terintegrasi 

Jumlah Layanan 
Pemda yang 
memanfaatkan Portal 
pelayanan 
Pemerintah Daerah 
terintegrasi, yaitu 
Portal Pelayanan 
Publik, Portal 

Administrasi 
Pemerintahan, 
dan/atau Portal Data 
Nasional 

Layanan 4 4   

18
. 

8.01 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

Memperkuat 
reformasi 

politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantas
an korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 

penyeludupa
n. 
Memperkoko
h ideologi 
Pancasila, 
demokrasi, 
dan hak asasi 
manusia 
(HAM). 
Memperkuat 
penyelarasan 
kehidupan 

yang 
harmonis 
dengan 
lingkungan, 
alam, dan 
budaya serta 
peningkatan 
toleransi 
antarumat 
beragama 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

untuk 
mencapai 
masyarakat 
yang adil dan 
makmur. 

        

Meningkatny
a kualitas 
stabilitas 
politik dan 
demokrasi, 
implementasi 
nilai-nilai 

ideologi 
Pancasila, 
wawasan 
kebangsaan, 
ketahanan 
ekonomi dan 
sosial 
budaya, serta 
kewaspadaan 
nasional 

                  

          8.01.03 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PERAN PARTAI 
POLITIK DAN 
LEMBAGA 
PENDIDIKAN 
MELALUI 

PENDIDIKAN 
POLITIK DAN 
PENGEMBANGA
N ETIKA SERTA 
BUDAYA POLITIK 

              

              
8.01.03.2.01.0
003 

Pelaksanaan 

Kebijakan di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 

Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 

Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan  

Orang 150 150   
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

Situasi Politik di 
Daerah 

              
8.01.03.2.01.0
004 

Pelaksanaan 
Koordinasi di 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 

Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan 
Situasi Politik di 
Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 

di Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 

Pemantauan Situasi 
Pol 

Orang 0 50   

          8.01.06 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KEWASPADAAN 
NASIONAL DAN 
PENINGKATAN 
KUALITAS DAN 
FASILITASI 
PENANGANAN 

KONFLIK SOSIAL 

              

              
8.01.06.2.01.0
003 

Pelaksanaan 
Kebijakan di 
Bidang 
Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama 

Intelijen, 
Pemantauan 
Orang Asing, 
Tenaga Kerja 
Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, 

serta Penanganan 
Konflik di Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
pelaksanaan 

Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanga 

Orang 150 150   

              
8.01.06.2.01.0
004 

Pelaksanaan 
Koordinasi di 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 

Orang 80 80   
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
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PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

Bidang 
Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama 
Intelijen, 
Pemantauan 
Orang Asing, 

Tenaga Kerja 
Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Bidang 
Kewaspadaan, 
serta Penanganan 
Konflik di Daerah 

di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 

Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 

19
. 

2.10 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
PERTANAHAN 

Melanjutkan 
pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 
meningkatka
n lapangan 

kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 

industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif 
koperasi. 

                    

        

Terwujudnya 
pemerataan 
penguasaan 
tanah dan 
pemberdayaa
n masyarakat 
melalui 
penataan aset 
dan akses di 
daerah 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
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AN 
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ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

          2.10.06 

PROGRAM 
REDISTRIBUSI 
TANAH, DAN 
GANTI 
KERUGIAN 
PROGRAM 

TANAH 
KELEBIHAN 
MAKSIMUM DAN 
TANAH 
ABSENTEE 

              

              
2.10.06.2.01.0
004 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Penataan Akses 
dalam 
Pemanfaatan 
Redistribusi 
Tanah dalam 1 
(satu) 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penataan Akses 
dalam Pemanfaatan 
Redistribusi Tanah 

dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

Dokumen 5 5   

              
2.10.06.2.01.0
006 

Koordinasi dalam 
rangka Penataan 
Aset Reforma 

Agraria 

Jumlah Berita Acara 
dalam rangka 
Koordinasi Penataan 
Aset Reforma 
Agraria. 

Berita 
Acara 

5 5   

20
. 

2.17 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
KOPERASI, 
USAHA 
KECIL, DAN 
MENENGAH 

Melanjutkan 
pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 
meningkatka
n lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 

kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 

aktif 
koperasi. 

                    

        
Meningkatny
a 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

Produktivitas 
Koperasi dan 
UMKM 

          2.17.06 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
DAN 
PERLINDUNGAN 
KOPERASI 

              

              
2.17.06.2.01.0
005 

Peningkatan 
Produktivitas, 
Nilai Tambah, 
Akses Pasar, 
Akses 
Pembiayaan, 
Penguatan 
Kelembagaan, 
Penataan 
Manajemen, 

Standarisasi, dan 
Restrukturisasi 
Usaha 

Jumlah Unit Usaha 
yang Produktif, 
Bernilai Tambah, 
Memiliki Akses 
Pasar, Akses 
Pembiayaan, 
Penguatan 
Kelembagaan, 
Penataan 
Manajemen, 

Standarisasi, dan 
Restrukturisasi 
Usaha 

Unit Usaha 4 0  

Tidak terdapat 
pada Renstra 
PD dan Renja 
PD 

          2.17.07 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
USAHA 

MENENGAH, 
USAHA KECIL, 
DAN USAHA 
MIKRO (UMKM) 

              

              
2.17.07.2.01.0
018 

Peningkatan 
Kompetensi dan 
Kapasitas SDM 
Usaha Mikro dan 
Kecil 
(UMK)/Pelaku 
Usaha 

Jumlah pelaku 

usaha yang 
memperoleh 
peningkatan 
kompetensi dan 
kapasitas SDM 
Usaha Mikro dan 
Kecil (UMK) 

Orang 30 20 
 Kemampuan 
Anggaran 

              
2.17.07.2.01.0
023 

Fasilitasi Integrasi 
Basis Data 
Tunggal UMKM 

Jumlah Kegiatan 
Hasil Fasilitasi 
Integrasi dan 
Sinkronisasi Data 
UMKM 

Kegiatan 1 1   

21
. 

3.26 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
PARIWISATA 

Melanjutkan 
pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 
meningkatka
n lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang

kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif 
koperasi. 

        

Meningkatny
a Kontribusi 
Pariwisata 
dan Ekonomi 
Kreatif dalam 
Mendukung 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Nasional 

                  

          3.26.03 
PROGRAM 
PEMASARAN 
PARIWISATA 

              

              
3.26.03.2.01.0
006 

Fasilitasi Kegiatan 
Pemasaran 
Pariwisata Baik 
Dalam dan Luar 
Negeri Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Kegiatan 
Pemasaran 

Pariwisata Baik 
Dalam dan Luar 
Negeri 

Kegiatan 2  0 

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak ada 
di Renja PD 
melihat 
kemampuan 
keuangan 
daerah 

              
3.26.03.2.01.0
007 

Penguatan 

Promosi Melalui 
Media Cetak, 
Elektronik, dan 
Media Lainnya 
Baik Dalam dan 
Luar Negeri 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penguatan 
Promosi Melalui 
Media Cetak, 
Elektronik, dan 
Media Lainnya Baik 
Dalam dan Luar 

Negeri 

Promosi 5 5   

          3.26.04 

PROGRAM 
PENGEMBANGA
N EKONOMI 
KREATIF 
MELALUI 

PEMANFAATAN 
DAN 
PERLINDUNGAN 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

HAK KEKAYAAN 
INTELEKTUAL 

              
3.26.04.2.01.0
001 

Pengembangan 
dan Revitalisasi 
Prasarana Kota 
Kreatif 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Kota 
Kreatif yang tersedia 

Unit 1 1   

              
3.26.04.2.02.0
014 

Fasilitasi 
penguatan 
Kekayaan 
Intelektual 

Jumlah kegiatan / 
orang yang 
mendapat fasilitasi 
penguatan kekayaan 
intelektual 

Kegiatan 1 1   

22
. 

2.22 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
KEBUDAYAAN 

Melanjutkan 

pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 
meningkatka
n lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang

kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif 
koperasi. 

Memperkuat 
penyelarasan 
kehidupan 
yang 
harmonis 
dengan 
lingkungan, 
alam, dan 
budaya serta 
peningkatan 
toleransi 
antarumat 

beragama 
untuk 
mencapai 
masyarakat 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

yang adil dan 
makmur. 

        

Peningkatan 
Indeks 
Pemajuan 
Kebudayaan 
(IPK) 

                  

          2.22.02 
PROGRAM 
PENGEMBANGA
N KEBUDAYAAN 

              

              
2.22.02.2.01.0
002 

Pembinaan 
Sumber Daya 

Manusia, 
Lembaga, dan 
Pranata 
Kebudayaan 

Jumlah Peserta 
Pembinaan Sumber 
Daya Manusia, 
Lembaga, dan 
Pranata Kebudayaan 

Orang 30 30   

              
2.22.02.2.01.0
003 

Penyusunan, 
Pemutakhiran, 

Penetapan Pokok 
Pikiran 
Kebudayaan 
Daerah (PPKD) 
Kabupaten/Kota 

Jumlah PPKD 

Kabupaten/Kota 
yang Disusun, 
Dimutakhirkan dan 
Ditetapkan 

Dokumen 1 1.   

          2.22.05 

PROGRAM 

PELESTARIAN 
DAN 
PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA 

              

              
2.22.05.2.01.0
003 

Pengusulan 

Warisan Budaya 
Tak Benda 

Jumlah Warisan 

Budaya Tak Benda 
yang Diusulkan 

Objek 0 3   

              
2.22.05.2.02.0
003 

Pemanfaatan 
Cagar Budaya 

Jumlah Objek Cagar 
Budaya yang 

Dimanfaatkan 

Objek 0 0  

sub kegiatan 
ini tidak masuk 
direnstra dan 
tidak 

tambahan pagu 
dari kabupaten 
malinau 

23
. 

1.01 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
PENDIDIKAN 

Memperkuat 
pembanguna
n sumber 

daya manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

        

Terpenuhinya 
Kebutuhan 
Dasar 

Standar 
Pelayanan 
Minimal 
(SPM) Bidang 
Pendidikan 

                  

          1.01.02 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

              

              
1.01.02.2.01.0

049 

Bimbingan Teknis, 
Pelatihan, 
dan/atau 
Magang/PKL 

untuk 
Peningkatan 
Kapasitas Bidang 
Pendidikan 

Jumlah Peserta 
Bimbingan Teknis, 
Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 

Peningkatan 
Kapasitas Bidang 
Pendidikan yang 
dilaksanakan 

Orang 220 220   

              
1.01.02.2.02.0
060 

Bimbingan Teknis, 

Pelatihan, 
dan/atau 
Magang/PKL 
untuk 
Peningkatan 
Kapasitas Bidang 
Pendidikan 

Jumlah Peserta 

Bimbingan Teknis, 
Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 
Peningkatan 
Kapasitas Bidang 
Pendidikan yang 
dilaksanakan 

Orang 80 80   

              
1.01.02.2.03.0
016 

Pengembangan 
Karir Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 

pada Satuan 
Pendidikan PAUD 

Jumlah Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 
yang Mendapatkan 
Fasilitasi Kenaikan 
Pangkat/Golongan, 
Pemberian Promosi, 
Peningkatan 
Kompetensi dan 
Kualifikasi 

Orang 180 181   

              
1.01.02.2.03.0
046 

Pengadaan Alat 
Praktik dan 
Peraga  Peserta 
Didik PAUD 

Jumlah Alat Praktik 
dan Peraga Peserta 
Didik PAUD yang 
Tersedia 

Paket 10 10   

24
. 

1.02 
URUSAN 
PEMERINTAH

Memperkuat 
pembanguna
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

AN BIDANG 
KESEHATAN 

n sumber 
daya manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

        
Kesehatan 
Untuk Semua 

                  

          1.02.02 

PROGRAM 
PEMENUHAN 
UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN 
DAN UPAYA 
KESEHATAN 

MASYARAKAT 

              

              
1.02.02.2.01.0
006 

Pengembangan 
Puskesmas 

Jumlah Puskesmas 
yang Ditingkatkan 
Sarana, Prasarana, 
Alat Kesehatan dan 
SDM agar Sesuai 

Standar 

Unit 2 1.00 
 Kemampuan 
keuangan 
daerah 

              
1.02.02.2.01.0
022 

Pengembangan 
Rumah Sakit 

Jumlah Rumah sakit 
yang ditingkatkan  
sarana, prasarana, 
alat kesehatan  dan 
SDM agar sesuai 

standar jenis 
pelayanan rumah 
sakit berdasarkan 
kelas rumah sakit 
yang memenuhi rasio 
tempat tidur 
terhadap jumlah 
penduduk minimal 
1:1000 dan/atau 
dalam rangka p 

Unit 3 0  

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak ada 
di Renja PD 
dan melihat 
kemampuan 
keuangan 
daerah 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

              
1.02.02.2.01.0
023 

Pengadaan Obat, 
Bahan Habis 
Pakai, Bahan 
Medis Habis 
Pakai,, Vaksin, 
Makanan dan 

Minuman di 
Fasilitas 
Kesehatan 

Jumlah Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan 
Medis Habis Pakai, 
Vaksin, Makanan 
dan Minuman di 

Fasilitas Kesehatan  
yang disediakan 

Paket 12 12   

          1.02.03 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS 

SUMBER DAYA 
MANUSIA 
KESEHATAN 

              

              
1.02.03.2.02.0
005 

Pemenuhan 
Kebutuhan 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan Sesuai 
Standar 

Jumlah Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan yang 

Memenuhi Standar 
di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
(Fasyankes) 

Orang 20 20   

25
. 

2.08 

URUSAN 

PEMERINTAH
AN BIDANG 
PEMBERDAYA
AN 
PEREMPUAN 
DAN 
PERLINDUNG
AN ANAK 

Memperkuat 
pembanguna

n sumber 
daya manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

                    

        

Meningkatny
a efektivitas 
penanganan 
sesuai 
standar bagi 
korban KtP 
dan TPPO 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

serta anak 
korban 
kekerasan, 
eksploitasi, 
penelantaran, 
dan 

perlakuan 
salah lainnya 

          2.08.03 
PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

              

              
2.08.03.2.02.0
010 

Layanan 
pendampingan 
korban bagi 
Perempuan 
Korban Kekerasan 
dan TPPO Tingkat 
Kab/Kota 

Jumlah Perempuan 
Korban Kekerasan 
dan TPPO yang 
mendapatkan 
layanan 
pendampingan 
korban Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Orang 20 35.00   

              
2.08.03.2.03.0

013 

Advokasi dan 
sosialisasi 
Penguatan dan 
pengembangan 
lembaga penyedia 

layanan 
Perlindungan 
Perempuan 
Kewenangan 
Kab/Kota 

Jumlah Lembaga 
Penyedia Layanan 
Perlindungan 
Perempuan  tingkat 
Kab/Kota  (lembaga 

pemerintah dan non 
pemerintah) yang 
mendapatkan 
advokasi dan 
sosialisasi 

Lembaga 35 35.00   

          2.08.07 
PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
KHUSUS ANAK 

              

              
2.08.07.2.02.0
016 

Layanan 
pendampingan 
korban bagi Anak 
Korban Kekerasan 
Tingkat Daerah 
Kab/Kota 

Jumlah Anak Korban 
Kekerasan yang 
mendapatkan 

layanan 
pendampingan 
korban Tingkat 
Daerah Kab/Kota 

Orang 40 0  

Tidak terdapat 
pada Renstra 
PD dan Renja 

PD dan melihat 
kemampuan 
keuangan 
daerah 

              
2.08.07.2.03.0
015 

Advokasi dan 
sosialisasi 
Penguatan dan 
pengembangan 
lembaga penyedia 
layanan bagi Anak 
yang Memerlukan 
Perlindungan 

Khusus  
Kewenangan 
Kab/Kota 

Jumlah Lembaga 
Penyedia Layanan 

bagi Anak yang 
Memerlukan 
Perlindungan 
Khusus  tingkat 
Kab/Kota (lembaga 
pemerintah dan non 
pemerintah) yang 
mendapatkan 
advokasi dan 
sosialisasi 

Lembaga 10 0  

Tidak terdapat 
pada Renstra 
PD dan Renja 
PD dan melihat 
kemampuan 
keuangan 

daerah 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

26
. 

2.12 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
ADMINISTRAS
I 

KEPENDUDU
KAN DAN 
PENCATATAN 
SIPIL 

Memperkuat 
pembanguna
n sumber 
daya manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

                    

        

Meningkatny
a kualitas 

layanan 
kependuduka
n dan 
pencatatan 
sipil, serta 
pemanfaatan 
data 
kependuduka
n berbasis 
digital 

                  

          2.12.02 
PROGRAM 
PENDAFTARAN 
PENDUDUK 

              

              
2.12.02.2.03.0
001 

Koordinasi antar 
Lembaga 
Pemerintah dan 
Lembaga Non-

Pemerintah di 
Kabupaten/Kota 
dalam Penertiban 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan 
Hasil Koordinasi 
antar Lembaga 
Pemerintah dan 
Lembaga Non-
Pemerintah di 
Kabupaten/Kota 
dalam Penertiban 
Pelayanan 
Pendaftaran 

Penduduk 

Laporan 24 24   

              
2.12.02.2.03.0
003 

Fasilitasi 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan 
Hasil Fasilitasi 

Laporan 20 20   
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

pendaftaran 
penduduk 

          2.12.03 
PROGRAM 
PENCATATAN 
SIPIL 

              

              
2.12.03.2.02.0
002 

Koordinasi dengan 

Kantor 
Kementerian yang 
Menyelenggarakan 
Urusan 
Pemerintahan di 
Bidang Agama 
Kabupaten/Kota 
dalam Memelihara 
Hubungan Timbal 
Balik Melalui 
Pembinaan 
Masing-Masing 

kepada Instansi 
Vertikal dan UPT 
Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

Jumlah Laporan 
Hasil Koordinasi 
dengan Kantor 
Kementerian yang 
Menyelenggarakan 
Urusan 

Pemerintahan di 
Bidang Agama 
Kabupaten/Kota 
dalam Memelihara 
Hubungan Timbal 
Balik Melalui 
Pembinaan Masing-
Masing kepada 
Instansi Vertikal dan 
UPT Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Laporan 16 16   

              
2.12.03.2.02.0
006 

Fasilitasi Terkait 
Pencatatan Sipil 

Jumlah Laporan 
Hasil Fasilitasi 
Pencatatan Sipil 

Laporan 19 19   

27
. 

2.14 

URUSAN 
PEMERINTAH

AN BIDANG 
PENGENDALI
AN 
PENDUDUK 
DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 

Memperkuat 
pembanguna

n sumber 
daya manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

                    

        
Terwujudnya 
Penyelenggar

                  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-86 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

aan Program 
Bangga 
Kencana yang 
Berkualitas 

          2.14.03 

PROGRAM 
PEMBINAAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
(KB) 

              

              
2.14.03.2.03.0
017 

Fasilitasi dan 

Pembinaan 
Pendampingan Ibu 
Hamil dan Ibu 
Pasca Persalinan 

Jumlah kegiatan 
pembinaan Tim 
Pendamping 
Keluarga dalam 
melakukan 
Pendampingan Ibu 
Hamil dan Ibu Pasca 
Persalinan 

Kegiatan 7  1 

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak ada 
di Renja PD 
dan melihat 
kemampuan 
keuangan 
daerah 

              
2.14.03.2.03.0
033 

Pembinaan 
Pelayanan 
Keluarga 
Berencana dan 
Kesehatan 
Reproduksi di 
Fasilitas  

Pelayanan 
Kesehatan 
Termasuk 
Jaringan dan 
Jejaringnya 

Jumlah Laporan 
Hasil Pembinaan 
Pelayanan Keluarga 
Berencana dan 
Kesehatan 
Reproduksi di 

Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Termasuk 
Jaringan dan 
Jejaringnya 

Laporan 4 0  

Tidak terdapat 
pada Renstra 
PD dan Renja 
PD dan melihat 
kemampuan 
keuangan 
daerah 

          2.14.04 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
DAN 
PENINGKATAN 
KELUARGA 
SEJAHTERA (KS) 

              

              
2.14.04.2.01.0
033 

Pengelolaan 
Ketahanan 
Keluarga Melalui 
Pusat Pelayanan 
Keluarga 
Sejahtera 
(Satyagatra) 

Jumlah laporan hasil 
pengelolaan 
Ketahanan Keluarga 
Melalui Pusat 
Pelayanan Keluarga 
Sejahtera 
(Satyagatra) 

Laporan / 
Dokumen 

4 2  

Tidak terdapat 
pada Renstra 
PD dan Renja 
PD dan melihat 
kemampuan 
keuangan 
daerah 

              
2.14.04.2.02.0
008 

Promosi dan 
Sosialisasi 
Program 
Pembangunan 
Keluarga 

Jumlah Laporan 
Hasil Promosi dan 
Sosialisasi Program 
Pembangunan 
Keluarga 

Laporan 6 0  

Tidak terdapat 
pada Renstra 
PD dan Renja 
PD dan melihat 
kemampuan 
keuangan 
daerah 

28
. 

2.19 
URUSAN 
PEMERINTAH

Memperkuat 
pembanguna
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

AN BIDANG 
KEPEMUDAA
N DAN 
OLAHRAGA 

n sumber 
daya manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

        

Meningkatny
a kualitas 
pemuda, 
budaya 

olahraga yang 
inklusif, dan 
prestasi 
olahraga 

                  

          2.19.02 

PROGRAM 

PENGEMBANGA
N KAPASITAS 
DAYA SAING 
KEPEMUDAAN 

              

              
2.19.02.2.01.0
020 

Penyelenggaraan 
Peningkatan 

Kapasitas Bagi 
Wirausaha Pemula 
Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Wirausaha 
Pemula Tingkat 
kabupaten/kota 
yang Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

Orang 90 90   

              
2.19.02.2.02.0
006 

Penyelenggaraan 
Pemberdayaan 

organisasi 
kepemudaan 
melalui kemitraan 
berbasis 
peneguhan 
kemandirian 
ekonomi pemuda 
tingkat 
Kabupaten/Kota 

Jumlah organisasi 
kepemudaan yang 
difasilitasi dalam 
pengembangan 
organisasi 
kepemudaan tingkat 
kabupaten/kota 

Organisasi 20 20   
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

          2.19.03 

PROGRAM 
PENGEMBANGA
N KAPASITAS 
DAYA SAING 
KEOLAHRAGAAN 

              

              
2.19.03.2.03.0
011 

Pemusatan 
Latihan Daerah 
yang terintegrasi 
dengan 
pengembangan 
Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi 
Keolahragaan 
(Sport Science) 

Jumlah 
Olahragawan, Pelatih 
dan Tenaga 
Keolahragaan di 
Pemusatan Latihan 
Daerah yang 
terintegrasi dengan 

pengembangan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi 
Keolahragaan (Sport 
Science) 

Orang 0 0  

Daerah belum 
memiliki Sport 
Science di 
kabupaten/ 
kota sub 

kegiatan ini 
dikosongkan 
saja. 

              
2.19.03.2.03.0
013 

Pembinaan dan 
Pengembangan 
Olahragawan 
Berprestasi 
kabupaten/kota 

Jumlah Olahragawan 

Berprestasi 
kabupaten/kota 
yang Dibina dan 
Diberikan 
Pengembangan, 
termasuk olahraga 
disabilitas 

Orang 20 50   

29
. 

2.23 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
PERPUSTAKA
AN 

Memperkuat 
pembanguna
n sumber 
daya manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Memperkuat 
penyelarasan 
kehidupan 
yang 

                    



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-89 

 

 

N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

harmonis 
dengan 
lingkungan, 
alam, dan 
budaya serta 
peningkatan 

toleransi 
antarumat 
beragama 
untuk 
mencapai 
masyarakat 
yang adil dan 
makmur. 

        

Meningkatny
a Kegemaran 
Membaca dan 
Literasi 
Masyarakat 

                  

          2.23.02 
PROGRAM 
PEMBINAAN 
PERPUSTAKAAN 

              

              
2.23.02.2.01.0
004 

Pembinaan 
Perpustakaan 

pada Satuan 
Pendidikan Dasar 
di Seluruh 
Wilayah 
Kabupaten/Kota 
Sesuai dengan 
Standar Nasional 
Perpustakaan 

Jumlah 
Perpustakaan pada 
Satuan Pendidikan 
Dasar dan yang 
Dilakukan 
Pembinaan dalam 
Mewujudkan 

Standar Nasional 
Perpustakaan 

Perpustaka
an 

25 25.   

              
2.23.02.2.01.0
013 

Pembinaan 
Perpustakaan 
Umum dan 
Khusus Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
perpustakaan umum 
dan khusus yang 
dibina sesuai 
kewenangan 
Kabupaten/Kota 
dalam mewujdukan 
Standar Nasional 
Perpustakaan 

Perpustaka
an 

10 20   

          2.23.03 

PROGRAM 
PELESTARIAN 
KOLEKSI 
NASIONAL DAN 
NASKAH KUNO 

              

              
2.23.03.2.01.0
003 

Peningkatan Peran 
Serta Masyarakat 
dalam 
Penyimpanan, 
Perawatan, 

Jumlah masyarakat 
yang berperan dalam 
penyimpanan, 
perawatan, 
pelestarian dan 

Orang 20 20   
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

Pelestarian, dan 
Pendaftaran 
Naskah Kuno 

pendaftaran naskah 
kuno 

              
2.23.03.2.01.0
004 

Pengembangan, 
Pengolahan dan 

Pengalihmediaan 
Naskah Kuno 
yang Dimiliki oleh 
Masyarakat untuk 
Dilestarikan dan 
Didayagunakan 

Jumlah Naskah 
Kuno  yang dimiliki 
masyarakat yang 
dilakukan 
pengembangan, 
pengolahan, 
pengalihmediaan 
untuk dilestarikan 
dan didayagunakan 

Eksemplar 1 1   

30
. 

1.05 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
KETENTERAM

AN DAN 
KETERTIBAN 
UMUM SERTA 
PERLINDUNG
AN 
MASYARAKAT 

Memperkoko
h ideologi 
Pancasila, 
demokrasi, 
dan hak asasi 
manusia 

(HAM). 
Memperkuat 
penyelarasan 
kehidupan 
yang 
harmonis 
dengan 
lingkungan, 
alam, dan 
budaya serta 
peningkatan 

toleransi 
antarumat 
beragama 
untuk 
mencapai 
masyarakat 
yang adil dan 
makmur. 

                    

        

Terwujudnya 
manajemen 
bencana yang 
terintegrasi, 
pelayanan 
Satpol PP, 
Satlinmas, 
dan 
pelayanan 
pemadam 

kebakaran 
sesuai 
standar 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

          1.05.03 
PROGRAM 
PENANGGULANG
AN BENCANA 

              

              
1.05.03.2.01.0
007 

Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 
(Per Jenis 
Ancaman 
Bencana) 

Jumlah warga 
negara termasuk 
kelompok rentan di 
kawasan rawan 
bencana bencana 
Kabupaten/Kota 
yang memperoleh 
sosialisasi, 
komunikasi, 

informasi dan 
edukasi sesuai jenis 
ancaman bencana 
yang ada di kawasan 
tempat tinggalnya 
selama 1 (satu) 
tahun 

Orang 200 200   

              
1.05.03.2.02.0
013 

Pengelolaan Risiko 
Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan 
penyelesaian akar 
masalah risiko 
bencana (per jenis 
ancaman bencana 
prioritas) 
Kabupaten/Kota 
yang tertangani 

Kegiatan 0 0  

Sub kegiatan 
ini tidak 
terakomodir 
dalam Renstra 
BPBD Malinau 
tahun 2027 

              
1.05.03.2.02.0
018 

Gladi 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
kabupaten/kota 

Jumlah warga 
negara yang 
mengikuti gladi 
kesiapsiagaan untuk 
menguji efektivitas 
SOP dan 
keberfungsian 
sarana prasarana 

dalam pengendalian 
operasi penanganan 
darurat bencana (per 
jenis ancaman) 
Kabupaten/Kota 

Orang 200 100 

 Melihat 
kemampuan 
keuangan 
daerah 

              
1.05.03.2.02.0
020 

Penguatan 
Kapasitas 
Kawasan untuk 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Bencana 

Jumlah kawasan 

rawan bencana (per 
jenis ancaman 
bencana) dan/atau 
kawasan-kawasan 
strategis 
Kabupaten/Kota 
yang memiliki 
mekanisme dan 
prosedur tetap 

Kawasan 3 3   
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

kesiapsiagaan 
menghadapi bencana 

        

Terwujudnya 
manajemen 
bencana yang 
terintegrasi, 
pelayanan 
Satpol PP, 
Satuan 
Perlindungan 
Masyarakat, 
dan 

pelayanan 
pemadam 
kebakaran 
sesuai 
standar 

                  

          1.05.02 

PROGRAM 

PENINGKATAN 
KETENTERAMAN 
DAN 
KETERTIBAN 
UMUM 

              

              
1.05.02.2.01.0
024 

Implementasi 
tugas dan fungsi 
Satpol PP sesuai 
Indeks 
Penyelenggaraan 
trantibum Provinsi 
dan Kabupaten/ 
Kota 

Jumlah Dokumen 
penyelenggaraan  
trantibum di daerah 

sesuai Indeks 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Dokumen 0 0  

 Belum 

terakomodir 
didalam 
dokumen 
Renstra 
maupun Renja 
Satpol PP dan 
PMK 
Kabupaten 
Malinau dan 
melihat 
kemampuan 

keuangan 
daerah 

              
1.05.02.2.02.0

011 

Penanganan  Atas 
Pelanggaran 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan  
Kepala daerah 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Penanganan  Atas 
Pelanggaran 

Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
kepala daerah Sesuai 
SOP 

Laporan 4 4   

          1.05.04 

PROGRAM 
PENCEGAHAN, 

PENANGGULANG
AN, 
PENYELAMATAN 
KEBAKARAN 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

DAN 
PENYELAMATAN 
NON 
KEBAKARAN 

              
1.05.04.2.01.0
002 

Pemadaman dan 
Pengendalian 
Kebakaran dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan 
Hasil Pelaksanaan 
Kegiatan 
Kesiapsiagaan 
Petugas Piket dan 
Pemadaman 
Kebakaran dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Laporan 0 0  

1. Belum 
terakomodir 
dalam 
dokumen 
Renstra dan 
Renja Satpol PP 
dan PMK Kab. 
Malinau 

2. 
Pembentukan 
OPD Pemadam 
Kebakaran 
Kab. Malinau 
pada bulan 
april 
3. Hasil 
Rakortekbang 
menjadi 
rekomendasi 
untuk Bappeda 

Kab. Malinau 
dan Satpol PP 
dan PMK Kab. 
Malinau dalam 
penyusunan 
pagu anggaran 
tahun 2027 
dengan melihat 
kondisi 
keuangan 
daerah 

              
1.05.04.2.01.0
013 

Penyusunan 
Kajian Rencana 
Induk Sistem 
Penanggulangan 
Kebakaran dan 
Penyelamatan 

(RISPKP) 

Jumlah Dokumen 
Kajian Rencana 
Induk Sistem 
Penanggulangan 
Kebakaran dan 
Penyelamatan 

(RISPKP) 

Dokumen 1 1   

31
. 

2.24 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
KEARSIPAN 

Memperkuat 
penyelarasan 
kehidupan 
yang 
harmonis 

dengan 
lingkungan, 
alam, dan 
budaya serta 
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N
O 

KODE 
BIDAN

G 
URUS

AN 

BIDANG 
URUSAN 

ASTA CITA 
OUTCOME 
PRIORITAS 

KODE 
PROGRA

M 
PROGRAM 

KODE 
SUBKEGIATA

N 
SUBKEGIATAN 

INDIKATOR 
SUBKEGIATAN 

SATUAN 

TARGET 
HASIL 

KESEPAKATA
N 

RAKORTEKB
ANG 2026 

TARG
ET 

RKPD 
2027 

KET. 

peningkatan 
toleransi 
antarumat 
beragama 
untuk 
mencapai 

masyarakat 
yang adil dan 
makmur. 

        

Meningkatny
a Tertib Arsip 
dan 

Mengembang
kan Memori 
Kolektif 
Bangsa 

                  

          2.24.02 
PROGRAM 
PENGELOLAAN 

ARSIP 

              

              
2.24.02.2.01.0
003 

Pengawasan Arsip 
Dinamis 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan 
Hasil Pengawasan 
Arsip Dinamis 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Laporan 23 25.00   

              
2.24.02.2.03.0
001 

Penyediaan 
Informasi, Akses 
dan Layanan 
Kearsipan Tingkat 
Daerah 

Kabupaten/Kota 
Melalui JIKN 

Jumlah Layanan 
Penyediaan 
Informasi, Akses dan 
Layanan Kearsipan 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 
Melalui JIKN 

Pengguna 6 6   

Sumber : SIPD RI, data diolah, 2026 
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Tabel IV.12  

Keselarasan Pro-Sn/Tematik Pembangunan Hasil Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 
Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Tarikan SIPD RI) 

NO 
PRO-SN/ 
TEMATIK 

PEMBANGUNAN 

PROYEK/ 
KEGIATAN 

BIDANG URUSAN 
KODE 

SUBKEGIATAN 
SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN 

TARGET HASIL 
KESEPAKATAN 

RAKORTEKBANG 
2026 

TARGET RKPD 
2027 

KET. 

1. DIGITALISASI PEMBELAJARAN 

  
Perluasan Akses 
Pendidikan 

Pembangunan dan 
Revitalisasi SMA 
Unggul Garuda dan 

Digitalisasi 
Pembelajaran 

                

      

1.01 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENDIDIKAN 

1.01.02.2.03.0039 

Bimbingan Teknis, 
Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas 

Bidang Pendidikan 

Jumlah Peserta Bimbingan 
Teknis, Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas Bidang 

Pendidikan yang dilaksanakan 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 

Provinsi 

10   

      

1.01 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENDIDIKAN 

1.01.02.2.02.0060 

Bimbingan Teknis, 
Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas 
Bidang Pendidikan 

Jumlah Peserta Bimbingan 
Teknis, Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas Bidang 
Pendidikan yang dilaksanakan 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

10   

      

1.01 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENDIDIKAN 

1.01.02.2.04.0042 

Bimbingan Teknis, 
Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas 
Bidang Pendidikan 

Jumlah Peserta Bimbingan 
Teknis, Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas Bidang 
Pendidikan yang dilaksanakan 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

0  

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 
PD 

2. EKONOMI SYARIAH 

      
4.01 SEKRETARIAT 
DAERAH 

4.01.03.2.01.0002 
Pengendalian dan 
Distribusi 
Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengendalian dan Distribusi 
Perekonomian 

Laporan 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

4   

      

3.26 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PARIWISATA 

3.26.02.2.04.0019 
Fasilitasi dan 
Pembinaan Pelaku 
Usaha 

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mendapatkan Advokasi dan 
Pendampingan Peningkatan 
Standardisasi dan Sertifikasi 
Usaha Bidang Pariwisata 

Pelaku 
Usaha 

Rakortekbang 

Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

0  

Tidak 

terdapat di 
Renstra PD 
dan tidak ada 
di Renja PD 

      

3.31 URUSAN 

PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PERINDUSTRIAN 

3.31.02.2.01.0008 

Pelaksanaan 

pengawasan Jaminan 
Produk Halal (JPH) di 
level Kabupaten/Kota 

- Jumlah objek pengawasan 
jaminan produk halal yang 

dapat diawasi  - Jumlah 
program pengawasan Jaminan 
produk halal yang dapat 
diimplementasikan 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 
dan tidak ada 
di Renja PD 

      

2.17 URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG 
KOPERASI, USAHA 
KECIL, DAN 
MENENGAH 

2.17.07.2.01.0027 
Pembinaan dan 
Fasilitasi Sertifikasi dan 
Standardisasi Produk 

Jumlah UMKM yang dibina 

dan difasilitasi dalam 
mengakses Sertifikasi dan 
Standardisasi Produk 

Unit 
Usaha 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 
dan tidak ada 
di Renja PD 

      
1.06 URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG SOSIAL 

1.06.05.2.02.0004 
Fasilitasi Bantuan 
Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat 

Jumlah Orang Mendapatkan 
Bantuan Pengembangan 

Orang 
Rakortekbang 
Tematik 

Pembangunan 

50   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-96 

 

 

NO 

PRO-SN/ 

TEMATIK 
PEMBANGUNAN 

PROYEK/ 
KEGIATAN 

BIDANG URUSAN 
KODE 

SUBKEGIATAN 
SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN 

TARGET HASIL 
KESEPAKATAN 

RAKORTEKBANG 
2026 

TARGET RKPD 
2027 

KET. 

Ekonomi Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

3. IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN 

  
Ketahanan 

Pangan 

Swasembada 
Pangan (Irigasi 
untuk Mendukung 
Swasembada 
Pangan) 

                

      

1.03 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN 
RUANG  

1.03.02.2.02.0023 
Operasi dan 
Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Rawa 

Panjang Jaringan Irigasi Rawa 
yang Dioperasikan dan 

Dipelihara 

KM 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 

ada di Renja 
PD 

      

1.03 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN 
RUANG  

1.03.02.2.02.0026 
Operasi dan 
Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Air Tanah 

Panjang Jaringan Irigasi Air 
Tanah yang Dioperasikan dan 

Dipelihara 

KM 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 

dan tidak ada 
di Renja PD 

      

1.03 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN 
RUANG  

1.03.02.2.01.0127 

Penyusunan Rencana 
Teknis dan Dokumen 
Lingkungan Hidup 

untuk Konstruksi Air 
Tanah dan Air Baku 

Jumlah Dokumen Rencana 
Teknis dan Dokumen 
Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Air Tanah dan Air 
Baku yang Disusun 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 

dan tidak ada 
di Renja PD 

      

1.03 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN 
RUANG  

1.03.02.2.02.0021 

Operasi dan 

Pemeliharaan Jaringan 
Irigasi Permukaan 

Panjang Jaringan Irigasi 

Permukaan yang Dioperasikan 
dan Dipelihara 

KM 

Rakortekbang 
Tematik 

Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Terdapat di 
Renstra PD 
dan di Renja 
PD namun 
melihat 
kemampuan 
keuangan 
daerah 

4. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 

  
Kesehatan untuk 
Semua 

Jaminan Kesehatan 
Nasional 

                

      
1.06 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG SOSIAL 

1.06.05.2.02.0008 
Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Usulan 
Penindaklayakan, Usulan yang 
Terverifikasi dan Tervalidasi, 
dan Usulan Perbaikan yang 

dilaksanakan 

Usulan 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 

Provinsi 

45   

      

1.02 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KESEHATAN 

1.02.02.2.02.0026 
Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

4   

      

2.12 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

2.12.04.2.03.0004 
Penyelenggaraan 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen 
Penyelenggaraan Pemanfaatan 
Data Kependudukan 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 2 

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 
PD 
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NO 

PRO-SN/ 

TEMATIK 
PEMBANGUNAN 

PROYEK/ 
KEGIATAN 

BIDANG URUSAN 
KODE 

SUBKEGIATAN 
SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN 

TARGET HASIL 
KESEPAKATAN 

RAKORTEKBANG 
2026 

TARGET RKPD 
2027 

KET. 

DAN PENCATATAN 
SIPIL 

5. KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH 

  
Ketahanan 
Pangan 

Kampung Nelayan 
Merah Putih 

                

      

3.25 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KELAUTAN  
DAN PERIKANAN 

3.25.03.2.02.0004 

Penyediaan Sarana dan 
Prasarana 
Pemberdayaan Usaha 
Nelayan Skala Kecil 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pemberdayaan Usaha Nelayan 
Skala Kecil 

Unit 

Rakortekbang 

Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Terdapat di 

Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 
PD 

      

3.25 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KELAUTAN  
DAN PERIKANAN 

3.25.03.2.02.0002 

Pelaksanaan Fasilitasi 
Pembentukan dan 

Pengembangan 
Kelembagaan Nelayan 
Kecil 

Jumlah Kelompok Nelayan 
Kecil yang Difasilitasi 

Pembentukan dan 
Pengembangan 
Kelembagaannya 

Kelompok 

Rakortekbang 
Tematik 

Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

5.   

      

3.25 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KELAUTAN  
DAN PERIKANAN 

3.25.03.2.02.0001 
Pengembangan 
Kapasitas Nelayan Kecil 

Jumlah Nelayan Kecil yang 
Meningkat Kapasitasnya 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

908   

6. KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH 

  
Pertumbuhan 

Ekonomi 

Percepatan 
Pembentukan 
Koperasi 
Desa/Kelurahan 
Merah Putih 

                

      

2.17 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KOPERASI, USAHA 
KECIL, DAN 
MENENGAH 

2.17.06.2.01.0009 

Pemberdayaan  
Koperasi dengan 
Keanggotaan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Koperasi dengan Keanggotaan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Unit 
Usaha 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

8   

7. MAKAN BERGIZI GRATIS 

  
Perluasan Akses 
Pendidikan 

Makan Bergizi 
Gratis 

                

      

3.25 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KELAUTAN  

DAN PERIKANAN 

3.25.06.2.02.0002 

Pembinaan terhadap 
Penerapan Persyaratan 
Perizinan Berusaha 
Pada Usaha Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil 
Perikanan sesuai Skala 
Usaha dan Risiko 

Jumlah Unit Usaha 
Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Perikanan yang 
mendapatkan pembinaan 
terhadap Penerapan 
Persyaratan Perizinan 

Berusaha Pada Usaha 
Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Perikanan sesuai Skala 
Usaha dan Risiko 

Unit 
Usaha 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

8   

      

1.01 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENDIDIKAN 

1.01.02.2.01.0049 

Bimbingan Teknis, 
Pelatihan, dan/atau 

Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas 
Bidang Pendidikan 

Jumlah Peserta Bimbingan 
Teknis, Pelatihan, dan/atau 

Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas Bidang 
Pendidikan yang dilaksanakan 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 

Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

10   

      
1.02 URUSAN 
PEMERINTAHAN 

1.02.04.2.04.0001 
Pengendalian dan 
Pengawasan serta 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengendalian dan Pengawasan 

Dokumen 
Rakortekbang 
Tematik 

0  
Terdapat di 
Renstra PD 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-98 

 

 

NO 

PRO-SN/ 

TEMATIK 
PEMBANGUNAN 

PROYEK/ 
KEGIATAN 

BIDANG URUSAN 
KODE 

SUBKEGIATAN 
SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN 

TARGET HASIL 
KESEPAKATAN 

RAKORTEKBANG 
2026 

TARGET RKPD 
2027 

KET. 

BIDANG 
KESEHATAN 

Tindak Lanjut 
Pengawasan Penerbitan 
Sertifikat Laik Higiene 
Sanitasi Tempat 
Pengelolaan Makanan 
(TPM) antara lain Jasa 
Boga, Rumah 
Makan/Restoran dan 
Depot Air Minum (DAM) 

serta Tindak Lanjut 
Pengawasan Penerbitan 
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 
Tempat Pengelolaan Makanan 
(TPM) antara lain Jasa Boga, 
Rumah Makan/Restoran dan 
Depot Air Minum (DAM) 

Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

tetapi tidak 
ada di Renja 
PD 

      
2.09 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG PANGAN 

2.09.05.2.01.0007 

Penyediaan Sarana 
Pengujian keamanan 
dan mutu pangan segar 
asal tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah sarana pengujian 
keamanan dan mutu pangan 

segar asal tumbuhan daerah 
kabupaten/kota 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

4   

8. MASYARAKAT ADAT 

      

2.13 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN 
DESA 

2.13.05.2.01.0001 

Identifikasi dan 
Inventarisasi 

Masyarakat Hukum 
Adat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Identifikasi dan Inventarisasi 
Masyarakat Hukum Adat 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 
PD 

      

2.13 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN 
DESA 

2.13.05.2.01.0002 

Fasilitasi Penataan, 
Pemberdayaan dan 
Pendayagunaan 

Kelembagaan Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, 
RW, PKK, Posyandu, 
LPM, dan Karang 
Taruna), Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum 
Adat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penataan, Pemberdayaan dan 
Pendayagunaan Kelembagaan 
Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 
Posyandu, LPM, dan Karang 
Taruna), Lembaga Adat 

Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

2   

9. MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE) 

  
Ketahanan 
Pangan 

Mencetak dan 

meningkatkan 
produktivitas lahan 
pertanian 
(Sawah/Lumbung 
Pangan/Food 
Estate) 

                

      
2.09 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG PANGAN 

2.09.02.2.01.0006 

Penyediaan 
Infrastruktur Cadangan 
Pangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Infrastruktur 
Cadangan Pangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang tersedia 

unit 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 
PD 

      

1.03 URUSAN 

PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN 
RUANG  

1.03.12.2.01.0011 
Penetapan RTRW 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Perda RTRW 
Kabupaten/Kota 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 
PD 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-99 

 

 

NO 

PRO-SN/ 

TEMATIK 
PEMBANGUNAN 

PROYEK/ 
KEGIATAN 

BIDANG URUSAN 
KODE 

SUBKEGIATAN 
SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN 

TARGET HASIL 
KESEPAKATAN 

RAKORTEKBANG 
2026 

TARGET RKPD 
2027 

KET. 

      
2.09 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG PANGAN 

2.09.02.2.01.0003 

Penyediaan 
Infrastruktur 
Pendukung 
Kemandirian Pangan 
Lainnya 

Jumlah Infrastruktur 
Pendukung Kemandirian 
Pangan yang Tersedia 

Unit 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 
dan tidak ada 
di Renja PD 

      

3.27 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PERTANIAN 

3.27.03.2.01.0005 
Pengendalian dan 
Pemanfaatan Kawasan 
Pertanian 

Luas kawasan pertanian  yang 
termanfaatkan 

Ha 

Rakortekbang 

Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

22   

      

3.27 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PERTANIAN 

3.27.03.2.01.0014 

Penetapan Kawasan, 
Lahan dan Lahan 

Cadangan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan 
secara numerik dan 
spasial di 
Kabupaten/Kota 

Penetapan Kawasan, Lahan 
dan Lahan Cadangan 
Pertanian Pangan 
Berkelanjutan 

Dokumen 

Rakortekbang 

Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 

terdapat di 
Renstra PD 
dan tidak ada 
di Renja PD 

10. OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM 

  
Pengentasan 
Kemiskinan 

Penanggulangan 
Kemiskinan 

                

      
1.06 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG SOSIAL 

1.06.05.2.02.0009 
Fasilitasi Bantuan 
Jaminan Sosial bagi 
Pekerja Rentan Miskin 

Jumlah Pekerja Rentan Miskin 
yang Mendapatkan Bantuan  
Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 
dan tidak ada 
di Renja PD 

      
2.09 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG PANGAN 

2.09.04.2.02.0002 

Pelaksanaan 
Pengadaan, 
Pengelolaan, dan 
Penyaluran Cadangan 
Pangan pada 
Kerawanan Pangan 
yang Mencakup dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Pengadaan, 
Pengelolaan, dan Penyaluran 
Cadangan Pangan pada 

Kerawanan Pangan yang 
Mencakup dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

1   

      
1.06 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG SOSIAL 

1.06.05.2.02.0006 
Fasilitasi Bantuan 
Sosial Kesejahteraan 
Keluarga 

Jumlah Penerima Manfaat (PM) 

yang Mendapatkan Bantuan 
Sosial Kesejahteraan Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

50   

      
1.06 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG SOSIAL 

1.06.05.2.02.0004 
Fasilitasi Bantuan 
Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat 

Jumlah Orang Mendapatkan 
Bantuan Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

50   

11. PANGAN AKUATIK 

  
Ketahanan 
Pangan 

Pangan Akuatik                 

      

3.25 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KELAUTAN  
DAN PERIKANAN 

3.25.03.2.02.0004 

Penyediaan Sarana dan 
Prasarana 
Pemberdayaan Usaha 
Nelayan Skala Kecil 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pemberdayaan Usaha Nelayan 
Skala Kecil 

Unit 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

0  

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 
PD 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-100 

 

 

NO 

PRO-SN/ 

TEMATIK 
PEMBANGUNAN 

PROYEK/ 
KEGIATAN 

BIDANG URUSAN 
KODE 

SUBKEGIATAN 
SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN 

TARGET HASIL 
KESEPAKATAN 

RAKORTEKBANG 
2026 

TARGET RKPD 
2027 

KET. 

      

3.25 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KELAUTAN  
DAN PERIKANAN 

3.25.05.2.01.0012 
Pengawasan Ekstraksi 
Garam 

Jumlah Pelaku usaha 
pemanfaatan ekstraksi garam 
yang memiliki izin 
kabupaten/kota, yang 
diperiksa kepatuhannya 

Pelaku 
Usaha 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

0  
Tidak ada 
potensi 
garam 

      

3.25 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG KELAUTAN  
DAN PERIKANAN 

3.25.03.2.01.0002 
Penyediaan Prasarana 
Usaha Perikanan 
Tangkap 

Jumlah Prasarana Usaha 
Perikanan Tangkap yang 
Tersedia 

Unit 

Rakortekbang 

Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 

terdapat di 
Renstra PD 
dan tidak ada 
di Renja PD 

12. PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH 

  
Pertumbuhan 
Ekonomi 

Pelestarian 
Lingkungan dan 
Pengelolaan 
Sampah 

                

13. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA 

  
Kesehatan untuk 
Semua 

Pembangunan 
Rumah Sakit 

Lengkap 
Berkualitas di 
Kabupaten/Kota 

                

      

1.02 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KESEHATAN 

1.02.02.2.01.0022 
Pengembangan Rumah 
Sakit 

Jumlah Rumah sakit yang 
ditingkatkan  sarana, 
prasarana, alat kesehatan  dan 

SDM agar sesuai standar jenis 
pelayanan rumah sakit 
berdasarkan kelas rumah sakit 
yang memenuhi rasio tempat 
tidur terhadap jumlah 
penduduk minimal 1:1000 
dan/atau dalam rangka 
peningkatan kapasitas 
pelayanan rumah sakit 

Unit 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 
PD 

      

1.02 URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG 
KESEHATAN 

1.02.03.2.02.0005 

Pemenuhan Kebutuhan 
Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Sesuai 
Standar 

Jumlah Sumber Daya Manusia 
Kesehatan yang Memenuhi 

Standar di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan (Fasyankes) 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

20   

14. PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH 

  
Pengentasan 
Kemiskinan 

Pembangunan 3 
Juta Rumah 

                

      

1.04 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PERUMAHAN DAN 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 

1.04.02.2.03.0004 
Pembangunan Rumah 
bagi Korban Bencana 

Jumlah Rumah bagi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota yang 
Terbangun 

Unit 
Rumah 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 
dan tidak ada 
di Renja PD 

      

1.03 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PEKERJAAN UMUM 

1.03.08.2.01.0023 

Penyelenggaraan 
Penerbitan Persetujuan 
Bangunan Gedung 
(PBG), Sertifikat Laik 
Fungsi (SLF), Surat 

Jumlah Penerbitan 
Persetujuan Bangunan Gedung 
(PBG), Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF), Surat Bukti Kepemilikan 
Bangunan Gedung (SBKBG),  

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

30   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-101 

 

 

NO 

PRO-SN/ 

TEMATIK 
PEMBANGUNAN 

PROYEK/ 
KEGIATAN 

BIDANG URUSAN 
KODE 

SUBKEGIATAN 
SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN 

TARGET HASIL 
KESEPAKATAN 

RAKORTEKBANG 
2026 

TARGET RKPD 
2027 

KET. 

DAN PENATAAN 
RUANG  

Bukti Kepemilikan 
Bangunan Gedung 
(SBKBG),  Rencana 
Teknis Pembongkaran 
Bangunan Gedung 
(RTB),  Tim Profesi Ahli 
(TPA), Tim Penilai 
Teknis (TPT), Penilik, da 

Rencana Teknis Pembongkaran 
Bangunan Gedung (RTB), Tim 
Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai 
Teknis (TPT), Penilik, dan 
Pendataan Bangunan Gedung 
melalui SIMBG 

      

1.04 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PERUMAHAN DAN 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 

1.04.02.2.03.0009 

Pembangunan Rumah 
bagi Masyarakat yang 
Terdampak Relokasi 

Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Rumah bagi 
Masyarakat yang Terdampak 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Unit 
Rumah 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 

dan tidak ada 
di Renja PD 

      

1.04 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PERUMAHAN DAN 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 

1.04.04.2.01.0001 

Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni untuk 
Pencegahan Terhadap 
Tumbuh dan 
Berkembangnya 
Permukiman Kumuh di 
Luar Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas di Bawah 
10 (Sepuluh) Ha 

Jumlah Rumah Tidak Layak 
Huni untuk Pencegahan 
Terhadap Tumbuh dan 
Berkembangnya Permukiman 
Kumuh di Luar Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan 
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) 
Ha yang Diperbaiki 

Unit 
Rumah 

Rakortekbang 

Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Terdapat di 

Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 
PD 

      

1.04 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PERUMAHAN DAN 
KAWASAN 

PERMUKIMAN 

1.04.04.2.01.0004 

Pembangunan Rumah 
Baru Layak Huni dalam 
Rangka pencegahan 
terhadap Kumuh dan 
berkembangnya 
Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh 
Baru 

Jumlah Rumah Baru Layak 
Huni yang Dibangun dalam 
Rangka Pencegahan Kumuh 

Unit 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 
PD 

15. PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 

                      

16. PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS 

  
Kesehatan untuk 
Semua 

Pemeriksaan 
Kesehatan Gratis 

                

      

1.02 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KESEHATAN 

1.02.02.2.02.0026 
Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

4   

      

1.02 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KESEHATAN 

1.02.02.2.02.0056 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penyakit 
Menular 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Penyakit 
Menular 

Laporan 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

2   

      

1.02 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KESEHATAN 

1.02.02.2.02.0057 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penyakit 
Tidak Menular 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Penyakit 
Tidak Menular 

Laporan 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 
dan tidak ada 
di Renja PD 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-102 

 

 

NO 

PRO-SN/ 

TEMATIK 
PEMBANGUNAN 

PROYEK/ 
KEGIATAN 

BIDANG URUSAN 
KODE 

SUBKEGIATAN 
SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN 

TARGET HASIL 
KESEPAKATAN 

RAKORTEKBANG 
2026 

TARGET RKPD 
2027 

KET. 

      

2.12 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN 
SIPIL 

2.12.04.2.03.0004 
Penyelenggaraan 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen 
Penyelenggaraan Pemanfaatan 
Data Kependudukan 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

  

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 
PD 

17. PENANGGULANGAN BENCANA 

      

1.05 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 
UMUM SERTA 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

1.05.03.2.04.0015 

Penyusunan Kajian 
Kebutuhan 
Pascabencana 
(JITUPASNA) dan 

Rencana Rehabilitasi 
dan Rekontruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kab/Kota 

Jumlah penyelesaian dokumen 
Pengkajian Kebutuhan 
Pascabencana dan Rencana 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana (R3P) Kab/Kota 
sampai dengan dinyatakan sah 
dan legal paling lama dalam 1 
(satu) tahun 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

1   

      

1.05 URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG 
KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN 
UMUM SERTA 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

1.05.03.2.04.0010 
Koordinasi penanganan 
Pascabencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah penyelesaian kegiatan 
pascabencana di semua sektor 
sesuai berdasarkan Rencana 
Rehabilitasi dan Rekontruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kabupaten/Kota yang 
dilegalkan 

Kegiatan 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

0  

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 
dan tidak ada 
di Renja PD 

      

1.05 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN 

UMUM SERTA 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

1.05.03.2.01.0008 
Penyusunan Kajian 
Risiko Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen Kajian 
Risiko Bencana (KRB) sampai 
dengan dinyatakan sah/legal 
paling lama dalam 1 (satu) 
tahun 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 
PD dan 
sudah 
dilakukan di 
tahun 
sebelumnya 

      

1.05 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN 
UMUM SERTA 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

1.05.03.2.02.0027 

Penyusunan Rencana 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen Rencana 
Penanggulangan Bencana 
(RPB) Kabupaten/Kota sampai 
dengan dinyatakan sah/legal 
paling lama dalam 1 (satu) 
tahun 

Dokumen 

Rakortekbang 

Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

1   

      

1.05 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN 
UMUM SERTA 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

1.05.03.2.04.0008 
Bimbingan Teknis Pasca 
Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Aparatur BPBD 
Kabupaten/Kota dan lintas 
perangkat daerah 
Kabupaten/Kota yang memiliki 
kemampuan teknis dalam 
menyusun dokumen 

Pengkajian Kebutuhan 
Pascabencana (JITUPASNA) 
dan Rencana Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana 
(R3P) 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 

dan tidak ada 
di Renja PD 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-103 

 

 

NO 

PRO-SN/ 

TEMATIK 
PEMBANGUNAN 

PROYEK/ 
KEGIATAN 

BIDANG URUSAN 
KODE 

SUBKEGIATAN 
SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN 

TARGET HASIL 
KESEPAKATAN 

RAKORTEKBANG 
2026 

TARGET RKPD 
2027 

KET. 

18. PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

  
Kesehatan untuk 
Semua 

Stunting                 

      
2.09 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG PANGAN 

2.09.03.2.01.0007 
Peningkatan Ketahanan 

Pangan Keluarga 

Jumlah Keluarga yang 
Mengikuti Peningkatan 
Ketahanan Pangan Keluarga 

Keluarga 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

2   

      

1.02 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 

KESEHATAN 

1.02.02.2.02.0015 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi Masyarakat 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

2   

      

1.02 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KESEHATAN 

1.02.02.2.02.0046 
Pengelolaan upaya 
kesehatan Ibu dan Anak 

Jumlah dokumen hasil 
pengelolaan upaya kesehatan 
ibu dan anak 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

0  

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 
PD 

      

1.03 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PEKERJAAN UMUM 
DAN PENATAAN 
RUANG  

1.03.03.2.01.0028 

Pembangunan Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Jaringan 
Perpipaan 

Kapasitas Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) Jaringan 
Perpipaan yang dibangun 

Liter/Detik 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

1   

      

2.14 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 

KELUARGA 
BERENCANA 

2.14.04.2.02.0005 

Pemantauan  Data dan 
Informasi Keluarga 
Berisiko Stunting 
(Termasuk remaja Calon 
Pengantin/Calon PUS, 
Ibu Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) 

Cakupan  Pemantauan  Data 
dan Informasi Keluarga 
Berisiko Stunting (Termasuk 
remaja Calon Pengantin/Calon 
PUS, Ibu Hamil, Pasca 

salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) 

laporan 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 

Provinsi 

4   

19. PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN 

  
Ketahanan 
Pangan 

Pendayagunaan 
Penyuluh Pertanian 

                

      

3.27 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PERTANIAN 

3.27.07.2.01.0010 

Peningkatan Kapasitas 
dan Fungsi 
Kelembagaan 
Penyuluhan Pertanian 
di Kecamatan dan Desa 

Jumlah Kelembagaan 
Penyuluhan Pertanian di 
Kecamatan dan Desa yang 
Ditingkatkan Kapasitas dan 
fungsinya 

Unit 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

1   

      

3.27 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PERTANIAN 

3.27.07.2.01.0016 

Penyediaan dan 
pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana 
Penyuluhan Pertanian 
Kecamatan/BPP dan 
Desa 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Penyuluhan Pertanian 
Kecamatan/BPP dan Desa 
yang tersedia dan terpelihara 

Unit 

Rakortekbang 

Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 

terdapat di 
Renstra PD 
dan tidak ada 
di Renja PD 

20. PENGARUSUTAMAAN GENDER 

      

2.08 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 

2.08.02.2.01.0015 

Advokasi dan sosialisasi 
terkait penyelenggaraan 
PUG kewenangan 
Kab/Kota 

Jumlah pemangku 
kepentingan tingkat Kab/Kota 
yang mendapatkan advokasi 
dan sosialisasi (lembaga 
pemerintah dan non 

Lembaga 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 
dan tidak ada 
di Renja PD 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-104 

 

 

NO 

PRO-SN/ 

TEMATIK 
PEMBANGUNAN 

PROYEK/ 
KEGIATAN 

BIDANG URUSAN 
KODE 

SUBKEGIATAN 
SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN 

TARGET HASIL 
KESEPAKATAN 

RAKORTEKBANG 
2026 

TARGET RKPD 
2027 

KET. 

PERLINDUNGAN 
ANAK 

pemerintah) terkait 
penyelenggaraan PUG 
Kewenangan Kab/Kota 

      

1.01 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENDIDIKAN 

1.01.02.2.02.0060 

Bimbingan Teknis, 
Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 

Peningkatan Kapasitas 
Bidang Pendidikan 

Jumlah Peserta Bimbingan 
Teknis, Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 

Peningkatan Kapasitas Bidang 
Pendidikan yang dilaksanakan 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

10   

      

1.02 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KESEHATAN 

1.02.02.2.02.0046 
Pengelolaan upaya 
kesehatan Ibu dan Anak 

Jumlah dokumen hasil 
pengelolaan upaya kesehatan 
ibu dan anak 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 

Provinsi 

0  

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 

PD 

      

2.07 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG TENAGA 
KERJA 

2.07.04.2.01.0005 
Perluasan Kesempatan 
Kerja 

Jumlah Tenaga Kerja yang 
Diberdayakan Melalui program 
Perluasan Kesempatan Kerja 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

20   

      

2.17 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KOPERASI, USAHA 
KECIL, DAN 
MENENGAH 

2.17.07.2.01.0021 

Pembinaan dan 
Fasilitasi Pelaku Usaha 
dalam Pembentukan 
Badan Hukum 
Berusaha 

Jumlah Pelaku Usaha yang 
terfasilitasi Pembentukan 
Badan Hukum Berusaha 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

7   

21. PENGENDALIAN INFLASI 

  
Pertumbuhan 
Ekonomi 

Pengendalian Inflasi                 

      
2.09 URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG PANGAN 

2.09.03.2.01.0008 

Stabilisasi Pasokan dan 
Harga Pangan Tingkat 
Produsen dan 

Konsumen di 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan Stabilisasi 
Pasokan dan Harga Pangan 
Tingkat Produsen dan 
Konsumen di Kabupaten/Kota 

laporan 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

10   

      
2.09 URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG PANGAN 

2.09.03.2.01.0020 
Penyusunan Proyeksi 
Neraca Pangan Wilayah 

Kabupaten/Kota 

Data Proyeksi Neraca Pangan 
Wilayah Kabupaten/Kota 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 

dan tidak ada 
di Renja PD 

      

3.30 URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG 
PERDAGANGAN 

3.30.04.2.02.0002 

Pemantauan Harga dan 
Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang 
Penting pada Pasar 

Rakyat yang 
Terintegrasi dalam 
Sistem Informasi 
Perdagangan 

Jumlah Laporan Pemantauan 
Harga dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting pada Pasar Rakyat 
yang Terintegrasi dalam Sistem 
Informasi Perdagangan 

Laporan 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 
dan tidak ada 
di Renja PD 

22. PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC) 

  
Kesehatan untuk 
Semua 

Penuntasan TBC                 

      
1.06 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG SOSIAL 

1.06.05.2.02.0006 
Fasilitasi Bantuan 
Sosial Kesejahteraan 
Keluarga 

Jumlah Penerima Manfaat (PM) 
yang Mendapatkan Bantuan 
Sosial Kesejahteraan Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Orang 
Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

50   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-105 

 

 

NO 

PRO-SN/ 

TEMATIK 
PEMBANGUNAN 

PROYEK/ 
KEGIATAN 

BIDANG URUSAN 
KODE 

SUBKEGIATAN 
SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN 

TARGET HASIL 
KESEPAKATAN 

RAKORTEKBANG 
2026 

TARGET RKPD 
2027 

KET. 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

      

2.12 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN 
SIPIL 

2.12.04.2.03.0004 
Penyelenggaraan 
Pemanfaatan Data 

Kependudukan 

Jumlah Dokumen 
Penyelenggaraan Pemanfaatan 

Data Kependudukan 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 

ada di Renja 
PD 

      

1.02 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KESEHATAN 

1.02.02.2.02.0011 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang 

Terduga Tuberkulosis 

Jumlah Orang Terduga 
Menderita Tuberkulosis yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Sesuai Standar 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

1984   

      

1.02 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KESEHATAN 

1.02.02.2.02.0040 
Pengelolaan pelayanan 
kesehatan orang dengan 
Tuberkulosis 

Jumlah orang dengan 
Tuberkulosis yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 

Provinsi 

 0 

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 
ada di Renja 

PD 

23. PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 

  
Perluasan Akses 
Pendidikan 

Pembangunan dan 
Revitalisasi 
Pendidikan Dasar 
dan Menengah 

                

      

1.01 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENDIDIKAN 

1.01.02.2.03.0025 

Koordinasi, 
Perencanaan, Supervisi 
dan Evaluasi Layanan 
di Bidang Pendidikan  

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Perencanaan, 
Supervisi dan Evaluasi 
Layanan di Bidang Pendidikan 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

1   

      

1.01 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENDIDIKAN 

1.01.02.2.01.0038 

Koordinasi, 
Perencanaan, Supervisi 
dan Evaluasi Layanan 
di Bidang Pendidikan  

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Perencanaan, 
Supervisi dan Evaluasi 
Layanan di Bidang Pendidikan 

Dokumen 

Rakortekbang 

Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

1   

      

1.01 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENDIDIKAN 

1.01.02.2.02.0051 

Koordinasi, 
Perencanaan, Supervisi 
dan Evaluasi Layanan 
di Bidang Pendidikan  

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Perencanaan, 
Supervisi dan Evaluasi 
Layanan di Bidang Pendidikan 

Dokumen 

Rakortekbang 

Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

1   

24. PERLINDUNGAN ANAK 

      
1.06 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG SOSIAL 

1.06.04.2.01.0006 

Pemberian Bimbingan 
Sosial kepada Keluarga 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 

dan Masyarakat 

Jumlah Peserta Bimbingan 
Sosial kepada Keluarga 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis dan 
Masyarakat Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

50   

      

2.08 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PEMBERDAYAAN 

2.08.06.2.02.0012 

Bimbingan teknis dan 
pendampingan SDM 
lembaga penyedia 
layanan Peningkatan 

Jumlah SDM lembaga 
penyedia layanan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak 
Kewenangan Kab/Kota yang 

Orang 
Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

0  
Tidak 
terdapat di 
Renstra PD 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-106 

 

 

NO 

PRO-SN/ 

TEMATIK 
PEMBANGUNAN 

PROYEK/ 
KEGIATAN 

BIDANG URUSAN 
KODE 

SUBKEGIATAN 
SUBKEGIATAN INDIKATOR SUBKEGIATAN SATUAN 

TARGET HASIL 
KESEPAKATAN 

RAKORTEKBANG 
2026 

TARGET RKPD 
2027 

KET. 

PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN 
ANAK 

Kualitas Hidup Anak 
Kewenangan Kab/Kota 

mendapatkan  bimbingan 
teknis dan pendampingan. 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

dan tidak ada 
di Renja PD 

      
5.01 
PERENCANAAN 

5.01.02.2.01.0005 
Pelaksanaan 
Musrenbang 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Berita Acara 
Musrenbang Kabupaten/Kota 

Berita 
Acara 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

2   

      

1.01 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENDIDIKAN 

1.01.02.2.02.0055 

Pemberian layanan 
pendampingan bagi 
satuan pendidikan 
untuk pencegahan 

perundungan, 
kekerasan, dan 
intoleransi 

Jumlah kegiatan 
pendampingan bagi satuan 
pendidikan untuk pencegahan 

perundungan, kekerasan, dan 
intoleransi 

Kegiatan 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

 0 

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 

ada di Renja 
PD 

      
1.06 URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG SOSIAL 

1.06.04.2.01.0005 
Pemberian Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual, 

dan Sosial 

Jumlah Peserta Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual dan 
Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Orang 

Rakortekbang 
Tematik 
Pembangunan 

tidak dilaksankan 
Provinsi 

0  

Terdapat di 
Renstra PD 
tetapi tidak 

ada di Renja 
PD 

25. SEKOLAH RAKYAT 

  
Pengentasan 
Kemiskinan 

Sekolah Rakyat                 

      
1.06 URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG SOSIAL 

1.06.05.2.02.0008 
Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Usulan 

Penindaklayakan, Usulan yang 
Terverifikasi dan Tervalidasi, 
dan Usulan Perbaikan yang 
dilaksanakan 

Usulan 

Rakortekbang 

Tematik 
Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

45   

      

2.11 URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG 
LINGKUNGAN 
HIDUP 

2.11.06.2.01.0001 

Fasilitasi Pemenuhan 
Ketentuan dan 

Kewajiban Izin 
Lingkungan dan/atau 
Izin PPLH 

Jumlah Rekomendasi 
dan/atau Persetujuan Teknis, 

Persetujuan Lingkungan, dan 
Surat Kelayakan Operasi yang 
Diberikan 

Dokumen 

Rakortekbang 
Tematik 

Pembangunan 
tidak dilaksankan 
Provinsi 

1   

Sumber : SIPD RI, data diolah, 2026 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-107 

 

 

 
Tabel IV.13  

Dukungan Pemerintah Kabupaten Malinau terhadap Prioritas Nasional (ASTA CITA) Tahun 2027 (Tarikan SIPD RI) 
NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

1 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

PROGRAM 

PENANGANAN 

KERAWANAN 

PANGAN 

Penanganan Kerawanan 

Pangan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, 

dan Penyaluran Cadangan Pangan 

pada Kerawanan Pangan yang 
Mencakup dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

100.000.000,00  

2 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 
PENANGANAN 

KERAWANAN 

PANGAN 

Penanganan Kerawanan 

Pangan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penanganan Kerawanan Pangan dan 

Gizi Kabupaten/Kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

250.000.000,00  

3 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENANGANAN 

KERAWANAN 
PANGAN 

Penanganan Kerawanan 

Pangan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan 

Pangan dan Gizi 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

100.000.000,00  

4 
Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENANGANAN 

KERAWANAN 

PANGAN 

Penanganan Kerawanan 
Pangan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Penyusunan Peta Situasi 
Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

Kabupaten/Kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

100.000.000,00  

5 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

PROGRAM 

PENANGANAN 

KERAWANAN 

PANGAN 

Penyusunan Peta 

Kerentanan dan 

Ketahanan Pangan 

Kecamatan 

Penyusunan, Pemutakhiran dan 

Analisis Peta Ketahanan dan 
Kerentanan Pangan 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

400.000.000,00  

6 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENGAWASAN 

KEAMANAN PANGAN 

Pelaksanaan 
Pengawasan Keamanan 

Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rekomendasi Keamanan Pangan 

Segar Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

39.092.100,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-108 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

7 
Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 
PENGAWASAN 

KEAMANAN PANGAN 

Pelaksanaan 

Pengawasan Keamanan 

Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rekomendasi Perizinan keamanan 

pangan segar asal tumbuhan 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

49.999.400,00  

8 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

PROGRAM 

PENGAWASAN 
KEAMANAN PANGAN 

Pelaksanaan 

Pengawasan Keamanan 

Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyediaan Sarana Pengujian 

keamanan dan mutu pangan segar 

asal tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

199.999.414,00  

9 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENGAWASAN 

KEAMANAN PANGAN 

Pelaksanaan 
Pengawasan Keamanan 

Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan sinkronisasi 

keamanan dan mutu pangan segar 

asal tumbuhan 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 
negeri. 

                 

50.000.100,00  

10 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENGAWASAN 

KEAMANAN PANGAN 

Pelaksanaan 

Pengawasan Keamanan 

Pangan Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penguatan kelembagaan pengawas 

keamanan dan mutu pangan segar 

asal tumbuhan 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

69.122.690,00  

11 
Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 
MASYARAKAT 

Pelaksanaan 

Pencapaian Target 

Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai 

dengan Angka 
Kecukupan Gizi 

Penyusunan dan Penetapan Target 
Konsumsi Pangan Per Kapita Per 

Tahun 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

200.014.800,00  

12 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Pelaksanaan 
Pencapaian Target 

Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai 

dengan Angka 

Kecukupan Gizi 

Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber Daya Lokal 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

399.999.940,00  

13 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Pelaksanaan 

Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai 

dengan Angka 

Kecukupan Gizi 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi 

per Kapita per Tahun 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 
negeri. 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-109 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

14 
Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 
MASYARAKAT 

Penentuan Harga 

Minimum Daerah untuk 

Pangan Lokal yang 

Tidak Ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Provinsi 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penentuan Harga Minimum Pangan 

Pokok Lokal 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

100.000.000,00  

15 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Pengelolaan dan 

Keseimbangan 

Cadangan Pangan 

Kabupaten/Kota 

Penyusunan Rencana Kebutuhan 

Pangan Lokal 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

100.000.000,00  

16 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Pengelolaan dan 
Keseimbangan 

Cadangan Pangan 

Kabupaten/Kota 

Pengadaan Cadangan Pangan 

Pemerintah Kabupaten/Kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 
negeri. 

               

199.992.000,00  

17 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 
PANGAN 

MASYARAKAT 

Pengelolaan dan 

Keseimbangan 

Cadangan Pangan 
Kabupaten/Kota 

Penyaluran Cadangan Pangan 

Pemerintah Kab/Kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

100.000.000,00  

18 
Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 
MASYARAKAT 

Pengelolaan dan 

Keseimbangan 

Cadangan Pangan 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Cadangan Pangan 

Pemerintah Kab/Kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

100.000.000,00  

19 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 
KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan dan 
Penyaluran Pangan 

Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 

rangka Stabilisasi 
Pasokan dan Harga 

Pangan 

Penyediaan Pangan Berbasis Sumber 
Daya Lokal 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               
119.999.990,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-110 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

20 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan dan 

Penyaluran Pangan 

Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 

rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga 

Pangan 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok 
dan Pangan Lainnya 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

130.000.000,00  

21 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan dan 

Penyaluran Pangan 

Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 

rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga 

Pangan 

Peningkatan Ketahanan Pangan 

Keluarga 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

399.999.140,00  

22 
Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan dan 

Penyaluran Pangan 

Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 

rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga 

Pangan 

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 
Tingkat Produsen dan Konsumen di 

Kabupaten/Kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

400.000.000,00  

23 
Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan dan 

Penyaluran Pangan 

Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 

rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga 

Pangan 

Pengembangan usaha pengolahan 

Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

130.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-111 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

24 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan dan 

Penyaluran Pangan 

Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 

rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga 

Pangan 

Pengembangan Kelembagaan 

Distribusi Pangan Kabupaten/kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

100.000.000,00  

25 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan dan 

Penyaluran Pangan 

Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 

rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga 

Pangan 

Pemantauan Stok Pangan 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

100.000.000,00  

26 
Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan dan 

Penyaluran Pangan 

Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 

rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga 

Pangan 

Penyediaan Informasi Harga Pangan 
Tingkat Produsen dan Konsumen 

Wilayah Kabupaten/Kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

100.000.300,00  

27 
Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan dan 

Penyaluran Pangan 

Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 

rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga 

Pangan 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga 

Pangan Pokok Strategis 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

200.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-112 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

28 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan dan 

Penyaluran Pangan 

Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 

rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga 

Pangan 

Penyusunan Neraca Bahan Makanan 

(NBM) 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

200.000.000,00  

29 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

BAHAN BERBAHAYA 

DAN BERACUN (B3) 

DAN LIMBAH BAHAN 
BERBAHAYA DAN 

BERACUN (LIMBAH 

B3) 

Pengumpulan Limbah 

B3 dalam 1 (Satu) 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengelolaan Limbah B3 dengan 

Pemerintah Provinsi dalam rangka 

Pengangkutan, Pemanfaatan, 

Pengolahan, dan/atau Penimbunan 

Melanjutkan hilirisasi dan 
mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

29.892.000,00  

30 
Dinas 
Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Penanggulangan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota 

Pemberian Informasi Peringatan 
Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada Masyarakat 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

49.995.200,00  

31 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 
PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL 

Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan 

Secara Terpadu Satu 

Pintu dibidang 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ 
Kota 

Penyediaan Pelayanan Perizinan 

Berusaha melalui Sistem Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

149.999.200,00  

32 

Dinas 
Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL 

Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan 
Secara Terpadu Satu 

Pintu dibidang 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ 
Kota 

Penyediaan dan pengelolaan Layanan 

konsultasi perizinan berusaha 
berbasis risiko 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-113 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

33 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL 

Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan 

Secara Terpadu Satu 

Pintu dibidang 

Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan 

Pelaporan di Bidang Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko 

Melanjutkan hilirisasi dan 
mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

100.000.000,00  

34 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

PROGRAM 

PENGELOLAAN DATA 
DAN SISTEM 

INFORMASI 

PENANAMAN MODAL 

Pengelolaan Data dan 

Informasi Perizinan dan 

Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengolahan, Penyajian dan 

Pemanfaatan Data dan Informasi 
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

91.999.100,00  

35 

Dinas 
Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

IKLIM PENANAMAN 

MODAL 

Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif 

Dibidang Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penetapan Kebijakan Daerah 

Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif 
dan Kemudahan Penanaman Modal 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

224.999.990,00  

36 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 
Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
IKLIM PENANAMAN 

MODAL 

Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Dibidang Penanaman 
Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 
74.999.900,00  

37 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Bimbingan Teknis kepada Pelaku 

Usaha 

Melanjutkan hilirisasi dan 
mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

99.996.700,00  

38 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengawasan Penanaman Modal 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

99.999.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-114 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

39 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penyelesaian Permasalahan dan 

Hambatan yang dihadapi Pelaku 

Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan 

Usahanya 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

49.993.900,00  

40 

Dinas 
Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 

Informasi Kepegawaian 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

11.000.000,00  

41 

Dinas 

Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 
negeri. 

                 

89.620.344,00  

42 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM PROMOSI 

PENANAMAN MODAL 

Penyelenggaraan 

Promosi Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

84.999.998,55  

43 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 
sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

23.300.460,00  

44 Dinas Perikanan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                   

5.720.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-115 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

45 

Dinas 

Perindustrian 
dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PENGENDALIAN IZIN 

USAHA INDUSTRI 

Penerbitan Izin Usaha 

Industri (IUI), Izin 

Perluasan Usaha 

Industri (IPUI), Izin 

Usaha Kawasan 
Industri (IUKI) dan Izin 

Perluasan Kawasan 

Industri (IPKI) 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan terhadap Perizinan 
Berusaha sektor perindustrian yang 

menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 
49.994.000,00  

46 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PENGENDALIAN IZIN 
USAHA INDUSTRI 

Penerbitan Izin Usaha 

Industri (IUI), Izin 

Perluasan Usaha 
Industri (IPUI), Izin 

Usaha Kawasan 

Industri (IUKI) dan Izin 

Perluasan Kawasan 

Industri (IPKI) 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Fasilitasi verifikasi pemenuhan 

persyaratan/standar kegiatan usaha 

sektor perindustrian dalam rangka 

penerbitan perizinan berusaha 

berbasis risiko melalui Sistem 
Informasi Industri Nasional (SIINas) 

yang terintegrasi dengan Sistem 

Online Single Submission Risk Base 

Approach (OSS RBA) 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

49.942.000,00  

47 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PERENCANAAN DAN 

PEMBANGUNAN 

INDUSTRI 

Penyusunan dan 

Evaluasi Rencana 

Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pembangunan Sumber 

Daya Industri 

Melanjutkan hilirisasi dan 
mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

                 

50.010.000,00  

48 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PERENCANAAN DAN 

PEMBANGUNAN 

INDUSTRI 

Penyusunan dan 

Evaluasi Rencana 

Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Industri 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 
meningkatkan nilai tambah di dalam 

negeri. 

               

699.850.000,00  

49 

Dinas 
Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 
PERENCANAAN DAN 

PEMBANGUNAN 

INDUSTRI 

Penyusunan dan 
Evaluasi Rencana 

Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan Pemberdayaan Industri 

dan Peran Serta Masyarakat 

Melanjutkan hilirisasi dan 

mengembangkan industri berbasis 

sumber daya alam untuk 

meningkatkan nilai tambah di dalam 
negeri. 

               

206.674.400,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-116 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

50 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 
PENINGKATAN DAYA 

TARIK DESTINASI 

PARIWISATA 

Pengelolaan Daya Tarik 

Wisata Kabupaten/Kota 

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana dalam Daya 

Tarik Wisata Unggulan 

Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

299.999.955,70  

51 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENINGKATAN DAYA 

TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

Pengelolaan Daya Tarik 

Wisata Kabupaten/Kota 

Penetapan Daya Tarik Wisata 

Unggulan Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 
serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

149.999.994,54  

52 
Dinas 
Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENINGKATAN DAYA 

TARIK DESTINASI 

PARIWISATA 

Pengelolaan Kawasan 
Strategis Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola 
Kawasan Strategis Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 
industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

100.000.000,00  

53 

Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA 

EKONOMI UNTUK 
KEDAULATAN dan 

KEMANDIRIAN 

PANGAN 

Penyediaan 

Infrastruktur dan 

Seluruh Pendukung 

Kemandirian Pangan 
sesuai Kewenangan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyediaan Infrastruktur Logistik 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 
lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 
peran aktif koperasi. 

                 

50.000.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-117 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

54 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 
PENATAAN 

BANGUNAN 

GEDUNG 

Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung di 

Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kota, 

Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan 
(IMB) dan Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan 

Gedung 

Pengubahsuaian Bangunan Gedung 

untuk Kepentingan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

            

2.700.000.000,00  

55 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENATAAN 
BANGUNAN 

GEDUNG 

Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung di 
Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kota, 

Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan 

(IMB) dan Sertifikat Laik 
Fungsi Bangunan 

Gedung 

Penyelenggaraan Penerbitan 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat 

Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung 

(SBKBG),  Rencana Teknis 
Pembongkaran Bangunan Gedung 

(RTB),  Tim Profesi Ahli (TPA), Tim 

Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan 

Pendataan Bangunan Gedung melalui 

SIMBG 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 
mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               
400.000.000,00  

56 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENATAAN 

BANGUNAN 
GEDUNG 

Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung di 
Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kota, 

Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan 

(IMB) dan Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan 
Gedung 

Pembangunan, Pemanfaatan,  

Pelestariaan dan Pembongkaran 

Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 
serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

           

53.192.699.211,80  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-118 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

57 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENATAGUNAAN 

TANAH  

Penggunaan Tanah 
yang Hamparannya 

dalam satu Daerah 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Penggunaan Tanah 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

150.000.000,00  

58 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENATAGUNAAN 

TANAH  

Penggunaan Tanah 

yang Hamparannya 

dalam satu Daerah 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi Pemetaan Zona Nilai 

Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 
serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

150.000.000,00  

59 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 
PENATAGUNAAN 

TANAH  

Penggunaan Tanah 

yang Hamparannya 

dalam satu Daerah 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi dalam rangka Penegasan 

Status Tanah Timbul 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 
industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

156.012.674,36  

60 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
JASA KONSTRUKSI 

Pengawasan Tertib 

Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan dan 
Tertib Pemanfaatan 

Jasa Konstruksi 

Pengawasan dan Evaluasi Tertib 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 
lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 
peran aktif koperasi. 

               

350.000.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-119 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

61 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

JASA KONSTRUKSI 

Pengawasan Tertib 

Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan dan 

Tertib Pemanfaatan 
Jasa Konstruksi 

Pengawasan dan Evaluasi Tertib 

Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi 

Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

275.000.000,00  

62 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

JASA KONSTRUKSI 

Pengawasan Tertib 

Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan dan 

Tertib Pemanfaatan 

Jasa Konstruksi 

Pengawasan dan Evaluasi Tertib 

Usaha Jasa Konstruksi 

Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 
serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

250.000.000,00  

63 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

JALAN 

Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota 
Survey Kondisi Jalan/Jembatan 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 
industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

100.000.000,00  

64 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
JALAN 

Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota 
Pemeliharaan Rutin Jalan 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 
lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 
peran aktif koperasi. 

            

2.000.000.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-120 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

65 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

JALAN 

Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota 
Pembangunan Jalan 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

           

31.000.000.000,00  

66 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

JALAN 

Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota 
Rehabilitasi Jalan 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 
serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

  

67 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

JALAN 

Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota 
Pemeliharaan Berkala Jalan 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 
industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

            

1.500.000.000,00  

68 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
JALAN 

Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota 
Rekonstruksi Jalan 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 
lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 
peran aktif koperasi. 

           

39.568.750.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-121 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

69 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

JALAN 

Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota 
Pemeliharaan Berkala Jembatan 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

                 

30.000.000,00  

70 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

JALAN 

Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota 
Pemeliharaan Rutin Jembatan 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 
serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

451.757.070,52  

71 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

JALAN 

Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota 
Pembangunan Jembatan 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 
industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

           

40.000.000.000,00  

72 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemanfaatan Ruang 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi Penyelenggaraan Penataan 

Ruang 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 
lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 
peran aktif koperasi. 

               

100.000.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-122 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

73 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemanfaatan Ruang 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

200.000.000,00  

74 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemanfaatan Ruang 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Sinkronisasi Program 

Pemanfaatan Ruang 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 
serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

150.000.000,00  

75 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Pemanfaatan Ruang 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Sistem informasi dan komunikasi 

penataan ruang 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 
industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

200.000.000,00  

76 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Operasionalisasi Tugas dan Fungsi 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
Bidang Penataan Ruang  

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 
lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 
peran aktif koperasi. 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-123 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

77 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi Pelaksanaan Penataan 

Ruang  

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

125.000.000,00  

78 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengenaan Sanksi Administratif 

terhadap pelanggaran pemanfaatan 

ruang dalam RTR 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 
serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

                 

50.000.000,00  

79 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Operasionalisasi Tugas dan Fungsi 

Forum Penataan Ruang 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 
industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

                 

76.338.651,00  

80 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 

Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pemberian insentif dan/atau 

disinsentif non fiskal 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 
lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 
peran aktif koperasi. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-124 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

81 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Perencanaan Tata 

Ruang Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penyusunan Peta Dasar 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

400.000.000,00  

82 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Perencanaan Tata 

Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Peran Masyarakat dalam 

Penataan Ruang 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 
serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

175.000.000,00  

83 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

Penetapan Rencana 

Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) dan Rencana 

Rinci Tata Ruang 

(RRTR) Kabupaten/Kota 

Penetapan Kebijakan dalam rangka 

Pelaksanaan Penataan Ruang 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 
industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

600.000.000,00  

84 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 

Penetapan Rencana 

Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) dan Rencana 
Rinci Tata Ruang 

(RRTR) Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Persetujuan Substansi 

RDTR Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 
lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 
peran aktif koperasi. 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-125 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

85 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

Penetapan Rencana 

Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) dan Rencana 

Rinci Tata Ruang 
(RRTR) Kabupaten/Kota 

Penyebarluasan Informasi Penataan 

Ruang 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

100.000.000,00  

86 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

Penetapan Rencana 

Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) dan Rencana 

Rinci Tata Ruang 

(RRTR) Kabupaten/Kota 

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan 

Perundang-Undangan Bidang 

Penataan Ruang 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 
serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

100.000.000,00  

87 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 

PENYELESAIAN 

GANTI KERUGIAN 

DAN SANTUNAN 

TANAH UNTUK 
PEMBANGUNAN 

Penyelesaian Masalah 

Ganti Kerugian dan 

Santunan Tanah untuk 

Pembangunan oleh 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian 
dan Santunan Tanah untuk 

Pembangunan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 
industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

            

3.193.381.884,61  

88 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENYELESAIAN 

SENGKETA TANAH 

GARAPAN 

Penyelesaian Sengketa 

Tanah Garapan dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 
lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 
peran aktif koperasi. 

               

968.449.223,52  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-126 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

89 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

REDISTRIBUSI 

TANAH, DAN GANTI 
KERUGIAN 

PROGRAM TANAH 

KELEBIHAN 

MAKSIMUM DAN 

TANAH ABSENTEE 

Penetapan Subjek dan 

Objek Redistribusi 

Tanah serta Ganti 
Kerugian Tanah 

Kelebihan Maksimum 

dan Tanah Absentee 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota  

Inventarisasi dan Rekomendasi Objek 

Redistribusi Tanah 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

600.000.000,00  

90 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

REDISTRIBUSI 

TANAH, DAN GANTI 

KERUGIAN 

PROGRAM TANAH 
KELEBIHAN 

MAKSIMUM DAN 

TANAH ABSENTEE 

Penetapan Subjek dan 

Objek Redistribusi 

Tanah serta Ganti 

Kerugian Tanah 

Kelebihan Maksimum 
dan Tanah Absentee 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota  

Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan 

Akses dalam Pemanfaatan 

Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) 
Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 
serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

300.000.000,00  

91 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 

REDISTRIBUSI 

TANAH, DAN GANTI 

KERUGIAN 

PROGRAM TANAH 

KELEBIHAN 
MAKSIMUM DAN 

TANAH ABSENTEE 

Penetapan Subjek dan 

Objek Redistribusi 

Tanah serta Ganti 

Kerugian Tanah 

Kelebihan Maksimum 

dan Tanah Absentee 
dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota  

Koordinasi dalam rangka Penataan 

Aset Reforma Agraria 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 
industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

396.448.563,47  

92 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN PERLINDUNGAN 

KOPERASI 

Pemberdayaan dan 

Perlindungan Koperasi 

yang Keanggotaannya 
dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembinaan dan Pendampingan Bagi 

Keluarga dan Kelompok Masyarakat 

yang Akan Membentuk Koperasi 

Dalam Pengembangan Ekonomi 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 
lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 
peran aktif koperasi. 

                   

5.100.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-127 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

93 

Dinas 
Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

DAN PERLINDUNGAN 

KOPERASI 

Pemberdayaan dan 

Perlindungan Koperasi 

yang Keanggotaannya 

dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pemberdayaan  Koperasi dengan 

Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

                 

11.100.000,00  

94 

Dinas 

Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

USAHA MENENGAH, 

USAHA KECIL, DAN 
USAHA MIKRO 

(UMKM) 

Pemberdayaan Usaha 

Mikro yang Dilakukan 

Melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan 

Perizinan, Penguatan 
Kelembagaan dan 

Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan 

Peningkatan Pemahaman dan 

Pengetahuan Pelaku Usaha dalam 

Literasi Hukum 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 
serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

                 

31.878.000,00  

95 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

USAHA MENENGAH, 

USAHA KECIL, DAN 

USAHA MIKRO 
(UMKM) 

Pemberdayaan Usaha 

Mikro yang Dilakukan 

Melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan 

Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan 
Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan 

Peningkatan Kompetensi dan 
Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil 

(UMK)/Pelaku Usaha 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 
industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

               

173.482.000,00  

96 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

USAHA MENENGAH, 

USAHA KECIL, DAN 

USAHA MIKRO 

(UMKM) 

Pemberdayaan Usaha 

Mikro yang Dilakukan 
Melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan 

Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan 

Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan 

Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku 

Usaha dalam Pembentukan Badan 
Hukum Berusaha 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 
lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 
peran aktif koperasi. 

                   

5.100.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-128 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

97 

Dinas 
Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 
USAHA MENENGAH, 

USAHA KECIL, DAN 

USAHA MIKRO 

(UMKM) 

Pemberdayaan Usaha 

Mikro yang Dilakukan 

Melalui Pendataan, 
Kemitraan, Kemudahan 

Perizinan, Penguatan 

Kelembagaan dan 

Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan 

Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan 

Berusaha bagi UMKM 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 
mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

                 

93.988.000,00  

98 

Dinas 

Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

USAHA MENENGAH, 

USAHA KECIL, DAN 
USAHA MIKRO 

(UMKM) 

Pemberdayaan Usaha 

Mikro yang Dilakukan 

Melalui Pendataan, 

Kemitraan, Kemudahan 

Perizinan, Penguatan 
Kelembagaan dan 

Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan 

Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal 

UMKM 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 
serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

                 

23.900.000,00  

99 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PENDIDIKAN DAN 

LATIHAN 

PERKOPERASIAN 

Pendidikan dan Latihan 

Perkoperasian Bagi 

Koperasi yang Wilayah 

Keanggotaan dalam 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan Pemahaman dan 

Pengetahuan Perkoperasian serta 

Kapasitas dan Kompetensi SDM 

Koperasi 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 

lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 
industri di sentra produksi melalui 

peran aktif koperasi. 

                 

70.352.000,00  

100 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
UMKM 

Pengembangan Usaha 

Mikro dengan Orientasi 

Peningkatan Skala 
Usaha Menjadi Usaha 

Kecil 

Pembinaan dan Fasilitasi 

Pemanfaatan Digitalisasi dan 
Teknologi Produksi kepada UMKM 

Melanjutkan pengembangan 

infrastruktur dan meningkatkan 
lapangan kerja yang berkualitas, 

mendorong kewirausahaan, 

mengembangkan industri kreatif 

serta mengembangkan agromaritim 

industri di sentra produksi melalui 
peran aktif koperasi. 

                 

10.100.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-129 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

101 

Badan Pengelola 

Perbatasan 

Daerah 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERBATASAN 

Pelaksanaan 

Kewilayahan Perbatasan 

Koordinasi, Integrasi, dan 

SinkronisasiPembangunan Kawasan 

Perbatasan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

50.000.000,00  

102 

Badan Pengelola 

Perbatasan 

Daerah 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERBATASAN 

Pelaksanaan 

Kewilayahan Perbatasan 

Koordinasi, Integrasi, dan 

SinkronisasiPemanfaatan Kawasan 

Perbatasan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

200.000.000,00  

103 

Badan Pengelola 

Perbatasan 

Daerah 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERBATASAN 

Pelaksanaan 

Kewilayahan Perbatasan 

Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda 

Batas Wilayah Negara 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

30.830.000,00  

104 

Badan Pengelola 

Perbatasan 

Daerah 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERBATASAN 

Pelaksanaan 

Kewilayahan Perbatasan 

Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda 

Batas Daerah 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                   

8.602.000,00  

105 

Badan Pengelola 

Perbatasan 

Daerah 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERBATASAN 

Pelaksanaan 

Kewilayahan Perbatasan 

Koordinasi Pelaksanaan Tugas 

Pembangunan di Kawasan Perbatasan 

di Wilayah Kabupaten/Kota 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                   

8.602.000,00  

106 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN DAN 

IZIN PERLINDUNGAN 

DAN PENGELOLAAN 

Pembinaan dan 

Pengawasan Terhadap 

Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Izin 
Lingkungan dan Izin 

PPLH Diterbitkan oleh 

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan 

Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau 

Izin PPLH 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

19.890.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-130 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

LINGKUNGAN HIDUP 

(PPLH) 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

107 
Dinas 
Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 
LINGKUNGAN DAN 

IZIN PERLINDUNGAN 

DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

(PPLH) 

Pembinaan dan 
Pengawasan Terhadap 

Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Izin 

Lingkungan dan Izin 

PPLH Diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengawasan Perizinan Berusaha atau 
Persetujuan Pemerintah terkait 

Persetujuan Lingkungan yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Perundang-undangan di bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

19.890.000,00  

108 

Dinas 

Lingkungan 
Hidup 

PROGRAM 

PENGAKUAN 

KEBERADAAN 

MASYARAKAT 

HUKUM ADAT (MHA), 
KEARIFAN LOKAL 

DAN HAK MHA YANG 

TERKAIT DENGAN 

PPLH 

Pengakuan MHA, 
Kearifan Lokal, 

Pengetahuan 

Tradisional, dan Hak 

MHA yang Terkait 

dengan PPLH 

Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan 

Data, dan Informasi Pengakuan 

Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan Hak 
Kearifan Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak MHA Terkait 

dengan PPLH 

Memantapkan sistem pertahanan 
keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                   

9.010.000,00  

109 

Dinas 

Lingkungan 
Hidup 

PROGRAM 

PENGAKUAN 

KEBERADAAN 

MASYARAKAT 

HUKUM ADAT (MHA), 
KEARIFAN LOKAL 

DAN HAK MHA YANG 

TERKAIT DENGAN 

PPLH 

Peningkatan Kapasitas 
MHA dan Kearifan 

Lokal, Pengetahuan 

Tradisional dan Hak 

MHA yang Terkait 

dengan PPLH 

Pemberdayaan, Kemitraan, 

Pendampingan, dan Penguatan 

Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, 
Pengetahuan Tradisional, dan Hak 

MHA Terkait dengan PPLH 

Memantapkan sistem pertahanan 
keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

60.933.200,00  

110 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
KEANEKARAGAMAN 

HAYATI (KEHATI) 

Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 
swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               
145.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-131 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

111 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

Pengelolaan Sampah 

Penyusunan Rencana, Kebijakan dan 

Strategi Daerah Pengelolaan Sampah 

kabupaten/kota 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

25.000.000,00  

112 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

Pengelolaan Sampah 
Penanganan sampah melalui 

pengangkutan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

99.999.000,00  

113 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

Pengelolaan Sampah 
Penanganan sampah melalui 

pengumpulan sampah 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

83.428.015,00  

114 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

Pengelolaan Sampah 

Penanganan sampah melalui 

pemilahan dan pengolahan sampah di 

instalasi pengolahan sampah TPS3R, 
PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, 

RDF, pusat pengomposan, biodigester, 

Bank Sampah dan fasilitas lainnya 

sesuai dengan peraturan 

perundangan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 
kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

40.000.000,00  

115 
Dinas 
Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

Pengelolaan Sampah 
Pengurangan sampah melalui  

pembatasan timbulan sampah 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

20.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-132 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

116 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

Pengelolaan Sampah 

Penanganan sampah melalui 

pemrosesan  akhir sampah di 

TPA/TPST kabupaten/kota atau 
TPA/TPST Regional 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

25.000.000,00  

117 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

Pengelolaan Sampah 
Pengurangan sampah melalui 

pemanfaatan kembali sampah 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

12.388.584,00  

118 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

Pengelolaan Sampah 
Pengurangan sampah melalui 

pendauran ulang sampah 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

11.900.000,00  

119 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 
KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Pencegahan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan 
Hidup Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan inventarisasi GRK dan 

penyusunan profil  emisi GRK 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

131.990.400,00  

120 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 
KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Pencegahan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan 
Hidup Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan pemantauan kualitas 

Lingkungan Hidup terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, dan Laut 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

99.925.600,00  

121 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 
KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Pencegahan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan 
Hidup Kabupaten/Kota 

Penyusunan dokumen status 

lingkungan hidup daerah 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

70.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-133 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

122 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 
KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Pencegahan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan 
Hidup Kabupaten/Kota 

Pengambilan contoh uji dan pengujian 

parameter kualitas lingkungan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

100.000.000,00  

123 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

            

7.399.976.263,00  

124 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi 

Pendapatan Daerah 

Kewenangan Perangkat 
Daerah 

Penyuluhan dan Penyebarluasan 

Kebijakan Retribusi Daerah 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

24.906.000,00  

125 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

50.000.000,00  

126 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

20.000.000,00  

127 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

166.845.068,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-134 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

128 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

19.850.000,00  

129 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

20.000.000,00  

130 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

11.055.000,00  

131 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral Daerah 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                   

9.946.000,00  

132 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 
PENYEDIAAN AIR 

MINUM 

Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

            

1.117.097.400,00  

133 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 
PENYEDIAAN AIR 

MINUM 

Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

           

25.050.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-135 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

134 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 
PENYEDIAAN AIR 

MINUM 

Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota 

Operasi dan Pemeliharaan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

            

2.900.000.000,00  

135 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 
PENYEDIAAN AIR 

MINUM 

Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota 

Perluasan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

            

7.000.000.000,00  

136 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA AIR 
(SDA) 

Pengelolaan SDA dan 

Bangunan Pengaman 

Pantai pada Wilayah 

Sungai (WS) dalam 1 
(Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Operasi dan Pemeliharaan Kanal 

Banjir 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

350.000.000,00  

137 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA AIR 
(SDA) 

Pengelolaan SDA dan 

Bangunan Pengaman 

Pantai pada Wilayah 

Sungai (WS) dalam 1 
(Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembangunan Tanggul Sungai 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

            

7.200.000.000,00  

138 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA AIR 
(SDA) 

Pengelolaan SDA dan 

Bangunan Pengaman 

Pantai pada Wilayah 

Sungai (WS) dalam 1 
(Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyusunan Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, 
dan Pengaman Pantai 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

800.000.000,00  

139 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA AIR 
(SDA) 

Pengembangan dan 

Pengelolaan Sistem 

Irigasi Primer dan 

Sekunder pada Daerah 
Irigasi yang Luasnya di 

Bawah 1000 Ha dalam 

Peningkatan Jaringan Irigasi 

Permukaan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

            

2.000.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-136 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

140 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGAWASAN 

SUMBER DAYA 

KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

Pengawasan Sumber 

Daya Perikanan di 

Wilayah Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, dan 

Genangan Air Lainnya 
yang Dapat Diusahakan 

Dalam Kabupaten/Kota 

Pengawasan usaha pembudidayaan 

ikan sesuai kewenangan 

kabupaten/kota 

Memantapkan sistem pertahanan 
keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

30.000.500,00  

141 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGAWASAN 

SUMBER DAYA 

KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

Pengawasan Sumber 

Daya Perikanan di 

Wilayah Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, dan 

Genangan Air Lainnya 
yang Dapat Diusahakan 

Dalam Kabupaten/Kota 

Pengawasan usaha pemasaran hasil 

perikanan dan/atau usaha 

pengolahan hasil perikanan sesuai 

kewenangan kabupaten/kota 

Memantapkan sistem pertahanan 
keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                   

9.860.000,00  

142 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGAWASAN 

SUMBER DAYA 

KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

Pengawasan Sumber 

Daya Perikanan di 

Wilayah Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, dan 

Genangan Air Lainnya 
yang Dapat Diusahakan 

Dalam Kabupaten/Kota 

Pengawasan usaha penangkapan ikan 

dan/atau usaha pengangkutan ikan 

sesuai kewenangan kabupaten/kota 

Memantapkan sistem pertahanan 
keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

149.988.256,00  

143 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGAWASAN 

SUMBER DAYA 

KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

Pengawasan Sumber 

Daya Perikanan di 

Wilayah Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, dan 

Genangan Air Lainnya 
yang Dapat Diusahakan 

Dalam Kabupaten/Kota 

Pembentukan Sumber Daya Manusia 

Pengawasan sumber daya perikanan 

Memantapkan sistem pertahanan 
keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

49.993.200,00  

144 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 

BUDIDAYA 

Pengelolaan 

Pembudidayaan Ikan 

Penyediaan Data dan Informasi 

Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

Memantapkan sistem pertahanan 
keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

24.860.500,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-137 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

145 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 
BUDIDAYA 

Pengelolaan 

Pembudidayaan Ikan 

Penyediaan Prasarana 

Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

165.000.000,00  

146 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 
BUDIDAYA 

Pengelolaan 

Pembudidayaan Ikan 

Monitoring Kesehatan Ikan dan 

Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

10.000.000,00  

147 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 
BUDIDAYA 

Pengelolaan 

Pembudidayaan Ikan 

Penjaminan Ketersediaan Sarana 

Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

790.007.500,00  

148 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 
BUDIDAYA 

Pengelolaan 

Pembudidayaan Ikan 

Perencanaan, Pengembangan, 

Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan 

untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

20.157.600,00  

149 

Dinas 

Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

PROGRAM 

PERIZINAN DAN 

PENDAFTARAN 
PERUSAHAAN 

Penerbitan Surat 

Keterangan Asal (bagi 

Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

Telah Ditetapkan 
sebagai Instansi 

Penerbit Surat 

Keterangan Asal)  

Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan 

Penerbitan SKA 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                   

1.020.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-138 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

150 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PERIZINAN DAN 

PENDAFTARAN 

PERUSAHAAN 

Pengendalian Fasilitas 

Penyimpanan Bahan 

Berbahaya dan 

Pengawasan Distribusi, 

Pengemasan dan 
Pelabelan Bahan 

Berbahaya di Tingkat 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Pengawasan Distribusi, Pengemasan 

dan Pelabelan Bahan Berbahaya 

Terhadap Pengguna Akhir Bahan 
Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen 

B2 (P-B2) 

Memantapkan sistem pertahanan 
keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                   

1.020.000,00  

151 

Dinas 

Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

PROGRAM 

STABILISASI HARGA 

BARANG 

KEBUTUHAN POKOK 
DAN BARANG 

PENTING 

Menjamin Ketersediaan 

Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang 

Penting di Tingkat 
Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Pengendalian Ketersediaan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

59.880.000,00  

152 

Dinas 

Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

PROGRAM 

STABILISASI HARGA 

BARANG 

KEBUTUHAN POKOK 
DAN BARANG 

PENTING 

Pengendalian Harga, 

dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting di 
Tingkat Pasar 

Kabupaten/Kota 

Pemantauan Harga dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

pada Pelaku Usaha Distribusi Barang 
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota  

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

64.866.000,00  

153 

Dinas 

Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

PROGRAM 

STABILISASI HARGA 

BARANG 

KEBUTUHAN POKOK 
DAN BARANG 

PENTING 

Pengendalian Harga, 

dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting di 
Tingkat Pasar 

Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler 

dan Pasar Khusus yang Berdampak 

dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

249.860.000,00  

154 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENGENDALIAN DAN 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

PERTANIAN 

Pengendalian dan 

Penanggulangan 

Bencana Pertanian 
Kabupaten/Kota 

Pengendalian Organisme Pengganggu 

Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, 

Hortikultura, dan Perkebunan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-139 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

155 Dinas Pertanian 

PROGRAM 
PENGENDALIAN DAN 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

PERTANIAN 

Pengendalian dan 

Penanggulangan 

Bencana Pertanian 
Kabupaten/Kota 

Pencegahan, Penanganan Kebakaran 

Lahan, dan Gangguan Usaha 

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 
Perkebunan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

100.000.000,00  

156 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

KESEHATAN HEWAN 

DAN KESEHATAN 
MASYARAKAT 

VETERINER 

Penerapan dan 
Pengawasan 

Persyaratan Teknis 

Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 

Pengawasan Peredaran Hewan dan 

Produk Hewan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

49.930.938,00  

157 Dinas Pertanian 

PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Pembangunan 

Prasarana Pertanian 

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Embung Pertanian 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

249.996.200,00  

158 Dinas Pertanian 

PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Pembangunan 

Prasarana Pertanian 

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

399.999.500,00  

159 Dinas Pertanian 

PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Pembangunan 

Prasarana Pertanian 

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan DAM Parit 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

400.000.000,00  

160 Dinas Pertanian 

PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Pembangunan 

Prasarana Pertanian 

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Pintu Air 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

300.000.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-140 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

161 Dinas Pertanian 

PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Pembangunan 

Prasarana Pertanian 

Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Balai Penyuluh di 

Kecamatan serta Sarana 
Pendukungnya 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

200.000.000,00  

162 Dinas Pertanian 

PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Pembangunan 

Prasarana Pertanian 

Pembangunan dan Rehabilitasi 

prasarana UPTD Pembibitan/Produksi 

Ternak 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

49.880.000,00  

163 Dinas Pertanian 

PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Pembangunan 

Prasarana Pertanian 

Pembangunan, Rehabilitasi, 

Pemeliharaan dan operasionalisasi 

Rumah Potong Hewan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

45.104.850,00  

164 Dinas Pertanian 

PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Pengembangan 

Prasarana Pertanian 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Prasarana Pendukung Pertanian 

Lainnya 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

300.000.000,00  

165 Dinas Pertanian 

PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Pengembangan 

Prasarana Pertanian 

Pengendalian dan Pemanfaatan 

Kawasan Pertanian 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

99.998.576,00  

166 Dinas Pertanian 

PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Pengembangan 

Prasarana Pertanian 

Peningkatan pascapanen dan 

pengolahan hasil perkebunan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

100.000.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-141 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

167 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Pengembangan 

Prasarana Pertanian 

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan/LP2B, Kawasan 

Pertanian Pangan 

Berkelanjutan/KP2B dan Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan/LCP2B di 

Kabupaten/Kota 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

            

4.710.689.900,00  

168 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Pengembangan 
Prasarana Pertanian 

Penyusunan Peta Kawasan, Lahan 

dan Lahan Cadangan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan di 

Kabupaten/Kota 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 
swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               
150.000.000,00  

169 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN 

Pengawasan 

Penggunaan Sarana 

Pertanian 

Pengawasan Penggunaan Sarana 

Pendukung Pertanian Sesuai dengan 
Komoditas, Teknologi dan Spesifik 

Lokasi 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 
swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 
49.998.866,00  

170 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN 

Pengawasan 

Penggunaan Sarana 

Pertanian 

Pendampingan Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 
swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               
215.981.000,00  

171 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN 

Pengawasan 

Penggunaan Sarana 

Pertanian 

Perbanyakan Benih Bersertifikat 

Tanaman Pangan Berbentuk 

Biji/Benih 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 
swasembada pangan, energi, air, 

ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

            
1.161.275.550,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-142 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

172 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 
SARANA PERTANIAN 

Pengawasan 

Penggunaan Sarana 

Pertanian 

Perbanyakan Benih Bersertifikat 

Perkebunan Berbentuk Batang 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

            

1.200.000.000,00  

173 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 
SARANA PERTANIAN 

Pengawasan 

Penggunaan Sarana 

Pertanian 

Pengawasan Penggunaan Sarana 

Pengolahan Hasil Perkebunan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

150.000.000,00  

174 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 
SARANA PERTANIAN 

Pengelolaan Sumber 

Daya Genetik (SDG) 

Hewan, Tumbuhan, dan 

Mikro Organisme 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Penjaminan Kemurnian dan 

Kelestarian SDG Tanaman 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

99.994.600,00  

175 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 
SARANA PERTANIAN 

Pengendalian dan 

Pengawasan Penyediaan 
dan Peredaran 

Benih/Bibit Ternak, 

dan Hijauan Pakan 

Ternak dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penjaminan Peredaran HPT, Bahan 

Pakan/Pakan 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

149.999.850,00  

176 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 
SARANA PERTANIAN 

Pengendalian dan 

Pengawasan Penyediaan 
dan Peredaran 

Benih/Bibit Ternak, 

dan Hijauan Pakan 

Ternak dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit 

Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

                 

49.230.720,00  

177 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 
SARANA PERTANIAN 

Penyediaan Benih/Bibit 

Ternak dan Hijauan 

Pakan Ternak yang 

Sumbernya dalam 1 
(Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota Lain 

Pengadaan Bibit Ternak yang 

Sumbernya dari Daerah 

Kabupaten/Kota Lain 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

            

3.249.800.000,00  
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178 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 
SARANA PERTANIAN 

Penyediaan Benih/Bibit 

Ternak dan Hijauan 

Pakan Ternak yang 

Sumbernya dalam 1 
(Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota Lain 

Pengadaan Benih Ternak yang 

Sumbernya dari Daerah 

Kabupaten/Kota Lain 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

109.650.000,00  

179 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENYULUHAN 

PERTANIAN 

Pelaksanaan 

Penyuluhan Pertanian 

Peningkatan Kapasitas dan Fungsi 

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 

di Kecamatan dan Desa 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

150.000.000,00  

180 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PERIZINAN USAHA 

PERTANIAN 

Penerbitan Izin Usaha 
Pertanian yang Kegiatan 

Usahanya dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penilaian Kelayakan dan Pemberian 

Pertimbangan Teknis Izin Usaha 

Pertanian 

Memantapkan sistem pertahanan 

keamanan negara dan mendorong 

kemandirian bangsa melalui 

swasembada pangan, energi, air, 
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan 

ekonomi biru 

               

100.000.000,00  

181 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN 

Peningkatan Kualitas 

Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

               

800.000.000,00  

182 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN 

Peningkatan Kualitas 

Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

Pendataan dan Verifikasi 

Penyelenggaraan Kawasan 
Permukiman Kumuh 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

            

3.200.000.000,00  

183 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN 

Pembangunan dan 

Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau 

Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Pembangunan Rumah Khusus beserta 

PSU bagi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

Membangun dari desa dan dari 
bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

               

200.000.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-144 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

184 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PRASARANA, 

SARANA DAN 

UTILITAS UMUM 
(PSU) 

Urusan 
Penyelenggaraan PSU 

Perumahan 

Perbaikan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum di Perumahan 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

            

3.000.000.000,00  

185 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

PRASARANA, 

SARANA DAN 

UTILITAS UMUM 

(PSU) 

Urusan 

Penyelenggaraan PSU 
Perumahan 

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum di Perumahan 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

           

13.655.169.975,28  

186 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 
Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.934.500,00  

187 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 
Desa 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 
DESA 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 

Desa 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 
pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.730.000,00  

188 

Dinas 
Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 
ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa 

Membangun dari desa dan dari 
bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.844.000,00  

189 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Pembinaan dan 

Pengawasan 
Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.996.000,00  

190 

Dinas 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

DESA 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Pembinaan Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Pemerintah Desa 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 
49.925.600,00  

191 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 
Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Penyelenggaraan 

Musyawarah Desa 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.964.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-145 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

192 

Dinas 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

DESA 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Evaluasi dan Pengawasan Peraturan 
Desa 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 
49.999.600,00  

193 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 
Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM 

Desa dan Lembaga Kerja Sama antar 
Desa 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.898.000,00  

194 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 
Desa 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 
DESA 

Pembinaan dan 
Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa  

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 
pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.942.000,00  

195 

Dinas 
Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 
ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Manajemen Pemerintahan 

Desa 

Membangun dari desa dan dari 
bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.980.000,00  

196 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Pembinaan dan 

Pengawasan 
Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.932.000,00  

197 

Dinas 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

DESA 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Pembinaan Peningkatan Kapasitas 
Anggota BPD 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 
49.911.200,00  

198 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan 

Batas Desa 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.064.000,00  

199 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Pembinaan dan 
Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala 

Desa 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.923.600,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-146 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

200 

Dinas 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

DESA 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan 

Desa serta Lomba Desa dan 

Kelurahan 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 
49.900.000,00  

201 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN 

MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 
Pemberdayaan Desa 

dan Lembaga Adat 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 
Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat 

yang Sama dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan 

dan Pendayagunaan Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

50.000.000,00  

202 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN 

MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 
Pemberdayaan Desa 

dan Lembaga Adat 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 
Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat 

yang Sama dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-147 
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203 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN 
MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa 

dan Lembaga Adat 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat 
yang Sama dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, 

RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan Masyarakat 

Hukum Adat 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

50.000.000,00  

204 

Dinas 
Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN 
MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa 

dan Lembaga Adat 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat 
yang Sama dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Pengembangan Usaha 
Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah 

Desa dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa 

Membangun dari desa dan dari 
bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.898.000,00  

205 

Dinas 
Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN 
MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa 

dan Lembaga Adat 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat 
yang Sama dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

Membangun dari desa dan dari 
bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.898.000,00  
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206 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN 
MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa 

dan Lembaga Adat 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat 
yang Sama dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong 

Masyarakat  

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

50.000.000,00  

207 

Dinas 
Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN 
MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa 

dan Lembaga Adat 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat 
yang Sama dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman, Ketertiban dan 

Perlindungan Masyarakat Desa 

Membangun dari desa dan dari 
bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

50.000.000,00  

208 

Dinas 
Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN, 

LEMBAGA ADAT DAN 
MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa 

dan Lembaga Adat 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota serta 

Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum 

Adat yang Masyarakat 

Pelakunya Hukum Adat 
yang Sama dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 
Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Membangun dari desa dan dari 
bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

50.000.000,00  
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209 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PENATAAN DESA 

Penyelenggaraan 

Penataan Desa 

Pembentukan, Penghapusan, 
Penggabungan, dan Perubahan Status 

Desa 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.776.900,00  

210 

Dinas 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 
PENATAAN DESA 

Penyelenggaraan 
Penataan Desa 

Fasilitasi Tata Wilayah Desa 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 
19.845.200,00  

211 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PENATAAN DESA 

Penyelenggaraan 

Penataan Desa 
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                   

9.982.600,00  

212 

Dinas 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KERJA SAMA DESA 

Fasilitasi Kerja Sama 
antar Desa 

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 
dalam Kabupaten/Kota 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 
49.898.000,00  

213 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

KERJA SAMA DESA 

Fasilitasi Kerja Sama 

antar Desa 

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 
dengan Pihak Ketiga dalam 

Kabupaten/Kota 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.898.000,00  

214 

Dinas 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KERJA SAMA DESA 

Fasilitasi Kerja Sama 
antar Desa 

Fasilitasi Pembangunan Kawasan 
Perdesaan 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 
49.898.000,00  

215 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

57.063.200,00  

216 

Dinas 
Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral Daerah 

Membangun dari desa dan dari 
bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

46.028.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-150 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

217 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 

BUDIDAYA 

Pemberdayaan Pembudi 

Daya Ikan Kecil 

Pengembangan Kapasitas Pembudi 

Daya Ikan Kecil 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

40.064.000,00  

218 Dinas Perikanan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PERIKANAN 

BUDIDAYA 

Pemberdayaan Pembudi 

Daya Ikan Kecil 

Pemberian Pendampingan, 

Kemudahanan Akses Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan 

Informasi, serta Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan 

Membangun dari desa dan dari 
bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

               

170.000.000,00  

219 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 
TANGKAP 

Pemberdayaan Nelayan 

Kecil dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengembangan Kapasitas Nelayan 

Kecil 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 
pemberantasan kemiskinan. 

                 

39.964.090,00  

220 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 

TANGKAP 

Pemberdayaan Nelayan 

Kecil dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan 

dan Pengembangan Kelembagaan 

Nelayan Kecil 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

29.674.400,00  

221 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PERIKANAN 

TANGKAP 

Pengelolaan 

Penangkapan Ikan di 

Wilayah Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, dan 
Genangan Air Lainnya 

yang Dapat Diusahakan 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Penyediaan Data dan Informasi 
Sumber Daya Ikan 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                   
9.860.000,00  

222 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 
TANGKAP 

Pengelolaan 

Penangkapan Ikan di 

Wilayah Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, dan 

Genangan Air Lainnya 
yang Dapat Diusahakan 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Penyediaan Sarana Usaha Perikanan 

Tangkap 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 
pemberantasan kemiskinan. 

               

519.895.174,00  

223 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGOLAHAN DAN 

PEMASARAN HASIL 
PERIKANAN 

Pembinaan Mutu dan 

Keamanan Hasil 

Perikanan bagi Usaha 

Pengolahan dan 
Pemasaran Skala Mikro 

dan Kecil 

Pembinaan terhadap Penerapan 
Persyaratan Perizinan Berusaha Pada 

Usaha Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha 

dan Risiko 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 
pemberantasan kemiskinan. 

                 

19.960.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-151 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

224 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENGOLAHAN DAN 

PEMASARAN HASIL 

PERIKANAN 

Penerbitan Tanda 

Daftar Usaha 
Pengolahan Hasil 

Perikanan bagi Usaha 

Skala Mikro dan Kecil 

Penyediaan Data dan Informasi Usaha 

Pemasaran dan Pengolahan Hasil 
Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota berdasarkan skala 

usaha dan risiko 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

19.916.000,00  

225 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
EKSPOR 

Penyelenggaraan 
Promosi Dagang Melalui 

Pameran Dagang dan 

Misi Dagang bagi 

Produk Ekspor 

Unggulan yang Terdapat 

pada 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pameran Dagang Nasional 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

12.294.000,00  

226 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
EKSPOR 

Penyelenggaraan 

Promosi Dagang Melalui 
Pameran Dagang dan 

Misi Dagang bagi 

Produk Ekspor 

Unggulan yang Terdapat 

pada 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Misi Dagang bagi Produk Ekspor 

Unggulan 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                   

9.818.000,00  

227 

Dinas 
Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN 

Pembangunan dan 

Pengelolaan Sarana 

Distribusi Perdagangan 

Penyediaan Sarana Distribusi 

Perdagangan 

Membangun dari desa dan dari 
bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

               

179.999.700,00  

228 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

STANDARDISASI 

DAN PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

Pelaksanaan Metrologi 
Legal, Berupa Tera, Tera 

Ulang, dan Pengawasan 

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 

Tera, Tera Ulang 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

               

100.000.000,00  

229 Dinas Pertanian 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 

KESEHATAN HEWAN 

DAN KESEHATAN 

MASYARAKAT 

VETERINER 

Pengawasan 

Pemasukan dan 

Pengeluaran Hewan dan 
Produk Hewan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengawasan atas Penerapan 
Persyaratan Teknis untuk  

Pemasukan  dan/atau Pengeluaran 

Hewan, Produk Hewan dan Media 

Pembawa Penyakit Hewan Lainnya 

(HPM) 

Membangun dari desa dan dari 

bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan. 

                 

49.880.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-152 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

230 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

PROGRAM 

PENGUATAN 

IDEOLOGI 

PANCASILA DAN 
KARAKTER 

KEBANGSAAN 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan 

Sejarah Kebangsaan 

Memperkokoh ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan hak asasi manusia 

(HAM). 

                 

24.650.000,00  

231 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

PROGRAM 

PENGUATAN 

IDEOLOGI 

PANCASILA DAN 
KARAKTER 

KEBANGSAAN 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan 

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, 
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan 

Memperkokoh ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan hak asasi manusia 

(HAM). 

  

232 
Badan Kesatuan 
Bangsa dan 

Politik 

PROGRAM 

PENGUATAN 

IDEOLOGI 

PANCASILA DAN 

KARAKTER 
KEBANGSAAN 

Perumusan Kebijakan 

Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 

Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan 

Pembinaan terhadap aktivitas 
kepaskibrakaan dan  

Purnapaskibraka 

Memperkokoh ideologi Pancasila, 
demokrasi, dan hak asasi manusia 

(HAM). 

                 

24.650.000,00  

233 

Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik 

PROGRAM 

PENGUATAN 
IDEOLOGI 

PANCASILA DAN 

KARAKTER 

KEBANGSAAN 

Perumusan Kebijakan 

Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan 

Pembentukan Paskibraka 

Memperkokoh ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan hak asasi manusia 

(HAM). 

                 

49.300.000,00  

234 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

Pengelolaan Informasi 

dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pelayanan Informasi Publik serta 
Dukungan Administratif, Keuangan, 

dan Tata Kelola Komisi Informasi di 

Daerah dalam Rangka Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik 

Memperkokoh ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan hak asasi manusia 

(HAM). 

               

149.918.000,00  

235 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

Pengelolaan Informasi 
dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta 

Pengelolaan Media Komunikasi Publik 

Memperkokoh ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan hak asasi manusia 

(HAM). 

               

199.280.000,00  

236 

Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

Pengelolaan Informasi 

dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Monitoring Informasi Kebijakan, Opini 

Publik, dan Aspirasi Publik 

Memperkokoh ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan hak asasi manusia 
(HAM). 

                 

19.976.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-153 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

237 

Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

Pengelolaan Informasi 

dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kemitraan Komunikasi dengan 

Komunitas Informasi Masyarakat 

Memperkokoh ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan hak asasi manusia 
(HAM). 

                 

50.000.000,00  

238 
Dinas 
Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

Pengelolaan Informasi 

dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyusunan Konten 
Memperkokoh ideologi Pancasila, 
demokrasi, dan hak asasi manusia 

(HAM). 

                 

99.980.000,00  

239 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 
KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Mutasi dan Promosi 

ASN 
Pengelolaan Mutasi ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 
daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

240 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

Mutasi dan Promosi 

ASN 
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

241 

Badan 

Kepegawaian, 
Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Mutasi dan Promosi 
ASN 

Pengelolaan Promosi ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 
serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 
50.000.000,00  
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NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

242 

Badan 
Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Pengadaan, 
Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian 

ASN 

Penyusunan Rencana Kebutuhan, 

Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 

Pelaksanaan Pengadaan ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

49.730.000,00  

243 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 
Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Pengadaan, 

Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian 
ASN 

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan 

PNS dan PPPK 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

49.846.000,00  

244 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 
KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Pengadaan, 

Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian 

ASN 

Evaluasi Pengadaan ASN dan 

Pengadaan ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

49.944.000,00  

245 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

Pengadaan, 

Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian 

ASN 

Koordinasi Pelaksanaan 

AdministrasiPemberhentian 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

30.000.000,00  
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246 

Badan 
Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Pengadaan, 
Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian 

ASN 

Pengelolaan Sistem Informasi 

Kepegawaian 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

247 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 
Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Pengadaan, 

Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian 
ASN 

Pengelolaan Data Kepegawaian 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

248 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 
KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Pengadaan, 

Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian 

ASN 

Evaluasi Data, Informasi dan Sistem 

Informasi Kepegawaian 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

29.990.000,00  

249 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

Pengembangan 

Kompetensi ASN 
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

69.846.000,00  
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250 

Badan 
Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Pengembangan 

Kompetensi ASN 
Pengelolaan Assessment Center 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

251 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 
Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Pengembangan 

Kompetensi ASN 
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

1.010.500.000,00  

252 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 
KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur 

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

99.920.800,00  

253 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur 

Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

49.930.000,00  
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254 

Badan 
Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur 

Pengelolaan Pemberian Penghargaan 

bagi Pegawai 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

255 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 
Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur 
Pembinaan Disiplin ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

40.000.000,00  

256 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 
KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur 

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran 

Disiplin ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

30.000.000,00  

257 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur 

Pelayanan Proses Izin Perceraian 

Pegawai 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

20.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-158 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

258 

Badan 
Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

6.168.294.558,00  

259 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 
Pelatihan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

34.490.000,00  

260 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

29.978.000,00  

261 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

35.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-159 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

262 

Badan 
Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

199.138.000,00  

263 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 
Pelatihan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

39.816.900,00  

264 

Badan 

Kepegawaian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

24.802.000,00  

265 

Dinas 

Kebudayaan 
dan Pariwisata 

PROGRAM 

PEMASARAN 
PARIWISATA 

Pemasaran Pariwisata 
Dalam dan Luar Negeri 

Daya Tarik, Destinasi 

dan Kawasan Strategis 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Penyediaan Data dan Penyebaran 

Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, 
Baik Dalam dan Luar Negeri 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

250.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-160 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

266 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PEMASARAN 

PARIWISATA 

Pemasaran Pariwisata 

Dalam dan Luar Negeri 
Daya Tarik, Destinasi 

dan Kawasan Strategis 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran 

Pariwisata Baik Dalam dan Luar 

Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

525.205.000,00  

267 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PEMASARAN 

PARIWISATA 

Pemasaran Pariwisata 

Dalam dan Luar Negeri 

Daya Tarik, Destinasi 

dan Kawasan Strategis 
Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Penguatan Promosi Melalui Media 

Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 

Baik Dalam dan Luar Negeri 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

200.000.000,00  

268 
Dinas 
Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI KREATIF 

MELALUI 

PEMANFAATAN DAN 

PERLINDUNGAN HAK 
KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 

Pengembangan 
Ekosistem Ekonomi 

Kreatif  

Pengembangan Pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

99.999.400,00  

269 

Dinas 

Kebudayaan 
dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
EKONOMI KREATIF 

MELALUI 

PEMANFAATAN DAN 

PERLINDUNGAN HAK 

KEKAYAAN 
INTELEKTUAL 

Pengembangan 

Ekosistem Ekonomi 
Kreatif  

Penyusunan Rencana Aksi 

Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-161 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

270 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI KREATIF 
MELALUI 

PEMANFAATAN DAN 

PERLINDUNGAN HAK 

KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 

Pengembangan 

Ekosistem Ekonomi 

Kreatif  

Penguatan Kelembagaan Ekonomi 

Kreatif Daerah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

271 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI KREATIF 

MELALUI 

PEMANFAATAN DAN 
PERLINDUNGAN HAK 

KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 

Pengembangan 

Ekosistem Ekonomi 

Kreatif  

Fasilitasi penguatan Kekayaan 

Intelektual 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

272 
Dinas 
Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI KREATIF 

MELALUI 

PEMANFAATAN DAN 

PERLINDUNGAN HAK 
KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 

Pengembangan 
Ekosistem Ekonomi 

Kreatif  

Penyusunan Dokumen strategis 

bidang ekonomi kreatif daerah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

273 

Dinas 

Kebudayaan 
dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
EKONOMI KREATIF 

MELALUI 

PEMANFAATAN DAN 

PERLINDUNGAN HAK 

KEKAYAAN 
INTELEKTUAL 

Pengembangan 

Ekosistem Ekonomi 
Kreatif  

Fasilitasi  Pendaftaran Kekayaan 

Intelektual 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

175.340.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-162 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

274 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI KREATIF 
MELALUI 

PEMANFAATAN DAN 

PERLINDUNGAN HAK 

KEKAYAAN 

INTELEKTUAL 

Penyediaan Prasarana 

(Zona Kreatif/Ruang 

Kreatif/Kota Kreatif) 
sebagai Ruang 

Berekspresi, Berpromosi 

dan Berinteraksi bagi 

Insan Kreatif di Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengembangan dan Revitalisasi 

Prasarana Kota Kreatif 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

150.000.000,00  

275 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 

PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF 

Pelaksanaan 

Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Manusia 

Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Tingkat Dasar 

Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, 

Distribusi Konsumsi dan Konservasi 

Ekonomi Kreatif 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

74.999.900,00  

276 
Dinas 
Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 

PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF 

Pelaksanaan 

Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Manusia 

Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Tingkat Dasar 

Pemberdayaan dan Pembinaan 
Masyarakat untuk Pengembangan 

Pariwisata 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

277 

Dinas 

Kebudayaan 
dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF 

Pengembangan 

Kapasitas Pelaku 
Ekonomi Kreatif 

Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan 

Pendampingan Ekonomi Kreatif 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

99.999.900,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-163 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

278 

Dinas 

Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 
KEOLAHRAGAAN 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Olahraga Pendidikan 
pada Jenjang 

Pendidikan yang 

Menjadi Kewenangan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Pemberdayaan 

Perkumpulan Olahraga dan 

Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan 

oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan 
Dasar 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

49.999.300,00  

279 

Dinas 

Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEOLAHRAGAAN 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Olahraga Pendidikan 

pada Jenjang 

Pendidikan yang 
Menjadi Kewenangan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan pembentukan dan 

pengembangan sentra pembinaan 

olahraga prestasi di tingkat 
kabupaten/kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

273.981.000,00  

280 
Dinas 
Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEOLAHRAGAAN 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Olahraga Pendidikan 

pada Jenjang 

Pendidikan yang 

Menjadi Kewenangan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan sinkronisasi 

penyediaan prasarana olahraga 

melalui perencanaan, pengadaan, 

pemanfaatan, pemeliharaan, dan 

pengawasan Sarana dan Prasarana 
Olahraga di tingkat kabupaten/kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

1.603.612.000,00  

281 

Dinas 

Kepemudaan 
dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 
SAING 

KEOLAHRAGAAN 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Olahraga Prestasi 

Tingkat Daerah Provinsi 

Pemberian Penghargaan olahraga bagi 

yang berprestasi dan/atau berjasa 
dalam memajukan Olahraga 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-164 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

282 

Dinas 

Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 
KEOLAHRAGAAN 

Pembinaan dan 
Pengembangan 

Olahraga Prestasi 

Tingkat Daerah Provinsi 

Pembinaan dan Pengembangan 

Olahragawan Berprestasi 

kabupaten/kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

99.999.800,00  

283 

Dinas 

Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEOLAHRAGAAN 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Olahraga Prestasi 
Tingkat Daerah Provinsi 

Identifikasi dan Seleksi Olahragawan 

Daerah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

99.999.400,00  

284 
Dinas 
Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEOLAHRAGAAN 

Pembinaan dan 
Pengembangan 

Olahraga Rekreasi 

Pemanfaatan Olahraga Tradisional 

dalam Masyarakat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

99.999.500,00  

285 

Dinas 

Kepemudaan 
dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 
SAING 

KEOLAHRAGAAN 

Pembinaan dan 

Pengembangan 
Olahraga Rekreasi 

Penyediaan prasarana dan sarana 

olahraga rekreasi melalui 

perencanaan, pengadaan, 
pemanfaatan, pemeliharaan, 

pengembangan, dan pengawasan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

499.882.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-165 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

286 

Dinas 

Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 
KEOLAHRAGAAN 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Olahraga Rekreasi 

Peningkatan Partisipasi dan 

Pemassalan Olahraga di Masyarakat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

149.999.600,00  

287 

Dinas 

Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEOLAHRAGAAN 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Olahraga Rekreasi 

Pengembangan dan pemberdayaan 

Perkumpulan Olahraga Masyarakat di 

tingkat kabupaten/kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

288 
Dinas 
Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEOLAHRAGAAN 

Penyelenggaraan 

Kejuaraan Olahraga 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Keikutsertaan anggota kontingen 

kabupaten/kota dalam 

Penyelenggaraan festival, pekan, dan 

kejuaraan olahraga 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

289 

Dinas 

Kepemudaan 
dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 
SAING 

KEOLAHRAGAAN 

Penyelenggaraan 

Kejuaraan Olahraga 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pekan dan 

Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-166 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

290 

Dinas 

Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 
KEPEMUDAAN 

Pemberdayaan dan 

Pengembangan 

Organisasi Kepemudaan 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penyelenggaran pengembangan 

organisasi kepemudaan tingkat 

kabupaten/kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

149.950.000,00  

291 

Dinas 

Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEPEMUDAAN 

Pemberdayaan dan 

Pengembangan 

Organisasi Kepemudaan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Pemberdayaan 

organisasi kepemudaan melalui 

kemitraan berbasis peneguhan 

kemandirian ekonomi pemuda tingkat 

Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

99.672.000,00  

292 
Dinas 
Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEPEMUDAAN 

Penyadaran, 
Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda 

dan Kepemudaan 

Terhadap Pemuda 

Pelopor 

Kabupaten/Kota, 
Wirausaha Muda 

Pemula, dan Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Prasarana dan Sarana 

Kepemudaan Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

99.905.000,00  

293 

Dinas 

Kepemudaan 
dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 
SAING 

KEPEMUDAAN 

Penyadaran, 

Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda 
dan Kepemudaan 

Terhadap Pemuda 

Pelopor 

Kabupaten/Kota, 

Wirausaha Muda 
Pemula, dan Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Peningkatan 

Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

124.869.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-167 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

294 

Dinas 

Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 
KEPEMUDAAN 

Penyadaran, 

Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda 

dan Kepemudaan 
Terhadap Pemuda 

Pelopor 

Kabupaten/Kota, 

Wirausaha Muda 

Pemula, dan Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Peningkatan 

Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula 

Tingkat Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

149.882.000,00  

295 

Dinas 

Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEPEMUDAAN 

Penyadaran, 

Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda 

dan Kepemudaan 

Terhadap Pemuda 

Pelopor 
Kabupaten/Kota, 

Wirausaha Muda 

Pemula, dan Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan  Peningkatan 

Kapasitas kepemimpinan pemuda 

tingkat kabpuaten/kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

74.790.000,00  

296 
Dinas 
Kepemudaan 

dan Olahraga 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEPEMUDAAN 

Penyadaran, 
Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda 

dan Kepemudaan 

Terhadap Pemuda 

Pelopor 

Kabupaten/Kota, 
Wirausaha Muda 

Pemula, dan Pemuda 

Kader Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Koordinasi Strategis 

Lintas Sektor Penyelenggaraan 

Pelayanan Kepemudaan melalui 

pembentukan tim koordinasi 
kabupaten/kota Penyelenggaraan 

Pelayanan Kepemudaan serta 

penyusunan dan implementasi 

Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat 

kabupaten/kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

297 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

PROGRAM 

PENCATATAN SIPIL 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil 

Pengelolaan dan Pelaporan 

Penggunaan Blangko Dokumen 

Kependudukan, Formulir, dan Buku 

untuk Pelayanan Pencatatan Sipil 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

10.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-168 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

298 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

PROGRAM 

PENCATATAN SIPIL 

Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil 

Koordinasi dengan Kantor 

Kementerian yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di Bidang 

Agama Kabupaten/Kota dalam 

Memelihara Hubungan Timbal Balik 

Melalui Pembinaan Masing-Masing 
kepada Instansi Vertikal dan UPT 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

31.043.000,00  

299 

Dinas 
Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

PROGRAM 

PENCATATAN SIPIL 

Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil 
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

78.956.300,00  

300 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 
Sipil 

PROGRAM 

PENDAFTARAN 

PENDUDUK 

Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk 

Koordinasi antar Lembaga Pemerintah 

dan Lembaga Non-Pemerintah di 

Kabupaten/Kota dalam Penertiban 
Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

59.910.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-169 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

301 

Dinas 
Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

PROGRAM 

PENDAFTARAN 

PENDUDUK 

Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk 
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

378.629.700,00  

302 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 
Sipil 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

Penataan Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan 

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, 

Pengendalian, dan Pelaporan 

Penyelenggaraan Adminduk Terkait 
Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

7.599.000,00  

303 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
INFORMASI 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

Pengumpulan Data 

Kependudukan dan 
Pemanfaatan dan 

Penyajian Database 

Kependudukan 

Pengolahan dan Penyajian Data 

Kependudukan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

8.880.000,00  

304 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI 
ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

Pengumpulan Data 

Kependudukan dan 

Pemanfaatan dan 
Penyajian Database 

Kependudukan 

Kerja Sama Pemanfaatan Data 

Kependudukan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                   

8.971.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-170 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

305 

Dinas 
Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI 

ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

Penyelenggaraan 
Pengelolaan Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah 

dan Lembaga Non-Pemerintah di 

Kabupaten/Kota dalam Penertiban 

Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

9.976.000,00  

306 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 
Sipil 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

Penyelenggaraan 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi 
Kependudukan 

Fasilitasi Terkait Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

49.952.464,00  

307 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
INFORMASI 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

Penyelenggaraan 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

Penyelenggaraan Pemanfaatan Data 

Kependudukan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

6.120.000,00  

308 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI 
ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

Penyelenggaraan 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 

kepada Pemangku Kepentingan dan 
Masyarakat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

13.453.200,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-171 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

309 

Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN PENINGKATAN 

KELUARGA 
SEJAHTERA (KS) 

Pelaksanaan dan 

Peningkatan Peran 

Serta Organisasi 

Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota dalam 

Pembangunan Keluarga 

Melalui Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Pemantauan  Data dan Informasi 

Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk 

remaja Calon Pengantin/Calon PUS, 

Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

7.500.000,00  

310 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
BIDANG KESEHATAN 

Pelaksanaan Sehat 

dalam rangka Promotif 

Preventif Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 

dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

311 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB) 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan 
Obat Kontrasepsi serta 

Pelaksanaan Pelayanan 

KB di Daerah 

Kabupaten/Kota 

Fasilitasi dan Pembinaan 
Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu 

Pasca Persalinan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

  

312 

Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB) 

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi serta 
Pelaksanaan Pelayanan 

KB di Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembinaan Pelayanan Keluarga 

Berencana dan Kesehatan Reproduksi 

di Fasilitas  Pelayanan Kesehatan 

Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-172 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

313 

Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pembangunan Puskesmas 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

1.000.000.000,00  

314 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembangunan Fasilitas Kesehatan 

Lainnya 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

315 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengembangan Puskesmas 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

250.000.000,00  

316 

Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Puskesmas 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-173 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

317 

Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Fasilitas Kesehatan Lainnya 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

318 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

750.000.000,00  

319 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat 
Kesehatan/Alat Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

320 

Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, 

Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, 

Makanan dan Minuman di Fasilitas 

Kesehatan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

            

1.000.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-174 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

321 

Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Distribusi  Alat Kesehatan, Obat, 
Bahan Habis Pakai, Bahan Medis 

Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan 

Minuman ke Fasilitas Kesehatan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

322 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 

Hamil 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

323 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 

Bersalin 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

324 

Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Bayi Baru Lahir 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

15.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-175 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

325 

Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Balita 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

326 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Pendidikan Dasar 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

327 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Produktif 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

328 

Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

pada Usia Lanjut  

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

20.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-176 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

329 

Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Penderita Hipertensi 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

330 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Penderita Diabetes Melitus 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

331 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

332 

Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga Tuberkulosis 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

15.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-177 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

333 

Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

334 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 

Penduduk Terdampak Krisis 

Kesehatan Akibat Bencana dan/atau 
Berpotensi Bencana 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

7.500.000,00  

335 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

336 

Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan  

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

170.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-178 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

337 

Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Surveilans Kesehatan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

338 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Jaminan Kesehatan 

Masyarakat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

3.700.000.000,00  

339 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi  
Penerapan SPM Bidang Kesehatan  

Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

340 

Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

Penyakit Menular 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

17.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-179 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

341 

Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Kesehatan 

Secara Terintegrasi 

Pengelolaan Sistem Informasi 

Kesehatan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

35.000.000,00  

342 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK 

Pemaduan dan 

Sinkronisasi Kebijakan 

Pemerintah Daerah 

Provinsi dengan 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 

rangka Pengendalian 

Kuantitas Penduduk 

Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat 

Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung 

Keluarga Berkualitas 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

343 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 

PENDUDUK 

Pemetaan Perkiraan 

Pengendalian Penduduk 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pencatatan dan Pengumpulan Data 

Keluarga 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

344 

Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER 
DAYA MANUSIA 

KESEHATAN 

Pengembangan Mutu 

dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis 

Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

30.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-180 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

345 

Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA 
KESEHATAN 

Perencanaan 

Kebutuhan dan 

Pendayagunaan Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP 
dan UKM di Wilayah 

Kabupaten/Kota 

Pembinaan dan Pengawasan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

8.500.000,00  

346 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA 

KESEHATAN 

Perencanaan 
Kebutuhan dan 

Pendayagunaan Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP 

dan UKM di Wilayah 

Kabupaten/Kota 

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Sesuai Standar 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

347 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

         

160.454.822.057,68  

348 

Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

20.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-181 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

349 

Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

85.000.000,00  

350 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

73.500.000,00  

351 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

300.000.000,00  

352 

Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

30.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-182 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

353 

Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

489.000.000,00  

354 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 
Keluarga 

Berencana 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

355 

Dinas 

Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 
Berencana 

PROGRAM SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN 

Pemberian Izin Apotek, 

Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan dan Optikal, 

Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) 

Pengendalian dan Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 
Apotek, Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro 

Obat Tradisional (UMOT) 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

8.500.000,00  

356 

Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

PROGRAM SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN 

Penerbitan Sertifikat 

Produksi Pangan 

Industri Rumah Tangga 

dan Nomor P-IRT 

sebagai Izin Produksi, 
untuk Produk Makanan 

Minuman Tertentu yang 

Dapat Diproduksi oleh 

Industri Rumah Tangga 

Pengendalian dan Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat 
Produksi Pangan Industri Rumah 

Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan 

Minuman Tertentu yang Dapat 

Diproduksi oleh Industri Rumah 
Tangga 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                   

8.500.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-183 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

357 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

40.000.000,00  

358 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Walidata Pendukung 

Statistik Sektoral Daerah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

52.537.000,00  

359 
Dinas 

Ketenagakerjaan 

PROGRAM 

PELATIHAN KERJA 
DAN 

PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA 

Pelaksanaan Pelatihan 
berdasarkan Unit 

Kompetensi 

Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi 
bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit 

Kompetensi 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

7.800.000.000,00  

360 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM AIR LIMBAH 

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Air Limbah Domestik 
dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembangunan Instalasi Pengolahan 

Lumpur Tinja (IPLT) 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

            

1.000.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-184 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

361 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM AIR LIMBAH 

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Air Limbah Domestik 

dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penyusunan Rencana, Kebijakan, 
Strategi dan Teknis Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(SPALD) 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

800.000.000,00  

362 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR LIMBAH 

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Air Limbah Domestik 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

2.800.000.000,00  

363 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 

PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM DRAINASE 

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Drainase yang 
Terhubung Langsung 

dengan Sungai dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembangunan Sistem Drainase 

Lingkungan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

2.200.000.000,00  

364 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM DRAINASE 

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Drainase yang 

Terhubung Langsung 
dengan Sungai dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Sistem Drainase 

Lingkungan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

800.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-185 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

365 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM DRAINASE 

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Drainase yang 

Terhubung Langsung 

dengan Sungai dalam 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Sistem Drainase 

Perkotaan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

5.327.747.625,98  

366 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

JASA KONSTRUKSI 

Penyelenggaraan 

Pelatihan Tenaga 

Terampil Konstruksi 

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja 

Konstruksi Kualifikasi Jabatan 

Operator dan Teknisi atau Analis 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

525.000.000,00  

367 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 

JASA KONSTRUKSI 

Penyelenggaraan 
Pelatihan Tenaga 

Terampil Konstruksi 

Penyediaan SOP Penyelenggaraan 

Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi 

Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi 

atau Analis 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

350.000.000,00  

368 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
JASA KONSTRUKSI 

Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyediaan Data dan Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

250.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-186 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

369 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
SISTEM DAN 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

REGIONAL 

Pengembangan Sistem 
dan Pengelolaan 

Persampahan di Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-

3R 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

3.000.000.000,00  

370 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapannya 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

360.000.000,00  

371 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

426.200.000,00  

372 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

426.200.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-187 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

373 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

5.930.260.620,73  

374 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

61.519.600,00  

375 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

1.060.000.000,00  

376 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

93.200.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-188 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

377 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Bahan/Material 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

           

12.117.376.854,00  

378 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

1.007.268.928,00  

379 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

1.000.000.000,00  

380 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat 
Besar 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

            

3.500.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-189 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

381 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

70.000.000,00  

382 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

70.000.000,00  

383 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

77.000.000,00  

384 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

            

2.686.704.999,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-190 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

385 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Pengadaan Alat Besar 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

6.530.363.073,00  

386 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 
Daerah 

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

654.100.000,00  

387 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

84.000.000,00  

388 

Dinas Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

70.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-191 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

389 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

1.000.000.000,00  

390 

Dinas Pekerjaan 

Umum, 

Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Walidata Pendukung 

Statistik Sektoral Daerah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

391 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

SOSIAL 

Pemberdayaan Sosial 
Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) 

Peningkatan Kapasitas dan 

Pendampingan KAT 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

392 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

Pemberdayaan Sosial 

Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) 

Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 

yang terpadu dan berkelanjutan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-192 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

393 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL 

Pemberdayaan Sosial 

Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) 

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi 

pemberdayaan sosial KAT 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

394 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL 

Pengembangan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial 

Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

200.000.000,00  

395 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

SOSIAL 

Pengembangan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial 

Kelembagaan Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

200.000.000,00  

396 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

Pengembangan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kemampuan Sumber 

Daya Manusia dan Penguatan 

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 

Keluarga (LK3) 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-193 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

397 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL 

Pengembangan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kemampuan Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial 

Perseorangan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

398 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PEMENUHAN HAK 

ANAK (PHA) 

Pelembagaan PHA pada 

Lembaga Pemerintah, 

Nonpemerintah, dan 

Dunia Usaha 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan 

Kebijakan Pemenuhan Hak Anak 

kewenangan Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

150.000.000,00  

399 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 
PEMENUHAN HAK 

ANAK (PHA) 

Pelembagaan PHA pada 

Lembaga Pemerintah, 

Nonpemerintah, dan 

Dunia Usaha 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Bimbingan Teknis dan Pendampingan 
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan 

Hak Anak Kewenangan Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

150.000.000,00  

400 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENANGANAN 
BENCANA 

Penyelenggaraan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Terhadap 
Kesiapsiagaan Bencana 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi, Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-194 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

401 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENANGANAN 

BENCANA 

Penyelenggaraan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Terhadap 

Kesiapsiagaan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kapasitas Relawan 

Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

402 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENANGANAN 

BENCANA 

Penyelenggaraan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Terhadap 

Kesiapsiagaan Bencana 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga 

Bencana (Tagana) Dalam Penanganan 

Bencana 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

403 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

Pelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga Pemerintah 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan PUG Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

404 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENGARUSUTAMAAN 

GENDER DAN 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

Pelembagaan 
Pengarusutamaan 

Gender (PUG) pada 

Lembaga Pemerintah 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Bimbingan Teknis dan Pendampingan 

Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat 
Daerah Tingkat Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-195 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

405 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENGARUSUTAMAAN 

GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 

Pemberdayaan 

Perempuan Bidang 

Politik, Hukum, Sosial, 
dan Ekonomi pada 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Bimbingan teknis dan pendampingan 

SDM pemberdayaan perempuan di 

bidang politik, atau hukum, atau 

sosial, dan atau ekonomi Kewenangan 
Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

406 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENGARUSUTAMAAN 

GENDER DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

Pemberdayaan 

Perempuan Bidang 

Politik, Hukum, Sosial, 

dan Ekonomi pada 

Organisasi 
Kemasyarakatan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Advokasi dan sosialisasi 

pemberdayaan perempuan di bidang 

politik, hukum, sosial, dan/atau 
ekonomi Kewenangan Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

407 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SISTEM DATA 

GENDER DAN ANAK 

Pengumpulan, 

Pengolahan Analisis dan 

Penyajian Data Gender 
dan Anak Dalam 

Kelembagaan Data di 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penguatan Penyelenggaraan Aplikasi 

Simfoni PPA untuk Penyediaan Data 

Kekerasan terhadap Perempuan dan 

Anak Berkualitas 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

408 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SISTEM DATA 

GENDER DAN ANAK 

Pengumpulan, 

Pengolahan Analisis dan 

Penyajian Data Gender 

dan Anak Dalam 
Kelembagaan Data di 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyediaan, Penyajian, dan 

Pemanfaatan Data Gender dan Anak 
Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-196 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

409 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan Sosial 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

KUALITAS 

KELUARGA 

Peningkatan Kualitas 

Keluarga dalam 

Mewujudkan 

Kesetaraan Gender (KG) 

dan Hak Anak Tingkat 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Advokasi dan sosialisasi peningkatan 

kualitas keluarga kepada pengambil 

kebijakan dan pemangku kepentingan  
Kewenangan Provinsi dan Lintas 

Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai 

dengan kebijakan pembangunan 

daerah yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

410 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS 
KELUARGA 

Penyediaan Layanan 

bagi Keluarga dalam 

Mewujudkan KG dan 

Hak Anak yang Wilayah 
Kerjanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

layanan konsultasi dan konseling 

keluarga dalam Mewujudkan KG dan 

PA LingkupKabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

411 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

4.962.177.837,00  

412 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

20.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-197 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

413 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

323.822.163,00  

414 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

415 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

416 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

20.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-198 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

417 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

418 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

200.000.000,00  

419 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Walidata Pendukung 

Statistik Sektoral Daerah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

420 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN DAN 
JAMINAN SOSIAL 

Pengelolaan Data Fakir 

Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pendataan Fakir Miskin Cakupan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

400.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-199 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

421 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN DAN 

JAMINAN SOSIAL 

Pengelolaan Data Fakir 

Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Bantuan Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

422 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN DAN 

JAMINAN SOSIAL 

Pengelolaan Data Fakir 

Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Fasilitasi Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

423 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN DAN 

JAMINAN SOSIAL 

Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Data Fakir Miskin 

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

424 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 
KHUSUS ANAK 

Penguatan dan 

Pengembangan 
Lembaga Penyedia 

Layanan bagi Anak yang 

Memerlukan 

Perlindungan Khusus 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Bimbingan teknis dan pendampingan 

SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi  

Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus Kewenangan Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-200 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

425 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK 

Penguatan dan 

Pengembangan 

Lembaga Penyedia 
Layanan bagi Anak yang 

Memerlukan 

Perlindungan Khusus 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kerjasama  Antar Lembaga Penyedia 
Layanan bagi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Kewenangan 

Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

150.000.000,00  

426 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK 

Penyediaan Layanan 

bagi Anak yang 

Memerlukan 

Perlindungan Khusus 

yang Memerlukan 
Koordinasi Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Layanan rumah perlindungan bagi 

Anak Korban Kekerasan Tingkat 

Daerah Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

150.000.000,00  

427 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN 

Pencegahan Kekerasan 

Terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

Advokasi dan sosialisasi pencegahan 

Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) 

dan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (TPPO) kepada pengambil 

kebijakan dan pemangku kepentingan 
Kewenangan Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

428 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

Pencegahan Kekerasan 

Terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyusunan kebijakan pencegahan 

Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) 

dan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-201 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

429 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN 

Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kerjasama pencegahan Kekerasan 
terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 

Kewenangan Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

430 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN 

Penguatan dan 
Pengembangan 

Lembaga Penyedia 

Layanan Perlindungan 

Perempuan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Advokasi dan sosialisasi Penguatan 

dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan Perlindungan Perempuan 
Kewenangan Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

431 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN 

Penyediaan Layanan 

Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban 
Kekerasan yang 

Memerlukan Koordinasi 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Layanan pendampingan korban bagi 
Perempuan Korban Kekerasan dan 

TPPO Tingkat Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

432 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

Penyediaan Layanan 

Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban 

Kekerasan yang 
Memerlukan Koordinasi 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Layanan kesehatan yang tidak dijamin 

BPJS, Jamkesda, dan sumber 

pendanaan lainnya bagi Perempuan 
Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat 

Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-202 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

433 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN 

Penyediaan Layanan 

Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban 

Kekerasan yang 

Memerlukan Koordinasi 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Layanan medikolegal bagi Perempuan 

Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat 

Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

434 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN 

Penyediaan Layanan 
Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban 

Kekerasan yang 

Memerlukan Koordinasi 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Layanan rumah perlindungan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan dan 

TPPO Tingkat Kab/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

435 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 
REHABILITASI 

SOSIAL 

Rehabilitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis 

di Luar Panti Sosial 

Penyediaan Permakanan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

436 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

REHABILITASI 
SOSIAL 

Rehabilitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis 

di Luar Panti Sosial 

Penyediaan Sandang 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-203 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

437 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan Sosial 

PROGRAM 

REHABILITASI 

SOSIAL 

Rehabilitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 

di Luar Panti Sosial 

Penyediaan Alat Bantu 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

438 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

REHABILITASI 

SOSIAL 

Rehabilitasi Sosial 
Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis 

di Luar Panti Sosial 

Pemberian Bimbingan Sosial kepada 

Keluarga Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, serta Gelandangan 

Pengemis dan Masyarakat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

439 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 
REHABILITASI 

SOSIAL 

Rehabilitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis 

di Luar Panti Sosial 

Pemberian Layanan Rujukan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

440 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

REHABILITASI 
SOSIAL 

Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan 

NAPZA di Luar Panti 

Sosial 

Penyediaan Permakanan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-204 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

441 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan Sosial 

PROGRAM 

REHABILITASI 

SOSIAL 

Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya Bukan 

Korban HIV/AIDS dan 
NAPZA di Luar Panti 

Sosial 

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 

Spiritual, dan Sosial 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

442 

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 

REHABILITASI 

SOSIAL 

Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya Bukan 

Korban HIV/AIDS dan 

NAPZA di Luar Panti 

Sosial 

Pemberian Bimbingan Sosial kepada 

Keluarga Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

443 

Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan Sosial 

PROGRAM 
REHABILITASI 

SOSIAL 

Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya Bukan 

Korban HIV/AIDS dan 

NAPZA di Luar Panti 

Sosial 

Pemberian Pelayanan Penelusuran 

Keluarga 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

444 

Dinas 
Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 

Barang Milik Daerah SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                   

2.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-205 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

445 

Dinas 

Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

2.000.000,00  

446 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

2.000.000,00  

447 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

4.877.685.632,65  

448 

Dinas 
Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                   

2.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-206 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

449 

Dinas 

Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Pelaksanaan Penatausahaan 

danPengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

2.000.000,00  

450 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

2.000.000,00  

451 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

12.000.000,00  

452 

Dinas 
Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                   

2.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-207 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

453 

Dinas 

Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.945.000,00  

454 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

90.379.654,00  

455 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 

pada SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

  

456 

Dinas 
Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

12.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-208 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

457 

Dinas 

Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

6.000.000,00  

458 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

12.000.000,00  

459 

Dinas 

Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

12.000.000,00  

460 

Dinas 
Penanaman 

Modal, 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Walidata Pendukung 

Statistik Sektoral Daerah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                   

6.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-209 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

461 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM PENDIDIK 

DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

Pemerataan Kuantitas 

dan Kualitas Pendidik 

dan Tenaga 
Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan 

Dasar, PAUD, dan 

Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan Satuan 

Pendidikan Dasar, PAUD, dan 

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

340.000.000,00  

462 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM PENDIDIK 

DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

Pemerataan Kuantitas 

dan Kualitas Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan 
Dasar, PAUD, dan 

Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Penataan Pendistribusian Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan 

Pendidikan Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

           

18.312.300.000,00  

463 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

Utilitas PAUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

464 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Penyediaan Biaya Personil Peserta 

Didik PAUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-210 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

465 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Penyediaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan PAUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

25.000.000,00  

466 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Pengembangan Karir Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan pada Satuan 

Pendidikan PAUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

575.000.000,00  

467 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen PAUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

468 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 
Pengelolaan Dana BOP PAUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-211 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

469 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 

Dana BOP PAUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

470 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang 

Pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

471 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi 
dan Evaluasi Layanan di Bidang 

Pendidikan  

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

472 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 

Bidang Pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-212 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

473 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

474 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 
Pembangunan Ruang Kelas Baru 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

475 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Bimbingan Teknis, Pelatihan, 

dan/atau Magang/PKL untuk 

Peningkatan Kapasitas Bidang 

Pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

25.000.000,00  

476 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Pembangunan Unit Sekolah Baru 

(USB) 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

100.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-213 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

477 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Pengadaan Perlengkapan Peserta 

Didik 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

478 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, 

Prasarana dan Utilitas PAUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

479 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga  

Peserta Didik PAUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

200.000.000,00  

480 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

198.150.399,50  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-214 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

481 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) 

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Kelas Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

482 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Penyediaan Biaya Personil Peserta 

Didik Nonformal/Kesetaraan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

25.000.000,00  

483 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Penyediaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

  

484 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-215 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

485 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Pengelolaan Dana BOP Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

  

486 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 

Dana BOP Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

487 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Pembinaan Penggunaan Teknologi, 
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 

Pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

44.999.000,00  

488 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Pengembangan konten digital untuk 

pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

35.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-216 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

489 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang 

Pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

40.000.399,00  

490 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi 

dan Evaluasi Layanan di Bidang 

Pendidikan  

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

55.800.000,00  

491 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 

Bidang Pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

45.000.000,00  

492 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 
Penyediaan infrastruktur TIK 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

55.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-217 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

493 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 
Penataan Ruang/Sudut Baca 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                                  

-    

494 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Peserta Didik 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

495 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Pengadaan Perlengkapan Peserta 

Didik 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

30.350.000,00  

496 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Perlengkapan Dasar Buku Teks dan 

Non Teks Peserta Didik 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

67.293.600,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-218 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

497 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Laboratorium 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

75.000.000,00  

498 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Pembangunan Unit Sekolah Baru 

(USB) 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

125.000.000,00  

499 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi 

Peserta Didik 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

35.000.000,00  

500 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 
Pembangunan Ruang Laboratorium 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

197.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-219 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

501 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

Utilitas Pendidikan Non Formal 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

155.000.000,00  

502 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 

Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

503 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Rehabilitasi Sedang/Berat Taman 

Bacaan Masyarakat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

75.000.000,00  

504 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

Pembangunan Taman Bacaan 

Masyarakat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

175.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-220 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

505 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

506 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 
Pembangunan Perpustakaan Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

507 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

Utilitas Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

508 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Pembangunan Rumah Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-221 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

509 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Guru/Kepala Sekolah/TU 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

510 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 

Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

511 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 
Pengadaan Mebel Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

512 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

899.999.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-222 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

513 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Penyediaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

25.000.000,00  

514 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Pengembangan Karir Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan pada Satuan 

Pendidikan Sekolah Dasar 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

850.000.000,00  

515 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

516 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-223 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

517 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Pembangunan Laboratorium Sekolah 

Dasar 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

518 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Pembinaan Penggunaan Teknologi, 

Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 

Pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

519 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Pengembangan konten digital untuk 

pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

520 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi 

dan Evaluasi Layanan di Bidang 
Pendidikan  

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

20.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-224 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

521 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 

Bidang Pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

300.000.000,00  

522 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Pengadaan Perlengkapan Peserta 

Didik 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

523 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 
Pembangunan Ruang Kelas Baru 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

524 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Bimbingan Teknis, Pelatihan, 

dan/atau Magang/PKL untuk 

Peningkatan Kapasitas Bidang 

Pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

25.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-225 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

525 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi 

Peserta Didik 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

361.734.398,33  

526 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Kelas Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

527 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

Penyediaan Biaya Personil Peserta 

Didik Sekolah Dasar 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

50.000.000,00  

528 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 
Pertama 

Pembangunan Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

20.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-226 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

529 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 

Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

530 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Pembangunan Perpustakaan Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

531 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 

Pertama 

Pembangunan Laboratorium 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

532 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 
Pertama 

Pembangunan Ruang Serba 

Guna/Aula 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

20.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-227 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

533 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Pembangunan Rumah Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

534 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

Utilitas Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

535 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 

Pertama 

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Kelas Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

536 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 
Pertama 

Rehabilitasi Sedang/Berat 

Laboratorium 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

20.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-228 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

537 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 

Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 

Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

538 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, 

Prasarana dan Utilitas Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

539 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 

Pertama 

Pengadaan Mebel Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

540 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 
Pertama 

Penyediaan Biaya Personil Peserta 

Didik Sekolah Menengah Pertama 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-229 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

541 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

900.000.000,00  

542 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Penyediaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

25.000.000,00  

543 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 

Pertama 

Pengembangan Karir Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan pada Satuan 

Pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

396.300.798,50  

544 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 
Pertama 

Pembinaan Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-230 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

545 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

Menengah Pertama 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

  

546 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi 

dan Evaluasi Layanan di Bidang 

Pendidikan  

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

547 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 

Pertama 

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 

Bidang Pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

200.000.000,00  

548 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 
Pertama 

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi 

Peserta Didik 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

320.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-231 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

549 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Pembangunan Ruang Kelas Baru 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

20.000.000,00  

550 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama 

Bimbingan Teknis, Pelatihan, 

dan/atau Magang/PKL untuk 

Peningkatan Kapasitas Bidang 
Pendidikan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

25.000.000,00  

551 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 
Sekolah Menengah 

Pertama 

Pengadaan Perlengkapan Peserta 

Didik 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

100.000.000,00  

552 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Pengelolaan Pendidikan 

Sekolah Menengah 
Pertama 

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 

Guru/Kepala Sekolah/TU 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

20.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-232 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

553 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KURIKULUM 

Penetapan Kurikulum 

Muatan Lokal 

Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan 
Nonformal 

Penyusunan Kompetensi 
Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan 

Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

65.000.000,00  

554 
Dinas 

Perhubungan 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN 

(LLAJ) 

Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor 

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

52.482.000,00  

555 
Dinas 

Perhubungan 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN 

(LLAJ) 

Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

85.006.000,00  

556 Dinas Perikanan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

61.930.632,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-233 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

557 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 
PELESTARIAN 

KOLEKSI NASIONAL 

DAN NASKAH KUNO 

Pengembangan Koleksi 

Budaya Etnis 
Nusantara yang 

Ditemukan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Seleksi dan Pengadaan Koleksi 

Budaya Etnis Nusantara 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

5.000.000,00  

558 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN 

Pembudayaan Gemar 

Membaca Tingkat 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengembangan Literasi Berbasis 

Inklusi Sosial 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

28.740.000,00  

559 
Dinas 
Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 
PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN 

Pembudayaan Gemar 

Membaca Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pemberian Penghargaan Gerakan 

Budaya Gemar Membaca 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

28.907.400,00  

560 

Dinas 

Perpustakaan 
dan Kearsipan 

PROGRAM 

PEMBINAAN 
PERPUSTAKAAN 

Pembudayaan Gemar 

Membaca Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi 

pada Satuan Pendidikan Dasar dan 
Masyarakat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

29.999.300,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-234 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

561 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN 

Pengelolaan 
Perpustakaan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembinaan Perpustakaan pada 

Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh 

Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai 

dengan Standar Nasional 
Perpustakaan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

59.691.500,00  

562 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN 

Pengelolaan 

Perpustakaan Tingkat 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengembangan Perpustakaan di 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

38.993.500,00  

563 
Dinas 
Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 
PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN 

Pengelolaan 

Perpustakaan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembinaan Perpustakaan Umum dan 

Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

14.960.000,00  

564 

Dinas 

Perpustakaan 
dan Kearsipan 

PROGRAM 

PEMBINAAN 
PERPUSTAKAAN 

Pengelolaan 

Perpustakaan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan 

(Cetak/Digital) oleh Masyarakat 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

15.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-235 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

565 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN 

Pengelolaan 
Perpustakaan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kapasitas Tenaga 

Perpustakaan dan Pustakawan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

25.000.000,00  

566 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN 

Pengelolaan 

Perpustakaan Tingkat 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengelolaan dan Pengembangan 

Bahan Perpustakaan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

23.940.000,00  

567 
Dinas 
Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 
PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN 

Pengelolaan 

Perpustakaan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengembangan dan Pemeliharaan 

Layanan Perpustakaan Elektronik 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

30.000.000,00  

568 Dinas Pertanian 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

           

10.979.487.031,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-236 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

569 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

249.853.800,00  

570 Dinas Pertanian 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

49.961.200,00  

571 
Puskesmas 

Loreh 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Peningkatan Pelayanan 

BLUD 

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 

BLUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

5.000.000,00  

572 
Puskesmas 

Malinau Barat 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Operasional Pelayanan Puskesmas 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

15.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-237 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

573 
Puskesmas 

Malinau Kota 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Operasional Pelayanan Puskesmas 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

574 
Puskesmas 

Malinau Kota 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Peningkatan Pelayanan 

BLUD 

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 

BLUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

5.000.000,00  

575 
Puskesmas 
Malinau 

Seberang 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Operasional Pelayanan Puskesmas 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

576 

Puskesmas 

Malinau 
Seberang 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Peningkatan Pelayanan 

BLUD 

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 

BLUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                   

5.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-238 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

577 
Puskesmas 

Metut 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Operasional Pelayanan Puskesmas 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

25.000.000,00  

578 
Puskesmas 

Pulau Sapi 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Operasional Pelayanan Puskesmas 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

35.000.000,00  

579 
Puskesmas 

Pulau Sapi 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Peningkatan Pelayanan 

BLUD 

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 

BLUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

5.000.000,00  

580 
Puskesmas 

Sehati 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Operasional Pelayanan Puskesmas 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

15.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-239 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

581 
Puskesmas 

Sehati 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Peningkatan Pelayanan 

BLUD 

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 

BLUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

5.000.000,00  

582 
Puskesmas 

Sesua 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Peningkatan Pelayanan 

BLUD 

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 

BLUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                   

5.000.000,00  

583 
Puskesmas 

Setulang 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Operasional Pelayanan Puskesmas 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

15.000.000,00  

584 
Puskesmas 

Setulang 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Peningkatan Pelayanan 

BLUD 

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 

BLUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                   

5.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-240 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

585 
RS Pratama 

Langap 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Operasional Pelayanan Rumah Sakit  

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

275.000.000,00  

586 
RS Pratama 

Long Ampung 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Operasional Pelayanan Rumah Sakit  

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

475.000.000,00  

587 RSUD MALINAU 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembangunan Fasilitas Kesehatan 

Lainnya 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

230.000.000,00  

588 RSUD MALINAU 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah 

Sakit 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

                 

65.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-241 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

589 RSUD MALINAU 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 

Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

1.487.788.500,00  

590 RSUD MALINAU 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat 

Kesehatan/Alat Penunjang Medik 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

120.000.000,00  

591 RSUD MALINAU 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, 

Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, 

Makanan dan Minuman di Fasilitas 

Kesehatan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

600.000.000,00  

592 RSUD MALINAU 

PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Kesehatan 
Secara Terintegrasi 

Pengelolaan Sistem Informasi 

Kesehatan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

               

265.142.400,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-242 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

593 RSUD MALINAU 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA 
KESEHATAN 

Pengembangan Mutu 

dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

700.316.137,00  

594 RSUD MALINAU 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA 

KESEHATAN 

Perencanaan 
Kebutuhan dan 

Pendayagunaan Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP 

dan UKM di Wilayah 

Kabupaten/Kota 

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Sesuai Standar 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

1.775.000.000,00  

595 RSUD MALINAU 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 
generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

                 

85.000.000,00  

596 RSUD MALINAU 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Peningkatan Pelayanan 

BLUD 

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 

BLUD 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 
disabilitas. 

           

41.000.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-243 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

597 RSUD MALINAU 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 
prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

            

3.500.000.000,00  

598 
Sekretariat 

Korpri 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 
MANUSIA 

Sertifikasi, 

Kelembagaan, 

Pengembangan 

Kompetensi Manajerial 

dan Fungsional 

Penyelenggaraan Pengembangan 

Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 

Fungsional, Kepemimpinan, dan 

Prajabatan 

Memperkuat pembangunan sumber 

daya manusia (SDM), sains, 

teknologi, pendidikan, kesehatan, 

prestasi olahraga, kesetaraan gender, 

serta penguatan peran perempuan, 
pemuda (generasi milenial dan 

generasi Z), dan penyandang 

disabilitas. 

               

800.347.545,00  

599 

Badan 

Penanggulangan 
Bencana Daerah 

PROGRAM 

PENANGGULANGAN 
BENCANA 

Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman 

Bencana) 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 
yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

699.999.200,00  

600 
Badan 
Penanggulangan 

Bencana Daerah 

PROGRAM 
PENANGGULANGAN 

BENCANA 

Pelayanan Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Penyediaan Peralatan Perlindungan 
dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

kabupaten/kota 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 
makmur. 

               

249.999.900,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-244 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

601 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana kabupaten/kota 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

                 

50.000.000,00  

602 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana 

Alam 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 
alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

                 

75.000.000,00  

603 

Badan 

Penanggulangan 
Bencana Daerah 

PROGRAM 

PENANGGULANGAN 
BENCANA 

Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Bencana 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 
yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

299.999.400,00  

604 
Badan 
Penanggulangan 

Bencana Daerah 

PROGRAM 
PENANGGULANGAN 

BENCANA 

Pelayanan Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Pengendalian Operasi dan Penyediaan 
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 
makmur. 

               

255.000.000,00  

605 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/Kota 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

749.999.200,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-245 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

606 

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi 

Bencana Kabupaten/Kota 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

300.000.000,00  

607 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 
PELESTARIAN DAN 

PENGELOLAAN 

CAGAR BUDAYA 

Penetapan Cagar 

Budaya Peringkat 

Kabupaten/Kota 

Penetapan Cagar Budaya 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 
alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

100.000.000,00  

608 

Dinas 

Kebudayaan 
dan Pariwisata 

PROGRAM 

PELESTARIAN DAN 

PENGELOLAAN 

CAGAR BUDAYA 

Penetapan Cagar 

Budaya Peringkat 
Kabupaten/Kota 

Pengusulan Warisan Budaya Tak 

Benda 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 
yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

100.000.000,00  

609 
Dinas 
Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PELESTARIAN DAN 

PENGELOLAAN 

CAGAR BUDAYA 

Pengelolaan Cagar 
Budaya Peringkat 

Kabupaten/Kota 

Pengembangan Cagar Budaya 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 
makmur. 

                 

50.000.000,00  

610 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

SEJARAH 

Pembinaan Sejarah 

Lokal dalam 1 (Satu) 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

dan Lembaga Sejarah Lokal 

Kabupaten/Kota 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-246 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

611 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERMUSEUMAN 

Pengelolaan Museum 

Kabupaten/Kota 

Pembinaan dan Peningkatan Mutu 

dan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Permuseuman 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

                 

50.000.000,00  

612 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERMUSEUMAN 

Pengelolaan Museum 

Kabupaten/Kota 

Pelibatan Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Kegiatan Publik di 

Museum 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 
alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

102.025.368,64  

613 

Dinas 

Kebudayaan 
dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
PERMUSEUMAN 

Pengelolaan Museum 

Kabupaten/Kota 

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Taman Budaya 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 
yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

            

7.797.910.950,00  

614 
Dinas 
Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN 

Pelestarian Kesenian 

Tradisional yang 
Masyarakat Pelakunya 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pemberian Penghargaan kepada Pihak 

yang Berprestasi atau Berkontribusi 
Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi 

dan Kontribusinya dalam Pemajuan 

Kebudayaan 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 
makmur. 

                 

85.000.000,00  

615 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN 

Pengelolaan 

Kebudayaan yang 

Masyarakat Pelakunya 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pelindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek Pemajuan 

Kebudayaan 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-247 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

616 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN 

Pengelolaan 

Kebudayaan yang 

Masyarakat Pelakunya 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembinaan Sumber Daya Manusia, 

Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

200.000.000,00  

617 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN 

Pengelolaan 

Kebudayaan yang 

Masyarakat Pelakunya 

dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Penyusunan, Pemutakhiran, 

Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan 

Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 
alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

115.000.000,00  

618 

Dinas 

Kebudayaan 
dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KESENIAN 

TRADISIONAL 

Pembinaan Kesenian 

yang Masyarakat 

Pelakunya dalam 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan 

Sumber Daya Manusia Kesenian 
Tradisional 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 
yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

250.000.000,00  

619 
Dinas 
Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KESENIAN 

TRADISIONAL 

Pembinaan Kesenian 

yang Masyarakat 
Pelakunya dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kapasitas Tata Kelola 

Lembaga Kesenian Tradisional 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 
makmur. 

               

350.000.000,00  

620 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENINGKATAN DAYA 

TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

Pengelolaan Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Perencanaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

150.999.998,05  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-248 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

621 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENINGKATAN DAYA 

TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

Pengelolaan Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

249.999.995,29  

622 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 
PENINGKATAN DAYA 

TARIK DESTINASI 

PARIWISATA 

Pengelolaan Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana dalam 

Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 
alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

249.999.976,45  

623 

Dinas 

Kebudayaan 
dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENINGKATAN DAYA 

TARIK DESTINASI 

PARIWISATA 

Pengelolaan Destinasi 

Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 
yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

                 

74.999.952,00  

624 
Dinas 
Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 
makmur. 

  

625 

Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral Daerah 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

               

278.845.960,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-249 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

626 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PELESTARIAN 

KOLEKSI NASIONAL 
DAN NASKAH KUNO 

Pelestarian Naskah 

Kuno Milik Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

dalam Penyimpanan, Perawatan, 

Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah 
Kuno 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 

alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

                   

8.776.000,00  

627 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 
PELESTARIAN 

KOLEKSI NASIONAL 

DAN NASKAH KUNO 

Pelestarian Naskah 

Kuno Milik Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengembangan, Pengolahan dan 
Pengalihmediaan Naskah Kuno yang 

Dimiliki oleh Masyarakat untuk 

Dilestarikan dan Didayagunakan 

Memperkuat penyelarasan kehidupan 

yang harmonis dengan lingkungan, 
alam, dan budaya serta peningkatan 

toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. 

                   

4.930.000,00  

628 

Bagian 

Administrasi 

Pembangunan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Penyusunan Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

30.000.000,00  

629 

Bagian 

Administrasi 

Pembangunan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

150.000.000,00  

630 
Bagian 
Administrasi 

Pembangunan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

78.000.000,00  

631 

Bagian 

Administrasi 
Pembangunan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

38.167.944,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-250 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

632 
Bagian 
Administrasi 

Pembangunan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

50.000.000,00  

633 

Bagian 

Administrasi 
Pembangunan 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 
DAN PEMBANGUNAN 

Pelaksanaan 

Administrasi 
Pembangunan 

Fasilitasi Penyusunan Program 

Pembangunan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

30.000.000,00  

634 

Bagian 

Administrasi 

Pembangunan 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN PEMBANGUNAN 

Pelaksanaan 

Administrasi 

Pembangunan 

Pengendalian dan Evaluasi Program 

Pembangunan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

209.855.030,00  

635 

Bagian 

Administrasi 

Pembangunan 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN PEMBANGUNAN 

Pelaksanaan 

Administrasi 

Pembangunan 

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 

Pelaksanaan Pembangunan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

30.000.000,00  

636 Bagian Hukum 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 
DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

Fasilitasi dan 

Koordinasi Hukum 

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 

Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

110.000.000,00  

637 Bagian Hukum 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

Fasilitasi dan 

Koordinasi Hukum 
Fasilitasi Bantuan Hukum 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

309.449.648,00  

638 Bagian Hukum 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

Fasilitasi dan 

Koordinasi Hukum 

Pendokumentasian Produk Hukum 

danPengelolaan Informasi Hukum 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-251 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

639 Bagian Hukum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

70.000.000,00  

640 Bagian Hukum 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

134.303.832,00  

641 

Bagian 

Kesejahteraan 

Rakyat 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

Pelaksanaan Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat 

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

           

11.000.000.000,00  

642 

Bagian 

Kesejahteraan 

Rakyat 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

Pelaksanaan Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat 

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 

Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 

Sosial 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

           

16.050.784.000,00  

643 
Bagian 
Kesejahteraan 

Rakyat 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 
DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

Pelaksanaan Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat 

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 

Masyarakat 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

           

15.899.904.800,00  

644 

Bagian 

Kesejahteraan 
Rakyat 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

44.948.196,00  

645 
Bagian 

Organisasi 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penataan Organisasi 
Pengelolaan Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

38.243.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-252 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

646 
Bagian 

Organisasi 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Penataan Organisasi 
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

58.862.000,00  

647 
Bagian 

Organisasi 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penataan Organisasi 
Peningkatan Kinerja dan Reformasi 

Birokrasi 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

67.365.000,00  

648 
Bagian 

Organisasi 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penataan Organisasi 

Monitoring, Evaluasi dan 

Pengendalian Kualitas Pelayanan 

Publik dan Tata Laksana 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

75.245.000,00  

649 
Bagian 

Organisasi 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penataan Organisasi 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Kinerja Pemerintah Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

192.548.000,00  

650 
Bagian 

Organisasi 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

80.027.832,00  

651 

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

36.978.159,00  

652 

Bagian 
Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

400.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-253 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

653 

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

PROGRAM 
PEREKONOMIAN 

DAN PEMBANGUNAN 

Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

100.000.000,00  

654 

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 
DAN PEMBANGUNAN 

Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Pengelolaan Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

100.000.000,00  

655 

Bagian 
Pengadaan 

Barang dan 

Jasa 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN PEMBANGUNAN 

Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

100.000.000,00  

656 

Bagian 

Perekonomian 

dan Sumber 
Daya Alam 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

199.999.500,00  

657 

Bagian 

Perekonomian 

dan Sumber 

Daya Alam 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

85.200.000,00  

658 

Bagian 

Perekonomian 

dan Sumber 

Daya Alam 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 
DAN PEMBANGUNAN 

Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian 

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring 

dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 
BUMD dan BLUD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

1.500.000.000,00  

659 

Bagian 
Perekonomian 

dan Sumber 

Daya Alam 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN PEMBANGUNAN 

Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian 

Pengendalian dan Distribusi 

Perekonomian 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

           

10.422.034.112,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-254 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

660 

Bagian 

Perekonomian 

dan Sumber 

Daya Alam 

PROGRAM 
PEREKONOMIAN 

DAN PEMBANGUNAN 

Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian 

Perencanaan dan Pengawasan 

Ekonomi Mikro Kecil 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

149.999.400,00  

661 

Bagian 

Perekonomian 

dan Sumber 

Daya Alam 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 
DAN PEMBANGUNAN 

Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian 

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 

Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan 
Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

50.000.000,00  

662 

Bagian 
Perekonomian 

dan Sumber 

Daya Alam 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN PEMBANGUNAN 

Pemantauan Kebijakan 

Sumber Daya Alam 

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 

Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 

Kelautan, dan Perikanan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

  

663 

Bagian 

Perencanaan 

dan Keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

dan Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

612.403.356,00  

664 
Bagian 
Perencanaan 

dan Keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

           

26.339.952.975,86  

665 

Bagian 

Perencanaan 
dan Keuangan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

120.000.000,00  

666 

Bagian 

Perencanaan 

dan Keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

120.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-255 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

667 
Bagian 
Perencanaan 

dan Keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

30.000.000,00  

668 

Bagian 

Perencanaan 
dan Keuangan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

75.000.000,00  

669 

Bagian 

Perencanaan 

dan Keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Bahan/Material 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

43.664.112,00  

670 

Bagian 

Perencanaan 

dan Keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

280.000.000,00  

671 
Bagian 
Perencanaan 

dan Keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

76.335.888,00  

672 

Bagian 

Perencanaan 
dan Keuangan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

125.000.000,00  

673 

Bagian 

Perencanaan 

dan Keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-256 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

674 
Bagian 
Perencanaan 

dan Keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

50.000.000,00  

675 

Bagian 

Perencanaan 
dan Keuangan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA- SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

50.000.000,00  

676 

Bagian 

Perencanaan 

dan Keuangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

120.000.000,00  

677 

Bagian Protokol 

dan Komunikasi 

Pimpinan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

467.876.192,00  

678 
Bagian Protokol 
dan Komunikasi 

Pimpinan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Pelaksanaan Protokol 
dan Komunikasi 

Pimpinan 

Fasilitasi Keprotokolan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

358.600.000,00  

679 

Bagian Protokol 

dan Komunikasi 
Pimpinan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pelaksanaan Protokol 

dan Komunikasi 
Pimpinan 

Pendokumentasian Tugas Pimpinan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

313.000.000,00  

680 

Bagian Protokol 

dan Komunikasi 

Pimpinan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

10.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-257 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

681 
Bagian Tata 

Pemerintahan 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 
DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

Administrasi Tata 

Pemerintahan 
Penataan Administrasi Pemerintahan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

180.000.000,00  

682 
Bagian Tata 

Pemerintahan 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

Administrasi Tata 

Pemerintahan 
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

100.000.000,00  

683 
Bagian Tata 

Pemerintahan 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

Administrasi Tata 

Pemerintahan 

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi 

Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

158.658.904,00  

684 
Bagian Tata 

Pemerintahan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

212.157.912,00  

685 
Bagian Tata 

Pemerintahan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

155.613.864,00  

686 Bagian Umum 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

6.833.339.001,00  

687 Bagian Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

            

6.000.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-258 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

688 Bagian Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

80.000.000,00  

689 Bagian Umum 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

5.000.000.000,00  

690 Bagian Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Fasilitasi 

Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah 

Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga Kepala Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

            

4.400.000.000,00  

691 Bagian Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Fasilitasi 

Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah 

Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga Wakil Kepala Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

1.700.000.000,00  

692 Bagian Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Fasilitasi 
Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah 

Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga Sekretariat Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

1.392.165.000,00  

693 Bagian Umum 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

1.840.000.000,00  

694 Bagian Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

            

1.260.183.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-259 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

695 Bagian Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

660.625.000,00  

696 Bagian Umum 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

4.249.236.329,05  

697 Bagian Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Pengadaan Mebel 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

156.600.000,00  

698 Bagian Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 
Daerah 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

           

11.958.134.200,00  

699 Bagian Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

7.629.960.994,00  

700 Bagian Umum 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

100.700.000,00  

701 Bagian Umum 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

            

5.000.000.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-260 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

702 
Dinas 
Kebudayaan 

dan Pariwisata 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

2.825.850.112,00  

703 

Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA 

Pengelolaan E-

government di Lingkup 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan Fasilitasi 

Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota 
Cerdas 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

57.532.000,00  

704 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA 

Pengelolaan E-
government di Lingkup 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyediaan Akses Internet 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

            

1.540.386.920,00  

705 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

APLIKASI 
INFORMATIKA 

Pengelolaan E-

government di Lingkup 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi Pelaksanaan SPBE 

(Pemerintah Digital) yang meliputi tata 

kelola, manajemen SPBE, dan Audit 
TIK 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

5.845.000.000,00  

706 
Dinas 
Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA 

Pengelolaan E-

government di Lingkup 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi pengelolaan aplikasi, 

data/informasi, dan layanan 

pemerintah daerah berbasis elektronik 

yang terintegrasi 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

214.446.000,00  

707 

Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA 

Pengelolaan E-

government di Lingkup 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyelenggaraan Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah Kab/Kota 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

1.232.614.000,00  

708 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA 

Pengelolaan E-
government di Lingkup 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data 

Nasional dan Penyelenggaraan Pusat 

Kendali Pemerintah Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

164.844.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-261 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

709 
Dinas 
Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

4.599.452.897,26  

710 

Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

73.587.500,00  

711 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

27.412.680,00  

712 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

705.735.032,00  

713 
Dinas 
Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

42.320.000,00  

714 

Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

24.051.600,00  

715 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

24.601.600,00  
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716 
Dinas 
Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PERSANDIAN UNTUK 

PENGAMANAN 

INFORMASI 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 
Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Sumber Daya Keamanan 

Informasi dan Persandian Pemerintah 

Daerah berdasarkan Analisis 

Kebutuhan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

82.405.000,00  

717 

Dinas 

Komunikasi dan 
Informatika 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PERSANDIAN UNTUK 
PENGAMANAN 

INFORMASI 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

Pengamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penetapan Kebijakan Tata Kelola 

Keamanan Informasi dan Persandian 
Pemerintah Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

12.402.000,00  

718 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PERSANDIAN UNTUK 

PENGAMANAN 
INFORMASI 

Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pelaksanaan Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah Berbasis 

Elektronik dan Non Elektronik 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

105.226.000,00  

719 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

STATISTIK 
SEKTORAL 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral di 

Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pemenuhan Prinsip Satu Data 

Indonesia 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

137.640.000,00  

720 
Dinas 
Komunikasi dan 

Informatika 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

STATISTIK 

SEKTORAL 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral di 

Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kualitas Statistik 

Sektoral 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

48.908.000,00  

721 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Pembinaan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

200.000.000,00  

722 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                                  

-    
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-263 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

723 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

350.000.000,00  

724 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

30.000.000,00  

725 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

600.300.000,00  

726 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

80.000.000,00  

727 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

19.700.000,00  

728 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

250.000.000,00  

729 
Dinas 

Pendidikan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

110.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-264 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

730 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapannya 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

56.078.070,00  

731 Dinas Perikanan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

4.133.585.852,96  

732 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                   

6.549.000,00  

733 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

46.233.100,00  

734 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

329.141.200,00  

735 Dinas Perikanan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

111.238.000,00  

736 Dinas Perikanan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Urusan Selain Renstra PD dan Renja 

PD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

358.330.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-265 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

737 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

6.147.124.345,00  

738 

Dinas 

Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

246.011.000,00  

739 

Dinas 
Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

66.000.000,00  

740 

Dinas 

Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

566.945.052,00  

741 
Dinas 
Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

ARSIP 

Pengelolaan Arsip 
Dinamis Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penciptaan dan Penggunaan Arsip 

Dinamis 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                   

5.000.000,00  

742 

Dinas 

Perpustakaan 
dan Kearsipan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
ARSIP 

Pengelolaan Arsip 

Dinamis Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip 

Dinamis 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

16.616.000,00  

743 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

ARSIP 

Pengelolaan Arsip 

Dinamis Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengawasan Arsip Dinamis 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

50.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-266 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

744 
Dinas 
Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 

ARSIP 

Pengelolaan Arsip 
Dinamis Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyediaan Prasarana dan Sarana 

Pengelolaan Arsip Statis 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

15.000.000,00  

745 

Dinas 

Perpustakaan 
dan Kearsipan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
ARSIP 

Pengelolaan Arsip 

Dinamis Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pembinaan Kearsipan kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

10.000.000,00  

746 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

ARSIP 

Pengelolaan Arsip Statis 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pengumpulan dan Penyampaian 

Salinan Otentik Naskah Asli Arsip 

Terjaga kepada ANRI 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

15.000.000,00  

747 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

4.724.007.227,13  

748 
Dinas 
Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

169.042.000,00  

749 

Dinas 

Perpustakaan 
dan Kearsipan 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

26.369.330,00  

750 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

29.810.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-267 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

751 
Dinas 
Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Walidata Pendukung 

Statistik Sektoral Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

18.872.000,00  

752 

Dinas 

Perpustakaan 
dan Kearsipan 

PROGRAM 

PERIZINAN 
PENGGUNAAN ARSIP 

Pelayanan Izin 

Penggunaan Arsip yang 

Bersifat Tertutup di 

Kabupaten/Kota 

Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin 

Penggunaan Arsip yang Bersifat 
Tertutup 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                   

9.999.000,00  

753 
Dinas 
Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN DAN 

PENYELAMATAN 

ARSIP 

Pemusnahan Arsip 

Dilingkungan 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota yang 

Memiliki Retensi di 

Bawah 10 (Sepuluh) 

Tahun 

Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan 
Pemusnahan Arsip yang Memiliki 

Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

15.000.000,00  

754 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN DAN 
PENYELAMATAN 

ARSIP 

Penyelamatan Arsip 

Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

Digabung dan/atau 
Dibubarkan, dan 

Pemekaran Daerah 

Kecamatan dan 

Desa/Kelurahan 

Pendataan, Penyusunan Daftar dan 

Penilaian serta Penyerahan atau 

Pemusnahan Arsip bagi 

Penggabungan Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                   
5.000.000,00  

755 Inspektorat 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENGAWASAN 

Penyelenggaraan 

Pengawasan dengan 

Tujuan Tertentu 

Penanganan Penyelesaian 

KerugianNegara/Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 
hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

200.000.000,00  

756 Inspektorat 
PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

PENGAWASAN 

Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 

Tujuan Tertentu 

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

400.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-268 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

757 Inspektorat 
PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

PENGAWASAN 

Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal 

Pengawasan Kinerja Pemerintah 

Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

550.000.000,00  

758 Inspektorat 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PENGAWASAN 

Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal 

Pengawasan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

450.000.000,00  

759 Inspektorat 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENGAWASAN 

Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal 
Reviu Laporan Kinerja 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

550.000.000,00  

760 Inspektorat 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENGAWASAN 

Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal 
Reviu Laporan Keuangan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

450.000.000,00  

761 Inspektorat 
PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

PENGAWASAN 

Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal 
Pengawasan Desa 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

1.500.000.000,00  

762 Inspektorat 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PENGAWASAN 

Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal 
Kerja Sama Pengawasan Internal 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

500.000.000,00  

763 Inspektorat 

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENGAWASAN 

Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal 

Monitoring dan Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

500.000.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-269 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

764 Inspektorat 

PROGRAM 

PERUMUSAN 
KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN 

DAN ASISTENSI 

Pendampingan dan 

Asistensi 

Pendampingan dan Asistensi Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

1.900.000.000,00  

765 Inspektorat 

PROGRAM 

PERUMUSAN 

KEBIJAKAN, 
PENDAMPINGAN 

DAN ASISTENSI 

Pendampingan dan 

Asistensi 

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, 

dan Penilaian Reformasi Birokrasi 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

75.000.000,00  

766 Inspektorat 

PROGRAM 

PERUMUSAN 

KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN 
DAN ASISTENSI 

Pendampingan dan 

Asistensi 

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 

serta Verifikasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

            

1.500.000.000,00  

767 Inspektorat 

PROGRAM 

PERUMUSAN 

KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN 

DAN ASISTENSI 

Pendampingan dan 

Asistensi 

Pendampingan, Asistensi dan 

Verifikasi Penegakan Integritas 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

300.000.000,00  

768 Inspektorat 

PROGRAM 

PERUMUSAN 
KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN 

DAN ASISTENSI 

Perumusan Kebijakan 

Teknis di Bidang 

Pengawasan dan 

Fasilitasi Pengawasan 

Perumusan Kebijakan Teknis di 

Bidang Pengawasan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

300.000.000,00  

769 Inspektorat 

PROGRAM 

PERUMUSAN 

KEBIJAKAN, 
PENDAMPINGAN 

DAN ASISTENSI 

Perumusan Kebijakan 

Teknis di Bidang 

Pengawasan dan 

Fasilitasi Pengawasan 

Perumusan Kebijakan Teknis di 

Bidang Fasilitasi Pengawasan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

200.000.000,00  

770 
Satuan Polisi 

Pamong Praja 

PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

NON KEBAKARAN 

Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 

Pencegahan Kebakaran 

Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pencegahan dan Penanggulangan 

Kebakaran Melalui Sosialisasi dan 

Edukasi Masyarakat 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-270 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

771 
Satuan Polisi 

Pamong Praja 

PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

NON KEBAKARAN 

Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 

Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan 
Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pembinaan Aparatur Pemadam 

Kebakaran 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

  

772 
Satuan Polisi 

Pamong Praja 

PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

NON KEBAKARAN 

Pencegahan, 

Pengendalian, 

Pemadaman, 

Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan 
Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyusunan Kajian Rencana Induk 

Sistem Penanggulangan Kebakaran 
dan Penyelamatan (RISPKP) 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

  

773 
Satuan Polisi 

Pamong Praja 

PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

NON KEBAKARAN 

Penyelenggaraan 

Operasi Pencarian dan 

Pertolongan Terhadap 
Kondisi Membahayakan 

Manusia 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pencarian dan Pertolongan Terhadap 

Kondisi Membahayakan 

Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

  

774 
Satuan Polisi 

Pamong Praja 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Penanganan Gangguan 
Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pencegahan Gangguan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi 

Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 

Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, 

Pengamanan, dan Pengawalan 

Memperkuat reformasi politik, 
hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

199.750.000,00  

775 
Satuan Polisi 

Pamong Praja 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Penanganan Gangguan 
Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penindakan Atas Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

berdasarkan Perda dan Perkada 

Melalui Penertiban dan Penanganan 

Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 

Memperkuat reformasi politik, 
hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

99.960.000,00  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-271 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

776 
Satuan Polisi 

Pamong Praja 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Penanganan Gangguan 
Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan 
Polisi Pamong Praja melalui 

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol 

PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi 

bagi Pejabat Fungsional 

Memperkuat reformasi politik, 
hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

282.049.000,00  

777 
Satuan Polisi 

Pamong Praja 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

249.990.662,00  

778 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan Pemadam 

Kebakaran 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Pembinaan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) Kabupaten/Kota 

Pengembangan Kapasitas dan Karier 

PPNS 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

74.840.000,00  

779 

Satuan Polisi 
Pamong Praja 

dan Pemadam 

Kebakaran 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 
UMUM 

Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Koordinasi Penyelenggaraan 
Ketentraman dan Ketertiban Umum 

serta Perlindungan Masyarakat 

Tingkat Kabupaten/Kota 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

249.968.000,00  

780 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan Pemadam 
Kebakaran 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pemberdayaan Perlindungan 

Masyarakat dalam rangka 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

99.888.000,00  

781 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan Pemadam 

Kebakaran 

PROGRAM 

PENINGKATAN 
KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Penyediaan Layanan dasar dalam 
rangka Dampak Penegakan Peraturan 

Daerah dan Perturan kepala daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                   

8.160.000,00  

782 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan Pemadam 

Kebakaran 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Penegakan Peraturan 

Daerah 

Kabupaten/Kota dan 
Peraturan Bupati/Wali 

Kota 

Sosialisasi Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

50.000.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-272 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

783 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan Pemadam 

Kebakaran 

PROGRAM 

PENINGKATAN 
KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Penegakan Peraturan 

Daerah 
Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Bupati/Wali 

Kota 

Penanganan  Atas Pelanggaran 
Peraturan Daerah dan Peraturan  

Kepala daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

44.890.000,00  

784 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan Pemadam 

Kebakaran 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapannya 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

1.223.260.188,00  

785 

Satuan Polisi 
Pamong Praja 

dan Pemadam 

Kebakaran 

PROGRAM 

PENUNJANG 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

           

17.040.140.295,00  

786 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan Pemadam 
Kebakaran 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                   

2.570.400,00  

787 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan Pemadam 

Kebakaran 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

15.000.000,00  

788 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan Pemadam 

Kebakaran 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

84.964.555,00  

789 

Sekretariat 
Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI 
DPRD 

Fasilitasi Tugas DPRD 
Koordinasi dan Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas DPRD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

250.000.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-273 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

790 

Sekretariat 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

PROGRAM 

DUKUNGAN 
PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

DPRD 

Fasilitasi Tugas DPRD Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

150.000.000,00  

791 

Sekretariat 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 
TUGAS DAN FUNGSI 

DPRD 

Pembahasan Kebijakan 

Anggaran 
Pembahasan APBD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

150.000.000,00  

792 

Sekretariat 
Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI 
DPRD 

Pembahasan Kebijakan 

Anggaran 

Pembahasan Pertanggungjawaban 

APBD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

150.000.000,00  

793 

Sekretariat 

Dewan 

Perwakilan 
Rakyat Daerah 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

DPRD 

Pembahasan Kerja 

Sama Daerah 

Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi 

Persetujuan Kerja Sama Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

100.000.000,00  

794 

Sekretariat 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

PROGRAM 

DUKUNGAN 
PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

DPRD 

Pembentukan Peraturan 
Daerah dan Peraturan 

DPRD 

Pembahasan Rancangan Peraturan 

Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

150.350.000,00  

795 

Sekretariat 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 
TUGAS DAN FUNGSI 

DPRD 

Pembentukan Peraturan 

Daerah dan Peraturan 
DPRD 

Sosialisasi Peraturan Daerah yang 

Dilakukan Bersama oleh DPRD dan 
Pemerintah Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

                 

50.000.000,00  

796 

Sekretariat 
Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI 
DPRD 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

               

150.000.000,00  
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-274 

 

 

NO NAMA OPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL  TOTAL (Rp)  

797 

Sekretariat 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

PROGRAM 

DUKUNGAN 
PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

DPRD 

Peningkatan Kapasitas 

DPRD 
Pendalaman Tugas DPRD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 
memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

253.404.000,00  

798 

Sekretariat 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 
TUGAS DAN FUNGSI 

DPRD 

Penyerapan dan 

Penghimpunan Aspirasi 
Masyarakat 

Kunjungan Kerja dalam Daerah 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

               

250.000.000,00  

799 

Sekretariat 
Dewan 

Perwakilan 

Rakyat Daerah 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI 
DPRD 

Penyerapan dan 

Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat 

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran 

DPRD 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 
judi, dan penyeludupan. 

                 

50.000.000,00  

800 

Sekretariat 

Dewan 

Perwakilan 
Rakyat Daerah 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

DPRD 

Penyerapan dan 

Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat 

Pelaksanaan Reses 

Memperkuat reformasi politik, 

hukum dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, narkoba, 

judi, dan penyeludupan. 

            

1.200.000.000,00  

 Pagu Anggaran Pendukung Prioritas Nasional (ASTA CITA) 864.111.278.678,41 

Sumber : SIPD RI, data diolah, 2026 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1 

BAB V 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

 

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan dokumen rencana 

tahunan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan penjabaran 

RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029, dalam rangka mencapai tujuan dan 

sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. 

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun dengan memperhatikan 

evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam 

RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok 

pikiran DPRD. 

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2027 disusun dengan 

mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah. 

Rencana Kerja dalam RKPD 2027 berisikan program dan kegiatan prioritas 

Kabupaten Malinau Tahun 2027 beserta pendanaannya yang 

mengimplementasikan secara sinergis terhadap penjabaran dan pelaksanaan visi, 

misi dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau. 

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Malinau setiap tahunnya 

memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Fokus pembangunan pada 

tahun ini bertema òPENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN BERBASIS 

DIGITAL MENUJU PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADAPTIF, MELAYANI DAN 

BERKEADILANó. Dengan fokus pembangunan ini diharapkan Kabupaten Malinau 

dapat dilaksanakan secara lebih optimal, sehingga mampu mencapai target yang 

telah ditetapkan tahun 2027. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan 

yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Malinau 2027 harus merujuk pada 

program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025 ð 2029 

sehingga RKPD 2027 mampu mengimplementasikan seluruh program yang telah 

direncanakan dalam RPJMD dengan optimal.  

5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 

2027 

Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2027, sesuai dengan 

peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau 

sektor dalam Perangkat Daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berbagai 

bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan 

dijabarkan dalam indikator kinerja program dan kegiatan sehingga dapat dilihat 

penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang 

dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program 

dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten 

Malinau.  

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2029-2029 telah ditetapkan 

60 (enam puluh) Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu 
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indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam 

penyusunan Rencana Kerja PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta 

kebutuhan pendanaannya. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan 

pembangunan Kabupaten Malinau beserta rancangan pagu indikatif sebagai 

penunjang utama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan 

tahun 2027 terlihat secara rinci pada lampiran dokumen ini. Dalam bab ini akan 

disajikan daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi nama program, 

kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, indikator kinerja program (outcome), 

kegiatan dan sub kegiatan (output), target setiap program dan kegiatan prioritas, 

pendanaan yang dibutuhkan pada tahun 2027, serta instansi/dinas/Perangkat 

Daerah penanggungjawab program, kegiatan dan sub kegiatan. 

Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2027, sesuai 

dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing 

bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah. Berbagai bidang urusan 

pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam 

indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat dilihat 

penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang 

dibutuhkan. 

Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program, 

kegiatan dan sub kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) 

Kabupaten Malinau. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan 

(pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam 

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), termasuk penjabaran 

kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Selanjutnya, rencana 

program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Malinau beserta 

rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan 

kegiatan pembangunan tahun 2027 yang disajikan pagu OPD 2027 pada tabel 

dibawah ini dan secara lengkap terlampir pada lampiran V.1.  
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Tabel V.1 
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Kabupaten Malinau  

beserta Rancangan Pagu Indikatif Tahun 2027 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Dinas Pendidikan     318.877.507.600,
00 

            460.511.111.064,
67 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR 

    318.877.507.600,
00 

            460.511.111.064,
67 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PENDIDIKAN 

    318.877.507.600,
00 

            460.511.111.064,
67 

  

1. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    290.783.580.004,
67 

            290.853.580.004,
67 

  

    Nilai IKM terhadap 

Pelayanan Perangkat Daerah 

82 Nilai 290.433.580.004,6

7 

          - 290.453.580.004,6

7 

  

  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

    350.000.000,00         Dinas 
Pendidikan 

dan Satuan 
Pendidikan 

  350.000.000,00   

  -     350.000.000,00         Dinas 
Pendidikan 
dan Satuan 
Pendidikan 

  350.000.000,00   

    Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

- 350.000.000,00           - 350.000.000,00   

  Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

    350.000.000,00             350.000.000,00   

  Tersedianya Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

10 Laporan 350.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 350.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

    289.143.580.004,6
7 

        Dinas 
Pendidikan 

dan Satuan 
Pendidikan 

  289.143.580.004,6
7 

  

  -     289.143.580.004,6

7 

        Dinas 

Pendidikan 
dan Satuan 
Pendidikan 

  289.143.580.004,6

7 

  

    Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

- 350.000.000,00           - 350.000.000,00   

    Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 0,00           - 0,00   

    Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 

Tunjangan Bidang 
Pendidikan 

- 288.793.580.004,6
7 

          - 288.793.580.004,6
7 

  

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 

    0,00             0,00   
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NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

0 
Orang/bulan 

0,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 

dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 

penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

    350.000.000,00             350.000.000,00   

  Tersedianya Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

2 Dokumen 350.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa

n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 350.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
Bidang Pendidikan 

    288.793.580.004,6
7 

            288.793.580.004,6
7 

  

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
Bidang Pendidikan 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 

Tunjangan Bidang 
Pendidikan 

1561 
Orang/bulan 

288.793.580.004,6
7 

Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

- Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 288.793.580.004,6
7 

Dinas 
Pendidikan 

  Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat Daerah 

    200.000.000,00         Dinas 
Pendidikan 

dan Satuan 
Pendidikan 

  300.000.000,00   

  -     200.000.000,00         Dinas 
Pendidikan 
dan Satuan 
Pendidikan 

  300.000.000,00   

    Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan, Pengawasan, 
dan Pengendalian Barang 

Milik Daerah pada SKPD 

- 200.000.000,00           - 300.000.000,00   

  Pembinaan, Pengawasan, dan 
Pengendalian Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

    200.000.000,00             300.000.000,00   

  Terlaksananya Pembinaan, 

Pengawasan, dan Pengendalian 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan Hasil 

Pembinaan, Pengawasan, 
dan Pengendalian Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

5 Laporan 200.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

7.Memperkua

t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 

memperkuat 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 300.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 
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NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pencegahan 
dan 
pemberantasa

n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    630.300.000,00         Dinas 
Pendidikan 

dan Satuan 
Pendidikan 

  550.000.000,00   

  -     630.300.000,00         Dinas 

Pendidikan 
dan Satuan 
Pendidikan 

  550.000.000,00   

    Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

- 600.300.000,00           - 500.000.000,00   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan 

- 30.000.000,00           - 50.000.000,00   

  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

    30.000.000,00             50.000.000,00   

  Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan 

4 Paket 30.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 

politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 

memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 

narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    600.300.000,00             500.000.000,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

2 Laporan 600.300.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 

dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 

penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

    360.000.000,00         Dinas 
Pendidikan 

  360.000.000,00   

  -     360.000.000,00         Dinas 
Pendidikan 

  360.000.000,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

- 250.000.000,00           - 250.000.000,00   
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NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

    Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

- 110.000.000,00           - 110.000.000,00   

  Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

    250.000.000,00             250.000.000,00   

  Tersedianya Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan 

2 Laporan 250.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 

dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 

penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 250.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

    110.000.000,00             110.000.000,00   

  Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

3 Laporan 110.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa

n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 110.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

    99.700.000,00         Dinas 
Pendidikan 

  150.000.000,00   

  -     99.700.000,00         Dinas 

Pendidikan 

  150.000.000,00   

    Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

- 80.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara  

- 19.700.000,00           - 50.000.000,00   

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

    80.000.000,00             100.000.000,00   

  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

2 Unit 80.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 

politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 

pencegahan 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 
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NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

dan 
pemberantasa
n korupsi, 

narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

  Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

    19.700.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara  

15 Unit 19.700.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 

birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 

dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 

penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

2. PROGRAM PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

    9.376.627.595,33             164.207.531.060,
00 

  

    APK SD/MI/Paket A 7-12 

Tahun 

100` % 2.606.733.398,33           - 62.919.916.600,00   

    APK SMP/MTs/Paket B 13-

15 Tahun 

100 % 2.041.300.798,50           - 34.420.787.660,00   

    APM PAUD 5-6 Tahun 79,99 % 1.168.150.399,50           - 28.877.920.800,00   

    APM SD/MI/Paket A 7-12 
Tahun 

93.71 % 2.606.733.398,33           - 62.919.916.600,00   

    APM SMP/MTs/Paket B 13-
15 Tahun 

71,48 % 2.041.300.798,50           - 34.420.787.660,00   

    APS Kesetaraan 7-18 Tahun 37,70 % 1.275.442.999,00           - 12.638.906.000,00   

    APS PAUD 5-6 Tahun 96,82 % 1.168.150.399,50           - 28.877.920.800,00   

    APS SD/MI/Paket A 7-12 

Tahun 

99,79 % 2.606.733.398,33           - 62.919.916.600,00   

    APS SMP/MTs/Paket B 13-
15 Tahun 

97,98 % 2.041.300.798,50           - 34.420.787.660,00   

    Indeks Iklim inklusivitas 
SD/MI/Paket A 

61.75 % 2.606.733.398,33           - 62.919.916.600,00   

    Indeks Iklim inklusivitas 
SMP/MTs/Paket B 

58,82 Nilai 2.041.300.798,50           - 34.420.787.660,00   

    Indeks Iklim Keamanan 
SD/MI/Paket A 

72.20 % 2.606.733.398,33           - 62.919.916.600,00   

    Indeks Iklim Keamanan 
SMP/MTs/Paket B 

68,92 Nilai 2.041.300.798,50           - 34.420.787.660,00   

    Indeks Iklim Kebhinekaan 
SD/MI/Paket A 

70.22 % 2.606.733.398,33           - 62.919.916.600,00   

    Indeks Iklim Kebhinekaan 
SMP/MTs/Paket B 

64,82 Nilai 2.041.300.798,50           - 34.420.787.660,00   

    Persentase PAUD 
terakreditasi B 

34,38 % 1.168.150.399,50           - 28.877.920.800,00   

    Skor Kemampuan Literasi 
SD 

55.60 Nilai 2.606.733.398,33           - 62.919.916.600,00   

    Skor Kemampuan Literasi 
SMP 

65,23 Nilai 2.041.300.798,50           - 34.420.787.660,00   

    Skor Kemampuan Numerasi 
SD 

51.33 Nilai 2.606.733.398,33           - 62.919.916.600,00   

    Skor Kemampuan Numerasi 58,95 Nilai 2.041.300.798,50           - 34.420.787.660,00   
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NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

SMP 

  Pengelolaan Pendidikan Sekolah 
Dasar 

    3.231.733.398,33         Satuan 
Pendidikan, 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan, 

Peserta Didik 

  71.769.916.600,00   

  -     3.231.733.398,33         Satuan 

Pendidikan, 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan, 
Peserta Didik 

  71.769.916.600,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Perencanaan, 

Supervisi dan Evaluasi 
Layanan di Bidang 
Pendidikan 

- 20.000.000,00           - 550.000.000,00   

    Jumlah kegiatan sosialisasi 
dan advokasi kebijakan di 
bidang Pendidikan yang 
dilaksanakan 

- 300.000.000,00           - 550.000.000,00   

    Jumlah Komunitas Belajar 
Pendidik dan Tenaga 

Pendidik yang terfasilitasi 

- 20.000.000,00           - 350.000.000,00   

    Jumlah konten digital untuk 
pendidikan yang telah 

dikembangkan 

- 20.000.000,00           - 115.000.000,00   

    Jumlah Mebel sekolah yang 

Tersedia 

- 50.000.000,00           - 750.000.000,00   

    Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pembinaan 
Penggunaan Teknologi, 
Informasi dan Komunikasi 
(TIK) untuk Pendidikan 

- 20.000.000,00           - 800.000.000,00   

    Jumlah Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang 
Mendapatkan Fasilitasi 

Kenaikan Pangkat/Golongan, 
Pemberian Promosi, 
Peningkatan Kompetensi dan 
Kualifikasi 

- 850.000.000,00           - 1.000.000.000,00   

    Jumlah Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang Tersedia 
pada Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

- 25.000.000,00           - 1.900.000.000,00   

    Jumlah Perlengkapan 
Peserta Didik yang Tersedia 

- 100.000.000,00           - 19.692.747.200,00   

    Jumlah Perpustakaan 
Sekolah yang Telah 

Dibangun 

- 50.000.000,00           - 1.800.000.000,00   

    Jumlah Peserta Bimbingan 

Teknis, Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas 
Bidang Pendidikan yang 
dilaksanakan 

- 25.000.000,00           - 450.000.000,00   

    Jumlah Peserta Didik 
Sekolah Dasar yang 

Menerima Biaya Personil 
Peserta Didik 

- 50.000.000,00           - 11.382.920.000,00   

    Jumlah peserta pelatihan 

penggunaan aplikasi di 

- 50.000.000,00           - 380.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-9 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

bidang pendidikan yang 
dilaksanakan 

    Jumlah Ruang Guru/Kepala 
Sekolah/TU yang Telah 
Dibangun 

- 50.000.000,00           - 3.235.000.000,00   

    Jumlah Ruang Guru/Kepala 
Sekolah/TU yang Telah 
Direhabilitasi Sedang/Berat 

- 50.000.000,00           - 900.000.000,00   

    Jumlah Ruang Kelas Baru 
yang Bertambah 

- 20.000.000,00           - 6.040.000.000,00   

    Jumlah Ruang Kelas Sekolah 
yang Telah Direhabilitasi 
Sedang/Berat 

- 20.000.000,00           - 1.544.249.400,00   

    Jumlah Ruang Laboratorium 
Sekolah Dasar yang Telah 

Dibangun 

- 50.000.000,00           - 1.800.000.000,00   

    Jumlah Rumah Dinas Kepala 

Sekolah, Guru, Penjaga 
Sekolah yang Telah 
Dibangun 

- 50.000.000,00           - 6.500.000.000,00   

    Jumlah Rumah Dinas Kepala 
Sekolah, Guru, Penjaga 
Sekolah yang Telah 
DiRehabilitasi Sedang/Berat 

- 50.000.000,00           - 1.500.000.000,00   

    Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah yang 
Telah Dibangun 

- 50.000.000,00           - 6.500.000.000,00   

    Jumlah Satuan Pendidikan 
yang Menyelenggarakan 

Proses Belajar 

- 361.734.398,33           - 600.000.000,00   

    Jumlah Sekolah Dasar yang 

Dilaksanakan Pembinaan 
Kelembagaan dan 
manajemen sekolah 

- 50.000.000,00           - 680.000.000,00   

    Jumlah Sekolah Dasar yang 
Mengelola Dana BOS 

- 0,00           - 0,00   

    Jumlah Siswa yang 
Mengikuti Ajang 
Kompetisi/Lomba Akademik 
dan Non Akademik 

- 899.999.000,00           - 2.750.000.000,00   

  Pembangunan Ruang 
Guru/Kepala Sekolah/TU 

    50.000.000,00             3.235.000.000,00   

  Ruang Guru/Kepala 
Sekolah/TU yang Terbangun 

Jumlah Ruang Guru/Kepala 
Sekolah/TU yang Telah 
Dibangun 

1 Ruang 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Mentaran
g || Desa 
Pulau 
Sapi || 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 3.235.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-10 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

penyandang 
disabilitas. 

  Pembangunan Perpustakaan 
Sekolah 

    50.000.000,00             1.800.000.000,00   

  Ruang Perpustakaan Sekolah 
yang Terbangun 

Jumlah Perpustakaan 
Sekolah yang Telah 
Dibangun 

1 Ruang 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n Kayan 
Hilir || 

Desa 
Sungai 
Anai || 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.800.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas Sekolah 

    50.000.000,00             6.500.000.000,00   

  Sarana, Prasarana dan Utilitas 
Sekolah yang Terbangun 

Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah yang 

Telah Dibangun 

1 Unit 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 
Batu 

Lidung 
|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 6.500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pembangunan Rumah Dinas 
Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 
Sekolah 

    50.000.000,00             6.500.000.000,00   

  Rumah Dinas Kepala Sekolah, 
Guru, Penjaga Sekolah yang 
Terbangun 

Jumlah Rumah Dinas Kepala 
Sekolah, Guru, Penjaga 
Sekolah yang Telah 
Dibangun 

1 Unit 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 6.500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-11 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Malinau 
Selatan 
Hulu || 

Desa 
Long Rat 
|| 1 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

  Rehabilitasi Sedang/Berat 
Ruang Guru/Kepala 
Sekolah/TU 

    50.000.000,00             900.000.000,00   

  Ruang Guru/Kepala 
Sekolah/TU yang Terehabilitasi 
Sedang/Berat 

Jumlah Ruang Guru/Kepala 
Sekolah/TU yang Telah 
Direhabilitasi Sedang/Berat 

1 Ruang 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Kota || 
Desa 
Tanjung 
Keranjan

g || 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 900.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Rehabilitasi Sedang/Berat 
Rumah Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 

    50.000.000,00             1.500.000.000,00   

  Rumah Dinas Kepala Sekolah, 

Guru, Penjaga Sekolah yang 
Terehabilitasi Sedang/Berat 

Jumlah Rumah Dinas Kepala 

Sekolah, Guru, Penjaga 
Sekolah yang Telah 
DiRehabilitasi Sedang/Berat 

1 Unit 50.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n Bahau 
Hulu || 
Desa 
Apau 

Ping || 1 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 1.500.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-12 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

  Pengadaan Mebel Sekolah     50.000.000,00             750.000.000,00   

  Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel sekolah yang 
Tersedia 

1 Paket 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Mentaran
g || Desa 
Temalang 
|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 750.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas Siswa 

    899.999.000,00             2.750.000.000,00   

  Siswa yang Mengikuti Ajang 

Kompetisi/Lomba Akademik dan 
Non Akademik 

Jumlah Siswa yang 

Mengikuti Ajang 
Kompetisi/Lomba Akademik 
dan Non Akademik 

300 Peserta 

Didik 

899.999.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 2.750.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 

  Penyediaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan bagi Satuan 
Pendidikan Sekolah Dasar 

    25.000.000,00             1.900.000.000,00   

  Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Tersedia bagi 
Satuan Pendidikan Sekolah 

Dasar 

Jumlah Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang Tersedia 
pada Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar 

1 Orang 25.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.900.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-13 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Pengembangan Karir Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan pada 
Satuan Pendidikan Sekolah 
Dasar 

    850.000.000,00             1.000.000.000,00   

  Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang 

Mendapatkan Fasilitasi 
Kenaikan Pangkat/Golongan, 
Pemberian Promosi, 
Peningkatan Kompetensi dan 
Kualifikasi 

Jumlah Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang 

Mendapatkan Fasilitasi 
Kenaikan Pangkat/Golongan, 
Pemberian Promosi, 
Peningkatan Kompetensi dan 
Kualifikasi 

444 Orang 850.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.000.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pembinaan Kelembagaan dan 
Manajemen Sekolah 

    50.000.000,00             680.000.000,00   

  Terlaksananya Pembinaan 
Kelembagaan dan Manajemen 
Sekolah 

Jumlah Sekolah Dasar yang 
Dilaksanakan Pembinaan 
Kelembagaan dan 
manajemen sekolah 

109 Satuan 
Pendidikan 

50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 680.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-14 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

  Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

Dasar 

    0,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 

Dana BOS Sekolah Dasar 

Jumlah Sekolah Dasar yang 

Mengelola Dana BOS 

109 Satuan 

Pendidikan 

0,00 Kab. 

Malinau 

DAK Non 

Fisik-Dana 
BOSP-BOS 
Reguler 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 

Pendidikan 

  Pembangunan Laboratorium 
Sekolah Dasar 

    50.000.000,00             1.800.000.000,00   

  Ruang Laboratorium Sekolah 
Dasar yang Terbangun 

Jumlah Ruang Laboratorium 
Sekolah Dasar yang Telah 
Dibangun 

1 Ruang 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n Kayan 
Hilir || 

Desa 
Sungai 
Anai || 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.800.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pembinaan Penggunaan 
Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi (TIK) untuk 
Pendidikan 

    20.000.000,00             800.000.000,00   

  Terlaksananya Pembinaan 
Penggunaan Teknologi, 
Informasi dan Komunikasi (TIK) 
untuk Pendidikan 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pembinaan 
Penggunaan Teknologi, 
Informasi dan Komunikasi 

10 Orang 20.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

  - 800.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-15 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

(TIK) untuk Pendidikan Pendidikan manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  Pengembangan konten digital 

untuk pendidikan 

    20.000.000,00             115.000.000,00   

  Terlaksananya konten digital 

untuk pendidikan yang 
dikembangkan 

Jumlah konten digital untuk 

pendidikan yang telah 
dikembangkan 

1 Konten 

Digital 

20.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 115.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 

  Pelatihan Penggunaan Aplikasi 
Bidang Pendidikan 

    50.000.000,00             380.000.000,00   

  Terlaksananya pelatihan 
penggunaan aplikasi di bidang 
pendidikan 

Jumlah peserta pelatihan 
penggunaan aplikasi di 
bidang pendidikan yang 
dilaksanakan 

30 Orang 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 380.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Koordinasi, Perencanaan, 
Supervisi dan Evaluasi Layanan 
di Bidang Pendidikan  

    20.000.000,00             550.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi, 
Perencanaan, Supervisi dan 
Evaluasi Layanan di Bidang 

Pendidikan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Perencanaan, 
Supervisi dan Evaluasi 

Layanan di Bidang 
Pendidikan 

1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 550.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-16 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Sosialisasi dan Advokasi 
Kebijakan Bidang Pendidikan 

    300.000.000,00             550.000.000,00   

  Terlaksananya kegiatan 
sosialisasi dan advokasi 
kebijakan di bidang Pendidikan 

Jumlah kegiatan sosialisasi 
dan advokasi kebijakan di 
bidang Pendidikan yang 
dilaksanakan 

3 Dokumen 300.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 550.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Fasilitasi Komunitas Belajar 
Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

    20.000.000,00             350.000.000,00   

  Komunitas Belajar Pendidik dan 

Tenaga Pendidik yang 
terfasilitasi 

Jumlah Komunitas Belajar 

Pendidik dan Tenaga 
Pendidik yang terfasilitasi 

24 Komunitas 20.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

- Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 350.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 

  Pengadaan Perlengkapan 

Peserta Didik 

    100.000.000,00             19.692.747.200,00   

  Tersedianya Pengadaan 
Perlengkapan Peserta Didik 

Jumlah Perlengkapan 
Peserta Didik yang Tersedia 

10500 Paket 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

-   - 19.692.747.200,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-17 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Pembangunan Ruang Kelas 
Baru 

    20.000.000,00             6.040.000.000,00   

  Ruang Kelas Baru bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru 
yang Bertambah 

1 Ruang 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 

Hilir || 1 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 6.040.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Bimbingan Teknis, Pelatihan, 
dan/atau Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas Bidang 
Pendidikan 

    25.000.000,00             450.000.000,00   

  Terlaksananya Bimbingan 
Teknis, Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk Peningkatan 

Kapasitas Bidang Pendidikan 

Jumlah Peserta Bimbingan 
Teknis, Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 

Peningkatan Kapasitas 
Bidang Pendidikan yang 
dilaksanakan 

220 Orang 25.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 450.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-18 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

penyandang 
disabilitas. 

  Penyelenggaraan Proses Belajar 
Bagi Peserta Didik 

    361.734.398,33             600.000.000,00   

  Terselenggaranya Proses Belajar 
Bagi Peserta Didik 

Jumlah Satuan Pendidikan 
yang Menyelenggarakan 
Proses Belajar 

109 Satuan 
Pendidikan 

361.734.398,33 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 600.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Rehabilitasi Sedang/Berat 
Ruang Kelas Sekolah 

    20.000.000,00             1.544.249.400,00   

  Ruang Kelas Sekolah yang 
Terehabilitasi Sedang/Berat 

Jumlah Ruang Kelas Sekolah 
yang Telah Direhabilitasi 

Sedang/Berat 

1 Ruang 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Pujungan 
|| Desa 
Long 
Aran || 1 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.544.249.400,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penyediaan Biaya Personil 
Peserta Didik Sekolah Dasar 

    50.000.000,00             11.382.920.000,00   

  Biaya Personil Peserta Didik 

Sekolah Dasar Diterima oleh 
Peserta Didik 

Jumlah Peserta Didik 

Sekolah Dasar yang 
Menerima Biaya Personil 
Peserta Didik 

10115 Peserta 

Didik 

50.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 11.382.920.000,00 Dinas 

Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-19 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

  Pengelolaan Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama 

    2.416.300.798,50         Satuan 

Pendidikan, 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan, 
Peserta Didik 

  47.020.787.660,00   

  -     2.416.300.798,50         Satuan 
Pendidikan, 

Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan, 
Peserta Didik 

  47.020.787.660,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Perencanaan, 
Supervisi dan Evaluasi 

Layanan di Bidang 
Pendidikan 

- 20.000.000,00           - 550.000.000,00   

    Jumlah kegiatan sosialisasi 
dan advokasi kebijakan di 
bidang Pendidikan yang 
dilaksanakan 

- 200.000.000,00           - 580.000.000,00   

    Jumlah Komunitas Belajar 
Pendidik dan Tenaga 
Pendidik yang terfasilitasi 

- 20.000.000,00           - 400.000.000,00   

    Jumlah Laboratorium yang 
Telah Direhabilitasi 
Sedang/Berat 

- 20.000.000,00           - 600.000.000,00   

    Jumlah Mebel Sekolah yang 
Tersedia 

- 20.000.000,00           - 750.000.000,00   

    Jumlah Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang 

Mendapatkan Fasilitasi 
Kenaikan Pangkat/Golongan, 
Pemberian Promosi, 
Peningkatan Kompetensi dan 
Kualifikasi 

- 396.300.798,50           - 600.000.000,00   

    Jumlah Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang Tersedia 

pada Satuan Pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama 

- 25.000.000,00           - 1.550.000.000,00   

    Jumlah Perlengkapan 

Peserta Didik yang Tersedia 

- 100.000.000,00           - 10.086.352.800,00   

    Jumlah Perpustakaan 

Sekolah yang Telah 
Dibangun 

- 20.000.000,00           - 900.000.000,00   

    Jumlah Peserta Bimbingan 
Teknis, Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas 

- 25.000.000,00           - 350.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-20 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Bidang Pendidikan yang 
dilaksanakan 

    Jumlah Peserta didik 
Sekolah Menengah Pertama 
yang Menerima Biaya 
Personil Peserta Didik 

- 50.000.000,00           - 7.100.000.000,00   

    Jumlah Peserta Didik yang 
Mengikuti Proses Belajar 

- 320.000.000,00           - 500.000.000,00   

    Jumlah peserta pelatihan 
penggunaan aplikasi di 

bidang pendidikan yang 
dilaksanakan 

- 30.000.000,00           - 400.000.000,00   

    Jumlah Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU yang Telah 
Dibangun 

- 20.000.000,00           - 2.500.000.000,00   

    Jumlah Ruang Guru/Kepala 
Sekolah/TU yang Telah 
Direhabilitasi Sedang/Berat 

- 20.000.000,00           - 2.700.000.000,00   

    Jumlah Ruang Kelas Baru 
yang Bertambah 

- 20.000.000,00           - 2.500.000.000,00   

    Jumlah Ruang kelas sekolah 
yang Telah Direhabilitasi 
Sedang/Berat 

- 20.000.000,00           - 1.200.000.000,00   

    Jumlah Ruang Laboratorium 
yang Telah Dibangun 

- 20.000.000,00           - 900.000.000,00   

    Jumlah Ruang Serba 
Guna/Aula yang Telah 
Dibangun 

- 20.000.000,00           - 1.200.000.000,00   

    Jumlah Ruang Unit 
Kesehatan Sekolah yang 
Telah Dibangun 

- 20.000.000,00           - 900.000.000,00   

    Jumlah Rumah Dinas Kepala 
Sekolah, Guru, Penjaga 
Sekolah yang Telah 

Dibangun 

- 20.000.000,00           - 2.500.000.000,00   

    Jumlah Rumah Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjaga 
Sekolah yang Telah 
Direhabilitasi Sedang/Berat 

- 20.000.000,00           - 1.500.000.000,00   

    Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah yang 
Telah Dibangun 

- 20.000.000,00           - 3.154.434.860,00   

    Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah yang 
Telah Direhabilitasi 

Sedang/Berat 

- 20.000.000,00           - 1.500.000.000,00   

    Jumlah Sekolah Menengah 
Pertama yang Dilaksanakan 

Pembinaan 

- 50.000.000,00           - 600.000.000,00   

    Jumlah Sekolah Menengah 

pertama yang Mengelola 
Dana BOS 

- 0,00           - 0,00   

    Jumlah Siswa yang 
Mengikuti Ajang 
Kompetisi/Lomba Akademik 
dan Non Akademik 

- 900.000.000,00           - 1.500.000.000,00   

  Pembangunan Ruang 
Guru/Kepala Sekolah/TU 

    20.000.000,00             2.500.000.000,00   

  Ruang Guru/Kepala 
Sekolah/TU yang Terbangun 

Jumlah Ruang Guru/Kepala 
Sekolah/TU yang Telah 
Dibangun 

1 Ruang 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

  - 2.500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-21 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Utara || 
Desa 
Malinau 

Seberang 
|| 1 

Pendidikan manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  Pembangunan Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah 

    20.000.000,00             900.000.000,00   

  Ruang Unit Kesehatan Sekolah 

yang Terbangun 

Jumlah Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah yang 
Telah Dibangun 

1 Ruang 20.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Utara || 

Desa 
Malinau 
Seberang 
|| 1 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 900.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 

  Pembangunan Perpustakaan 
Sekolah 

    20.000.000,00             900.000.000,00   

  Perpustakaan Sekolah yang 
Terbangun 

Jumlah Perpustakaan 
Sekolah yang Telah 
Dibangun 

1 Ruang 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n Kayan 
Hulu || 

Desa 
Long 
Temuyat 
|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 900.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-22 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Pembangunan Laboratorium     20.000.000,00             900.000.000,00   

  Ruang Laboratorium yang 

Terbangun 

Jumlah Ruang Laboratorium 

yang Telah Dibangun 

1 Ruang 20.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n Kayan 
Hulu || 
Desa 

Long 
Temuyat 
|| 1 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 900.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 

  Pembangunan Ruang Serba 
Guna/Aula 

    20.000.000,00             1.200.000.000,00   

  Ruang Serba Guna/Aula yang 
Terbangun 

Jumlah Ruang Serba 
Guna/Aula yang Telah 
Dibangun 

1 Ruang 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Barat || 
Desa 
Tanjung 
Lapang 

|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.200.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pembangunan Rumah Dinas 
Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 

Sekolah 

    20.000.000,00             2.500.000.000,00   

  Rumah Dinas Kepala Sekolah, 

Guru, Penjaga Sekolah yang 
Terbangun 

Jumlah Rumah Dinas Kepala 

Sekolah, Guru, Penjaga 
Sekolah yang Telah 
Dibangun 

1 Unit 20.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

  - 2.500.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-23 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

|| 
Kecamata
n 

Pujungan 
|| Desa 
Long 
Pujungan 
|| 1 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Berdaya 
Saing 

  Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas Sekolah 

    20.000.000,00             3.154.434.860,00   

  Sarana, Prasarana dan Utilitas 
Sekolah yang Terbangun 

Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah yang 

Telah Dibangun 

1 Unit 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Kota || 1 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 3.154.434.860,00 Dinas 
Pendidikan 

  Rehabilitasi Sedang/Berat 
Ruang Kelas Sekolah 

    20.000.000,00             1.200.000.000,00   

  Ruang kelas Sekolah yang 
Terehabilitasi Sedang/Berat 

Jumlah Ruang kelas sekolah 
yang Telah Direhabilitasi 
Sedang/Berat 

1 Ruang 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n Kayan 
Hilir || 
Desa 

Long Sule 
|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 1.200.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-24 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

  Rehabilitasi Sedang/Berat 

Laboratorium 

    20.000.000,00             600.000.000,00   

  Laboratorium yang 

Terehabilitasi Sedang/Berat 

Jumlah Laboratorium yang 

Telah Direhabilitasi 
Sedang/Berat 

1 Ruang 20.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n Kayan 
Hulu || 
Desa 

Long 
Nawang 
|| 1 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 600.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 

  Rehabilitasi Sedang/Berat 
Rumah Dinas Kepala 
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 

    20.000.000,00             1.500.000.000,00   

  Rumah Dinas Kepala 
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 
yang Terehabilitasi 

Sedang/Berat 

Jumlah Rumah Dinas Kepala 
Sekolah/Guru/Penjaga 
Sekolah yang Telah 

Direhabilitasi Sedang/Berat 

1 Unit 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Pujungan 
|| Desa 
Long 
Pujungan 

|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Rehabilitasi Sedang/Berat 

Sarana, Prasarana dan Utilitas 
Sekolah 

    20.000.000,00             1.500.000.000,00   

  Sarana, Prasarana dan Utilitas 
Sekolah yang Terehabilitasi 
Sedang/Berat 

Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Sekolah yang 
Telah Direhabilitasi 
Sedang/Berat 

1 Unit 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

  - 1.500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-25 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Malinau 
|| 
Kecamata

n Kayan 
Hulu || 
Desa 
Long 
Nawang 

|| 1 

Pendidikan manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  Pengadaan Mebel Sekolah     20.000.000,00             750.000.000,00   

  Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang 
Tersedia 

1 Paket 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Utara || 
Desa 

Malinau 
Seberang 
|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 750.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penyediaan Biaya Personil 
Peserta Didik Sekolah Menengah 
Pertama 

    50.000.000,00             7.100.000.000,00   

  Biaya Personil Peserta Didik 
Sekolah Menengah Pertama 
Diterima oleh Peserta Didik 

Jumlah Peserta didik 
Sekolah Menengah Pertama 
yang Menerima Biaya 
Personil Peserta Didik 

4564 Peserta 
Didik 

50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 7.100.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-26 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Pembinaan Minat, Bakat dan 
Kreativitas Siswa 

    900.000.000,00             1.500.000.000,00   

  Siswa yang Mengikuti Ajang 
Kompetisi/Lomba Akademik dan 
Non Akademik 

Jumlah Siswa yang 
Mengikuti Ajang 
Kompetisi/Lomba Akademik 
dan Non Akademik 

400 Peserta 
Didik 

900.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 1.500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penyediaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan bagi Satuan 
Pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama 

    25.000.000,00             1.550.000.000,00   

  Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Tersedia bagi 
Satuan Pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama 

Jumlah Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang Tersedia 
pada Satuan Pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama 

1 Orang 25.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 1.550.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 

  Pengembangan Karir Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan pada 
Satuan Pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama 

    396.300.798,50             600.000.000,00   

  Pendidik dan Tenaga Jumlah Pendidik dan Tenaga 172 Orang 396.300.798,50 Kab. DAU yang 4.Memperkua Meningkatka   - 600.000.000,00 Dinas 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-27 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kependidikan yang 
Mendapatkan Fasilitasi 
Kenaikan Pangkat/Golongan, 

Pemberian Promosi, 
Peningkatan Kompetensi dan 
Kualifikasi 

Kependidikan yang 
Mendapatkan Fasilitasi 
Kenaikan Pangkat/Golongan, 

Pemberian Promosi, 
Peningkatan Kompetensi dan 
Kualifikasi 

Malinau Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

Pendidikan 

  Pembinaan Kelembagaan dan 
Manajemen Sekolah 

    50.000.000,00             600.000.000,00   

  Terlaksananya Pembinaan 
Kelembagaan dan Manajemen 
Sekolah 

Jumlah Sekolah Menengah 
Pertama yang Dilaksanakan 
Pembinaan 

40 Satuan 
Pendidikan 

50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 600.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

Menengah Pertama 

    0,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 

Dana BOS Sekolah Menengah 
Pertama 

Jumlah Sekolah Menengah 

pertama yang Mengelola 
Dana BOS 

40 Satuan 

Pendidikan 

0,00 Kab. 

Malinau 

DAK Non 

Fisik-Dana 
BOSP-BOS 
Reguler 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 

Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-28 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

  Pelatihan Penggunaan Aplikasi 

Bidang Pendidikan 

    30.000.000,00             400.000.000,00   

  Terlaksananya pelatihan 
penggunaan aplikasi di bidang 

pendidikan 

Jumlah peserta pelatihan 
penggunaan aplikasi di 

bidang pendidikan yang 
dilaksanakan 

25 Orang 30.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

- Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 400.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Koordinasi, Perencanaan, 
Supervisi dan Evaluasi Layanan 

di Bidang Pendidikan  

    20.000.000,00             550.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi, 

Perencanaan, Supervisi dan 
Evaluasi Layanan di Bidang 
Pendidikan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Perencanaan, 
Supervisi dan Evaluasi 
Layanan di Bidang 
Pendidikan 

1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 550.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 

  Sosialisasi dan Advokasi 
Kebijakan Bidang Pendidikan 

    200.000.000,00             580.000.000,00   

  Terlaksananya kegiatan 
sosialisasi dan advokasi 
kebijakan di bidang Pendidikan 

Jumlah kegiatan sosialisasi 
dan advokasi kebijakan di 
bidang Pendidikan yang 
dilaksanakan 

2 Dokumen 200.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 580.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-29 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Fasilitasi Komunitas Belajar 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

    20.000.000,00             400.000.000,00   

  Komunitas Belajar Pendidik dan 
Tenaga Pendidik yang 
terfasilitasi 

Jumlah Komunitas Belajar 
Pendidik dan Tenaga 
Pendidik yang terfasilitasi 

15 Komunitas 20.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 400.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penyelenggaraan Proses Belajar 
bagi Peserta Didik 

    320.000.000,00             500.000.000,00   

  Terselenggaranya Proses Belajar 
bagi Peserta Didik 

Jumlah Peserta Didik yang 
Mengikuti Proses Belajar 

40 Satuan 
Pendidikan 

320.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pembangunan Ruang Kelas 
Baru 

    20.000.000,00             2.500.000.000,00   

  Ruang Kelas Baru Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru 
yang Bertambah 

1 Ruang 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Pujungan 
|| Desa 
Long 
Pujungan 

|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 2.500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-30 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Bimbingan Teknis, Pelatihan, 
dan/atau Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas Bidang 

Pendidikan 

    25.000.000,00             350.000.000,00   

  Terlaksananya Bimbingan 

Teknis, Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk Peningkatan 
Kapasitas Bidang Pendidikan 

Jumlah Peserta Bimbingan 

Teknis, Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas 
Bidang Pendidikan yang 
dilaksanakan 

80 Orang 25.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 350.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 

  Pengadaan Perlengkapan 
Peserta Didik 

    100.000.000,00             10.086.352.800,00   

  Perlengkapan Peserta Didik yang 
Tersedia 

Jumlah Perlengkapan 
Peserta Didik yang Tersedia 

5001 Paket 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

-   - 10.086.352.800,00 Dinas 
Pendidikan 

  Rehabilitasi Sedang/Berat 
Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU 

    20.000.000,00             2.700.000.000,00   

  Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU yang Terehabilitasi 
Sedang/Berat 

Jumlah Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU yang Telah 
Direhabilitasi Sedang/Berat 

1 Ruang 20.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

  - 2.700.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-31 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

|| 
Kecamata
n Kayan 

Hulu || 
Desa 
Long 
Nawang 
|| 1 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Berdaya 
Saing 

  Pengelolaan Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) 

    2.243.150.399,50         Satuan 
Pendidikan, 

Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan, 
Peserta Didik 

  31.877.920.800,00   

  -     2.243.150.399,50         Satuan 
Pendidikan, 
Pendidik dan 

Tenaga 
Kependidikan, 
Peserta Didik 

  31.877.920.800,00   

    Jumlah Alat Praktik dan 
Peraga Peserta Didik PAUD 
yang Tersedia 

- 200.000.000,00           - 1.100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Perencanaan, 
Supervisi dan Evaluasi 

Layanan di Bidang 
Pendidikan 

- 100.000.000,00           - 700.000.000,00   

    Jumlah kegiatan sosialisasi 
dan advokasi kebijakan di 
bidang Pendidikan yang 
dilaksanakan 

- 50.000.000,00           - 1.000.000.000,00   

    Jumlah Komunitas Belajar 
Pendidik dan Tenaga 
Pendidik yang terfasilitasi 

- 20.000.000,00           - 250.000.000,00   

    Jumlah PAUD yang 
Dilaksanakan Pembinaan 
Kelembagaan dan 

Manajemen 

- 100.000.000,00           - 1.800.000.000,00   

    Jumlah PAUD yang 

Mengelola Dana BOP 

- 0,00           - 0,00   

    Jumlah Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang 
Mendapatkan Fasilitasi 
Kenaikan Pangkat/Golongan, 
Pemberian Promosi, 
Peningkatan Kompetensi dan 

Kualifikasi 

- 575.000.000,00           - 900.000.000,00   

    Jumlah Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang Tersedia 
pada PAUD 

- 25.000.000,00           - 1.000.000.000,00   

    Jumlah Perlengkapan 

Peserta Didik yang Tersedia 

- 100.000.000,00           - 5.431.813.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-32 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Jumlah Peserta Bimbingan 
Teknis, Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 

Peningkatan Kapasitas 
Bidang Pendidikan yang 
dilaksanakan 

- 25.000.000,00           - 350.000.000,00   

    Jumlah Peserta Didik PAUD 
yang Menerima Biaya 
Personil Peserta Didik 

- 100.000.000,00           - 5.651.107.800,00   

    Jumlah Peserta Didik PAUD 
yang Mengikuti Proses 
Belajar 

- 198.150.399,50           - 500.000.000,00   

    Jumlah peserta pelatihan 
penggunaan aplikasi di 
bidang pendidikan yang 

dilaksanakan 

- 100.000.000,00           - 270.000.000,00   

    Jumlah Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU yang Telah 
Dibangun 

- 100.000.000,00           - 2.325.000.000,00   

    Jumlah Ruang Kelas Baru 

yang Bertambah 

- 100.000.000,00           - 2.000.000.000,00   

    Jumlah Ruang Kelas Sekolah 

yang Telah Direhabilitasi 
Sedang/Berat 

- 100.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Utilitas PAUD yang Telah 
Dibangun 

- 100.000.000,00           - 1.500.000.000,00   

    Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Utilitas PAUD yang Telah 
Direhabilitasi Sedang/Berat 

- 100.000.000,00           - 2.000.000.000,00   

    Jumlah Sekolah Baru yang 
Telah Dibangun 

- 100.000.000,00           - 4.900.000.000,00   

    Jumlah Tenaga yang 
Meningkat Kapasitasnya 
dalam Pengelolaan Dana 
BOP PAUD 

- 50.000.000,00           - 200.000.000,00   

  Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas PAUD 

    100.000.000,00             1.500.000.000,00   

  Sarana, Prasarana dan Utilitas 
PAUD yang Terbangun 

Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Utilitas PAUD yang Telah 
Dibangun 

1 Unit 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penyediaan Biaya Personil 

Peserta Didik PAUD 

    100.000.000,00             5.651.107.800,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-33 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Biaya Personil Peserta Didik 
PAUD Diterima oleh Peserta 
Didik 

Jumlah Peserta Didik PAUD 
yang Menerima Biaya 
Personil Peserta Didik 

3260 Peserta 
Didik 

100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 5.651.107.800,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penyediaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan PAUD 

    25.000.000,00             1.000.000.000,00   

  Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Tersedia bagi 

PAUD 

Jumlah Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang Tersedia 

pada PAUD 

1 Orang 25.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 1.000.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pengembangan Karir Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan pada 
Satuan Pendidikan PAUD 

    575.000.000,00             900.000.000,00   

  Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang 
Mendapatkan Fasilitasi 
Kenaikan Pangkat/Golongan, 

Pemberian Promosi, 
Peningkatan Kompetensi dan 
Kualifikasi 

Jumlah Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang 
Mendapatkan Fasilitasi 
Kenaikan Pangkat/Golongan, 

Pemberian Promosi, 
Peningkatan Kompetensi dan 
Kualifikasi 

181 Orang 575.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 900.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-34 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Pembinaan Kelembagaan dan 
Manajemen PAUD 

    100.000.000,00             1.800.000.000,00   

  Terlaksananya Pembinaan 
Kelembagaan dan Manajemen 
PAUD 

Jumlah PAUD yang 
Dilaksanakan Pembinaan 
Kelembagaan dan 
Manajemen 

93 Satuan 
Pendidikan 

100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.800.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pengelolaan Dana BOP PAUD     0,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Dana BOP PAUD 

Jumlah PAUD yang 
Mengelola Dana BOP 

127 Satuan 
Pendidikan 

0,00 Kab. 
Malinau 

DAK Non 
Fisik-BOP 
PAUD 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Pendidikan 

  Peningkatan Kapasitas 
Pengelolaan Dana BOP PAUD 

    50.000.000,00             200.000.000,00   

  Meningkatnya Kapasitas Jumlah Tenaga yang 127 Orang 50.000.000,00 Kab. DAU yang 4.Memperkua Meningkatka   - 200.000.000,00 Dinas 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-35 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Pengelolaan Dana BOP PAUD Meningkat Kapasitasnya 
dalam Pengelolaan Dana 
BOP PAUD 

Malinau Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

Pendidikan 

  Pelatihan Penggunaan Aplikasi 
Bidang Pendidikan 

    100.000.000,00             270.000.000,00   

  Terlaksananya pelatihan 
penggunaan aplikasi di bidang 
pendidikan 

Jumlah peserta pelatihan 
penggunaan aplikasi di 
bidang pendidikan yang 

dilaksanakan 

20 Orang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 270.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Koordinasi, Perencanaan, 

Supervisi dan Evaluasi Layanan 
di Bidang Pendidikan  

    100.000.000,00             700.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi, 
Perencanaan, Supervisi dan 
Evaluasi Layanan di Bidang 
Pendidikan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Perencanaan, 
Supervisi dan Evaluasi 
Layanan di Bidang 
Pendidikan 

1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 700.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-36 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

  Sosialisasi dan Advokasi 
Kebijakan Bidang Pendidikan 

    50.000.000,00             1.000.000.000,00   

  Terlaksananya kegiatan 

sosialisasi dan advokasi 
kebijakan di bidang Pendidikan 

Jumlah kegiatan sosialisasi 

dan advokasi kebijakan di 
bidang Pendidikan yang 
dilaksanakan 

1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 1.000.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 

  Pembangunan Ruang 
Guru/Kepala Sekolah/TU 

    100.000.000,00             2.325.000.000,00   

  Ruang Guru/Kepala 
Sekolah/TU yang Terbangun 

Jumlah Ruang Guru/Kepala 
Sekolah/TU yang Telah 
Dibangun 

1 Ruang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 2.325.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Fasilitasi Komunitas Belajar 
Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

    20.000.000,00             250.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-37 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Komunitas Belajar Pendidik dan 
Tenaga Pendidik yang 
terfasilitasi 

Jumlah Komunitas Belajar 
Pendidik dan Tenaga 
Pendidik yang terfasilitasi 

5 Komunitas 20.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 250.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pembangunan Ruang Kelas 
Baru 

    100.000.000,00             2.000.000.000,00   

  Ruang Kelas Baru bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru 
yang Bertambah 

1 Ruang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 2.000.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Bimbingan Teknis, Pelatihan, 
dan/atau Magang/PKL untuk 

Peningkatan Kapasitas Bidang 
Pendidikan 

    25.000.000,00             350.000.000,00   

  Terlaksananya Bimbingan 
Teknis, Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk Peningkatan 
Kapasitas Bidang Pendidikan 

Jumlah Peserta Bimbingan 
Teknis, Pelatihan, dan/atau 
Magang/PKL untuk 
Peningkatan Kapasitas 
Bidang Pendidikan yang 

dilaksanakan 

10 Orang 25.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 350.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pembangunan Unit Sekolah 
Baru (USB) 

    100.000.000,00             4.900.000.000,00   

  Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang 
Telah Dibangun 

1 Unit 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

4.Memperkua
t 

Meningkatka
n Kualitas 

  - 4.900.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-38 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  Pengadaan Perlengkapan 
Peserta Didik 

    100.000.000,00             5.431.813.000,00   

  Perlengkapan Peserta Didik  
yang Tersedia 

Jumlah Perlengkapan 
Peserta Didik yang Tersedia 

3404 Paket 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

-   - 5.431.813.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Rehabilitasi Sedang/Berat 
Sarana, Prasarana dan Utilitas 

PAUD 

    100.000.000,00             2.000.000.000,00   

  Sarana, Prasarana dan Utilitas 

PAUD yang Terehabilitasi 
Sedang/Berat 

Jumlah Sarana, Prasarana 

dan Utilitas PAUD yang Telah 
Direhabilitasi Sedang/Berat 

1 Unit 100.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 2.000.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-39 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

  Pengadaan Alat Praktik dan 

Peraga  Peserta Didik PAUD 

    200.000.000,00             1.100.000.000,00   

  Alat Praktik dan Peraga Peserta 
Didik PAUD yang Tersedia 

Jumlah Alat Praktik dan 
Peraga Peserta Didik PAUD 

yang Tersedia 

10 Paket 200.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 1.100.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penyelenggaraan Proses Belajar 
PAUD 

    198.150.399,50             500.000.000,00   

  Terselenggaranya Proses Belajar 
PAUD 

Jumlah Peserta Didik PAUD 
yang Mengikuti Proses 
Belajar 

127 Satuan 
Pendidikan 

198.150.399,50 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Rehabilitasi Sedang/Berat 
Ruang Kelas Sekolah 

    100.000.000,00             0,00   

  Ruang Kelas Sekolah yang 
Terehabilitasi Sedang/Berat 

Jumlah Ruang Kelas Sekolah 
yang Telah Direhabilitasi 

1 Ruang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

4.Memperkua
t 

Meningkatka
n Kualitas 

  - 0,00 Dinas 
Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-40 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Sedang/Berat Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  Pengelolaan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

    1.485.442.999,00         Satuan 
Pendidikan, 
Pendidik dan 

Tenaga 
Kependidikan, 
Peserta Didik 

  13.538.906.000,00   

  -     1.485.442.999,00         Satuan 
Pendidikan, 
Pendidik dan 
Tenaga 

Kependidikan, 
Peserta Didik 

  13.538.906.000,00   

    Jumlah Alat Praktik dan 

Peraga Peserta Didik 
Nonformal/ Kesetaraan yang 
Tersedia 

- 100.000.000,00           - 1.400.000.000,00   

    Jumlah Buku Teks dan Non 
Teks yang Diterima Peserta 
Didik 

- 67.293.600,00           - 700.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Perencanaan, 
Supervisi dan Evaluasi 

Layanan di Bidang 
Pendidikan 

- 55.800.000,00           - 850.000.000,00   

    Jumlah kegiatan sosialisasi 
dan advokasi kebijakan di 
bidang Pendidikan yang 
dilaksanakan 

- 45.000.000,00           - 550.000.000,00   

    Jumlah konten digital untuk 
pendidikan yang telah 
dikembangkan 

- 35.000.000,00           - 250.000.000,00   

    Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pembinaan 
Penggunaan Teknologi, 

Informasi dan Komunikasi 
(TIK) untuk Pendidikan 

- 44.999.000,00           - 300.000.000,00   

    Jumlah paket infrastruktur 
TIK yang tersedia 

- 55.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang Tersedia 
bagi Satuan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

- 0,00           - 600.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-41 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Jumlah Perlengkapan 
Peserta Didik yang Tersedia 

- 30.350.000,00           - 300.000.000,00   

    Jumlah Peserta Didik 
Nonformal/Kesetaraan yang 
Menerima Biaya Personil 
Peserta Didik 

- 25.000.000,00           - 2.300.453.000,00   

    Jumlah Peserta Didik yang 
Mengikuti Ajang 

Kompetisi/Lomba Akademik 
dan Non Akademik 

- 50.000.000,00           - 300.000.000,00   

    Jumlah peserta pelatihan 
penggunaan aplikasi di 
bidang pendidikan yang 
dilaksanakan 

- 40.000.399,00           - 300.000.000,00   

    Jumlah Ruang Laboratorium 
yang Telah Dibangun 

- 197.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Ruang Laboratorium 
yang Telah Direhabilitasi 
Sedang/Berat 

- 75.000.000,00           - 350.000.000,00   

    Jumlah Ruang/Sudut Baca 
yang Telah Ditata 

- 0,00           - 500.000.000,00   

    Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Pendidikan Non 
Formal yang Telah Dibangun 

- 155.000.000,00           - 1.030.000.000,00   

    Jumlah Satuan Pendidikan 
yang Menyelenggarakan 
Proses Belajar 

- 35.000.000,00           - 375.000.000,00   

    Jumlah Sekolah Baru yang 
Telah Dibangun 

- 125.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan yang 

Dilaksanakan Pembinaan 
Kelembagaan dan 
Manajemen 

- 50.000.000,00           - 750.000.000,00   

    Jumlah Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan yang 
Mengelola Dana BOP 

- 0,00           - 0,00   

    Jumlah Taman Bacaan 
Masyarakat yang Telah 
Dibangun 

- 175.000.000,00           - 1.858.000.000,00   

    Jumlah Taman Bacaan 
Masyarakat yang Telah 
Direhabilitasi sedang/berat 

- 75.000.000,00           - 650.453.000,00   

    Jumlah Tenaga yang 
Meningkat Kapasitasnya 

dalam Pengelolaan Dana 
BOP Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan 

- 50.000.000,00           - 175.000.000,00   

  Penyediaan Biaya Personil 
Peserta Didik 
Nonformal/Kesetaraan 

    25.000.000,00             2.300.453.000,00   

  Biaya Personil Peserta Didik 
Nonformal/Kesetaraan diterima 
oleh peserta didik 

Jumlah Peserta Didik 
Nonformal/Kesetaraan yang 
Menerima Biaya Personil 
Peserta Didik 

1640 Peserta 
Didik 

25.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 2.300.453.000,00 Dinas 
Pendidikan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-42 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Penyediaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan bagi Satuan 
Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraan 

    0,00             600.000.000,00   

  Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Tersedia bagi 
Satuan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

Jumlah Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang Tersedia 
bagi Satuan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

0 Orang 0,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 600.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 

  Pembinaan Kelembagaan dan 
Manajemen Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan 

    50.000.000,00             750.000.000,00   

  Terlaksananya Pembinaan 
Kelembagaan dan Manajemen 
Sekolah Nonformal/Kesetaraan 

Jumlah Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan yang 
Dilaksanakan Pembinaan 

Kelembagaan dan 
Manajemen 

8 Satuan 
Pendidikan 

50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 750.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-43 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

penyandang 
disabilitas. 

  Pengelolaan Dana BOP Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan 

    0,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Dana BOP Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan 

Jumlah Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan yang 
Mengelola Dana BOP 

8 Satuan 
Pendidikan 

0,00 Kab. 
Malinau 

DAK Non 
Fisik-BOP 
Pendidikan 
Kesetaraan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Pendidikan 

  Peningkatan Kapasitas 
Pengelolaan Dana BOP Sekolah 

Nonformal/Kesetaraan 

    50.000.000,00             175.000.000,00   

  Meningkatnya Kapasitas 

Pengelolaan Dana BOP Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan 

Jumlah Tenaga yang 

Meningkat Kapasitasnya 
dalam Pengelolaan Dana 
BOP Sekolah 
Nonformal/Kesetaraan 

16 Orang 50.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 175.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 

  Pembinaan Penggunaan 
Teknologi, Informasi dan 
Komunikasi (TIK) untuk 
Pendidikan 

    44.999.000,00             300.000.000,00   

  Terlaksananya Pembinaan 
Penggunaan Teknologi, 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 
untuk Pendidikan 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pembinaan 

Penggunaan Teknologi, 
Informasi dan Komunikasi 
(TIK) untuk Pendidikan 

30 Orang 44.999.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

  - 300.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-44 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Saing 

  Pengembangan konten digital 
untuk pendidikan 

    35.000.000,00             250.000.000,00   

  Terlaksananya konten digital 
untuk pendidikan yang 
dikembangkan 

Jumlah konten digital untuk 
pendidikan yang telah 
dikembangkan 

2 Konten 
Digital 

35.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 250.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pelatihan Penggunaan Aplikasi 

Bidang Pendidikan 

    40.000.399,00             300.000.000,00   

  Terlaksananya pelatihan 

penggunaan aplikasi di bidang 
pendidikan 

Jumlah peserta pelatihan 

penggunaan aplikasi di 
bidang pendidikan yang 
dilaksanakan 

35 Orang 40.000.399,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 300.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-45 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

  Koordinasi, Perencanaan, 
Supervisi dan Evaluasi Layanan 

di Bidang Pendidikan  

    55.800.000,00             850.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi, 

Perencanaan, Supervisi dan 
Evaluasi Layanan di Bidang 
Pendidikan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Perencanaan, 
Supervisi dan Evaluasi 
Layanan di Bidang 
Pendidikan 

4 Dokumen 55.800.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 850.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 

  Sosialisasi dan Advokasi 
Kebijakan Bidang Pendidikan 

    45.000.000,00             550.000.000,00   

  Terlaksananya kegiatan 
sosialisasi dan advokasi 
kebijakan di bidang Pendidikan 

Jumlah kegiatan sosialisasi 
dan advokasi kebijakan di 
bidang Pendidikan yang 
dilaksanakan 

2 Dokumen 45.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 550.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penyediaan infrastruktur TIK     55.000.000,00             0,00   

  Tersedianya infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur 
TIK yang tersedia 

8 Paket 55.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-46 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Penataan Ruang/Sudut Baca     0,00             500.000.000,00   

  Ruang/Sudut Baca yang Tertata Jumlah Ruang/Sudut Baca 
yang Telah Ditata 

3 Ruang 0,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pembinaan Minat, Bakat dan 
Kreativitas Peserta Didik 

    50.000.000,00             300.000.000,00   

  Peserta Didik yang Mengikuti 
Ajang Kompetisi/Lomba 
Akademik dan Non Akademik 

Jumlah Peserta Didik yang 
Mengikuti Ajang 
Kompetisi/Lomba Akademik 

dan Non Akademik 

12 Peserta 
Didik 

50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 300.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-47 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

penyandang 
disabilitas. 

  Pengadaan Perlengkapan 
Peserta Didik 

    30.350.000,00             300.000.000,00   

  Perlengkapan Peserta Didik  
yang Tersedia 

Jumlah Perlengkapan 
Peserta Didik yang Tersedia 

8 Paket 30.350.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 300.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Perlengkapan Dasar Buku Teks 
dan Non Teks Peserta Didik 

    67.293.600,00             700.000.000,00   

  Peserta Didik Menerima 
Perlengkapan Dasar Buku Teks 

dan Non Teks 

Jumlah Buku Teks dan Non 
Teks yang Diterima Peserta 

Didik 

4200 Buku 67.293.600,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 700.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Rehabilitasi Sedang/Berat 
Ruang Laboratorium 

    75.000.000,00             350.000.000,00   

  Ruang Laboratorium yang 

Terehabilitasi Sedang/Berat 

Jumlah Ruang Laboratorium 

yang Telah Direhabilitasi 
Sedang/Berat 

1 Ruang 75.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 350.000.000,00 Dinas 

Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-48 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

  Pembangunan Unit Sekolah 

Baru (USB) 

    125.000.000,00             0,00   

  Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang 

Telah Dibangun 

1 Unit 125.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 

Pendidikan 

  Penyelenggaraan Proses Belajar 
bagi Peserta Didik 

    35.000.000,00             375.000.000,00   

  Terselenggaranya Proses Belajar 
bagi Peserta Didik 

Jumlah Satuan Pendidikan 
yang Menyelenggarakan 
Proses Belajar 

300 Peserta 
Didik 

35.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 375.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-49 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

disabilitas. 

  Pembangunan Ruang 
Laboratorium 

    197.000.000,00             0,00   

  Ruang Laboratorium yang 
Terbangun 

Jumlah Ruang Laboratorium 
yang Telah Dibangun 

1 Ruang 197.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Pendidikan Non Formal 

    155.000.000,00             1.030.000.000,00   

  Sarana, Prasarana dan Utilitas 
Pendidikan Non Formal yang 

Terbangun 

Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Utilitas Pendidikan Non 

Formal yang Telah Dibangun 

4 unit 155.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.030.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pengadaan Alat Praktik dan 
Peraga Peserta Didik Nonformal 
/ Kesetaraan 

    100.000.000,00             1.400.000.000,00   

  Alat Praktik dan Peraga Peserta 
Didik Nonformal/Kesetaraan 
yang Tersedia 

Jumlah Alat Praktik dan 
Peraga Peserta Didik 
Nonformal/ Kesetaraan yang 
Tersedia 

2 Paket 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.400.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-50 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

  Rehabilitasi Sedang/Berat 
Taman Bacaan Masyarakat 

    75.000.000,00             650.453.000,00   

  Taman Bacaan Masyarakat yang 
Terehabilitasi Sedang/Berat 

Jumlah Taman Bacaan 
Masyarakat yang Telah 
Direhabilitasi sedang/berat 

2 Ruang 75.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 650.453.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Pembangunan Taman Bacaan 
Masyarakat 

    175.000.000,00             1.858.000.000,00   

  Taman Bacaan Masyarakat yang 
Terbangun 

Jumlah Taman Bacaan 
Masyarakat yang Telah 
Dibangun 

3 Ruang 175.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.858.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-51 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

penyandang 
disabilitas. 

3. PROGRAM PENGEMBANGAN 
KURIKULUM 

    65.000.000,00             450.000.000,00   

    Satuan PAUD dan 
Pendidikan Nonformal yang 
menerapkan kurikulum 
muatan lokal 

44.44 % 65.000.000,00           - 450.000.000,00   

    Satuan Pendidikan Dasar 
yang menerapkan kurikulum 

muatan lokal 

50 % 65.000.000,00           - 450.000.000,00   

  Penetapan Kurikulum Muatan 
Lokal Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Nonformal 

    65.000.000,00         Satuan 
Pendidikan, 

Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan, 
Peserta Didik 

  450.000.000,00   

  -     65.000.000,00         Satuan 
Pendidikan, 
Pendidik dan 

Tenaga 
Kependidikan, 
Peserta Didik 

  450.000.000,00   

    Jumlah Kompetensi 
Dasar/Capaian Pembelajaran 
Muatan Lokal Pendidikan 
Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal yang 
Tersusun 

- 65.000.000,00           - 450.000.000,00   

  Penyusunan Kompetensi 
Dasar/Capaian Pembelajaran 
Muatan Lokal Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan 
Nonformal 

    65.000.000,00             450.000.000,00   

  Tersusunnya Kompetensi 
Dasar/Capaian Pembelajaran 

Muatan Lokal Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan 
Nonformal 

Jumlah Kompetensi 
Dasar/Capaian Pembelajaran 

Muatan Lokal Pendidikan 
Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Nonformal yang 
Tersusun 

1 Dokumen 65.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 450.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

4. PROGRAM PENDIDIK DAN 
TENAGA KEPENDIDIKAN 

    18.652.300.000,0
0 

            5.000.000.000,00   

    Rasio Pendidik dan Murid 
jenjang PAUD 

680 
Rasio/10.000 

Murid 

18.652.300.000,00           - 2.500.000.000,00   

    Rasio Pendidik dan Murid 670 18.652.300.000,00           - 2.500.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-52 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

jenjang SD Rasio/10.000 
Murid 

    Rasio Pendidik dan Murid 
jenjang SMP 

1020 
Rasio/10.000 

Murid 

18.652.300.000,00           - 2.500.000.000,00   

  Pemerataan Kuantitas dan 
Kualitas Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan bagi Satuan 

Pendidikan Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

    18.652.300.000,00         Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 

  5.000.000.000,00   

  -     18.652.300.000,00         Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 

  5.000.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Perhitungan dan Pemetaan 
Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Satuan Satuan 
Pendidikan Dasar, PAUD, 
dan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

- 340.000.000,00           - 2.500.000.000,00   

    Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Penataan 
Pendistribusian Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Satuan 
Pendidikan Dasar, PAUD, 
dan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

- 18.312.300.000,00           - 2.500.000.000,00   

  Perhitungan dan Pemetaan 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Satuan 

Pendidikan Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

    340.000.000,00             2.500.000.000,00   

  Tersedianya Dokumen Hasil 
Perhitungan dan Pemetaan 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Satuan 

Pendidikan Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Perhitungan dan Pemetaan 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Satuan Satuan 

Pendidikan Dasar, PAUD, 
dan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

159 Dokumen 340.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 2.500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Penataan Pendistribusian 
Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan 
Pendidikan Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

    18.312.300.000,00             2.500.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-53 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Terlaksananya Penataan 
Pendistribusian Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Satuan 

Satuan Pendidikan Dasar, 
PAUD, dan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Penataan 
Pendistribusian Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Satuan 
Pendidikan Dasar, PAUD, 
dan Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraan 

162 Laporan 18.312.300.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pendidikan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 2.500.000.000,00 Dinas 
Pendidikan 

  Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

    169.249.822.057,

68 

            0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    169.174.822.057,

68 

            0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    169.174.822.057,
68 

            0,00   

5. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    161.507.322.057,
68 

            0,00   

    NILAI SAKIP OPD 85 % 161.467.322.057,6
8 

          - 0,00   

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

    160.454.822.057,6
8 

        ASN   0,00   

  -     160.454.822.057,6
8 

        ASN   0,00   

    Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 160.454.822.057,6

8 

          - 0,00   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    160.454.822.057,6
8 

            0,00   

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

7980 
Orang/bulan 

160.454.822.057,6
8 

Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 

Berencana 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-54 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

  Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

    478.500.000,00         Dinas 

Kesehatan 

  0,00   

  -     478.500.000,00         Dinas 

Kesehatan 

  0,00   

    Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

- 300.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

- 85.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

- 73.500.000,00           - 0,00   

    Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

- 20.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

    20.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 20.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 

dan Keluarga 
Berencana 

  Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

    85.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

2 Paket 85.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-55 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    73.500.000,00             0,00   

  Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

1 Paket 73.500.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    300.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

4 Laporan 300.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

    504.000.000,00         Dinas 
Kesehatan 

  0,00   

  -     504.000.000,00         Dinas 
Kesehatan 

  0,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan - 489.000.000,00           - 0,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-56 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

    Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

- 15.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

    489.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

12 Laporan 489.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

    15.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

2 Laporan 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 

dan Keluarga 
Berencana 

  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

    30.000.000,00         Dinas 
Kesehatan 

  0,00   

  -     30.000.000,00         Dinas 
Kesehatan 

  0,00   

    Jumlah Kendaraan Dinas - 30.000.000,00           - 0,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-57 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

    30.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

1 Unit 30.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 

Berencana 

6. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 3.987.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 3.987.000.000,00           - 0,00   

    Indikator nasional mutu RS 84 % 2.150.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 3.987.000.000,00           - 0,00   

    Proporsi faskes dengan 
perbekalan kesehatan sesuai 

standar 

100 % 2.150.000.000,00           - 0,00   

    Proporsi faskes dengan SPA 

sesuai standar 

15 % 2.150.000.000,00           - 0,00   

    proporsi faskes terintegrasi 

SIKN 

60 % 35.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 3.987.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan untuk UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

    3.300.000.000,00         Puskesmas, 
Puskesmas 
Pembantu, 

Rumah Sakit, 
Instalasi 
Farmasi 
Kabupaten 

  0,00   

  -     3.300.000.000,00         Puskesmas, 
Puskesmas 
Pembantu, 

Rumah Sakit, 
Instalasi 
Farmasi 
Kabupaten 

  0,00   

    Jumlah Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 

- 50.000.000,00           - 0,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-58 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Layanan Kesehatan yang 
Terpelihara Sesuai Standar 

    Jumlah Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan yang 
Disediakan 

- 750.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah distribusi  Alat 
Kesehatan, Obat, Bahan 

Habis Pakai, Bahan Medis 
Habis Pakai, Vaksin, 
Makanan ke Fasilitas 
Kesehatan 

- 100.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Fasilitas Kesehatan 
Lainnya yang Dibangun 

- 50.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Obat, Bahan Habis 
Pakai, Bahan Medis Habis 
Pakai, Vaksin, Makanan dan 

Minuman di Fasilitas 
Kesehatan  yang disediakan 

- 1.000.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Puskesmas) 
yang Dibangun 

- 1.000.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Puskesmas yang 
Ditingkatkan Sarana, 
Prasarana, Alat Kesehatan 
dan SDM agar Sesuai 
Standar 

- 250.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Sarana , Prasarana 
dan Alat Kesehatan yang 

Telah Dilakukan Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan oleh 
Fasilitas Kesehatan Lainnya 

- 50.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Alat Kesehatan yang 
Telah Dilakukan Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan Oleh 

Puskesmas 

- 50.000.000,00           - 0,00   

  Pembangunan Puskesmas     1.000.000.000,00             0,00   

  Terbangunnya Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) 

Jumlah Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) 
yang Dibangun 

1 Unit 1.000.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Barat || 
Desa 
Sesua || 

1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pembangunan Fasilitas 

Kesehatan Lainnya 

    50.000.000,00             0,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-59 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Terbangunnya Fasilitas 
Kesehatan Lainnya 

Jumlah Fasilitas Kesehatan 
Lainnya yang Dibangun 

1 Unit 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Tanjung 
Keranjan

g || 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengembangan Puskesmas     250.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Puskesmas yang 
Ditingkatkan Sarana, Prasarana, 
Alat Kesehatan dan SDM agar 

Sesuai Standar 

Jumlah Puskesmas yang 
Ditingkatkan Sarana, 
Prasarana, Alat Kesehatan 

dan SDM agar Sesuai 
Standar 

1 Unit 250.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Puskesmas 

    50.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Sarana, Prasarana 

dan Alat Kesehatan yang Telah 
Dilakukan Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan oleh Puskesmas 

Jumlah Sarana, Prasarana 

dan Alat Kesehatan yang 
Telah Dilakukan Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan Oleh 
Puskesmas 

1 Unit 50.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n Sungai 
Boh || 
Desa 

Mahak 
Baru || 
1 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-60 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

  Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Fasilitas Kesehatan Lainnya 

    50.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Sarana , Prasarana 
dan Alat Kesehatan yang Telah 

Dilakukan Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan oleh Fasilitas 
Kesehatan Lainnya 

Jumlah Sarana , Prasarana 
dan Alat Kesehatan yang 

Telah Dilakukan Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan oleh 
Fasilitas Kesehatan Lainnya 

1 Unit 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Pelita 
Kanaan 
|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Hilir || 1 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

    750.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan yang 
Disediakan 

20 Unit 750.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 

dan Keluarga 
Berencana 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-61 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

disabilitas. 

  Pemeliharaan Rutin dan Berkala 
Alat Kesehatan/Alat Penunjang 
Medik Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

    50.000.000,00             0,00   

  Terpeliharanya Alat 
Kesehatan/Alat Penunjang 
Medik Fasilitas Layanan 

Kesehatan Sesuai Standar 

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar 

20 Unit 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengadaan Obat, Bahan Habis 

Pakai, Bahan Medis Habis 
Pakai,, Vaksin, Makanan dan 
Minuman di Fasilitas Kesehatan 

    1.000.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Obat, Bahan Habis 
Pakai, Bahan Medis Habis 
Pakai, Vaksin, Makanan dan 
Minuman  di Fasilitas Kesehatan 

Jumlah Obat, Bahan Habis 
Pakai, Bahan Medis Habis 
Pakai, Vaksin, Makanan dan 
Minuman di Fasilitas 

Kesehatan  yang disediakan 

12 Paket 1.000.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Sisa DAU 
yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 

dan Keluarga 
Berencana 

  Distribusi  Alat Kesehatan, 
Obat, Bahan Habis Pakai, 

Bahan Medis Habis Pakai, 
Vaksin, Makanan dan Minuman 
ke Fasilitas Kesehatan 

    100.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya  distribusi  Alat 
Kesehatan, Obat,Bahan Habis 
Pakai, Bahan Medis Habis 

Jumlah distribusi  Alat 
Kesehatan, Obat, Bahan 
Habis Pakai, Bahan Medis 

1 Paket 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

4.Memperkua
t 
pembangunan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-62 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Pakai, Vaksin, Makanan dan 
Minuman   ke Fasilitas 
Kesehatan 

Habis Pakai, Vaksin, 
Makanan ke Fasilitas 
Kesehatan 

nya Bidang 
Kesehatan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         masyarakat   0,00   

  -     5.367.000.000,00         masyarakat   0,00   

    Jumlah Anak Usia 
Pendidikan Dasar yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Sesuai Standar 

- 15.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Balita yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Sesuai Standar 

- 15.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Bayi Baru Lahir yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Sesuai Standar 

- 15.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah dokumen hasil 
Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penerapan SPM Bidang 
Kesehatan Kabupaten/Kota 

- 50.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

- 3.700.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan bagi Penduduk 
Terdampak Krisis Kesehatan 

Akibat Bencana dan/atau 
Berpotensi Bencana Sesuai 
Standar 

- 7.500.000,00           - 0,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi Masyarakat 

- 50.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan 

- 177.500.000,00           - 0,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Surveilans 
Kesehatan 

- 15.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Ibu Bersalin yang 
Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar 

- 15.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Ibu Hamil yang 
Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar 

- 15.000.000,00           - 0,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-63 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan 

Penyakit Menular 

- 17.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Orang Terduga 
Menderita HIV yang 

Mendapatkan Pelayanan 
Sesuai Standar 

- 15.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Orang Terduga 
Menderita Tuberkulosis yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Sesuai Standar 

- 15.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 

Gangguan Jiwa Berat Sesuai 
Standar 

- 15.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Penderita Diabetes 
Melitus yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Sesuai 
Standar 

- 15.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Penderita Hipertensi 
yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Sesuai 

Standar 

- 15.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Penduduk Usia 
Lanjut yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 
Standar 

- 20.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Penduduk Usia 
Produktif yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Sesuai 
Standar 

- 15.000.000,00           - 0,00   

  Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil 

    15.000.000,00             0,00   

  Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil Sesuai 
Standar 

Jumlah Ibu Hamil yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Sesuai Standar 

2032 Orang 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Ibu Bersalin 

    15.000.000,00             0,00   

  Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai 

Standar 

Jumlah Ibu Bersalin yang 
Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar 

1939 Orang 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan

4.Memperkua
t 

pembangunan 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-64 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

nya Bidang 
Kesehatan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru Lahir 

    15.000.000,00             0,00   

  Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru Lahir 
Sesuai Standar 

Jumlah Bayi Baru Lahir yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Sesuai Standar 

1936 Orang 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 

Berencana 

  Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Balita 

    15.000.000,00             0,00   

  Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Balita Sesuai Standar 

Jumlah Balita yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Sesuai Standar 

8977 Orang 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-65 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia Pendidikan 
Dasar 

    15.000.000,00             0,00   

  Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan pada Usia Pendidikan 
Dasar Sesuai Standar 

Jumlah Anak Usia 
Pendidikan Dasar yang 
Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Sesuai Standar 

6994 Orang 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan pada Usia Produktif 

    15.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pelayanan 

Kesehatan Usia Produktif Sesuai 
Standar 

Jumlah Penduduk Usia 

Produktif yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Sesuai 
Standar 

63081 Orang 15.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia Lanjut  

    20.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Usia 
Lanjut Sesuai Standar 

Jumlah Penduduk Usia 
Lanjut yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Sesuai 

4582 Orang 20.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

4.Memperkua
t 
pembangunan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-66 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Standar nya Bidang 
Kesehatan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita Hipertensi 

    15.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Penderita 
Hipertensi Sesuai Standar 

Jumlah Penderita Hipertensi 
yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Sesuai 
Standar 

7418 Orang 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 

Berencana 

  Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penderita Diabetes 
Melitus 

    15.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Penderita 

Diabetes Melitus Sesuai Standar 

Jumlah Penderita Diabetes 
Melitus yang Mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan Sesuai 
Standar 

947 Orang 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-67 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 

Gangguan Jiwa Berat 

    15.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Gangguan Jiwa Berat 
Sesuai Standar 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 

Kesehatan Orang dengan 
Gangguan Jiwa Berat Sesuai 
Standar 

165 Orang 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang Terduga 
Tuberkulosis 

    15.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Bagi 
Orang Terduga Tuberkulosis 
Sesuai Standar 

Jumlah Orang Terduga 
Menderita Tuberkulosis yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Sesuai Standar 

1984 Orang 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 

dan Keluarga 
Berencana 

  Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan Risiko 

Terinfeksi HIV 

    15.000.000,00             0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-68 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan bagi Orang Terduga 
HIV Sesuai Standar 

Jumlah Orang Terduga 
Menderita HIV yang 
Mendapatkan Pelayanan 

Sesuai Standar 

2455 Orang 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan bagi Penduduk 
Terdampak Krisis Kesehatan 
Akibat Bencana dan/atau 
Berpotensi Bencana 

    7.500.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan bagi 
Penduduk Terdampak Krisis 

Kesehatan Akibat Bencana 
dan/atau Berpotensi Bencana 
Sesuai Standar 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan bagi Penduduk 

Terdampak Krisis Kesehatan 
Akibat Bencana dan/atau 
Berpotensi Bencana Sesuai 
Standar 

2 Dokumen 7.500.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat 

    50.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Gizi Masyarakat 

2 Dokumen 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-69 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan  

    177.500.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan 

2 Dokumen 177.500.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengelolaan Surveilans 
Kesehatan 

    15.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 

Surveilans Kesehatan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Surveilans 
Kesehatan 

2 Dokumen 15.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 

Berencana 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-70 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Pengelolaan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat 

    3.700.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Jaminan Kesehatan Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 

4 Dokumen 3.700.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 

dan Keluarga 
Berencana 

  Koordinasi dan Sinkronisasi  
Penerapan SPM Bidang 

Kesehatan  Kabupaten/Kota 

    50.000.000,00             0,00   

  Terkoordinasi dan 

Tersinkronisasinya Penerapan 
SPM Bidang Kesehatan  
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penerapan SPM Bidang 
Kesehatan Kabupaten/Kota 

2 Dokumen 50.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Penyakit Menular 

    17.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Penyakit 
Menular di Kab/Kota 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan 
Penyakit Menular 

2 Laporan 17.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 

dan Keluarga 
Berencana 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-71 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Penyelenggaraan Sistem 
Informasi Kesehatan Secara 

Terintegrasi 

    35.000.000,00         RS, 
Puskesmas, 

Pustu 

  0,00   

  -     35.000.000,00         RS, 

Puskesmas, 
Pustu 

  0,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan Sistem Informasi 
Kesehatan 

- 35.000.000,00           - 0,00   

  Pengelolaan Sistem Informasi 
Kesehatan 

    35.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Sistem Informasi Kesehatan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Sistem Informasi 
Kesehatan 

1 Dokumen 35.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 

Berencana 

7. PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN 

    138.500.000,00             0,00   

    Rasio nakes dan named 
sesuai standar 

83 % 108.500.000,00           - 0,00   

    Rasio nakes dan named 
sesuai standar 

84 % 30.000.000,00           - 0,00   

  Perencanaan Kebutuhan dan 
Pendayagunaan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan untuk UKP 

dan UKM di Wilayah 
Kabupaten/Kota 

    108.500.000,00         tenaga medis, 
tenaga 
kesehatan 

  0,00   

  -     108.500.000,00         tenaga medis, 
tenaga 
kesehatan 

  0,00   

    Jumlah Dokumen Hasil - 8.500.000,00           - 0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-72 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Pembinaan dan Pengawasan 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan 

    Jumlah Sumber Daya 
Manusia Kesehatan yang 
Memenuhi Standar di 

Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan (Fasyankes) 

- 100.000.000,00           - 0,00   

  Pembinaan dan Pengawasan 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan 

    8.500.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pembinaan dan 
Pengawasan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembinaan dan Pengawasan 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan 

2 Dokumen 8.500.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 

dan Keluarga 
Berencana 

  Pemenuhan Kebutuhan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan Sesuai 

Standar 

    100.000.000,00             0,00   

  Terpenuhinya Kebutuhan 

Sumber Daya Manusia 
Kesehatan di Fasilitas Layanan 
Kesehatan Sesuai Standar 

Jumlah Sumber Daya 

Manusia Kesehatan yang 
Memenuhi Standar di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan (Fasyankes) 

20 Orang 100.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi Teknis 
Sumber Daya Manusia 

    30.000.000,00         tenaga 
kesehatan, 
tenaga medis 

  0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-73 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kesehatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

  -     30.000.000,00         tenaga 
kesehatan, 
tenaga medis 

  0,00   

    Jumlah Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

yang Ditingkatkan Mutu dan 
Kompetensinya 

- 30.000.000,00           - 0,00   

  Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi Teknis 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

    30.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengembangan 
Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber 
Daya Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Sumber Daya 
Manusia Kesehatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 
yang Ditingkatkan Mutu dan 
Kompetensinya 

2 Orang 30.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

8. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, 
ALAT KESEHATAN DAN 
MAKANAN MINUMAN 

    17.000.000,00             0,00   

    Persentase faskes yang 
melaksanakan pelayanan 
kefarmasian sesuai standar 

100 % 8.500.000,00           - 0,00   

  Pemberian Izin Apotek, Toko 
Obat, Toko Alat Kesehatan dan 
Optikal, Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) 

    8.500.000,00         apotek, toko 
obat, optikal, 
UMOT 

  0,00   

  -     8.500.000,00         apotek, toko 
obat, optikal, 

UMOT 

  0,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Perizinan 
Apotek, Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan, dan Optikal, 

Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) 

- 8.500.000,00           - 0,00   

  Pengendalian dan Pengawasan 
serta Tindak Lanjut Pengawasan 
Perizinan Apotek, Toko Obat, 
Toko Alat Kesehatan, dan 

    8.500.000,00             0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-74 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Optikal, Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) 

  Terlaksananya Pengendalian 
dan Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Perizinan 
Apotek, Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan, dan Optikal, Usaha 
Mikro Obat Tradisional (UMOT) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Perizinan 

Apotek, Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan, dan Optikal, 
Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) 

4 Dokumen 8.500.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 

dan Keluarga 
Berencana 

  Penerbitan Sertifikat Produksi 
Pangan Industri Rumah Tangga 

dan Nomor P-IRT sebagai Izin 
Produksi, untuk Produk 
Makanan Minuman Tertentu 
yang Dapat Diproduksi oleh 

Industri Rumah Tangga 

    8.500.000,00          industri 
rumah tangga  

  0,00   

  -     8.500.000,00          industri 
rumah tangga  

  0,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Pengendalian dan 

Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Sertifikat 
Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin Produksi, 

untuk Produk Makanan 
Minuman Tertentu yang 
Dapat Diproduksi oleh 
Industri Rumah Tangga 

- 8.500.000,00           - 0,00   

  Pengendalian dan Pengawasan 
serta Tindak Lanjut Pengawasan 
Sertifikat Produksi Pangan 

Industri Rumah Tangga dan 
Nomor P-IRT sebagai Izin 
Produksi, untuk Produk 
Makanan Minuman Tertentu 

yang Dapat Diproduksi oleh 
Industri Rumah Tangga 

    8.500.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengendalian 

dan Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Sertifikat 
Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 

sebagai Izin Produksi, untuk 
Produk Makanan Minuman 
Tertentu yang Dapat Diproduksi 
oleh Industri Rumah Tangga 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan Sertifikat 
Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin Produksi, 
untuk Produk Makanan 
Minuman Tertentu yang 

1 Dokumen 8.500.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 

Berencana 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-75 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Dapat Diproduksi oleh 
Industri Rumah Tangga 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

9. PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN 

    15.000.000,00             0,00   

    Persentase rumah tangga ber 
PHBS 

80 % 15.000.000,00           - 0,00   

  Pelaksanaan Sehat dalam 

rangka Promotif Preventif 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    15.000.000,00         Keluarga   0,00   

  -     15.000.000,00         Keluarga   0,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 

Penyelenggaraan Promosi 
Kesehatan dan Gerakan 
Hidup Bersih dan Sehat 

- 15.000.000,00           - 0,00   

  Penyelenggaraan Promosi 
Kesehatan dan Gerakan Hidup 
Bersih dan Sehat 

    15.000.000,00             0,00   

  Terselenggaranya Promosi 
Kesehatan dan Gerakan Hidup 
Bersih dan Sehat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Promosi 
Kesehatan dan Gerakan 
Hidup Bersih dan Sehat 

2 Dokumen 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 

dan Keluarga 
Berencana 

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

    75.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA 

    75.000.000,00             0,00   

10. PROGRAM PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

    30.000.000,00             0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-76 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Persentase pelayana KB bagi 
perempuan berisiko yang 
sesuai standar 

16.08 % 15.000.000,00           - 0,00   

  Pemaduan dan Sinkronisasi 
Kebijakan Pemerintah Daerah 
Provinsi dengan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dalam 
rangka Pengendalian Kuantitas 
Penduduk 

    15.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     15.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Persentase DASHAT di 
Kampung Keluarga 
Berkualitas 

- 15.000.000,00           - 0,00   

  Fasilitasi Pengelolaan Dapur 
Sehat Atasi Stunting (DASHAT) 
di Kampung Keluarga 
Berkualitas 

    15.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 
Pengelolaan Dapur Sehat Atasi 
Stunting (DASHAT) di Kampung 

Keluarga Berkualitas 

Persentase DASHAT di 
Kampung Keluarga 
Berkualitas 

19 Kelompok 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pemetaan Perkiraan 

Pengendalian Penduduk 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

    15.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     15.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah Kecamatan dan desa 
kleurahan yang 
melaksanakan Pencatatan 
dan Pengumpulan Data 
Keluarga 

- 15.000.000,00           - 0,00   

  Pencatatan dan Pengumpulan 
Data Keluarga 

    15.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pencatatan dan 
Pengumpulan Data Keluarga 

Jumlah Kecamatan dan desa 
kleurahan yang 
melaksanakan Pencatatan 

dan Pengumpulan Data 
Keluarga 

2 Laporan 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-77 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

11. PROGRAM PEMBINAAN 
KELUARGA BERENCANA (KB) 

    15.000.000,00             0,00   

    Proporsi Kebutuhan KB yang 
terpenuhi menurut alat/cara 
KB Modern 

85.9 % 7.500.000,00           - 0,00   

  Pengendalian dan 
Pendistribusian Kebutuhan Alat 
dan Obat Kontrasepsi serta 

Pelaksanaan Pelayanan KB di 
Daerah Kabupaten/Kota 

    15.000.000,00         Pasangan Usia 
Subur 

  0,00   

  -     15.000.000,00         Pasangan Usia 
Subur 

  0,00   

    Jumlah kegiatan pembinaan 
Tim Pendamping Keluarga 
dalam melakukan 
Pendampingan Ibu Hamil 
dan Ibu Pasca Persalinan 

- 7.500.000,00           - 0,00   

    Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan Pelayanan 

Keluarga Berencana dan 
Kesehatan Reproduksi di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Termasuk 
Jaringan dan Jejaringnya 

- 7.500.000,00           - 0,00   

  Fasilitasi dan Pembinaan 
Pendampingan Ibu Hamil dan 

Ibu Pasca Persalinan 

    7.500.000,00             0,00   

  Terlaksananya kegiatan fasilitasi 
dan pembinaan Pendampingan 

Ibu Hamil dan Ibu Pasca 
Persalinan 

Jumlah kegiatan pembinaan 
Tim Pendamping Keluarga 

dalam melakukan 
Pendampingan Ibu Hamil 
dan Ibu Pasca Persalinan 

1 Kegiatan 7.500.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pembinaan Pelayanan Keluarga     7.500.000,00             0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-78 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi di Fasilitas  
Pelayanan Kesehatan Termasuk 

Jaringan dan Jejaringnya 

  Terlaksananya Pembinaan 
Pelayanan Keluarga Berencana 

dan Kesehatan Reproduksi di 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan 
Jejaringnya 

Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan Pelayanan 

Keluarga Berencana dan 
Kesehatan Reproduksi di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Termasuk 

Jaringan dan Jejaringnya 

2 Laporan 7.500.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 

Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

12. PROGRAM PEMBERDAYAAN 
DAN PENINGKATAN 
KELUARGA SEJAHTERA (KS) 

    30.000.000,00             0,00   

    Indeks Pembangunan 
Keluarga (iBangga) 

67.5 Indeks 7.500.000,00           - 0,00   

  Pelaksanaan Pembangunan 
Keluarga Melalui Pembinaan 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga 

    22.500.000,00         -   0,00   

  -     22.500.000,00         -   0,00   

    Jumlah Kader Pengelola dan 
Pelaksana (Kader) Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-

R dan Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA) yang 
mendapat biaya operasional 

kegiatan 

- 7.500.000,00           - 0,00   

    Jumlah  Kelompok 
Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga (Bina 
Keluarga Balita (BKB), Bina 
Keluarga Remaja (BKR), 
Pusat Informasi dan 

Konseling Remaja (PIK-R) 
Bina Keluarga Lansia (BKL), 
Unit Peningkatan 
Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA) dan 

Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga) yang dibentuk 

- 7.500.000,00           - 0,00   

    Jumlah laporan hasil 
pengelolaan Ketahanan 
Keluarga Melalui Pusat 
Pelayanan Keluarga 

- 7.500.000,00           - 0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-79 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Sejahtera (Satyagatra) 

  Penyediaan Biaya Operasional 
bagi Pengelola dan Pelaksana 
(Kader) Ketahanan dan 
Kesejaheraan Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 

Usaha Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Akseptor (UPPKA) 

    7.500.000,00             0,00   

  Tersedianya biaya operasional 
bagi kader Pengelola dan 
Pelaksana (Kader) Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R 

dan Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Akseptor 
(UPPKA) 

Jumlah Kader Pengelola dan 
Pelaksana (Kader) Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-
R dan Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA) yang 
mendapat biaya operasional 
kegiatan 

19 Orang 7.500.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 

Berencana 

  Pembentukan Kelompok 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (Bina Keluarga Balita 

(BKB), Bina Keluarga Remaja 
(BKR), Pusat Informasi dan 
Konseling Remaja (PIK-R) Bina 
Keluarga Lansia (BKL), Usaha 

Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Akseptor (UPPKA) dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga) 

    7.500.000,00             0,00   

  Dibentuknya Kelompok 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (Bina Keluarga Balita 

(BKB), Bina Keluarga Remaja 
(BKR), Pusat Informasi dan 
Konseling Remaja (PIK-R) Bina 
Keluarga Lansia (BKL), Usaha 
Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Akseptor (UPPKA) dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga) 

Jumlah  Kelompok 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga (Bina 

Keluarga Balita (BKB), Bina 
Keluarga Remaja (BKR), 
Pusat Informasi dan 
Konseling Remaja (PIK-R) 
Bina Keluarga Lansia (BKL), 

Unit Peningkatan 
Pendapatan Keluarga 
Akseptor (UPPKA) dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga) yang dibentuk 

5 Kelompok 7.500.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pengelolaan Ketahanan Keluarga 
Melalui Pusat Pelayanan 

Keluarga Sejahtera (Satyagatra) 

    7.500.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 

Ketahanan Keluarga Melalui 
Pusat Pelayanan Keluarga 
Sejahtera (Satyagatra) 

Jumlah laporan hasil 

pengelolaan Ketahanan 
Keluarga Melalui Pusat 
Pelayanan Keluarga 
Sejahtera (Satyagatra) 

2 Laporan / 

Dokumen 

7.500.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 

Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  Pelaksanaan dan Peningkatan 

Peran Serta Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/ Kota dalam 
Pembangunan Keluarga Melalui 
Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

    7.500.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     7.500.000,00         Masyarakat   0,00   

    Cakupan  Pemantauan  Data 
dan Informasi Keluarga 
Berisiko Stunting (Termasuk 

remaja Calon 

- 7.500.000,00           - 0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-80 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Pengantin/Calon PUS, Ibu 
Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, 

Baduta/Balita) 

  Pemantauan  Data dan 
Informasi Keluarga Berisiko 

Stunting (Termasuk remaja 
Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu 
Hamil, Pasca salin/kelahiran, 
Baduta/Balita) 

    7.500.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pemantauan  
Data dan Informasi Keluarga 
Berisiko Stunting (Termasuk 

remaja Calon Pengantin/Calon 
PUS, Ibu Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, Baduta/Balita) 

Cakupan  Pemantauan  Data 
dan Informasi Keluarga 
Berisiko Stunting (Termasuk 

remaja Calon 
Pengantin/Calon PUS, Ibu 
Hamil, Pasca 
salin/kelahiran, 

Baduta/Balita) 

4 laporan 7.500.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 

Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

  RS Pratama Langap     275.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR 

    275.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG KESEHATAN 

    275.000.000,00             0,00   

13. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 275.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 275.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 275.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 275.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah Dokumen 

Operasional Pelayanan 
Rumah Sakit 

- 750.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan Rumah 

Sakit  

    275.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 

Pelayanan Rumah Sakit 

Jumlah Dokumen 

Operasional Pelayanan 
Rumah Sakit 

4 Dokumen 275.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata

Sisa DAU 

yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 RS Pratama 

Langap 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-81 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

n 
Malinau 
Selatan 

|| Desa 
Langap 
|| 1 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  RS Pratama Long Ampung     475.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    475.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    475.000.000,00             0,00   

14. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 475.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 475.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 475.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 475.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Rumah Sakit 

- 750.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan Rumah 
Sakit  

    475.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Rumah Sakit 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Rumah Sakit 

4 Dokumen 475.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n Kayan 
Selatan 

|| Desa 
Long 
Ampung 
|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 RS Pratama 
Long Ampung 

  Puskesmas Malinau Kota     20.000.000,00             0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-82 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    20.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    20.000.000,00             0,00   

15. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    161.507.322.057,
68 

            0,00   

    - - 5.000.000,00           - 0,00   

  Peningkatan Pelayanan BLUD     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan 

- 40.000.000,00           - 0,00   

  Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

    5.000.000,00             0,00   

  Tersedianya BLUD yang 

Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

Jumlah BLUD yang 

Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

1 Unit Kerja 5.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Pendapatan 

dari BLUD 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Puskesmas 

Malinau Kota 

16. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 15.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 15.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 15.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 15.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    15.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

4 Dokumen 15.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

  - 0,00 Puskesmas 
Malinau Kota 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-83 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kecamata
n 
Malinau 

Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Saing 

  Puskesmas Malinau Seberang     20.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    20.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    20.000.000,00             0,00   

17. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    161.507.322.057,
68 

            0,00   

    - - 5.000.000,00           - 0,00   

  Peningkatan Pelayanan BLUD     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan 

- 40.000.000,00           - 0,00   

  Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan BLUD 

    5.000.000,00             0,00   

  Tersedianya BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan 

Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan 

1 Unit Kerja 5.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Utara || 
Desa 

Malinau 
Seberang 
|| 1 

Pendapatan 
dari BLUD 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Malinau 

Seberang 

18. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 15.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 15.000.000,00           - 0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-84 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Insiden HIV 0.9 % 15.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 15.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

    15.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

4 Dokumen 15.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Utara || 
Desa 

Malinau 
Seberang 
|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Malinau 

Seberang 

  Puskesmas Malinau Barat     20.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    20.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    20.000.000,00             0,00   

19. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    161.507.322.057,

68 

            0,00   

    - - 5.000.000,00           - 0,00   

  Peningkatan Pelayanan BLUD     40.000.000,00         -   0,00   

  -     40.000.000,00         -   0,00   

    Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

- 40.000.000,00           - 0,00   

  Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan BLUD 

    5.000.000,00             0,00   

  Tersedianya BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

1 Unit Kerja 5.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Barat || 
Desa 

Pendapatan 
dari BLUD 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Malinau 
Barat 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-85 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Tanjung 
Lapang 
|| 1 

20. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 15.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 15.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 15.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 15.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    15.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

2 Dokumen 15.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Barat || 
Desa 

Tanjung 
Lapang 
|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Malinau 

Barat 

  Puskesmas Pulau Sapi     40.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    40.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG KESEHATAN 

    40.000.000,00             0,00   

21. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    161.507.322.057,

68 

            0,00   

    - - 5.000.000,00           - 0,00   

  Peningkatan Pelayanan BLUD     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

- 40.000.000,00           - 0,00   

  Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan BLUD 

    5.000.000,00             0,00   

  Tersedianya BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 

Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 

1 Unit Kerja 5.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

Pendapatan 
dari BLUD 

4.Memperkua
t 

Meningkatka
n Kualitas 

  - 0,00 Puskesmas 
Pulau Sapi 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-86 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Penunjang Pelayanan Penunjang Pelayanan an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Mentaran
g || Desa 

Pulau 
Sapi || 1 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

22. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 35.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 35.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 35.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 35.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    35.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

2 Dokumen 35.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Mentaran
g || Desa 
Pulau 
Sapi || 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Pulau Sapi 

  Puskesmas Setulang     20.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN     20.000.000,00             0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-87 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    20.000.000,00             0,00   

23. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    161.507.322.057,
68 

            0,00   

    - - 5.000.000,00           - 0,00   

  Peningkatan Pelayanan BLUD     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

- 40.000.000,00           - 0,00   

  Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan BLUD 

    5.000.000,00             0,00   

  Tersedianya BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan 

Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan 

1 Unit Kerja 5.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Selatan 
Hilir || 
Desa 

Setulang 
|| 1 

Pendapatan 
dari BLUD 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Setulang 

24. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 15.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 15.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 15.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 15.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    15.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

4 Dokumen 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Setulang 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-88 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Puskesmas Sehati     20.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    20.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    20.000.000,00             0,00   

25. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    161.507.322.057,
68 

            0,00   

    - - 5.000.000,00           - 0,00   

  Peningkatan Pelayanan BLUD     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

- 40.000.000,00           - 0,00   

  Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan BLUD 

    5.000.000,00             0,00   

  Tersedianya BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

1 Unit Kerja 5.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Pendapatan 
dari BLUD 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Sehati 

26. PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 15.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 15.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 15.000.000,00           - 0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-89 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

     Insiden TBC 90 % 15.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah Dokumen 

Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    15.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

2 Dokumen 15.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 
Selatan 

Hilir || 
Desa 
Punan 
Gong 

Solok || 
1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Sehati 

  Puskesmas Loreh     20.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    20.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    20.000.000,00             0,00   

27. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    161.507.322.057,
68 

            0,00   

    - - 5.000.000,00           - 0,00   

  Peningkatan Pelayanan BLUD     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

- 40.000.000,00           - 0,00   

  Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan BLUD 

    5.000.000,00             0,00   

  Tersedianya BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan 

Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan 

1 Unit Kerja 5.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Selatan 
|| Desa 
Long 

Loreh || 

Pendapatan 
dari BLUD 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Loreh 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-90 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

1 penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

28. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 15.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 15.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 15.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 15.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         -   0,00   

  -     5.367.000.000,00         -   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    15.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

2 Dokumen 15.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Selatan 
|| Desa 
Long 
Loreh || 
1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Kesehatan 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Loreh 

  Puskesmas Long Alango     25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    25.000.000,00             0,00   

29. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 25.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 25.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         -   0,00   

  -     5.367.000.000,00         -   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-91 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    25.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

2 Dokumen 25.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n Bahau 

Hulu || 
Desa 
Long 
Alango || 
1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Kesehatan 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Long Alango 

  Puskesmas Pujungan     25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    25.000.000,00             0,00   

30. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 25.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 25.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         -   0,00   

  -     5.367.000.000,00         -   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    25.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

2 Dokumen 25.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Pujungan 
|| Desa 
Long 
Pujungan 

|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Pujungan 

  Puskesmas Long Ampung     20.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    20.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    20.000.000,00             0,00   

31. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 20.000.000,00           - 0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-92 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Angka Kematian Ibu 2 orang 20.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 20.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 20.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         -   0,00   

  -     5.367.000.000,00         -   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    20.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

2 Dokumen 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n Kayan 

Selatan 
|| Desa 
Long 
Ampung 

|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Long Ampung 

  Puskesmas Long Nawang     25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    25.000.000,00             0,00   

32. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 25.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 25.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         -   0,00   

  -     5.367.000.000,00         -   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    25.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

2 Dokumen 25.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n Kayan 
Hulu || 
Desa 
Long 

Nawang 
|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

- Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Long Nawang 

  Puskesmas Sungai Boh     25.000.000,00             0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-93 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    25.000.000,00             0,00   

33. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 25.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 25.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         -   0,00   

  -     5.367.000.000,00         -   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    25.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

2 Dokumen 25.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n Sungai 
Boh || 
Desa 
Mahak 
Baru || 

1 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

- Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Sungai Boh 

  Puskesmas Data Dian     25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR 

    25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    25.000.000,00             0,00   

34. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 25.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 25.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         -   0,00   

  -     5.367.000.000,00         -   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

    25.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 

Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 

Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

2 Dokumen 25.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

- Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

  - 0,00 Puskesmas 

Data Dian 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-94 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Malinau 
|| 
Kecamata

n Kayan 
Hilir || 
Desa 
Data 
Dian || 1 

Kesehatan Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  Puskesmas Long Sule     25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    25.000.000,00             0,00   

35. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 25.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 25.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         -   0,00   

  -     5.367.000.000,00         -   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    25.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

2 Dokumen 25.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n Kayan 
Hilir || 
Desa 
Long Sule 
|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Long Sule 

  Puskesmas Long Berang     25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    25.000.000,00             0,00   

36. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 25.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 25.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         -   0,00   

  -     5.367.000.000,00         -   0,00   

    Jumlah Dokumen - 365.000.000,00           - 0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-95 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    25.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

4 Dokumen 25.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Mentaran

g Hulu || 
Desa 
Lung 
Barang 

|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Kesehatan 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Long Berang 

  Puskesmas Sesua     25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    25.000.000,00             0,00   

37. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    161.507.322.057,
68 

            0,00   

    - - 5.000.000,00           - 0,00   

  Peningkatan Pelayanan BLUD     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     40.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah BLUD yang 

Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

- 40.000.000,00           - 0,00   

  Pelayanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD 

    5.000.000,00             0,00   

  Tersedianya BLUD yang 

Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

Jumlah BLUD yang 

Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

1 Unit Kerja 5.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Barat || 

Desa 
Sesua || 
1 

Pendapatan 

dari BLUD 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Puskesmas 

Sesua 

38. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 20.000.000,00           - 0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-96 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Angka Kematian Ibu 2 orang 20.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 20.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 20.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         -   0,00   

  -     5.367.000.000,00         -   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    20.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

4 Dokumen 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Barat || 
Desa 
Sesua || 

1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Kesehatan 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Sesua 

  Puskesmas Metut     25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    25.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    25.000.000,00             0,00   

39. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 25.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 25.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 25.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP Rujukan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

  -     5.367.000.000,00         Masyarakat   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

- 365.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan 
Puskesmas 

    25.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 

Puskesmas 

4 Dokumen 25.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Selatan 
Hulu || 

Desa 
Metut || 
1 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Puskesmas 
Metut 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-97 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

  UPTD GFK     50.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    50.000.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KESEHATAN 

    50.000.000,00             0,00   

40. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT 

    8.702.000.000,00             0,00   

    Angka Kematian Balita 9 orang 50.000.000,00           - 0,00   

    Angka Kematian Ibu 2 orang 50.000.000,00           - 0,00   

    Insiden HIV 0.9 % 50.000.000,00           - 0,00   

     Insiden TBC 90 % 50.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    5.367.000.000,00         -   0,00   

  -     5.367.000.000,00         -   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 

Fasilitas Kesehatan Lainnya 

- 50.000.000,00           - 0,00   

  Operasional Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan Lainnya 

    50.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Operasional 
Pelayanan Fasilitas Kesehatan 

Lainnya 

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 

Fasilitas Kesehatan Lainnya 

2 Dokumen 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Kesehatan 

- Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 UPTD GFK 

  RSUD MALINAU     49.828.247.037,0
0 

            77.950.000.000,0
0 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR 

    49.828.247.037,0
0 

            77.950.000.000,0
0 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG KESEHATAN 

    49.828.247.037,0

0 

            77.950.000.000,0

0 

  

41. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    44.585.000.000,0
0 

            49.800.000.000,0
0 

  

    Nilai SAKIP OPD 85 Nilai 44.585.000.000,00           - 49.800.000.000,00   

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    85.000.000,00         -   100.000.000,00   

  -     85.000.000,00         -   100.000.000,00   

    Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

- 85.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

    85.000.000,00             100.000.000,00   

  Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

2 Paket 85.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

-   - 100.000.000,00 RSUD 
MALINAU 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-98 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Utara || 
Desa 
Respen 

Tubu || 
1 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

  Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

    3.500.000.000,00         -   6.700.000.000,00   

  -     3.500.000.000,00         -   6.700.000.000,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 

- 3.500.000.000,00           - 6.700.000.000,00   

  Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

    3.500.000.000,00             6.700.000.000,00   

  Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 

2 Laporan 3.500.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Utara || 
Desa 

Respen 
Tubu || 
1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

-   - 6.700.000.000,00 RSUD 
MALINAU 

  Peningkatan Pelayanan BLUD     41.000.000.000,00         -   43.000.000.000,00   

  -     41.000.000.000,00         -   43.000.000.000,00   

    Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

- 41.000.000.000,00           - 43.000.000.000,00   

  Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan BLUD 

    41.000.000.000,00             43.000.000.000,00   

  Tersedianya BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan 

Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan 

4 Unit Kerja 41.000.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Pendapatan 
dari BLUD 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

-   - 43.000.000.000,00 RSUD 
MALINAU 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-99 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kecamata
n 
Malinau 

Utara || 
Desa 
Respen 
Tubu || 
1 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

42. PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 

KESEHATAN MASYARAKAT 

    2.767.930.900,00             23.000.000.000,0
0 

  

    Indikator nasional mutu RS 86 Nilai 265.142.400,00           - 500.000.000,00   

    Proporsi faskes dengan SPA 
sesuai standar  

100 % 2.767.930.900,00           - 21.000.000.000,00   

     Indikator nasional mutu RS 86 Nilai 2.502.788.500,00           - 21.000.000.000,00   

  Penyediaan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan untuk UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

    2.502.788.500,00         -   22.500.000.000,00   

  -     2.502.788.500,00         -   22.500.000.000,00   

    Jumlah Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Layanan Kesehatan yang 
Terpelihara Sesuai Standar 

- 120.000.000,00           - 500.000.000,00   

    Jumlah Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan yang 
Disediakan 

- 1.487.788.500,00           - 7.000.000.000,00   

    Jumlah Fasilitas Kesehatan 
Lainnya yang Dibangun 

- 230.000.000,00           - 1.500.000.000,00   

    Jumlah Obat, Bahan Habis 

Pakai, Bahan Medis Habis 
Pakai, Vaksin, Makanan dan 
Minuman di Fasilitas 
Kesehatan  yang disediakan 

- 600.000.000,00           - 12.000.000.000,00   

    Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Alat Kesehatan yang 
Telah Dilakukan Program 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Oleh Rumah 
Sakit 

- 65.000.000,00           - 1.500.000.000,00   

  Pembangunan Fasilitas 
Kesehatan Lainnya 

    230.000.000,00             1.500.000.000,00   

  Terbangunnya Fasilitas 
Kesehatan Lainnya 

Jumlah Fasilitas Kesehatan 
Lainnya yang Dibangun 

1 Unit 230.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Utara || 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 

-   - 1.500.000.000,00 RSUD 
MALINAU 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-100 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Desa 
Respen 
Tubu || 

1 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Rumah Sakit 

    65.000.000,00             1.500.000.000,00   

  Tersedianya Sarana, Prasarana 
dan Alat Kesehatan yang Telah 

Dilakukan Program Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan Oleh Rumah 
Sakit 

Jumlah Sarana, Prasarana 
dan Alat Kesehatan yang 

Telah Dilakukan Program 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Oleh Rumah 
Sakit 

4 Unit 65.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Utara || 
Desa 
Respen 

Tubu || 
1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

-   - 1.500.000.000,00 RSUD 
MALINAU 

  Pengadaan Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

    1.487.788.500,00             7.000.000.000,00   

  Tersedianya Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan yang 
Disediakan 

1 Unit 1.487.788.500,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Utara || 
Desa 
Respen 
Tubu || 
1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

-   - 7.000.000.000,00 RSUD 
MALINAU 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-101 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

disabilitas. 

  Pemeliharaan Rutin dan Berkala 
Alat Kesehatan/Alat Penunjang 
Medik Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

    120.000.000,00             500.000.000,00   

  Terpeliharanya Alat 
Kesehatan/Alat Penunjang 
Medik Fasilitas Layanan 

Kesehatan Sesuai Standar 

Jumlah Alat Kesehatan/Alat 
Penunjang Medik Fasilitas 
Layanan Kesehatan yang 

Terpelihara Sesuai Standar 

20 Unit 120.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Utara || 
Desa 
Respen 

Tubu || 
1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

-   - 500.000.000,00 RSUD 
MALINAU 

  Pengadaan Obat, Bahan Habis 

Pakai, Bahan Medis Habis 
Pakai,, Vaksin, Makanan dan 
Minuman di Fasilitas Kesehatan 

    600.000.000,00             12.000.000.000,00   

  Tersedianya Obat, Bahan Habis 
Pakai, Bahan Medis Habis 
Pakai, Vaksin, Makanan dan 
Minuman  di Fasilitas Kesehatan 

Jumlah Obat, Bahan Habis 
Pakai, Bahan Medis Habis 
Pakai, Vaksin, Makanan dan 
Minuman di Fasilitas 

Kesehatan  yang disediakan 

2 Paket 600.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Utara || 
Desa 
Respen 
Tubu || 

1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

-   - 12.000.000.000,00 RSUD 
MALINAU 

  Penyelenggaraan Sistem 
Informasi Kesehatan Secara 

Terintegrasi 

    265.142.400,00         -   500.000.000,00   

  -     265.142.400,00         -   500.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Sistem Informasi 
Kesehatan 

- 265.142.400,00           - 500.000.000,00   

  Pengelolaan Sistem Informasi     265.142.400,00             500.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-102 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kesehatan 

  Terlaksananya Pengelolaan 
Sistem Informasi Kesehatan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Sistem Informasi 
Kesehatan 

1 Dokumen 265.142.400,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Utara || 
Desa 
Respen 
Tubu || 
1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

-   - 500.000.000,00 RSUD 
MALINAU 

43. PROGRAM PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN 

    2.475.316.137,00             5.150.000.000,00   

    Rasio nakes dan named 
sesuai standar 

80 % 2.475.316.137,00           - 5.150.000.000,00   

  Perencanaan Kebutuhan dan 
Pendayagunaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan untuk UKP 
dan UKM di Wilayah 
Kabupaten/Kota 

    1.775.000.000,00         -   3.650.000.000,00   

  -     1.775.000.000,00         -   3.650.000.000,00   

    Jumlah Sumber Daya 

Manusia Kesehatan yang 
Memenuhi Standar di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan (Fasyankes) 

- 1.775.000.000,00           - 3.650.000.000,00   

  Pemenuhan Kebutuhan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan Sesuai 
Standar 

    1.775.000.000,00             3.650.000.000,00   

  Terpenuhinya Kebutuhan 
Sumber Daya Manusia 

Kesehatan di Fasilitas Layanan 
Kesehatan Sesuai Standar 

Jumlah Sumber Daya 
Manusia Kesehatan yang 

Memenuhi Standar di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan (Fasyankes) 

11 Orang 
Orang 

1.775.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Utara || 
Desa 
Respen 

Tubu || 
1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

-   - 3.650.000.000,00 RSUD 
MALINAU 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-103 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi Teknis 
Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

    700.316.137,00         -   1.500.000.000,00   

  -     700.316.137,00         -   1.500.000.000,00   

    Jumlah Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
yang Ditingkatkan Mutu dan 
Kompetensinya 

- 700.316.137,00           - 1.500.000.000,00   

  Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi Teknis 
Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

    700.316.137,00             1.500.000.000,00   

  Terlaksananya Pengembangan 

Mutu dan Peningkatan 
Kompetensi Teknis Sumber 
Daya Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
yang Ditingkatkan Mutu dan 
Kompetensinya 

22 Orang 

Orang 

700.316.137,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

-   - 1.500.000.000,00 RSUD 

MALINAU 

  Dinas Pekerjaan Umum, 
Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman 

    306.725.948.955,
27 

            294.730.547.470,
66 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    290.346.971.389,
58 

            283.201.800.388,
58 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

    269.491.801.414,
30 

            262.346.630.413,
30 

  

44. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    26.907.411.455,0

0 

            20.079.337.854,0

0 

  

    indeks IKM terhadap layanan 

perangkat daerah 

100 % 26.767.411.455,00           - 20.079.337.854,00   

  Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

    15.000.000,00         Pemerintah 

Daerah 

  15.000.000,00   

  -     15.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  15.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 

Penyelenggaraan Walidata 

- 15.000.000,00           - 15.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-104 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

  Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

    15.000.000,00             15.000.000,00   

  Terselenggaranya Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 

Daerah 

1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

-   - 15.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

    426.200.000,00         Pemerintah 

Daerah 

  0,00   

  -     426.200.000,00         Pemerintah 

Daerah 

  0,00   

    Jumlah Orang yang 
Mengikuti Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

- 426.200.000,00           - 0,00   

  Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

    426.200.000,00             0,00   

  Terlaksananya Bimbingan 
Teknis Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

20 Orang 426.200.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

-   - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    14.356.333.382,00         Pemerintah 
Daerah 

  13.490.551.854,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-105 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  -     14.356.333.382,00         Pemerintah 
Daerah 

  13.490.551.854,00   

    Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

- 1.085.756.528,00           - 1.279.975.000,00   

    Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

- 1.060.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 

Disediakan 

- 12.117.376.854,00           - 12.117.376.854,00   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan 

- 93.200.000,00           - 93.200.000,00   

  Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 

    1.060.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 

20000 Paket 1.060.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

-   - 0,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    93.200.000,00             93.200.000,00   

  Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

50450 Paket 93.200.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

-   - 93.200.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-106 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

disabilitas. 

  Penyediaan Bahan/Material     12.117.376.854,00             12.117.376.854,00   

  Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket 

Bahan/Material yang 
Disediakan 

344000 Paket 12.117.376.854,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Peningkatan 

Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 

dan Merata 

  - 12.117.376.854,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    1.085.756.528,00             1.279.975.000,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

25 Laporan 1.085.756.528,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

-   - 1.279.975.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

    7.238.878.073,00         Pemerintah 
Daerah 

  6.426.786.000,00   

  -     7.238.878.073,00         Pemerintah 
Daerah 

  6.426.786.000,00   

    Jumlah Unit Alat Besar yang 
Disediakan 

- 6.584.778.073,00           - 6.426.786.000,00   

    Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Disediakan 

- 654.100.000,00           - 0,00   

  Pengadaan Alat Besar     6.584.778.073,00             6.426.786.000,00   

  Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang 
Disediakan 

3 Unit 6.584.778.073,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

Peningkatan 
Infrastruktur 

  - 6.426.786.000,00 Dinas 
Pekerjaan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-107 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 

Berkualitas 
dan Merata 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

    654.100.000,00             0,00   

  Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

167 Unit 654.100.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

-   - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

    154.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  70.000.000,00   

  -     154.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  70.000.000,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

- 84.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

- 70.000.000,00           - 70.000.000,00   

  Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

    84.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 

7 Laporan 84.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

-   - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-108 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Disediakan sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

  Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

    70.000.000,00             70.000.000,00   

  Tersedianya Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

102 Laporan 70.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

-   - 70.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

    4.717.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  77.000.000,00   

  -     4.717.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  77.000.000,00   

    Jumlah Alat Besar yang 
Dipelihara dan dibayarkan 

Perizinannya 

- 3.500.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

- 1.000.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara  

- 70.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 

- 70.000.000,00           - 0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-109 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Dipelihara/Direhabilitasi 

    Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

- 77.000.000,00           - 77.000.000,00   

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

    1.000.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

38 Unit 1.000.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 

Berkualitas 
dan Merata 

  - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
BiayaPemeliharaan dan 
Perizinan Alat Besar 

    3.500.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan 

Perizinan Alat Besar 

Jumlah Alat Besar yang 
Dipelihara dan dibayarkan 

Perizinannya 

38 Unit 3.500.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Peningkatan 
Infrastruktur 

Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

    70.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara  

50 Unit 70.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 

-   - 0,00 Dinas 

Pekerjaan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-110 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

    70.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 70.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

-   - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

    77.000.000,00             77.000.000,00   

  Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

140 Unit 77.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

-   - 77.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-111 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

45. PROGRAM PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA AIR (SDA) 

    11.150.000.000,0
0 

            11.150.000.000,0
0 

  

    Persentase Luas layanan 
irigasi multikomoditas 
kewenangan kab/kota 

50.7 % 2.300.000.000,00           - 2.000.000.000,00   

    Persentase Peningkatan 
Perlindungan Kawasan 
Permukiman Rawan Banjir 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

10.47 % 8.850.000.000,00           - 9.150.000.000,00   

  Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai pada Wilayah 
Sungai (WS) dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

    8.850.000.000,00         masyarakat   9.150.000.000,00   

  -     8.850.000.000,00         masyarakat   9.150.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Rencana 

Teknis dan Dokumen 
Lingkungan Hidup untuk 
Konstruksi Pengendali 
Banjir, Lahar, dan Pengaman 

Pantai yang Disusun 

- 800.000.000,00           - 800.000.000,00   

    Panjang Kanal Banjir yang 
Dibangun 

- 500.000.000,00           - 0,00   

    Panjang Kanal Banjir yang 
Dioperasikan dan Dipelihara 

- 350.000.000,00           - 350.000.000,00   

    Panjang Tanggul Sungai yang 
Dibangun 

- 7.200.000.000,00           - 8.000.000.000,00   

  Operasi dan Pemeliharaan Kanal 
Banjir 

    350.000.000,00             350.000.000,00   

  Beroperasi dan Terpeliharanya 
Kanal Banjir 

Panjang Kanal Banjir yang 
Dioperasikan dan Dipelihara 

13 KM 350.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 

keamanan 
negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 

melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 

ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 
Struktural 
dan 

Struktural 
Dalam 
Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 

Perubahan 
Iklim 

  - 350.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pembangunan Kanal Banjir     500.000.000,00             0,00   

  Terbangunnya Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang 
Dibangun 

1 KM 500.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pekerjaan 

- -   - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-112 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Umum Kawasan 
Permukiman 

  Pembangunan Tanggul Sungai     7.200.000.000,00             8.000.000.000,00   

  Terbangunnya Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang 
Dibangun 

0.16 KM 7.200.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 
Barat || 

Desa 
Tanjung 
Lapang 
|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 

Umum 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 

pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 

ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 
Struktural 
dan 
Struktural 
Dalam 

Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

  - 8.000.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Penyusunan Rencana Teknis 
dan Dokumen Lingkungan 
Hidup untuk Konstruksi 
Pengendali Banjir, Lahar, dan 

Pengaman Pantai 

    800.000.000,00             800.000.000,00   

  Tersusunnya Rencana Teknis 
dan Dokumen Lingkungan 

Hidup untuk Konstruksi 
Pengendali Banjir, Lahar, dan 
Pengaman Pantai 

Jumlah Dokumen Rencana 
Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup untuk 
Konstruksi Pengendali 
Banjir, Lahar, dan Pengaman 
Pantai yang Disusun 

1 Dokumen 800.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

2.Memantapk
an sistem 

pertahanan 
keamanan 
negara dan 
mendorong 

kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 
pangan, 

energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 

ekonomi biru 

Mitigasi 
Struktural 

dan 
Struktural 
Dalam 
Penanggulang

an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

  - 800.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

  Pengembangan dan Pengelolaan 

Sistem Irigasi Primer dan 
Sekunder pada Daerah Irigasi 
yang Luasnya di Bawah 1000 Ha 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

    2.300.000.000,00         masyarakat   2.000.000.000,00   

  -     2.300.000.000,00         masyarakat   2.000.000.000,00   

    Jumlah Dukungan Teknis 
bidang Irigasi dan Rawa yang 
Disusun 

- 200.000.000,00           - 0,00   

    Panjang Jaringan Irigasi 
Permukaan yang 
Dioperasikan dan Dipelihara 

- 100.000.000,00           - 0,00   

    Panjang Jaringan Irigasi 
Permukaan yang 

Ditingkatkan 

- 2.000.000.000,00           - 2.000.000.000,00   

  Peningkatan Jaringan Irigasi 

Permukaan 

    2.000.000.000,00             2.000.000.000,00   

  Meningkatnya Jaringan Irigasi 
Permukaan 

Panjang Jaringan Irigasi 
Permukaan yang 

Ditingkatkan 

0.74 KM 2.000.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan

2.Memantapk
an sistem 

pertahanan 

Mitigasi 
Struktural 

dan 

  - 2.000.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-113 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

keamanan 
negara dan 
mendorong 

kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 
pangan, 

energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 

ekonomi biru 

Struktural 
Dalam 
Penanggulang

an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

  Operasi dan Pemeliharaan 

Jaringan Irigasi Permukaan 

    100.000.000,00             0,00   

  Beroperasi dan Terpeliharanya 

Jaringan Irigasi Permukaan 

Panjang Jaringan Irigasi 

Permukaan yang 
Dioperasikan dan Dipelihara 

0,5 KM 100.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

- -   - 0,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

  Penyusunan Dukungan Teknis 

bidang Irigasi dan Rawa 

    200.000.000,00             0,00   

  Tersusunnya Dukungan Teknis 
bidang Irigasi dan Rawa 

Jumlah Dukungan Teknis 
bidang Irigasi dan Rawa yang 

Disusun 

2 Dokumen 200.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

- -   - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

46. PROGRAM PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN SISTEM 

PENYEDIAAN AIR MINUM 

    36.067.097.400,0
0 

            35.200.000.000,0
0 

  

    Persentase rumah tangga 

mendapat akses layanan air 
minum yang layak 

75 % 36.067.097.400,00           - 35.200.000.000,00   

  Pengelolaan dan Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) di Daerah 
Kabupaten/Kota 

    36.067.097.400,00         masyarakat   35.200.000.000,00   

  -     36.067.097.400,00         masyarakat   35.200.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Rencana, 
Kebijakan, Strategi dan 
Teknis Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) yang disusun 

- 1.117.097.400,00           - 600.000.000,00   

    Jumlah Sambungan Rumah 
yang terlayani oleh perluasan 
Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) Jaringan 
Perpipaan 

- 7.000.000.000,00           - 7.000.000.000,00   

    Jumlah Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) yang 
Dioperasikan dan Dipelihara 

- 2.900.000.000,00           - 2.900.000.000,00   

    Kapasitas Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) Jaringan 
Perpipaan yang dibangun 

- 25.050.000.000,00           - 24.700.000.000,00   

  Penyusunan Rencana, 
Kebijakan, Strategi dan Teknis 
Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) 

    1.117.097.400,00             600.000.000,00   

  Tersusunnya Rencana, Jumlah Dokumen Rencana, 1 Dokumen 1.117.097.400,00 Kab. DAU yang 2.Memantapk Meningkatka   - 600.000.000,00 Dinas 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-114 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kebijakan, Strategi dan Teknis 
Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) 

Kebijakan, Strategi dan 
Teknis Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) yang disusun 

Malinau Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pekerjaan 
Umum 

an sistem 
pertahanan 
keamanan 

negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 

swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 

ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pembangunan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM) 
Jaringan Perpipaan 

    25.050.000.000,00             24.700.000.000,00   

  Terbangunnya Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM) 
Jaringan Perpipaan 

Kapasitas Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) Jaringan 
Perpipaan yang dibangun 

1 Liter/Detik 25.050.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Pujungan 
|| Desa 
Long 
Aran || 1 

|| 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Pujungan 

|| Desa 
Long 
Pujungan 
|| 1 || 

Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n Sungai 
Tubu || 
Desa 

Long 
Pada || 
1 || 
Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 

keamanan 
negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 

melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 

ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 24.700.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-115 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Selatan 
|| Desa 
Paya 
Seturan 

|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Selatan 
|| Desa 
Pelencau 
|| 1 || 

Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Selatan 
Hilir || 
Desa 
Setarap 
|| 1 || 

Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Selatan 
Hilir || 
Desa 
Long 
Adiu || 1 

  Operasi dan Pemeliharaan 
Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) 

    2.900.000.000,00             2.900.000.000,00   

  Beroperasi dan Terpeliharanya 
Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) 

Jumlah Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) yang 

Dioperasikan dan Dipelihara 

2 Unit 2.900.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Utara || 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

2.Memantapk
an sistem 

pertahanan 
keamanan 
negara dan 
mendorong 

kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 2.900.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-116 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Desa 
Respen 
Tubu || 

1 

pangan, 
energi, air, 
ekonomi 

kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

  Perluasan Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Jaringan 
Perpipaan 

    7.000.000.000,00             7.000.000.000,00   

  Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Jaringan Perpipaan yang 
mendapatkan Perluasan 

Jumlah Sambungan Rumah 
yang terlayani oleh perluasan 
Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) Jaringan 
Perpipaan 

80 SR 7.000.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Selatan 
Hulu || 
Desa 

Metut || 
1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Selatan 
Hilir || 
Desa 

Setarap 
|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n Sungai 
Boh || 
Desa 
Mahak 
Baru || 

1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n Sungai 

Boh || 
Desa 
Agung 
Baru || 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 

keamanan 
negara dan 
mendorong 
kemandirian 

bangsa 
melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 

ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 7.000.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-117 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

1 

47. PROGRAM PENGEMBANGAN 
SISTEM DAN PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN REGIONAL 

    3.000.000.000,00             3.000.000.000,00   

    Persentase rumah tangga 
yang dilayani pengangkutan 
sampah terjadwal ke 
TPS/TPA 

22.40 % 3.000.000.000,00           - 3.000.000.000,00   

  Pengembangan Sistem dan 
Pengelolaan Persampahan di 

Daerah Kabupaten/Kota 

    3.000.000.000,00         masyarakat   3.000.000.000,00   

  -     3.000.000.000,00         masyarakat   3.000.000.000,00   

    Kapasitas 
TPA/TPST/SPA/TPS3R yang 
dibangun 

- 3.000.000.000,00           - 3.000.000.000,00   

  Pembangunan 
TPA/TPST/SPA/TPS-3R 

    3.000.000.000,00             3.000.000.000,00   

  Terbangunnya 
TPA/TPST/SPA/TPS-3R 

Kapasitas 
TPA/TPST/SPA/TPS3R yang 
dibangun 

1 Ton/hari 3.000.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Selatan 
|| Desa 
Langap 

|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Selatan 
Hilir || 
Desa 
Setulang 

|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Selatan 
Hulu || 
Desa 
Tanjung 

Nanga || 
1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 3.000.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

48. PROGRAM PENGELOLAAN 
DAN PENGEMBANGAN SISTEM 
AIR LIMBAH 

    4.600.000.000,00             5.600.000.000,00   

    Persentase rumah tangga 92.1 % 4.600.000.000,00           - 5.600.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-118 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

yang dilayani SPALD (Sistem 
Pengelolaan Air Limbah 
Domestik) 

  Pengelolaan dan Pengembangan 
Sistem Air Limbah Domestik 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 

    4.600.000.000,00         masyarakat   5.600.000.000,00   

  -     4.600.000.000,00         masyarakat   5.600.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Rencana, 
Kebijakan, Strategi dan 
Teknis Sistem Pengelolaan 

Air Limbah Domestik 
(SPALD) yang disusun 

- 800.000.000,00           - 800.000.000,00   

    Kapasitas  Instalasi 

Pengolahan Lumpur Tinja 
(IPLT) Terbangun 

- 1.000.000.000,00           - 2.000.000.000,00   

    Kapasitas Sistem 
Pengelolaan Air Limbah 
Domestik (SPALD) Terpusat 

- 2.800.000.000,00           - 2.800.000.000,00   

  Pembangunan Instalasi 
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 

    1.000.000.000,00             2.000.000.000,00   

  Terbangunnya Instalasi 
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 

Kapasitas  Instalasi 
Pengolahan Lumpur Tinja 
(IPLT) Terbangun 

1 M³/Hari 1.000.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Barat || 
Desa 
Sesua || 
1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pekerjaan 
Umum 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 2.000.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Penyusunan Rencana, 
Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Pengelolaan Air Limbah 
Domestik (SPALD) 

    800.000.000,00             800.000.000,00   

  Tersusunnya Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan Teknis 
Sistem Pengelolaan Air Limbah 
Domestik (SPALD) 

Jumlah Dokumen Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan 
Teknis Sistem Pengelolaan 
Air Limbah Domestik 
(SPALD) yang disusun 

1 Dokumen 800.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 

Umum 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 800.000.000,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-119 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Pembangunan Sistem 
Pengelolaan Air Limbah 
Domestik (SPALD) Terpusat 

    2.800.000.000,00             2.800.000.000,00   

  Terbangunnya Sistem 
Pengelolaan Air Limbah 
Domestik 

Kapasitas Sistem 
Pengelolaan Air Limbah 
Domestik (SPALD) Terpusat 

1 M³/Hari 2.800.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Selatan 
Hulu || 
Desa 

Nahakra
mo || 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 2.800.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

49. PROGRAM PENGELOLAAN 

DAN PENGEMBANGAN SISTEM 
DRAINASE 

    8.327.747.625,98             8.327.747.625,98   

    Persentase Peningkatan 
Perlindungan Kawasan 
Permukiman Rawan Banjir 
Kewenangan Kabupaten 

40 % 8.327.747.625,98           - 8.327.747.625,98   

  Pengelolaan dan Pengembangan 
Sistem Drainase yang 
Terhubung Langsung dengan 

Sungai dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

    8.327.747.625,98         masyarakat   8.327.747.625,98   

  -     8.327.747.625,98         masyarakat   8.327.747.625,98   

    Jumlah Sistem Drainase 
Lingkungan yang 

Ditingkatkan 

- 800.000.000,00           - 800.000.000,00   

    Jumlah Sistem Drainase 

Perkotaan yang Ditingkatkan 

- 5.327.747.625,98           - 5.327.747.625,98   

    Panjang Saluran Drainase 

Lingkungan yang Dibangun 

- 2.200.000.000,00           - 2.200.000.000,00   

  Pembangunan Sistem Drainase 
Lingkungan 

    2.200.000.000,00             2.200.000.000,00   

  Terbangunnya Sistem Drainase 
Lingkungan 

Panjang Saluran Drainase 
Lingkungan yang Dibangun 

1400 M 2.200.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 

-   - 2.200.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-120 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Malinau 
Selatan 
|| Desa 

Langap 
|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Selatan 
Hilir || 
Desa 

Gong 
Solok || 
1 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

  Peningkatan Sistem Drainase 
Lingkungan 

    800.000.000,00             800.000.000,00   

  Meningkatnya Sistem Drainase 
Lingkungan 

Jumlah Sistem Drainase 
Lingkungan yang 
Ditingkatkan 

1 Sistem 
Drainase 

Lingkungan 

800.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 

Umum 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

-   - 800.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Peningkatan Sistem Drainase 
Perkotaan 

    5.327.747.625,98             5.327.747.625,98   

  Meningkatnya Sistem Drainase 
Perkotaan 

Jumlah Sistem Drainase 
Perkotaan yang Ditingkatkan 

2 Sistem 
Drainase 
Perkotaan 

5.327.747.625,98 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 

Kota || 1 
|| 
Provinsi 
Kalimant

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

-   - 5.327.747.625,98 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-121 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 

Desa 
Malinau 
Hulu || 
1 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

50. PROGRAM PENATAAN 
BANGUNAN GEDUNG 

    56.292.699.211,8
0 

            56.292.699.211,8
0 

  

    Persentase bangunan gedung 
negara yang dibangun/rehab 
sesuai dokumen teknis 

47 % 56.292.699.211,80           - 56.292.699.211,80   

  Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung di Wilayah Daerah 
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) dan 
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 
Gedung 

    56.292.699.211,80         masyarakat   56.292.699.211,80   

  -     56.292.699.211,80         masyarakat   56.292.699.211,80   

    Jumlah Bangunan Gedung 
untuk Kepentingan Strategis 
Daerah Kabupaten/Kota 
yang Diubahsuaikan 

- 2.700.000.000,00           - 2.700.000.000,00   

    Jumlah Bangunan Gedung 
yang dibangun, 
dimanfaatkan, dilestarikan 

dan/atau dibongkar untuk 
Kepentingan Strategis 
Daerah Kabupaten/Kota 

- 53.192.699.211,80           - 53.192.699.211,80   

    Jumlah Penerbitan 
Persetujuan Bangunan 
Gedung (PBG), Sertifikat Laik 
Fungsi (SLF), Surat Bukti 

Kepemilikan Bangunan 
Gedung (SBKBG),  Rencana 
Teknis Pembongkaran 
Bangunan Gedung (RTB), 
Tim Profesi Ahli (TPA), Tim 

Penilai Teknis (TPT), Penilik, 
dan Pendataan Bangunan 
Gedung melalui SIMBG 

- 400.000.000,00           - 400.000.000,00   

  Pengubahsuaian Bangunan 
Gedung untuk Kepentingan 
Strategis Daerah 
Kabupaten/Kota 

    2.700.000.000,00             2.700.000.000,00   

  Bangunan Gedung untuk 
Kepentingan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota yang 
mendapatkan Pengubahsuaian 

Jumlah Bangunan Gedung 
untuk Kepentingan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota 
yang Diubahsuaikan 

7 Bangunan 
Gedung 

2.700.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Selatan 
|| Desa 
Long 

Loreh || 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

3.Melanjutka
n 

pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 
meningkatkan 

lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa

n, 

-   - 2.700.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-122 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

1 || 
Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Mentaran
g || Desa 
Pulau 
Sapi || 1 

|| 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Selatan 
Hulu || 
Desa 
Metut || 

1 

mengembang
kan industri 
kreatif serta 

mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 

produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

  Penyelenggaraan Penerbitan 

Persetujuan Bangunan Gedung 
(PBG), Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF), Surat Bukti Kepemilikan 
Bangunan Gedung (SBKBG),  
Rencana Teknis Pembongkaran 

Bangunan Gedung (RTB),  Tim 
Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai 
Teknis (TPT), Penilik, dan 
Pendataan Bangunan Gedung 

melalui SIMBG 

    400.000.000,00             400.000.000,00   

  Terselenggaranya Penerbitan 
Persetujuan Bangunan Gedung 

(PBG), Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF), Surat Bukti Kepemilikan 
Bangunan Gedung (SBKBG),  
Rencana Teknis Pembongkaran 

Bangunan Gedung (RTB), Tim 
Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai 
Teknis (TPT), Penilik, dan 
Pendataan Bangunan Gedung 
melalui SIMBG 

Jumlah Penerbitan 
Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG), Sertifikat Laik 
Fungsi (SLF), Surat Bukti 
Kepemilikan Bangunan 
Gedung (SBKBG),  Rencana 

Teknis Pembongkaran 
Bangunan Gedung (RTB), 
Tim Profesi Ahli (TPA), Tim 
Penilai Teknis (TPT), Penilik, 
dan Pendataan Bangunan 

Gedung melalui SIMBG 

10 Dokumen 400.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

3.Melanjutka
n 

pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 

meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 

kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 

mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 

sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

-   - 400.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-123 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Pembangunan, Pemanfaatan,  
Pelestariaan dan Pembongkaran 
Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah 
Kabupaten/Kota 

    53.192.699.211,80             53.192.699.211,80   

  Terlaksananya Pembangunan, 

Pemanfaatan,  Pelestariaan dan 
Pembongkaran Bangunan 
Gedung untuk Kepentingan 
Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Bangunan Gedung 

yang dibangun, 
dimanfaatkan, dilestarikan 
dan/atau dibongkar untuk 
Kepentingan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota 

24 Bangunan 

Gedung 

53.192.699.211,80 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n Kayan 
Hilir || 
Desa 

Data 
Dian || 1 
|| 
Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n Bahau 
Hulu || 
Desa 
Long 

Alango || 
1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Selatan 
|| Desa 
Long 

Loreh || 
1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Selatan 
Hilir || 
Desa 

Setarap 
|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 

Umum 

3.Melanjutka

n 
pengembanga
n 
infrastruktur 

dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 

mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 

kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 

industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

-   - 53.192.699.211,80 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-124 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Barat || 
Desa 
Long Bila 
|| 1 || 

Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Mentaran

g || Desa 
Pulau 
Sapi || 1 
|| 
Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Selatan 

Hulu || 
Desa 
Metut || 
1 || 
Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n Kayan 
Selatan 
|| Desa 

Long 
Ampung 
|| 1 

51. PROGRAM 
PENYELENGGARAAN JALAN 

    118.620.507.070,
52 

            118.620.507.070,
52 

  

    Persentase jalan dalam 
kondisi mantap 

35 % 118.620.507.070,5
2 

          - 118.620.507.070,5
2 

  

  Penyelenggaraan Jalan 
Kabupaten/Kota 

    118.620.507.070,5
2 

        masyarakat   118.620.507.070,5
2 

  

  -     118.620.507.070,5

2 

        masyarakat   118.620.507.070,5

2 

  

    Jumlah Jembatan yang 

Dipelihara Secara Rutin 

- 451.757.070,52           - 451.757.070,52   

    Panjang Jalan/Jembatan 

yang Disurvey Kondisinya 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Panjang Jalan yang 
Dibangun Sampai 

Perkerasan 

- 31.000.000.000,00           - 40.068.750.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-125 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Panjang Jalan yang 
Dipelihara Secara Berkala 

- 1.500.000.000,00           - 1.500.000.000,00   

    Panjang Jalan yang 
Dipelihara Secara Rutin 

- 2.000.000.000,00           - 2.000.000.000,00   

    Panjang Jalan yang 
Direhabilitasi 

- 0,00           - 5.000.000.000,00   

    Panjang Jalan yang 
Direkonstruksi 

- 39.568.750.000,00           - 28.500.000.000,00   

    Panjang  jembatan yang 
dibangun 

- 40.000.000.000,00           - 40.000.000.000,00   

    Panjang  Jembatan yang 
Dipelihara Secara Berkala 

- 1.000.000.000,00           - 1.000.000.000,00   

    Panjang  Jembatan yang 

Direhabilitasi 

- 3.000.000.000,00           - 0,00   

  Survey Kondisi Jalan/Jembatan     100.000.000,00             100.000.000,00   

  Jalan/Jembatan yang 
mendapatkan Survey Kondisi 

Panjang Jalan/Jembatan 
yang Disurvey Kondisinya 

150 KM 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 

Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

3.Melanjutka
n 

pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 
meningkatkan 

lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa

n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 

mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 

produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 
Infrastruktur 

Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pemeliharaan Rutin Jalan     2.000.000.000,00             2.000.000.000,00   

  Terlaksananya Pemeliharaan 

Rutin Jalan 

Panjang Jalan yang 

Dipelihara Secara Rutin 

1.5 KM 2.000.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 

Umum 

3.Melanjutka

n 
pengembanga
n 
infrastruktur 

dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 

mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 

kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 

industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 

Peningkatan 

Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 

Berkualitas 
dan Merata 

  - 2.000.000.000,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-126 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

aktif koperasi. 

  Pembangunan Jalan     31.000.000.000,00             40.068.750.000,00   

  Terlaksananya Pembangunan 

Jalan 

Panjang Jalan yang 

Dibangun Sampai 
Perkerasan 

16.355 KM 31.000.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Utara || 
Desa 

Respen 
Tubu || 
1 || 
Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Tanjung 
Keranjan
g || 1 || 
Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Mentaran
g || Desa 
Harapan 

Maju || 
1 || 
Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Barat || 
Desa 
Sempaya

ng || 1 
|| 
Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

3.Melanjutka

n 
pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 

meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 

kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 

kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 

sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 

Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 

dan Merata 

  - 40.068.750.000,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-127 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kecamata
n 
Malinau 

Barat || 
Desa 
Tanjung 
Lapang 
|| 1 

  Rehabilitasi Jalan     0,00             5.000.000.000,00   

  Terlaksananya Rehabilitasi 
Jalan 

Panjang Jalan yang 
Direhabilitasi 

3.5 KM 0,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n Kayan 

Selatan 
|| Desa 
Lidung 
Payau || 
1 || 

Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n Kayan 
Selatan 

|| Desa 
Long Uro 
|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pekerjaan 
Umum 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 

infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 

kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 

mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 

agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 

melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 

Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 5.000.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pemeliharaan Berkala Jalan     1.500.000.000,00             1.500.000.000,00   

  Terlaksananya Pemeliharaan 

Berkala Jalan 

Panjang Jalan yang 

Dipelihara Secara Berkala 

2 KM 1.500.000.000,00 Kab. 

Malinau 

DAU yang 

Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

3.Melanjutka

n 
pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 

meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 

mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 

kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 

sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 

Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 

dan Merata 

  - 1.500.000.000,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

  Rehabilitasi Jembatan     3.000.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Rehabilitasi 
Jembatan 

Panjang  Jembatan yang 
Direhabilitasi 

0 Meter 3.000.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

- -   - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-128 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

  Rekonstruksi Jalan     39.568.750.000,00             28.500.000.000,00   

  Terlaksananya Rekonstruksi 
Jalan 

Panjang Jalan yang 
Direkonstruksi 

10 KM 39.568.750.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Mentaran
g || Desa 
Mentaran
g Baru || 

1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Kota || 
Desa 
Malinau 
Hulu || 

1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Utara || 
Desa 
Kaliamok 
|| 1 || 

Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 
Utara || 

Desa 
Belayan 
|| 1 || 
Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

3.Melanjutka
n 
pengembanga

n 
infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 

kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa

n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang

kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 

melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 

Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 28.500.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-129 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Barat || 
Desa 
Punan 
Bengalun 

|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Mentaran
g || Desa 
Lidung 
Kemenci 
|| 1 || 

Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Kota || 
Desa 
Batu 
Lidung 
|| 1 

  Pemeliharaan Berkala Jembatan     1.000.000.000,00             1.000.000.000,00   

  Terlaksananya Pemeliharaan 
Berkala Jembatan 

Panjang  Jembatan yang 
Dipelihara Secara Berkala 

50 Meter 1.000.000.000,00 Kab. 
Malinau 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pekerjaan 
Umum 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 

infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 

kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 

mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 

agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 

melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 

Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 1.000.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pemeliharaan Rutin Jembatan     451.757.070,52             451.757.070,52   

  Terpeliharanya Jembatan Secara Jumlah Jembatan yang 1 Jembatan 451.757.070,52 Kab. DAU yang 3.Melanjutka Peningkatan   - 451.757.070,52 Dinas 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-130 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Rutin Dipelihara Secara Rutin Malinau Ditentukan 
Penggunaan
nya Bidang 

Pekerjaan 
Umum 

n 
pengembanga
n 

infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 

berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang

kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 

agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 

aktif koperasi. 

Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 

Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pembangunan Jembatan     40.000.000.000,00             40.000.000.000,00   

  Terlaksananya Pembangunan 
Jembatan 

Panjang  jembatan yang 
dibangun 

150 Meter 40.000.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Barat || 
Desa 
Tanjung 

Lapang 
|| 1 

DAU yang 
Ditentukan 
Penggunaan

nya Bidang 
Pekerjaan 
Umum 

3.Melanjutka
n 
pengembanga

n 
infrastruktur 
dan 
meningkatkan 

lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa

n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang

kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 

produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 

Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 40.000.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

52. PROGRAM PENGEMBANGAN 
JASA KONSTRUKSI 

    2.000.000.000,00             2.000.000.000,00   

    persentase Tenaga 
Operator/Teknisi/Analisis 
yang memiliki Sertifikat 
Kompetensi 

100 % 1.125.000.000,00           - 1.125.000.000,00   

    - - 875.000.000,00           - 875.000.000,00   

  Penyelenggaraan Pelatihan 
Tenaga Terampil Konstruksi 

    875.000.000,00         masyarakat   875.000.000,00   

  -     875.000.000,00         masyarakat   875.000.000,00   

    Jumlah Dokumen SOP 

Penyelenggaraan Pelatihan 
Tenaga Kerja Konstruksi 
Kualifikasi Jabatan Operator, 
Teknisi atau Analis yang 

- 350.000.000,00           - 350.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-131 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Disediakan 

    Jumlah Tenaga Kerja 
Konstruksi Kualifikasi 
Jabatan Operator dan 
Teknisi atau Analis yang 
Difasilitasi Sertifikasi 

- 525.000.000,00           - 525.000.000,00   

  Fasilitasi Sertifikasi Tenaga 
Kerja Konstruksi Kualifikasi 

Jabatan Operator dan Teknisi 
atau Analis 

    525.000.000,00             525.000.000,00   

  Terfasilitasinya Sertifikasi 
Tenaga Kerja Konstruksi 
Kualifikasi Jabatan Operator 
dan Teknisi atau Analis 

Jumlah Tenaga Kerja 
Konstruksi Kualifikasi 
Jabatan Operator dan 
Teknisi atau Analis yang 
Difasilitasi Sertifikasi 

15 Orang 525.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

-   - 525.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Penyediaan SOP 
Penyelenggaraan Pelatihan 
Tenaga Kerja Konstruksi 

Kualifikasi Jabatan Operator, 
Teknisi atau Analis 

    350.000.000,00             350.000.000,00   

  Tersedianya SOP 
Penyelenggaraan Pelatihan 
Tenaga Kerja Konstruksi 
Kualifikasi Jabatan Operator, 
Teknisi atau Analis 

Jumlah Dokumen SOP 
Penyelenggaraan Pelatihan 
Tenaga Kerja Konstruksi 
Kualifikasi Jabatan Operator, 
Teknisi atau Analis yang 

Disediakan 

200 Dokumen 350.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

-   - 350.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Penyelenggaraan Sistem 
Informasi Jasa Konstruksi 

    250.000.000,00         masyarakat   250.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-132 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

  -     250.000.000,00         masyarakat   250.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Data dan 
Informasi Jasa Konstruksi 
Cakupan Kabupaten/Kota 
yang Disediakan 

- 250.000.000,00           - 250.000.000,00   

  Penyediaan Data dan Informasi 
Jasa Konstruksi Cakupan 
Kabupaten/Kota 

    250.000.000,00             250.000.000,00   

  Tersedianya Data dan Informasi 
Jasa Konstruksi Cakupan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Data dan 
Informasi Jasa Konstruksi 
Cakupan Kabupaten/Kota 

yang Disediakan 

1 Dokumen 250.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

-   - 250.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pengawasan Tertib Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan dan Tertib 
Pemanfaatan Jasa Konstruksi 

    875.000.000,00         Peyedia Jasa   875.000.000,00   

  -     875.000.000,00         Peyedia Jasa   875.000.000,00   

    Jumlah Badan Usaha Jasa 

Konstruksi Kabupaten/Kota 
yang Diawasi dan Dievaluasi 
Tertib Usaha 

- 250.000.000,00           - 250.000.000,00   

    Jumlah Bangunan 
Konstruksi Kabupaten/Kota 
yang Diawasi dan Dievaluasi 
Tertib Pemanfaatan Produk 

- 275.000.000,00           - 275.000.000,00   

    Jumlah Paket Pekerjaan Jasa 
Konstruksi Kabupaten/Kota 
yang Diawasi dan Dievaluasi 

Tertib Penyelenggaraan 

- 350.000.000,00           - 350.000.000,00   

  Pengawasan dan Evaluasi Tertib 

Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi Kabupaten/Kota 

    350.000.000,00             350.000.000,00   

  Jasa Konstruksi 
Kabupaten/Kota yang 
mendapatkan Pengawasan dan 
Evaluasi Tertib Penyelenggaraan 

Jumlah Paket Pekerjaan Jasa 
Konstruksi Kabupaten/Kota 
yang Diawasi dan Dievaluasi 
Tertib Penyelenggaraan 

6 Paket 
Pekerjaan 

350.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 
infrastruktur 

dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 

mendorong 

-   - 350.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-133 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kewirausahaa
n, 
mengembang

kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 

industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

  Pengawasan dan Evaluasi Tertib 
Pemanfaatan Produk Jasa 

Konstruksi Kabupaten/Kota 

    275.000.000,00             275.000.000,00   

  Jasa Konstruksi 

Kabupaten/Kota yang 
mendapatkan Pengawasan dan 
Evaluasi Tertib Pemanfaatan 
Produk 

Jumlah Bangunan 

Konstruksi Kabupaten/Kota 
yang Diawasi dan Dievaluasi 
Tertib Pemanfaatan Produk 

10 Bangunan 

Konstruksi 

275.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

3.Melanjutka

n 
pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 

meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 

kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 

kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 

sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

-   - 275.000.000,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

  Pengawasan dan Evaluasi Tertib 
Usaha Jasa Konstruksi 
Kabupaten/Kota 

    250.000.000,00             250.000.000,00   

  Jasa Konstruksi 
Kabupaten/Kota yang 

mendapatkan Pengawasan dan 
Evaluasi Tertib Usaha 

Jumlah Badan Usaha Jasa 
Konstruksi Kabupaten/Kota 

yang Diawasi dan Dievaluasi 
Tertib Usaha 

250000000 
Badan Usaha 

250.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 

pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 
meningkatkan 

lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa

n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 

mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 

-   - 250.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-134 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

sentra 
produksi 
melalui peran 

aktif koperasi. 

53. PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

    2.526.338.651,00             2.076.338.651,00   

    Meningkatnya kualitas 

pelaksanaan perencanaan 
tata ruang 

44.8330 % 575.000.000,00           - 175.000.000,00   

    Persentase Pelaksanaan  
Pemanfaatan Ruang Daerah 

33.30 % 450.000.000,00           - 450.000.000,00   

    Persentase pelaksanaan 

perencanaan tata ruang di 
daerah 

44.83 % 700.000.000,00           - 700.000.000,00   

    Pesentase Pelaksanaan  
Pengendalian Pemanfaatan 
Tata Ruang Daerah  

22.91 % 351.338.651,00           - 351.338.651,00   

  Penetapan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) dan Rencana 
Rinci Tata Ruang (RRTR) 
Kabupaten/Kota 

    900.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  900.000.000,00   

  -     900.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  900.000.000,00   

    Jumlah dokumen 
administrasi persetujuan 
substansi RDTR 

Kabupaten/Kota 

- 0,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Kebijakan 

Perda/Perkada selain RTRW 
Kabupaten/Kota 

- 600.000.000,00           - 600.000.000,00   

    Jumlah laporan sosialisasi 
kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan bidang 
penataan ruang. 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Perkada RDTR 
Kabupaten/Kota 

- 100.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah publikasi informasi 
penataan ruang 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Penetapan Kebijakan dalam 
rangka Pelaksanaan Penataan 
Ruang 

    600.000.000,00             600.000.000,00   

  Tersedianya Dokumen 
Kebijakan Pelaksanaan 
Penataan Ruang selain RTRW 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Kebijakan 
Perda/Perkada selain RTRW 
Kabupaten/Kota 

4 Dokumen 600.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga

n 
infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 

kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 

mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang

kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 

Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 600.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-135 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

  Pelaksanaan Persetujuan 
Substansi RDTR 
Kabupaten/Kota 

    0,00             100.000.000,00   

  Terpenuhinya dokumen 
administrasi dan 

penyempurnaan dokumen hasil 
evaluasi dan masukan pada 
forum lintas sektor dalam 
rangka penerbitan persetujuan 
substansi 

Jumlah dokumen 
administrasi persetujuan 

substansi RDTR 
Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 0,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 

pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 
meningkatkan 

lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 

kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 

mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 

produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 
Infrastruktur 

Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Penyebarluasan Informasi 
Penataan Ruang 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Tersampaikannya informasi 
penataan ruang kepada 
masyarakat 

Jumlah publikasi informasi 
penataan ruang 

1 Publikasi 100.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Kota || 
Desa 
Malinau 
Hulu || 

1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 

infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 

berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 

mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 

agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 

aktif koperasi. 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 

Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Penetapan RDTR 

Kabupaten/Kota 

    100.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Perkada RDTR 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Perkada RDTR 

Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- -   - 0,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-136 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kawasan 
Permukiman 

  Sosialisasi Kebijakan dan 
Peraturan Perundang-Undangan 
Bidang Penataan Ruang 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya sosialisasi 
kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan bidang 

penataan ruang. 

Jumlah laporan sosialisasi 
kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan bidang 

penataan ruang. 

1 Laporan 100.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 

Hulu || 
1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga

n 
infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 

kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa

n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang

kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 

melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 

Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Tata Ruang 
Daerah Kabupaten/Kota 

    575.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  175.000.000,00   

  -     575.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  175.000.000,00   

    Jumlah data SHP Peta Dasar - 400.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Kegiatan 

Peningkatan pemahaman 
dan tanggung jawab 
Masyarakat 

- 175.000.000,00           - 175.000.000,00   

  Penyusunan Peta Dasar     400.000.000,00             0,00   

  Tersedianya orthorektifikasi 

citra dari raw citra ke format 
ECW dan tersedianya data SHP 
Peta Dasar 

Jumlah data SHP Peta Dasar 2 Peta 400.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

3.Melanjutka

n 
pengembanga
n 
infrastruktur 

dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 

mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 

kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 

industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 

Peningkatan 

Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 

Berkualitas 
dan Merata 

  - 0,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-137 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

aktif koperasi. 

  Peningkatan Peran Masyarakat 
dalam Penataan Ruang 

    175.000.000,00             175.000.000,00   

  Terlaksananya Peningkatan 
pemahaman dan tanggung 
jawabMasyarakat 

Jumlah Kegiatan 
Peningkatan pemahaman 
dan tanggung jawab 
Masyarakat 

1 Kegiatan 175.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 
infrastruktur 

dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 

mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang

kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 

industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 

Berkualitas 
dan Merata 

  - 175.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemanfaatan Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

    650.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  650.000.000,00   

  -     650.000.000,00         Pemerintah 

Daerah 

  650.000.000,00   

    Jumlah Dokumen koordinasi 
penyelenggaraan penataan 

ruang 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah dokumen 

sinkronisasi program 
pemanfaatan ruang 

- 150.000.000,00           - 150.000.000,00   

    Jumlah layanan Persetujuan 
KKPR sesuai dengan 
ketentuan waktu yang 
berlaku 

- 200.000.000,00           - 200.000.000,00   

    Jumlah sistem informasi dan 
komunikasi penataan ruang 

- 200.000.000,00           - 200.000.000,00   

  Koordinasi Penyelenggaraan 
Penataan Ruang 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya kegiatan 
koordinasi penyelenggaraan 
penataan ruang untuk 
meningkatkan kerja sama 

antarpemangku kepentingan 

Jumlah Dokumen koordinasi 
penyelenggaraan penataan 
ruang 

1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 

infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 

berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 

mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 

Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-138 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kan 
agromaritim 
industri di 

sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

  Pelaksanaan Persetujuan 
Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang 

    200.000.000,00             200.000.000,00   

  Terlayaninya permohonan 
dokumen Persetujuan KKPR 
sesuai dengan ketentuan waktu 

yang berlaku yaitu  20 hari 

Jumlah layanan Persetujuan 
KKPR sesuai dengan 
ketentuan waktu yang 

berlaku 

10 Layanan 200.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga

n 
infrastruktur 
dan 
meningkatkan 

lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa

n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang

kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 

produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 

Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 200.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pelaksanaan Sinkronisasi 
Program Pemanfaatan Ruang 

    150.000.000,00             150.000.000,00   

  Tersedianya dokumen 
Sinkronisasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Jumlah dokumen 
sinkronisasi program 
pemanfaatan ruang 

2 Dokumen 150.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 
infrastruktur 

dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 

berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang

kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 

industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 

aktif koperasi. 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 

Berkualitas 
dan Merata 

  - 150.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Sistem informasi dan 
komunikasi penataan ruang 

    200.000.000,00             200.000.000,00   

  Tersedia dan terlaksananya Jumlah sistem informasi dan 2 Sistem 200.000.000,00 Kab. Dana Alokasi 3.Melanjutka Peningkatan   - 200.000.000,00 Dinas 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-139 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pengembangan sistem informasi 
dan komunikasi penataan ruang 

komunikasi penataan ruang Informasi Malinau Umum (DAU) n 
pengembanga
n 

infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 

berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang

kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 

agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 

aktif koperasi. 

Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 

Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang Daerah Kabupaten/Kota 

    401.338.651,00         Pemerintah 

Daerah 

  351.338.651,00   

  -     401.338.651,00         Pemerintah 

Daerah 

  351.338.651,00   

    Jumlah berita acara 

pemberian  insentif dan/atau 
disinsentif non fiskal 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Koordinasi 
Pelaksanaan Penataan 
Ruang 

- 125.000.000,00           - 125.000.000,00   

    Jumlah Kasus yang 
dikenakan sanksi 
administratif 

- 50.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah kasus yang 
Ditangani Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) Bidang 
Penataan Ruang 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Laporan  
Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Forum Penataan 
Ruang 

- 76.338.651,00           - 76.338.651,00   

  Operasionalisasi Tugas dan 
Fungsi Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) Bidang Penataan 
Ruang  

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Kegiatan yang 
Sesuai dengan Tugas dan 
Fungsi Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) Bidang Penataan 
Ruang 

Jumlah kasus yang 
Ditangani Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) Bidang 

Penataan Ruang 

1 Kasus 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga

n 
infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 

kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 

mengembang

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 

Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-140 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kan industri 
kreatif serta 
mengembang

kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 

melalui peran 
aktif koperasi. 

  Koordinasi Pelaksanaan 
Penataan Ruang  

    125.000.000,00             125.000.000,00   

  Pelaksanaan Koordinasi 

Pelaksanaan Penataan Ruang 

Jumlah Dokumen Koordinasi 

Pelaksanaan Penataan 
Ruang 

2 Dokumen 125.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

3.Melanjutka

n 
pengembanga
n 
infrastruktur 

dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 

mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 

kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 

industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 

Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 

Berkualitas 
dan Merata 

  - 125.000.000,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Pengenaan Sanksi Administratif 
terhadap pelanggaran 

pemanfaatan ruang dalam RTR 

    50.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya tahapan kegiatan 
Pengenaan Sanksi Administratif 

Jumlah Kasus yang 
dikenakan sanksi 

administratif 

1 Kasus 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 

pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 

meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 

kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 
kreatif serta 

mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 

sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 
Infrastruktur 

Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 

dan Merata 

  - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-141 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Operasionalisasi Tugas dan 
Fungsi Forum Penataan Ruang 

    76.338.651,00             76.338.651,00   

  Terlaksananya Tugas dan 
Fungsi Forum Penataan Ruang 

Jumlah Laporan  
Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi Forum Penataan 
Ruang 

1 Laporan 76.338.651,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 

infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 

kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 

mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 

agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 

melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 

Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 76.338.651,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pemberian insentif dan/atau 

disinsentif non fiskal 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Pemberian 

insentif dan/atau disinsentif 
non fiskal 

Jumlah berita acara 

pemberian  insentif dan/atau 
disinsentif non fiskal 

1 Berita 

Acara 

50.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

3.Melanjutka

n 
pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 

meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 

mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 

kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 

sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

Peningkatan 

Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 

dan Merata 

  - 50.000.000,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN 

    20.855.169.975,2
8 

            20.855.169.975,2
8 

  

54. PROGRAM PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

    200.000.000,00             200.000.000,00   

    Persentase rumah yang 
mendapat bantuan rumah 

layak huni bagi korban 
bencana atau relokasi 
program kabupaten/kota 

40 % 200.000.000,00           - 200.000.000,00   

  Pembangunan dan Rehabilitasi     200.000.000,00         masyarakat   200.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-142 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Rumah Korban Bencana atau 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

  -     200.000.000,00         masyarakat   200.000.000,00   

    Jumlah Rumah Khusus 
beserta PSU bagi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota 

- 200.000.000,00           - 200.000.000,00   

  Pembangunan Rumah Khusus 
beserta PSU bagi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota 

    200.000.000,00             200.000.000,00   

  Terbangunnya Rumah Khusus 
beserta PSU bagi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota 

Jumlah Rumah Khusus 
beserta PSU bagi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota 

3 Unit Rumah 200.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 

untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 

ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

-   - 200.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 

Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

55. PROGRAM KAWASAN 
PERMUKIMAN 

    4.000.000.000,00             4.000.000.000,00   

    Persentase rumah layak huni 
dalam kawasan permukiman 
kumuh 

98.98 % 4.000.000.000,00           - 4.000.000.000,00   

  Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan 
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

    4.000.000.000,00         masyarakat   4.000.000.000,00   

  -     4.000.000.000,00         masyarakat   4.000.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Data 
Permukiman Kumuh yang 
Terverifikasi 

- 3.200.000.000,00           - 3.200.000.000,00   

    Jumlah Rumah Tidak Layak 
Huni yang Diperbaiki 

- 800.000.000,00           - 800.000.000,00   

  Perbaikan Rumah Tidak Layak 
Huni  

    800.000.000,00             800.000.000,00   

  Terlaksananya Perbaikan 
Rumah Tidak Layak Huni 

Jumlah Rumah Tidak Layak 
Huni yang Diperbaiki 

10 Unit 
Rumah 

800.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 

ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa

n kemiskinan. 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 

Berkualitas 
dan Merata 

  - 800.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Pendataan dan Verifikasi 
Penyelenggaraan Kawasan 

Permukiman Kumuh 

    3.200.000.000,00             3.200.000.000,00   

  Terlaksananya Pendataan dan 

Verifikasi Kawasan Permukiman 
Kumuh 

Jumlah Dokumen Data 

Permukiman Kumuh yang 
Terverifikasi 

2 Dokumen 3.200.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

6.Membangun 

dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 

pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Peningkatan 

Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 

dan Merata 

  - 3.200.000.000,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

56. PROGRAM PENINGKATAN 
PRASARANA, SARANA DAN 
UTILITAS UMUM (PSU) 

    16.655.169.975,2
8 

            16.655.169.975,2
8 

  



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-143 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Persentase perumahan yang 
sudah dilengkapi PSU 
(Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum) 

98.12 % 16.655.169.975,28           - 16.655.169.975,28   

  Urusan Penyelenggaraan PSU 
Perumahan 

    16.655.169.975,28         masyarakat   16.655.169.975,28   

  -     16.655.169.975,28         masyarakat   16.655.169.975,28   

    Jumlah Lokasi Perumahan 
yang Disediakan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum 

- 13.655.169.975,28           - 13.655.169.975,28   

    Jumlah Lokasi PSU 
Perumahan yang 
Dilaksanakan Perbaikan 

- 3.000.000.000,00           - 3.000.000.000,00   

  Perbaikan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum di 

Perumahan 

    3.000.000.000,00             3.000.000.000,00   

  Terlaksananya Perbaikan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Umum Perumahan 

Jumlah Lokasi PSU 

Perumahan yang 
Dilaksanakan Perbaikan 

12 Lokasi 3.000.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

6.Membangun 

dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 

pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Peningkatan 

Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 

dan Merata 

  - 3.000.000.000,00 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

  Penyediaan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum di 
Perumahan 

    13.655.169.975,28             13.655.169.975,28   

  Tersedianya Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum di 

Perumahan 

Jumlah Lokasi Perumahan 
yang Disediakan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum 

7 Lokasi 13.655.169.975,28 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 

dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 

ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Peningkatan 
Infrastruktur 

Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 13.655.169.975,28 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

    5.914.292.345,96             2.720.910.461,35   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PERTANAHAN 

    5.914.292.345,96             2.720.910.461,35   

57. PROGRAM PENYELESAIAN 
SENGKETA TANAH GARAPAN 

    968.449.223,52             968.449.223,52   

    Presentase Penanganan 
Sengketa Tanah Garapan 
yang dilakukan melalui 

mediasi 

50 % 968.449.223,52           - 968.449.223,52   

  Penyelesaian Sengketa Tanah 

Garapan dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

    968.449.223,52         masyarakat   968.449.223,52   

  -     968.449.223,52         masyarakat   968.449.223,52   

    Jumlah Data Kasus 
Pertanahan dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

- 968.449.223,52           - 968.449.223,52   

  Inventarisasi Kasus Pertanahan 

dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

    968.449.223,52             968.449.223,52   

  Terinventarisasinya Kasus Jumlah Data Kasus 30 Dokumen 968.449.223,52 Kab. Dana Alokasi 3.Melanjutka -   - 968.449.223,52 Dinas 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-144 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Pertanahan dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

Pertanahan dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

Malinau Umum (DAU) n 
pengembanga
n 

infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 

berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang

kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 

agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 

aktif koperasi. 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

58. PROGRAM PENYELESAIAN 

GANTI KERUGIAN DAN 
SANTUNAN TANAH UNTUK 
PEMBANGUNAN 

    3.193.381.884,61             0,00   

    Presentase Penetapan Tanah 
untuk Pembangunan 
Fasilitas Umum 

100 % 3.193.381.884,61           - 0,00   

  Penyelesaian Masalah Ganti 
Kerugian dan Santunan Tanah 
untuk Pembangunan oleh 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

    3.193.381.884,61         Pemerintah 
Daerah 

  0,00   

  -     3.193.381.884,61         Pemerintah 

Daerah 

  0,00   

    Jumlah Dokumen Koordinasi 

dan Sinkronisasi 
Penyelesaian Masalah Ganti 
Kerugian dan Santunan 
Tanah untuk Pembangunan 
oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

- 3.193.381.884,61           - 0,00   

  Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyelesaian Masalah Ganti 
Kerugian dan Santunan Tanah 
untuk Pembangunan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

    3.193.381.884,61             0,00   

  Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penyelesaian 

Masalah Ganti Kerugian dan 
Santunan Tanah untuk 
Pembangunan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Koordinasi 
dan Sinkronisasi 

Penyelesaian Masalah Ganti 
Kerugian dan Santunan 
Tanah untuk Pembangunan 
oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

4 Dokumen 3.193.381.884,61 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 

pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 
meningkatkan 

lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa

n, 

-   - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-145 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

mengembang
kan industri 
kreatif serta 

mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 

produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

59. PROGRAM REDISTRIBUSI 
TANAH, DAN GANTI 
KERUGIAN PROGRAM TANAH 
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN 

TANAH ABSENTEE 

    1.296.448.563,47             1.296.448.563,47   

    Presentase Capaian Program 

Redistribusi Tanah dan Ganti 
Kerugian Program Tanah 
Kelebihan Maksimum 
dan Tanah Absente 

60 % 1.296.448.563,47           - 1.296.448.563,47   

  Penetapan Subjek dan Objek 
Redistribusi Tanah serta Ganti 
Kerugian Tanah Kelebihan 

Maksimum dan Tanah Absentee 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota  

    1.296.448.563,47         Pemerintah 
Daerah 

  1.296.448.563,47   

  -     1.296.448.563,47         Pemerintah 
Daerah 

  1.296.448.563,47   

    Jumlah Berita Acara dalam 
rangka Koordinasi Penataan 
Aset Reforma Agraria. 

- 396.448.563,47           - 396.448.563,47   

    Jumlah Data Inventarisasi 
dan Rekomendasi Obyek 
Redistribusi Tanah dalam 1 
(Satu) Kabupaten/Kota 

- 600.000.000,00           - 600.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penataan Akses dalam 
Pemanfaatan Redistribusi 
Tanah dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

- 300.000.000,00           - 300.000.000,00   

  Inventarisasi dan Rekomendasi 
Objek Redistribusi Tanah 

    600.000.000,00             600.000.000,00   

  Tersedianya Data Inventarisasi 
dan Rekomendasi Obyek 
Redistribusi Tanah dalam 1 
(Satu) Kabupaten/Kota 

Jumlah Data Inventarisasi 
dan Rekomendasi Obyek 
Redistribusi Tanah dalam 1 
(Satu) Kabupaten/Kota 

60 Dokumen 600.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 

infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 

kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 

mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 

agromaritim 

-   - 600.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-146 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

industri di 
sentra 
produksi 

melalui peran 
aktif koperasi. 

  Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penataan Akses dalam 
Pemanfaatan Redistribusi Tanah 
dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 

    300.000.000,00             300.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penataan Akses 
dalam Pemanfaatan Redistribusi 
Tanah dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penataan Akses dalam 
Pemanfaatan Redistribusi 

Tanah dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 

infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 

kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 

mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 

agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 

melalui peran 
aktif koperasi. 

-   - 300.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Koordinasi dalam rangka 

Penataan Aset Reforma Agraria 

    396.448.563,47             396.448.563,47   

  Terlaksananya Koordinasi dalam 

rangka Penataan Aset Reforma 
Agraria 

Jumlah Berita Acara dalam 

rangka Koordinasi Penataan 
Aset Reforma Agraria. 

5 Berita 

Acara 

396.448.563,47 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

3.Melanjutka

n 
pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 

meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 

mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 

kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 

sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

-   - 396.448.563,47 Dinas 

Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 

60. PROGRAM PENATAGUNAAN 
TANAH  

    456.012.674,36             456.012.674,36   

    Presentase Capaian Program 
Penatagunaan Tanah 

60 % 306.012.674,36           - 306.012.674,36   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-147 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Penggunaan Tanah yang 
Hamparannya dalam satu 
Daerah Kabupaten/Kota 

    456.012.674,36         Pemerintah 
Daerah 

  456.012.674,36   

  -     456.012.674,36         Pemerintah 
Daerah 

  456.012.674,36   

    Jumlah Dokumen Kegiatan 
Koordinasi dalam rangka 
penegasan status tanah 

timbul 

- 156.012.674,36           - 156.012.674,36   

    Jumlah Dokumen Koordinasi 

dan Sinkronisasi untuk 
Menetapkan Zona Nilai 
Tanah sebagai Dasar 
Pelayanan Informasi Nilai 
Tanah dan Pelayanan 

Pertanahan Lainnya 

- 150.000.000,00           - 150.000.000,00   

    Jumlah Laporan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 
Perencanaan Penggunaan 
Tanah dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

- 150.000.000,00           - 150.000.000,00   

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Penggunaan Tanah 

    150.000.000,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya Kegiatan 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Penggunaan Tanah 
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Perencanaan Penggunaan 
Tanah dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota 

15 Laporan 150.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 

infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 

kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 

mengembang
kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 

agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 

melalui peran 
aktif koperasi. 

-   - 150.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Koordinasi Pemetaan Zona Nilai 

Tanah Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

    150.000.000,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemetaan Zona 
Nilai Tanah Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Koordinasi 
dan Sinkronisasi untuk 
Menetapkan Zona Nilai 
Tanah sebagai Dasar 
Pelayanan Informasi Nilai 

Tanah dan Pelayanan 
Pertanahan Lainnya 

10 Dokumen 150.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 
infrastruktur 

dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 

berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 

-   - 150.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-148 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

mengembang
kan industri 
kreatif serta 

mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 
sentra 

produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

  Koordinasi dalam rangka 
Penegasan Status Tanah Timbul 

    156.012.674,36             156.012.674,36   

  Terlaksananya koordinasi dalam 
rangka penegasan status tanah 
timbul dalam 1 (satu) 
Kabupaten/Kota. 

Jumlah Dokumen Kegiatan 
Koordinasi dalam rangka 
penegasan status tanah 
timbul 

5 Dokumen 156.012.674,36 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 

infrastruktur 
dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 

berkualitas, 
mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang

kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 

agromaritim 
industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 

aktif koperasi. 

-   - 156.012.674,36 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

        10.464.685.219,7

3 

            8.807.836.620,73   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG XX 

    10.464.685.219,7
3 

            8.807.836.620,73   

61. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    10.464.685.219,7
3 

            8.807.836.620,73   

    indeks IKM terhadap layanan 

perangkat daerah 

100 % 10.464.685.219,73           - 8.807.836.620,73   

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

    5.930.260.620,73         Pemerintah 
Daerah 

  5.930.260.620,73   

  -     5.930.260.620,73         Pemerintah 
Daerah 

  5.930.260.620,73   

    Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

- 5.930.260.620,73           - 5.930.260.620,73   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    5.930.260.620,73             5.930.260.620,73   

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

91 
Orang/bulan 

5.930.260.620,73 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 

-   - 5.930.260.620,73 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-149 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

  Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

    786.200.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  360.000.000,00   

  -     786.200.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  360.000.000,00   

    Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan 

- 360.000.000,00           - 360.000.000,00   

    Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan  

- 426.200.000,00           - 0,00   

  Pengadaan Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapannya 

    360.000.000,00             360.000.000,00   

  Tersedianya Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan  

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

300 Paket 360.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

-   - 360.000.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi 

    426.200.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan  

20 Orang 426.200.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

-   - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 

Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-150 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    61.519.600,00         Pemerintah 
Daerah 

  0,00   

  -     61.519.600,00         Pemerintah 
Daerah 

  0,00   

    Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

- 61.519.600,00           - 0,00   

  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

    61.519.600,00             0,00   

  Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

1797 Paket 61.519.600,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

-   - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 

Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 

  Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

    2.686.704.999,00         Pemerintah 
Daerah 

  2.517.576.000,00   

  -     2.686.704.999,00         Pemerintah 
Daerah 

  2.517.576.000,00   

    Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Disediakan 

- 2.686.704.999,00           - 2.517.576.000,00   

  Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

    2.686.704.999,00             2.517.576.000,00   

  Tersedianya Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Disediakan 

2 Unit 2.686.704.999,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 

Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 2.517.576.000,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Permukiman 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-151 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

    1.000.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  0,00   

  -     1.000.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 

  0,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

- 1.000.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

    1.000.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

12 Laporan 1.000.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

-   - 0,00 Dinas 
Pekerjaan 
Umum, 
Perumahan 
Rakyat dan 

Kawasan 
Permukiman 

  Satuan Polisi Pamong Praja     19.928.021.580,0
0 

            0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    19.775.307.580,0
0 

            0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

    19.775.307.580,0
0 

            0,00   

62. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    18.665.802.580,0
0 

            0,00   

    Nilai IKM terhadap 
Pelayanan Perangkat Daerah 

82 Nilai 18.665.802.580,00           - 0,00   

  Administrasi Keuangan     17.040.140.295,00         Pegawai Satpol   0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-152 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Perangkat Daerah PP dan 
Damkar 

  -     17.040.140.295,00         Pegawai Satpol 
PP dan 
Damkar 

  0,00   

    Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 17.040.140.295,00           - 0,00   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    17.040.140.295,00             0,00   

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

138 
Orang/bulan 

17.040.140.295,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 

pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 

dan 
penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

  Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

    1.223.260.188,00         Pegawai Satpol 
PP dan 
Damkar  

  0,00   

  -     1.223.260.188,00         Pegawai Satpol 
PP dan 
Damkar  

  0,00   

    Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

- 1.223.260.188,00           - 0,00   

  Pengadaan Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapannya 

    1.223.260.188,00             0,00   

  Tersedianya Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan  

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

767 Paket 1.223.260.188,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 

dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 

penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    267.561.062,00         Pegawai Satpol 
PP dan 
Damkar 

  0,00   

  -     267.561.062,00         Pegawai Satpol 
PP dan 
Damkar 

  0,00   

    Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

- 249.990.662,00           - 0,00   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan 

- 15.000.000,00           - 0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-153 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

- 2.570.400,00           - 0,00   

  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

    2.570.400,00             0,00   

  Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 2.570.400,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 

dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 

dan 
penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    15.000.000,00             0,00   

  Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

1 Paket 15.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 

pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

  Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    249.990.662,00             0,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

19 Laporan 249.990.662,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 

politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 

memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 

narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

-   - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

    84.964.555,00         Pegawai Satpol 
PP dan 
Damkar 

  0,00   

  -     84.964.555,00         Pegawai Satpol 
PP dan 

Damkar 

  0,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

- 84.964.555,00           - 0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-154 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Disediakan 

  Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

    84.964.555,00             0,00   

  Tersedianya Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

12 Laporan 84.964.555,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa

n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

    49.876.480,00         -   0,00   

  -     49.876.480,00         -   0,00   

    Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

- 49.876.480,00           - 0,00   

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

    49.876.480,00             0,00   

  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

6 Unit 49.876.480,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

63. PROGRAM PENINGKATAN 
KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

    1.109.505.000,00             0,00   

    Persentase Penanganan 
Gangguan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
Masyarakat 

100 % 169.730.000,00           - 0,00   

    Persentase Penyelenggaraan 
Ketentraman dan Ketertiban 

Umum Masyarakat   

95 % 939.775.000,00           - 0,00   

  Penanganan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

    939.775.000,00         Masyarakat 
Kab. Malinau 

  0,00   

  -     939.775.000,00         Masyarakat 
Kab. Malinau 

  0,00   

    Jumlah Aparatur Satpol PP 
yang mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan Dasar  Polisi 
Pamong Praja 

- 282.049.000,00           - 0,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Koordinasi 
Penyelenggaraan 

Ketenteraman, Ketertiban 
Umum dan Perlindungan 
Masyarakat Tingkat 
Kabupaten/Kota 

- 249.968.000,00           - 0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-155 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Jumlah Dokumen yang 
Memuat Hasil Pemberdayaan 
Perlindungan Masyarakat 

dalam rangka Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

- 99.888.000,00           - 0,00   

    Jumlah  Laporan Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum berdasarkan Perda 
dan Perkada Melalui 
Penertiban dan Penanganan  

Unjuk Rasa dan Kerusuhan 
Massa yang Dilakukan 
Penindakan 

- 99.960.000,00           - 0,00   

    Jumlah  Laporan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum yang Dicegah Melalui 
Deteksi Dini dan Cegah Dini, 

Pembinaan dan Penyuluhan, 
Patroli, Pengamanan, dan 
Pengawalan 

- 199.750.000,00           - 0,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 
Layanan Dampak Penegakan 
Perda dan Perkada yang 
Terlayaniumlah Laporan 

pemberian pelayanan dasar 
kepada warga Layanan yang 
ter Dampak Penegakan Perda 
dan Perkada yang Terlayani 

- 8.160.000,00           - 0,00   

  Koordinasi Penyelenggaraan 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum serta Perlindungan 

Masyarakat Tingkat 
Kabupaten/Kota 

    249.968.000,00             0,00   

  Tersedianya Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Koordinasi 
Penyelenggaraan Ketenteraman, 
Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat 

Tingkat Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman, Ketertiban 
Umum dan Perlindungan 

Masyarakat Tingkat 
Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 249.968.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

7.Memperkua

t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa

n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 

Pamong Praja 

  Pemberdayaan Perlindungan 
Masyarakat dalam rangka 

Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 

    99.888.000,00             0,00   

  Tersedianya Dokumen yang 
Memuat Hasil Pemberdayaan 
Perlindungan Masyarakat dalam 
rangka Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Jumlah Dokumen yang 
Memuat Hasil Pemberdayaan 
Perlindungan Masyarakat 
dalam rangka Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

1 Dokumen 99.888.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa

n korupsi, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-156 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

  Pencegahan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum Melalui Deteksi Dini dan 
Cegah Dini, Pembinaan dan 
Penyuluhan, Pelaksanaan 
Patroli, Pengamanan, dan 

Pengawalan 

    199.750.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pencegahan 
Gangguan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum Melalui 
Deteksi Dini dan Cegah Dini, 
Pembinaan dan Penyuluhan, 
Pelaksanaan Patroli, 

PengamTerlaksananya 
Pencegahan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum Melalui Deteksi Dini dan 
Cegah Dini, Pembinaan dan 

Penyuluhan, Pelaksanaan 
Patroli, Pengamanan, dan 
Pengawalananan, dan 
Pengawalan 

Jumlah  Laporan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum yang Dicegah Melalui 
Deteksi Dini dan Cegah Dini, 
Pembinaan dan Penyuluhan, 
Patroli, Pengamanan, dan 

Pengawalan 

4 laporan 199.750.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 

politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 

memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 

narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

  Penindakan Atas Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum berdasarkan Perda dan 

Perkada Melalui Penertiban dan 
Penanganan Unjuk Rasa dan 
Kerusuhan Massa 

    99.960.000,00             0,00   

  Terlaksananya Penindakan Atas 
Gangguan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum berdasarkan 
Perda dan Perkada Melalui 

Penertiban dan Penanganan 
Unjuk Rasa dan Kerusuhan 
Massa 

Jumlah  Laporan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum berdasarkan Perda 
dan Perkada Melalui 

Penertiban dan Penanganan  
Unjuk Rasa dan Kerusuhan 
Massa yang Dilakukan 
Penindakan 

4 Laporan 99.960.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 

birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 

pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 

penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

  Penyediaan Layanan dasar 

dalam rangka Dampak 
Penegakan Peraturan Daerah 
dan Perturan kepala daerah 

    8.160.000,00             0,00   

  Tersedianya Pelayanan dasar 
kepada warga negara yang 
terkena Dampak Penegakan 
Perda dan Perkada 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Layanan Dampak Penegakan 
Perda dan Perkada yang 
Terlayaniumlah Laporan 

pemberian pelayanan dasar 
kepada warga Layanan yang 
ter Dampak Penegakan Perda 
dan Perkada yang Terlayani 

4 Laporan 8.160.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 

birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 

dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-157 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

dan 
penyeludupan
. 

  Peningkatan Kapasitas SDM 
Satuan Polisi Pamong Praja 
melalui Pendidikan dan 

Pelatihan Dasar Pol PPngsional 
Pol PP dan Uji Kompetensi bagi 
Pejabat Fungsional 

    282.049.000,00             0,00   

  Meningkatnya Kapasitas SDM 
Satuan Polisi Pamong Praja 
melalui Pendidikan dan 
Pelatihan Dasar Pol PP bagi 

Polisi Pamong Praja 

Jumlah Aparatur Satpol PP 
yang mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan Dasar  Polisi 
Pamong Praja 

10 Orang 282.049.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 

birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 

dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 

penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

  Penegakan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

    94.890.000,00         Masyarakat 
Kab. Malinau 

  0,00   

  -     94.890.000,00         Masyarakat 
Kab. Malinau 

  0,00   

    Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Sosialisasi 
Penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Kepala 
Daerah 

- 50.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Penanganan  

Atas Pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan kepala 
daerah Sesuai SOP 

- 44.890.000,00           - 0,00   

  Sosialisasi Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah 

    50.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Sosialisasi 
Penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Sosialisasi 
Penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala 
Daerah 

4 Laporan 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 

dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 

penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

  Penanganan  Atas Pelanggaran 
Peraturan Daerah dan Peraturan  
Kepala daerah 

    44.890.000,00             0,00   

  Terlaksananya Penanganan  
Atas Pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan kepala 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Penanganan  
Atas Pelanggaran Peraturan 

4 Laporan 44.890.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-158 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

daerah Sesuai SOP Daerah dan Peraturan kepala 
daerah Sesuai SOP 

hukum dan 
birokrasi, 
serta 

memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 

narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  Pembinaan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) 
Kabupaten/Kota 

    74.840.000,00         Pegawai Satpol 
PP dan 
Damkar  

  0,00   

  -     74.840.000,00         Pegawai Satpol 
PP dan 

Damkar  

  0,00   

    Jumlah Laporan Hasil 
Pengembangan dan 

Peningkatan Kapasitas 
Pejabat PPNS  Penegak Perda 

- 74.840.000,00           - 0,00   

  Pengembangan Kapasitas dan 
Karier PPNS 

    74.840.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengembangan 
dan Peningkatan Kapasitas 
Pejabat PPNS  Penegak Perda 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengembangan dan 
Peningkatan Kapasitas 
Pejabat PPNS  Penegak Perda 

4 Laporan 74.840.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa

n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

64. PROGRAM PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN KEBAKARAN 
DAN PENYELAMATAN NON 
KEBAKARAN 

    0,00             0,00   

    Cakupan Layanan 
Penyelamatan dan evakuasi 
Korban Kebakaran dan Non 
Kebakaran  

100 % 0,00           - 0,00   

    Meningkanya Pelayanan 
Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Kebakaran dan Non 
Kebakaran 

100 % 0,00           - 0,00   

  Pencegahan, Pengendalian, 
Pemadaman, Penyelamatan, dan 
Penanganan Bahan Berbahaya 
dan Beracun Kebakaran dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

    0,00         Masyarakat 
Kab. Malinau 

  0,00   

  -     0,00         Masyarakat 
Kab. Malinau 

  0,00   

    Jumlah Aparatur Pemadam 
Kebakaran yang Memiliki 
Sertifikasi Keterampilan 

Teknis dan Analis Dalam 

- 0,00           - 0,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-159 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran 

    Jumlah Dokumen Kajian 
Rencana Induk Sistem 
Penanggulangan Kebakaran 
dan Penyelamatan (RISPKP) 

- 0,00           - 0,00   

  Pembinaan Aparatur Pemadam 
Kebakaran 

    0,00             0,00   

  Tersedianya Aparatur Pemadam 
Kebakaran yang Memiliki 

Sertifikasi Keterampilan Teknis 
dan Analisis dalam Pencegahan 
dan Penanggulangan Kebakaran 

Jumlah Aparatur Pemadam 
Kebakaran yang Memiliki 

Sertifikasi Keterampilan 
Teknis dan Analis Dalam 
Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran 

0 Orang 0,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 

politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 

pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 

dan 
penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

  Penyusunan Kajian Rencana 
Induk Sistem Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan 
(RISPKP) 

    0,00             0,00   

  Tersedianya Dokumen Kajian 
Rencana Induk Sistem 

Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan (RISPKP) yang 
Sah dan Legal 

Jumlah Dokumen Kajian 
Rencana Induk Sistem 

Penanggulangan Kebakaran 
dan Penyelamatan (RISPKP) 

0 Dokumen 0,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 

politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 

pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 

narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

  Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pencegahan Kebakaran 

    0,00         Masyarakat 
Kab. Malinau 

  0,00   

  -     0,00         Masyarakat 
Kab. Malinau 

  0,00   

    Jumlah Warga Masyarakat 
yang Mendapatkan 
Sosialisasi Edukasi 
Pencegahan dan 

Penanggulangan Kebakaran 
Setiap Tahunnya 

- 0,00           - 0,00   

  Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran 
Melalui Sosialisasi dan Edukasi 
Masyarakat 

    0,00             0,00   

  Terlaksananya Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Pencegahan 

dan Penanggulangan Kebakaran 
Melalui Sosialisasi dan Edukasi 
Masyarakat Setiap Tahunnya 

Jumlah Warga Masyarakat 
yang Mendapatkan 

Sosialisasi Edukasi 
Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran 
Setiap Tahunnya 

0 Orang 0,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 

politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-160 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

memperkuat 
pencegahan 
dan 

pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

Saing 

  Penyelenggaraan Operasi 

Pencarian dan Pertolongan 
Terhadap Kondisi 
Membahayakan Manusia 

    0,00         Masyarakat 

Kab. Malinau 

  0,00   

  -     0,00         Masyarakat 
Kab. Malinau 

  0,00   

    Jumlah Sarana dan 
Prasarana yang Tersedia 
untuk Pencarian dan 
Pertolongan Terhadap 
Kondisi Membahayakan 

Manusia/Penyelamatan dan 
Evakuasi Sesuai dengan 
Standar Teknis 

- 0,00           - 0,00   

  Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pencarian dan 
Pertolongan Terhadap Kondisi 
Membahayakan 

Manusia/Penyelamatan dan 
Evakuasi 

    0,00             0,00   

  Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pencarian dan 
Pertolongan Terhadap Kondisi 
Membahayakan 
Manusia/Penyelamatan dan 

Evakuasi yang Sah dan Legal 
Sesuai Standar Teknis 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana yang Tersedia 
untuk Pencarian dan 
Pertolongan Terhadap 
Kondisi Membahayakan 

Manusia/Penyelamatan dan 
Evakuasi Sesuai dengan 
Standar Teknis 

0 Unit 0,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 

pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

        152.714.000,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG XX 

    152.714.000,00             0,00   

65. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    152.714.000,00             0,00   

    - - 152.714.000,00           - 0,00   

  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

    152.714.000,00         -   0,00   

  -     152.714.000,00         -   0,00   

    Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah  

- 152.714.000,00           - 0,00   

  Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

    152.714.000,00             0,00   

  Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah  

1 Dokumen 152.714.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 0,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-161 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

    7.362.088.676,00             3.812.749.024,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    7.362.088.676,00             3.812.749.024,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

    7.362.088.676,00             3.812.749.024,00   

66. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    3.312.355.376,00             905.000.000,00   

    Nilai IKM terhadap 
Pelayanan Perangkat Daerah 

100 Nilai 3.282.355.376,00           - 875.000.000,00   

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

    2.407.358.576,00         terlaksanya 
penataan  
Sistem Dasar 
Penanggulanga
n Bencana 

  0,00   

  -     2.407.358.576,00         terlaksanya 
penataan  

Sistem Dasar 
Penanggulanga
n Bencana 

  0,00   

    Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 2.407.358.576,00           - 0,00   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    2.407.358.576,00             0,00   

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

35 
Orang/bulan 

2.407.358.576,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 
Daerah 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    599.999.700,00         terlaksanya 
penataan  
Sistem Dasar 
Penanggulanga

n Bencana 

  600.000.000,00   

  -     599.999.700,00         terlaksanya 

penataan  
Sistem Dasar 
Penanggulanga
n Bencana 

  600.000.000,00   

    Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

- 400.000.000,00           - 400.000.000,00   

    Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 

- 20.000.000,00           - 20.000.000,00   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan 

- 30.000.000,00           - 30.000.000,00   

    Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

- 149.999.700,00           - 150.000.000,00   

  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

    149.999.700,00             150.000.000,00   

  Tersedianya Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 3 Paket 149.999.700,00 Kab. Dana Alokasi - Meningkatka   - 150.000.000,00 Badan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-162 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Malinau Umum (DAU) n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

Penanggulang
an Bencana 
Daerah 

  Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

    20.000.000,00             20.000.000,00   

  Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

1 Paket 20.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 20.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 
Daerah 

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    30.000.000,00             30.000.000,00   

  Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

3 Paket 30.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 30.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 
Daerah 

  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    400.000.000,00             400.000.000,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

12 Laporan 400.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 400.000.000,00 Badan 

Penanggulang
an Bencana 
Daerah 

  Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

    74.999.900,00         Meningkatnya 

penyediaan 
jasa penunjang 
urusan 
pemerintah 

daerah 

  75.000.000,00   

  -     74.999.900,00         Meningkatnya 
penyediaan 

jasa penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

  75.000.000,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan 

- 74.999.900,00           - 75.000.000,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

- 0,00           - 0,00   

  Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

    74.999.900,00             75.000.000,00   

  Tersedianya Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

12 Laporan 74.999.900,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 75.000.000,00 Badan 

Penanggulang
an Bencana 
Daerah 

  Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

    0,00             0,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-163 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

0 Laporan 0,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 0,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

    229.997.200,00         Meningkatnya 
pemeliharaan 

barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 

pemerintahan 
daerah 

  230.000.000,00   

  -     229.997.200,00         Meningkatnya 

pemeliharaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 

urusan 
pemerintahan 
daerah 

  230.000.000,00   

    Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 

- 199.997.200,00           - 200.000.000,00   

    Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara  

- 30.000.000,00           - 30.000.000,00   

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

    199.997.200,00             200.000.000,00   

  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

45 Unit 199.997.200,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 200.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 
Daerah 

  Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

    30.000.000,00             30.000.000,00   

  Terlaksananya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara  

10 Unit 30.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 30.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

67. PROGRAM PENANGGULANGAN 

BENCANA 

    4.049.733.300,00             2.907.749.024,00   

    Persentase Masyarakat yang 

memperoleh layanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap 
Bencana 

100 Persen 2.954.985.900,00           - 1.587.749.024,00   

    - - 1.094.747.400,00           - 970.000.000,00   

  Pelayanan Informasi Rawan 
Bencana Kabupaten/Kota 

    699.999.200,00         Meningkatnya 
Pelayanan 
Informasi 
Rawan 
Bencana 

Kabupaten/Kot
a 

  500.000.000,00   

  -     699.999.200,00         Meningkatnya 
Pelayanan 
Informasi 
Rawan 
Bencana 

Kabupaten/Kot

  500.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-164 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

a 

    Jumlah warga negara 
termasuk kelompok rentan di 
kawasan rawan bencana 
bencana Kabupaten/Kota 
yang memperoleh sosialisasi, 

komunikasi, informasi dan 
edukasi sesuai jenis 
ancaman bencana yang ada 
di kawasan tempat 

tinggalnya selama 1 (satu) 
tahun 

- 699.999.200,00           - 500.000.000,00   

  Sosialisasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota (Per Jenis 
Ancaman Bencana) 

    699.999.200,00             500.000.000,00   

  Terlaksananya sosialisasi, 
komunikasi, informasi dan 
edukasi (KIE) rawan bencana 

bagi warga negara termasuk 
kelompok rentan per jenis 
ancaman bencana sesuai jenis 
ancaman bencana yang ada di 

kawasan tempat tinggalnya 

Jumlah warga negara 
termasuk kelompok rentan di 
kawasan rawan bencana 

bencana Kabupaten/Kota 
yang memperoleh sosialisasi, 
komunikasi, informasi dan 
edukasi sesuai jenis 

ancaman bencana yang ada 
di kawasan tempat 
tinggalnya selama 1 (satu) 
tahun 

200 Orang 699.999.200,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

8.Memperkua
t 
penyelarasan 

kehidupan 
yang 
harmonis 
dengan 

lingkungan, 
alam, dan 
budaya serta 
peningkatan 
toleransi 

antarumat 
beragama 
untuk 
mencapai 
masyarakat 

yang adil dan 
makmur. 

-   - 500.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

  Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

    1.979.998.500,00         Masyarakat 
kabupaten 
malinau 

  1.275.500.000,00   

  -     1.979.998.500,00         Masyarakat 
kabupaten 
malinau 

  1.275.500.000,00   

    Jumlah dokumen Rencana 
Penanggulangan Bencana 
(RPB) Kabupaten/Kota 

sampai dengan dinyatakan 
sah/legal paling lama dalam 
1 (satu) tahun 

- 749.999.200,00           - 0,00   

    Jumlah kawasan rawan 
bencana (per jenis ancaman 
bencana) dan/atau kawasan-
kawasan strategis 

Kabupaten/Kota yang 
memiliki mekanisme dan 
prosedur tetap kesiapsiagaan 
menghadapi bencana 

- 299.999.400,00           - 300.000.000,00   

    Jumlah Keluarga yang 
Mengikuti Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana Alam 

- 75.000.000,00           - 75.000.000,00   

    Jumlah laporan layanan 
pusat pengendalian operasi 
(pusdalops) dengan 

Maklumat Pelayanan yang 

- 255.000.000,00           - 255.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-165 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

sah dan legal sesuai dengan 
jenis ancaman bencana yang 
ada di kawasan tempat 

tinggalnya 

    Jumlah Peralatan 
Penyelamatan Diri bagi 

Individu Warga Negara, 
Keluarga, maupun Petugas 
sesuai dengan jenis ancaman 
bencana di kawasan tempat 

tinggalnya 

- 249.999.900,00           - 295.500.000,00   

    Jumlah warga negara 
termasuk kelompok rentan di 

kawasan rawan bencana 
Kabupaten/Kota yang 
mengikuti pelatihan 
pencegahan dan mitigasi 

bencana 

- 300.000.000,00           - 300.000.000,00   

    Jumlah warga negara yang 
mengikuti gladi 

kesiapsiagaan untuk menguji 
efektivitas SOP dan 
keberfungsian sarana 
prasarana dalam 

pengendalian operasi 
penanganan darurat bencana 
(per jenis ancaman) 
Kabupaten/Kota 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

  Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

kabupaten/kota 

    249.999.900,00             295.500.000,00   

  Tersedianya alat perlindungan 
diri (APD) bagi individu, 

keluarga dan petugas untuk 
kesiapsiagaan terhadap bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Peralatan 
Penyelamatan Diri bagi 

Individu Warga Negara, 
Keluarga, maupun Petugas 
sesuai dengan jenis ancaman 
bencana di kawasan tempat 

tinggalnya 

50 Unit 249.999.900,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

8.Memperkua
t 

penyelarasan 
kehidupan 
yang 
harmonis 

dengan 
lingkungan, 
alam, dan 
budaya serta 
peningkatan 

toleransi 
antarumat 
beragama 
untuk 
mencapai 

masyarakat 
yang adil dan 
makmur. 

-   - 295.500.000,00 Badan 
Penanggulang

an Bencana 
Daerah 

  Gladi Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana kabupaten/kota 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya uji SOP 
pengendalian operasi 
penanganan darurat bencana 
dan keberfungsian sarana 

prasarana kesiapsiagaan 
terhadap bencana 
Kabupaten/Kota yang diikuti 
oleh warga negara di kawasan 
rawan bencana 

Jumlah warga negara yang 
mengikuti gladi 
kesiapsiagaan untuk menguji 
efektivitas SOP dan 

keberfungsian sarana 
prasarana dalam 
pengendalian operasi 
penanganan darurat bencana 
(per jenis ancaman) 

Kabupaten/Kota 

100 Orang 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

8.Memperkua
t 
penyelarasan 
kehidupan 

yang 
harmonis 
dengan 
lingkungan, 
alam, dan 

budaya serta 

-   - 50.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 
Daerah 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-166 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

peningkatan 
toleransi 
antarumat 

beragama 
untuk 
mencapai 
masyarakat 
yang adil dan 

makmur. 

  Pelatihan Keluarga Tanggap 

Bencana Alam 

    75.000.000,00             75.000.000,00   

  Terlaksananya Pelatihan 
Keluarga Tanggap Bencana 

Alam 

Jumlah Keluarga yang 
Mengikuti Pelatihan Keluarga 

Tanggap Bencana Alam 

50 Keluarga 75.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

8.Memperkua
t 

penyelarasan 
kehidupan 
yang 
harmonis 

dengan 
lingkungan, 
alam, dan 
budaya serta 
peningkatan 

toleransi 
antarumat 
beragama 
untuk 
mencapai 

masyarakat 
yang adil dan 
makmur. 

-   - 75.000.000,00 Badan 
Penanggulang

an Bencana 
Daerah 

  Penguatan Kapasitas Kawasan 
untuk Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Bencana 

    299.999.400,00             300.000.000,00   

  Terlaksananya penguatan 
kapasitas kawasan rawan 
bencana dan/atau kawasan-

kawasan strategis 
Kabupaten/Kota untuk 
pencegahan dan kesiapsiagaan 
menghadapi bencana 

Jumlah kawasan rawan 
bencana (per jenis ancaman 
bencana) dan/atau kawasan-

kawasan strategis 
Kabupaten/Kota yang 
memiliki mekanisme dan 
prosedur tetap kesiapsiagaan 
menghadapi bencana 

3 Kawasan 299.999.400,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

8.Memperkua
t 
penyelarasan 

kehidupan 
yang 
harmonis 
dengan 
lingkungan, 

alam, dan 
budaya serta 
peningkatan 
toleransi 

antarumat 
beragama 
untuk 
mencapai 
masyarakat 

yang adil dan 
makmur. 

-   - 300.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

  Pengendalian Operasi dan 
Penyediaan Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana Kabupaten/Kota 

    255.000.000,00             255.000.000,00   

  Tersedianya layanan pusat 
pengendalian operasi 
(pusdalops) dengan Maklumat 

Pelayanan yang sah dan legal 
serta dukungan penyediaan 
sarana prasarana kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

Jumlah laporan layanan 
pusat pengendalian operasi 
(pusdalops) dengan 

Maklumat Pelayanan yang 
sah dan legal sesuai dengan 
jenis ancaman bencana yang 
ada di kawasan tempat 

1 laporan 255.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

8.Memperkua
t 
penyelarasan 

kehidupan 
yang 
harmonis 
dengan 

-   - 255.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-167 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

tinggalnya lingkungan, 
alam, dan 
budaya serta 

peningkatan 
toleransi 
antarumat 
beragama 
untuk 

mencapai 
masyarakat 
yang adil dan 
makmur. 

  Penyusunan Rencana 
Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota 

    749.999.200,00             0,00   

  Penanggulangan Bencana (RPB) 
Kabupaten/Kota yang sah dan 

legal 

Jumlah dokumen Rencana 
Penanggulangan Bencana 

(RPB) Kabupaten/Kota 
sampai dengan dinyatakan 
sah/legal paling lama dalam 
1 (satu) tahun 

1 Dokumen 749.999.200,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

8.Memperkua
t 

penyelarasan 
kehidupan 
yang 
harmonis 
dengan 

lingkungan, 
alam, dan 
budaya serta 
peningkatan 
toleransi 

antarumat 
beragama 
untuk 
mencapai 

masyarakat 
yang adil dan 
makmur. 

-   - 0,00 Badan 
Penanggulang

an Bencana 
Daerah 

  Pelatihan Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

    300.000.000,00             300.000.000,00   

  Terlaksananya Pelatihan 
Pencegahan dan Mitigasi untuk 
warga negara termasuk 
kelompok rentan di kawasan 

rawan bencana Kabupaten/Kota 

Jumlah warga negara 
termasuk kelompok rentan di 
kawasan rawan bencana 
Kabupaten/Kota yang 

mengikuti pelatihan 
pencegahan dan mitigasi 
bencana 

100 Orang 300.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

8.Memperkua
t 
penyelarasan 
kehidupan 

yang 
harmonis 
dengan 
lingkungan, 

alam, dan 
budaya serta 
peningkatan 
toleransi 
antarumat 

beragama 
untuk 
mencapai 
masyarakat 
yang adil dan 

makmur. 

-   - 300.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 
Daerah 

  Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

    1.094.747.400,00         -   970.000.000,00   

  -     1.094.747.400,00         -   970.000.000,00   

    Jumlah Dokumen SK 
Penetapan Status Darurat 
Bencana dan SKPDB yang 

Ditetapkan Paling Lama 1x24 

- 20.000.000,00           - 20.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-168 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Jam berdasarkan Hasil 
Dokumen Laporan Kaji Cepat 

    Jumlah Korban Bencana 
yang Mendapatkan Distribusi 
Logistik Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Bencana 

- 499.999.900,00           - 450.000.000,00   

    Jumlah Korban yang 
Berhasil Ditemukan, 

Ditolong, dan Dievakuasi Per 
Jenis Kejadian Bencana 

- 399.999.300,00           - 350.000.000,00   

    Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Aktivasi Sistem 
Komando Penanganan 
Darurat Bencana 
Kanupaten/Kota 

- 174.748.200,00           - 150.000.000,00   

  Respon Cepat Darurat Bencana 
Kabupaten/Kota 

    20.000.000,00             20.000.000,00   

  Terlaksananya Respon Cepat 
Darurat Bencana Penanganan 
Awal Untuk Penetapan Status 

Darurat Bencana Paling Lama 1 
X 24 Jam 

Jumlah Dokumen SK 
Penetapan Status Darurat 
Bencana dan SKPDB yang 

Ditetapkan Paling Lama 1x24 
Jam berdasarkan Hasil 
Dokumen Laporan Kaji Cepat 

1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 20.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

  Pencarian, Pertolongan dan 
Evakuasi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

    399.999.300,00             350.000.000,00   

  Terlaksananya Upaya untuk 
Menemukan, Menolong, 
maupun Memindahkan Korban 

Bencana Dari Lokasi Bencana 
ke Tempat yang Aman 

Jumlah Korban yang 
Berhasil Ditemukan, 
Ditolong, dan Dievakuasi Per 

Jenis Kejadian Bencana 

100 Orang 399.999.300,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 350.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

  Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

    499.999.900,00             450.000.000,00   

  Terdistribusinya Logistik 
Penyelamatan dan Evakuasi 
Korban Bencana 

Jumlah Korban Bencana 
yang Mendapatkan Distribusi 
Logistik Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana 

100 Orang 499.999.900,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 450.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

  Aktivasi Sistem Komando 
Penanganan Darurat Bencana 

    174.748.200,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya Pengerahan dan 
Pengorganisasian Komando 

Penanganan Darurat Bencana 
Tingkat Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Aktivasi Sistem 

Komando Penanganan 
Darurat Bencana 
Kanupaten/Kota 

1 Laporan 174.748.200,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 150.000.000,00 Badan 
Penanggulang

an Bencana 
Daerah 

  Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana 

    274.988.200,00         Meningkatnya 
Penataan 
Sistem Dasar 
Penanggulanga

n Bencana 

  162.249.024,00   

  -     274.988.200,00         Meningkatnya 

Penataan 
Sistem Dasar 
Penanggulanga
n Bencana 

  162.249.024,00   

    Jumlah Data dan Informasi 
Kebencanaan yang tersedia 

- 25.000.000,00           - 25.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Kerja 
Sama antar Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 

- 49.989.000,00           - 50.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-169 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Jumlah Dokumen Regulasi 
Pendukung Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana di 

Daerah 

- 100.000.000,00           - 87.249.024,00   

    Jumlah penyelesaian 
dokumen Pengkajian 

Kebutuhan Pascabencana 
dan Rencana Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 

Kab/Kota sampai dengan 
dinyatakan sah dan legal 
paling lama dalam 1 (satu) 
tahun 

- 99.999.200,00           - 0,00   

  Penyusunan Regulasi 
Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota 

    100.000.000,00             87.249.024,00   

  Tersedianya Regulasi 
Pendukung Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana di 

Daerah 

Jumlah Dokumen Regulasi 
Pendukung Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana di 

Daerah 

1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 87.249.024,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

  Kerja Sama antar Lembaga dan 

Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 
Kabupaten/Kota 

    49.989.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Kerja Sama antar 
Lembaga dan Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 

Jumlah Dokumen Kerja 
Sama antar Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan Bencana 

2 Dokumen 49.989.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 50.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 
Daerah 

  Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Sistem Informasi Kebencanaan 

    25.000.000,00             25.000.000,00   

  Tersedianya Data dan Informasi 
Kebencanaan 

Jumlah Data dan Informasi 
Kebencanaan yang tersedia 

12 Dokumen 25.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 25.000.000,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

  Penyusunan Kajian Kebutuhan 

Pascabencana (JITUPASNA) dan 
Rencana Rehabilitasi dan 
Rekontruksi Pascabencana (R3P) 
Kab/Kota 

    99.999.200,00             0,00   

  Tersedianya dokumen 
Pengkajian Kebutuhan 
Pascabencana (JITUPASNA) dan 

Rencana Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana 
(R3P) Kab/Kota yang sah dan 
legal 

Jumlah penyelesaian 
dokumen Pengkajian 
Kebutuhan Pascabencana 

dan Rencana Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kab/Kota sampai dengan 
dinyatakan sah dan legal 

paling lama dalam 1 (satu) 
tahun 

1 Dokumen 99.999.200,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 0,00 Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

  Dinas Pemadam Kebakaran 
dan Penyelamatan 

    562.945.726,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    562.945.726,00             0,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM SERTA 
PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

    562.945.726,00             0,00   

68. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    49.999.876,00             0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-170 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    - - 49.999.876,00           - 0,00   

  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

    49.999.876,00         -   0,00   

  -     49.999.876,00         -   0,00   

    Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

- 49.999.876,00           - 0,00   

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

    49.999.876,00             0,00   

  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

10 Unit 49.999.876,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 

Desa 
Malinau 
Kota || 1 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- -   - 0,00 Dinas 

Pemadam 
Kebakaran 
dan 
Penyelamatan 

69. PROGRAM PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN KEBAKARAN 
DAN PENYELAMATAN NON 

KEBAKARAN 

    512.945.850,00             0,00   

    - - 512.945.850,00           - 0,00   

  Pencegahan, Pengendalian, 
Pemadaman, Penyelamatan, dan 
Penanganan Bahan Berbahaya 

dan Beracun Kebakaran dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

    239.922.000,00         -   0,00   

  -     239.922.000,00         -   0,00   

    Jumlah Aparatur Pemadam 
Kebakaran yang Memiliki 

Sertifikasi Keterampilan 
Teknis dan Analis Dalam 
Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran 

- 119.992.000,00           - 0,00   

    Jumlah Dokumen Kajian 
Rencana Induk Sistem 
Penanggulangan Kebakaran 

dan Penyelamatan (RISPKP) 

- 119.930.000,00           - 0,00   

  Pembinaan Aparatur Pemadam 

Kebakaran 

    119.992.000,00             0,00   

  Tersedianya Aparatur Pemadam 

Kebakaran yang Memiliki 
Sertifikasi Keterampilan Teknis 
dan Analisis dalam Pencegahan 
dan Penanggulangan Kebakaran 

Jumlah Aparatur Pemadam 

Kebakaran yang Memiliki 
Sertifikasi Keterampilan 
Teknis dan Analis Dalam 
Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran 

7 Orang 119.992.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 

Pemadam 
Kebakaran 
dan 
Penyelamatan 

  Penyusunan Kajian Rencana 

Induk Sistem Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan 
(RISPKP) 

    119.930.000,00             0,00   

  Tersedianya Dokumen Kajian Jumlah Dokumen Kajian 1 Dokumen 119.930.000,00 Provinsi Dana Alokasi - Mitigasi   - 0,00 Dinas 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-171 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Rencana Induk Sistem 
Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan (RISPKP) yang 

Sah dan Legal 

Rencana Induk Sistem 
Penanggulangan Kebakaran 
dan Penyelamatan (RISPKP) 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

Umum (DAU) Struktural 
dan 
Struktural 

Dalam 
Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 

Iklim 

Pemadam 
Kebakaran 
dan 

Penyelamatan 

  Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pencegahan Kebakaran 

    23.818.850,00         -   0,00   

  -     23.818.850,00         -   0,00   

    Jumlah Warga Masyarakat 
yang Mendapatkan 
Sosialisasi Edukasi 
Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran 

Setiap Tahunnya 

- 23.818.850,00           - 0,00   

  Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran 
Melalui Sosialisasi dan Edukasi 
Masyarakat 

    23.818.850,00             0,00   

  Terlaksananya Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Pencegahan 
dan Penanggulangan Kebakaran 

Melalui Sosialisasi dan Edukasi 
Masyarakat Setiap Tahunnya 

Jumlah Warga Masyarakat 
yang Mendapatkan 
Sosialisasi Edukasi 

Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran 
Setiap Tahunnya 

50 Orang 23.818.850,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 0,00 Dinas 
Pemadam 
Kebakaran 

dan 
Penyelamatan 

  Penyelenggaraan Operasi 
Pencarian dan Pertolongan 
Terhadap Kondisi 

Membahayakan Manusia 

    249.205.000,00         -   0,00   

  -     249.205.000,00         -   0,00   

    Jumlah Sarana dan 
Prasarana yang Tersedia 
untuk Pencarian dan 

Pertolongan Terhadap 
Kondisi Membahayakan 
Manusia/Penyelamatan dan 
Evakuasi Sesuai dengan 

Standar Teknis 

- 249.205.000,00           - 0,00   

  Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pencarian dan 

Pertolongan Terhadap Kondisi 
Membahayakan 
Manusia/Penyelamatan dan 
Evakuasi 

    249.205.000,00             0,00   

  Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pencarian dan 
Pertolongan Terhadap Kondisi 

Membahayakan 
Manusia/Penyelamatan dan 
Evakuasi yang Sah dan Legal 
Sesuai Standar Teknis 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana yang Tersedia 
untuk Pencarian dan 

Pertolongan Terhadap 
Kondisi Membahayakan 
Manusia/Penyelamatan dan 
Evakuasi Sesuai dengan 

Standar Teknis 

15 Unit 249.205.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Mitigasi 
Struktural 
dan 

Struktural 
Dalam 
Penanggulang
an Bencana 

dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

  - 0,00 Dinas 
Pemadam 
Kebakaran 

dan 
Penyelamatan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-172 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Malinau 
Kota || 1 

  Dinas Ketenagakerjaan     13.530.744.886,2
0 

            13.810.754.886,2
0 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

    10.070.000.000,0
0 

            10.250.000.000,0
0 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG TENAGA KERJA 

    10.070.000.000,0
0 

            10.250.000.000,0
0 

  

70. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    650.000.000,00             680.000.000,00   

    Nilai Indeks Kepuasan 
Terhadap Pelayanan 

Sekretariat Perangkat 
Daerah 

70 Nilai 550.000.000,00           - 570.000.000,00   

  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

    200.000.000,00         ASN Disnaker   220.000.000,00   

  -     200.000.000,00         ASN Disnaker   220.000.000,00   

    Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

- 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

    Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

- 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

  Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

    100.000.000,00             110.000.000,00   

  Tersedianya Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

1 Laporan 100.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

7.Memperkua

t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa

n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

-   - 110.000.000,00 Dinas 

Ketenagakerja
an 

  Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

    100.000.000,00             110.000.000,00   

  Terlaksananya Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

4 Laporan 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 

politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 

pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 

dan 

-   - 110.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja

an 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-173 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

penyeludupan
. 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    450.000.000,00         ASN Disnaker   460.000.000,00   

  -     450.000.000,00         ASN Disnaker   460.000.000,00   

    Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

- 450.000.000,00           - 460.000.000,00   

  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    450.000.000,00             460.000.000,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

5 Laporan 450.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 

birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 

pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 

penyeludupan
. 

-   - 460.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja
an 

71. PROGRAM PELATIHAN KERJA 

DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 
KERJA 

    8.000.000.000,00             8.030.000.000,00   

    Persentase tenaga kerja 
terdaftar yg memiliki 
kompetensi/sertifikasi 

100 % 7.900.000.000,00           - 7.920.000.000,00   

  Pelaksanaan Pelatihan 
berdasarkan Unit Kompetensi 

    7.800.000.000,00         Pencari Kerja   7.810.000.000,00   

  -     7.800.000.000,00         Pencari Kerja   7.810.000.000,00   

    Jumlah Tenaga Kerja yang 

Mendapat Pelatihan Berbasis 
Kompetensi pada Tahun n 

- 7.800.000.000,00           - 7.810.000.000,00   

  Proses Pelaksanaan Pelatihan 
Vokasi bagi Pencari Kerja 
berdasarkan Unit Kompetensi 

    7.800.000.000,00             7.810.000.000,00   

  Terlaksananya Proses Pelatihan 
Vokasi bagi Pencari Kerja 
berdasarkan Unit Kompetensi 

Jumlah Tenaga Kerja yang 
Mendapat Pelatihan Berbasis 
Kompetensi pada Tahun n 

230 Orang 7.800.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

Peningkatan 
Kemandirian 
dan 
Produktivitas 

Perdesaan 
Dalam 
Pembanguna
n Ekonomi 
dan Sasaran 

Prasarana 
Kewilayahan 

  - 7.810.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja
an 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-174 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

disabilitas. 

  Konsultansi Produktivitas pada 
Perusahaan Kecil 

    100.000.000,00         perusahaan   110.000.000,00   

  -     100.000.000,00         perusahaan   110.000.000,00   

    Jumlah Perusahaan Kecil 
yang Mendapat Konsultansi 

Peningkatan Produktivitas 

- 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

  Pelaksanaan Konsultasi 

Produktivitas kepada 
Perusahaan Kecil 

    100.000.000,00             110.000.000,00   

  Terlaksananya Konsultasi 
Produktivitas kepada 
Perusahaan Kecil 

Jumlah Perusahaan Kecil 
yang Mendapat Konsultansi 
Peningkatan Produktivitas 

20 
Perusahaan 

100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

3.Melanjutka
n 
pengembanga
n 
infrastruktur 

dan 
meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 

mendorong 
kewirausahaa
n, 
mengembang

kan industri 
kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 

industri di 
sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 110.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja
an 

  Pengukuran Produktivitas 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    100.000.000,00         -   110.000.000,00   

  -     100.000.000,00         -   110.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Pengukuran Produktivitas 
dan Daya Saing Tenaga Kerja 
di Tingkat Daerah 

- 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

  Pengukuran Kompetensi dan 
Produktivitas Tenaga Kerja 

    100.000.000,00             110.000.000,00   

  Terlaksananya Pengukuran 
Kompetensi dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengukuran Produktivitas 

dan Daya Saing Tenaga Kerja 
di Tingkat Daerah 

1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 110.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja

an 

72. PROGRAM PENEMPATAN 
TENAGA KERJA 

    650.000.000,00             710.000.000,00   

    Persentase Pencari Kerja 
yang Terdaftar dan 
Ditempatkan 

100 % 250.000.000,00           - 270.000.000,00   

    Persentase Pencari Kerja 
yang Terdaftar dan 

Ditempatkan 

100 Orang 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

  Pelayanan antar Kerja di Daerah 

Kabupaten/Kota 

    300.000.000,00         pencari kerja 

dan 
perusahaan 

  330.000.000,00   

  -     300.000.000,00         pencari kerja 

dan 

  330.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-175 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

perusahaan 

    Jumlah Tenaga Kerja 
Disabilitas yang 
Mendapatkan Fasilitasi 
Layanan ULD 

- 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

    Jumlah Tenaga Kerja yang 
Diberdayakan Melalui 
program Perluasan 

Kesempatan Kerja 

- 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

    Jumlah Tenaga Kerja yang 

Ditempatkan Melalui 
Layanan AKAD dan AKL 

- 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

  Pelayanan antar Kerja     100.000.000,00             110.000.000,00   

  Terwujudnya Pelayanan antar 
Kerja 

Jumlah Tenaga Kerja yang 
Ditempatkan Melalui 

Layanan AKAD dan AKL 

10 Orang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 

dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 

ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 110.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja

an 

  Penyelenggaraan Unit Layanan 
Disabilitas Ketenagakerjaan 

    100.000.000,00             110.000.000,00   

  Terselenggaranya Unit Layanan 
Disabilitas Ketenagakerjaan 

Jumlah Tenaga Kerja 
Disabilitas yang 
Mendapatkan Fasilitasi 
Layanan ULD 

10 Orang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 

pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa

n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 110.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja
an 

  Perluasan Kesempatan Kerja     100.000.000,00             110.000.000,00   

  Terwujudnya Perluasan 
Kesempatan Kerja 

Jumlah Tenaga Kerja yang 
Diberdayakan Melalui 

program Perluasan 
Kesempatan Kerja 

20 Orang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 

dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 

ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 110.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja

an 

  Pengelolaan Informasi Pasar 
Kerja 

    200.000.000,00         pencari kerja 
dan 
masyarakat 

  220.000.000,00   

  -     200.000.000,00         pencari kerja 
dan 
masyarakat 

  220.000.000,00   

    Jumlah Pencari dan Pemberi 
Kerja yang Terdaftar dalam 
Pasar Kerja Melalui Sistem 

Online (Karir Hub) 

- 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

    Jumlah Pencari Kerja yang 

Mendapatkan Pekerjaan 
Melalui Job Fair/Bursa Kerja 

- 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

  Pelayanan dan Penyediaan 
Informasi Pasar Kerja Online 

    100.000.000,00             110.000.000,00   

  Terselenggaranya Pelayanan dan 

Penyediaan Informasi Pasar 

Jumlah Pencari dan Pemberi 

Kerja yang Terdaftar dalam 

20 Orang 100.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- Meningkatka

n Kualitas 

  - 110.000.000,00 Dinas 

Ketenagakerja



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-176 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kerja Online Pasar Kerja Melalui Sistem 
Online (Karir Hub) 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

an 

  Job Fair/Bursa Kerja     100.000.000,00             110.000.000,00   

  Terlaksananya Job Fair/Bursa 
Kerja 

Jumlah Pencari Kerja yang 
Mendapatkan Pekerjaan 

Melalui Job Fair/Bursa Kerja 

50 Orang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 110.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja

an 

  Pelindungan PMI (Pra dan Purna 
Penempatan) di Daerah 

Kabupaten/Kota 

    150.000.000,00         pekerja migran 
indonesia 

  160.000.000,00   

  -     150.000.000,00         pekerja migran 

indonesia 

  160.000.000,00   

    Jumlah CPMI/PMI yang 
Dilindungi dan Ditingkatkan 

Kompetensinya 

- 150.000.000,00           - 160.000.000,00   

  Peningkatan Pelindungan dan 

Kompetensi Calon Pekerja 
Migran Indonesia (PMI)/Pekerja 
Migran Indonesia (PMI) 

    150.000.000,00             160.000.000,00   

  Terlaksananya Peningkatan 
Pelindungan dan Kompetensi 
Calon Pekerja Migran Indonesia 
(CPMI)/Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) 

Jumlah CPMI/PMI yang 
Dilindungi dan Ditingkatkan 
Kompetensinya 

5 Orang 150.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 

pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa

n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 160.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja
an 

73. PROGRAM HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 

    770.000.000,00             830.000.000,00   

    Persentase Penurunan Kasus 

Hubungan Industrial 

100 % 570.000.000,00           - 610.000.000,00   

    Persentase Penurunan Kasus 
Hubungan Industrial  

100 % 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

  Pengesahan Peraturan 
Perusahaan dan Pendaftaran 

Perjanjian Kerja Bersama untuk 
Perusahaan yang Hanya 
Beroperasi dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

    200.000.000,00         perusahaan   220.000.000,00   

  -     200.000.000,00         perusahaan   220.000.000,00   

    Jumlah Data dan Informasi 
Sarana HI (PP/PKB, Struktur 
Skala Upah, dan LKS 
Bipartit) dan Pekerja yang 

Terdaftar sebagai Peserta 
Jamsostek serta Pengupahan 

- 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

    Jumlah Perusahaan yang 

Melaksanakan Pengesahan 
Peraturan Perusahaan yang 
Terkait dengan Hubungan 
Industrial dan Terdaftar di 

WLKP Online 

- 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

  Pengesahan Peraturan 
Perusahaan bagi Perusahaan 

    100.000.000,00             110.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-177 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Terlaksananya Pengesahan 
Peraturan Perusahaan yang 
Terkait dengan Hubungan 

Industrial dan Terdaftar di 
WLKP Online 

Jumlah Perusahaan yang 
Melaksanakan Pengesahan 
Peraturan Perusahaan yang 

Terkait dengan Hubungan 
Industrial dan Terdaftar di 
WLKP Online 

15 
Perusahaan 

100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 

untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 110.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja
an 

  Penyelenggaraan Pendataan dan 
Informasi Sarana Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja serta Pengupahan 

    100.000.000,00             110.000.000,00   

  Terselenggaranya Pendataan 
dan Informasi Sarana Hubungan 
Industrial (PP/PKB, Struktur 

Skala Upah, dan LKS Bipartit) 
dan Pekerja yang Terdaftar 
sebagai Peserta Jamsostek serta 
Pengupahan 

Jumlah Data dan Informasi 
Sarana HI (PP/PKB, Struktur 
Skala Upah, dan LKS 

Bipartit) dan Pekerja yang 
Terdaftar sebagai Peserta 
Jamsostek serta Pengupahan 

10 Laporan 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 

untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 110.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja
an 

  Pencegahan dan Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 
Industrial, Mogok Kerja dan 
Penutupan Perusahaan di 
Daerah Kabupaten/Kota 

    570.000.000,00         masyarakat 
dan 
perusahaan 

  610.000.000,00   

  -     570.000.000,00         masyarakat 
dan 

perusahaan 

  610.000.000,00   

    Jumlah Asosiasi Pengusaha 
dan Serikat Pekerja yang 

Diverifikasi 

- 120.000.000,00           - 130.000.000,00   

    Jumlah LKS Tripartit yang 

Dibina 

- 150.000.000,00           - 160.000.000,00   

    Jumlah Perkara Perselisihan 

yang Terselesaikan 

- 100.000.000,00           - 110.000.000,00   

    Terlaksananya Program 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

dan Fasilitas Kesejahteraan 
Pekerja 

- 200.000.000,00           - 210.000.000,00   

  Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Mogok 
Kerja, dan Penutupan 
Perusahaan yang 
Berakibat/Berdampak pada 

Kepentingan di 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

    100.000.000,00             110.000.000,00   

  Terselesaikannya Perselisihan 
Hubungan Industrial, Mogok 
Kerja, dan Penutupan 
Perusahaan yang 
Berakibat/Berdampak pada 

Kepentingan di 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Perkara Perselisihan 
yang Terselesaikan 

10 Perkara 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 

ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa

n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 110.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja
an 

  Penyelenggaraan Verifikasi dan 
Rekapitulasi Keanggotaan pada 

Organisasi Pengusaha, Federasi 

    120.000.000,00             130.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-178 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

dan Konfederasi Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh serta 
Non Afiliasi 

  Terselenggaranya Verifikasi dan 
Rekapitulasi Keanggotaan pada 
Organisasi Pengusaha, Federasi 

dan Konfederasi Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh serta 
Non Afiliasi 

Jumlah Asosiasi Pengusaha 
dan Serikat Pekerja yang 
Diverifikasi 

6 Asosiasi 
dan Serikat 

Pekerja 

120.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 

untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 

ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 130.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja
an 

  Pelaksanaan Operasional 
Lembaga Kerja Sama Tripartit 
Daerah Kabupaten/Kota 

    150.000.000,00             160.000.000,00   

  Terlaksananya Operasional 
Lembaga Kerja Sama Tripartit 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah LKS Tripartit yang 
Dibina 

1 Lembaga 150.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 

pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 160.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja
an 

  Pengembangan Pelaksanaan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
dan Fasilitas Kesejahteraan 
Pekerja 

    200.000.000,00             210.000.000,00   

  Terlaksananya Pengembangan 
Pelaksanaan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja dan Fasilitas 
Kesejahteraan Pekerja 

Terlaksananya Program 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
dan Fasilitas Kesejahteraan 
Pekerja 

500 Orang 200.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 

pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantasa
n kemiskinan. 

Peningkatan 
Kemandirian 
dan 
Produktivitas 

Perdesaan 
Dalam 
Pembanguna
n Ekonomi 

dan Sasaran 
Prasarana 
Kewilayahan 

  - 210.000.000,00 Dinas 
Ketenagakerja
an 

        3.460.744.886,20             3.560.754.886,20   

  URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG XX 

    3.460.744.886,20             3.560.754.886,20   

74. PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    3.460.744.886,20             3.560.754.886,20   

    Nilai Indeks Kepuasan 

Terhadap Pelayanan 
Sekretariat Perangkat 
Daerah 

70 Nilai 3.460.744.886,20           - 3.560.754.886,20   

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

    3.454.924.188,00         ASN 
DISNAKER 

  3.554.924.188,00   

  -     3.454.924.188,00         ASN 
DISNAKER 

  3.554.924.188,00   

    Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 3.454.924.188,00           - 3.554.924.188,00   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    3.454.924.188,00             3.554.924.188,00   

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

25 
Orang/bulan 

3.454.924.188,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 3.554.924.188,00 Dinas 
Ketenagakerja
an 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-179 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    5.820.698,20         ASN Disnaker   5.830.698,20   

  -     5.820.698,20         ASN Disnaker   5.830.698,20   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

- 5.820.698,20           - 5.830.698,20   

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    5.820.698,20             5.830.698,20   

  Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

1 Paket 5.820.698,20 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 

pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

-   - 5.830.698,20 Dinas 
Ketenagakerja
an 

  Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Sosial 

    10.616.000.000,0

0 

            9.653.822.163,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

    8.066.000.000,00             7.103.822.163,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG SOSIAL 

    8.066.000.000,00             7.103.822.163,00   

75. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    5.716.000.000,00             4.753.822.163,00   

    Nilai IKM terhadap  
pelayanan Perangkat  Daerah 

80 Persen 5.656.000.000,00           - 4.693.822.163,00   

  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

    350.000.000,00         Perangkat 
Daerah dan 
unit kerja 
internal yang 
melaksanakan 

fungsi 
perencanaan, 
penganggaran, 
dan evaluasi 

kinerja 

  350.000.000,00   

  -     350.000.000,00         Perangkat 
Daerah dan 

unit kerja 
internal yang 
melaksanakan 
fungsi 

perencanaan, 
penganggaran, 
dan evaluasi 
kinerja 

  350.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 

Daerah 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-180 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Dokumen RKA-SKPD 

    Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

- 200.000.000,00           - 200.000.000,00   

  Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Tersedianya Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

34 Dokumen 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 

Desa 
Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 

Sosial 

  Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

    200.000.000,00             200.000.000,00   

  Tersedianya Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

8 Laporan 200.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 200.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terselenggaranya Walidata Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. PENDAPATA 4.Memperkua Meningkatka   - 100.000.000,00 Dinas 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-181 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

Malinau N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan 
Sosial 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

    4.962.177.837,00         Aparatur 
pengelola 

keuangan dan 
unit kerja pada 
Perangkat 
Daerah di 
lingkungan 

Pemerintah 
Kabupaten/Kot
a 

  4.000.000.000,00   

  -     4.962.177.837,00         Aparatur 
pengelola 
keuangan dan 
unit kerja pada 

Perangkat 
Daerah di 
lingkungan 
Pemerintah 
Kabupaten/Kot

a 

  4.000.000.000,00   

    Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 4.962.177.837,00           - 4.000.000.000,00   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    4.962.177.837,00             4.000.000.000,00   

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

36 

Orang/bulan 

4.962.177.837,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 

Desa 
Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 4.000.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 

Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-182 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    343.822.163,00         Aparatur dan 
unit kerja di 
lingkungan 

Perangkat 
Daerah serta 
pemangku 
kepentingan 
yang menerima 

layanan 
administrasi 
umum 

  343.822.163,00   

  -     343.822.163,00         Aparatur dan 
unit kerja di 
lingkungan 
Perangkat 

Daerah serta 
pemangku 
kepentingan 
yang menerima 
layanan 

administrasi 
umum 

  343.822.163,00   

    Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

- 323.822.163,00           - 323.822.163,00   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

- 20.000.000,00           - 20.000.000,00   

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    20.000.000,00             20.000.000,00   

  Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

4 Paket 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 

Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 20.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    323.822.163,00             323.822.163,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-183 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

100 Laporan 323.822.163,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 323.822.163,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

    20.000.000,00         Perangkat 

Daerah dan 
unit kerja yang 
didukung oleh 
jasa penunjang 
operasional 

pemerintahan 
daerah 

  20.000.000,00   

  -     20.000.000,00         Perangkat 
Daerah dan 
unit kerja yang 
didukung oleh 
jasa penunjang 

operasional 
pemerintahan 
daerah 

  20.000.000,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

- 20.000.000,00           - 20.000.000,00   

  Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

    20.000.000,00             20.000.000,00   

  Tersedianya Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

1 Laporan 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 

Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 20.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-184 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

  Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

    40.000.000,00         Pengguna dan 

pengelola 
Barang Milik 
Daerah pada 
Perangkat 

Daerah 

  40.000.000,00   

  -     40.000.000,00         Pengguna dan 
pengelola 

Barang Milik 
Daerah pada 
Perangkat 
Daerah 

  40.000.000,00   

    Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

- 20.000.000,00           - 20.000.000,00   

    Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara  

- 20.000.000,00           - 20.000.000,00   

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

    20.000.000,00             20.000.000,00   

  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

2 Unit 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 20.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

    20.000.000,00             20.000.000,00   

  Terlaksananya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara  

37 Unit 20.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 20.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-185 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Desa 
Malinau 
Kota || 1 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

76. PROGRAM PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

    700.000.000,00             700.000.000,00   

    jumlah Lembaga 
Kesejahteraan sosial yang 

menyelenggarakan fungsi 
kesejahteraan sosial sesuai 
standar ( Lembaga) 

3 Lembaga 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Persentase PSKS yang  
terlatih sesuai standar  
kompetensi 

73,39  Persen 350.000.000,00           - 350.000.000,00   

  Pemberdayaan Sosial Komunitas 
Adat Terpencil (KAT) 

    150.000.000,00         Individu, 
keluarga, dan 
kelompok 
masyarakat 

Komunitas 
Adat Terpencil 
(KAT) yang 
mengalami 

keterisolasian 
serta memiliki 
keterbatasan 
akses terhadap 
pelayanan 

sosial dasar, 
pemberdayaan 
ekonomi, dan 
penguatan 
kelembagaan 

sosial di 
wilayah 
kabupaten/kot
a 

  150.000.000,00   

  -     150.000.000,00         Individu, 
keluarga, dan 
kelompok 

masyarakat 
Komunitas 
Adat Terpencil 
(KAT) yang 

mengalami 
keterisolasian 
serta memiliki 
keterbatasan 
akses terhadap 

pelayanan 
sosial dasar, 
pemberdayaan 
ekonomi, dan 
penguatan 

kelembagaan 

  150.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-186 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

sosial di 
wilayah 
kabupaten/kot

a 

    Jumlah Keluarga pada KAT 
yang Mendapatkan 

Pemberdayaan Sosial yang 
terpadu dan berkelanjutan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Keluarga pada KAT 
yang Meningkat 
Kapasitasnya Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Lokasi yang telah 

dilakukan pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi 
pemberdayaan sosial KAT 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

  Peningkatan Kapasitas dan 
Pendampingan KAT 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Terpenuhinya Keluarga pada 
KAT yang Meningkat 

Kapasitasnya Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Keluarga pada KAT 
yang Meningkat 

Kapasitasnya Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

25 Keluarga 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 

Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Fasilitasi Pemberdayaan Sosial 
KAT yang terpadu dan 
berkelanjutan 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Terpenuhinya Keluarga pada 
KAT yang Mendapatkan 
Pemberdayaan Sosial yang 
terpadu dan berkelanjutan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Keluarga pada KAT 
yang Mendapatkan 
Pemberdayaan Sosial yang 
terpadu dan berkelanjutan 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

25 Keluarga 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan 
Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-187 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Pembinaan, pemantauan dan 
evaluasi pemberdayaan sosial 

KAT 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi 

pemberdayaan sosial KAT 

Jumlah Lokasi yang telah 
dilakukan pembinaan, 

pemantauan dan evaluasi 
pemberdayaan sosial KAT 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

6 Lokasi 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Pengembangan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial Daerah 
Kabupaten/Kota 

    550.000.000,00         Individu, 
kelompok, 
lembaga, 
organisasi 

sosial, dunia 
usaha, dan 
unsur 
masyarakat 
sebagai Potensi 

dan Sumber 
Kesejahteraan 
Sosial (PSKS) 
yang berperan 
dalam 

penyelenggaraa
n 
kesejahteraan 
sosial di 

daerah 
kabupaten/kot
a 

  550.000.000,00   

  -     550.000.000,00         Individu, 
kelompok, 
lembaga, 
organisasi 

sosial, dunia 
usaha, dan 
unsur 
masyarakat 

  550.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-188 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

sebagai Potensi 
dan Sumber 
Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) 
yang berperan 
dalam 
penyelenggaraa
n 

kesejahteraan 
sosial di 
daerah 
kabupaten/kot
a 

    Jumlah Keluarga yang 
Meningkat Kapasitasnya 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 200.000.000,00           - 200.000.000,00   

    Jumlah Lembaga 
Kesejahteraan Sosial yang 
Meningkat Kapasitasnya 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 200.000.000,00           - 200.000.000,00   

    Jumlah Penyuluh Sosial, 
Penyuluh Sosial Masyarakat, 

Pekerja Sosial, Pekerja Sosial 
Masyarakat dan/atau Tenaga 
Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan yang Meningkat 
Kapasitasnya 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Sumber Daya 
Manusia dan Lembaga 

Konsultasi Kesejahteraan 
Keluarga (LK3) yang 
mendapatkan Peningkatan 
Kapasitas dan fasilitasi 
dalam penanganan kasus 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

  Peningkatan Kemampuan 
Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

    200.000.000,00             200.000.000,00   

  Meningkatnya Kapasitas 
Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Keluarga yang 
Meningkat Kapasitasnya 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

150 Keluarga 200.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 200.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-189 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

penyandang 
disabilitas. 

  Peningkatan Kemampuan 
Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial Kelembagaan Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

    200.000.000,00             200.000.000,00   

  Meningkatnya Kapasitas 
Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Lembaga 
Kesejahteraan Sosial yang 

Meningkat Kapasitasnya 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

37 Lembaga 200.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 200.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Peningkatan Kemampuan 
Sumber Daya Manusia dan 
Penguatan Lembaga Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga (LK3) 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Meningkatnya Kemampuan 
Sumber Daya Manusia dan 
Penguatan Lembaga Konsultasi 

Kesejahteraan Keluarga (LK3) 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Sumber Daya 
Manusia dan Lembaga 
Konsultasi Kesejahteraan 

Keluarga (LK3) yang 
mendapatkan Peningkatan 
Kapasitas dan fasilitasi 
dalam penanganan kasus 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

35 Orang 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 

Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Peningkatan Kemampuan 

Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial Perseorangan 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Meningkatnya Kapasitas Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial 
Perseorangan Kewenangan 

Jumlah Penyuluh Sosial, 
Penyuluh Sosial Masyarakat, 
Pekerja Sosial, Pekerja Sosial 

35 Orang 100.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-190 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kabupaten/Kota Masyarakat dan/atau Tenaga 
Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan yang Meningkat 

Kapasitasnya 

|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Kota || 1 

(PAD) sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

77. PROGRAM REHABILITASI 
SOSIAL 

    750.000.000,00             750.000.000,00   

    Persentase fasilitas layanan  
dasar ramah disabilitas 

100 Persen 150.000.000,00           - 150.000.000,00   

    Persentase PPKS yang  
mendapat bantuan  
kebutuhan dasar sesuai  
kriteria 

73,31  Persen 150.000.000,00           - 150.000.000,00   

  Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial 

    400.000.000,00          Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar, 

Anak 
Terlantar, 
Lanjut Usia 
Terlantar, serta 
Gelandangan 

dan Pengemis 
yang 
mengalami 
permasalahan 
sosial dan 

memerlukan 
pelayanan 
rehabilitasi 
sosial dasar di 

luar panti 
sosial pada 
wilayah 
kabupaten/kot
a. 

  400.000.000,00   

  -     400.000.000,00          Penyandang 
Disabilitas 

Terlantar, 
Anak 
Terlantar, 
Lanjut Usia 
Terlantar, serta 

Gelandangan 
dan Pengemis 
yang 
mengalami 
permasalahan 

sosial dan 

  400.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-191 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

memerlukan 
pelayanan 
rehabilitasi 

sosial dasar di 
luar panti 
sosial pada 
wilayah 
kabupaten/kot

a. 

    Jumlah Orang Mendapatkan 

Layanan Rujukan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Alat Bantu dan 
Alat Bantu Peraga Sesuai 
kebutuhan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pemenuhan 

Kebutuhan Permakanan 
Sesuai dengan Standar Gizi 
Minimal Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Orang yang 
Menerima Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya yang 

Tersedia dalam 1 Tahun 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Peserta Bimbingan 
Sosial kepada Keluarga 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis dan 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Penyediaan Permakanan     50.000.000,00             50.000.000,00   

  Terpenuhinya Kebutuhan 
Permakanan Per Orang Sesuai 
dengan Standar Gizi Minimal 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pemenuhan 
Kebutuhan Permakanan 
Sesuai dengan Standar Gizi 

Minimal Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

50 Orang 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan 
Sosial 

  Penyediaan Sandang     50.000.000,00             50.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-192 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Tersedianya Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya dalam 1 
Tahun Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 
Menerima Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya yang 

Tersedia dalam 1 Tahun 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

50 Orang 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Penyediaan Alat Bantu     100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terpenuhinya Orang yang 
Mendapatkan Alat Bantu dan 
Alat Bantu Peraga Sesuai 

Kebutuhan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Alat Bantu dan 
Alat Bantu Peraga Sesuai 

kebutuhan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

50 Orang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Pemberian Bimbingan Sosial 

kepada Keluarga Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis 

dan Masyarakat 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Pemberian 
Bimbingan Sosial kepada 

Keluarga Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis dan 

Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Peserta Bimbingan 
Sosial kepada Keluarga 

Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis dan 

Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

50 Orang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-193 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Pemberian Layanan Rujukan     100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Pemberian 
Layanan Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang Mendapatkan 
Layanan Rujukan 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

50 Orang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar 
Panti Sosial 

    350.000.000,00         Individu atau 

kelompok 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 

lainnya, selain 
korban 
HIV/AIDS dan 
penyalahgunaa
n NAPZA, yang 

berada di luar 
panti sosial 
dan 
memerlukan 

pelayanan 
rehabilitasi 
sosial di 
daerah 
kabupaten/kot

a. 

  350.000.000,00   

  -     350.000.000,00         Individu atau 

kelompok 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 

  350.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-194 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Sosial (PMKS) 
lainnya, selain 
korban 

HIV/AIDS dan 
penyalahgunaa
n NAPZA, yang 
berada di luar 
panti sosial 

dan 
memerlukan 
pelayanan 
rehabilitasi 
sosial di 

daerah 
kabupaten/kot
a. 

    Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Penelusuran Keluarga 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pemenuhan 
Kebutuhan Permakanan 
Sesuai dengan Standar Gizi 
Minimal Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Peserta Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual dan 

Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Peserta dalam 
Pemberian Bimbingan Sosial 
kepada Keluarga Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) Lainnya 

Bukan Korban HIV/AIDS 
dan NAPZA Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Penyediaan Permakanan     100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terpenuhinya Kebutuhan 

Permakanan Per Orang Sesuai 
dengan Standar Gizi Minimal 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Pemenuhan 
Kebutuhan Permakanan 
Sesuai dengan Standar Gizi 
Minimal Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

150 Orang 100.000.000,00 Kab. 

Malinau 

PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 

Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-195 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Pemberian Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual, dan Sosial 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Pemberian 
Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Peserta Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual dan 
Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

35 Orang 100.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan 
Sosial 

  Pemberian Bimbingan Sosial 
kepada Keluarga Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlakasananya Pemberian 
Bimbingan Sosial kepada 
Keluarga Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Peserta dalam 
Pemberian Bimbingan Sosial 
kepada Keluarga Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) Lainnya 
Bukan Korban HIV/AIDS 
dan NAPZA Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

35 Orang 100.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan 
Sosial 

  Pemberian Pelayanan 
Penelusuran Keluarga 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Terpenuhinya Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 

Penelusuran Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 

Penelusuran Keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

10 Orang 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-196 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

78. PROGRAM PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN SOSIAL 

    700.000.000,00             700.000.000,00   

    Pesentase data DTSEN yang  
terverifikasi dan tervalidasi 

46,51  Persen 500.000.000,00           - 500.000.000,00   

  Pengelolaan Data Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

    700.000.000,00         Fakir miskin, 

orang tidak 
mampu, 
pemerintah 
desa/keluraha

n, perangkat 
daerah, dan 
pemangku 
kepentingan 
terkait dalam 

pelaksanaan 
pendataan, 
verifikasi, 
validasi, 
pemutakhiran, 

serta 
pemanfaatan 
data fakir 
miskin 

cakupan 
daerah 
kabupaten/kot
a. 

  700.000.000,00   

  -     700.000.000,00         Fakir miskin, 
orang tidak 
mampu, 

pemerintah 
desa/keluraha
n, perangkat 
daerah, dan 
pemangku 

kepentingan 
terkait dalam 
pelaksanaan 
pendataan, 
verifikasi, 

validasi, 
pemutakhiran, 
serta 
pemanfaatan 

data fakir 
miskin 
cakupan 
daerah 

  700.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-197 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kabupaten/kot
a. 

    Jumlah Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota yang Didata 

- 400.000.000,00           - 400.000.000,00   

    Jumlah Orang Mendapatkan 
Bantuan Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Penerima Manfaat 
(PM) yang Mendapatkan 
Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Usulan 

Penindaklayakan, Usulan 
yang Terverifikasi dan 
Tervalidasi, dan Usulan 
Perbaikan yang dilaksanakan 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Pendataan Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

    400.000.000,00             400.000.000,00   

  Terlaksananya Pendataan Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota yang Didata 

5240 Orang 400.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 400.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Fasilitasi Bantuan 

Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terpenuhinya Orang yang 
Mendapatkan Bantuan 
Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang Mendapatkan 
Bantuan Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

50 Orang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 

Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-198 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

  Fasilitasi Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terpenuhinya Penerima Manfaat 

(PM) yang Mendapatkan 
Bantuan Sosial Kesejahteraan 
Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Penerima Manfaat 

(PM) yang Mendapatkan 
Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

1377 Orang 100.000.000,00 Kab. 

Malinau 

PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 

Sosial 

  Pengelolaan Data Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Pengelolaan Data 
Fakir Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Usulan 
Penindaklayakan, Usulan 
yang Terverifikasi dan 

Tervalidasi, dan Usulan 
Perbaikan yang dilaksanakan 

12 Usulan 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

79. PROGRAM PENANGANAN 

BENCANA 

    200.000.000,00             200.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-199 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Persentase Korban bencana  
alam yang terpenuhi  
kebutuhan dasarnya 

undefined 
undefined 

150.000.000,00           - 150.000.000,00   

    Persentase Korban bencana  
alam yang terpenuhi  
kebutuhan dasarnya 

100 Persen 150.000.000,00           - 150.000.000,00   

  Penyelenggaraan Pemberdayaan 
Masyarakat Terhadap 

Kesiapsiagaan Bencana 
Kabupaten/Kota 

    200.000.000,00         Meningkatnya 
kapasitas dan 

kesiapsiagaan 
masyarakat 
dalam 
menghadapi 
bencana 

  200.000.000,00   

  -     200.000.000,00         Meningkatnya 
kapasitas dan 

kesiapsiagaan 
masyarakat 
dalam 
menghadapi 
bencana 

  200.000.000,00   

    Jumlah Kampung yang 
Melaksanakan Koordinasi, 

Sosialisasi dan Pelaksanaan 
Kampung Siaga Bencana 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Relawan Taruna 
Siaga Bencana Tingkat Muda 
yang Meningkat 

Kapasitasnya 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Tagana yang 

Mendapatkan Peningkatan 
Kompetensi 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Koordinasi, Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Kampung Siaga 
Bencana 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Kampung yang 
Melaksanakan Koordinasi, 
Sosialisasi dan Pelaksanaan 
Kampung Siaga Bencana 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Kampung yang 
Melaksanakan Koordinasi, 
Sosialisasi dan Pelaksanaan 
Kampung Siaga Bencana 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

40 Kampung 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 

Sosial 

  Peningkatan Kapasitas Relawan 
Taruna Siaga Bencana Tingkat 
Muda 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Tersedianya Relawan Taruna Jumlah Relawan Taruna 15 Orang 50.000.000,00 Provinsi PENDAPATA 4.Memperkua Meningkatka   - 50.000.000,00 Dinas 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-200 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Siaga Bencana Tingkat Muda 
yang Meningkat Kapasitasnya 

Siaga Bencana Tingkat Muda 
yang Meningkat 
Kapasitasnya 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan 
Sosial 

  Peningkatan Kompetensi Taruna 
Siaga Bencana (Tagana) Dalam 

Penanganan Bencana 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Meningkatnya Kompetensi 
Tagana Dalam Penanganan 

Bencana 

Jumlah Tagana yang 
Mendapatkan Peningkatan 

Kompetensi 

40 Orang 100.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

    2.550.000.000,00             2.550.000.000,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

    2.550.000.000,00             2.550.000.000,00   

80. PROGRAM 

PENGARUSUTAMAAN GENDER 
DAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 

    350.000.000,00             350.000.000,00   

    Persentase partisipasi  
perempuan di lembaga  
pemerintah 

59 Persen 150.000.000,00           - 150.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-201 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Persentase perempuan yang  
aktif dalam organisasi  
wanita 

80 % 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Pelembagaan Pengarusutamaan 
Gender (PUG) pada Lembaga 
Pemerintah Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

    150.000.000,00         Perangkat 
Daerah dan 
aparatur 

pemerintah 
daerah yang 
melaksanakan 
pengarusutam

aan gender 
dalam 
perencanaan, 
penganggaran, 
dan evaluasi 

pembangunan 

  150.000.000,00   

  -     150.000.000,00         Perangkat 

Daerah dan 
aparatur 
pemerintah 
daerah yang 
melaksanakan 

pengarusutam
aan gender 
dalam 
perencanaan, 
penganggaran, 

dan evaluasi 
pembangunan 

  150.000.000,00   

    Jumlah laporan hasil 
koordinasi dan sinkronisasi 
penyelenggaraan PUG 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah SDM Perangkat 
Daerah Kab/Kota yang 
mendapatkan bimbingan 
teknis dan pendampingan 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan PUG Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penyelenggaraan 

PUG Kewenangan kab/ kota 

Jumlah laporan hasil 
koordinasi dan sinkronisasi 

penyelenggaraan PUG 

1  Laporan 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Bimbingan Teknis dan     100.000.000,00             100.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-202 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Pendampingan Penyelenggaraan 
PUG bagi Perangkat Daerah 
Tingkat Kab/Kota 

  Terlaksananya Bimbingan 
Teknis  dan Pendampingan 
Penyelenggaraan PUG bagi 

Perangkat Daerah Tingkat 
Kab/Kota 

Jumlah SDM Perangkat 
Daerah Kab/Kota yang 
mendapatkan bimbingan 

teknis dan pendampingan 

50 Orang 100.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 

Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Pemberdayaan Perempuan 

Bidang Politik, Hukum, Sosial, 
dan Ekonomi pada Organisasi 
Kemasyarakatan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

    200.000.000,00         Perempuan 

anggota 
organisasi 
kemasyarakata
n di bidang 

politik, hukum, 
sosial, dan 
ekonomi di 
wilayah 
kabupaten/kot

a 

  200.000.000,00   

  -     200.000.000,00         Perempuan 

anggota 
organisasi 
kemasyarakata
n di bidang 
politik, hukum, 

sosial, dan 
ekonomi di 
wilayah 
kabupaten/kot
a 

  200.000.000,00   

    Jumlah lembaga masyarakat 
dan pemerintah tingkat 

Kab/Kota yang mendapatkan 
advokasi dan sosialisasi 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah SDM organisasi 
kemasyarakatan, perempuan 
potensial, perempuan 
penyintas kekerasan dan 
atau rentan lainnya yang 

mendapatkan bimbingan 
teknis dan pendampingan 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Bimbingan teknis dan 
pendampingan SDM 
pemberdayaan perempuan di 
bidang politik, atau hukum, 

    100.000.000,00             100.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-203 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

atau sosial, dan atau ekonomi 
Kewenangan Kab/Kota 

  Terlaksananya Bimbingan 
Teknis  dan Pendampingan  
SDM pemberdayaan perempuan 
di bidang politik, atau hukum, 

atau sosial, dan atau ekonomi 
Kewenangan Kab/Kota 

Jumlah SDM organisasi 
kemasyarakatan, perempuan 
potensial, perempuan 
penyintas kekerasan dan 

atau rentan lainnya yang 
mendapatkan bimbingan 
teknis dan pendampingan 

50 Orang 100.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan 
Sosial 

  Advokasi dan sosialisasi 
pemberdayaan perempuan di 

bidang politik, hukum, sosial, 
dan/atau ekonomi Kewenangan 
Kab/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Advokasi dan 
sosialisasi pemberdayaan 
perempuan di bidang politik, 
hukum, sosial, dan/atau 

ekonomi Kewenangan Kab/Kota 

Jumlah lembaga masyarakat 
dan pemerintah tingkat 
Kab/Kota yang mendapatkan 
advokasi dan sosialisasi 

35 Lembaga 100.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan 
Sosial 

81. PROGRAM PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

    750.000.000,00             750.000.000,00   

    Prevalensi kekerasan  
terhadap perempuan 

0,019 Persen 150.000.000,00           - 150.000.000,00   

    Prevalensi kekerasan  
terhadap perempuan 

0,019  Persen 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Perempuan Lingkup 
Daerah Kabupaten/Kota 

    250.000.000,00         Perempuan 
dan kelompok 
masyarakat di 

wilayah rawan 

  250.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-204 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kekerasan 
serta lembaga 
yang berperan 

dalam 
pencegahan 
kekerasan 
terhadap 
perempuan 

  -     250.000.000,00         Perempuan 
dan kelompok 

masyarakat di 
wilayah rawan 
kekerasan 
serta lembaga 
yang berperan 

dalam 
pencegahan 
kekerasan 
terhadap 
perempuan 

  250.000.000,00   

    Jumlah kebijakan 
pencegahan Kekerasan 

terhadap Perempuan (KtP) 
dan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO) 
Kewenangan Kab/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah kegiatan advokasi 
dan sosialisasi pencegahan 
Kekerasan terhadap 

Perempuan (KtP) dan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO)  tingkat Kab/Kota, 
dan masyarakat 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah kerjasama yang 
melibatkan para pihak baik 
pemerintah maupun lembaga 

pemerintah dan lembaga 
masyarakat dalam 
pencegahan Kekerasan 
terhadap Perempuan (KtP) 
dan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) di 
tingkat Kab/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Advokasi dan sosialisasi 
pencegahan Kekerasan terhadap 
Perempuan (KtP) dan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) kepada pengambil 

kebijakan dan pemangku 
kepentingan Kewenangan 
Kab/Kota 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Advokasi dan 
sosialisasi pencegahan  
Kekerasan terhadap Perempuan 
(KtP) dan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) 
kepada pengambil kebijakan 
dan pemangku kepentingan di 
tingkat Kab/Kota, dan 

masyarakat 

Jumlah kegiatan advokasi 
dan sosialisasi pencegahan 
Kekerasan terhadap 
Perempuan (KtP) dan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO)  tingkat Kab/Kota, 
dan masyarakat 

5 Kegiatan 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan 
Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-205 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Penyusunan kebijakan 
pencegahan Kekerasan terhadap 
Perempuan (KtP) dan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO) Kewenangan Kab/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Tersusunnya kebijakan 

pencegahan Kekerasan terhadap 
Perempuan (KtP) dan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) Kewenangan Kab/Kota 

Jumlah kebijakan 

pencegahan Kekerasan 
terhadap Perempuan (KtP) 
dan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO) 
Kewenangan Kab/Kota 

3 Kebijakan 100.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Kerjasama pencegahan 
Kekerasan terhadap Perempuan 
(KtP) dan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO) 

Kewenangan Kab/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya kerjasama para 

pihak termasuk pemerintah dan 
lembaga non pemerintah 
termasuk lembaga masyarakat 
dalam pencegahan Kekerasan 
terhadap Perempuan (KtP) dan 

Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO) di tingkat 
Kab/Kota 

Jumlah kerjasama yang 

melibatkan para pihak baik 
pemerintah maupun lembaga 
pemerintah dan lembaga 
masyarakat dalam 
pencegahan Kekerasan 

terhadap Perempuan (KtP) 
dan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO) di 
tingkat Kab/Kota 

1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. 

Malinau 

PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-206 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

  Penyediaan Layanan Rujukan 
Lanjutan bagi Perempuan 

Korban Kekerasan yang 
Memerlukan Koordinasi 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

    400.000.000,00         Perempuan 
korban 

kekerasan 
yang 
memerlukan 
layanan 

rujukan 
lanjutan, 
keluarga 
korban, serta 
lembaga dan 

pihak terkait di 
Kabupaten/Kot
a 

  400.000.000,00   

  -     400.000.000,00         Perempuan 
korban 
kekerasan 
yang 

memerlukan 
layanan 
rujukan 
lanjutan, 
keluarga 

korban, serta 
lembaga dan 
pihak terkait di 
Kabupaten/Kot

a 

  400.000.000,00   

    Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan dan TPPO yang 

mendapatkan layanan 
kesehatan yang tidak dijamin 
BPJS, Jamkesda, dan 
sumber pendanaan lainnya 

tingkat Kab/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan dan TPPO yang 

mendapatkan Layanan   
medikolegal Tingkat 
Kab/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan dan TPPO yang 
mendapatkan layanan 
pendampingan korban 

Tingkat Kabupaten/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Perempuan Korban 

Kekerasan dan TPPO yang 
mendapatkan layanan 
rumah perlindungan bagi 
Perempuan Korban 
Kekerasan dan TPPO Tingkat 

Kab/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Layanan pendampingan korban 

bagi Perempuan Korban 
Kekerasan dan TPPO Tingkat 
Kab/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Tersedianya Layanan 
pendampingan korban bagi 
Perempuan Korban Kekerasan 

Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan dan TPPO yang 
mendapatkan layanan 

35 Orang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-207 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

dan TPPO Tingkat Kab/Kota pendampingan korban 
Tingkat Kabupaten/Kota 

(PAD) sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Layanan kesehatan yang tidak 
dijamin BPJS, Jamkesda, dan 
sumber pendanaan lainnya bagi 
Perempuan Korban Kekerasan 

dan TPPO Tingkat Kab/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Tersedianya layanan kesehatan 
yang tidak dijamin BPJS, 

Jamkesda, dan sumber 
pendanaan lainnya bagi 
Perempuan Korban Kekerasan 
dan TPPO Tingkat Kab/Kota 

Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan dan TPPO yang 

mendapatkan layanan 
kesehatan yang tidak dijamin 
BPJS, Jamkesda, dan 
sumber pendanaan lainnya 

tingkat Kab/Kota 

35 Orang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Layanan medikolegal bagi 
Perempuan Korban Kekerasan 
dan TPPO Tingkat Kab/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Tersedianya layanan 
medikolegal bagi Perempuan 
Korban Kekerasan dan TPPO 
Tingkat Kab/Kota 

Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan dan TPPO yang 
mendapatkan Layanan   
medikolegal Tingkat 

Kab/Kota 

35 Orang 100.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan 
Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-208 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kota || 1 gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Layanan rumah perlindungan 
bagi Perempuan Korban 
Kekerasan dan TPPO Tingkat 
Kab/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Tersedianya layanan rumah 
perlindungan bagi Perempuan 

Korban Kekerasan dan TPPO 
Tingkat Kab/Kota 

Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan dan TPPO yang 

mendapatkan layanan 
rumah perlindungan bagi 
Perempuan Korban 
Kekerasan dan TPPO Tingkat 
Kab/Kota 

35 Orang 100.000.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 

Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan 
Perlindungan Perempuan 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    100.000.000,00         Lembaga 
penyedia 
layanan 
perlindungan 
perempuan, 

tenaga 
layanan, 
perempuan 
korban 
kekerasan, dan 

pemangku 
kepentingan 
terkait di 
Kabupaten/Kot

a 

  100.000.000,00   

  -     100.000.000,00         Lembaga 
penyedia 

layanan 
perlindungan 
perempuan, 
tenaga 

layanan, 
perempuan 
korban 
kekerasan, dan 

  100.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-209 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pemangku 
kepentingan 
terkait di 

Kabupaten/Kot
a 

    Jumlah Lembaga Penyedia 

Layanan Perlindungan 
Perempuan  tingkat 
Kab/Kota  (lembaga 
pemerintah dan non 

pemerintah) yang 
mendapatkan advokasi dan 
sosialisasi 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Advokasi dan sosialisasi 
Penguatan dan pengembangan 
lembaga penyedia layanan 
Perlindungan Perempuan 

Kewenangan Kab/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Advokasi dan 
sosialisasi Penguatan dan 

pengembangan lembaga 
penyedia layanan bagi 
Perlindungan Perempuan  
Kewenangan Kab/Kota 

Jumlah Lembaga Penyedia 
Layanan Perlindungan 

Perempuan  tingkat 
Kab/Kota  (lembaga 
pemerintah dan non 
pemerintah) yang 

mendapatkan advokasi dan 
sosialisasi 

35 Lembaga 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

82. PROGRAM PENINGKATAN 
KUALITAS KELUARGA 

    250.000.000,00             250.000.000,00   

    Persentase perempuan  
berpenghasilan mandir 

55 Persen 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Persentase perempuan  
berpenghasilan mandiri 

55  persen 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    - - 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Peningkatan Kualitas Keluarga 
dalam Mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan Hak Anak 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

    100.000.000,00         Keluarga, 
orang tua, 

anak, kader, 
serta 
pemangku 
kepentingan 
terkait dalam 

pembangunan 
keluarga di 
Kabupaten/Kot
a 

  100.000.000,00   

  -     100.000.000,00         Keluarga, 
orang tua, 
anak, kader, 

serta 

  100.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-210 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pemangku 
kepentingan 
terkait dalam 

pembangunan 
keluarga di 
Kabupaten/Kot
a 

    Jumlah pengambil kebijakan 
dan pemangku kepentingan 
yang mendapatkan Advokasi 

dan sosialisasi peningkatan 
kualitas keluarga 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Advokasi dan sosialisasi 
peningkatan kualitas keluarga 
kepada pengambil kebijakan 

dan pemangku kepentingan  
Kewenangan Provinsi dan Lintas 
Kabupaten/Kotaten/kota, 
sesuai dengan kebijakan 
pembangunan daerah yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Advokasi dan 

sosialisasi peningkatan kualitas 
keluarga kepada pengambil 
kebijakan dan pemangku 
kepentinganKewenangan 
Provinsi dan Lintas 

Kabupaten/Kota 

Jumlah pengambil kebijakan 

dan pemangku kepentingan 
yang mendapatkan Advokasi 
dan sosialisasi peningkatan 
kualitas keluarga 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

35 Orang 100.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Keluarga 
dalam Mewujudkan KG dan Hak 

Anak yang Wilayah Kerjanya 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 

    100.000.000,00         -   100.000.000,00   

  -     100.000.000,00         -   100.000.000,00   

    Jumlah Lembaga Penyedia 
Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga yang 
mendapatkan advokasi dan 
sosialisasi pengembangan 
kewenangan 

Kabupaten/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Advokasi dan Sosialisasi 
Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Peningkatan 

    100.000.000,00             100.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-211 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kualitas Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

  Terlaksananya Advokasi dan 
Sosialisasi Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Lembaga Penyedia 
Layanan Peningkatan 
Kualitas Keluarga yang 
mendapatkan advokasi dan 

sosialisasi pengembangan 
kewenangan 
Kabupaten/Kota 

35 Lembaga 100.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 

Anak dan 
Sosial 

  Penyediaan Layanan bagi 
Keluarga dalam Mewujudkan 

KG dan Hak Anak yang Wilayah 
Kerjanya dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

    50.000.000,00         Keluarga, 
orang tua, 

anak, dan 
masyarakat 
penerima 
layanan dalam 
mewujudkan 

kesetaraan 
gender dan 
hak anak di 
Kabupaten/Kot
a 

  50.000.000,00   

  -     50.000.000,00         Keluarga, 
orang tua, 

anak, dan 
masyarakat 
penerima 
layanan dalam 
mewujudkan 

kesetaraan 
gender dan 
hak anak di 
Kabupaten/Kot

a 

  50.000.000,00   

    Jumlah keluarga yang 
mendapatkan layanan 

konsultasi dan konseling 
Lingkup  Kabupaten/Kota 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

  layanan konsultasi dan 
konseling keluarga dalam 
Mewujudkan KG dan PA 
LingkupKabupaten/Kota 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya layanan 
penerimaan pengaduan keluarga 
dalam Mewujudkan KG dan PA 

Lingkup 

Jumlah keluarga yang 
mendapatkan layanan 
konsultasi dan konseling 

Lingkup  Kabupaten/Kota 

35 Orang 50.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 

Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-212 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

83. PROGRAM PENGELOLAAN 
SISTEM DATA GENDER DAN 
ANAK 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

    Tingkat Pemanfaatan data  
gender dan anak  
perencanaan Evaluasi dan  

atau penyususnan  
kebijakan 

44,2 Persen 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

  Pengumpulan, Pengolahan 
Analisis dan Penyajian Data 
Gender dan Anak Dalam 
Kelembagaan Data di Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

    100.000.000,00         Perangkat 
daerah, 
lembaga mitra, 
pengelola data, 
dan pemangku 

kepentingan 
penyelenggara 
data gender 
dan anak di 

Kabupaten/Kot
a 

  100.000.000,00   

  -     100.000.000,00         Perangkat 

daerah, 
lembaga mitra, 
pengelola data, 
dan pemangku 

kepentingan 
penyelenggara 
data gender 
dan anak di 
Kabupaten/Kot

a 

  100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Data 

Gender dan Anak tingkat 
Kab/Kota yang Tersedia 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah dokumen laporan 

penyelenggaraan Aplikasi 
Simfoni PPA, mencakup 
beberapa hal, seperti: 
pelaksanan Bimtek di tingkat 

daerah, komposisi 
penyelenggara, pengelolaan 
data, Kebijakan & SOP 
pendukung, mekanisme 
validasi, pemanfaatan data, 

rencana tindak lanjut, dan 
lain sebagainya 

- 50.000.000,00           - 50.000.000,00   

  Penguatan Penyelenggaraan 
Aplikasi Simfoni PPA untuk 
Penyediaan Data Kekerasan 
terhadap Perempuan dan Anak 
Berkualitas 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Terwujudnya data kekerasan 
terhadap perempuan dan anak 

yang valid, mutakhir, dan dapat 
dipertanggungjawabkan melalui 
optimalisasi penyelenggaraan 
Aplikasi Simfoni PPA di daerah 

Jumlah dokumen laporan 
penyelenggaraan Aplikasi 

Simfoni PPA, mencakup 
beberapa hal, seperti: 
pelaksanan Bimtek di tingkat 
daerah, komposisi 

1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-213 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

penyelenggara, pengelolaan 
data, Kebijakan & SOP 
pendukung, mekanisme 

validasi, pemanfaatan data, 
rencana tindak lanjut, dan 
lain sebagainya 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Saing 

  Penyediaan, Penyajian, dan 
Pemanfaatan Data Gender dan 
Anak Kab/Kota 

    50.000.000,00             50.000.000,00   

  Tersedianya Data Gender dan 
Anak tingkat Kab/Kota 

Jumlah Dokumen Data 
Gender dan Anak tingkat 

Kab/Kota yang Tersedia 

1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

84. PROGRAM PEMENUHAN HAK 
ANAK (PHA) 

    700.000.000,00             700.000.000,00   

    Persentase Anak yang  
mendapatkan layanan  
peningkatan kualitas hidup  
anak 

65 Pertsen 150.000.000,00           - 150.000.000,00   

    - - 200.000.000,00           - 200.000.000,00   

  Pelembagaan PHA pada 
Lembaga Pemerintah, 
Nonpemerintah, dan Dunia 
Usaha Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

    300.000.000,00         Lembaga 
pemerintah, 
lembaga 
nonpemerintah
, dunia usaha, 

dan pemangku 
kepentingan 
terkait di 
Kabupaten/Kot

a. 

  300.000.000,00   

  -     300.000.000,00         Lembaga 
pemerintah, 

lembaga 

  300.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-214 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

nonpemerintah
, dunia usaha, 
dan pemangku 

kepentingan 
terkait di 
Kabupaten/Kot
a. 

    Jumlah pemangku 
kepentingan tingkat 
Kab/Kota yang mendapatkan 

advokasi dan sosialisasi 
pelaksanaan Kebijakan 
Pemenuhan Hak Anak 
Kewenangan Kab/Kota 

- 150.000.000,00           - 150.000.000,00   

    Jumlah SDM Perangkat 
Daerah Kab/Kota serta 
lembaga non pemerintah, 

media dan dunia usaha 
kewenangan Kab/Kota yang 
mendapatkan bimbingan 
teknis dan pendampingan 

- 150.000.000,00           - 150.000.000,00   

  Advokasi dan sosialisasi 
Pelaksanaan Kebijakan 
Pemenuhan Hak Anak 

kewenangan Kab/Kota 

    150.000.000,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya Advokasi dan 
sosialisasi Pelaksanaan 

Kebijakan Pemenuhan Hak 
Anak Kewenangan Kab/Kota 

Jumlah pemangku 
kepentingan tingkat 

Kab/Kota yang mendapatkan 
advokasi dan sosialisasi 
pelaksanaan Kebijakan 
Pemenuhan Hak Anak 

Kewenangan Kab/Kota 

15 Lembaga 150.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 150.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Bimbingan Teknis dan 
Pendampingan Pelaksanaan 
Kebijakan Pemenuhan Hak 
Anak Kewenangan Kab/Kota 

    150.000.000,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya Bimbingan 
Teknis  dan Pendampingan 
Pelaksanaan Kebijakan 

Pemenuhan Hak Anak pada 
Lembaga Pemerintah, Non 
Pemerintah, Media dan Dunia 
Usaha Kewenangan Kab/Kota 

Jumlah SDM Perangkat 
Daerah Kab/Kota serta 
lembaga non pemerintah, 

media dan dunia usaha 
kewenangan Kab/Kota yang 
mendapatkan bimbingan 
teknis dan pendampingan 

50 Orang 150.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 150.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 

Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-215 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Malinau 
Kota || 1 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

    400.000.000,00         -   400.000.000,00   

  -     400.000.000,00         -   400.000.000,00   

    Jumlah kerjasama antar 
lembaga penyedia layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup 
Anak Kewenangan Kab/Kota 

- 200.000.000,00           - 200.000.000,00   

    Jumlah Lembaga tingkat 
Kab/Kota yang mendapatkan 
advokasi dan sosialisasi 
(lembaga pemerintah dan 
non pemerintah) 

- 200.000.000,00           - 200.000.000,00   

  Kerjasama antar lembaga 
penyedia layanan Peningkatan 

Kualitas Hidup Anak 
Kewenangan Kab/Kota 

    200.000.000,00             200.000.000,00   

  Terlaksananya kerjasama antar 
lembaga penyedia layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup 
Anak Kewenangan Kab/Kota 

Jumlah kerjasama antar 
lembaga penyedia layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup 
Anak Kewenangan Kab/Kota 

1 Dokumen 200.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 

Desa 
Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 200.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 

Sosial 

  Advokasi dan sosialisasi 
penguatan dan pengembangan 
lembaga penyedia layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup 

Anak Kewenangan Kab/Kota 

    200.000.000,00             200.000.000,00   

  Terlaksananya Advokasi dan 

sosialisasi penguatan dan 
pengembangan lembaga 
penyedia layanan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak 
Kewenangan Kab/Kota 

Jumlah Lembaga tingkat 

Kab/Kota yang mendapatkan 
advokasi dan sosialisasi 
(lembaga pemerintah dan 
non pemerintah) 

10 Lembaga 200.000.000,00 Kab. 

Malinau 

PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 200.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

85. PROGRAM PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK 

    400.000.000,00             400.000.000,00   

    Prevalensi kekerasan  

terhadap anak 

0,055 Persen 150.000.000,00           - 150.000.000,00   

    Prevalensi kekerasan  
terhadap anak 

0,055 % 250.000.000,00           - 250.000.000,00   

  Penyediaan Layanan bagi Anak     150.000.000,00         Anak yang   150.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-216 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

yang Memerlukan Perlindungan 
Khusus yang Memerlukan 
Koordinasi Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

memerlukan 
perlindungan 
khusus, 

keluarga, dan 
lembaga terkait 
dalam 
penanganan 
kasus anak di 

Kabupaten/Kot
a 

  -     150.000.000,00         Anak yang 
memerlukan 
perlindungan 
khusus, 
keluarga, dan 

lembaga terkait 
dalam 
penanganan 
kasus anak di 
Kabupaten/Kot

a 

  150.000.000,00   

    Jumlah Anak Korban 

Kekerasan yang 
mendapatkan layanan 
rumah perlindungan bagi 
anak Korban Kekerasan 
Tingkat Daerah Kab/Kota 

- 150.000.000,00           - 150.000.000,00   

  Layanan rumah perlindungan 
bagi Anak Korban Kekerasan 

Tingkat Daerah Kab/Kota 

    150.000.000,00             150.000.000,00   

  Tersedianya layanan rumah 

perlindungan bagi Anak Korban 
Kekerasan Tingkat Daerah 
Kab/Kota 

Jumlah Anak Korban 

Kekerasan yang 
mendapatkan layanan 
rumah perlindungan bagi 
anak Korban Kekerasan 
Tingkat Daerah Kab/Kota 

30 Orang 150.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 150.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 

  Penguatan dan Pengembangan 
Lembaga Penyedia Layanan bagi 
Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

    250.000.000,00         Lembaga 
penyedia 
layanan 
perlindungan 

anak, 
pengelola 
layanan, dan 
anak yang 
memerlukan 

perlindungan 

  250.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-217 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

khusus di 
Kabupaten/Kot
a 

  -     250.000.000,00         Lembaga 
penyedia 
layanan 

perlindungan 
anak, 
pengelola 
layanan, dan 

anak yang 
memerlukan 
perlindungan 
khusus di 
Kabupaten/Kot

a 

  250.000.000,00   

    Jumlah kerjasama antar 

Lembaga Penyedia Layanan 
bagi Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus 

- 150.000.000,00           - 150.000.000,00   

    Jumlah SDM Lembaga 
Penyedia Layanan bagi Anak 
yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Bimbingan teknis dan 
pendampingan SDM Lembaga 
Penyedia Layanan bagi  Anak 

yang Memerlukan Perlindungan 
Khusus Kewenangan Kab/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Bimbingan teknis 
dan pendampingan SDM 
Lembaga Penyedia Layanan bagi  
Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus 

Kewenangan Kab/Kota 

Jumlah SDM Lembaga 
Penyedia Layanan bagi Anak 
yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus 

25 Orang 100.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 

Sosial 

  Kerjasama  Antar Lembaga 
Penyedia Layanan bagi Anak 
yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus Kewenangan Kab/Kota 

    150.000.000,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya kerjasama  Antar 

Lembaga Penyedia Layanan bagi 
Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus 
Kewenangan Kab/Kota 

Jumlah kerjasama antar 

Lembaga Penyedia Layanan 
bagi Anak yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus 

1 Dokumen 150.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata

PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 150.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Perempuan, 
Perlindungan 
Anak dan 
Sosial 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-218 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

n 
Malinau 
Kota || 

Desa 
Malinau 
Kota || 1 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Dinas Ketahanan Pangan     10.607.824.143,0
0 

            9.163.398.000,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

    10.607.824.143,0
0 

            9.163.398.000,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PANGAN 

    10.607.824.143,0
0 

            9.163.398.000,00   

86. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    5.987.829.669,00             4.743.398.000,00   

    Nilai IKM terhadap 
Pelayanan Perangkat Daerah 

84,5 Nilai 5.987.829.669,00           - 4.543.398.000,00   

  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

    92.537.000,00         Pemerintah 
Kabupaten 

Malinau 

  60.000.000,00   

  -     92.537.000,00         Pemerintah 
Kabupaten 

Malinau 

  60.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 

Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

- 52.537.000,00           - 10.000.000,00   

    Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah  

- 40.000.000,00           - 50.000.000,00   

  Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

    40.000.000,00             50.000.000,00   

  Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah  

1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-219 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

  Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 

Daerah 

    52.537.000,00             10.000.000,00   

  Terselenggaranya Walidata 

Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

1 Dokumen 52.537.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 10.000.000,00 Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

    4.995.298.596,00         Pemerintah 
Kabupaten 
Malinau 

  3.883.398.000,00   

  -     4.995.298.596,00         Pemerintah 
Kabupaten 
Malinau 

  3.883.398.000,00   

    Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

- 4.995.298.596,00           - 3.883.398.000,00   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    4.995.298.596,00             3.883.398.000,00   

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

35 
Orang/bulan 

4.995.298.596,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 3.883.398.000,00 Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    799.998.737,00         Pemerintah 
Kabupaten 

Malinau 

  700.000.000,00   

  -     799.998.737,00         Pemerintah 

Kabupaten 
Malinau 

  700.000.000,00   

    Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

- 599.999.200,00           - 500.000.000,00   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

- 99.999.700,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 

- 99.999.837,00           - 100.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-220 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Disediakan 

  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

    99.999.837,00             100.000.000,00   

  Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

2 Paket 99.999.837,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    99.999.700,00             100.000.000,00   

  Tersedianya Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

10 Paket 99.999.700,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

  Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    599.999.200,00             500.000.000,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

2 Laporan 599.999.200,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 500.000.000,00 Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

  Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

    99.995.336,00         Pemerintah 

Kabupaten 
Malinau 

  100.000.000,00   

  -     99.995.336,00         Pemerintah 
Kabupaten 
Malinau 

  100.000.000,00   

    Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

- 99.995.336,00           - 100.000.000,00   

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

    99.995.336,00             100.000.000,00   

  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

5 Unit 99.995.336,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

87. PROGRAM PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA EKONOMI 
UNTUK KEDAULATAN dan 
KEMANDIRIAN PANGAN 

    50.000.000,00             0,00   

    Persentase Infrastruktur 
Pendukung Kemandirian 
Pangan dalam Kondisi Baik 

100 % 50.000.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Infrastruktur dan 
Seluruh Pendukung 

Kemandirian Pangan sesuai 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

    50.000.000,00         Pemerintah 
Kabupaten 

Malinau 

  0,00   

  -     50.000.000,00         Pemerintah   0,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-221 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kabupaten 
Malinau 

    Jumlah Koordinasi dan 
Sinkronisasi dalam rangka 
Penyediaan Infrastruktur 
Logistik 

- 50.000.000,00           - 0,00   

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyediaan Infrastruktur 

Logistik 

    50.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Koordinasi dan 

Sinkronisasi dalam rangka 
Penyediaan Infrastruktur 
Logistik 

Jumlah Koordinasi dan 

Sinkronisasi dalam rangka 
Penyediaan Infrastruktur 
Logistik 

1 Laporan 50.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

3.Melanjutka

n 
pengembanga
n 
infrastruktur 
dan 

meningkatkan 
lapangan 
kerja yang 
berkualitas, 
mendorong 

kewirausahaa
n, 
mengembang
kan industri 

kreatif serta 
mengembang
kan 
agromaritim 
industri di 

sentra 
produksi 
melalui peran 
aktif koperasi. 

-   - 0,00 Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

88. PROGRAM PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI DAN 
KETAHANAN PANGAN 

MASYARAKAT 

    3.180.006.170,00             3.280.000.000,00   

    Meningkatkan Angka 

Ketersediaan Pangan Utama 

100 % 900.006.740,00           - 1.100.000.000,00   

    Meningkatkan Angka 
Ketersediaan Pangan Utama 

135,24 
kg/orang 

1.449.999.430,00           - 780.000.000,00   

  Penyediaan dan Penyaluran 
Pangan Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam rangka 
Stabilisasi Pasokan dan Harga 
Pangan 

    1.879.999.430,00         Pemerintah 
Kabupaten 

Malinau 

  1.480.000.000,00   

  -     1.879.999.430,00         Pemerintah 
Kabupaten 

Malinau 

  1.480.000.000,00   

    Informasi harga pangan 

tingkat Produsen dan 
Konsumen wilayah 
Kabupaten/Kota 

- 100.000.300,00           - 100.000.000,00   

    Informasi Neraca Bahan 
Makanan (NBM) 

- 200.000.000,00           - 200.000.000,00   

    Informasi Stok Pangan - 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah kegiatan Stabilisasi 

Pasokan dan Harga Pangan 
Tingkat Produsen dan 
Konsumen di 
Kabupaten/Kota 

- 400.000.000,00           - 230.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-222 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Jumlah Kelembagaan 
Distribusi Pangan 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Keluarga yang 
Mengikuti Peningkatan 
Ketahanan Pangan Keluarga 

- 399.999.140,00           - 250.000.000,00   

    Jumlah koordinasi dan 
sinkronisasi pemantauan 
stok pangan, pasokan 

pangan dan harga pangan 
Pokok Strategis 

- 200.000.000,00           - 200.000.000,00   

    Jumlah Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Distribusi 
Pangan Pokok dan Pangan 
Lainnya 

- 130.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah laporan 
pengembangan usaha 

pengolahan pangan berbasis 
sumber daya lokal 

- 130.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Pangan Berbasis Sumber 

Daya Lokal yang Tersedia 

- 119.999.990,00           - 100.000.000,00   

  Penyediaan Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal 

    119.999.990,00             100.000.000,00   

  Tersedianya Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal 

Pangan Berbasis Sumber 

Daya Lokal yang Tersedia 

4 Laporan 119.999.990,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

5.Melanjutka

n hilirisasi 
dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 

sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 

negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

  Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Distribusi Pangan 
Pokok dan Pangan Lainnya 

    130.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi, 
Sinkronisasi dan Distribusi 
Pangan Pokok dan Pangan 
Lainnya 

Jumlah Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Distribusi 
Pangan Pokok dan Pangan 
Lainnya 

7 Laporan 130.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 
mengembang
kan industri 

berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 

di dalam 
negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Peningkatan Ketahanan Pangan 
Keluarga 

    399.999.140,00             250.000.000,00   

  Terlaksananya Peningkatan 
Ketahanan Pangan Keluarga 

Jumlah Keluarga yang 
Mengikuti Peningkatan 
Ketahanan Pangan Keluarga 

20 Keluarga 399.999.140,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 
mengembang
kan industri 

berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 

di dalam 

-   - 250.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-223 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

negeri. 

  Stabilisasi Pasokan dan Harga 
Pangan Tingkat Produsen dan 
Konsumen di Kabupaten/Kota 

    400.000.000,00             230.000.000,00   

  Terlaksananya Stabilisasi 
Pasokan dan Harga Pangan 
Tingkat Produsen dan 
Konsumen di Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan Stabilisasi 
Pasokan dan Harga Pangan 
Tingkat Produsen dan 
Konsumen di 

Kabupaten/Kota 

10 laporan 400.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 
mengembang

kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 

nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 230.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Pengembangan usaha 
pengolahan Pangan Berbasis 
Sumber Daya Lokal 

    130.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya pengembangan 
usaha pengolahan pangan 
berbasis sumber daya lokal 

Jumlah laporan 
pengembangan usaha 
pengolahan pangan berbasis 

sumber daya lokal 

1 Laporan 130.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 

meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Pengembangan Kelembagaan 
Distribusi Pangan 
Kabupaten/kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Berkembangnya Kelembagaan 
Distribusi Pangan 

kabupaten/kota 

Jumlah Kelembagaan 
Distribusi Pangan 

1 Unit 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 

dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 

negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

  Pemantauan Stok Pangan     100.000.000,00             100.000.000,00   

  Tersedianya Informasi Stok 
Pangan 

Informasi Stok Pangan 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 

meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Penyediaan Informasi Harga 
Pangan Tingkat Produsen dan 
Konsumen Wilayah 

Kabupaten/Kota 

    100.000.300,00             100.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-224 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Tersedianya informasi harga 
pangan Tingkat Produsen dan 
Konsumen Wilayah 

Kabupaten/Kota 

Informasi harga pangan 
tingkat Produsen dan 
Konsumen wilayah 

Kabupaten/Kota 

2 Laporan 100.000.300,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 

meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemantauan Stok, Pasokan dan 
Harga Pangan Pokok Strategis 

    200.000.000,00             200.000.000,00   

  Terlaksananya pemantauan 
stok, pasokan dan harga pangan 

Pokok Strategis 

Jumlah koordinasi dan 
sinkronisasi pemantauan 

stok pangan, pasokan 
pangan dan harga pangan 
Pokok Strategis 

3 Laporan 200.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 

dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 200.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

  Penyusunan Neraca Bahan 
Makanan (NBM) 

    200.000.000,00             200.000.000,00   

  Tersedianya Neraca Bahan 
Makanan (NBM) 

Informasi Neraca Bahan 
Makanan (NBM) 

6 Dokumen 200.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 

dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 200.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

  Pengelolaan dan Keseimbangan 
Cadangan Pangan 

Kabupaten/Kota 

    499.992.000,00         Pemerintah 
Kabupaten 

Malinau 

  800.000.000,00   

  -     499.992.000,00         Pemerintah 

Kabupaten 
Malinau 

  800.000.000,00   

    Jumlah Cadangan Pangan 

Pemerintah Kab/Kota yang 
terpelihara 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Cadangan Pangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

- 199.992.000,00           - 300.000.000,00   

    Jumlah penyaluran 
Cadangan Pangan 
Pemerintah Kab/Kota 

- 100.000.000,00           - 200.000.000,00   

    Rencana Kebutuhan Pangan 
Lokal 

- 100.000.000,00           - 200.000.000,00   

  Penyusunan Rencana 
Kebutuhan Pangan Lokal 

    100.000.000,00             200.000.000,00   

  Tersusunnya Rencana 
Kebutuhan Pangan Lokal 

Rencana Kebutuhan Pangan 
Lokal 

2 Dokumen 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 
mengembang

-   - 200.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-225 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

  Pengadaan Cadangan Pangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

    199.992.000,00             300.000.000,00   

  Tersedianya Cadangan Pangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

Jumlah Cadangan Pangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

14 Ton 199.992.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 300.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Penyaluran Cadangan Pangan 
Pemerintah Kab/Kota 

    100.000.000,00             200.000.000,00   

  Terlaksananya penyaluran 
Cadangan Pangan Pemerintah 
Kab/Kota 

Jumlah penyaluran 
Cadangan Pangan 
Pemerintah Kab/Kota 

8 Ton 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 200.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Pengelolaan Cadangan Pangan 
Pemerintah Kab/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya pengelolaan 
Cadangan Pangan Pemerintah 
Kab/Kota 

Jumlah Cadangan Pangan 
Pemerintah Kab/Kota yang 
terpelihara 

8 Ton 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Penentuan Harga Minimum 
Daerah untuk Pangan Lokal 

yang Tidak Ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Provinsi 

    100.000.000,00         Pemerintah 
Kabupaten 

Malinau 

  100.000.000,00   

  -     100.000.000,00         Pemerintah 
Kabupaten 
Malinau 

  100.000.000,00   

    Jumlah Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penentuan 
Harga Minimum Pangan 
Pokok Lokal 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Koordinasi dan Sinkronisasi     100.000.000,00             100.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-226 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Penentuan Harga Minimum 
Pangan Pokok Lokal 

  Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penentuan Harga 
Minimum Pangan Pokok Lokal 

Jumlah Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penentuan 
Harga Minimum Pangan 
Pokok Lokal 

1 Laporan 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 
mengembang

kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 

meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Pelaksanaan Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun sesuai dengan 

Angka Kecukupan Gizi 

    700.014.740,00         Pemerintah 
Kabupaten 
Malinau 

  900.000.000,00   

  -     700.014.740,00         Pemerintah 
Kabupaten 

Malinau 

  900.000.000,00   

    Jumlah Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pemantauan 
dan Evaluasi Konsumsi Per 
Kapita Per Tahun 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Pemberdayaan 
Kelompok Masyarakat dalam 
Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal 

- 399.999.940,00           - 500.000.000,00   

    Target Konsumsi Pangan Per 

Kapita Per Tahun 

- 200.014.800,00           - 300.000.000,00   

  Penyusunan dan Penetapan 
Target Konsumsi Pangan Per 

Kapita Per Tahun 

    200.014.800,00             300.000.000,00   

  Terlaksananya Penyusunan dan 

Penetapan Target Konsumsi 
Pangan Per Kapita Per Tahun 

Target Konsumsi Pangan Per 

Kapita Per Tahun 

1 Dokumen 200.014.800,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

5.Melanjutka

n hilirisasi 
dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 

sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 

di dalam 
negeri. 

-   - 300.000.000,00 Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

  Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan Berbasis 
Sumber Daya Lokal 

    399.999.940,00             500.000.000,00   

  Terlaksananya Pemberdayaan 
Kelompok Masyarakat dalam 
Penganekaragaman Konsumsi 
Pangan Berbasis Sumber Daya 

Lokal 

Jumlah Pemberdayaan 
Kelompok Masyarakat dalam 
Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal 

2 Laporan 399.999.940,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 
mengembang

kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 

meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 500.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-227 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemantauan dan Evaluasi 
Konsumsi per Kapita per Tahun 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemantauan dan 
Evaluasi konsumsi Per Kapita 

Per Tahun 

Jumlah Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemantauan 
dan Evaluasi Konsumsi Per 

Kapita Per Tahun 

1 Laporan 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

89. PROGRAM PENANGANAN 
KERAWANAN PANGAN 

    950.000.000,00             800.000.000,00   

    Menurunnya Daerah Potensi 
Kerawanan Pangan 

13,00 % 400.000.000,00           - 400.000.000,00   

    Menurunnya Daerah Potensi 
Kerawanan Pangan 

100 % 350.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Penyusunan Peta Kerentanan 
dan Ketahanan Pangan 
Kecamatan 

    400.000.000,00         Pemerintah 
Kabupaten 
Malinau 

  400.000.000,00   

  -     400.000.000,00         Pemerintah 
Kabupaten 
Malinau 

  400.000.000,00   

    Peta dan Analisis Ketahanan 
dan Kerentanan Pangan yang 

Dimutahirkan 

- 400.000.000,00           - 400.000.000,00   

  Penyusunan, Pemutakhiran dan 

Analisis Peta Ketahanan dan 
Kerentanan Pangan 

    400.000.000,00             400.000.000,00   

  Tersusunnya Pemutakhiran dan 

Analisis Peta Ketahanan dan 
Kerentanan Pangan 

Peta dan Analisis Ketahanan 

dan Kerentanan Pangan yang 
Dimutahirkan 

1 Dokumen 400.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

5.Melanjutka

n hilirisasi 
dan 
mengembang
kan industri 

berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 

di dalam 
negeri. 

-   - 400.000.000,00 Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

  Penanganan Kerawanan Pangan 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

    550.000.000,00         Pemerintah 
Kabupaten 
Malinau 

  400.000.000,00   

  -     550.000.000,00         Pemerintah 
Kabupaten 
Malinau 

  400.000.000,00   

    Jumlah Intervensi 
Kewaspadaan Pangan dan 
Gizi 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah koordinasi dan 
sinkronisasi penanganan 
kerawanan pangan dan gizi  

kabupaten/kota 

- 250.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Pengadaan, 

Pengelolaan, dan Penyaluran 
Cadangan Pangan pada 
Kerawanan Pangan yang 
Mencakup dalam 1 (Satu) 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-228 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Daerah Kabupaten/Kota 

    Jumlah Peta Situasi 
Kewaspadaan Pangan dan 
Gizi Kabupaten/Kota 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Pelaksanaan Pengadaan, 
Pengelolaan, dan Penyaluran 
Cadangan Pangan pada 
Kerawanan Pangan yang 

Mencakup dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Pengadaan, 
Pengelolaan, dan Penyaluran 
Cadangan Pangan pada 
Kerawanan Pangan yang 
Mencakup dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Pengadaan, 
Pengelolaan, dan Penyaluran 
Cadangan Pangan pada 
Kerawanan Pangan yang 
Mencakup dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 
mengembang
kan industri 

berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 

di dalam 
negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penanganan Kerawanan Pangan 
dan Gizi Kabupaten/Kota 

    250.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya koordinasi dan 
sinkronisasi penanganan 
kerawanan pangan dan gizi 
kabupaten/kota 

Jumlah koordinasi dan 
sinkronisasi penanganan 
kerawanan pangan dan gizi  
kabupaten/kota 

1 Laporan 250.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 
mengembang

kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 

nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Pelaksanaan Intervensi 
Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Intervensi 
Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

Jumlah Intervensi 
Kewaspadaan Pangan dan 
Gizi 

1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 
mengembang

kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 

nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Penyusunan Peta Situasi 
Kewaspadaan Pangan dan Gizi 
Kabupaten/Kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Tersedianya Peta Situasi 
Kewaspadaan Pangan dan Gizi 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Peta Situasi 
Kewaspadaan Pangan dan 
Gizi Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 

meningkatkan 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-229 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

90. PROGRAM PENGAWASAN 
KEAMANAN PANGAN 

    439.988.304,00             340.000.000,00   

    Meningkatnya Keamanan 
dan Mutu Pangan 

77,3 % 439.988.304,00           - 240.000.000,00   

  Pelaksanaan Pengawasan 
Keamanan Pangan Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

    439.988.304,00         Pemerintah 
Kabupaten 
Malinau 

  340.000.000,00   

  -     439.988.304,00         Pemerintah 
Kabupaten 
Malinau 

  340.000.000,00   

    Jumlah dokumen penguatan 
kelembagaan pengawas 

keamanan dan mutu pangan 
segar asal tumbuhan 

- 89.990.290,00           - 90.000.000,00   

    Jumlah pelaksanaan 
koordinasi, dan sinkronisasi 
keamanan dan mutu pangan 
segar asal tumbuhan 

- 50.000.100,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Rekomendasi 
Keamanan Pangan Segar 
Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota 

- 49.999.100,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Rekomendasi 
Perizinan keamanan pangan 

segar asal tumbuhan 

- 49.999.400,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah sarana pengujian 

keamanan dan mutu pangan 
segar asal tumbuhan daerah 
kabupaten/kota 

- 199.999.414,00           - 100.000.000,00   

  Rekomendasi Keamanan Pangan 
Segar Asal Tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

    49.999.100,00             50.000.000,00   

  Penerbitan Rekomendasi 
Keamanan Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Rekomendasi 
Keamanan Pangan Segar 
Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 49.999.100,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 

meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 50.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Rekomendasi Perizinan 
keamanan pangan segar asal 
tumbuhan 

    49.999.400,00             50.000.000,00   

  Penerbitan Rekomendasi 
Perizinan keamanan pangan 

segar asal tumbuhan 

Jumlah Rekomendasi 
Perizinan keamanan pangan 

segar asal tumbuhan 

1 Dokumen 49.999.400,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 

dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 50.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

  Penyediaan Sarana Pengujian     199.999.414,00             100.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-230 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

keamanan dan mutu pangan 
segar asal tumbuhan Daerah 
Kabupaten/Kota 

  Tersedianya sarana pengujian 
keamanan dan mutu pangan 
segar  asal tumbuhan daerah 

kabupaten/kota 

Jumlah sarana pengujian 
keamanan dan mutu pangan 
segar asal tumbuhan daerah 

kabupaten/kota 

1 Dokumen 199.999.414,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

  Koordinasi dan sinkronisasi 
keamanan dan mutu pangan 

segar asal tumbuhan 

    50.000.100,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya koordinasi, dan 
sinkronisasi keamanan dan 

mutu pangan segar asal 
tumbuhan 

Jumlah pelaksanaan 
koordinasi, dan sinkronisasi 

keamanan dan mutu pangan 
segar asal tumbuhan 

1 Laporan 50.000.100,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 

dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 

sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 

negeri. 

-   - 50.000.000,00 Dinas 
Ketahanan 

Pangan 

  Penguatan kelembagaan 

pengawas keamanan dan mutu 
pangan segar asal tumbuhan 

    89.990.290,00             90.000.000,00   

  Tersedianya dokumen 

penguatan kelembagaan 
pengawas keamanan dan mutu 
pangan segar asal tumbuhan 

Jumlah dokumen penguatan 

kelembagaan pengawas 
keamanan dan mutu pangan 
segar asal tumbuhan 

1 Dokumen 89.990.290,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

5.Melanjutka

n hilirisasi 
dan 
mengembang
kan industri 

berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 

di dalam 
negeri. 

-   - 90.000.000,00 Dinas 

Ketahanan 
Pangan 

  Dinas Lingkungan Hidup     8.776.820.330,00             22.000.000.000,0
0 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

    8.776.820.330,00             22.000.000.000,0

0 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

    8.776.820.330,00             22.000.000.000,0
0 

  

91. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    7.722.578.331,00             11.200.000.000,0
0 

  

    Nilai Kepuasan terhadap 
Pelayanan Sekretariat 
Perangkat Daerah 

80 Nilai 7.702.578.331,00           - 10.600.000.000,00   

  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

    60.851.000,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 

Malinau 

  400.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-231 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  -     60.851.000,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 

Malinau 

  400.000.000,00   

    Jumlah Data Statistik 
Sektoral Daerah yang Telah 

Dikumpulkan dan Diperiksa 
Lingkup Perangkat Daerah 

- 9.946.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah  

- 19.850.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

- 20.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

- 11.055.000,00           - 100.000.000,00   

  Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

    19.850.000,00             100.000.000,00   

  Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah  

2 Dokumen 19.850.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 

swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 

ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

    20.000.000,00             100.000.000,00   

  Tersedianya Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

2 Laporan 20.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 

keamanan 
negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 

melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 

kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

    11.055.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

3 Laporan 11.055.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-232 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 

pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 

hijau, dan 
ekonomi biru 

Hidup 

  Pelaksanaan Pengumpulan Data 
Statistik Sektoral Daerah 

    9.946.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral Daerah 

Jumlah Data Statistik 
Sektoral Daerah yang Telah 
Dikumpulkan dan Diperiksa 
Lingkup Perangkat Daerah 

1 Data 9.946.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 

pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 

ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

    7.399.976.263,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  10.000.000.000,00   

  -     7.399.976.263,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 

Malinau 

  10.000.000.000,00   

    Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 7.399.976.263,00           - 10.000.000.000,00   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    7.399.976.263,00             10.000.000.000,00   

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

57 

Orang/bulan 

7.399.976.263,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

2.Memantapk

an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 

pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 

hijau, dan 

-   - 10.000.000.000,00 Dinas 

Lingkungan 
Hidup 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-233 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

ekonomi biru 

  Administrasi Pendapatan 
Daerah Kewenangan Perangkat 
Daerah 

    24.906.000,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  100.000.000,00   

  -     24.906.000,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 

Malinau 

  100.000.000,00   

    Jumlah Laporan Hasil 

Penyuluhan dan 
Penyebarluasan Kebijakan 
Retribusi Daerah 

- 24.906.000,00           - 100.000.000,00   

  Penyuluhan dan 
Penyebarluasan Kebijakan 
Retribusi Daerah 

    24.906.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Penyuluhan dan 
Penyebarluasan Kebijakan 
Retribusi Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Penyuluhan dan 
Penyebarluasan Kebijakan 
Retribusi Daerah 

1 Laporan 24.906.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 
keamanan 

negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 

melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 

kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    236.845.068,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 

Malinau 

  700.000.000,00   

  -     236.845.068,00         Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  700.000.000,00   

    Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

- 166.845.068,00           - 500.000.000,00   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

- 20.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

- 50.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

    50.000.000,00             100.000.000,00   

  Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

1 Paket 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 

pertahanan 
keamanan 
negara dan 
mendorong 

kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara

an 
Pemerintahan 
dan 
Pembanguna

  - 100.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 

Hidup 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-234 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pangan, 
energi, air, 
ekonomi 

kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

n 

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    20.000.000,00             100.000.000,00   

  Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

1 Paket 20.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 
keamanan 

negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 

melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 

kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    166.845.068,00             500.000.000,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

7 Laporan 166.845.068,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 

keamanan 
negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 

melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 

kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 500.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

92. PROGRAM PENGENDALIAN 
PENCEMARAN DAN/ATAU 
KERUSAKAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

    451.911.200,00             2.500.000.000,00   

    Persentase parameter 

kualitas tanah yang 
memenuhi baku mutu tanah 
sesuai peruntukkannya 

100.00 % 451.911.200,00           - 1.500.000.000,00   

    Persentase parameter status 
mutu udara yang tidak 
melampaui baku mutu 

76.00 % 451.911.200,00           - 1.500.000.000,00   

    Persentase Pemenuhan 
Status mutu air dalam 
kategori baik 

39.50 % 451.911.200,00           - 1.500.000.000,00   

  Pencegahan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota 

    401.916.000,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 

Malinau 

  2.300.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-235 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  -     401.916.000,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 

Malinau 

  2.300.000.000,00   

    Data dan informasi indeks 
kualitas lingkungan hidup 

(Iindeks Kualitas Air, Indeks 
Kualitas Udara, Indeks 
Kualitas Lahan, Indeks 
Kualitas Ekosistem Gambut 

dan Indeks Kualitas Air Laut) 

- 99.925.600,00           - 800.000.000,00   

    Jumlah dokumen data 
inventarisasi GRK dan profil 

emisi GRK 

- 131.990.400,00           - 500.000.000,00   

    Jumlah dokumen status 

lingkungan hidup daerah 
yang disusun 

- 70.000.000,00           - 500.000.000,00   

    Jumlah pengambilan contoh 
uji dan pengujian parameter 
kualitas lingkungan yang 
dilaksanakan 

- 100.000.000,00           - 500.000.000,00   

  Pelaksanaan inventarisasi GRK 
dan penyusunan profil  emisi 
GRK 

    131.990.400,00             500.000.000,00   

  Tersedianya dokumen hasil 
inventarisas GRK dan 
penyusunan profil emisi GRK 

Jumlah dokumen data 
inventarisasi GRK dan profil 
emisi GRK 

1 Dokumen 131.990.400,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 

keamanan 
negara dan 
mendorong 
kemandirian 

bangsa 
melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 

ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 
Struktural 
dan 

Struktural 
Dalam 
Penanggulang
an Bencana 

dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

  - 500.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Pelaksanaan pemantauan 
kualitas Lingkungan Hidup 

terhadap Media Tanah, Air, 
Udara, dan Laut 

    99.925.600,00             800.000.000,00   

  Data dan informasi Kualitas 
Lingkungan Hidup terhadap 
Media Tanah, Air, Udara, dan 
Laut  yang dipantau 

Data dan informasi indeks 
kualitas lingkungan hidup 
(Iindeks Kualitas Air, Indeks 
Kualitas Udara, Indeks 
Kualitas Lahan, Indeks 

Kualitas Ekosistem Gambut 
dan Indeks Kualitas Air Laut) 

8 Lokasi 99.925.600,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 

pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 

ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 
Struktural 
dan 
Struktural 
Dalam 

Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

  - 800.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Penyusunan dokumen status     70.000.000,00             500.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-236 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

lingkungan hidup daerah 

  Dokumen status lingkungan 
hidup daerah yang disusun 

Jumlah dokumen status 
lingkungan hidup daerah 
yang disusun 

1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 

swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 

ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 
Struktural 
dan 
Struktural 
Dalam 

Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 

Iklim 

  - 500.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Pengambilan contoh uji dan 
pengujian parameter kualitas 
lingkungan 

    100.000.000,00             500.000.000,00   

  Pengambilan contoh uji dan 
pengujian parameter kualitas 
lingkungan yang dilaksanakan 

Jumlah pengambilan contoh 
uji dan pengujian parameter 
kualitas lingkungan yang 

dilaksanakan 

1 Paket 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 

keamanan 
negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 

melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 

kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 
Struktural 
dan 

Struktural 
Dalam 
Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 

Perubahan 
Iklim 

  - 500.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Penanggulangan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota 

    49.995.200,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 

Malinau 

  200.000.000,00   

  -     49.995.200,00         Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  200.000.000,00   

    Jumlah Laporan Sosialisasi 
Informasi Peringatan 
Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan 

Hidup pada Masyarakat di 
Kabupaten/Kota yang 
Dilaksanakan 

- 49.995.200,00           - 200.000.000,00   

  Pemberian Informasi Peringatan 
Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 
pada Masyarakat 

    49.995.200,00             200.000.000,00   

  Terlaksananya Sosialisasi 
Informasi Peringatan 

Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup 
pada Masyarakat di 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Sosialisasi 
Informasi Peringatan 

Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkungan 
Hidup pada Masyarakat di 
Kabupaten/Kota yang 

1 Laporan 49.995.200,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 

dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 

Mitigasi 
Struktural 

dan 
Struktural 
Dalam 
Penanggulang

  - 200.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 

Hidup 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-237 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Dilaksanakan sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 

nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 

Iklim 

93. PROGRAM PENGELOLAAN 
KEANEKARAGAMAN HAYATI 
(KEHATI) 

    145.000.000,00             1.000.000.000,00   

    Persentase RTH 100 % 145.000.000,00           - 1.000.000.000,00   

  Pengelolaan Keanekaragaman 
Hayati Kabupaten/Kota 

    145.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  1.000.000.000,00   

  -     145.000.000,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 

Malinau 

  1.000.000.000,00   

    Luas RTH yang Dikelola 
Lingkup Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

- 145.000.000,00           - 1.000.000.000,00   

  Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) 

    145.000.000,00             1.000.000.000,00   

  Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

yang Dikelola 

Luas RTH yang Dikelola 

Lingkup Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

46 Ha 145.000.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Utara || 
Desa 

Malinau 
Seberang 
|| 1 || 
Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Hulu || 
1 || 
Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Barat || 
Desa 

Tanjung 

Dana Bagi 

Hasil (DBH) 

2.Memantapk

an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 
mendorong 

kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 
pangan, 

energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 

hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 

Struktural 
dan 
Struktural 
Dalam 
Penanggulang

an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

  - 1.000.000.000,00 Dinas 

Lingkungan 
Hidup 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-238 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Lapang 
|| 1 

94. PROGRAM PENGENDALIAN 
BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN (B3) DAN LIMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN (LIMBAH B3) 

    29.892.000,00             100.000.000,00   

    Persentase Limbah B3 yang 

terkelola 

100 % 29.892.000,00           - 100.000.000,00   

  Pengumpulan Limbah B3 dalam 

1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

    29.892.000,00         Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  100.000.000,00   

  -     29.892.000,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi & Sinkronisasi 
Pengelolaan Limbah B3 

dengan Pemerintah dan 
Pemerintah Provinsi dalam 
rangka Pengangkutan, 
Pemanfaatan, Pengolahan, 

dan/atau Penimbunan yang 
Bukan Menjadi Kewenangan 
Pemda Kabupaten/Kota serta 
Pelaksanaan Pengumpulan 
dan Penyimpanan sementara 

Limbah B3 yang Sesuai 
dengan Kewenangannya 

- 29.892.000,00           - 100.000.000,00   

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengelolaan Limbah B3 dengan 
Pemerintah Provinsi dalam 
rangka Pengangkutan, 
Pemanfaatan, Pengolahan, 

dan/atau Penimbunan 

    29.892.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Terkait Pengelolaan 
Limbah B3 dalam rangka 
Pengangkutan, Pemanfaatan, 
Pengolahan, dan/atau 
Penimbunan yang Bukan 

Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota serta 
Pelaksanaan Pengumpulan dan 
Penyimpanan sementara Limbah 

B3 yang Sesuai dengan 
Kewenangannya 

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi & Sinkronisasi 
Pengelolaan Limbah B3 
dengan Pemerintah dan 
Pemerintah Provinsi dalam 
rangka Pengangkutan, 

Pemanfaatan, Pengolahan, 
dan/atau Penimbunan yang 
Bukan Menjadi Kewenangan 
Pemda Kabupaten/Kota serta 
Pelaksanaan Pengumpulan 

dan Penyimpanan sementara 
Limbah B3 yang Sesuai 
dengan Kewenangannya 

1 Dokumen 29.892.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Bagi 

Hasil (DBH) 

5.Melanjutka

n hilirisasi 
dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 

sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 

negeri. 

Mitigasi 

Struktural 
dan 
Struktural 
Dalam 
Penanggulang

an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Lingkungan 
Hidup 

95. PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN TERHADAP IZIN 
LINGKUNGAN DAN IZIN 
PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP (PPLH) 

    39.780.000,00             400.000.000,00   

    Persentase ketaatan 
penanggungjawab usaha 
dan/atau kegiatan terhadap 
izin lingkungan, izin PPLH 
dan PUU LH 

100 % 19.890.000,00           - 200.000.000,00   

  Pembinaan dan Pengawasan     39.780.000,00         Pemerintah   400.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-239 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Terhadap Usaha dan/atau 
Kegiatan yang Izin Lingkungan 
dan Izin PPLH Diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  -     39.780.000,00         Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  400.000.000,00   

    Jumlah Badan usaha 
dan/atau kegiatan yang 
diawasi 

- 19.890.000,00           - 200.000.000,00   

    Jumlah Rekomendasi 
dan/atau Persetujuan 
Teknis, Persetujuan 

Lingkungan, dan Surat 
Kelayakan Operasi yang 
Diberikan 

- 19.890.000,00           - 200.000.000,00   

  Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan 
dan Kewajiban Izin Lingkungan 
dan/atau Izin PPLH 

    19.890.000,00             200.000.000,00   

  Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi 
dan/atau Pemenuhan 
Ketentuan Persetujuan Teknis, 

Persetujuan Lingkungan, dan 
Surat Kelayakan Operasi yang 
Diberikan 

Jumlah Rekomendasi 
dan/atau Persetujuan 
Teknis, Persetujuan 

Lingkungan, dan Surat 
Kelayakan Operasi yang 
Diberikan 

1 Dokumen 19.890.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 

keamanan 
negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 

melalui 
swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 

kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 
Struktural 
dan 

Struktural 
Dalam 
Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 

Perubahan 
Iklim 

  - 200.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Pengawasan Perizinan Berusaha 
atau Persetujuan Pemerintah 
terkait Persetujuan Lingkungan 

yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dan Peraturan 
Perundang-undangan di bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

    19.890.000,00             200.000.000,00   

  Seluruh Perizinan Berusaha 

atau Persetujuan Pemerintah 
terkait Persetujuan Lingkungan 
yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota  yang diawasi 

Jumlah Badan usaha 

dan/atau kegiatan yang 
diawasi 

17 Badan 

Usaha 

19.890.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Bagi 

Hasil (DBH) 

2.Memantapk

an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 

pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 

hijau, dan 

Mitigasi 

Struktural 
dan 
Struktural 
Dalam 

Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

  - 200.000.000,00 Dinas 

Lingkungan 
Hidup 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-240 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

ekonomi biru 

96. PROGRAM PENGAKUAN 
KEBERADAAN MASYARAKAT 
HUKUM ADAT (MHA), 
KEARIFAN LOKAL DAN HAK 
MHA YANG TERKAIT DENGAN 

PPLH 

    69.943.200,00             2.200.000.000,00   

    Persentase MHA yang 

ditingkatkan kapasitasnya 

100 % 60.933.200,00           - 200.000.000,00   

    - - 9.010.000,00           - 2.000.000.000,00   

  Pengakuan MHA, Kearifan 
Lokal, Pengetahuan Tradisional, 
dan Hak MHA yang Terkait 

dengan PPLH 

    9.010.000,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 

Malinau 

  2.000.000.000,00   

  -     9.010.000,00         Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  2.000.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, 
Penyediaan Data dan 
Informasi Pengakuan 

Keberadaan MHA Kearifan 
Lokal atau Pengetahuan 
Tradisional dan Hak Kearifan 
Lokal atau Pengetahuan 
Tradisional dan Hak MHA 

Terkait dengan PPLH 

- 9.010.000,00           - 2.000.000.000,00   

  Koordinasi, Sinkronisasi, 

Penyediaan Data, dan Informasi 
Pengakuan Keberadaan MHA 
Kearifan Lokal atau 
Pengetahuan Tradisional dan 
Hak Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan 
Hak MHA Terkait dengan PPLH 

    9.010.000,00             2.000.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi, 
Sinkronisasi, Penyediaan Data 
dan Informasi Pengakuan 
Keberadaan MHA Kearifan Lokal 
atau Pengetahuan Tradisional 

dan Hak Kearifan Lokal atau 
Pengetahuan Tradisional dan 
Hak MHA Terkait dengan PPLH 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, 
Penyediaan Data dan 
Informasi Pengakuan 
Keberadaan MHA Kearifan 

Lokal atau Pengetahuan 
Tradisional dan Hak Kearifan 
Lokal atau Pengetahuan 
Tradisional dan Hak MHA 

Terkait dengan PPLH 

1 Dokumen 9.010.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 

swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 

ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 
Struktural 
dan 
Struktural 
Dalam 

Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 

Iklim 

  - 2.000.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Peningkatan Kapasitas MHA dan 
Kearifan Lokal, Pengetahuan 
Tradisional dan Hak MHA yang 
Terkait dengan PPLH 

    60.933.200,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  200.000.000,00   

  -     60.933.200,00         Pemerintah 
Daerah 

Kabupaten 
Malinau 

  200.000.000,00   

    Jumlah Dokumen 

Kelembagaan MHA, Kearifan 

- 60.933.200,00           - 200.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-241 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Lokal, Pengetahuan 
Tradisional dan Hak MHA 
Terkait dengan PPLH yang 

Dilakukan Pemberdayaan, 
Kemitraan, Pendampingan 
dan Penguatan 

  Pemberdayaan, Kemitraan, 
Pendampingan, dan Penguatan 
Kelembagaan MHA, Kearifan 
Lokal, Pengetahuan Tradisional, 

dan Hak MHA Terkait dengan 
PPLH 

    60.933.200,00             200.000.000,00   

  Kelembagaan MHA, Kearifan 

Lokal, Pengetahuan Tradisional 
dan Hak MHA Terkait dengan 
PPLH yang Dilakukan 
Pemberdayaan, Kemitraan, 

Pendampingan dan Penguatan 

Jumlah Dokumen 

Kelembagaan MHA, Kearifan 
Lokal, Pengetahuan 
Tradisional dan Hak MHA 
Terkait dengan PPLH yang 

Dilakukan Pemberdayaan, 
Kemitraan, Pendampingan 
dan Penguatan 

1 Dokumen 60.933.200,00 Kab. 

Malinau 

Dana Bagi 

Hasil (DBH) 

2.Memantapk

an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 

pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 

hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 

Struktural 
dan 
Struktural 
Dalam 

Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

  - 200.000.000,00 Dinas 

Lingkungan 
Hidup 

97. PROGRAM PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

    317.715.599,00             4.600.000.000,00   

    Persentase Pengelolaan 
Persampahan 

100 % 292.715.599,00           - 3.600.000.000,00   

  Pengelolaan Sampah     317.715.599,00         Pemerintah 

Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  4.600.000.000,00   

  -     317.715.599,00         Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  4.600.000.000,00   

    Jumlah dokumen kebijakan 
dan strategi daerah 

pengelolaan sampah 
kabupaten/kota yang 
disusun dan ditetapkan 

- 25.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah laporan hasil 
kegiatan pengurangan 
sampah melalui pembatasan 
timbulan sampah 

- 20.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah sampah yang 
dimanfaatkan kembali 

- 12.388.584,00           - 0,00   

    Jumlah sampah yang 
terdaur ulang 

- 11.900.000,00           - 100.000.000,00   

    jumlah sampah yang 
tertangani melalui 
pemrosesan akhir sampah di 

TPA/TPSTkabupaten/kota 
atau TPA/TPST Regional 

- 25.000.000,00           - 1.000.000.000,00   

    Jumlah sampah yang 
tertangani melalui proses 
pemilahan dan pengolahan 
sampah di instalasi 

- 40.000.000,00           - 1.000.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-242 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pengolahan sampah TPS3R, 
PDU, TPST, SPA, 
PSEL/PLTSa, RDF, pusat 

pengomposan, biodigester, 
Bank sampah dan fasilitas 
lainnya sesuai dengan 
peraturan perundangan 

    Jumlah sampah yang 
tertangani melalui proses 
pengangkutan 

- 99.999.000,00           - 2.000.000.000,00   

    Persentase luas layanan 
pengumpulan sampah 

- 83.428.015,00           - 500.000.000,00   

  Penyusunan Rencana, 
Kebijakan dan Strategi Daerah 
Pengelolaan Sampah 

kabupaten/kota 

    25.000.000,00             0,00   

  Tersusunnya Kebijakan dan 

Strategi Daerah Pengelolaan 
Sampah kabupaten/kota 

Jumlah dokumen kebijakan 

dan strategi daerah 
pengelolaan sampah 
kabupaten/kota yang 
disusun dan ditetapkan 

1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

2.Memantapk

an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 
mendorong 

kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 
pangan, 

energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 

hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 

Struktural 
dan 
Struktural 
Dalam 
Penanggulang

an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

  - 0,00 Dinas 

Lingkungan 
Hidup 

  Penanganan sampah melalui 

pengangkutan 

    99.999.000,00             2.000.000.000,00   

  Sampah yang tertangani melalui 

proses pengangkutan 

Jumlah sampah yang 

tertangani melalui proses 
pengangkutan 

50 Ton 99.999.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Bagi 

Hasil (DBH) 

2.Memantapk

an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 
mendorong 

kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 

pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 

hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 

Struktural 
dan 
Struktural 
Dalam 
Penanggulang

an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

  - 2.000.000.000,00 Dinas 

Lingkungan 
Hidup 

  Penanganan sampah melalui 
pengumpulan sampah 

    83.428.015,00             500.000.000,00   

  Luas pelayanan pengumpulan 

sampah 

Persentase luas layanan 

pengumpulan sampah 

20,24 

Persentase 

83.428.015,00 Kab. 

Malinau 

Dana Bagi 

Hasil (DBH) 

2.Memantapk

an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 

Mitigasi 

Struktural 
dan 
Struktural 
Dalam 

Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 

  - 500.000.000,00 Dinas 

Lingkungan 
Hidup 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-243 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

swasembada 
pangan, 
energi, air, 

ekonomi 
kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Iklim 

  Penanganan sampah melalui 
pemilahan dan pengolahan 

sampah di instalasi pengolahan 
sampah TPS3R, PDU, TPST, 
TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, 
pusat pengomposan, biodigester, 
Bank Sampah dan fasilitas 

lainnya sesuai dengan peraturan 
perundangan 

    40.000.000,00             1.000.000.000,00   

  Sampah yang tertangani melalui 
proses pemilahan dan 
pengolahan sampah di instalasi 
pengolahan sampah TPS3R, 
PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, 

RDF, pusat pengomposan,  
biodigester, Bank Sampah dan 
fasilitas lainnya sesuai dengan 
peraturan perundangan 

Jumlah sampah yang 
tertangani melalui proses 
pemilahan dan pengolahan 
sampah di instalasi 
pengolahan sampah TPS3R, 

PDU, TPST, SPA, 
PSEL/PLTSa, RDF, pusat 
pengomposan, biodigester, 
Bank sampah dan fasilitas 
lainnya sesuai dengan 

peraturan perundangan 

5 Ton 40.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 
swasembada 

pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 

ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 
Struktural 
dan 
Struktural 
Dalam 

Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 
Iklim 

  - 1.000.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Pengurangan sampah melalui  
pembatasan timbulan sampah 

    20.000.000,00             0,00   

  Kegiatan pengurangan sampah 
melalui pembatasan timbulan 
sampah yang dilaksanakan 

Jumlah laporan hasil 
kegiatan pengurangan 
sampah melalui pembatasan 
timbulan sampah 

1 Laporan 20.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 
keamanan 
negara dan 

mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 

swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 

ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 
Struktural 
dan 
Struktural 
Dalam 

Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 

Iklim 

  - 0,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Penanganan sampah melalui 
pemrosesan  akhir sampah di 
TPA/TPST kabupaten/kota atau 
TPA/TPST Regional 

    25.000.000,00             1.000.000.000,00   

  Sampah yang tertangani melalui 
pemrosesan akhir sampah di 

TPA/TPST kabupaten/kota atau 
TPA/TPST Regional 

jumlah sampah yang 
tertangani melalui 

pemrosesan akhir sampah di 
TPA/TPSTkabupaten/kota 
atau TPA/TPST Regional 

50 Ton 25.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

2.Memantapk
an sistem 

pertahanan 
keamanan 
negara dan 
mendorong 

Mitigasi 
Struktural 

dan 
Struktural 
Dalam 
Penanggulang

  - 1.000.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 

Hidup 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-244 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kemandirian 
bangsa 
melalui 

swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 

ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 

Iklim 

  Pengurangan sampah melalui 
pemanfaatan kembali sampah 

    12.388.584,00             0,00   

  Terlaksananya kegiatan 
pengurangan sampah melalui 
pemanfaatan kembali sampah 

Jumlah sampah yang 
dimanfaatkan kembali 

0,5 Ton 12.388.584,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 
keamanan 

negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 

swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 
kreatif, 

ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 
Struktural 
dan 
Struktural 

Dalam 
Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 

Iklim 

  - 0,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Pengurangan sampah melalui 
pendauran ulang sampah 

    11.900.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya kegiatan 
pengurangan sampah melalui 
proses pendauran ulang sampah 

Jumlah sampah yang 
terdaur ulang 

0,06 Ton 11.900.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

2.Memantapk
an sistem 
pertahanan 
keamanan 

negara dan 
mendorong 
kemandirian 
bangsa 
melalui 

swasembada 
pangan, 
energi, air, 
ekonomi 

kreatif, 
ekonomi 
hijau, dan 
ekonomi biru 

Mitigasi 
Struktural 
dan 
Struktural 

Dalam 
Penanggulang
an Bencana 
dan Adaptasi 
Perubahan 

Iklim 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

  Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

    6.677.860.923,00             8.282.481.721,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

    6.677.860.923,00             8.282.481.721,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 

    6.677.860.923,00             8.282.481.721,00   

98. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    6.014.370.259,00             6.357.817.269,00   

    Nilai IKM terhadap 87 Poin 6.014.370.259,00           - 6.337.817.269,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-245 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pelayanan perangkat daerah 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

    5.723.881.267,00         ASN Dinas 
Kepemduduka
n dan 
Pencatatan 
Sipil 

  5.723.881.269,00   

  -     5.723.881.267,00         ASN Dinas 
Kepemduduka

n dan 
Pencatatan 
Sipil 

  5.723.881.269,00   

    Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 5.723.881.267,00           - 5.723.881.269,00   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    5.723.881.267,00             5.723.881.269,00   

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

33 
Orang/bulan 

5.723.881.267,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 
Hulu || 

1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 5.723.881.269,00 Dinas 
Kependuduka
n dan 
Pencatatan 

Sipil 

  Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

    234.242.992,00         Dinas 

Kepemduduka
n dan 
Pencatatan 
Sipil 

  593.936.000,00   

  -     234.242.992,00         Dinas 
Kepemduduka
n dan 

Pencatatan 
Sipil 

  593.936.000,00   

    Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

- 175.621.592,00           - 203.769.000,00   

    Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

- 23.332.000,00           - 230.000.000,00   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

- 25.289.400,00           - 70.167.000,00   

    Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

- 10.000.000,00           - 90.000.000,00   

  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

    10.000.000,00             90.000.000,00   

  Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 10.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 90.000.000,00 Dinas 
Kependuduka
n dan 

Pencatatan 
Sipil 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-246 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kota || 
Desa 
Malinau 

Kota || 1 

  Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

    23.332.000,00             230.000.000,00   

  Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

2 Paket 23.332.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Kota || 1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 230.000.000,00 Dinas 
Kependuduka

n dan 
Pencatatan 
Sipil 

  Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

    25.289.400,00             70.167.000,00   

  Tersedianya Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

1 Paket 25.289.400,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 

Desa 
Malinau 
Kota || 1 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- -   - 70.167.000,00 Dinas 

Kependuduka
n dan 
Pencatatan 
Sipil 

  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    175.621.592,00             203.769.000,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

18 Laporan 175.621.592,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Kota || 
Desa 
Malinau 
Hulu || 
1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 203.769.000,00 Dinas 
Kependuduka
n dan 
Pencatatan 
Sipil 

  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

    56.246.000,00         Dinas 
Kepemduduka

n dan 
Pencatatan 
Sipil 

  40.000.000,00   

  -     56.246.000,00         Dinas 
Kepemduduka
n dan 
Pencatatan 

Sipil 

  40.000.000,00   

    Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

- 46.386.000,00           - 20.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-247 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

    Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara  

- 9.860.000,00           - 20.000.000,00   

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

    46.386.000,00             20.000.000,00   

  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

6 Unit 46.386.000,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 

Kota || 1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 20.000.000,00 Dinas 
Kependuduka

n dan 
Pencatatan 
Sipil 

  Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

    9.860.000,00             20.000.000,00   

  Terlaksananya Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara  

11 Unit 9.860.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Kota || 1 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- -   - 20.000.000,00 Dinas 

Kependuduka
n dan 
Pencatatan 
Sipil 

99. PROGRAM PENDAFTARAN 
PENDUDUK 

    438.539.700,00             994.664.452,00   

    Persentase kepemilikan 
dokumen kependudukan 
(Kartu Identitas Anak, Kartu 
Tanda Penduduk, Kartu 
Keluarga, Surat Keterangan 

Pindah WNI, Surat 
Keterangan Datang WNI) 

94,46 % 438.539.700,00           - 994.664.452,00   

    Persentase kepemilikan 
Identitas Kependudukan 
Digital 

20 % 438.539.700,00           - 994.664.452,00   

  Penyelenggaraan Pendaftaran 
Penduduk 

    438.539.700,00         Lembaga 
Pemerintah, 
Lembaga Non 
Pemerintah, 

dan 
Masyarakat  

  994.664.452,00   

  -     438.539.700,00         Lembaga 

Pemerintah, 
Lembaga Non 
Pemerintah, 
dan 

Masyarakat  

  994.664.452,00   

    Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi pendaftaran 

penduduk 

- 378.629.700,00           - 900.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-248 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi antar Lembaga 
Pemerintah dan Lembaga 

Non-Pemerintah di 
Kabupaten/Kota dalam 
Penertiban Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

- 59.910.000,00           - 94.664.452,00   

  Koordinasi antar Lembaga 
Pemerintah dan Lembaga Non-
Pemerintah di Kabupaten/Kota 

dalam Penertiban Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

    59.910.000,00             94.664.452,00   

  Terlaksananya Koordinasi antar 

Lembaga Pemerintah dan 
Lembaga Non-Pemerintah di 
Kabupaten/Kota dalam 
Penertiban Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk 

Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi antar Lembaga 
Pemerintah dan Lembaga 
Non-Pemerintah di 
Kabupaten/Kota dalam 

Penertiban Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

24 Laporan 59.910.000,00 Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 

Desa 
Batu 
Lidung 
|| 1 || 
Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 

Desa 
Pelita 
Kanaan 
|| 1 || 
Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 

Desa 
Malinau 
Kota || 1 
|| 
Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Digitalisasi 

Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 

Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan 
Pembanguna

n 

  - 94.664.452,00 Dinas 

Kependuduka
n dan 
Pencatatan 
Sipil 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-249 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Barat || 
Desa 
Kuala 

Lapang 
|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Utara || 
Desa 
Respen 

Tubu || 
1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Tanjung 

Keranjan
g || 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Utara || 
Desa 
Belayan 

|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 
Malinau 

Utara || 
Desa 
Malinau 
Seberang 

|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-250 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 

Hulu || 
1 

  Fasilitasi Pendaftaran Penduduk     378.629.700,00             900.000.000,00   

  Terfasilitasinya Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi pendaftaran 

penduduk 

20 Laporan 378.629.700,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n Sungai 
Boh || 
Desa 
Mahak 

Baru || 
1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n Bahau 
Hulu || 
Desa 
Long 
Alango || 

1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Batu 
Lidung 

|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Mentaran
g Hulu || 
Desa 
Lung 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara

an 
Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

  - 900.000.000,00 Dinas 
Kependuduka

n dan 
Pencatatan 
Sipil 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-251 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kebinu 
|| 1 || 
Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n Kayan 
Hilir || 
Desa 
Data 

Dian || 1 

100

. 

PROGRAM PENCATATAN SIPIL     119.999.300,00             430.000.000,00   

    Kepemilikan akta kelahiran 

berusia 0-18 tahun  

98,50 % 10.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Persentase anak berusia 0-4 
tahun yang memiliki  akta 

kelahiran 

98 % 10.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Persentase kepemilikan akta 

kematian bagi penduduk 
yang meninggal 

98 % 109.999.300,00           - 330.000.000,00   

    Persentase penduduk yang 
memiliki akta cerai bagi 
penduduk yang bercerai 

66 % 119.999.300,00           - 330.000.000,00   

    Persentase penduduk yang 
memiliki akta perkawinan 
bagi penduduk yang 
menikah 

67 % 119.999.300,00           - 330.000.000,00   

  Penyelenggaraan Pencatatan 
Sipil 

    109.999.300,00         Kantor 
Kementerian 
Agama, dan 

Masyarakat 

  330.000.000,00   

  -     109.999.300,00         Kantor 

Kementerian 
Agama, dan 
Masyarakat 

  330.000.000,00   

    Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Pencatatan Sipil 

- 78.956.300,00           - 230.000.000,00   

    Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi dengan Kantor 
Kementerian yang 
Menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang 
Agama Kabupaten/Kota 
dalam Memelihara 
Hubungan Timbal Balik 
Melalui Pembinaan Masing-

Masing kepada Instansi 
Vertikal dan UPT Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota 

- 31.043.000,00           - 100.000.000,00   

  Koordinasi dengan Kantor 
Kementerian yang 

Menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang Agama 
Kabupaten/Kota dalam 
Memelihara Hubungan Timbal 
Balik Melalui Pembinaan 

Masing-Masing kepada Instansi 

    31.043.000,00             100.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-252 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Vertikal dan UPT Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten/Kota 

  Terlaksananya Koordinasi 
dengan Kantor Kementerian 
yang Menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Agama 
Kabupaten/Kota dalam 
Memelihara Hubungan Timbal 
Balik Melalui Pembinaan 

Masing-Masing kepada Instansi 
Vertikal dan UPT Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi dengan Kantor 
Kementerian yang 

Menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang 
Agama Kabupaten/Kota 
dalam Memelihara 

Hubungan Timbal Balik 
Melalui Pembinaan Masing-
Masing kepada Instansi 
Vertikal dan UPT Dinas 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
Kabupaten/Kota 

16 Laporan 31.043.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Utara || 
Desa 
Malinau 

Seberang 
|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Mentaran
g || Desa 
Pulau 
Sapi || 1 

|| 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

|| 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Barat || 
Desa 
Tanjung 
Lapang 

|| 1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 

Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Kependuduka
n dan 

Pencatatan 
Sipil 

  Fasilitasi Terkait Pencatatan 

Sipil 

    78.956.300,00             230.000.000,00   

  Terfasilitasinya Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Pencatatan Sipil 

19 Laporan 78.956.300,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik Yang 

  - 230.000.000,00 Dinas 
Kependuduka

n dan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-253 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n 
Mentaran
g Hulu || 
Desa 

Lung 
Kebinu 
|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 

Kecamata
n Bahau 
Hulu || 
Desa 
Long 

Alango || 
1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n Sungai 
Boh || 
Desa 
Mahak 
Baru || 

1 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara

an 
Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

Pencatatan 
Sipil 

  Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pencatatan 
Sipil 

    10.000.000,00         Dinas 

Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil 

  100.000.000,00   

  -     10.000.000,00         Dinas 
Kependudukan 
dan 

Pencatatan 
Sipil 

  100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 

Pengelolaan dan Pelaporan 
Penggunaan Blangko 
Dokumen Kependudukan, 
Formulir, dan Buku untuk 

Pelayanan Pencatatan Sipil 

- 10.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Pengelolaan dan Pelaporan 
Penggunaan Blangko Dokumen 

Kependudukan, Formulir, dan 
Buku untuk Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

    10.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Pengelolaan dan 
Pelaporan Penggunaan Blangko 
Dokumen Kependudukan, 
Formulir, dan Buku untuk 

Pelayanan Pencatatan Sipil 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan dan Pelaporan 
Penggunaan Blangko 
Dokumen Kependudukan, 

Formulir, dan Buku untuk 

4000 
Dokumen 

10.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Kependuduka
n dan 
Pencatatan 

Sipil 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-254 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Pelayanan Pencatatan Sipil || 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

101
. 

PROGRAM PENGELOLAAN 
INFORMASI ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

    104.951.664,00             500.000.000,00   

    Persentase informasi 

kependudukan yang 
disajikan secara akuntabel 
dan tepat waktu 

100 % 104.951.664,00           - 200.000.000,00   

    Persentase perangkat daerah 
yang telah memanfaatkan 
data kependudukan 
berdasarkan perjanjian 

kerjasama 

64 % 104.951.664,00           - 200.000.000,00   

  Pengumpulan Data 

Kependudukan dan 
Pemanfaatan dan Penyajian 
Database Kependudukan 

    23.971.000,00         Dinas 

Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil, dan 
Lembaga 

Pengguna Data   

  200.000.000,00   

  -     23.971.000,00         Dinas 

Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil, dan 
Lembaga 

Pengguna Data   

  200.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Data 

Kependudukan yang Diolah 
dan Disajikan 

- 15.000.000,00           - 150.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Kerja 

Sama Pemanfaatan Data 
Kependudukan 

- 8.971.000,00           - 50.000.000,00   

  Pengolahan dan Penyajian Data 
Kependudukan 

    15.000.000,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya Pengolahan dan 
Penyajian Data Kependudukan 

Jumlah Dokumen Data 
Kependudukan yang Diolah 
dan Disajikan 

3 Dokumen 15.000.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 
Kota || 

Desa 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 

Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan 
Pembanguna

n 

  - 150.000.000,00 Dinas 
Kependuduka
n dan 
Pencatatan 
Sipil 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-255 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Malinau 
Kota || 1 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Kerja Sama Pemanfaatan Data 
Kependudukan 

    8.971.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Kerja Sama 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan 

Jumlah Dokumen Kerja 
Sama Pemanfaatan Data 
Kependudukan 

3 Dokumen 8.971.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Kota || 
Desa 
Malinau 
Kota || 1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Kependuduka
n dan 

Pencatatan 
Sipil 

  Penataan Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

    7.599.000,00         Masyarakat   50.000.000,00   

  -     7.599.000,00         Masyarakat   50.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Tata Cara 
Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi, 

Pengendalian, dan Pelaporan 
Penyelenggaraan Adminduk 
Terkait Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan yang 

Disusun 

- 7.599.000,00           - 50.000.000,00   

  Penyusunan Tata Cara 

Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi, 
Pengendalian, dan Pelaporan 
Penyelenggaraan Adminduk 
Terkait Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

    7.599.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Penyusunan Tata 

Cara Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi, 
Pengendalian, dan Pelaporan 
Penyelenggaraan Adminduk 
Terkait Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

Jumlah Dokumen Tata Cara 

Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi, 
Pengendalian, dan Pelaporan 
Penyelenggaraan Adminduk 
Terkait Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

4 Dokumen 7.599.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 

Digitalisasi 

Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara

an 

  - 50.000.000,00 Dinas 

Kependuduka
n dan 
Pencatatan 
Sipil 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-256 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kependudukan yang 
Disusun 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Pemerintahan 
dan 
Pembanguna

n 

  Penyelenggaraan Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

    73.381.664,00         OPD, Lembaga 
Pengguna, 
Masyarakat, 
dan 

Kecamatan 

  250.000.000,00   

  -     73.381.664,00         OPD, Lembaga 

Pengguna, 
Masyarakat, 
dan 
Kecamatan 

  250.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Komunikasi, Informasi, dan 
Edukasi kepada Pemangku 

Kepentingan dan Masyarakat 

- 13.453.200,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Dokumen 

Penyelenggaraan 
Pemanfaatan Data 
Kependudukan 

- 0,00           - 0,00   

    Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

- 49.952.464,00           - 150.000.000,00   

    Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi Antar Lembaga 
Pemerintah dan Lembaga 

Non-Pemerintah di 
Kabupaten/Kota dalam 
Penertiban Pengelolaan 
Informasi Administrasi 

Kependudukan 

- 9.976.000,00           - 50.000.000,00   

  Koordinasi Antar Lembaga 
Pemerintah dan Lembaga Non-

Pemerintah di Kabupaten/Kota 
dalam Penertiban Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

    9.976.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi Antar 
Lembaga Pemerintah dan 
Lembaga Non-Pemerintah di 

Kabupaten/Kota dalam 
Penertiban Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi Antar Lembaga 
Pemerintah dan Lembaga 

Non-Pemerintah di 
Kabupaten/Kota dalam 
Penertiban Pengelolaan 
Informasi Administrasi 

Kependudukan 

2 Laporan 9.976.000,00 Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 

Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Kependuduka
n dan 

Pencatatan 
Sipil 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-257 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Malinau 
Kota || 1 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Fasilitasi Terkait Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

    49.952.464,00             150.000.000,00   

  Terfasilitasinya Pengelolaan 
Informasi Administrasi 

Kependudukan 

Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Pengelolaan 

Informasi Administrasi 
Kependudukan 

4 Laporan 49.952.464,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n Kayan 
Selatan 
|| Desa 
Long 
Ampung 

|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Pujungan 
|| Desa 
Long 
Pujungan 
|| 1 || 

Provinsi 
Kalimant
an Utara 
|| Kab. 

Malinau 
|| 
Kecamata
n Bahau 
Hulu || 

Desa 
Long 
Alango || 
1 || 
Provinsi 

Kalimant
an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n Kayan 
Hulu || 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 

Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

  - 150.000.000,00 Dinas 
Kependuduka

n dan 
Pencatatan 
Sipil 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-258 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Desa 
Long 
Nawang 

|| 1 

  Penyelenggaraan Pemanfaatan 
Data Kependudukan 

    0,00             0,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Pemanfaatan Data 

Kependudukan 

Jumlah Dokumen 
Penyelenggaraan 

Pemanfaatan Data 
Kependudukan 

2 Dokumen 0,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Malinau 
Kota || 
Desa 

Malinau 
Kota || 1 
|| 
Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n 
Mentaran
g || Desa 
Pulau 

Sapi || 1 
|| 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Utara || 
Desa 
Malinau 

Seberang 
|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n 

Malinau 
Barat || 
Desa 
Tanjung 

Lapang 
|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 

Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

  - 0,00 Dinas 
Kependuduka

n dan 
Pencatatan 
Sipil 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-259 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 

|| 
Kecamata
n 
Malinau 
Utara || 

Desa 
Respen 
Tubu || 
1 

  Komunikasi, Informasi, dan 
Edukasi kepada Pemangku 
Kepentingan dan Masyarakat 

    13.453.200,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Komunikasi, 
Informasi, dan Edukasi kepada 

Pemangku Kepentingan dan 
Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi kepada Pemangku 
Kepentingan dan Masyarakat 

1 Laporan 13.453.200,00 Provinsi 
Kalimant

an Utara 
|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata

n Kayan 
Hulu || 
Desa 
Long 
Nawang 

|| 1 || 
Provinsi 
Kalimant
an Utara 

|| Kab. 
Malinau 
|| 
Kecamata
n Kayan 

Selatan 
|| Desa 
Long 
Ampung 
|| 1 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 

Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Kependuduka

n dan 
Pencatatan 
Sipil 

  Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

    6.781.442.431,00             4.748.544.642,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

    6.781.342.431,00             4.747.544.642,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

    6.781.342.431,00             4.747.544.642,00   

102
. 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    5.404.303.231,00             1.677.551.490,00   

    NILAI INDEKS KEPUASAN 
TERHADAP PELAYANAN 
PERANGKAT DAERAH 

82,50 % 5.404.303.231,00           - 1.527.551.490,00   

  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

    103.091.200,00         Meningkatnya 
kualitas dan 
ketepatan 

waktu 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 

  300.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-260 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

  -     103.091.200,00         Meningkatnya 
kualitas dan 
ketepatan 

waktu 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 

Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

  300.000.000,00   

    Jumlah Data Statistik 
Sektoral Daerah yang Telah 
Dikumpulkan dan Diperiksa 
Lingkup Perangkat Daerah 

- 46.028.000,00           - 150.000.000,00   

    Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

- 57.063.200,00           - 150.000.000,00   

  Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

    57.063.200,00             150.000.000,00   

  Tersedianya Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

1 Laporan 57.063.200,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 

dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 

ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 150.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Masyarakat 
dan Desa 

  Pelaksanaan Pengumpulan Data 
Statistik Sektoral Daerah 

    46.028.000,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral Daerah 

Jumlah Data Statistik 
Sektoral Daerah yang Telah 
Dikumpulkan dan Diperiksa 
Lingkup Perangkat Daerah 

1 Data 46.028.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 

pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa

n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 150.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

    4.745.514.909,00         -   574.551.490,00   

  -     4.745.514.909,00         -   574.551.490,00   

    Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 4.745.514.909,00           - 574.551.490,00   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    4.745.514.909,00             574.551.490,00   

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

40 
Orang/bulan 

4.745.514.909,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

  - 574.551.490,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Masyarakat 
dan Desa 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-261 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Saing 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    255.824.410,00         -   503.000.000,00   

  -     255.824.410,00         -   503.000.000,00   

    Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

- 254.984.000,00           - 500.000.000,00   

    Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

- 340.000,00           - 1.000.000,00   

    Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

- 500.410,00           - 2.000.000,00   

  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

    500.410,00             2.000.000,00   

  Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

4 Paket 500.410,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 2.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

    340.000,00             1.000.000,00   

  Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

1 Paket 340.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 1.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    254.984.000,00             500.000.000,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

2 Laporan 254.984.000,00 Kab. 

Malinau 

PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 
Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 500.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

    299.872.712,00         -   300.000.000,00   

  -     299.872.712,00         -   300.000.000,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 

- 299.872.712,00           - 300.000.000,00   

  Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

    299.872.712,00             300.000.000,00   

  Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 

1 Laporan 299.872.712,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 
Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 300.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Masyarakat 
dan Desa 

103
. 

PROGRAM PENATAAN DESA     79.604.700,00             350.000.000,00   

    Persentase Desa yang 
memiliki Peraturan Bupati 

Batas Desa 

93,59 % 79.604.700,00           - 250.000.000,00   

  Penyelenggaraan Penataan Desa     79.604.700,00         Meningkatnya 
Kualitas 

  350.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-262 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Sarana 
Prasarana 
Pelayanan 

Pemerintahan 
Desa 

  -     79.604.700,00         Meningkatnya 

Kualitas 
Sarana 
Prasarana 
Pelayanan 

Pemerintahan 
Desa 

  350.000.000,00   

    Jumlah Desa yang 

Melakukan Pembentukan, 
Penghapusan, 
Penggabungan, dan 
Perubahan Status Desa 

- 49.776.900,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Desa yang 
Terfasilitasi Penataan 
Wilayahnya 

- 19.845.200,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Sarana dan 
Prasarana Desa yang 

terfasilitasi 

- 9.982.600,00           - 150.000.000,00   

  Pembentukan, Penghapusan, 

Penggabungan, dan Perubahan 
Status Desa 

    49.776.900,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Pembentukan, 

Penghapusan, Penggabungan, 
dan Perubahan Status Desa 

Jumlah Desa yang 

Melakukan Pembentukan, 
Penghapusan, 
Penggabungan, dan 
Perubahan Status Desa 

2 Desa 49.776.900,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

6.Membangun 

dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 

ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Tata Wilayah Desa     19.845.200,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 
Penataan Wilayah Desa 

Jumlah Desa yang 
Terfasilitasi Penataan 
Wilayahnya 

2 Desa 19.845.200,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 

pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Sarana dan Prasarana 

Desa 

    9.982.600,00             150.000.000,00   

  Terfasilitasinya Sarana dan 

Prasarana Desa 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Desa yang 
terfasilitasi 

5 Unit 9.982.600,00 Kab. 

Malinau 

PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 
Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 

dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 

pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 150.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

104
. 

PROGRAM PENINGKATAN 
KERJA SAMA DESA 

    149.694.000,00             450.000.000,00   

    Persentase BUMDes Sehat 92,15 % 49.898.000,00           - 150.000.000,00   

  Fasilitasi Kerja Sama antar Desa     149.694.000,00         Meningkatnya   450.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-263 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kapasitas SDM 
pengelola 
BUMDes dan 

kelompok 
ekonomi 
masyarakat 
desa  

  -     149.694.000,00         Meningkatnya 
kapasitas SDM 
pengelola 

BUMDes dan 
kelompok 
ekonomi 
masyarakat 
desa  

  450.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Pembangunan 

Kawasan Perdesaan 

- 49.898.000,00           - 150.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Kerja 
Sama Antar Desa dalam 

Kabupaten/Kota 

- 49.898.000,00           - 150.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Kerja 

Sama Antar Desa dengan 
Pihak Ketiga dalam 
Kabupaten/Kota 

- 49.898.000,00           - 150.000.000,00   

  Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 
dalam Kabupaten/Kota 

    49.898.000,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi Kerja 
Sama Antar Desa dalam 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Kerja 
Sama Antar Desa dalam 
Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 49.898.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 

pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa

n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 150.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa 

dengan Pihak Ketiga dalam 
Kabupaten/Kota 

    49.898.000,00             150.000.000,00   

  Terfasilitasinya Kerja Sama 

Antar Desa dengan Pihak Ketiga 
dalam Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Kerja 

Sama Antar Desa dengan 
Pihak Ketiga dalam 
Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 49.898.000,00 Kab. 

Malinau 

PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 
Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

6.Membangun 

dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 

ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 150.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Pembangunan 
Kawasan Perdesaan 

    49.898.000,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 
Pembangunan Kawasan 
Perdesaan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Pembangunan 
Kawasan Perdesaan 

1 Dokumen 49.898.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 

untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 

ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 150.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 

dan Desa 

105 PROGRAM ADMINISTRASI     747.944.500,00             1.469.993.152,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-264 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

. PEMERINTAHAN DESA 

    Persenatse Desa dengan 
BUMDes Aktif 

22,50 % 747.944.500,00           - 419.993.152,00   

      Persentase desa yang 
menyusun RKPDes tepat 
waktu 

100 % 747.944.500,00           - 419.993.152,00   

     Persentase kelompok 
masyarakat penggerak 
ekonomi aktif 

21 % 747.944.500,00           - 419.993.152,00   

  Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Administrasi 
Pemerintahan Desa 

    747.944.500,00         Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 

kepada 
masyarakat 
desa 

  1.469.993.152,00   

  -     747.944.500,00         Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 

kepada 
masyarakat 
desa 

  1.469.993.152,00   

    Jumlah Anggota BPD yang 
Mengikuti Pembinaan 
Peningkatan Kapasitas 

- 49.911.200,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Aparatur Pemerintah 
Desa yang Mengikuti 
Pembinaan Peningkatan 

Kapasitas 

- 49.925.600,00           - 120.006.848,00   

    Jumlah Desa yang 

Difasilitasi dalam Penetapan 
Dan Penegasan Batas Desa 

- 49.064.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 

Evaluasi dan Pengawasan 
Peraturan Desa 

- 49.999.600,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Evaluasi Perkembangan Desa 
serta Lomba Desa dan 
Kelurahan 

- 49.900.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Manajemen 
Pemerintahan Desa 

- 49.980.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Pengelolaan Aset 

Desa 

- 49.932.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa 

- 49.996.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan 
Desa 

- 49.844.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Penyusunan 
Produk Hukum Desa 

- 49.730.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Pembinaan dan 
Pemberdayaan BUM Desa 

dan Lembaga Kerja Sama 
antar Desa 

- 49.898.000,00           - 149.986.304,00   

    Jumlah Dokumen - 49.934.500,00           - 100.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-265 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Penyelenggaraan 
Administrasi Pemerintahan 
Desa 

    Jumlah Dokumen Profil Desa 
yang tersusun 

- 49.942.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Laporan Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Musyawarah Desa 

- 49.964.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Pembinaan 

Laporan Kepala Desa 

- 49.923.600,00           - 50.000.000,00   

  Fasilitasi Penyelenggaraan 
Administrasi Pemerintahan Desa 

    49.934.500,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Administrasi Pemerintahan Desa 

Jumlah Dokumen 
Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan 
Desa 

1 Dokumen 49.934.500,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 

dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 

ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Penyusunan Produk 
Hukum Desa 

    49.730.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 
Penyusunan Produk Hukum 
Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Penyusunan 
Produk Hukum Desa 

1 Dokumen 
Dokumen 

49.730.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 

pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa

n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan 
Desa 

    49.844.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 
Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan 
Desa 

1 Dokumen 49.844.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 

ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 
Desa 

    49.996.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 
Pengelolaan Keuangan Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa 

109 Dokumen 49.996.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 

dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 

ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Masyarakat 
dan Desa 

  Pembinaan Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Pemerintah 
Desa 

    49.925.600,00             120.006.848,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-266 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Terlaksananya Pembinaan 
Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

Jumlah Aparatur Pemerintah 
Desa yang Mengikuti 
Pembinaan Peningkatan 

Kapasitas 

12 Orang 49.925.600,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 

untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 120.006.848,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 

dan Desa 

  Fasilitasi Penyelenggaraan 
Musyawarah Desa 

    49.964.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 

Penyelenggaraan Musyawarah 
Desa 

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Penyelenggaraan 
Musyawarah Desa 

1 Laporan 49.964.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

6.Membangun 

dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 

ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Evaluasi dan Pengawasan 
Peraturan Desa 

    49.999.600,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Evaluasi dan 
Pengawasan Peraturan Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 
Evaluasi dan Pengawasan 
Peraturan Desa 

1 Dokumen 49.999.600,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 

untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 

ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 

dan Desa 

  Pembinaan dan Pemberdayaan 
BUM Desa dan Lembaga Kerja 
Sama antar Desa 

    49.898.000,00             149.986.304,00   

  Terlaksananya Pembinaan dan 
Pemberdayaan BUM Desa dan 
Lembaga Kerja Sama antar Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembinaan dan 
Pemberdayaan BUM Desa 
dan Lembaga Kerja Sama 

antar Desa 

1 Dokumen 49.898.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 

pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 149.986.304,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Penyusunan Profil 

Desa  

    49.942.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 

Penyusunan Profil Desa 

Jumlah Dokumen Profil Desa 

yang tersusun 

1 Dokumen 49.942.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 

dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 

pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Manajemen 
Pemerintahan Desa 

    49.980.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 
Manajemen Pemerintahan Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Manajemen 

1 Dokumen 49.980.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 

6.Membangun 
dari desa dan 

Meningkatka
n Kualitas 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-267 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Pemerintahan Desa DAERAH 
(PAD) 

dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 

ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa     49.932.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 
Pengelolaan Aset Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Pengelolaan Aset 
Desa 

1 Dokumen 49.932.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 

pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Pembinaan Peningkatan 

Kapasitas Anggota BPD 

    49.911.200,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Pembinaan 

Peningkatan Kapasitas Anggota 
BPD 

Jumlah Anggota BPD yang 

Mengikuti Pembinaan 
Peningkatan Kapasitas 

50 Orang 49.911.200,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 

dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 

pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Penetapan dan 
Penegasan Batas Desa 

    49.064.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 
Penetapan dan Penegasan Batas 
Desa 

Jumlah Desa yang 
Difasilitasi dalam Penetapan 
Dan Penegasan Batas Desa 

1 Desa 49.064.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 

untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 

dan Desa 

  Fasilitasi Pembinaan Laporan 
Kepala Desa 

    49.923.600,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 
Pembinaan Laporan Kepala 
Desa 

Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Pembinaan 
Laporan Kepala Desa 

1 Laporan 49.923.600,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 
Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 

ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Evaluasi 
Perkembangan Desa serta 

Lomba Desa dan Kelurahan 

    49.900.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 

Evaluasi Perkembangan Desa 
serta Lomba Desa dan 
Kelurahan 

Jumlah Dokumen Hasil 

Evaluasi Perkembangan Desa 
serta Lomba Desa dan 
Kelurahan 

1 Dokumen 49.900.000,00 Kab. 

Malinau 

PENDAPATA

N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 
Dana Alokasi 

6.Membangun 

dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-268 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Umum (DAU) ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantasa
n kemiskinan. 

Berdaya 
Saing 

106

. 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN, 
LEMBAGA ADAT DAN 
MASYARAKAT HUKUM ADAT 

    399.796.000,00             800.000.000,00   

    Persenatse desa yang 
memiliki paud berstandar 
baik 

84 % 99.898.000,00           - 100.000.000,00   

    Persentase anak usia sekolah 
yang bersekolah 

77 % 99.898.000,00           - 100.000.000,00   

      Persentase Desa dengan 
posyandu/puskesmas dalam 

kondisi baik  

70 % 99.898.000,00           - 100.000.000,00   

  Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan yang Bergerak 

di Bidang Pemberdayaan Desa 
dan Lembaga Adat Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota serta 
Pemberdayaan Masyarakat 

Hukum Adat yang Masyarakat 
Pelakunya Hukum Adat yang 
Sama dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

    399.796.000,00         Terpenuhinya 
Nilai  Dimensi 

Layanan Dasar  
Pada Indeks 
Desa 

  800.000.000,00   

  -     399.796.000,00         Terpenuhinya 
Nilai  Dimensi 
Layanan Dasar  

Pada Indeks 
Desa 

  800.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengembangan 
Usaha Ekonomi Masyarakat 
dan Pemerintah Desa dalam 
Meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa 

- 49.898.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Penyelenggaraan 

Ketentraman, Ketertiban dan 
Perlindungan Masyarakat 
Desa 

- 50.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Tim Penggerak PKK 
dalam Penyelenggaraan 
Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat dan 
Kesejahteraan Keluarga 

- 50.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Penataan, Pemberdayaan 
dan Pendayagunaan 
Kelembagaan Lembaga 
Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 
PKK, Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), Lembaga 
Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

- 50.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Bulan Bhakti 

Gotong Royong Masyarakat 

- 50.000.000,00           - 100.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-269 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Pemerintah Desa 
dalam Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna 

- 49.898.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 
PKK, Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), Lembaga 
Adat Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 
yang Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

- 50.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Sarana dan 
Prasarana Kelembagaan 
Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), Lembaga 
Adat Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat 

- 50.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Fasilitasi Penataan, 
Pemberdayaan dan 
Pendayagunaan Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 
Posyandu, LPM, dan Karang 
Taruna), Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

    50.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Penataan, 

Pemberdayaan dan 
Pendayagunaan Kelembagaan 
Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 
Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penataan, Pemberdayaan 
dan Pendayagunaan 
Kelembagaan Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, RW, 

PKK, Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), Lembaga 
Adat Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat 

2 Dokumen 50.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 

dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 

pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan Lembaga 
Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 
Posyandu, LPM, dan Karang 
Taruna), Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat 

    50.000.000,00             100.000.000,00   

  Meningkatnya Kapasitas 
Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 
Posyandu, LPM, dan Karang 
Taruna), Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, 
PKK, Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), Lembaga 
Adat Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat 

yang Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

22 Lembaga 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 

dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 

ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Peningkatan 
Kemandirian 

dan 
Produktivitas 
Perdesaan 
Dalam 
Pembanguna

n Ekonomi 
dan Sasaran 
Prasarana 
Kewilayahan 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Penyediaan Sarana 
dan Prasarana Kelembagaan 
Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

    50.000.000,00             100.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-270 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Posyandu, LPM, dan Karang 
Taruna), Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum Adat 

  Terlaksananya Fasilitasi 
Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Kelembagaan 
Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 
Posyandu, LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga Adat 
Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, RW, 
PKK, Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), Lembaga 

Adat Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat 

1 Unit 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 

dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 

pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Pengembangan Usaha 
Ekonomi Masyarakat dan 
Pemerintah Desa dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli 
Desa 

    49.898.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 

Pengembangan Usaha Ekonomi 
Masyarakat dan Pemerintah 
Desa dalam Meningkatkan 
Pendapatan Asli Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Pengembangan 
Usaha Ekonomi Masyarakat 
dan Pemerintah Desa dalam 
Meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa 

1 Dokumen 49.898.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

6.Membangun 

dari desa dan 
dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 

ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 

Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Pemerintah Desa 
dalam Pemanfaatan Teknologi 

Tepat Guna 

    49.898.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 
Pemerintah Desa dalam 

Pemanfaatan Teknologi Tepat 
Guna 

Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Pemerintah Desa 

dalam Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna 

1 Laporan 49.898.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 

dari bawah 
untuk 
pertumbuhan 
ekonomi, 

pemerataan 
ekonomi dan 
pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 
Royong Masyarakat  

    50.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi Bulan 
Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat 

Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Bulan Bhakti 
Gotong Royong Masyarakat 

1 Laporan 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 

pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantasa
n kemiskinan. 

Peningkatan 
Kemandirian 
dan 
Produktivitas 

Perdesaan 
Dalam 
Pembanguna
n Ekonomi 

dan Sasaran 
Prasarana 
Kewilayahan 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

  Fasilitasi Penyelenggaraan 
Ketentraman, Ketertiban dan 
Perlindungan Masyarakat Desa 

    50.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi 
Penyelenggaraan Ketentraman, 
Ketertiban dan Perlindungan 
Masyarakat Desa 

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Penyelenggaraan 
Ketentraman, Ketertiban dan 
Perlindungan Masyarakat 

Desa 

1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 
PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 

pertumbuhan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-271 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

(PAD) ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantasa
n kemiskinan. 

Berdaya 
Saing 

  Fasilitasi Tim Penggerak PKK 

dalam Penyelenggaraan Gerakan 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Kesejahteraan Keluarga 

    50.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Fasilitasi Tim 
Penggerak PKK dalam 
Penyelenggaraan Gerakan 
Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Tim Penggerak PKK 
dalam Penyelenggaraan 
Gerakan Pemberdayaan 

Masyarakat dan 
Kesejahteraan Keluarga 

1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

6.Membangun 
dari desa dan 
dari bawah 
untuk 

pertumbuhan 
ekonomi, 
pemerataan 
ekonomi dan 

pemberantasa
n kemiskinan. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 

        100.000,00             1.000.000,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG XX 

    100.000,00             1.000.000,00   

107
. 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    100.000,00             1.000.000,00   

    NILAI INDEKS KEPUASAN 
TERHADAP PELAYANAN 

PERANGKAT DAERAH 

82,50 % 100.000,00           - 1.000.000,00   

  Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

    100.000,00         -   1.000.000,00   

  -     100.000,00         -   1.000.000,00   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

- 100.000,00           - 1.000.000,00   

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    100.000,00             1.000.000,00   

  Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan 

1 Paket 100.000,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 

DAERAH 
(PAD) 
Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.000.000,00 Dinas 
Pemberdayaa

n Masyarakat 
dan Desa 

  Dinas Perhubungan     6.575.304.899,43             591.732.689.943,
00 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

    6.575.304.899,43             591.732.689.943,
00 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG PERHUBUNGAN 

    6.575.304.899,43             591.732.689.943,

00 

  

108

. 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    6.146.287.899,43             591.682.689.943,

00 

  

    Nilai IKM terhadap 

pelayanan Perangkat Daerah 
(Nilai) 

78.06 Poin 229.461.000,00           - 0,00   

    - - 5.916.826.899,43           - 591.682.689.943,0
0 

  

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

    5.916.826.899,43         ASN DInas 
Perhubungan 

  591.682.689.943,0
0 

  

  -     5.916.826.899,43         ASN DInas   591.682.689.943,0   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-272 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Perhubungan 0 

    Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 5.916.826.899,43           - 591.682.689.943,0
0 

  

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    5.916.826.899,43             591.682.689.943,0
0 

  

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

456 
Orang/bulan 

5.916.826.899,43 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 

Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 591.682.689.943,0
0 

Dinas 
Perhubungan 

  Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

    0,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  0,00   

  -     0,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  0,00   

    Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

- 0,00           - 0,00   

  Pengadaan Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapannya 

    0,00             0,00   

  Tersedianya Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan  

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

1 Paket 0,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 0,00 Dinas 
Perhubungan 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    97.396.000,00         OPD Dinas 
Perhubungan 

  0,00   

  -     97.396.000,00         OPD Dinas 
Perhubungan 

  0,00   

    Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

- 97.396.000,00           - 0,00   

    Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

- 0,00           - 0,00   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

- 0,00           - 0,00   

  Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

    0,00             0,00   

  Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

1 Paket 0,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 0,00 Dinas 
Perhubungan 

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    0,00             0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-273 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

1 Paket 0,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 0,00 Dinas 
Perhubungan 

  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    97.396.000,00             0,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

12 Laporan 97.396.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan 

Pembanguna
n 

  - 0,00 Dinas 
Perhubungan 

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

    132.065.000,00         OPD Dinas 
Perhubungan 

  0,00   

  -     132.065.000,00         OPD Dinas 

Perhubungan 

  0,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

- 132.065.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

    132.065.000,00             0,00   

  Tersedianya Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

12 Laporan 132.065.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- Digitalisasi 

Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 

Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan 
Pembanguna

n 

  - 0,00 Dinas 

Perhubungan 

  Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

    0,00         OPD Dinas 

Perhubungan 

  0,00   

  -     0,00         OPD Dinas 

Perhubungan 

  0,00   

    Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

- 0,00           - 0,00   

    Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

- 0,00           - 0,00   

    Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara  

- 0,00           - 0,00   

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

    0,00             0,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-274 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

10 Unit 0,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 0,00 Dinas 
Perhubungan 

  Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

    0,00             0,00   

  Terlaksananya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara  

6 Unit 0,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan 

Pembanguna
n 

  - 0,00 Dinas 
Perhubungan 

  Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

    0,00             0,00   

  Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

4 Unit 0,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan 

Pembanguna
n 

  - 0,00 Dinas 
Perhubungan 

109
. 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN 
JALAN (LLAJ) 

    288.797.000,00             0,00   

    Indeks Infrastruktur LLAJ 
(Indeks) 

3.84 Poin 288.797.000,00           - 0,00   

  Penetapan Rencana Induk 
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 

    0,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  0,00   

  -     0,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  0,00   

    Jumlah dokumen penetapan 
Rencana Aksi Keselamatan 

Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Kabupaten/Kota 

- 0,00           - 0,00   

  Pelaksanaan Penyusunan 

Rencana Aksi Keselamatan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan 
Kabupaten/Kota 

    0,00             0,00   

  Tersusun Rencana Aksi 
Keselamatan lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
Kabupaten/kota 

Jumlah dokumen penetapan 
Rencana Aksi Keselamatan 
Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Kabupaten/Kota 

6 Dokumen 0,00 Kab. 
Malinau 

- - Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 

  - 0,00 Dinas 
Perhubungan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-275 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  Penyediaan Perlengkapan Jalan 
di Jalan Kabupaten/Kota 

    39.680.000,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  0,00   

  -     39.680.000,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  0,00   

    Jumlah Perlengkapan Jalan 
di Jalan Kabupaten/Kota 
yang Tersedia 

- 39.680.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Perlengkapan Jalan 
di Jalan Kabupaten/Kota 

    39.680.000,00             0,00   

  Tersedianya Perlengkapan Jalan 
di Jalan Kabupaten/Kota 

Jumlah Perlengkapan Jalan 
di Jalan Kabupaten/Kota 
yang Tersedia 

1 Unit 39.680.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 

Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 0,00 Dinas 
Perhubungan 

  Pengelolaan Terminal 
Penumpang Tipe C 

    32.000.000,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  0,00   

  -     32.000.000,00         Masyarakat 
Kabupaten 

Malinau 

  0,00   

    Jumlah Terminal Tipe C 

(Fasilitas Utama dan 
Penunjang) yang 
terehabilitasi dan terpelihara 

- 32.000.000,00           - 0,00   

  Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Terminal Tipe C (Fasilitas Utama 
dan Penunjang) 

    32.000.000,00             0,00   

  Terlaksananya Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Terminal Tipe C 
(Fasilitas Utama dan Penunjang) 

Jumlah Terminal Tipe C 
(Fasilitas Utama dan 
Penunjang) yang 
terehabilitasi dan terpelihara 

1 Unit 32.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 

Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 0,00 Dinas 
Perhubungan 

  Penerbitan Izin Penyelenggaraan 
dan Pembangunan Fasilitas 
Parkir 

    0,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  0,00   

  -     0,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  0,00   

    Jumlah Laporan Koordinasi 
dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 
Izin Penyelenggaraan dan 
Terbangunnya Fasilitas 
Parkir Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

- 0,00           - 0,00   

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan dan 
Pembangunan Fasilitas Parkir 
Kewenangan Kabupaten/Kota  

    0,00             0,00   

  Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi 0 Laporan 0,00 Kab. Dana Alokasi - Digitalisasi   - 0,00 Dinas 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-276 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin 
Penyelenggaraan dan 

Terbangunnya Fasilitas Parkir 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

dan Sinkronisasi 
Pengawasan Pelaksanaan 
Izin Penyelenggaraan dan 

Terbangunnya Fasilitas 
Parkir Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Malinau Umum (DAU) Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan 

Pembanguna
n 

Perhubungan 

  Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor 

    137.488.000,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  0,00   

  -     137.488.000,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  0,00   

    Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor yang 
Tersedia 

- 52.482.000,00           - 0,00   

    Jumlah Sumber Daya 
Manusia Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor yang 
Ditingkatkan Kapasitasnya 

- 85.006.000,00           - 0,00   

  Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor 

    52.482.000,00             0,00   

  Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor yang 
Tersedia 

1 Unit 52.482.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Peningkatan 
Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 

Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 0,00 Dinas 
Perhubungan 

  Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Manusia Pengujian 

Berkala Kendaraan Bermotor 

    85.006.000,00             0,00   

  Meningkatnya Kapasitas 
Sumber Daya Manusia 

Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor 

Jumlah Sumber Daya 
Manusia Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor yang 
Ditingkatkan Kapasitasnya 

2 Orang 85.006.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 0,00 Dinas 
Perhubungan 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-277 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Pelaksanaan Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas untuk 

Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 

    79.629.000,00         Masyarakat 
Kabupaten 

Malinau 

  0,00   

  -     79.629.000,00         Masyarakat 

Kabupaten 
Malinau 

  0,00   

    Jumlah Perlengkapan Jalan 

dalam Rangka Manajemen 
dan Rekayasa Lalu Lintas 
yang dilaksanakan 
pengadaan dan Pemasangan 

- 79.629.000,00           - 0,00   

  Pengadaan dan Pemasangan 
Perlengkapan Jalan dalam 
rangka Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas 

    79.629.000,00             0,00   

  Terlaksananya Pengadaan dan 

Pemasangan Perlengkapan 
Jalan dalam Rangka Manajemen 
dan Rekayasa Lalu Lintas 

Jumlah Perlengkapan Jalan 

dalam Rangka Manajemen 
dan Rekayasa Lalu Lintas 
yang dilaksanakan 
pengadaan dan Pemasangan 

6 Dokumen 79.629.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

- Peningkatan 

Infrastruktur 
Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 

dan Merata 

  - 0,00 Dinas 

Perhubungan 

110

. 

PROGRAM PENGELOLAAN 

PELAYARAN 

    140.220.000,00             50.000.000,00   

    Indeks Infrastruktur 

Pelayaran  (Indeks) 

3.80 Poin 140.220.000,00           - 50.000.000,00   

  Pembangunan dan Penerbitan 
Izin Pembangunan dan 

Pengoperasian Pelabuhan 
Sungai dan Danau 

    140.220.000,00         Masyarakat 
Kabupaten 

Malinau 

  50.000.000,00   

  -     140.220.000,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  50.000.000,00   

    Jumlah Fasilitas Pelayanan 
Angkutan Pelabuhan Sungai, 
Danau dan Penyeberangan 
yang Tersedia 

- 50.000.000,00           - 0,00   

    Jumlah Pelabuhan Sungai 
dan Danau yang Beroperasi 

dan Terpelihara 

- 50.220.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Pelabuhan Sungai 
dan Danau yang Dibangun 

- 40.000.000,00           - 0,00   

  Pembangunan Pelabuhan 
Sungai dan Danau 

    40.000.000,00             0,00   

  Terbangunnya Pelabuhan 
Sungai dan Danau 

Jumlah Pelabuhan Sungai 
dan Danau yang Dibangun 

1 Unit 40.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 0,00 Dinas 
Perhubungan 

  Pengoperasian dan 
Pemeliharaan Pelabuhan Sungai 
dan Danau 

    50.220.000,00             50.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-278 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Teroperasinya dan 
Terpeliharanya Pelabuhan 
Sungai dan Danau 

Jumlah Pelabuhan Sungai 
dan Danau yang Beroperasi 
dan Terpelihara 

3 Unit 50.220.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 50.000.000,00 Dinas 
Perhubungan 

  Pemenuhan fasilitas Pelayanan 
Angkutan Pelabuhan Sungai, 
Danau dan Penyeberangan 

    50.000.000,00             0,00   

  Terpenuhinya Fasilitas 
Pelayanan Angkutan Pelabuhan 

Sungai, Danau dan 
Penyeberangan 

Jumlah Fasilitas Pelayanan 
Angkutan Pelabuhan Sungai, 

Danau dan Penyeberangan 
yang Tersedia 

3 Unit 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Peningkatan 
Infrastruktur 

Publik Serta 
Jaringan 
Logistik Yang 
Berkualitas 
dan Merata 

  - 0,00 Dinas 
Perhubungan 

  Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

    15.457.719.229,2
6 

            16.204.275.817,2
6 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

    15.457.719.229,2
6 

            16.204.275.817,2
6 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

    15.071.138.229,2

6 

            15.704.275.817,2

6 

  

111
. 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    5.497.161.309,26             5.999.452.897,26   

    Nilai IKM terhadap 
Pelayanan Perangkat Daerah 

75 Nilai 5.497.161.309,26           - 5.899.452.897,26   

  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

    48.653.200,00         Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

Kabupaten 
Malinau 

  100.000.000,00   

  -     48.653.200,00         Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika 
Kabupaten 

Malinau 

  100.000.000,00   

    Jumlah Data Statistik 
Sektoral Daerah yang Telah 

Dikumpulkan dan Diperiksa 
Lingkup Perangkat Daerah 

- 24.601.600,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

- 24.051.600,00           - 50.000.000,00   

  Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

    24.051.600,00             50.000.000,00   

  Tersedianya Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

4 Laporan 24.051.600,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 

birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 

pemberantasa

-   - 50.000.000,00 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-279 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 

penyeludupan
. 

  Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Statistik Sektoral Daerah 

    24.601.600,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Pengumpulan 

Data Statistik Sektoral Daerah 

Jumlah Data Statistik 

Sektoral Daerah yang Telah 
Dikumpulkan dan Diperiksa 
Lingkup Perangkat Daerah 

23 Data 24.601.600,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

7.Memperkua

t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 

memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa

n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

-   - 50.000.000,00 Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

    4.599.452.897,26         Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatiks 
Kabupaten 
Malinau  

  4.599.452.897,26   

  -     4.599.452.897,26         Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatiks 
Kabupaten 
Malinau  

  4.599.452.897,26   

    Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 4.599.452.897,26           - 4.599.452.897,26   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    4.599.452.897,26             4.599.452.897,26   

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

32 
Orang/bulan 

4.599.452.897,26 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 

birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 

pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 

penyeludupan
. 

-   - 4.599.452.897,26 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

  Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

    806.735.212,00         Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika 
Kabupaten 

Malinau  

  1.200.000.000,00   

  -     806.735.212,00         Dinas 
Komunikasi 

dan 

  1.200.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-280 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Informatika 
Kabupaten 
Malinau  

    Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

- 705.735.032,00           - 1.000.000.000,00   

    Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 

- 27.412.680,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

- 73.587.500,00           - 150.000.000,00   

  Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

    73.587.500,00             150.000.000,00   

  Tersedianya Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 73.587.500,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

7.Memperkua

t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 

memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa

n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

-   - 150.000.000,00 Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika 

  Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

    27.412.680,00             50.000.000,00   

  Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

1 Paket 27.412.680,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 

pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 

dan 
penyeludupan
. 

-   - 50.000.000,00 Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika 

  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    705.735.032,00             1.000.000.000,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

12 Laporan 
Laporan 

705.735.032,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 

birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 

pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

-   - 1.000.000.000,00 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-281 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

    42.320.000,00         Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika 
Kabupaten 
Malinau  

  100.000.000,00   

  -     42.320.000,00         Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

Kabupaten 
Malinau  

  100.000.000,00   

    Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

- 42.320.000,00           - 100.000.000,00   

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

    42.320.000,00             100.000.000,00   

  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

1 Unit 42.320.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

7.Memperkua

t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 

memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa

n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika 

112
. 

PROGRAM PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

PUBLIK 

    519.154.000,00             650.000.000,00   

    Persentase Tingkat Kepuasan 
masyarakat terhadap akses 

dan kualitas informasi publik 
Pemerintah Daerah 

73 % 519.154.000,00           - 500.000.000,00   

  Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

    519.154.000,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  650.000.000,00   

  -     519.154.000,00         Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  650.000.000,00   

    Jumlah khalayak yang 
terpapar informasi publik 

- 199.280.000,00           - 200.000.000,00   

    Jumlah Komunitas Informasi 
Masyarakat yang aktif 
mendiseminasikan informasi 
dan terdaftar di Dinas 

Kominfo 

- 50.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Konten Komunikasi 

Publik 

- 99.980.000,00           - 150.000.000,00   

    Jumlah rekomendasi 

komunikasi terhadap isu 
publik yang berkembang dan 
usulan agenda komunikasi 
prioritas Pemerintah Daerah 

- 19.976.000,00           - 50.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-282 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Persentase permohonan 
Informasi Publik yang 
diselesaikan sesuai 

peraturan perundangan 

- 149.918.000,00           - 150.000.000,00   

  Pelayanan Informasi Publik 
serta Dukungan Administratif, 

Keuangan, dan Tata Kelola 
Komisi Informasi di Daerah 
dalam Rangka Penyelesaian 
Sengketa Informasi Publik 

    149.918.000,00             150.000.000,00   

  Tersedianya Pelayanan 
Informasi Publik bagi 
masyarakat dan terlaksananya 

Dukungan Administratif, 
Keuangan, dan Tata Kelola 
Komisi Informasi di Daerah 
dalam Rangka Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik 

Persentase permohonan 
Informasi Publik yang 
diselesaikan sesuai 

peraturan perundangan 

100 % 149.918.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

1.Memperkok
oh ideologi 
Pancasila, 

demokrasi, 
dan hak asasi 
manusia 
(HAM). 

-   - 150.000.000,00 Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika 

  Sosialisasi/Diseminasi Informasi 
serta Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik 

    199.280.000,00             200.000.000,00   

  Terlaksananya 

Sosialisasi/Diseminasi Informasi 
serta Pengelolaan Media 
Komunikasi Publik 

Jumlah khalayak yang 

terpapar informasi publik 

41421 Orang 199.280.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

1.Memperkok

oh ideologi 
Pancasila, 
demokrasi, 
dan hak asasi 
manusia 

(HAM). 

-   - 200.000.000,00 Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika 

  Monitoring Informasi Kebijakan, 

Opini Publik, dan Aspirasi 
Publik 

    19.976.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Monitoring 
Informasi Kebijakan, Opini 
Publik, dan Aspirasi Publik 

Jumlah rekomendasi 
komunikasi terhadap isu 
publik yang berkembang dan 
usulan agenda komunikasi 
prioritas Pemerintah Daerah 

12 
Rekomendasi 

19.976.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

1.Memperkok
oh ideologi 
Pancasila, 
demokrasi, 
dan hak asasi 

manusia 
(HAM). 

-   - 50.000.000,00 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

  Kemitraan Komunikasi dengan 
Komunitas Informasi 
Masyarakat 

    50.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya  Kemitraan 
dengan Pemangku Kepentingan 

Jumlah Komunitas Informasi 
Masyarakat yang aktif 
mendiseminasikan informasi 
dan terdaftar di Dinas 

Kominfo 

39 Komunitas 50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

1.Memperkok
oh ideologi 
Pancasila, 
demokrasi, 

dan hak asasi 
manusia 
(HAM). 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

  Penyusunan Konten     99.980.000,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya Penyusunan 

Konten 

Jumlah Konten Komunikasi 

Publik 

420 Konten 99.980.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

1.Memperkok

oh ideologi 
Pancasila, 
demokrasi, 
dan hak asasi 
manusia 

(HAM). 

-   - 150.000.000,00 Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika 

113

. 

PROGRAM PENGELOLAAN 

APLIKASI INFORMATIKA 

    9.054.822.920,00             9.054.822.920,00   

    Persentase Layanan Publik 

Yang Diselenggarakan secara 
Online Dan Terintregrasi 

75 % 9.054.822.920,00           - 9.054.822.920,00   

    Persentase Wilayah Yang 

Memiliki Akses Digital dan 

82 % 9.054.822.920,00           - 9.054.822.920,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-283 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Telekomunikasi 

  Pengelolaan E-government di 
Lingkup Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

    9.054.822.920,00         Perangkat 
daerah dan 
Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  9.054.822.920,00   

  -     9.054.822.920,00         Perangkat 
daerah dan 

Masyarakat 
Kabupaten 
Malinau 

  9.054.822.920,00   

    Jumlah Aplikasi SPBE 
Pemerintah Daerah yang 
sudah ditempatkan di 
Ekosistem Pusat Data 

Nasional dan laporan 
operasionalisasi pusat 
kendali 

- 164.844.000,00           - 164.844.000,00   

    Jumlah dokumen kebijakan 
tata kelola SPBE yang 
meliputi arsitektur, peta 
rencana, proses bisnis, 

rencana dan anggaran, 
manajemem SPBE 
(Pemerintah Digital), serta 
hasil Audit TIK sesuai 
kewenangan Dinas Kominfo 

- 5.845.000.000,00           - 5.845.000.000,00   

    Jumlah laporan pelaksanaan 
koordinasi dan fasilitasi 

penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota Cerdas 

- 57.532.000,00           - 57.532.000,00   

    Jumlah Layanan Pemda yang 
memanfaatkan Portal 
pelayanan Pemerintah 
Daerah terintegrasi, yaitu 
Portal Pelayanan Publik, 

Portal Administrasi 
Pemerintahan, dan/atau 
Portal Data Nasional 

- 214.446.000,00           - 214.446.000,00   

    Jumlah Perangkat Daerah 
dan UPTD yang 
memanfaatkan akses 
internet yang disediakan oleh 

Dinas 

- 1.540.386.920,00           - 1.540.386.920,00   

    Jumlah perangkat daerah di 

pemerintah Kab/Kota yang 
terhubung dengan Jaringan 
Intra Pemerintah Daerah 
Kab/Kota 

- 1.232.614.000,00           - 1.232.614.000,00   

  Koordinasi dan Fasilitasi 
Penyelenggaraan Kabupaten 
atau Kota Cerdas 

    57.532.000,00             57.532.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi dan 
Fasilitasi Penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota Cerdas 

Jumlah laporan pelaksanaan 
koordinasi dan fasilitasi 
penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota Cerdas 

1 Dokumen 57.532.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 

pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 

-   - 57.532.000,00 Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-284 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

  Penyediaan Akses Internet     1.540.386.920,00             1.540.386.920,00   

  Terlaksananya Penyediaan 
Akses Internet untuk Perangkat 
Daerah dan UPTD, termasuk 

ruang publik dalam rangka 
penyelenggaraan SPBE 

Jumlah Perangkat Daerah 
dan UPTD yang 
memanfaatkan akses 

internet yang disediakan oleh 
Dinas 

32 Titik 1.540.386.920,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 
pencegahan 

dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 

dan 
penyeludupan
. 

-   - 1.540.386.920,00 Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika 

  Koordinasi Pelaksanaan SPBE 
(Pemerintah Digital) yang 
meliputi tata kelola, manajemen 
SPBE, dan Audit TIK 

    5.845.000.000,00             5.845.000.000,00   

  Terlaksananya koordinasi 
Pelaksanaan SPBE (Pemerintah 
Digital) yang meliputi tata 

kelola, manajemen SPBE, dan 
Audit TIK 

Jumlah dokumen kebijakan 
tata kelola SPBE yang 
meliputi arsitektur, peta 

rencana, proses bisnis, 
rencana dan anggaran, 
manajemem SPBE 
(Pemerintah Digital), serta 

hasil Audit TIK sesuai 
kewenangan Dinas Kominfo 

3 Dokumen 5.845.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 

pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 

dan 
penyeludupan
. 

-   - 5.845.000.000,00 Dinas 
Komunikasi 
dan 

Informatika 

  Koordinasi pengelolaan aplikasi, 
data/informasi, dan layanan 
pemerintah daerah berbasis 
elektronik yang terintegrasi 

    214.446.000,00             214.446.000,00   

  Terlaksananya pengelolaan 
aplikasi, data/informasi, dan 

layanan pemerintah daerah 
berbasis elektronik yang 
terintegrasi 

Jumlah Layanan Pemda yang 
memanfaatkan Portal 

pelayanan Pemerintah 
Daerah terintegrasi, yaitu 
Portal Pelayanan Publik, 
Portal Administrasi 
Pemerintahan, dan/atau 

Portal Data Nasional 

4 Layanan 214.446.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 

politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 
memperkuat 

pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 

dan 
penyeludupan
. 

-   - 214.446.000,00 Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika 

  Penyelenggaraan Jaringan Intra 
Pemerintah Daerah Kab/Kota 

    1.232.614.000,00             1.232.614.000,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Jaringan Intra Pemerintah 
Daerah Kab/Kota 

Jumlah perangkat daerah di 
pemerintah Kab/Kota yang 
terhubung dengan Jaringan 

32 Titik 1.232.614.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

-   - 1.232.614.000,00 Dinas 
Komunikasi 
dan 
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NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Intra Pemerintah Daerah 
Kab/Kota 

hukum dan 
birokrasi, 
serta 

memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 

narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

Informatika 

  Koordinasi Pemanfaatan Pusat 
Data Nasional dan 
Penyelenggaraan Pusat Kendali 

Pemerintah Daerah 

    164.844.000,00             164.844.000,00   

  Terlaksananya koordinasi dalam 

rangka pemanfaatan Ekosistem 
Pusat Data Nasional dan 
Penyelenggaraan Pusat Kendali 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Aplikasi SPBE 

Pemerintah Daerah yang 
sudah ditempatkan di 
Ekosistem Pusat Data 
Nasional dan laporan 
operasionalisasi pusat 

kendali 

1 Aplikasi 164.844.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

7.Memperkua

t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 

memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 

narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

-   - 164.844.000,00 Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika 

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG STATISTIK 

    186.548.000,00             200.000.000,00   

114
. 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
STATISTIK SEKTORAL 

    186.548.000,00             200.000.000,00   

    Indeks Pembangunan 
Statistik Sektoral 

2 Nilai 186.548.000,00           - 200.000.000,00   

  Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral di Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

    186.548.000,00         Perangkat 
Daerah 
Kabupaten 

Malinau 

  200.000.000,00   

  -     186.548.000,00         Perangkat 

Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  200.000.000,00   

    Persentase kegiatan statistik 
sektoral yang hasilnya dapat 
diakses oleh pengguna data. 

- 48.908.000,00           - 50.000.000,00   

    Persentase kegiatan statistik 
sektoral yang telah 
memenuhi standar data, 

metadata, interoperabilitas 
data dan kode referensi 
dan/atau data induk 

- 137.640.000,00           - 150.000.000,00   

  Pemenuhan Prinsip Satu Data 
Indonesia 

    137.640.000,00             150.000.000,00   

  Tersedianya Statistik Sektoral 
yang memenuhi Prinsip Satu 
Data Indonesia 

Persentase kegiatan statistik 
sektoral yang telah 
memenuhi standar data, 
metadata, interoperabilitas 
data dan kode referensi 

dan/atau data induk 

100 % 137.640.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 

-   - 150.000.000,00 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-286 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

memperkuat 
pencegahan 
dan 

pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

  Peningkatan Kualitas Statistik 

Sektoral 

    48.908.000,00             50.000.000,00   

  Meningkatnya Kualitas Statistik 
Sektoral 

Persentase kegiatan statistik 
sektoral yang hasilnya dapat 

diakses oleh pengguna data. 

100 % 48.908.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 

politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta 

memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi, 

narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

-   - 50.000.000,00 Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika 

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PERSANDIAN 

    200.033.000,00             300.000.000,00   

115
. 

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PERSANDIAN UNTUK 

PENGAMANAN INFORMASI 

    200.033.000,00             300.000.000,00   

    Tingkat Kesiapan 
Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah 

40 Poin 200.033.000,00           - 300.000.000,00   

  Penyelenggaraan Persandian 

untuk Pengamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

    200.033.000,00         Perangkat 

Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  300.000.000,00   

  -     200.033.000,00         Perangkat 
Daerah 
Kabupaten 
Malinau 

  300.000.000,00   

    Jumlah Kebijakan Tata 
Kelola Keamanan Informasi 

dan Persandian Pemerintah 
Daerah yang Ditetapkan baik 
berupa Peraturan 
Bupati/Walikota, Keputusan 
Bupati/Walikota maupun 

Norma, Standar, Prosedur 
dan Kriteria yang digunakan 
sebagai panduan dalam 
menjalankan 
penyelenggaraan persandian 

- 12.402.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Keamanan 

Informasi Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 
Berbasis Elektronik dan Non 
Elektronik 

- 105.226.000,00           - 150.000.000,00   

    Jumlah Laporan Pengelolaan 
Sumber Daya Keamanan 

- 82.405.000,00           - 100.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-287 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Informasi dan Persandian 
Pemerintah Daerah 
berdasarkan Analisis 

Kebutuhan 

  Pengelolaan Sumber Daya 
Keamanan Informasi dan 

Persandian Pemerintah Daerah 
berdasarkan Analisis Kebutuhan 

    82.405.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Pengelolaan 
Sumber Daya Keamanan 
Informasi dan Persandian 
Pemerintah Daerah berdasarkan 
Analisis Kebutuhan 

Jumlah Laporan Pengelolaan 
Sumber Daya Keamanan 
Informasi dan Persandian 
Pemerintah Daerah 
berdasarkan Analisis 

Kebutuhan 

4 Laporan 82.405.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 

pemberantasa
n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

  Penetapan Kebijakan Tata Kelola 

Keamanan Informasi dan 
Persandian Pemerintah Daerah 

    12.402.000,00             50.000.000,00   

  Ditetapkannya Kebijakan Tata 

Kelola Keamanan Informasi dan 
Persandian Pemerintah Daerah 

Jumlah Kebijakan Tata 

Kelola Keamanan Informasi 
dan Persandian Pemerintah 
Daerah yang Ditetapkan baik 
berupa Peraturan 

Bupati/Walikota, Keputusan 
Bupati/Walikota maupun 
Norma, Standar, Prosedur 
dan Kriteria yang digunakan 
sebagai panduan dalam 

menjalankan 
penyelenggaraan persandian 

1 Dokumen 12.402.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

7.Memperkua

t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa

n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan
. 

-   - 50.000.000,00 Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika 

  Pelaksanaan Keamanan 
Informasi Pemerintahan Daerah 

Berbasis Elektronik dan Non 
Elektronik 

    105.226.000,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya Keamanan 
Informasi Pemerintahan Daerah 
Berbasis Elektronik dan Non 
Elektronik 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Keamanan 
Informasi Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 
Berbasis Elektronik dan Non 

Elektronik 

12 Laporan 105.226.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 

serta 
memperkuat 
pencegahan 
dan 
pemberantasa

n korupsi, 
narkoba, judi, 
dan 
penyeludupan

. 

-   - 150.000.000,00 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

  Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

    6.190.618.419,20             7.534.685.632,65   

  URUSAN PEMERINTAHAN     6.190.618.419,20             7.534.685.632,65   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-288 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PENANAMAN MODAL 

    6.190.618.419,20             7.534.685.632,65   

116
. 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    5.163.630.630,65             5.544.685.632,65   

    Nilai Indeks Kepuasan 
terhadap layanan sekretariat 

perangkat daerah 

100 Persen 5.109.630.630,65           - 5.319.685.632,65   

  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

    48.000.000,00         Aparatur 
DPMPTSP 

  186.000.000,00   

  -     48.000.000,00         Aparatur 

DPMPTSP 

  186.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 

Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

- 6.000.000,00           - 15.000.000,00   

    Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah  

- 12.000.000,00           - 75.000.000,00   

    Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

- 6.000.000,00           - 32.000.000,00   

    Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

- 12.000.000,00           - 25.000.000,00   

    Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

- 12.000.000,00           - 39.000.000,00   

  Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

    12.000.000,00             75.000.000,00   

  Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah  

2 Dokumen 12.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 

Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

  - 75.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

  Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 

    6.000.000,00             32.000.000,00   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-289 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Tersedianya Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 

7 Dokumen 6.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 32.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

  Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

    12.000.000,00             25.000.000,00   

  Tersedianya Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

5 Laporan 12.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Digitalisasi 

Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 

Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan 
Pembanguna

n 

  - 25.000.000,00 Dinas 

Penanaman 
Modal, 
Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu 

  Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

    12.000.000,00             39.000.000,00   

  Terlaksananya Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

6 Laporan 12.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 39.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-290 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

    6.000.000,00             15.000.000,00   

  Terselenggaranya Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 

Daerah 

2 Dokumen 6.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 15.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

  Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

    4.897.685.632,65         Aparatur 

DPMPTSP 

  5.027.685.632,65   

  -     4.897.685.632,65         Aparatur 
DPMPTSP 

  5.027.685.632,65   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

- 2.000.000,00           - 20.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Koordinasi 

dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

- 2.000.000,00           - 30.000.000,00   

    Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

- 2.000.000,00           - 25.000.000,00   

    Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

- 12.000.000,00           - 50.000.000,00   

    Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 

Keuangan 

- 2.000.000,00           - 25.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-291 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD 

    Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 4.877.685.632,65           - 4.877.685.632,65   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    4.877.685.632,65             4.877.685.632,65   

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

35 
Orang/bulan 

4.877.685.632,65 Kab. 
Malinau 

Dana Bagi 
Hasil (DBH) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 4.877.685.632,65 Dinas 
Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

  Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

    2.000.000,00             20.000.000,00   

  Tersedianya Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

100 Dokumen 2.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara

an 
Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

  - 20.000.000,00 Dinas 
Penanaman 

Modal, 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

  Pelaksanaan Penatausahaan 
danPengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

    2.000.000,00             25.000.000,00   

  Terlaksananya Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

12 Dokumen 2.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 

  - 25.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 
Pelayanan 

Terpadu Satu 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-292 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

Pintu 

  Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

    2.000.000,00             30.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

Jumlah Dokumen Koordinasi 
dan Pelaksanaan Akuntansi 

SKPD 

6 Dokumen 2.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 

Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

  - 30.000.000,00 Dinas 
Penanaman 

Modal, 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

  Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

    12.000.000,00             50.000.000,00   

  Tersedianya Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

4 Laporan 12.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan 

Pembanguna
n 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-293 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD 

    2.000.000,00             25.000.000,00   

  Tersedianya Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD 

3 Laporan 2.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 25.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

  Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat Daerah 

    6.000.000,00         Aparatur 
DPMPTSP 

  100.000.000,00   

  -     6.000.000,00         Aparatur 
DPMPTSP 

  100.000.000,00   

    Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

- 2.000.000,00           - 25.000.000,00   

    Jumlah Laporan Rekonsiliasi 
dan Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

- 2.000.000,00           - 25.000.000,00   

    Jumlah Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD 

- 2.000.000,00           - 50.000.000,00   

  Penyusunan Perencanaan 
Kebutuhan Barang Milik Daerah 
SKPD 

    2.000.000,00             50.000.000,00   

  Tersedianya Rencana 
Kebutuhan Barang Milik Daerah 
SKPD 

Jumlah Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD 

1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan 

Pembanguna
n 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-294 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Rekonsiliasi dan Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah 

pada SKPD 

    2.000.000,00             25.000.000,00   

  Terlaksananya Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi 
dan Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

2 Laporan 2.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara

an 
Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

  - 25.000.000,00 Dinas 
Penanaman 

Modal, 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

  Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

    2.000.000,00             25.000.000,00   

  Terlaksananya Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

4 Laporan 2.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 

Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan 

Pembanguna
n 

  - 25.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 
Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu 

  Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

    11.000.000,00         Perangkat 
Daerah 

  50.000.000,00   

  -     11.000.000,00         Perangkat 
Daerah 

  50.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-295 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Pelaksanaaan 
Sistem Informasi 

Kepegawaian 

- 11.000.000,00           - 50.000.000,00   

  Koordinasi dan Pelaksanaan 
Sistem Informasi Kepegawaian 

    11.000.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi dan 
Pelaksanaan Sistem Informasi 

Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Pelaksanaaan 

Sistem Informasi 
Kepegawaian 

4 Dokumen 11.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 

dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 

negeri. 

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 

Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Penanaman 

Modal, 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    111.324.654,00         Aparatur 
DPMPTSP 

  181.000.000,00   

  -     111.324.654,00         Aparatur 
DPMPTSP 

  181.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

- 0,00           - 0,00   

    Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

- 90.379.654,00           - 156.000.000,00   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

- 20.945.000,00           - 25.000.000,00   

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    20.945.000,00             25.000.000,00   

  Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

1 Paket 20.945.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 25.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

  Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    90.379.654,00             156.000.000,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

30 Laporan 90.379.654,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik Yang 

  - 156.000.000,00 Dinas 
Penanaman 

Modal, 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-296 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

SKPD sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara

an 
Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

  Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

    0,00             0,00   

  Terlaksananya Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

1 Dokumen 0,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

-   - 0,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

    89.620.344,00         Perangkat 
Daerah 

  0,00   

  -     89.620.344,00         Perangkat 
Daerah 

  0,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 

- 89.620.344,00           - 0,00   

  Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

    89.620.344,00             0,00   

  Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 

0 Laporan 89.620.344,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 

dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 

Digitalisasi 
Pelayanan 

Publik Yang 
Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 

Pemerintahan 

  - 0,00 Dinas 
Penanaman 

Modal, 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-297 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 

negeri. 

dan 
Pembanguna
n 

117
. 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
IKLIM PENANAMAN MODAL 

    299.999.890,00             275.000.000,00   

    Persentase  Investor yang 
berminat berinvestasi 

100 persen 299.999.890,00           - 275.000.000,00   

  Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif Dibidang 

Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

    299.999.890,00         Pelaku Usaha   275.000.000,00   

  -     299.999.890,00         Pelaku Usaha   275.000.000,00   

    Jumlah Kesepakatan 

Kemitraan antara Usaha 
Besar (PMA/PMDN) dengan 
UMKM di daerah 

- 74.999.900,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Peraturan 
Daerah/Provinsi dalam 
Pemberian Fasilitas/Insentif 
dan Kemudahan Penanaman 

Modal 

- 224.999.990,00           - 175.000.000,00   

  Penetapan Kebijakan Daerah 

Mengenai Pemberian 
Fasilitas/Insentif dan 
Kemudahan Penanaman Modal 

    224.999.990,00             175.000.000,00   

  Ditetapkannya Kebijakan 
Daerah dalam Pemberian 
Fasilitas/Insentif dan 
Kemudahan Penanaman Modal 

Jumlah Peraturan 
Daerah/Provinsi dalam 
Pemberian Fasilitas/Insentif 
dan Kemudahan Penanaman 

Modal 

1 Dokumen 224.999.990,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 
mengembang

kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 

nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan 

Pembanguna
n 

  - 175.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

  Fasilitasi Kemitraan yang 
dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

    74.999.900,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Kemitraan antara 
Usaha Besar (PMA/PMDN) 
dengan UMKM di daerah 

Jumlah Kesepakatan 
Kemitraan antara Usaha 
Besar (PMA/PMDN) dengan 

UMKM di daerah 

1 Dokumen 74.999.900,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 

meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

118
. 

PROGRAM PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 

    84.999.998,55             350.000.000,00   

    Nilai target investasi 
PMA/PMDN 

7,222 Triliun 84.999.998,55           - 350.000.000,00   

  Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

    84.999.998,55         Pelaku Usaha   350.000.000,00   

  -     84.999.998,55         Pelaku Usaha   350.000.000,00   
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PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

    Jumlah Dokumen Hasil 
Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal 

Kabupaten/Kota 

- 84.999.998,55           - 350.000.000,00   

  Pelaksanaan Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten/Kota 

    84.999.998,55             350.000.000,00   

  Terlaksananya Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil 

Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 84.999.998,55 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

5.Melanjutka

n hilirisasi 
dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 

sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 

di dalam 
negeri. 

-   - 350.000.000,00 Dinas 

Penanaman 
Modal, 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

119

. 

PROGRAM PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL 

    299.999.200,00             650.000.000,00   

    Persentase   Izin yang 

diterbitkan tepat waktu dan 
sesuai standar 

78 Persen 299.999.200,00           - 650.000.000,00   

  Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Secara Terpadu Satu 
Pintu dibidang Penanaman 
Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

    299.999.200,00         Pelaku Usaha   650.000.000,00   

  -     299.999.200,00         Pelaku Usaha   650.000.000,00   

    Jumlah Kegiatan Usaha yang 
Mendapat Pemantauan, 
Analisis, Evaluasi, dan 

Pelaporan di Bidang 
Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota bagi 

Kegiatan Usaha Dari Pelaku 
Usaha 

- 100.000.000,00           - 250.000.000,00   

    Jumlah Pelaku usaha yang 

Memperoleh Layanan 
Konsultasi Perizinan 
Berusaha melalui Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi secara 
Elektronik 

- 50.000.000,00           - 80.000.000,00   

    Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mendapatkan Pelayanan 
Perizinan Berusaha melalui 
Sistem Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Terintegrasi 

secara Elektronik 

- 149.999.200,00           - 320.000.000,00   

  Penyediaan Pelayanan Perizinan 
Berusaha melalui Sistem 

Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Terintegrasi secara 
Elektronik 

    149.999.200,00             320.000.000,00   

  Tersedianya Pelayanan Perizinan 
Berusaha melalui Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Terintegrasi secara 

Elektronik 

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Perizinan Berusaha melalui 
Sistem Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Terintegrasi 

400 Pelaku 
Usaha 

149.999.200,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 
mengembang

kan industri 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 
Inovatif 

Dalam 

  - 320.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
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secara Elektronik berbasis 
sumber daya 
alam untuk 

meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

dan 
Pembanguna
n 

Pintu 

  Penyediaan dan pengelolaan 
Layanan konsultasi perizinan 
berusaha berbasis risiko 

    50.000.000,00             80.000.000,00   

  Tersedianya dan terkelolanya 
Layanan Konsultasi terhadap 
Perizinan Berusaha melalui 

Sistem Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Terintegrasi 
secara Elektronik 

Jumlah Pelaku usaha yang 
Memperoleh Layanan 
Konsultasi Perizinan 

Berusaha melalui Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Terintegrasi secara 
Elektronik 

48 Pelaku 
Usaha 

50.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 80.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

  Pemantauan, Analisis, Evaluasi, 
dan Pelaporan di Bidang 

Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko 

    100.000.000,00             250.000.000,00   

  Terlaksananya Pemantauan, 

Analisis, Evaluasi, dan 
Pelaporan di Bidang Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota bagi 

Kegiatan Usaha dari Pelaku 
Usaha 

Jumlah Kegiatan Usaha yang 

Mendapat Pemantauan, 
Analisis, Evaluasi, dan 
Pelaporan di Bidang 
Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota bagi 
Kegiatan Usaha Dari Pelaku 
Usaha 

60 Kegiatan 

Usaha 

100.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

5.Melanjutka

n hilirisasi 
dan 
mengembang
kan industri 

berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 

di dalam 
negeri. 

-   - 250.000.000,00 Dinas 

Penanaman 
Modal, 
Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu 

120
. 

PROGRAM PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN PENANAMAN 
MODAL 

    249.989.600,00             450.000.000,00   

    Persentase Perusahaan yang 
Tertib Melaporkan LKPM 
(Laporan Kegiatan 
Penanaman Modal)  

100 Persen 249.989.600,00           - 450.000.000,00   

  Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

    249.989.600,00         Pelaku Usaha   450.000.000,00   

  -     249.989.600,00         Pelaku Usaha   450.000.000,00   

    Jumlah Kegiatan Usaha dari 
Pelaku Usaha yang Telah 

Dianalisa dan Diverifikasi 
Data,  Profil dan Informasi 
Kegiatan Usaha dari Pelaku  
DIlakukan Inspeksi 
Lapangan ; serta DIlakukan 

Evaluasi Penilaian 
Kepatuhan Pelaksanaan 
Perizinan Berusaha 

- 99.999.000,00           - 150.000.000,00   

    Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mengikuti Bimbingan 
Teknis/ Sosialisasi 

- 99.996.700,00           - 200.000.000,00   
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T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Implementasi Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko 
dan Pengawasan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko 

    Jumlah Penyelesaian 
Permasalahan dan 

Hambatan yang  dihadapi 
Pelaku Usaha dalam 
merealisasikan Kegiatan 
Usahanya 

- 49.993.900,00           - 100.000.000,00   

  Bimbingan Teknis kepada 
Pelaku Usaha 

    99.996.700,00             200.000.000,00   

  Terlaksananya Bimbingan 
Teknis/ Sosialisasi 
Implementasi  Perizinan 

Perizinan Berusaha Berbasis 
Risikodan Pengawasan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko 

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Mengikuti Bimbingan 
Teknis/ Sosialisasi 

Implementasi Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko 
dan Pengawasan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko 

400 Pelaku 
Usaha 

99.996.700,00 Kab. 
Malinau 

Pajak Bumi 
dan 
Bangunan 

Pedesaan 
dan 
Perkotaan 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 

meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 200.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

  Pengawasan Penanaman Modal     99.999.000,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya Analisa dan 
Verifikasi Data,  Profil dan 
Informasi Kegiatan Usaha dari 
Pelaku  Inspeksi Lapangan 

terhadap Kegiatan  serta 
Evaluasi Penilaian Kepatuhan 
Pelaksanaan Perizinan Berusaha 
Para Pelaku Usaha 

Jumlah Kegiatan Usaha dari 
Pelaku Usaha yang Telah 
Dianalisa dan Diverifikasi 
Data,  Profil dan Informasi 

Kegiatan Usaha dari Pelaku  
DIlakukan Inspeksi 
Lapangan ; serta DIlakukan 
Evaluasi Penilaian 
Kepatuhan Pelaksanaan 

Perizinan Berusaha 

25 Kegiatan 
Usaha 

99.999.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 
mengembang

kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 
meningkatkan 

nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 150.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

  Penyelesaian Permasalahan dan 
Hambatan yang dihadapi Pelaku 
Usaha dalam Merealisasikan 
Kegiatan Usahanya 

    49.993.900,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Penyelesaian 
Permasalahan dan Hambatan 

yang dihadapi Pelaku Usaha 
dalam Merealisasikan Kegiatan 
Usahanya 

Jumlah Penyelesaian 
Permasalahan dan 

Hambatan yang  dihadapi 
Pelaku Usaha dalam 
merealisasikan Kegiatan 
Usahanya 

25 Kegiatan 
Usaha 

49.993.900,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 

dan 
mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 

alam untuk 
meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 

negeri. 

-   - 100.000.000,00 Dinas 
Penanaman 

Modal, 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

121
. 

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 

INFORMASI PENANAMAN 
MODAL 

    91.999.100,00             265.000.000,00   

    Persentase informasi yang 
tersampaikan kepada 
masyarakat 

100 Persen 91.999.100,00           - 265.000.000,00   

  Pengelolaan Data dan Informasi 
Perizinan dan Non Perizinan 
yang Terintegrasi pada Tingkat 

    91.999.100,00         Pelaku Usaha   265.000.000,00   
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Daerah Kabupaten/Kota 

  -     91.999.100,00         Pelaku Usaha   265.000.000,00   

    Jumlah Data dan Informasi 

Perizinan  Berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik yang Diolah, 
Dikaji dan Dimanfaatkan 

- 91.999.100,00           - 265.000.000,00   

  Pengolahan, Penyajian dan 
Pemanfaatan Data dan 

Informasi Perizinan Berbasis 
Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik 

    91.999.100,00             265.000.000,00   

  Tersedianya Data dan Informasi 
Perizinan Berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik 
yang Diolah, Dikaji dan 
Dimanfaatkan 

Jumlah Data dan Informasi 
Perizinan  Berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik yang Diolah, 
Dikaji dan Dimanfaatkan 

5 Dokumen 91.999.100,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

5.Melanjutka
n hilirisasi 
dan 

mengembang
kan industri 
berbasis 
sumber daya 
alam untuk 

meningkatkan 
nilai tambah 
di dalam 
negeri. 

-   - 265.000.000,00 Dinas 
Penanaman 
Modal, 

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

  Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga 

    10.295.223.194,0
0 

            16.567.622.034,0
0 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

    10.197.463.794,0
0 

            16.469.862.634,0
0 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KEPEMUDAAN DAN 

OLAHRAGA 

    10.197.463.794,0
0 

            16.469.862.634,0
0 

  

122

. 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    5.570.923.694,00             5.669.862.634,00   

    Nilai IKM Terhadap Layanan 
Sekretariat Perangkat 
Daerah 

69,31 Nilai 5.570.923.694,00           - 5.669.862.634,00   

  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

    100.000.000,00         ASN   100.000.000,00   

  -     100.000.000,00         ASN   100.000.000,00   

    Jumlah Data Statistik 
Sektoral Daerah yang Telah 
Dikumpulkan dan Diperiksa 
Lingkup Perangkat Daerah 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

  Pelaksanaan Pengumpulan Data 
Statistik Sektoral Daerah 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral Daerah 

Jumlah Data Statistik 
Sektoral Daerah yang Telah 
Dikumpulkan dan Diperiksa 
Lingkup Perangkat Daerah 

10 Data 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 100.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

    4.727.101.524,00         ASN   4.727.101.524,00   

  -     4.727.101.524,00         ASN   4.727.101.524,00   

    Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 4.727.101.524,00           - 4.727.101.524,00   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan     4.727.101.524,00             4.727.101.524,00   
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ASN 

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

33 
Orang/bulan 

4.727.101.524,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 4.727.101.524,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

    442.408.274,00         ASN   691.381.110,00   

  -     442.408.274,00         ASN   691.381.110,00   

    Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

- 300.000.000,00           - 607.400.110,00   

    Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

- 102.408.274,00           - 43.981.000,00   

    Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

- 40.000.000,00           - 40.000.000,00   

  Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

    102.408.274,00             43.981.000,00   

  Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

1 Paket 102.408.274,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 43.981.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

    40.000.000,00             40.000.000,00   

  Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

3 Paket 40.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 40.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

    300.000.000,00             607.400.110,00   

  Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

20 Laporan 300.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 607.400.110,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

    301.413.896,00         ASN   151.380.000,00   

  -     301.413.896,00         ASN   151.380.000,00   

    Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

- 301.413.896,00           - 151.380.000,00   

  Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

    301.413.896,00             151.380.000,00   

  Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

1 Laporan 301.413.896,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 151.380.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

123
. 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA SAING 

KEPEMUDAAN 

    749.068.000,00             1.100.000.000,00   

    Jumlah Pemuda (Usia 16-30) 
yang Berwirausaha 

0,014 % 499.446.000,00           - 850.000.000,00   

    Tingkat partisipasi pemuda 
dalam organisasi 

kepemudaan dan organisasi 
sosial kemasyarakatan 

9,28 % 749.068.000,00           - 1.100.000.000,00   

  Penyadaran, Pemberdayaan, dan 
Pengembangan Pemuda dan 
Kepemudaan Terhadap Pemuda 
Pelopor Kabupaten/Kota, 
Wirausaha Muda Pemula, dan 

Pemuda Kader Kabupaten/Kota 

    499.446.000,00         Pemuda/i dan 
Masyarakat 

  850.000.000,00   

  -     499.446.000,00         Pemuda/i dan 

Masyarakat 

  850.000.000,00   

    Jumlah dokumen hasil 
Pelaksanaan Koordinasi 

- 50.000.000,00           - 150.000.000,00   
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NO 
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PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Strategis Lintas Sektor 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Kepemudaan di 

kabupaten/kota 

    Jumlah Pemuda Pelopor 
Tingkat Kabupaten/Kota 

Yang ditingkatkan 
kapasitasnya 

- 124.869.000,00           - 125.000.000,00   

    Jumlah Pemuda tingkat 
Kabupaten/Kota yang 
Ditingkatkan Kapasitas 
kepemimpinannya 

- 74.790.000,00           - 75.000.000,00   

    Jumlah Prasarana dan 
Sarana Kepemudaan 
Kabupaten/Kota yang 

Terkelola dan Termanfaatkan 

- 99.905.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Wirausaha Pemula 

Tingkat kabupaten/kota 
yang Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

- 149.882.000,00           - 400.000.000,00   

  Pengelolaan Prasarana dan 
Sarana Kepemudaan 
Kabupaten/Kota 

    99.905.000,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Prasarana dan 
Sarana Kepemudaan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Prasarana dan 
Sarana Kepemudaan 
Kabupaten/Kota yang 
Terkelola dan Termanfaatkan 

5 Unit 99.905.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Penyelenggaraan Peningkatan 
Kapasitas Pemuda Pelopor 

Tingkat Kabupaten/Kota 

    124.869.000,00             125.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 
Penyelenggaraan Peningkatan 
Kapasitas bagi Pemuda Pelopor 
Tingkat Kabupaten/Kota 

Jumlah Pemuda Pelopor 

Tingkat Kabupaten/Kota 
Yang ditingkatkan 
kapasitasnya 

20 Orang 124.869.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 125.000.000,00 Dinas 

Kepemudaan 
dan Olahraga 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-304 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

  Penyelenggaraan Peningkatan 

Kapasitas Bagi Wirausaha 
Pemula Tingkat Kabupaten/Kota 

    149.882.000,00             400.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan 
Penyelenggaraan peningkatan 
kapasitas Kewirausahaan 
Pemuda Bagi Wirausaha Pemula 

Tingkat kabupaten/kota 

Jumlah Wirausaha Pemula 

Tingkat kabupaten/kota 
yang Ditingkatkan 
Kapasitasnya 

90 Orang 149.882.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 400.000.000,00 Dinas 

Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Penyelenggaraan  Peningkatan 
Kapasitas kepemimpinan 
pemuda tingkat kabpuaten/kota 

    74.790.000,00             75.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Penyelenggaraan Peningkatan 

Kapasitas kepemimpinan 
pemuda tingkat kabupaten/kota 

Jumlah Pemuda tingkat 
Kabupaten/Kota yang 
Ditingkatkan Kapasitas 

kepemimpinannya 

50 Orang 74.790.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 75.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Pelaksanaan Koordinasi 

Strategis Lintas Sektor 

    50.000.000,00             150.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-305 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

Penyelenggaraan Pelayanan 
Kepemudaan melalui 
pembentukan tim koordinasi 

kabupaten/kota 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Kepemudaan serta penyusunan 
dan implementasi Rencana Aksi 
Daerah/RAD Tingkat 

kabupaten/kota 

  Terlaksananya Pelaksanaan 

Koordinasi Strategis Lintas 
Sektor Penyelenggaraan 
Pelayanan Kepemudaan melalui 
pembentukan tim koordinasi 
kabupaten/kota 

Penyelenggaraan Pelayanan 
Kepemudaan serta penyusunan 
dan implementasi Rencana Aksi 
Daerah/RAD Tingkat 
kabupaten/kota 

Jumlah dokumen hasil 

Pelaksanaan Koordinasi 
Strategis Lintas Sektor 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Kepemudaan di 
kabupaten/kota 

1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 150.000.000,00 Dinas 

Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Pemberdayaan dan 
Pengembangan Organisasi 
Kepemudaan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

    249.622.000,00         Pemuda/i dan 
Masyarakat 

  250.000.000,00   

  -     249.622.000,00         Pemuda/i dan 
Masyarakat 

  250.000.000,00   

    Jumlah organisasi 
kepemudaan yang difasilitasi 
dalam pengembangan 

organisasi kepemudaan 
tingkat kabupaten/kota 

- 99.672.000,00           - 200.000.000,00   

  Penyelenggaran pengembangan 
organisasi kepemudaan tingkat 
kabupaten/kota 

    149.950.000,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi, 
sinkronisasi, dan 
penyelenggaran pengembangan 
organisasi kepemudaan tingkat 

kabupaten 

Jumlah organisasi 
kepemudaan yang difasilitasi 
dalam pengembangan 
organisasi kepemudaan 

tingkat kabupaten/kota 

5 Organisasi 149.950.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-306 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

  Penyelenggaraan Pemberdayaan 
organisasi kepemudaan melalui 
kemitraan berbasis peneguhan 
kemandirian ekonomi pemuda 

tingkat Kabupaten/Kota 

    99.672.000,00             200.000.000,00   

  Terlaksananya Koordinasi, 
sinkronisasi, dan 

penyelenggaran pengembangan 
organisasi kepemudaan tingkat 
kabupaten/kota 

Jumlah organisasi 
kepemudaan yang difasilitasi 

dalam pengembangan 
organisasi kepemudaan 
tingkat kabupaten/kota 

20 Organisasi 99.672.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 200.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 

dan Olahraga 

124
. 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
KAPASITAS DAYA SAING 
KEOLAHRAGAAN 

    3.877.472.100,00             9.700.000.000,00   

    Persentase Cabang Olahraga 
yang Mengikuti Event 
Kejuaraan 

100 % 2.777.473.400,00           - 7.150.000.000,00   

    Persentase Pertumbuhan 
Prestasi Olahraga 

100 % 899.998.700,00           - 1.800.000.000,00   

  Pembinaan dan Pengembangan 
Olahraga Pendidikan pada 
Jenjang Pendidikan yang 

Menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

    1.927.592.300,00         ASN, Pemuda/i 
dan 
Masyarakat 

  4.400.000.000,00   

  -     1.927.592.300,00         ASN, Pemuda/i 

dan 
Masyarakat 

  4.400.000.000,00   

    Jumlah Kegiatan Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pemberdayaan 
Perkumpulan Olahraga dan 
Penyelenggaraan 

Festival/Kejuaraan oleh 
Satuan Pendidikan Usia Dini 
dan Dasar 

- 49.999.300,00           - 250.000.000,00   

    Jumlah sarana dan 
prasarana olahraga di 
tingkat kabupaten/kota yang 
tersedia 

- 1.603.612.000,00           - 4.027.637.108,00   

    Jumlah sentra pembinaan - 273.981.000,00           - 122.362.892,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-307 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

olahraga prestasi yang 
dibentuk dan dikembangkan 
di tingkat kabupaten/kota, 

termasuk olahraga 
disabilitas 

  Pelaksanaan Pemberdayaan 

Perkumpulan Olahraga dan 
Penyelenggaraan 
Festival/Kejuaraan oleh Satuan 
Pendidikan Usia Dini dan Dasar 

    49.999.300,00             250.000.000,00   

  Terselenggaranya Koordinasi, 
Sinkronisasi dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Perkumpulan 

Olahraga dan Penyelenggaraan 
Festival/Kejuaraan oleh Satuan 
Pendidikan Usia Dini dan Dasar 

Jumlah Kegiatan Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pemberdayaan 

Perkumpulan Olahraga dan 
Penyelenggaraan 
Festival/Kejuaraan oleh 
Satuan Pendidikan Usia Dini 

dan Dasar 

1 Kegiatan 49.999.300,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 250.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Penyelenggaraan pembentukan 

dan pengembangan sentra 
pembinaan olahraga prestasi di 
tingkat kabupaten/kota 

    273.981.000,00             122.362.892,00   

  Terlaksananya Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
penyelenggaraan pembentukan 
dan pengembangan sentra 

pembinaan olahraga prestasi di 
tingkat kabupaten/kota, 
termasuk olahraga disabilitas 

Jumlah sentra pembinaan 
olahraga prestasi yang 
dibentuk dan dikembangkan 
di tingkat kabupaten/kota, 

termasuk olahraga 
disabilitas 

1 Unit 273.981.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 

milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 122.362.892,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Koordinasi dan sinkronisasi 
penyediaan prasarana olahraga 

melalui perencanaan, 

    1.603.612.000,00             4.027.637.108,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-308 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

pengadaan, pemanfaatan, 
pemeliharaan, dan pengawasan 
Sarana dan Prasarana Olahraga 

di tingkat kabupaten/kota 

  Terlaksananya Koordinasi dan 
sinkronisasi penyediaan 

prasarana olahraga melalui 
perencanaan, pengadaan, 
pemanfaatan, pemeliharaan, 
dan pengawasan Sarana dan 

Prasarana Olahraga di tingkat 
kabupaten/kota 

Jumlah sarana dan 
prasarana olahraga di 

tingkat kabupaten/kota yang 
tersedia 

4 Unit 1.603.612.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 

teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 

dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 

Saing 

  - 4.027.637.108,00 Dinas 
Kepemudaan 

dan Olahraga 

  Penyelenggaraan Kejuaraan 
Olahraga Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

    200.000.000,00         ASN, Pemuda/i 
dan 
Masyarakat 

  650.000.000,00   

  -     200.000.000,00         ASN, Pemuda/i 
dan 
Masyarakat 

  650.000.000,00   

    Jumlah Pekan dan 
Kejuaraan Olahraga Prestasi 
Tingkat Kabupaten/Kota 

yang terselenggara, termasuk 
olahraga disabilitas 

- 100.000.000,00           - 500.000.000,00   

    Jumlah peserta dan 
pendamping yang mengikuti 
festival, pekan dan kejuaraan 
olahraga lingkup Pendidikan, 
Masyarakat, dan Prestasi 

tingkat Provinsi, termasuk 
olahraga disabilitas 

- 100.000.000,00           - 150.000.000,00   

  Keikutsertaan anggota 
kontingen kabupaten/kota 
dalam Penyelenggaraan festival, 
pekan, dan kejuaraan olahraga 

    100.000.000,00             150.000.000,00   

  Terlaksananya Partisipasi dan 
Keikutsertaan dalam 
Penyelenggaraan festival, pekan 

dan kejuaraan olahraga lingkup 
Pendidikan, Masyarakat, dan 
Prestasi tingkat Provinsi, 
temasuk olahraga disabilitas 

Jumlah peserta dan 
pendamping yang mengikuti 
festival, pekan dan kejuaraan 

olahraga lingkup Pendidikan, 
Masyarakat, dan Prestasi 
tingkat Provinsi, termasuk 
olahraga disabilitas 

10 Orang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 150.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-309 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

  Penyelenggaraan Pekan dan 

Kejuaraan Olahraga Prestasi 
Tingkat Kabupaten/Kota 

    100.000.000,00             500.000.000,00   

  Terlaksananya Pekan dan 

Kejuaraan Olahraga Prestasi 
Tingkat Kabupaten/Kota, 
termasuk olahraga disabilitas 

Jumlah Pekan dan 

Kejuaraan Olahraga Prestasi 
Tingkat Kabupaten/Kota 
yang terselenggara, termasuk 
olahraga disabilitas 

1 Kegiatan 100.000.000,00 Kab. 

Malinau 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

4.Memperkua

t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 

perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka

n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 500.000.000,00 Dinas 

Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Pembinaan dan Pengembangan 
Olahraga Prestasi Tingkat 
Daerah Provinsi 

    299.999.200,00         -   800.000.000,00   

  -     299.999.200,00         -   800.000.000,00   

    Jumlah Olahragawan 
Berprestasi kabupaten/kota 
yang Dibina dan Diberikan 
Pengembangan, termasuk 

olahraga disabilitas 

- 99.999.800,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Olahragawan Daerah 

yang diidentifikasi dan 
diseleksi, termasuk olahraga 
disabilitas 

- 99.999.400,00           - 200.000.000,00   

    Jumlah penerima 
Penghargaan olahraga 

- 100.000.000,00           - 500.000.000,00   

  Pemberian Penghargaan 
olahraga bagi yang berprestasi 
dan/atau berjasa dalam 
memajukan Olahraga 

    100.000.000,00             500.000.000,00   

  Terlaksananya pemberian 
Penghargaan olahraga bagi yang 
berprestasi dan/atau berjasa 

dalam memajukan Olahraga 

Jumlah penerima 
Penghargaan olahraga 

50 Orang 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 500.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-310 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

  Pembinaan dan Pengembangan 

Olahragawan Berprestasi 
kabupaten/kota 

    99.999.800,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya Pembinaan dan 
Pengembangan Olahragawan 
Berprestasi kabupaten/kota, 
termasuk olahraga disabilitas 

Jumlah Olahragawan 
Berprestasi kabupaten/kota 
yang Dibina dan Diberikan 
Pengembangan, termasuk 
olahraga disabilitas 

20 Orang 99.999.800,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 
manusia 

(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 

olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 

peran 
perempuan, 
pemuda 
(generasi 
milenial dan 

generasi Z), 
dan 
penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Identifikasi dan Seleksi 
Olahragawan Daerah 

    99.999.400,00             200.000.000,00   

  Terlaksananya Identifikasi dan 
Seleksi Olahragawan Daerah, 
termasuk olahraga disabilitas 

Jumlah Olahragawan Daerah 
yang diidentifikasi dan 
diseleksi, termasuk olahraga 

disabilitas 

50 Orang 99.999.400,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

-   - 200.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-311 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

penyandang 
disabilitas. 

  Pembinaan dan Pengembangan 
Organisasi Olahraga 

    599.999.500,00         -   1.100.000.000,00   

  -     599.999.500,00         -   1.100.000.000,00   

    Jumlah Kerja Sama 

Organisasi Keolahragaan 
Kabupaten/Kota dengan 
lembaga terkait yang 
terlaksana, termasuk 

olahraga disabilitas 

- 500.000.000,00           - 1.000.000.000,00   

    Jumlah Lembaga yang 
terstandar nasional dalam 

pengelolaan Organisasi 
Keolahragaan di Kab/kota, 
temasuk olahraga disabilitas 

- 99.999.500,00           - 100.000.000,00   

  Peningkatan Kerja Sama 
Organisasi Keolahragaan 
Kabupaten/Kota dengan 
Lembaga Terkait 

    500.000.000,00             1.000.000.000,00   

  Meningkatnya Kerja Sama 
Organisasi Keolahragaan 

Kabupaten/Kota dengan 
Lembaga Terkait, termasuk 
olahraga disabilitas 

Jumlah Kerja Sama 
Organisasi Keolahragaan 

Kabupaten/Kota dengan 
lembaga terkait yang 
terlaksana, termasuk 
olahraga disabilitas 

1 Kerja Sama 500.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 1.000.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 

dan Olahraga 

  Pelaksanaan Standar nasional 
pengelolaan Organisasi 

Keolahragaan di 
kabupaten/kota 

    99.999.500,00             100.000.000,00   

  Terlaksananya pengelolaan 
Organisasi Keolahragaan di 
kabupaten/kota sesuai standar 
nasional, termasuk olahraga 
disabilitas 

Jumlah Lembaga yang 
terstandar nasional dalam 
pengelolaan Organisasi 
Keolahragaan di Kab/kota, 
temasuk olahraga disabilitas 

1 Lembaga 99.999.500,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 

Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Pembinaan dan Pengembangan 
Olahraga Rekreasi 

    849.881.100,00         ASN, Pemuda/i 
dan 
Masyarakat 

  2.750.000.000,00   

  -     849.881.100,00         ASN, Pemuda/i 
dan 
Masyarakat 

  2.750.000.000,00   

    Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Olahraga 
Tradisional di Masyarakat 

- 99.999.500,00           - 500.000.000,00   

    Jumlah Lembaga yang 
terfasilitasi dalam rangka 
Pemberdayaan Perkumpulan 

Olahraga Masyarakat di 
tingkat kabupaten/kota, 
termasuk disabilitas 

- 100.000.000,00           - 100.000.000,00   

    Jumlah Peserta yang 
terfasilitasi dalam Pemasalan 
Olahraga Masyarakat di 
tingkat kabupaten/kota 

- 149.999.600,00           - 150.000.000,00   

    Jumlah Prasarana dan 
Sarana Kepramukaan 

kabupaten/kota yang 
Tersedia dan Termanfaatkan 

- 499.882.000,00           - 2.000.000.000,00   

  Pemanfaatan Olahraga 

Tradisional dalam Masyarakat 

    99.999.500,00             500.000.000,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-312 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

  Pemanfaatan Olahraga 
Tradisional dalam Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Olahraga 
Tradisional di Masyarakat 

1 Dokumen 99.999.500,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 
gender, serta 

penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 500.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Penyediaan prasarana dan 

sarana olahraga rekreasi melalui 
perencanaan, pengadaan, 
pemanfaatan, pemeliharaan, 
pengembangan, dan 
pengawasan 

    499.882.000,00             2.000.000.000,00   

  Tersedianya dan Pemanfaatan 
Prasarana dan Sarana 

Kepramukaan kabupaten/kota 

Jumlah Prasarana dan 
Sarana Kepramukaan 

kabupaten/kota yang 
Tersedia dan Termanfaatkan 

1 Unit 499.882.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 

pembangunan 
sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 

pendidikan, 
kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 

Sumber Daya 
Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 2.000.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 

dan Olahraga 

  Peningkatan Partisipasi dan 
Pemassalan Olahraga di 
Masyarakat 

    149.999.600,00             150.000.000,00   

  Meningkatnya Partisipasi dan 
Pemasalan Olahraga di 
Masyarakat di tingkat 
kabupaten/kota 

Jumlah Peserta yang 
terfasilitasi dalam Pemasalan 
Olahraga Masyarakat di 
tingkat kabupaten/kota 

50 Orang 149.999.600,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 
sumber daya 

manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia Yang 

Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 150.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-313 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 

kesetaraan 
gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 

pemuda 
(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 

penyandang 
disabilitas. 

  Pengembangan dan 
pemberdayaan Perkumpulan 
Olahraga Masyarakat di tingkat 
kabupaten/kota 

    100.000.000,00             100.000.000,00   

  Meningkatnya Pembinaan dalam 
rangka Pemberdayaan 
Perkumpulan Olahraga 

Masyarakat di tingkat 
kabupaten/kota, termasuk 
disabilitas 

Jumlah Lembaga yang 
terfasilitasi dalam rangka 
Pemberdayaan Perkumpulan 

Olahraga Masyarakat di 
tingkat kabupaten/kota, 
termasuk disabilitas 

1 Lembaga 100.000.000,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

4.Memperkua
t 
pembangunan 

sumber daya 
manusia 
(SDM), sains, 
teknologi, 
pendidikan, 

kesehatan, 
prestasi 
olahraga, 
kesetaraan 

gender, serta 
penguatan 
peran 
perempuan, 
pemuda 

(generasi 
milenial dan 
generasi Z), 
dan 
penyandang 

disabilitas. 

Meningkatka
n Kualitas 
Sumber Daya 

Manusia Yang 
Unggul dan 
Berdaya 
Saing 

  - 100.000.000,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

        97.759.400,00             97.759.400,00   

  URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG XX 

    97.759.400,00             97.759.400,00   

125
. 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    97.759.400,00             97.759.400,00   

    Nilai IKM Terhadap Layanan 
Sekretariat Perangkat 

Daerah 

69,31 Nilai 97.759.400,00           - 97.759.400,00   

  Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

    97.759.400,00         ASN   97.759.400,00   

  -     97.759.400,00         ASN   97.759.400,00   

    Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

- 97.759.400,00           - 97.759.400,00   

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 

    97.759.400,00             97.759.400,00   



 

RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-314 

NO 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / OUTCOME / 

KEGIATAN / SUBKEGIATAN 
OUTPUT 

INDIKATOR 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

TARGET 
2027 

PAGU INDIKATIF LOKASI 
SUMBER 

DANA 

PRIORITAS 
TARGE

T 
PAGU INDIKATIF 

NASIONAL DAERAH 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

8 Unit 97.759.400,00 Kab. 
Malinau 

Dana Alokasi 
Umum (DAU) 

- -   - 97.759.400,00 Dinas 
Kepemudaan 
dan Olahraga 

  Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

    16.045.294.462,6
7 

            16.045.340.425,0
6 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR 

    12.743.750.390,6
4 

            12.744.794.100,0
6 

  

  URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG KEBUDAYAAN 

    12.743.750.390,6

4 

            12.744.794.100,0

6 

  

126

. 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    3.443.814.072,00             3.444.857.781,42   

    Nilai Indeks Kepuasan   
Masyarakat terhadap 
Pelayanan Sekretariat 
Perangkat Daerah  

82 persen 3.443.814.072,00           - 3.444.857.781,42   

  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

    278.845.960,00         Masyarakat   50.000.000,00   

  -     278.845.960,00         Masyarakat   50.000.000,00   

    Jumlah Data Statistik 
Sektoral Daerah yang Telah 
Dikumpulkan dan Diperiksa 
Lingkup Perangkat Daerah 

- 278.845.960,00           - 50.000.000,00   

  Pelaksanaan Pengumpulan Data 
Statistik Sektoral Daerah 

    278.845.960,00             50.000.000,00   

  Terlaksananya Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral Daerah 

Jumlah Data Statistik 
Sektoral Daerah yang Telah 
Dikumpulkan dan Diperiksa 

Lingkup Perangkat Daerah 

197 Data 278.845.960,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

(PAD) 

8.Memperkua
t 
penyelarasan 

kehidupan 
yang 
harmonis 
dengan 

lingkungan, 
alam, dan 
budaya serta 
peningkatan 
toleransi 

antarumat 
beragama 
untuk 
mencapai 
masyarakat 

yang adil dan 
makmur. 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

Inovatif 
Dalam 
Penyelenggara
an 

Pemerintahan 
dan 
Pembanguna
n 

  - 50.000.000,00 Dinas 
Kebudayaan 
dan 

Pariwisata 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

    2.825.850.112,00         ASN, P3K, P3K 
PW dan PJLP 

  2.825.850.117,42   

  -     2.825.850.112,00         ASN, P3K, P3K 
PW dan PJLP 

  2.825.850.117,42   

    Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

- 2.825.850.112,00           - 2.825.850.117,42   

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

    2.825.850.112,00             2.825.850.117,42   

  Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

43 
Orang/bulan 

2.825.850.112,00 Kab. 
Malinau 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 

7.Memperkua
t reformasi 
politik, 

Digitalisasi 
Pelayanan 
Publik Yang 

  - 2.825.850.117,42 Dinas 
Kebudayaan 
dan 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































